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Perkembangan biologi sebagai ilmu pengetahuan kini semakin pe-
sat, yang dibuktikan dari berbagai macam penemuan baru yang
semakin mengukuhkan manusia sebagai makhluk yang mampu

mengatur segala sesuatu. Biologi mewujudkannya dalam penguasaan
atas kewenangan manusia mengelola makhluk hidup di sekitarnya,
bahkan mengatur perkembangan dirinya sendiri. Teknologi kedok-
teran, pertanian, ilmu lingkungan dan sebagainya menjadi tumpuan
harapan para biolog untuk menjawab berbagai pcrmasaiahan yang
berhubungan dengan makhluk hidup.1

Dikembangkannya ilmu penurunan sifat (genetika) sebagai ca-
bang biologi menyebabkan biolog bukan sekedar mampu mengamati
berbagai fenomena alam dan makhluk yang ada, namun juga mampu
memperkirakan keturunan, menyarankan persilangan (perkawinan),
bahkan merekayasa organisme keturunan untuk memperoleh sesuatu
yang lebih baik. Genetika juga tidak membatasi objek penelaahan se
bagai target pengembangan ilmu, manusia dijadikan objek penelitian,
yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini lengkaplah
sudah bahwa anggapan tersebut seolah mendekati kebenaran: "Bi
ologi adalah cabang ilmu yang memonopoli kekuasaan Tuhan sebagai
pencipta (al-Khaliq) terhadap ciptaan (Makhluk)-Nya".2

Seiring dengan perkembangan aspek ontologi (objek kajian keil-
muan) yang telah mengembangkan genetika atau ilmu penurunan si-

1 Aji Mirza Habibi, "Rekayasa Genetika", dalam http://ajimirzahabibie.blogspot.
com/2010/Q6rekavasa^enetika-html. diakscs pada 5 (aiiuari 2012.

2 Ibid.
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hampir enam tahun mulai muncul penyakit arthritis yang dijelaskan
di hadapan wartawan.5

Gambar 2.

Tubuh Domba Dolly yang Diawetkan dan Dipamerkan
di National Museum of Scotland

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Domba_Dolly, diakses pada 16 September 2013.

Domba Dolly yang merupakan domba kloning pertama dari sel
somatik dewasa, adalah spesies domba ternak, finn-dorset, jenis ke-
lamin betina, yang lahir pada 5Juli 1996di Roslin Institute, Scotland-
ia, dan mati pada 14 Februari 2003 (6 tahun) dan tubuhnya diawetkan
dan dipamerkan di National Museum of Scotland. Dalam perkem-
bangannya, juga telah dihasilkan sejumlah 6 (enam) domba kloning
keturunan domba Dolly (yang diberi nama Bonnie, kembar Sally dan
Rosie, kembar tiga Lucy, Darcy dan Cotton).6

Mangku Sitepoe, "Dampak Penggunaan Hasil Rekayasa Genetika Telah Menjadi
Kenyataan?, dalam http://agorsiloku.wordpress.eom/2006/l 1/13/dampak-peng-
gunaan-hasil rekayasa-genetika-telah-menjadi-kenyataan?. html., diakses pada 5
Januari 2012.

Wikipedia Bahasa Indonesia, F.nsiklopcdia Bebas, "Domba Dolly", dalam http://
id.wikipedia.org/wiki/Domba_Dolly, diakses pada 16 September 2013.
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Gambar 3.

Domba-domba Hasil Kloning (Bonnie, Kembar Sally dan Rosie,
Kembar Tiga Lucy, Darcy dan Cotton) Keturunan Domba Dolly

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/10/10/061434848/Awal-Mula-Muncul-Dolly-
Si-Domba-Hasil-Kloning, diakses pada 16 September2013.

Menurut Suryo, kemajuan teknologi rekayasa genetika {genetic
engineering) sebenarnya telah dimulai menjelang akhir abad ke-20,
yang mampu memanipulasikan gen dengan melakukan pembiakan
DNA (DNA cloning) dari sel atau spesies lain di dalam sel host, se-
hingga dihasilkan transforman baru yang dapat menghasilkan produk
gen yang dikehendaki. Produk teknologi genetik ini diramalkan akan
memberi dampak besar terhadap jalannya evolusi manusia. Meskipun
♦demikian, karena dalam rekayasa genetika melibatkan fungsi gen dari
spesies yang berbeda, maka timbulnya strain baru dapat menimbulkan
masalah-masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan
khusus.7 Perkembangan masa kini ditandai dengan penggunaan tek
nologi mano sebagai perangkat perubah penurunan sifat, keyakinan
bahwa terdapatnya subjeknya tertentu yang merepresentasikan sifat
individu yang dapat diturunkan diikuti dengan dikemukakannya gen
sebagai unit terkecil dalam faktor individu pembawa sifat. Gen ter-
dapat dalam kromosom seseorang berisikan substansi genetik yang

7 Suryo, 2010, Genetika Manusia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
him. 3.
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mempresentasikan sifat seorang secara „r„h lu
mengubah sifat individu dengan car, ^enSuba" gen berarti
P« dan mengubahnya, IZdaoatZT^f"^^ *"* *"rftfyang berbeda dan keturunatny B5f" f^ ^"S^ S"
bangkan sebagai teknik rekayasa ge^rika. ^ kemUdian dikem"

Teknologi DNA rekombinan atau ««. W..I.
dengan rekayasa genetika nu .1 y""S ,eb,h P°P"ler dikenal
di dalam suatu sefyang bu n,cl alam'̂ "l^^"^ '™
takan sebagai cloning Prose t^TJ!^*** PU,a dika"mind^hkan inti sel sofnat kyZ,Z2 ^^ d^n ™e-genetik lengkapnya ke ri^LJK^^ dan komponen

Pd., para dmuwan, khusus,,™SS^^S""""^ be'Um *'"
kinan bahwa keberhasilan EtT rmpUnyai ^
bagi keberhasilan kloning manush d,' \ .T^f3" Pendahu'"an
nusia di masa yang^%^£S^*^>*^
kan teknologi kloning, menuniukkan rinlt u "y mengguna-
dka yang mampu J^S^S?','T"^gene"
dan arah perkembangan d masa vanj ak 7' da'am ^ in'' hewa">
oleh para perekayasa gene ika adalah ko T' ^ d'Predikasiteknologi rekayasa genetika 1^.1^^'T^^"
sebagaimana Domba Dolly sebaeai d.Tnl if u P''kat manusia
manusia melalui rekayasa ge eS van. dt d'T T"' eV°'USi
menghasilkan transforman baru van, d T^ kemamP"an
dikehendaki, ternyata juga dapat enim I ^^^ »"*dampak serius yang ha us dapa d~ permasalahan sebagai

Aji Mirza Habibi, Loc. Git

Bandung, 4-6 Oktober 2002. rt,,Itas Endokr'no!ogi Reproduksi,

Gambar 4.

Bayi-bayi Hasil Kloning Manusia yang Saat Ini Gagal,
Tetapi Diprediksi Terjadi 50 Tahun Lagi

Sumber: http://www.kaskus.co.id/post/51c5c7ef601243a97500000c, diakses pada 16 Sep
tember 2013.

Tidak dapat dipungkiri, memasuki abad ke-21 perhatian para
ilmuwan banyak dialihkan kepada bidang bioteknologi. Invensi demi
invensi dihasilkan oleh para inventor mulai dari invensi di bidang re
kayasa genetika sampai dengan kloning hewan dan manusia. Sesuai
dengan namanya, bioteknologi memang banyak melibatkan aspek-
aspek biologis dari makhluk hidup dalam berbagai penelitian yang
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dilakukan, sehingga sering disebut sebagai "invensi di bidang makhluk
hidup".10

Berbagai tanggapan muncul berkaitan dengan semakin maraknya
invensi di bidang makhluk hidup ini yang terbagi menjadi dua penda
pat, yaitu pendapat yang pro dan kontra. Pendapat yang pro menekan-
kan pada am penting suatu karya inovatif bagi perkembangan ilmu
dan teknologi. Menurut penganut pandangan ini, sesuatu penelitian
yang bersifat inovatif hams didukung baik dalam wujud memberi kele-
Iuasaan kepada para inventor untuk meneliti sampai pada perluny
pemberian reward kepada para inventor untuk memberikan stimulasi
kepada mereka agar terus mengadakan penelitian yang bermanfaat
bag, masyarakat. Sedangkan pendapat yang kontra lebih menitikberat-
kan pada dampak negatif dan invensi di bidang makhluk hidup terse-
but. Satu di antara beberapa contoh invensi yang banyak mengundang
kntik dan Kecaman dari berbagai kalangan adalah teknologi kloning
Menurut mereka, meskipun teknologi tersebut dimaksudkan untuk
membantu masyarakat, dampak negatif dan invensi tersebut juga
tidak kalah besarnya. Teknologi kloning dianggap sebagai perbuatan
melanggar moral.1'

Sejak awal perkembangan biologi, khususnya rekayasa genetika
menjadi sorotan dalam ilmu pengetahuan, karena menjadikan manu
sia sebagai objek penelitian, meskipun tujuan sebenarnya sesuai de
ngan tujuan ilmu untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun
apa kemudian yang akan terjadi andaikata teknologi rekayasa gene
tika diterapkan sepenuhnya, akan lahir anak dari rahim yang berbeda
dengan Au pemilik telur aslinya, akan diciptakan manusia-manusia
tiruan dalam bentuk dan sifat yang sama dengan garis keturunan

yang tidak jelas, akan muncul jenis hewan yang bentuknya disesuai-
kan dengan kebutuhan manusia, seperti semangka tanpa biji, kambing

S ,T°' tn?rS™ Paten terhadaP TdB"** ^ning (Perspek-.fUU Paten Indonesia) , dalam Tim Lindsey, dkk. (ed.), 2006, Hak Kekayaan
Intelektual: Suatu Pengantar Asian Law Group Pty Ltd. Bekerjasama dengan
Penerbit Alumni, Bandung, him.347.

hlm'T^ Barr>' H0ffmaStCr yaPg dikutip °,ch Tomi Sllry° Utomo, dalam Ibid.,11
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berkaki pendek, ayam yang terus-menerus bertelur tanpa dibuahi dan
sebagainya, tidakkah itu merusak biodiversitas dalam tatanan yang su-
dah ada sebelumnya?12

Tim Pengkajian Hukum untang Ketentuan Pidana dalam Pene-
rapan Bioteknologi, dengan mengutip hasil-hasil penelitian yang di
lakukan oleh peneliri-peneliti lainnya, mengemukakan adanya kema-
juan di bidang bioteknologi yang tak lepas dari berbagai kontroversi,
antara lain, ialah:

1. Teknologi kloning dan rekayasa genetika terhadap tanaman
pangan mendapat kecaman dari berbagai macam golongan
terutama kaum konservatif religius.

2. Pro dan kontra penggunaan tanaman transgenik, salah satu
contohnya adalah kapas transgenik. Pihak yang pro, teru
tama para petinggi dan wakil petani yang tahu betul hasil
uji coba di lapangan memandang kapas transgenik sebagai
mimpi yang dapat membuat kenyataan, sedangkan pihak
yang kontra, sangat ekstrim mengungkapkan berbagai ba-
haya hipotetis tanaman transgenik (Tajudin, 2001).

3. Selain kapas, Setyarini (2000) memaparkan tentang kon
troversi penggunaan tanaman jagung yang telah direkayasa
genetika untuk pakan unggas. Kekhawatiran yang muncul
adalah produk akhir unggas Indonesia akan mengandung
genetically modifiedorganism (GMO).

4. Masalah lain yang menjadi kekhawatiran berbagai pihak
adalah potensinya dalam mengganggu keseimbangan ling-
kungan antara lain serbuk jagung di alam bebas dapat me-
ngawini gulma-gulma liar, sehingga menghasilkan gulma
unggul yang sulit dibasmi. Sebaliknya, kelompok masyarakat
yang pro mengatakan bahwa dengan jagung transgenik se
lain akan merhpercepat swasembada jagung, manfaat lain
adalah jagung yang dihasilkan mempunyai kualitas yang he-
bat, kebal terhadap serangan hama, sehingga petani tidak
perlu menyemprot pestisida.

12 Aji Mirza Habibi, Loc. Gil.
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5. Teknologi kloning dan rekayasa genetika terhadap tanaman
pangan mendapat kecaman dari berbagai macam golon-
gan."

Rekayasa genetika berupa kloning manusia akan berdampak yang
sangat besar bagi masa depan peradaban karena kemampuan manusia
untuk melakukan rekayasa genetika yang radikal terhadap perjalanan
hidup manusia. Melalui rekayasa genetika (utamanya kloning manu
sia) telah memunculkan berbagai problema, pertanyaan-pertanyaan
etis, dan tingkat kekhawatiran manusia yang sangat mencemaskan
terhadap seluruh perkembangannya. Upaya penerapan kloning pada
manusia telah menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai ka-
langan dan berbagai pandangan yang dikeluarkan sama-sama memiliki
argumentasi yang cukup kuat, sehingga kloning pada manusia benar-
benardalam posisi yang sangatkontroversial.

Dalam situasi dan kondisi timbul dan berkembangnya kontro
versi moral rekayasa genetika, maka karakter ilmuwan, dalam hal ini
perekayasa genetika, harus mampu berfikir dan bersikap tidak hanya
sistematis, metodis, rasional, objektif, dan kritis, tetapi juga berbudi
pekerti. jati diri ilmuwan sebenarnya adalah berbudi pekerti dalam
berfikir dan bersikap terhadap segala fenomena perkembangan dan
pemanfaatan ilmu yang terjadi, apalagi fenomena perkembangan dan
pemanfaatan rekayasa genetika yang kontroversial secara moral di
masyarakat.

Jujun S. Suriasumantri telah mengingatkan bahwa perkembangan
ilmu sering melupakan faktor manusia, karena bukan lagi teknologi
yang berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan ma
nusia, namun justru sebaliknya: manusialah akhirnya yang harus me-
nyesuaikan diri dengan teknologi. Teknologi tidak lagi berfungsi se
bagai sarana yang memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia,

13 Tim Pengkajian Hukum, 2012, "Pengkajian Hukum tentang Ketentuan Pidana
dalam Penerapan Bioteknologi Kesehatan, Laporan Akhir Pengkajian Hukum,
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manu
sia, Jakarta, him. 4-5.
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rnelainkan dia berada untuk tujuan eksistensinya sendiri. Sesuatu yang
kadang-kadang harus dibayar oleh manusia yang kehilangan sebagian
arti dari kemanusiaannya.H -•..-.

Perkembangan yang sangat pesat di bidang ilmu biologi, khusus-
nya rekayasa genetika, menimbulkan berbagai kegundahan bagi seti-
ap ilmuwan yang menggelutinya, dituntut tanggung jawab sosial dan
moral dari setiap ilmuwan dalam mengembangkan teori yang dimi-
likinya. Teknologi rekayasa genetika tidak menjadi masalah jika hal
tersebut jelas-jelas memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan
dalam bentuk yang tidak "mengubah stabilitas ciptaan Tuhan", akan
tetapi hal tersebut akan menjadi masalah apabila teknologi dimiliki
oleh ilmuwan yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang
rendah.'5 Pemahaman yangharus dibangun dalam konteks kontroversi
moral rekayasa genetika adalah para ilmuwan, khususnya perekayasa
genetika, memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial
yang tinggi untuk mereduksi, bahkan jika mampu mengeliminasi kon
troversi moral rekayasa genetika tersebutdi dalam masyarakat.

Sebenarnya, rekayasa genetika pada makhluk hidup baik berupa
tanaman, hewan dan manusia, tidak hanya telah menimbulkan kon
troversi moral di kalangan ilmuwan, khususnya para perekayasa gene
tika, tetapi juga kontroversi hukum, dalam arti terdapat pemahaman,
pendapat dan sikap yang pro (mendukung) dan kontra (menolak) ter
hadap pengakuan dan perlindungan hukum terhadap rekayasa gene
tika sebagai hasil karya intelektualitas manusia di Indonesia.

Menurut Tomi Suryo Utomo, di tengah konflik yang melibatkan
dua pendapat yang sangat berbeda tersebut, perhatian mulai dialih
kan kepada hukum paten. Para pakar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
kemudian mempertanyakan sejauh mana hukum paten dapat mem
berikan jawaban terhadap permasalahan di bidang invensi makhluk
hidup ini. Bergesernya perhatian kepada hukum paten dapat dimak-
lumi mengingat fungsi hukum paten adalah melindungi invensi di

14 Jujun S. Suriasumantri, 2003, Filsafat Ilmu: Scbuah Pengantar Populer, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, him. 231.

15 Aji Mirza Habibi, Loc. Git.
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bidang teknologi dan invensi di bidang makhluk hidup merupakan
wilayah dan hukum paten. Para pihak yang setuju dengan invensi di
bidang makhluk hidup ini tentu saja menganjurkan agar invensi terse
but dapat d.benkan paten dengan alas.n bahwa pemberian paten akan
mendorong inovasi dan menjadi stimulan bagi para inventor untuk
terus mengadakan penelitian. Sebaliknya, para pihak yang menentang
invensi di bidang makhluk hidup ini berargumen bahwa sebaiknya
invensi tersebut lebih banyak mendatangkan kerugian bagi umat ma
nusia dibandingkan dengan manfaatnya.16

Di tingkat internasional, pembahasan tentang perlu tidaknya
melindungi invensi di bidang makhluk hidup ini dalam UU Paten juga
melibatkan pendapat yang berbeda-beda. Menurut Patricia Loughlan
pada saat diadakannya perundingan untuk membuat perjanjian TRIPs
(the TRIPs Agreement), Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Nor
dic dan Swiss mengusulkan agar diadakan peraturan yang universal
tentang perlindungan terhadap semua invensi di bidang teknologi
tanpa membuat pengecualian terhadap invensi di bidang makhluk
hidup (tanaman dan organisme hidup atau jasad renik). Sedangkan
negara-negara berkembang dan Uni Eropa menganjurkan diadakan
pengecualian terhadap tanaman dan hewan yang bersifat sukarela
Dengan kata lain, kelompok yang pertama menginginkan agar in
vensi di bidang makhluk hidup dapat dipatenkan (tidak dikecuali-
kan dan perlindungan paten) dan setiap negara membuat peraturan
yang sama (seragam) untuk hal tersebut. Sebaliknya, kelompok kedua
menghendaki agar invensi di bidang makhluk hidup (tanaman atau
organisme hidup atau jasad renik) tidak dapat diberikan paten (dike-
cuahkan dan perlindungan paten), tetapi pengecualian tersebut si-
fatnya sukarela dan diserahkan kepada masing-masing negara untuk
mengaturnya. Perundingan tersebut kemudian memilih pendapat dari
kelompok kedua dan keputusan tersebut diterima oleh semua negara
yang terlibat dalam perundingan tersebut.17

16 3bmi,S7° U'°mo; "Perlindungan Paten terhadap Teknologi Kloning...", dalam
limLindsey,dkk. (ed.), Op. Git., him. 348.

17 Patricia Loughlan 1998, Intellectual Property. Creative and Marketing Rights
LliC International Service, Sidney, Australia, him. 109.
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Di Indonesia, pengaturan rekayasa genetika berupa varietas
tanaman terdapatdalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 ten
tang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disingkat UU No.
29 Tahun 2000) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten (selanjutnya disingkat UU No. 14 Tahun 2001) dengan sistem
kombinasi maupun sistem sui generis. Selanjutnya, pengaturan reka
yasa genetika berupa jasad renik terdapat dalam UU No. 14 Tahun
2001.

Semcntara itu, Persecujuan TRIPs sebagai lampiran yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian WTO, yang telah diratifikasi oleh Indo
nesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang memuat
asas-asas dan norma-norma hukum yang telah dijabarkan dalam UU
No. 29 Tahun 2000 dan UU No. 14 Tahun 2001, tidak memuat ke-
tentuan larangan bagi para perekayasa genetika, sehingga kontroversi
moral rekayasa genetika dalam hukum dan dalam kenyataannya terus
terjadi di masyarakat, karena pada satu kondisi, para perekayasa ge
netika masih terus melakukan proses penelitian dan pengembangan
dan menghasilkan produk-prcduk rekayasa genetika, termasuk proses
biologis yang esensiai untuk memproduksi tanaman, hewan, bahkan
manusia.18 Sebaliknya, pada kondisi lainnya terdapat penolakan dari

Hingga kini belum ada laporan resmi tentang keberhasilan mengkloning indi
vidu manusia, sebabnya, antara lain karena terhambat adanya batasan boleh
dan tidaknya menurut etika, agama, dan norma yang lain, tetapi secara teoretis
mungkin dapat dilakukan, namun demikian jika benar-benar dilakukan apak-
ah seperti yang dikehendaki, masih menjadi tanda tanya. Sungguhpun dari sisi
teknologi diakui sulit dan memerlukan dana besar untuk mewujudkannya, sejak
tahun 1998 sejumlah eksperimen mengkloning manusia telah dilakukan oleh
para ilmuwan di berbagai negara, bahkan banyak kalangan yang mengklaim diri
telah berhasil mclakukannya, bayi hasil kloning siap dan bahkan telah lahir. Na
mun, kebenaran isu tersebut belum dapat dibuktikan, yang dinyatakan justru
kegagalannya. Pada umumnya, para ilmuwan menanggapi berita itu hanyalah
suatu sensasi, sebagai isapan jempol belaka. Bahkan, Harry Griffin, Ketua Lem-
baga Skotlandia Roslin yang telah berhasil melahirkan domba kloning pertama,
Dolly, pada tahun 1997, mengomentari bahwa berita bayi kloning ini hanyalah'
tnk pubhsitas saja. Cermati, Republika, Sabtu, 14 Februari 2004, him. 4., cer-
mati juga Juliani Wahjana, "Kelahiran Bayi Cloning Pertama di' Belanda dan
Kunjungan Gretta Duisenberg ke Israel", dalam httn://www.rnw.nl/ranesi/htmV
urj030107.html, diakses pada 23 Februari 2012.
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kalangan moralis terhadap proses dan produk rekayasa genetika untuk
diakui dan dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual, khusus
nya hukum perlindungan varietas tanaman dan hukum paten.

Buku ini membahw tecara sistematis tentang: pertama, seja-
rah dan perkembangan teknologi rekayasa genetika sebagai cabang
ilmu biologi, khususnya inti dan produk bioteknologi serta manfaat
positifnya bagi kehidupan umat manusia; kedua, eksistensi dan fungsi
hukum terhadap kontroversi moral rekayasa genetika; ketiga, dampak
negatif rekayasa genetika sebagai sumber kontroversi moral dalam
pengaturan hukum; dan keempat, dasar filosofis, teoretis dan dogma-
tis pengakuan dan perlindungan hukum terhadap rekayasa genetika

hasil karya intelektualitas manusia di Indonesia.

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas iauaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di lndo)iesia

Bab 2

Rekayasa Genetika

A. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN OBJEK REKAYASA
GENETIKA

1. Pengertian dan Tujuan Rekayasa Genetika
Rekayasa genetika, yang dalam istilah asingnya (Inggris) "ge

netically modified organism" atau "living modified organism", adalah
organisme hidup yang mengandung materi genetik sebagai hasil dari
bioteknologi, sebagaimana Thomas J. Schoenbaum mendefinisikan-
nya, yaitu "Living organism that contain novel combination orgenetic
material asa result of the application of biotechnology".x

Selanjutnya, World Health Organization (WHO) memberikan
definisi yang lebih terperinci lagi tentang rekayasa genetika atau ge
netically modified organism dalam situsnya, sebagai berikut:

"Genetically Modified Organism (GMO's) can be defined
as organism in which the genetic material (DNA) has been
altered in a way that does not occur naturally. The Technol
ogy is often called "modern biotechnology" or "gone tech
nology", sometimes also "recombinant DNA technology"
orgenetic engineering". It allows selected individual genes

1 Thomas J. Schoenbaum, "International Trade in Living Modified Organism",
dalam Francesco Francioni (Ed.), 2001, Human Rights and International Trade,
Portland, Oxford, him. 27.
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to be transferred from one organism into another, also be
tween non-related species".2

Rekayasa genetika menurut WHO sebagaimana diuraikan di
atas, mengandung pengertian suatu organisme yang DNA-nya telah
diubah secara tidak alamiah dengan menerapkan suatu teknologi ter
tentu yang modern atau canggih, yang dapat disebut "teknologi DNA
rekombinan", sehingga gen yang dimaksud dapat dipindahkan dari
satu organisme untuk ditempatkan ke organisme Iain yang masih da
lam satu spesies, atau antara organisme yang berbeda species.

Menurut Hari Hartiko, rekayasa genetika adalah suatu usaha
para pakar genetika mengeluarkan sebuah gen tunggal dari sel suatu
spesies makhluk hidup dan memasukkannya ke dalam sel-sel spesies
Iainnya. Rekayasa genetika dapat dikatakan merupakan "The Ulti
mate Technology" dari manusia dalam mengendalikan kekuatan alam
yang belum pernah dicapai dalam sejarah umat manusia.4

Rekayasa genetika (genetic engineering) dalam arti paling luas
adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia, termasuk
pemuhaan hewan atau tanaman melalui seleksi dalam populasi dan
penerapan mutasi buatan tanpa target. Pengertian rekayasa genetika
yang Iebih sempit, yaitu penerapan teknik-teknik biologi molekular
untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah
sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu 5
Jadi, tujuan dikembangkannya rekayasa genetika adalah untuk ke
pentingan manusia, dalam arti diperolehnya manfaat positif tertentu
bagi kehidupan manusia, dengan penerapan teknik biologi molekuler

WH°' "^Questions °n GenetlcallX Modified Foods", dalam http-//

^cd-76chl=ld&cct=clncVCl =ld, d.akses pada 23 Februari 2012
klrta "lm 6 ^ Bi°teknologi **" Kes^"^an Hayati, Konphalindo, Ja-
Ibid., him. 30.

Dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopeclia Bebas, "Rekayasa Ge-
ZnulvllOlT ^^^^^^ diakses pada 5
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nada gen dalam kromosom makhluk hidup, termasuk hewan dan tan
aman.

Rekayasa genetika adalah suatu proses manipulasi gen yang ber-
tujuan untuk mendaprtkan organisme yang unggul. Makhluk hidup
terdiri atasgen yang mengandung protein dan menjadi pusatatau sum
ber informasi. Gen yang menjadi pembawa informasi turun-temurun
dari generasi ke generasi bertanggung jawab atas pewarisan genotipik
dan fenotipik dari seorang individu. Secara ilmiah, rekayasa geneti
ka adalah manipulasi genetik atau perub.ahan dalam susunan genetik
dari suatu organisme, yang merupakan proses buatan/sintesis dengan
menggunakan teknologi DNA rekombinan, yang hasilnya adalah suatu
organisme yang memiliki sifat yang diinginkan atau organisme dengan
sifat unggul, yang sering disebut sebagai organisme transgenik. Reka
yasa genetika sangat terkait dengan bidang bioteknologi lain, seperti
kloning hewan dan kloning manusia.6 Jadi, proses yang terjadi dalam
rekayasa genetika adalah proses manipulasi langsungge/zom suatu or
ganisme yang memanfaatkan teknologi DNA modern, yang melibat
kan DNA asing (DNA rekombinan), gen sintesis yang dimasukkan ke
organisme yang akan dituju menggunakan suatu vektor, micro-injec
tion, macro-injection, atau micro-encapsulation. Selain itu, rekayasa
genetika juga dapat mengubah susunan rantai DNA suatu organisme.
Rekayasa genetika tidak membutuhkan metode genetika klasik, na-
mun metode pembiakan tradisional masih tetap digunakan.7

Mengutip pendapat beberapa ahli dan lembaga, Muhammad
Syaifuddin menyimpulkan pengertian rekayasa genetika adalah suatu
proses memanipulasi (merekayasa) atau mengubah susunan genetika
dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetika, yang di
lakukan oleh manusia terhadap sel atau gen pada suatu organisme
tertentu yang hidup baik pada tanaman, hewan dan manusia, de
ngan tujuan menghasilkan organisme jenis baru yang identik secara

Anonim, "Apa itu Rekayasa Genetik?", dalam http://www.biologi-sel.
com/2013/05/rekayasa-genetika.html, diakses pada 14 Agustus 2013.
Anonim, "Rekayasa Genetik: Pro dan Kontra", dalam http://blogs.itb.ac.id/
projectzero/2012/04/30/rekayasa-genetik-pro-dan-kontra/, diakses pada 14
Agustus 2013.
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genetika. Suatu organisme yang DNA-nya telah diubah secara tidak
alamiah dengan menerapkan suatu peralatan atau prosedur tertentu,
sehingga gen yang dimaksud dapat dipindahkan dari satu organisme
untuk ditempatkan ke organisme lain yang masih dalam satu species,
atau antara organisme yang berbeda spesies, yang mempunyai beber-
apa kelebihan daripada organisme sesamanya yang alamiah, karena
dalam proses pembuatannyadengan cara rekayasa genetika itu dilaku
kan seleksi terhadap sifat-sifat baiknya, yang diharapkan memperoleh
manfaat tertentu untuk kepentingan makhluk hidup.8

Organisme baru yang unggul dan identik secara genetika, yang
diperoleh secara tidak alamiah dengan rekayasa genetika mengguna
kan teknologi DNA rekombinan, bukanlah "tujuan akhir", mclainkan
hanyalah "tujuan antara" dari rekayasa genetika. Adapun tujuan akhir
dari rekayasa genetika, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya,
adalah memenuhi kepentingan manusia, dalam arti memberikan man
faat positif bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Jadi, seba
gai suatu ilmu, dalam hal ini genetika, yang merupakan cabang dari
ilmu biologi, makarekayasa genetika jelas mempunyai aspekaksiologi
(manfaat praktik).

2. Objek Rekayasa Genetika
Rekayasa genetika, juga dinamakan "pencangkokan gen" atau

DNA Rekombinan, dinyatakan sebagai kemajuan yang paling menga-
gumkan semenjak manusia berhasil memisahkan atom. Penelitian ten
tang rekayasa genetika sesungguhnya telah dimulai pada awal tahun
1950-an, namun teka-teki ini baru dapat memperoleh hasil 20 tahun
kemudian. Mula-mula rekayasa genetika dianggap sebagai suatu im-

Muhammad Syaifuddin, "Hukum dalam Kontroversi Moral Rekayasa Genetika:
Analisis Pengaturan Hukum Rekayasa Genetika Makhluk Hidup Berbasis Moral
tanpa Mengabaikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Asasi Manusia di
Indonesia", Pidato Ilmiah, Disampaikan pada Acara Yudisium Sarjana Hukum
(Wisuda ke-102), Magister Kenotariatan (Wisuda ke-6) dan Magister Hukum
(Wisuda ke-50) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Rabu, 21
Maret2012, him. 12.
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pian masa depan dalam cerita ilmiah. Namun, kini kemampuan untuk
mencangkokkan bahan genetik dan membongkar kembali informa
si keturunan, memberikan hasil sangat nyata dan telah terbukti sa
ngat bermanfaat. Bahan genetik DNA (deoksiribo nukleat asam) yang
mengandung informasi keturunan, yang dimiliki oleh kebanyakan
makhluk hidup itu berupa pita ganda yang saling berpilin memben-
tuk spiral (double helix). Dengan demikian, satu di antara beberapa
pita dari molekul DNA itu menyerupai suatu pita tape dapat dihapus
untuk kemudian diganti dengan rekaman lain, maka timbul gagasan
apakah tidak mungkin mengganti susunan sebagian dari molekul DNA
dengan bagian dari molekul DNA lainnya? Jika mungkin, tentunya
informasi keturunan dari bagian molekul DNA yang diganti itu akan
ditempati oleh informasi keturunan yang baru.9

Sebagai suatu ilmu, dalam hal ini genetika, yang merupakan ca
bang dari ilmu biologi, maka rekayasa genetika mempunyai aspek on-
tologi atau objek kajian keilmuan yang harus jelas ruang Iingkup atau
batas-batasnya.

Objek rekayasa genetika menurut Suryo mencakup hampir se
mua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat
rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan. Bidang ke-
dokteran dan farmasi paling banyak berinvestasi di bidang yang relatif
baru ini. Sementara itu, bidang lain, seperti ilmu pangan, kedokteran
hewan, pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), dan teknik
lingkungan juga telah melibatkan ilmu ini untuk mengembangkan
bidang masing-masing. Ilmu terapan ini dapat dianggap sebagai ca
bang biologi maupun ilmu-ilmu rekayasa (keteknikan). Dapat diang
gap, awal mulanya adalah dari usaha-usaha yang dilakukan untuk
menyingkap material yang diwariskan dari satu generasi ke generasi
yang lain. Ketika orang mengetahui bahwa kromosom adalah mate
rial yang membawa bahan terwariskan itu (disebut gen), maka itulah
awal mula ilmu ini. Tentu saja, penemuan struktur DNA menjadi titik
awal yang paling pokok, karena dari sinilah orang kemudian dapat

9 Suryo, 2010, Genetika Manusia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
him. 459-460.
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menentukan bagaimana sifat dapat diubah dengan mengubah kompo-
s.si DNA, yang adalah suatu polimer bervariasi. Tahap-tahap penting
benkutnya adalah serangkaian penemuan enzim (pemotong) DNA
(d.awali dan penemuan cPeron laktosa pada prokariota), perakitan
teknik PCR, transformasi genetik, teknik peredaman gen (termasuk
interferens, RNA), dan teknik mutasi terarah (seperti tilling). Sejalan
dengan penemuan-penemuan penting itu, perkembangan di bidang
b.ostatistika, bioinformatika dan robotika/automasi memainkan per-
anan penting dalam kemajuan dan efisiensi kerja bidang ini.10

Penemuan material gen yang dapat diwariskan, diikuti dengan
perekayasaan struktur DNA dengan menggunakan teknologi rekom
binan adalah titik awal bagi perkembangan rekayasa genetika selan
jutnya. Jadi, rekayasa genetika dapat dianalogikan sebagai "kotak pan
dora" yang ketika dibuka ternyata menyimpan banyak benda berharga
yang dapat dimanfaatkan tidak saja bagi orang yang menemukan dan
membukanya, tetapi juga bagi banyak orang lain.

Aji Mirza Habibi menguraikan bahwa objek telaah rekayasa ge
netika sebagai cabang ilmu biologi, antara lain, yaitu:
a. Substansi Hereditas, yang mencakup:

1) Gen dan Kromosom

Genetika adalah cabang ilmu biologi yang menelaah masalah-
masalah penurunan sifat dalam diri makhluk hidup, gen
seseorang tersimpan dalam segmen atau lokus kromo'som,
gen tersusun dari polimer nukleotida yang terdiri dari DNA
dan RNA. Morgan menyatakan bahwa setiap gen menempa-
ti lokus yang khas dan kompak serta mengandung informasi
genetik yang mengatur sifat tertentu. Dalam perkembangan
selanjutnya, diketahui bahwa terdapat dua jenis kromosom
dalam makhluk hidup yang disebut autosom (kromosom
tubuh) dan gonosom (kromosom kelamin). Setiap makhluk
hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda, jumlah
kromosom manusia diketahui sebanyak 46 (22 ps autonom
dan 1ps gonosom) semakin banyak jumlah gen dalam kro

10 ibid.
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mosom, semakin banyak sifat yang dihasilkannya. Hal ini
pula yang menjawab mengapa manusia dilahirkan dalam
bentuk yang berbeda-beda.
DNA dan RNA

DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) adalah bahan genetik primer
atas monomer yang meliputi gugusan Fosfat, Gula pentosa
dan Basa nitrogen. Basa nitrogen dalam DNA terdiri atas
purin (adenin dan guanin) dan pirimidin (sitosin dan urasil)
menyusun struktur tangga tali terpilin doublehelix, pasangan
basa nitrogen selalu tetap, yaitu adenin dengan timin dan
guanin dengan sitosin. DNA mampu melakukan replikasi,
sehingga memunculkan lokus gen yang lebih banyak, yang
selanjutnya akan menghasilkan pembelahan sel yang baru.
RNA (Ribosa Nucleic Acid) merupakan rangkaian tunggal
nukleotida dengan padangan purin (Adenin dan Guanin)
serta Pirimidin (Sitosin dan Urasil). RNA merupakan alat
bantu dan substansi genetik pembawa sifat dari DNA yang
sedang melakukan replikasi (RNAd, RNAt dan RNAr).

Penurunan Sifat, yang mencakup:
1) Hukum Mendel

Menurut Mendel, penurunan sifat seseorang dapat diperhi-
tungkan, beberapa hukum Mendel yang penting di antaran-
ya adalah persilangan galur murni, baik Fl, F2, dst., galur
intermediate, polimeri epistasis dan hipostasis, kriptomeri,
dan komplementer.

2) Penyakit Keturunan (Pautan Gen)
Beberapa penyakit diketahui dapat diturunkan, hal ini ter-
jadi apabila penyakit/kelainan yang dimiliki seseorang terse
but terpaut gen. Beberapa contoh penyakit/kelainan terpaut
gen tubuh di antaranya albino dan gangguan mental, terpaut
gen kelamin di antaranya buta warna, haemofilia, pilidactyla
(X) telinga berambut (hyperthrycosis), rambut kasar (hystryc
grevieri) (Y).
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3) Golongan Darah dan Jenis Kelamin
Landsteiner (1990) menemukan bahwa terdapat 4 macam
golongan darah pada manusia, di antaranya A, tB, AB, dan
O. Keempat golongan darah ini terpaut gen yang terdiri
dari tiga macam alel yang dapat diturunkan. Genetika dapat
menunjukkan bahwa anak akan memiliki golongan darah
dengan alel yang dimiliki kedua induknya.

4) Mutasi Gen

Substansi genetika dapat berubah strukturnya karena pe
rubahan yang terjadi pada DNA. Perubahan tersebut dapat
bersifat menurun dan mengakibatkan mutasi gen maupun
mutasi kromosom, yang pada gilirannya mengubah struktur
atau sifat yang nampak pada organisme. Mutasi gen dapat
terjadi secara alami atau buatan. Mutasi alami terjadi dengan
penyebab yang belum pasti dapat diketahui. Contohnya. ter
jadi perubahan macam-macam warna mata pada lalat buah.
Mutasi gen buatan dilakukan dengan hasil usaha manusia.
Mutasi dapat dilakukan dengan menggunakan mutagen di
antaranya panas, sinar kosmis, unsur radioaktif, sinar ultra
violet, radiasi ion, dan sebagainya (Fisika, Kimia maupun
Biologi), sehingga menghasilkan sesuatu yang disebut mu
tant. Mutasi buatan inilah yang kemudian dilakukan secara
terarah dalam upaya manusia sehingga diperoleh teknologi
rekayasa genetika.11

Objek rekayasa genetika sebagaimana diuraikan di atas, ternyata
sudah menampakkan potensi berbagai manfaat positif bagi kehidupan
manusia, seperti memperbaiki dan menurunkan sifat-sifat genetika
yang baik serta mengobati penyakit-penyakit keturunan.

Dewasa ini rekayasa genetika tidak hanya berlaku pada hewan
dan tumbuhan yang sejenis, tetapi telah berkembang pada manusia

11 Aji Mirza Habibi, "Rekayasa Genetika", dalam http://aiimirzahabih.V bjfigsogL
com/2010/06rekavasa-t;enetika-html. diakses pada 5Januari 2012.
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dan lintas jenis. Dalam rekayasa genetika dapat diperoleh suatu si
fat yang menguntungkan dari suatu organisme yang dapat ditransfer
pada organisme lain..Gen merupakan pembawa sifat organisme, maka
pemindahan suatu sifat dapat dilakukan dengan merekayasa gen-gen
tertentu pada makhluk hidup. Prinsip dasar teknologi rekayasa gene
tika adalah memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam
nukleat dari DNA (gen) atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur
DNA organisme penerima. Gen yang diselipkan dan organisme pene-
rima dapat berasal dari organisme apa saja. Misalnya, gen dari sel
pankreas manusia yang kemudian diklon dan dimasukkan ke dalam
sel E. Coli yang bertujuan untuk mendapatkan insulin.12 Jadi, objek
rekayasa genetika kian meluas, karena mencakup rekayasa genetika
pada seluruh organisme hidup, baik tanaman, hewan, dan manusia.

Pada dasarnya produk-produk rekayasa genetika sangat ba
nyak dan tersebar di berbagai bidang, karena aplikasi bioteknologi
juga telah merambah ke berbagai bidang (pertanian, farmasi dan ke-
dokteran, industri dan lingkungan). Termasuk rekayasa genetika ialah
hewantransgenik, tanaman transgenikdan bagiannya, ikan transgenik,
dan bahan-bahan olahannya, serta jasad renik. Bahkan pada saat ini
dikenal pula kloning terapeutik yang memanfaatkan sel induk (stem

12 Dwi Tika, "Rekayasa Genetika dan Genetika Modified Organism (GMO) da
lam Polemik", dalam http://duniabiologianda.blogspot.com/2012/08/rekayasa-
genetika-dan-genetika-modified.html, diakses pada 7 Agustus 2013. Pendapat
beberapa ahli dan fakta dari berbagai sumber tentang dampak negatif rekayasa
genetika yang dikutip dan dijelaskan oleh Dwi Tika dalam artikelnya terse
but, antara lain, adalah: 1) Guspri Devi Artanti, "Analisis Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Penerimaan Petani terhadap Produk Rekayasa Genetika", Jurnal
Gizi dan Pangan, Juli 2010,5(2):113-120; 2) Anonim, "Ketika Rekayasa Gene
tika Menghiasi Peradaban Modern", dalam http://www.netsains.com/2007/ll/
ketika-rekayasagenetika°/omenghiasi%E280%9D-peradaban-modern;3) http://
w*'w.kulinet.com/baca/pro-kontra-rekayasa-genetika/609; 4) Nurhayati Abbas,
"Perkembangan Teknologi di Bidang Reproduksi Pangan dan Obat-obatan serta
Hak-hak Konsumcn" Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 16, Juli 2009, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, Makassar, him. 423-438 dan 5) WD. Stansfield, 1991,
Genetika, Erlangga, Jakarta.

Bab 2

Rekayasa Genetika 23



cells) embrionik dari janin untuk ditransplantasikan ke dalam pasien
yang diklon, guna memperbaiki jaringan dan organ yang rusak, dalam
proses ini embrio dirusak.13

Keragaman produk dalam berbagai bidang sebagai hasil dari
rekayasa genetika, dapat terjadi karena rekayasa genetika sebagai suatu
ilmu (ilmu genetika) dan cabang dari ilmu biologi, mengalami kon-
vergens. (penyatuan/persentuhan/persamaan objek kajian keilmuan)
dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam lainnya, seperti ilmu kedokteran
ilmu farmasi, ilmu pertanian, ilmu teknik, dan ilmu lingkungan

Rekayasa genetika yang merupakan terjadinya proses perubahan
sifat pada makhluk hidup secara disengaja, yang dapat bersifat per-
manen ataupun sementara waktu, yang dilakukan dengan dua jenis
tujuan, yaitu: membudidayakan gen yang mengandung sifat yang
menguntungkan dan membuang gen yang membawa sifat yang me-
rugikan. Dengan cara melakukan pemotongan rantai DNA (Deoxy-
ribo Nucleic Acid) yang di dalamnya terkandung kode genetik, dapat
diperoleh susunan kode genetik yang baru, sehingga pada gilirannya
akan menghasilkan sifat penampakan yang baru pula. Sangat mung
kin terjadi bahwa manusia mampu membentuk struktur manusia lain
yang memiliki kekebalan tubuh yang berbeda, kemampuan bertahan
terhadap penyakit yang lebih tinggi, dengan bentuk baru yang tidak
dapat dibayangkan sebelumnya, bahkan dengan cara mengambil ran
tai DNA dan mengembangbiakkannya dalam media khusus dapat dila-
hirkan manusia-manusia baru dengan bentuk yang sama persis dengan
sel induknya, tanpa memerlukan perkawinan (cloning):4

Memperhatikan perkembangannya, ternyata rekayasa genetika
termasuk juga bagian dari tubuh manusia, meskipun demikian pada
saat ini masih ada jenis pengkloningan manusia lain, yaitu kloning re-
produktif, yang merupakan proses bioteknologi dengan tujuan meng
hasilkan manusia dari sel manusia lainnya, sehingga hasil dari klon
mempunyai mated genetik yang sama dari manusia yang dikloning

13 Mae Wan Ho, 2008, Rekayasa Genetik: Impian atau Petaka, Insist Press Yogya-
karta, him. xvi. b}

14 Aji Mirza Habibi, Loc. Git.
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tersebut. Namun, sampai saat ini masih terdapat kontroversi tentang
kloning reproduktif.

Manusia yang secara genetik identik atau serupa dengan sel atau
gen induki.ya, yang dihasilkan tanpa perkawinan, melainkan secara
kloning dalam proses rekayasa genetika, menunjukkan bahwa dalam
perkembangannya terdapat potensi dampak negatif dalam rekayasa
genetika terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dapat melanggar
etika sosial dan norma-norma agama.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN REKAYASA GENETIKA

SEBAGAI INTI DAN PRODUK BIOTEKNOLOGI

1. Pengertian, Jenis dan Ruang Lingkup Bioteknologi
Genetika adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk alih infor

masi hayati dari generasi ke generasi. Oleh karena cara berlangsung-
nya alih informasi hayati tersebut mendasari adanya perbedaan dan
persamaan sifat antara individu organisme, maka dengan singkat da
pat pula dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang pewarisan si
fat. Dalam ilmu ini dipelajari sifat keturunan (hereditas) yang diwaris-
kan kepada anak cucu, dan variasi yang mungkin timbul di dalamnya,
Genetika dapat sebagai ilmu pengetahuan murni, dapat pula sebagai
ilmu pengetahuan terapan. Sebagai ilmu pengetahuan murni ia harus
dirunjang oleh ilmu pengetahuan dasar lain seperti kimia, fisika dan
matematika, juga ilmu dasar dalam bidang biologi sendiri seperti bio-
selluler, histologi, biokimia, fisiologi, anatomi, embriologi, taksonomi
dan evolusi. Sebagai ilmu pengetahuan terapan ia menunjang banyak
bidang kegiatan ilmiah dan pelayanan kebutuhan masyarakat. De
ngan perkembangan ilmu genetika muncullah beberapa terapan ilmu
seperti bioteknologi dan rekayasa genetika.15 Jadi, rekayasa genetika
sebagai teknik/metode, proses dan produk dari ilmu genetika adalah
ilmu murni maupun ilmu terapan sebagai perkembangan lebih lanjut
dari ilmu biologi yang proses penggunaannya didukung oleh ilmu-

15 Dwi Tika, Loc. Git.
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menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Agen hayati
yang biasa digunakan adalah mikroorganisme, seperti bakteri dan
jamur. Karena, perkembangbiakannya relatif cepat, mudah dimodi-
fikasi, dan mampu memproses bahan baku lebih cepat.19

Selanjutnya, terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu: 1)
penggunaan agen biologi; 2) menggunakan metode tertentu; 3) di-
hasilkannya suatu produk turunan; dan 4) melibatkan banyak disiplin
ilmu. Beberapa disiplin ilmu yang terlibat, yaitu bidang pengolahan
makanan, bidang kesehatan, bidang pertanian dan perkebunan, serta
bidang lingkungan. Dalam bidang kedokteran, bioteknologi teraplika-
si dalam area berikut: a) produk obat; b) farmakogenomik; c) terapi
gen; dan d) tes genetika, untuk mendeteksi penyakit genetis, untuk
mendeteksi kemungkinan janin terkena sindrom down (menggunakan
teknik amniosintesis, dan sampel vili korion).20

Rekayasa genetika adalah ilmu genetika, yang merupakan inti
bioteknologi merupakan sebagai cabang dari ilmu biologi yang paling
menarik perhatian berbagai kalangan, baik ilmuwan, agamawan, bu-
dayawan, dan Iain-lain. Awal mula penelitian-penelitian ilmiah tentang
rekayasa genetika dilakukan sekitar tahun 1950-an, tetapi baru me-
nampakkan hasil yang nyata dan sangat bermanfaat sekitar 20 tahun
kemudian, yang didasari dengan kemampuan untuk mencangkokkan
bahan genetik dan membongkar kembali informasi keturunan yang
terkandung dalam bahan genetik DNA yang dimiliki oleh kebanyakan
makhluk hidup.

Secara historis, pada dasarnya istilah dan penggunaan biotek
nologi secara sederhana atau yang disebut dengan bioteknologi klasik
telah ada sejak dahulu, contoh sederhananya adalah dalam pembuat-
an tempe, bir, keju, dan lain sebagainya. Sampai pada saat ini peng
gunaan bioteknologi telah meluas dan berkembang pada bidang lain

19 Tim Pengkajian Hukum, 2012, "Pengkajian Hukum tentang Ketentuan Pidana
dalam Penerapan Bioteknologi Kesehatan, Laporan Akhir Pengkajian Hukum,
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manu
sia, Jakarta, him. 7-8.

20 Ibid, him. 8.
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seperti bidang medis, misalnya dalam pembuatan insulin maupun an-
tibiotik.21

Sejarah dan perkembangan bioteknologi. menurut garis waktu
dapat dinngkas sebagai berikut:

a. 8000 SM: Pengumpulan benih untuk ditanam kembali. Buk-
ti bahwa bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi melakukan
praktik pengembangbiakan selektif (selektif artifisial) untuk
meningkatkan kualitas ternak;
600 SM: Pembuatan bir, fermentasi anggur, membuat roti,
membuat tempe dengan bantuan ragi;
4000 SM: Bangsa Tionghoa membuat yogurt dan keju de
ngan bakteri asam Iaktat;
1500: Pengumpulan tumbuhan seluruh dunia;
1665: Penemuan sel oleh Robert Hooke (Inggris) melalui
mikroskop;

1800: Nikolai I. Vavilop menciptakan penelitian kompre-
hensif tentang pengembangbiakan hewan;
1880: Mikroorganisme ditemukan;
1856: Gregor Mendel mengawali genetika tumbuhan re
kombinan;

1865: Gregor Mendel menemukan hukum dalam penyam-
paian sifat induk ke turunannya;
1999: Karl Ereky, insinyur Hongaria pertama menggunakan
kata bioteknologi;
1970: Peneliti di AS berhasil menemukan enzim pembatas
yang digunakan untuk memotong gen;
1975: Metode produksi antibodi monoklonal dikembang-
kan oleh Kohler dan Milstein;
1978: Para peneliti di AS berhasil membuat insulin dengan
menggunakan bakteri yang terdapat pada usus besar;
1980: Bioteknologi modern dicirikan oleh teknologi DNA
rekombinan. Model prokariotnya, E. Coli, digunakan untuk
memproduksi insulin dan obat lain, dalam bentuk manusia.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

i.

k.

1.

m.

n.

21 Ibid.
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Sekitar 5% pengidap diabetes alcrgi terhadap insulin hewan
yang sebelumnya tersedia;

o. 1992: FDA menyetujui makanan GM pertama dari Calgene:
tomat "flavor saver";

p. 2000: Perampungan Human Genome Project.22

Bioteknologi, menurut Zaki Adlhiyati, dapat dikategorikan men
jadi dua kategori, yaitu bioteknologi klasik dan bioteknologi modern.
Bioteknologi klasik adalah produksi atas produk-produk yang bergnna
melalui mikroorganisme. Penggunaan bioteknologi secara klasikdapat
ditemukan dalam pembuatan tempe. Berbeda dengan bioteknologi
klasik, bioteknologi modern menggunakan dua teknik dasar, yaitu Re-
combinan DNA Technology dan Hybridoma Technology.23 Atas dasar
kategorisasi tersebut, rekayasa genetika dapat dikategorikan sebagai
bioteknologi modern, karena mengembangkan dan menggunakan
teknologi DNA rekombinan dalam proses bekerjanya.

Kategori bioteknologi juga diberikan penjelasannya oleh Philip
W Grubb, sebagai berikut:

"Began in the 1970s with the two basic techniques of re
combinant DNA technology and hybridoma technology. In
the first of these, also referred to as genesplicing orgenetic
engineering, genetic material from an external source is in
serted into a cell in sucha way that it causes production of
a desired protein by the cell; In the second, different type
of immune cell are fused togetherto form a hybrid cell line
producing monoclonal antibodies".24

11 Ibid.

23 Zaki Adlhiyati, 2009, "Produk Rekayasa Genetika (GMO/Genetically Modified
Organism) sebagai Subjek Perlindungan Paten dan Perlinchmgan Varietas Tana
man", Tests, Program Magister Ilmu Hukum Univcrsitas Diponegoro, Semarang,
him. 16

24 Philip \V. Brubb, 2004, Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnolo
gy: Fundamental of Global Law, Practice andStrategy, Oxford University Press,
New York, him. 246.
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Bersandar pada penjelasan Grubb tersebut di atas, maka dapat
dtpahami bahwa kategori bioteknologi bermula pada tahun 1970-an
dengan dua teknik dasar, yaitu: pertama, rekombinan DNA, yang juga
disebut sebagai pemisahan sel atau rekayasa genetika, bahan genetik
dan suatu sumber luar yang dimasukkan ke dalam suatu sel dengan
suatu cara tertentu yang menghasilkan suatu protein yang diinginkan
oleh sel; dan kedua, jenis yang berbeda dari sel imun (kebal) yang
digabungkan bersama dalam suatu bentuk garis sel hibrida yang meng
hasilkan antibodi monoklonal.

Bioteknologi klasik lazim disebut juga dengan bioteknologi kon-
vensional yang menerapkan biologi, biokimia, atau rekayasa masih
dalam tingkat yang terbatas. Bioteknologi konvensional mengguna
kan jasad hidup secara utuh. Bioteknologi modern telah mengguna
kan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah, sehingga hasilnya da
pat dikendahkan dengan baik. Teknik yang sering digunakan adalah
dengan melakukan manipulasi genetik pada suatu jasad hidup secara
terarah, sehingga diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
Ieknik yang digunakan dalam bioteknologi modern adalah teknik
manipulasi bahan genetik (DNA) secara in vitro, yaitu proses biologi
yang berlangsung di luar sel atau organisme, misalnya dalam tabung
percobaan. Oleh karena itu, bioteknologi modern juga dikenal dengan
rekayasa genetika, yaitu proses yang ditujukan untuk menghasilkan
organisme transgenik. Organisme transgenik adalah organisme yang
urutan informasi genetik dalam kromosomnya telah diubah, sehingga
mempunyai sifat menguntungkan yang dikehendaki.25

Bioteknologi dimungkinkan dapat dilakukan dalam berbagai bi
dang, dikarenakan perkembangan teknologi yang dapat merambah ke
berbagai bidang. Teknologi juga selalu terkait dengan ilmu pengeta
huan lain, sehingga tidak mengherankan jika teknologi ada di antara
ilmu pengetahuan dan bidang-bidang lain, seperti bidang farmasi dan
kedokteran, pertanian dan pangan, industri, dan lingkungan.26 Pene-

25 Tim Pengkajian Hukum, Op. Git., him. 7-8.
16 Zaki Adlhiyati, Op. Git., him. 27.
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rapan bioteknologi dalam berbagai bidang ilmu seperti kedokteran,
farmasi, pertanian, teknik industri dan lingkungan, menegaskan bah
wa bioteknologi adalah'wilayah konvergensi (penyatuan/penyamaan/
persentuhan) antara berbagai bidang ilmu lersebut.

Bidang farmasi dan kedokteran yang biasa disebut dengan warna
merah dari bioteknologi terdiri dari: kedokteran regeneratif, terapi
gen, kloning terapeutik dan penggunaan bahan organik secara lebih
tepat dan terarah untuk membuat obat yang lebih baik guna mengo-
bati dan menyenibuhkan penyakit seperti parkinson, alzheimer dan
kanker.27

Selanjutnya, di bidang pertanian pangan, bioteknologi dapat
ditemui pada tanaman transgenik yang memiliki keunggulan-keung-
gulan tertentu karena sifatnya yang telah diperbaiki. Termasuk di
dalamnya adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan
teknik pemuliaan tanaman serta menyeleksi tanaman liar untuk dibu-
didayakan.28 Aplikasi pada bidang pertanian ini biasanya disebut de
ngan warna hijau, sedangkan warnaputih digunakan untuk menyebut
aplikasi bioteknologi pada bidang industri.29

Kemudian, pada bidang industri, bioteknologi terdiri dari pe-
ngolahan dan produksi bahan kimia, materi, dan energi, termasuk
di dalamnya pengolahan dan pembuatan biofuel yang menggunakan
bahan-bahan tanaman seperti kanola, gandum, kedelai dan Iain-lain
yang ditujukan untuk melakukan penghematan bahan bakar fosil
serta untuk mengamankan lingkungan. Di bidang lingkungan sendiri
dimungkinkan juga dilakukannya aplikasi bioteknologi.30

Aplikasi bioteknologi pada bidang lingkungan di antaranya ada
lah pengembangan enzim"bioremediasi", guna membantu membersih-
kan bencana lingkungan seperti tumpahan minyak, dan mikroba un
tuk menyerap dan menyaring limbah dalam air di saluran kotoran.31

27 Mae Wan Ho, Op. Git., him. xxiv.
28 Ibid,, him. xxv.
29 Zaki Adlhiyati, Op. Cit., him. 28.
30 Ibid., him. 28-29.
3 1 Mae Wan Ho, Op. Cit., xxvi
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Aplikasi ini mempunyai spektrum warna abu-abu, dan merupakan
suatu warna baru dalam aplikasi bioteknologi.32

Mencermati pcnjelasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bah
wa pemahaman yang berkembang saat ini, adalah rekayasa genetika
tidak hanya sebagai produk bioteknologi, tetapi juga inti dari biotek
nologi itu sendiri, yang menggunakan teknik dasar, yaitu teknologi
DNA rekombinan, untuk kemudian diaplikasikan dalam berbagai
bidang, antara lain, ialah kedokteran, farmasi, pertanian pangan, in
dustri, dan lingkungan, guna memenuhi kebutuhan dan menunjang
kehidupan manusia.

2. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Rekayasa Genetika
Jauh sebelum Charles R. Darwin (Bapak Evolusi) menerbitkan

buku fenomenalnya berjudul "On The Origin of Species by Means of
Natural Selection", manusia telah mempercayai bahwa terdapat proses
penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Aristoteles (384-
323 SM), menyatakan bahwa dalam mengubah organisme dari bentuk
sederhana menjadi lebih kompleks dan sempurna adalah berdasarkan
metafisika. Terkait dengan itu, Jean Baptiste Lamarck (1744-1829)
menyatakan bahwa perubahan makhluk hidup justru dipengaruhi
lingkungan, bukan pembawaan. Akan tetapi, dibandingkan dengan
teori lainnya, Teori Darwin jauh lebih diterima, karena menyertakan
bukti-bukti atau fakta yang mendukung dan merupakan hasil peneli
tian ilmiah selama berpuluh-puluh tahun, dan teori ini juga mampu
mendorong ahli untuk meneliti tentang kebenaran teori tersebut.33

Arkeologi ilmu biologi yang mengembangkan bioteknologi yang
kemudian menjadi inti rekayasa genetika ternyata telah ada pada za-
man sebelum Masehi yang ditemukan dalam pemikiran Aristoteles
tentang filsafat organisme manusia yang mengalami perubahan dari
bentuk sederhana menjadi bentuk yang kompleks dan sempurna. Ke
mudian, Darwin juga mempunyai kontribusi secara teoretik ketika dia

32 Zaki Adlhiyati, Op. Cit., him. 29.
33 Aji Mirza Habibi, Loc. Cit.
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mengungkapkan adanya kepercayaan manusia tentang proses penu
runan sifat dari induk kepada keturunannya, yang kemudian menjadi
akar ilmu biologi yang menjadi dasar dari bioteknologi dan mengem
bangkan rekayasa genetika.

Semenjak Teori Darwin dikemukakan, perkembangan biologi
maju lebih pesat, berbagai macam pertanyaan mengenai konsep penu
runan sifat terjawab dengan lengkap. Bahkan sejak saat itu disiplin
ilmu biologi mengenai penurunan sifat dipisahkan menjadi disiplin
ilmu tersendiri, yaitu genetika, di samping konsep sebelumnya ten
tangperubahan makhluk hidup yangberubah terus menerus (evolusi).
Darwin (disetujui atau tidak) banyak memberikan masukan berman
faat terhadap perkembangan biologi, baik dalam hal konsep maupun
teknik penelitian yang dilakukannya. Meskipun demikian, hingga saat
ini terdapat konsep Darwin yang menjadi pokok perdebatan banyak
kalangan, mengenai hal ini dalam Bab "Difficulties of the Theory" ia
menulis: "...Jika suatu spesies memang berasal dari spesies lain melalui
perubahan sedikit demi sedikit, mengapa kita tidak melihat sejumlah
besar bentuk transisi di mana pun? Mengapa alam tidak berada dalam
keadaan kacau balau, tetapi justru seperti kita lihat, spesies-spesies
hidup dengan bentuk sebaik-baiknya?...." menurut teori ini harus ada
bentuk-bentuk peralihan dalam jumlah besar, tetapi mengapa kita
tidak menemukan mereka terkubur di kerak bumi dalam jumlah tidak
terhitung?....dan pada daerah peralihan, yang memiliki kondisi hidup
peralihan, mengapa sekarang tidak kita temukan jenis-jenis peralihan
dengan kekerabatan yang erat?34

Pada perkembangan selanjutnya, genetika menjawab keraguan
Darwin dengan fakta sebaliknya. Sulit sekali mengakui bahwa dalam
perkembangan alamiah terdapat evolusi lompat spesies melalui pe
nelitian kacang ercis selama bertahun-tahun. Gregor Mendel (1866)
menyatakan bahwa sifat makhluk hidup diturunkan dari induk kepa
da keturunannya. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya substansi
genetika sebagai faktor pembawa sifat, akan tetapi hasil penelitian
tersebut justru mementahkan teori spesiasi Darwin, karena pada ke-

34 Ibid.
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nyataannya dibutuhkan waktu yang lebih lama serta spesies peralihan
yang lebih banyak sebelum menghasilkan spesies yang baru.35

Dalil teori yang dikemukakan oleh Gregor Mendel yang me
nyatakan bahwa sifat makhluk hidup diturm.kan dari induk kepada
keturunannya adalah kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan
rekayasa genetika, karena dia menemukan dan menjelaskan substansi
genetika sebagai faktor pembawa sifat. Benar bahwa Teori Gregor
Mendel membantah Teori Darwin, terutama dari sisi perkembangan
secara evolutif penurunan sifat makhluk hidup kepada keturunannya
Namun, bantahan Teori Gregor Mendel terhadap Teori Darwin terse
but harus dipahami sebagai suatu proses dialektika keilmuan, dalam
upaya menemukan dan menjelaskan kebenaran tentang manusia dan
keturunannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

Perkembangan genetika masa kini ditandai dengan penggunaan
teknologi nano sebagai perangkat peubah penurunan sifat. Keyakinan
bahwa terdapatnya subjek tertentu yang merepresentasikan sifat in
dividu yang dapat diturunkan diikuti dengan ditemukannya gen (W
Johanssen) sebagai unit terkecil dalam faktor individu pembawa si
fat Gen terdapat dalam kromosom seseorang ("wl Waldayer) berisikan
substansi genetik yang merepresentasikan sifat seseorang secara utuh
Mengubah gen berarti mengubah sifat individu, dengan cara menemu
kan substansi yang tepat dan mengubahnya, maka dapat dihasilkan in
dividu dengan sifat yang berbeda dari keturunannya, yang kemudian
dikembangkan sebagai teknik rekayasa genetika.36

Perkembangan rekayasa genetika tidak lepas dari ilmu genetika.
Setelah struktur DNA dipublikasikan pada 1953 oleh F.H.C. Crick
dan J.D. Watson, dua puluh tahun kemudian, ilmuwan telah berha
sil menerapkan teknologi dari DNA rekombinan, yaitu kloning. Pada
1973, kloning dilaksanakan pada bakteri Escherichia Coli, dan tahun
benkutnya dilakukan ke tikus, kemudian tanaman tembakau menjadi
tanaman yang pertama kali mengalami rekayasa genetika, yaitu pada
tahun 1983. Manusia mulai menyadari manfaat dari rekayasa genetik

35

36

Ibid.

Ibid.
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.dan kemudian merekayasa bakteri yang dapat menciptakan insulin,
£jfem mulai dikomersialkan pada 1982.37 Jadi, penemuan dan pengem-

bangan teknologi DNA rekombinan dalam ilmu genetika dapat dis
ebut sebagai tonggak sejarah perkembangan rekayasa genetika, karena
dengan penerapan teknologi rekayasa genetika itulah dapat dilakukan
kloning gen makhluk hidup, yang kemudian mendatangkan manfaat
bagi kehidupan manusia.

Pada akhir 1970-an, genetika memasuki suatu era baru yang di-
(dominasi oieh penggunaan teknologi DNA rekombinan atau rekayasa
genetika untuk menghasilkan bentuk-bentuk kehidupan baru yang
tidak ditemukan di alam. Faktor-faktor pendorong berkembangnya
rekayasa genetika, antara lain, yaitu:

1) Ditemukannya enzim pemotong, yaitu cnzim restriksi en-
donuklease;

2) Ditemukannya pengatur ekspresi DNA yang diawali dengan
penemuan operon laktosa pada prokariota;

3) Ditemukannya perekat biologi, yaitu enzim ligase;
4) Ditemukannya medium untuk memindahkan gen ke dalam

sel mikroorganisme.38

Sejalan dengan penemuan-penemuan penting yang mendorong
berkembangnya rekayasa genetika sebagaimana diuraikan di atas,
maka perkembangan di bidang biostatistika, bioinformatika dan ro-
botika/automasi memainkan peranan penting dalam kemajuan dan
efisiensi kerja bidang ini.39 Perkembangan ini menunjukkan bahwa
bioteknologi sebagai cabang ilmu biologi dan inti rekayasa genetika
mendapat dukungan secara keilmuan dari cabang-cabang ilmu biologi
lainnya.

Pada tahap berikutnya, dunia dilanda kekhawatiran tentang
kekeringan dan menurunnya suplai makanan, sehingga beberapa il
muwan mulai memanfaatkan rekayasa genetika untuk menghasilkan

37 Anonim, "Rekayasa Genetik: Pro dan Kontra", Loc. Cit.
38 Ibid.

39 Ibid.
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makanan dan makanan ini beredar pada 1994 (Flavr Savr) dan 1996
(Roundup Ready).40

Pada tahun 1997, seorang ilmuwan, Dr. Ian Wilmut dan rekan-
rekannya di Institut Roslin yang melakukan penelitian dengan teknik
duphkasi domba dengan cara nonseksual yang menghasilkan domba
Dolly" yang merupakan terobosan besar dalam dunia biologi. Dalam

kloning terhadap organisasi tingkat tinggi seperti hewan dan manusia
dibuat dan sebutir inti sel dewasa, yaitu dari sel-sel kelenjar payu-
dara (sel kambing) dewasa, yang melalui proses sebagai berikut- «-l
diambil dari organ susu, lalu ditempatkan ke dalam cawan petri de
ngan konsentrasi rendah. Karena mengandung sedikit makanan, maka
setelah beberapa kali sel berhenti membelah, dan sel berada dalam
keadaan tertidur, mirip dengan keadaan sewaktu inti sel sperma ber-
gabung dengan inti sel telur setelah pembuahan. Sebuah sel yang be
lum dibuahi diambil dari jenis sel lain inti sel beserta DNA-nya disedot
keluar, sehingga yang tersisa hanyalah sebuah sel telur kosong tanpa
nukleus, namun tanpa memiliki segala perlengkapan sel telur yang
d.perlukan untuk menghasilkan sebuah janin. Sel pertama dalam sel
kedua yang telah kosong didempetkan dengan pulsa listrik tersebut
dikejutkan dan bergabung menjadi satu. Pulsa kedua diberikan yang
bertindak sesuai hentakan energi yang terjadi dalam pembuahan alam
yang memicu terjadinya pembelahan sel. Enam hari kemudian, embrio
dan pembelahan sel itu ditanam ke dalam induk rahim ketiga. Setelah
masa kehamilan, induk ketiga akhirnya dilahirkan bayi kloning yang
secara identik dengan induk yang menjadi donor DNA.41

Kelahiran domba Dolly secara kloning merupakan perkemba
ngan mutakhir dan rekayasa genetika yang sudah diprediksi sebe
lumnya, sehingga mendapat pengakuan dan penerimaan dari sebagian
ilmuwan (perekayasa genetika), namun mendapat penolakan dan per-
mgatan dari sebagian ilmuwan (perekayasa genetika) lainnya dan ka-
langan tokoh agama, yang mengkhawatirkan rekayasa genetika meng-

40 Ibid.

41 M.Masduki, 1997, Kloning menurut Pandangan Islam, Garoeda, Pasuruan, him.
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arah pada penciptaan manusia secara kloning yang aseksual (tanpa
perkawinan).

Perkembangan lain berikutnya, eksperimen pencampuran gen
manusia dan binatang untuk mengumpulkan pengetahuan tentang
mekanisme munculnya penyakit dan mengembangkan terapinya. Para
peneliti rekayasa genetika memandang, hasil persilangan genetika
antara manusia dan binatang, hanya sekedar objek penelitian. Bagi
para peneliti sudah merupakan hal biasa menyusupkan gen manusia
ke dalam gen binatang dalam ujicoba di laboratorium. Terutama hal
itu merupakan metode standar dalam riset kedokteran regeneratif dan
transplantasi serta penelitian terapi baru penyakit kanker, alzheimer
dan Parkinson. Tujuan riset pencampuran gen manusia dan binatang
adalah untuk membantu para peneliti mengetahui proses biologi di
dalam sel, fungsi masing-masing gen atau melacak terbentuknya pe
nyakit pada manusia. Misalnya saja pada tahun 2002 pakar imunologi
Israel, Yair Raisner dari Institut Weizmann, memulai uji coba pencang-
kokan sel induk manusia pada tikus. Sasarannya untuk meneliti meka
nisme penolakan organ tubuh asing.42

Selanjutnya, Prof. Frank Emmrich dari Institut Fraunhofer un
tuk terapi sel dan imunologi di Leipzig mengungkapkan prosedurnya,
yaitu menciptakan situasi pada tikus di mana disisipkan sel induk ma
nusia yang membentuk sistem kekebalan tubuh manusia. Dari semua
sel yang tergolong pembentuk sel darah pada tikus, sekitar 30 persen
selnya terbukti berasal dari manusia. Dengan meneliti tikus yang memi
liki sistem kekebalan tubuh manusia itu, antara lain hendak diketahui,
mengapa sistem kekebalan tubuh memicu reaksi penolakan? Misalnya
setelah pencangkokan organ tubuh. Pengetahuan yang diperoleh, di-
harapkan memberikan kontribusi, agar di masa depan materi yang
asing bagi tubuh, pada operasi transplantasi dapat diterima lebih baik
oleh pasien. Juga jika organ tubuh itu berasal dari binatang, meng-
ingat langkanya donor organ tubuh manusia. Prof. Emmerich mema-

42 Lidya Heller dan Agus Setiawan, "Persilangan Gen Manusia dan Binatang", da
lam http:/Avww.dw/de/persilangan-gen-manusia-dan-binatang/a-15511457, di
akses pada 14 Agustus 2013.
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parkan lebih lanjut, ini merupakan tugas terpenting di tahun-tahun
mendatang, untuk secara terarah menonaktifkan sistem kekebalan
tubuh bagi jaringan yang dicangkokkan. Jika berhasil, memecahkan
masalah tersebut, berarti sebuah persyaratan telah terpenuhi, untuk di
masa depan juga memproduksi jaringan organ tubuh yang kompleks.
Tanpa harus membuatnya dari tubuh individu itu sendiri".43

Kemudian, para pakar kedokteran Jerman, pada tahun 2008 su
dah berhasil mencangkokkan saluran pernafasan artifisial, yang ba-
sisnya usus babi yang direkayasa di laboratorium, Juga saat ini dalam
bioreaktor berhasil dibiakkan jantung manusia yang terbukti ber-
fungsi, yang basisnya adalah jantung babi. Dalam kedua uji coba ini,
material dari organ babi terlebih dahulu harus dibebaskan dari sel-sel
binatangnya, dalam prosedur yang amat sulit dan rumit.44

Persilangan gen manusia dan hewan makin menimbulkan kekha
watiran di kalangan tokoh agama tentang arah perkembangan reka
yasa genetika yang makin jelas dan nyata melanggar prinsip-prinsip
dan kaidah-kaidah hukum agama, karena manusia yang di dalam tu-
buhnya mengandung gen hewan atau hewan yang di dalam tubuhnya
mengandung gen manusia menimbulkan kerancuan sifat manusia dan
sifat hewan. Sebagian kalangan ahli etika keilmuan juga memandang
persilangan gen manusia dan hewan sebagai perkembangan rekayasa
genetika yang melanggar etika ilmiah, karena dapat merendahkan
harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan, yang menurut ukur-
an rasional lebih tinggi derajatnya, bahkan tidak dapat dibandingkan
dengan hewan, apalagi disandingkan gennya.45

Sampai saat ini, belum ada ilmuwan yang berhasil mengkloning
primata-kloning yang dianggap dapat menjadi jembatan menuju
kloning manusia-yang paling dekat susunan genetiknya dengan ma
nusia. Prof. Gerald Schatten dari Pittsburg University mengemukakan
bahwasanya belum terdapat kemajuan berarti dalam proses kloning

43 Ibid.

44 Ibid.

45 Pembahasan lebih mendalam dan lengkap tentang kontroversi moral rekayasa
genetika terdapat Bab 3 Subbab C. dalam buku ini.
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primata, kendati upaya kloning primata ini telah diujikan pada 700 sel
telur monyet selama periode enam tahun ini. Teknik kloning yang di
gunakan saat ini memusnahkannnstjr protein dalam sel telur primata.
Waktu nukleus sel telur diangkat jntuk diganti dengan DNA sel lain,
protein kuncu malah ikut terangkat. Padahal protein tersebut sangat
dibutuhkan demi kelangsungan hidup embrio. Keterangan itu men
jelaskan kematian domba Dolly-yang dianggap monumental dalam
Today History of Science" pada 14 Februari 2003, karena Lung Dis
ease yang parah. Metode kloning yang diterapkan olehDr, Ian Walnut
ketika mengkloning Dolly, domba ras dorset Finlandia itu, ternyata
malah membuat sel telur primata cacat. Itulah sebabnya, tidak ada
hasil kloning yang berumur panjang, yang sehat seratus persen, dan
tidak mengalami kerusakan genetik.46

Struktur keilmuan penggunaan teknologi rekayasa genetika saat
ini, dijelaskan oleh Aji Mirza Habibi, telah mencapai tingkat rekayasa
melokuler, beberapa contoh berikut ini menunjukkan bahwa perkem
bangan rekayasa genetika memiliki kemajuan dari waktu ke waktu,
sebagai berikut:47
a. Rekayasa Genetika pada Hewan dan Tumbuhan

1) Hibridisasi dan Bibit Unggul
Penggunaan hibridisasi dan bibit unggul dalam dunia perta
nian sebenarnya telah digunakan berpuluh tahun yang lalu,
dalam hal ini dikenal bermacam tumbuhan dan hewan yang
dianggap "unggul" baik dari segi produktivitas maupun dari
ketahanan tubuhnya, dengan menggunakan rekayasa gene
tika (digunakan penyinaran dengan panjang gelombang ter
tentu pada saat hewan dan tumbuhan masih dalam bentuk
benih) dihasilkan kelapa hibrida, jagung hibrida, sapi bibit
unggul, ayam berkaki pendek namun berdaging tebal, dan
sebagainya.

46 Anonim, "Pro Kontra Rekayasa Genetika di Masyarakat", dalam http://rcka-
yasagenetik.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-en-us-x-none-html, di
akses pada 14 Agustus 2013.

47 Aji Mirza Habibi, Loc. Cit.
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2) Inseminasi Buatan

Persilangan tradisional pada hewan maupun tumbuhan men-
...-._.. i»yaratkan tersedianya pasangan jantan dan betina yang akan

menurunkan sifat genetisnya. Sel sperma sapi jantan unggul
dimodifikasi dan dibekukan supaya tahan ke tempat tujuan
untuk kemudian disuntikkan kepada sel telur individu lokal,
hasilnya berupa keturunan sapi unggul (Fries Holland, Aus
tralian, dll.).

3) Sistem Kekebalan Tubuh

Peningkatan sistem kekebalan tubuh pada tumbuhan mau
pun hewan dapat dilakukan dengan cara merekayasa ge
netisnya, dengan radiasi sinar yang memiliki panjang gelom-
bang tertentu (sering digunakan sinar alfa, atau radiasi sinar
x) dihasilkan padi VUTW (varietas unggul tahan wereng,
jeruk unggul anti hama, dll.)

4) Penemuan Vaksin

Dengan cara memotong strike DNA pada inang, kemudian
gen yang tidak diinginkan dibuang dengan sengaja, kemu
dian organisme tersebut dirangsang untuk berkembang biak,
hasilnya adalah berupa berbagai macam organisme yang
memiliki ketahanan terhadap penyakit, organisme tersebut
dapat dimanfaatkan untuk membentuk kekebalan tubuhnya
sendiri yang diambil menjadi vaksin penyakit, seperti vaksin
H3N1 untuk pemberantasan virus flu burung.

b. Rekayasa Genetika pada Manusia
Beberapa tahun lalu, telah diterapkan berbagai macam teknik

dan hasil rekayasa genetika pada manusia, di antaranya adalah:
1) Bayi Tabung dan Bank Sperma

Teknologi bayi tabung pertama kali diperkenalkan sebagai
alat bantu kopulasi di luar tubuh, manusia yang tidak da
pat melakukan pembuahan karena satu dan lain hal namun
memiliki sel kelamin yang baik, sel telur dan sel sperma di
ambil untuk kemudian dipertemukan di dalam tabung per-
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; cobaan, melalui kopulasi di luar tubuh dihasilkan zigot, yang
kemudian ditanam ke dalam rahim ibunya atau ke dalam ra-
hiitrwanita lain yang sehat. Penyediaan bank sperma dimak-
sudkan untuk menyimpan berbagai macam sperma untuk
dapat dimanfaatkan pasangan yang memiliki keterbatasan
waktu dan tempat (semacam inseminasi yang dilakukan
pada manusia).

2) Penemuan Vaksin dan Obat-obatan
Proses pembuatan vaksin pada manusia pada prinsipnya
sama dengan pembuatan vaksin pada hewan, yaitu DNA
inang dipotong, kemudian dimasukkan DNA tertentu yang
dimiliki bakteri penyebab penyakit, sehingga menyebabkan
inang membentuk kekebalan terhadap penyakit yang "di-
cangkokan". Selanjutnya, organisme tersebut dirangsang un
tuk berkembang biak, hasilnya adalah berupa vaksin-vaksin
yang diproduksi inang dan diturunkan. Hal ini sering digu
nakan dalam dunia kedokteran, misalnya proses pembuatan
vaksin Hepatitis B, atau untuk menghasilkan hormon seperti
insulin, dll.).48

Lebih lanjut, Aji Mirza Habibi memberikan gambaran rekayasa
genetika di masa yang akan datang, sebagai berikut:

a. Organ Buatan
Dewasa ini, dikembangkan pembuatan organ buatan, sel
dari jaringan aslinya diambil dan ditumbuhkan untuk men
jadi organ yang sama, saat ini yang telah terjadi di dunia ke
dokteran adalah pengembangan katup jantung. Selanjutnya,
bukan tidak mustahil bahwa terdapat berbagai organ buatan
seperti jantung buatan, mata buatan, dan sebagainya.

b. Kloning
Teknologi kloning sebenarnya telah mampu dikuasai manu
sia, berdasarkan prinsip Tottipotensi, setiap sel dalam tubuh
makhluk hidup mampu dikembangkan menjadi organisme

48 Aji Mirza Habibi, Loc. Cit.
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c.

d.

klon yang sama persis dengan induknya. Beberapa tahun
lalu, seorang biolog berkebangsaan Austria berhasil meng
kloning Domba yang dia beri nama Dolly, domba ini diambil
sel telurnya untuk kemudian dikembangkan di luar tubuh
tanpa terjadinya persilangan. Hasilnya adalah beberapa ekor
anak domba yang sama persis dengan induknya. Dalam dunia
tumbuhan, teknologi ini sebenarnya telah sering digunakan,
kultur jaringan adalah bentuk lain teknologi kloning yang
dilakukan pada tumbuhan. Beberapa waktu.lalu, seorang
ilmuwan Korea bahkan mengaku siap melakukan kloning
pada manusia.
Tanaman Transgenik
Tanaman transgenik merupakan hasil rekayasa gen dengan
cara disisipi satu atau sejumlah gen. Gen yang dimasukkan
itu-disebut transgene-d'risolasi dari tanaman tidak sekerabat
atau spesies yang lain sama sekali. Transgenik diambil dari
organisme yang memiliki sifat unggul tertentu, misalnya
pada proses membuat jagung Bacillus thuringienis (Bt) tahan
lama, disisipkan gen bakteri tanah Bt penghasil racun yang
mematikan bagi hama tertentu. Gen ini disisipkan ke rang-
kaian gen tanaman jagung, sehingga tanaman resipien (ja
gung) juga mewarisi sifat toksis bagi hama. Ulat atau hama
penggerek jagung Bt akan mati.
Mutant

Proses perubahan spesies melalui rekayasa genetika memer-
lukan banyak spesies percobaan, diperkirakan bahwa dari
spesies percobaan yang ada, akan terdapat ketidakseimba-
ngan individu karena memiliki sifat-sifat asing yang berbeda
dari induknya, hal inilah yang disebut mutant. Keberadaan
mutant saat ini masih diragukan, karena di samping
teknologi rekayasa genetika belum mencapai tingkat organ
isme manusia secara utuh, hal ini dianggap melanggar moral
dan tanggung jawab ilmuwan, bahkan Perserikatan Bangsa-
bangsa sebagai badan dunia dengan organisasi turunannya
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telah melarang percobaan rekayasa genetika bagi manusia
yang belum jelas.49

Sejarah dan perkembangan rekayasa genetika sebagai inti biote
knologi yang merupakan cabang dari ilmu biologi, dan penerapan-
nya pada makhluk hidup, baik tanaman, hewan dan manusia telah
menunjukkan arah perkembangan yang memenuhi harapan, karena
memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, meskipun me-
ninggalkan nersoalan etik dan religi.

49

PRINSIP-PRINSIP, MEKANISME DAN TAHAP-TAHAP
DASAR REKAYASA GENETIKA

1. Prinsip-prinsip dan Mekanisme Rekayasa Genetika
Rekayasa genetika sebagai inti dan produk bioteknologi modern

memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:
a. DNA Rekombinan

Perubahan susunan DNA diperoleh melalui teknik DNA re
kombinan, yang melibatkan bakteri atau virus sebagai vek-
tor (perantara). Proses DNA rekombinan melalui 3 tahapan,
yaitu 1) mengisolasi DNA; 2) memotong dan menyambung
DNA (transplantasi gen/DNA); dan 3) memasukkan DNA
ke dalam sel hidup. Pemotongan gen dalam suatu untaian
DNA menggunakan enzim endonukleus restriksi yang ber-
peran sebagai gunting biologi. Segmen DNA kemudian di
masukkan ke dalam suatu vektor berupa plasmid atau virus.
Plasmid adalah rantai DNA melingkar di luar kromosom
bakteri. Gen atau DNA yang telah diisolasi kemudian di-
cangkokkan ke dalam plasmid. Proses ini dikenal dengan
transplantasi gen. Penyambungan gen tersebut mengguna
kan enzim ligase yang berperan sebagai lem biologi. Dengan
demikian, diperoleh organisme dengan rantai DNA gabung-
an atau kombinasi baru, sehingga rantai DNA ini disebut

Ibid.
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DNA rekombinan. DNA baru yang telah membawa segmen
DNA cangkokan selanjutnya memasuki tahap akhir, yaitu
dimasukkan ke dalam vektor sel bakteri maupun virus,

b. Fusi Protoplasma
Fusi protoplasma adalah penggabungan dua sel dari jaringan
yang sama (organisme berbeda) dalam suatu medan listrik.
Fusi protoplasma pada tumbuhan melalui tahap-tahap, yaitu:
1) menyiapkan protoplasma dari sel-sel yang masih muda
karena dinding sel tipis serta protoplasma yang banyak dan
utuh; 2) mengisolasi protoplasma sel dengan cara menghi-
langkan dinding selnya dengan menggunakan enzim kemu
dian dilakukan penyaringan dan sentrifugasi berkali-kali;
3) protoplasma yang didapat kemudian diuji validitasnya5
(aktivitas hidupnya) dengan cara melihat aktivitas organel,
misalnya melihat aktivitas fotosintesisnya. Fusi protoplasma
pada sel hewan dan manusia sangat berguna terutama untuk
menghasilkan hibridoma. Hibridoma merupakan hasil fusi
yang terjadi antara sel pembentuk antibody dan sel mieoma.
Sel pembentuk antibodi ini adalah sel limfosit B, sedangkan
sel mieoma sendiri merupakan sel kanker. Sel hibridoma
yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas se
perti sel kanker, tetapi juga menghasilkan antibodi seperti
sel-sel limfosit B. Hibridoma yang dihasilkan diseleksi kare
na setiap sel menghasilkan antibodi yang sifatnya khas. Satu
antibodi yang dihasilkan spesifik untuk satu antigen. Setiap
hibrid ini kemudian diperbanyak (dikloning). Oleh karena
antibodi ini berasal dari satu klon, maka antibodi ini disebut
antibodiklonal.

KulturJaringan
Teori yang melandasi teknik kultur jaringan ini adalah teori
Totipotensi, yaitu kemampuan untuk tumbuh menjadi in
dividu baru bila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai.
Tahap-tahap kultur jaringan dalam membentuk embrio dari
sel somatik serupa pada tahap perkembangan zigot menjadi
embrio. Perkembangan tersebut dimulai dari sel globular
bentuk jantung, bentuk terpedo, bentuk kotiledon, ben-
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tuk plantlet (tumbuhan muda). Kultur jaringan merupakan
perbanyakan vegetatif menggunakan jaringan atau sel pada
medium buatan biasanya berupa agar-agar yang dipetkaya
dengan hormon, vitamin, dan unsur hara). Kultur jaringan
merupakan salah satualternatif untukmendapatkan tanaman
baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Teknik
ini hanya membutuhkan jaringan maupun sel dari tumbuhan
dan akan didapatkan tanaman sejenis dalam jumlah besar.
Kultur jaringan sering disebut sebagai perbanyakan secara in
vitro karena jaringan ditanam (dikultur) pada suatu media
buatan (bukan alami).50

Sebagai suatu proses bioteknologi yang menghasilkan produk-
produk transgenik, maka rekayasa genetika mempunyai mekanisme
kerja pada gen suatu organisme yang mengandung informasi genetik
yang tercatat dalam DNA.

Suryo, Guru Besar Ilmu Genetika padaUniversitas Gadjah Mada,
dalambukunya berjudul "GenetikaManusia", menjelaskan mekanisme
rekayasa genetika, yang penelitiannya bergantung pada satu prinsip
jpokok, yaitu bahwa organisme-organisme memiliki persamaan dan
perbedaan dari kedua induknya. Informasi genetik dari organisme
itu dibawa dalam molekul-molekul yang disebut asam nukleat (DNA)
lirituk menyimpan informasi genetik. Beberapa tipe asam ribonukleat
(kNA) memindahkan informasi genetik tadi dan membuat protein
yang sangat dibutuhkan oleh sel-sel hidup. Sebaliknya, beberapa mi-
jri'obia, viroid dan virus tertentu menggunakan RNA untuk menyim
pan informasi genetik. Pada makhluk tingkat tinggi seperti cendawan,
tumbuhan dan hewan (termasuk manusia), DNA tersimpan di dalam
organel-organel dalam sel. Organel yang paling besar adalah nukleus,
yang mengandung kromosom yang di dalamnya tersimpan DNA. Di
dalam kloroplast dan mitokondria, DNA kurang teratur letaknya, se
perti dalam sel bakteri saja.51

50 Tim Pengkajian Hukum, Op. Cit., him. 9-
51 Suryo, Op. Cit., him. 461.
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1 rnm Skema perbandingan ukuran sel
tanaman dengan sel bakteri, X-Phage
dan-sebagian dari molekul DNA da
lam mekanisme rekayasa genetika
dapat dicermati pada gambar berikut
ini:
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Gambar 5.

Skema Perbandingan Ukuran Sel Tanaman
dengan Sel Bakteri, X-Phagc dan Sebagian
dari Molekul DNA

Sumber: Suryo, 2010, Genetika Manusia, Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta, him. 461.
Keterangan: N=Nuklens; n=nukleolus;
M=Mitokondria; K=kloroplast. Ukuran yang
digunakan ialah milimeter, mikrometer dan
nanometer.

Berdasarkan penemuan Watson dan Crik pada tahun 1953
disimpulkan bahwa molekul DNA pada makhluk tingkat tinggi itu'
berupa double helix, yaitu pita spiral ganda yang saling melilit, yang
tersusun dari molekul-molekul gula (deoksiribosa) dan pospat secara
seimbang Pospatnya (P04) terikat dengan molekul gula pada atom
Cno. 3dan 5. Pada tiap molekul gula terikat salah satu dari empat
macam basa organik, yaitu guanin (G), adenin (A), sitosin (S) dan
timin (T). Urutan dari basa-basa ini menggambarkan informasi ge
netik tertentu dari organisme. Jadi, informasi genetik itu disimpan
dalam urutan hneair seperti rekaman suara dalam pita tape Tiap basa
terikat kuat sekali dengan molekul gula, tetapi basa dari satu pita ter
ikat Icmah oleh atom Hdengan basa dari pita pasangannya. Dengan
pertolongan enzim tertentu dalam sel hidup atau dengan cara di-
panaskan dalam suatu tabung, maka hubungan antara basa-basa itu

46 T,
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udah putus. Berpasangannya basa-basa itu mengikuti aturan-aturan
entu, yaitu G dengan S dihubungkan oleh 3 atom H, sedangkan A

n T dihubungkan oleh 2 atom H.52
Skema sebagian dari molekul berbentuk double helix, hubungan

feitara gula, pospat dan basa, serta contoh deretan basa secara line
ar dalam mekanisme rekayasa genetika dapat dicermati pada gambar

rikut ini:

Laaaa »-<« ••» L

Guanin |
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c

OH
I

RCH

—o.
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9 ,nv 7
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3*-S ASGTTA SOTGGSA A-5'
K! !.' K K S !! !! R! C = IS S5 S !! 5

5'-G TG SAATGSAS SOT T-3'

(III)

Gambar 6.

(I) Skema Sebagian dari Molekul Berbentuk Double Helix,
(II) Hubunganantara Gula, Pospat dan Basa, dan

(III) Contoh Deretan Basa secara Linear

~Sumber: Suryo, 2010, Genetika Manusia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, him. 462.
Keterangan: Contoh deretan basa secara linear (III), yaitu G berpasangan dengan Sdihubung

kan dengan 3 atom H, sedang Aberpasangan dengan Tdihubungkan 2 atom H.
c' Kedua pita DNA itu arahnya berlawanan.

Sebelum sel membelah, kedua pita DNA memisahkan diri (meng-
adakan replikasi), kemudian enzim bergerak sepanjang setiap pita
DNA itu, "membacanya" dan membuat pitapasangan. Dengan caraini
terbentuklah dua model molekul DNA anakan, yang masing-masing

52 Watson dan Crik , dalam Ibid., him. 461-462.

Bab 2

Rekayasa Genetika f 47



sama dengan molekul induk. Dalam molekul RNA, gulanya berupa
ribose dan basa timin digantikan oleh urasil (U). Untuk menyimpan
semua informasi genetik dalam sel bakteri diperlukan satu sampai se-
puluh juta pasang basa, sedangkan pada manusia kira-kira enam mili
ar. DNA dalam sel bakteri biasanya terdapat dalam suatu molekul
besar yang bulat bentuknya dan dalam beberapa molekul bulat yang
kecil. Yang besar dikenal sebagai kromosom bakteri, sedangkan yang
kecil dinamakanplasmid."

Sel bakteri yang mengandung kromosom dan plasmid dalam me
kanisme rekayasa genetika dapat dicermati pada gambar berikut ini:

Gambar 7.

Sel Bakteri Mengandung Kromosom dan Plas
mid

Sumber: Suryo, 2010, Genetika Manusia, Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta, him. 464.

Panjang dalam setiap sel bakteri ialah kira-kira 1 mm. Dengan
demikian penempatan DNA di dalam sel bakteri itu merupakan suatu
problem, karena panjang sebuah sel bakteri itu hanya kira-kira 1/500
mm saja. Demikian pula halnya untuk makhluk-makhluk tingkat ting-
gi. Setiap sel manusia misalnya, mengandung kira-kira 2meter DNA,
dan ini disimpan dalam nukleus yang hanya mempunyai diameter 10
mikron saja. Namun, pada manusia dan makhluk lain yang selnya ber-
inti, problem tersebut dapat dipecahkan karena DNA diatur meling-
kar mengelilingi protein, yang disebut histon.54

53

54

Ibid, him. 463.
Ibid.
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Informasi genetik yang tercatat dalam DNA ada dua macam,
yaitu: pertama, ada yang berupa urutan kontrol yang memberitahu
kepada enzim-enzim di manakah harus dimulai "membaca" DNA, di
manakah harus istirahat dan di manakah harus berhenti, ibarat pesan
berhenti pada ujung akhir kebanyakan pita tape magnetis; dan kedua,
ada urutan yang mengandung informasi untuk pembuatan berbagai
macam protein yang diperlukan oleh sel. Protein terdiri dari asam-
asam amino. Dikenal 20 macam asam amino dan urutan yang dipakai
dalam pembuatan protein menetapkan struknir dan fungsi dari protein
itu. Urutan itu terdapat dalam asam nukleat, dan segmen (bagian) dari
molekul DNA yang bertanggung jawab untuk memperinci struktur
dari protein tertentu disebut gen. Agar gen dapat diekspresikan da
lam protein, terlebih dahulu DNA harus dibuat salinannya ke RNAd
(RNA-duta). Setelah selesai menerima informasi genetika dari DNA
itu, maka RNAd meninggalkan nukleus dan menuju ke organel sel
yang disebut ribosom di mana akan dibuat protein. Ingat bahwa hanya
ada empat macam basa (G, S,A dan T), sedangkan jumlah asamamino
ada 20 macam. Berhubung dengan itu, maka untuk mengkode asam
amino, dibutuhkan 4x4x4 kombinasi kodon, masing-masing terdiri
dari tiga basa. Sebagai contoh dari kodon triplet itu ialah SSU, SSS,
SSA, SSG, kesemuanya itu mengkode asam amino prolin.5S

Mengingat mekanisme rekayasa genetika sebagaimana dijelaskan
di atas, sangat spesifitas fungsional (spesifik, teknis, rinci dan rumit),
maka para ilmuwan (perekayasa genetika) harus menguasai ilmu bi
ologi dan bioteknologi yang merupakan inti rekayasa genetika untuk
dapat memahami mekanisme rekayasa genetika dengan baik.

2. Tahap-Tahap Dasar Rekayasa Genetika
Suryo menjelaskan tahap-tahap dasar dari rekayasa genetika,

yaitu dimulaidari suatu penemuan penting berupa bahan-bahan kimia
tertentu yang dinamakan enzim pembatas mampu bertindak sebagai
"gunting biologi", yaitu dapat mengenai dan kemudian secara kimia

55 Ibid., him. 464.
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memotong tempat-tempat khusus sepanjang sebuah molekul DNA.
Enzim-enzim yang mampu menggunting suatu gen dari DNA suatu
makhluk tersebut ternyata mampu pula memotong tempat-tempat se-
rupa dalam molekul DN\ dari makhluk yang berkaitan. Sebuah pen
emuan penting lainnya ialah suatu enzim, disebut ligase, membiarkan
suatu gen yang digunting dari satu molekul DNA "ditempelkan" pada
tempat serupa dalam dari makhluk yang tak berkaitan. Hibrid yang
terbentuk dengan cara ini disebut "DNA rekombinan".S6

Lebih lanjut. Suryo menjelaskan bahwa selama ini lebih dari 200
enzim pembatas telah ditemukan, dan dengan demikian tersedialah
beraneka ragam gunting biologi untuk memotong gen-gen yang di-
inginkan dan mencangkokkannya ke dalam rumah-rumah baru. Para
ahli genetika kini dimungkinkan untuk membongkar sel-sel bakteri,
virus hewan dan tanaman guna diambil DNA-nya dengan menggu
nakan enzim-ezim pembatas. Akan tetapi mengambil DNA dari suatu
makhluk dan memasukkannya ke dalam makhluk lain bukanlah seke
dar pekerjaan memotong dan menempel. Sebuah gen harus diikutser-
takan untuk dipindahkan ke suatu pengangkut khusus, yaitu vektor.
Sekelompok vektor yang bermanfaat adalah plasmid-plas?nid, yaitu
ikalan-ikalan DNA kecil yang terdapat dalam sel bakteri di luar kro-
mosomnya. Sebuah plasmid dapat diambil dari bakteri, ikalan dibuka
dengan enzim pemotong, fragmen DNA baru dapat dimasukkan, dan
plasmid itu dikembalikan ke bakteri. Selanjutnya, setiap kali bakteri
itu membelah diri menjadi dua, dan plasmid rekombinan juga membe-
lah diri. Dengan demikian, DNA rekombinan itu terus-menerus mem
buat klon-klon DNA dari dirinya.57

Memerhatikan penjelasan Suryo mengenai- tahap-tahap dasar
rekayasa genetika tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa
penemuan penting yang berkontribusi sangat besar terhadap perkem
bangan, dalam hal ini kemajuan teknologi rekayasa genetika, adalah
teknologi DNA rekombinan, yang dapat membuat klon-klon DNA
(kloning) suatu organisme atau makhluk hidup.

56 Suryo, Op. Cit., him. 464-465.
57 Ibid., him. 465.
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Secara ilmiah, rekayasa genetika adalah manipulasi genetik
tu perubahan dalam susunan genetik dari suatu organisme. Reka-

ivasa genetika merupakan proses buatan/sintetis dengan menggunakan
lologi DNA rekombinan. Hasil rekayasa genetika adalah sebuah

brganisme yang memiliki sifat yang diinginkan atau organisme dengan
it unggul, organisme tersebut sering disebut sebagai organisme
lsgenik. Rekayasa genetika telah memiliki aplikasi luas di hampir

ijnua bidang yang berkaitan dengan bioteknologi di mana genom
jrganisme yang terlibat. Proses transfer materi genetik dari satu or-

lisme ke organisme lain menggunakan vektor atau pembawa secara
uah disebut sebagai transformer. Bahkan, semua percobaan telah

jiilakukan pada bakteri, tanaman dan sebagian besar banyak hewan
iikus, meskipun eksperimen manusia mungkin karena alasan yang

58elas.

Transformasi dalam rekayasa genetika dapat dilakukan dengan
menggunakan metode transformasi langsung,antara lain, yaitu injeksi,

injection, teknik/biolistic, elektroporasi, transformasi dimediasi
iposome, dan transformasi dengan menggunakan bahan kimia seperti
rat siiikon karbida pemboman. Selain itu, transformasi dalam re-

ayasa genetika juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode
sformasi tidak langsung, yaitu berbasis vektor, yang meliputi plas-

id bakteri (dimediasi mentransfer agrobacterium), lamba fag, dan
feteriofag (partikel fag yang sangat efisien dalam mengubah).59

jfe^ Rekayasa genetika dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai
•rikut:

a. Isolasi Gen

Pemilihan Gen yang diperlukan dan isolasi merupakan pra-
syarat untuk memulai proses. Gen yang diinginkan yang
akan ditransfer terisolasi dan dikalikan dengan mengguna
kan PCR (polymerase chain reaction). Atau, mungkin men
jadi bagian dari perpustakaan genom (perpustakaan yang
mengandung fragmen DNA satu genom tertentu).

58 Anonim, "Apa itu Rekayasa Genetik?", Loc. Cit.
59 Ibid.

•
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b. Konstruksi

Gen yang terisolasi perlu diperiksa untuk ekspresi. Setiap
gen terdiri dari promoter, gen penanda dipilih dan termina
tor. Daerah promotor bertanggung jawab untuk transkripsi
gen yang berakhir pada mencapai wilayah terminator. Gen
penanda dipdih menganugerahkan resistensi antibiotik yanR
membantu untuk membedakan sel berubah. Namun gen
ttdak dapat berkembang biak sendiri, bukan harus dikombi-
nasikan dengan DNA asing atau vektor di mana prosesnya
dilakukan dengan menggunakan enzim pencernaan pem-
batasan, enzim dan kloning molekuler menggunakan polim-
erase. r

Transformasi

Bakteri telah banyak digunakan untuk mengambil gen atau
DNA asing dengan menggunakan metode transformasi di
atas. Setelah integrasi, gen atau DNA bereplikasi mengguna
kan sistem replikasi host dan menghasilkan banyak salinan
dari dirinya sendiri.

d. Seleksi dan Konformasi

Hal ini dimungkinkan untuk membedakan sel-sel berubah
dengan menumbuhkan mereka di hadapan antibiotik
dikodekan oleh gen penanda dipilih. Metode lain adalah
dengan menggunakan probe DNA komplementer dengan
gen disisipkan yang secara khusus akan mengikat gen yang
diinginkan dan dapat ditelusuri dan dikonfirmasi menggu
nakan pemetaan DNA, teknik elektroforesis seperti South
ern blotting dan Bioassays.60

c.

60 Ibid.
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Tahap-tahap dasar rekayasa genetika dapat dicermati pada gam
bar berikut ini:

Gambar 8.

Tahap-Tahap Dasar Rekayasa Genetika

Sumber: Suryo, 2010, Genetika Manusia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, him. 468.

Keterangan: (a) DNA darisel-sel darisembarang organisme (disebut DNA Asing) putusmenjadi
beberapabagianoleh enzim pembatas; (b) Potongan-potongan DNA itu dimasukkan ke dalam
plasmid DNA dari bakteri secara acak; (c) Plasmid-plasmid yang membawa potongan-potongan
DNA asing (gen-gen asing) masuk ke dalam sel bakteri. Plasmid-plasmid dapat mengadakan
replikasi di dalamsel bakteri. Setiapkalisel bakterimembelah, sel-selanakan menerima sebuah
atau lebih banyak plasmid. Plasmid-plasmid ini kemudian membelah sampai jumlah tertentu
tercapai.

Langkah-langkah dalam rekayasa genetika sebagaimana diurai-
kan di atas, menunjukkan perkembangan teknologi DNA rekombi
nan yangdilanjutkan atau diikuti dengan teknologi isolasi, konstruksi,
transformasi, seleksi dan konformasi gen.
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D. PEMBATASAN, MODIFIKASI DAN PEMBUATAN KLON
(KLONING) DALAM REKAYASA GENETIKA

1. Pembatasan dalam Rekayasa Genetika
Pembatasan dan modifikasi dapat dilakukan dalam rekayasa ge

netika. Ini berarti bahwa rekayasa genetika pada satu sisi dibatasi oleh
adanya pembatasan, tetapi pada sisi lainnya rekayasa genetika dapat
pula dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan ge
netika dalam ilmu genetika.

Menurut Aji Mirza Habibie, genetika adalah cabang ilmu biologi
yang menelaah masalah-masalah penurunan sifat dalam diri makhluk
hidup, gen seseorang tersimpan dalam setiap segmen atau lokus kro
mosom, gen tersusun dari polimer nukleotida yang terdiri dari DNA
(Deoxynbo Nucleic Acid) dan RNA (Ribosa Nucleic Acid)<•'

Suryo menjelaskan bahwa enzim khusus yang diperlukan un
tuk memotong dan membelah DNA dinamakan enzim pembatas en-
donuklease yang ditemukan kira-kira pada tahun 1970. Enzim ini
terdapat dalam sel bakteri, di mana ia berlaku sebagai senjata dalam
peperangan antara bakteri dan phage. X-phage dapat menginfeksi ke-
banyakan strain bakteri escherichia coli (kecuali sel bakteri yang te
lah memiliki X-prophage dalam DNA) dan setiap sel bakteri itu akan
menghasilkan ratusan X-phage baru. Akan tetapi, timbul teka-teki ke
tika X-phage digunakan untuk menginfektir dua strain bakteri yang
berlainan, yaitu yang satu dinamakan E-coli K, sedangkan yang lain
adalah E-cohR. X-phage yang dibuat di dalam strain Kdiberi label
X{K)-phage dan X-phage yang dibuat di dalam strain Rdiberi label X
W-phage. Setelah X(K)-phage dan X(R)-phage dibentuk, maka kedua
macatr> X-phage itu digunakan lagi untuk menginfektir kedua macam
Oram bakteri tersebut di atas secara terpisah. Dari penelitian itu ter-
bukti bahwa X(R)-phage dapat tumbuh dalam kedua macam strain
bakteri ,tu dan membuat X-phage baru. Akan tetapi sebaliknya, X(K)-
phage hanya dapat tumbuh dalam bakteri strain E-coli Ksaja sedan
gkan dalam bakteri E-coli Rtidak dapat tumbuh, karena semua DNA
dalam sel bakteri yang mengandung plasmid mengalami perubahan

6 1 Aji Mirza Habibi, Loc. Cit.
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IfrNA yang mengalami modifikasi itu dilindungi terhadap perusakan
lleh enzim yang dihasilkan oleh gen plasmid lainnya. Bakteri E-coli

memiliki plasmid R. Ketika X (K)-phage merupakan sesuatu yang
lasing. Oleh karena itu, enzim-enzim (yang sekarang disebut dengan
Inzim-enzim pembatas) menyerang DNA dari X(K)-phage, sehingga
lliA dari X(K)-phage menjadi tidak aktif dan pertumbuhan X(K)-

jge terhalang.62
Infeksi bakteri oleh X-Phage yang dapat terjadi dalam tahap-

jhap dasar rekayasa genetika dapat dicermati pada Gambar 9.
Contoh pertumbuhan X-phage dalam berbagai strain bakteri

Pang dapat terjadi dalam tahap-tahap dasar rekayasa genetika dapat
Sjilicermati pada Gambar 10.

Modifikasi dalam Rekayasa Genetika
Enzim-enzim pembatas memang mempunyai kebiasaan untuk

jemotong bagian tertentu dari molekul DNA. Tetapi untuk mengh-
itikan agar enzim pembatas itu tidak memotong urutan basa yang

llama dari DNA-nya sendiri dan membunuh phage-phage itu sendiri,
glih'aka bakteri membuat pula enzim Iain, yang disebut enzim modifika-

Enzim ini mengadakan modifikasi (perubahan) pada urutan yang
ia dengan cara menambahkan gugusan metal (CH3) pada satu di

itara beberapa basa dalam urutan sedemikian rupa, sehingga urutan
Jasa itu tidak dapat dikenal lagi, dan dipotong.63

Modifikasi DNA oleh gugusan metil (CH3) yang dapat terjadi
lam tahap-tahap dasar rekayasa genetika dapat dicermati pada
unbar 11.

•an

mm

.62 Suryo, Op. Cit., him. 467.
63 Ibid., him. 469.
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Gambar 10.

Contoh Pertumbuhan X-Phage dalam Berbagai Strain Bakteri

Sumber: Suryo, 2010, Genetika Manusia, GadjahMada University Press, Yogyakarta, him. 468.

Keterangan: Phage yangdapat tumbuh dalam suatu strain bakteri kadang-kadang tidak dapat
tumbuh dalam strain bakteri lainnya.X phage yang tumbuh dalam bakteri E. coli
strain AC disebut X (K)-pnage; yang tumbuh dalam bakteri E. coli strain Rdisebut X
(R)-phage dapat tumbuh dalam strain bakteri itu, tetapi X (K)-phage hanya dapat
tumbuh dalam strain /Csaja.

CH, CH3
I

aSftTGGGGTAGG7-7-iaSATSSc't^£ft

Gambar 11.

Modifikasi DNA oleh Gugusan Metil (CH3)

Sumber: Suryo, 2010, Genetika Manusia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, him. 470.

Keterangan: DNA dari strain bakteri yang berbeda diubah oleh enzim-enzim yang dikode oleh
gen-gen bakteri atau plasmid atau oleh kedua-duanya. Pada contoh ini enzim-
enzim modifikasi mengenai urutan basa SAT pada masing-masing pita dan mem-
bubuhkan gugusan mef/V (CH,) pada adenin.
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Enzim modifikasi dibentuk oleh gen-gen dalam kromosom bak

teri atau oleh gen-gen dalam plasmid. Kecuali mengadakan modifikasi
pada DNA maka gugusan metal itu juga melindungi dari perusakan
yang dilakukan oleh enzim-enzim pembatas di dalam sel bakteri En
zim-enzim pembatas dapat mengenai pola yang khas dari metilisasi
DNA yang dilakukan oleh enzim modifikasi. Setiap molekulDNA
yang bentuk metilisasinya berbeda dengan selnya sendiri akan putus
oleh enzim pembatas. Setiap macam mikroorganisme memiliki enzim-
enzim pembatas yang mengenai urutan basa dan bentuk metilisasi dan
menyerang setiap DNA yang metilisasinya berlainan dengan DNA-nya
sendiri. Misalnya, enzim pembatas yang dinamakan EcoRl ditentukan
oleh gen dalam plasmid Rdari E-coli (karena itu EcoRl). Berhubun-
gan dengan itu, setiap strain R-coli menghasilkan satu macam enzim
modifikasi (yang menyelenggarakan metilisasi DNA yang sesuai den
gan strain itu) dan satu macam enzim pembatas (yang mengenai dan
memotong DNA yang tidak mengalami metilisasi tetapi berbeda dari
semestinya). Bakteri E-coli strain Rmemiliki dua macam enzim modi
fikasi dan dua macam enzim pembatas. Satu pasang enzim modifikasi-
pembatas dibentuk oleh gen-gen dalam kromosom bakteri, sedangkan
satu pasang lainnya dibentuk oleh gen-gen dalam plasmid R«

Putusnya DNA oleh enzim-enzim pembatas yang dapat terjadi
dalam tahap-tahap dasar rekayasa genetika dapat dicermati pada
Gambar 12.

3. Pembuatan Klon DNA (Kloning) dalam Rekayasa
Genetika

Kloning (cloning) merupakan satu di antara bentuk reproduksi
yang sudah dikenal. Dewasa ini telah banyak produk teknologi re
produksi dikembangkan oleh para ahli.« Di antaranya adalah inse-

64

65

Ibid., him. 470.

^shintaFujayaH) Teknologi Reproduksi Melahirkan Paradigma Baru dalam
Masyarakat", Makalah Falsafah Sains (PPs 702), IPB, April 2001, dalam Into 7
www.hayati-iph.com/users/rudyct/grp_paper01/kel5 012.htm., diakses pada 23
hebruan 2012. '

I i immtfl\ Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Pate
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia

b' - GSGAATTSTSASSSATAGAATTS

- SGATTAAGAGTGGGTATSTTAAC

Fnrim ptfmiuKu RcoR1 rmtmcrfong AD

o r1^*6' - GSG AATTSTSASSSATAG

SGS^. GAGTGGGrATS TV, GGT

Tastxnluk poiongan dad ADN

Gambar 12.

Putusnya DNA oleh Enzim-enzim Pern

Suryo, 2010, Genetika Manusia, Gadjah Mada University

Enzim pembatas mengenai urutan khas dari basa dak
diubah (dilindungi) dengan cara metilisasi, maka (
DNA menjadi fragmen-fragmen (potongan-potonga
yang dibentuk oleh plasmid R mengenai urutan G>*
gan-potongan yang mengagumkan dalam pita DNA s<
anak-anak panah. Tiap potongan DNA memiliki ek<
tersusun dari basa AATT.

foasi buatan, bayi tabung, TAGIT (Tafidur Alih
rlakuan hormonal, donor sel telur dan sel sper
abrio, pembekuan spermadan embrio, GIFT ((

Wnsfer), ZIFT (Zigot Intrafallopian Transfer), )
Fertilization), Partenogenesis, dan Cloning. \

si dilakukan dengan cara memasukkan langsu
Hut rahim. TAGIT dilakukan dengan cara mer
Jam mulut tuba melalui Laparos-kopi. Beda an
i, bayi tabung, dan TAGIT, antara lain, terletak

afkan sperma, teknik pertama dan kedua sperma
"jfara masturbasi, sedangkan pada TAGIT dilakuk
erasi. GIFT dilakukan dengan cara mengambil sp<
elah terjadi pembuahan ditanam di saluran telur
yaitu memasukkan zigot ke dalam tuba, diharapk
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selanjutnya akan terjadi di dalam tuba dan selanjutnya menuju rahim
IfV (In Euro Fertilization), merupakan teknik reproduksi dibantu atau
teknik rekayasa reproduksi dengan mempertahankan sel telur matang
dengan spermatozoa di luar tubuh manusia agar terjadi pembuahan «

Menurut ahli kedokteran, bagi pasangan suami istri yang berke-
inginan memiliki keturunan, namun tidak dapat dilakukan melalui
cara reproduksi seksual (sexual reproduction) yang disebabkan ada
nya gangguan para pihak istri dan/atau suami, maka dapat dilakukan
dengan cara reproduksi aseksual, menggunakan pilihan teknologi re
produksi pada manusia tersebut.67

Setelah sukses dengan teknologi inseminasi buatan yang kemu
dian dikembangkan melalui teknik bayi tabung, para pakar kedokter
an telah melakukan suatu lompatan teknologi dengan ditemukannya
metode kloning. Pengertian kloning berasal dari bahasa In-gris yaitu
cloning", yang bermakna suatu usaha untuk menciptakan du'plikat

suatu organisme melalui hubungan aseksual (tanpa hubungan antara
laki-laki dan perempuan) atau dengan kata lain membuat fotokopi
atau penggandaan dari suatu makhluk melalui cara nonseksual «

Sebenarnya, istilah "cloning" berasal dari kata "klon" «Yunani)
yang berarti potongan/pangkasan tanaman, dalam bahasa Inggris di-

nZTl A rm ,rnn' PerkembanSan IPTEKDOK dalam Rekayasa Reproduksi dan Genetik", dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (ed ), 2000
Pengembangan ke-Islaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisal LPPI
&m2£h171"1?' Jurn;'cuddin' "Kontroversi —sao„M":
^^^ibt ^Semmar ,lmiah di Un™ YARSI' *» Ni

61 Menurut kalangan ahli medis, banyak faktor penyebab wanita tidak dapat ham-
.1, antara lam karena saluran tuba tersumbat, infeksi atau tumor pada rahim
gangguan ovulas, atau adanya gangguan hormonal, gangguan rahim, antibodi
da S f,°™treOSlS\dZn ,kdainan ,iang seng8ama- Seda"8k- PenXbda pihak laki-laki antara lam, karena masalah ejakulasi, gangguan pada testis,
saluran tersumbat, kualitas sperma jelek, dan air mani tebal. Berdasarkan hasi
penelitian mengungkapkan penyebab gangguan kesuburan adalah sama 40%
BalTZuZtI Uf»' L°C- ClL' dan iU8a Yuni Ekawati dan Dini *"E2000,'Bayi labung Sebuah Harapan Baru, MAPIPTEK, Jakarta him 75 31
Aziz Musthafa dan Imam Musbikin, 2001, Kloning Manusia Abad XXI Antara
Harapan, Pantangan dan Pertentangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, him. 16.
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Ljgbut "Clone" yang berarti duplikasi, penggandaan, membuat objek
lyang sama persis. Dalam konteks sains, cloning didefinisikan sebagai
Hpatu rekayasa genetika dengan cara pembelahan dan pencangkokan
•sel dewasa di laboratorium dan bila telah berhasil kemudian dibiak-
Jcan dalam rahim organisme.69 Dalam bahasa Arab, kloning disebut
gal-Instinsakh".70 Ada yang meng-Indonesia-kan kata "clonus" yang di-

ris-kan menjadi cloning, clonage (Perancis) menjadi klonasi.71
K. Bartens menjelaskan bahwa kloning" berarti "tunas", "ranting"

diperluas sampai arti "cangkokan" atau "ranting baru yang dicang-
cokkan dalam batang pohon". Di dalam biologi, kloning sekarang

|Miinengerti sebagai "the technique of producing a genetically identi-
Ital duplicate of an organism by replacing nucleus of an unfertilized
pvum with the nucleus of a body cell from organism". Penjelasan ini

femang sesuai dengan prosedur yang ditempuh Ian Wilmut untuk
idnghasilkan klon domba Dolly (Februari 1997). Namun, transfer
uj.sel tidak selalu diperlukan untuk melakukan kloning, karena itu
lam buku The Human Embryonic Stem Cell Edebate (Glossary)

Ira editor memberi penjelasan lebih luas "production of precise ge-
tic copy of molecule (including DNA), cell, tissue, plant or animal".
ig dimaksud dengan "klon" adalah prosedur kloning ini. Jadi, klon
Iah copy secara genetis identik dari suatu gen, molekul, sel atau

lisme. Kini sering dibedakan antara kloning reproduktif dan klo-
ig terapeutik. Kloning reproduktif menghasilkan organisme baru

lbuhan, hewan, manusia) yang menjadi copy genetis dari sel yang
idah ada. Kloning terapeutik (juga disebut "kloning eksperimental")

p-:. Yuzo Adhinarta, "Hari ini Domba, Besok Gembala, sebuah Kritik terhadap Clon-
|ti ing dan Semangat Zaman", dalam http://members.tripod.com/~GKA_Gloria/

feb98.htm., diakses pada 23 Februari 2012.
0 al-lnstinsakh merupakan mashdar yang berarti membuat duplikasi, membuat

objek yang persis sama. Makna kata ini termaktub dalam Q.s. al-Jatsiyat/45:29.
Cermati Anonim, "al-Ta'rif bi Zhahirat al-Istinsakh wamasadaratuha", dalam
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/tech/2001/articIe8-2.shtml.,
diakses pada 14 Agustus 2013.
Istilah klonasi, antara lain, digunakan oleh T. Jacob, "Aspek-aspek Klonasi dalam
Problematika Kemanusiaan di Masa Depan", Tarjih, Jurnal Tarjih dan Pengem
bangan Pemikiran Islam, F.disi ke-2, Desember 1997, him. 2.
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menghasilkan copy genetis yang sampai sekarang belum ada obatnya.
Jadi, perbedaan antara kedua macam kloning ini ditentukan dari tu-
juannya.72

Para ahli telah membuktikan keberhasilan kloning pada tanaman
dan hewan, yang menurut berbagai laporan, hal tersebut sudah lama
dipraktikkan. Teknologi kloning pada hewan mulai menarik perha
tian masyarakat luas pada awal Maret 1997, ketika Ian Wilmut dari
Roslin Institute (Skotlandia) berhasil mengkloning sel kambing de
wasa, sehingga Iahirlah seekor domba yang diberi nama Dolly (Juli
1997). Dilihat dari tujuannya, kloning pada tanaman dan hewan Tda-
Iah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan
produktivitas, dan mencari obat alami bagi penyakit-penyakit kronis,
menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek
samping terhadap kesehatan manusia.73 Ini berarti bahwa tujuan awal
dari kloning memang untuk kepentingan makhluk hidup, dalam hal
ini perbaikan kualitas tanaman dan hewan, bahkan untuk kepentingan
manusia, dalam hal ini perbaikan kesehatan dan produktivitas.

Hingga kini belum ada laporan resmi tentang keberhasilan klo
ning manusia, sebabnya, antara lain karena terhambat adanya batasan
boleh atau tidaknya menurut etika, agama, dan norma yang lain,
tetapi secara teoretis mungkin dapat dilakukan, namun demikian
hasilnya jika benar-benar dilakukan apakah seperti yang dikehendaki,
masih menjadi tanda tanya. Sungguhpun dari sisi teknologi diakui su-
lit dan memerlukan dana besar untuk mewujudkan kloning manusia.
Sejak tahun 1998, sejumlah eksperimen kloning manusia telah dilaku
kan dokter-dokter di berbagai negara, bahkan banyak kalangan yang
mengklaim diri telah berhasil melakukannya, bayi hasil kloning siap
dan bahkan telah Iahir. Namun, kebenaran isu tersebut belum dapat
dibuktikan, yang dinyatakan justru kegagalannya.74 Pada umumnya

72

73

74

K. Bartens, Pertimbangan Etika Sekitar Kloning Reproduktif dan Kloning Tera
peutik", Majalah Kedokteran Atmajaya, Vol. 2, No. 2, Tahun 2003, Universitas
Kristen Atmajaya, Jakarta, him. 97.
Abdul Qadim Zalium, 1998, Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan
Islam, Al-Izzah, Bangil, him. 12-15.
Lihat Republika, Sabtu 14 Februari 2004, him. 4.
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llikra ilmuwan menanggapi berita tentang kloning manusia hanyalah
gpatu sensasi, sebagai isapan jempol belaka. Bahkan, Harry Griffin,
jfCetua Lembaga Roslin Skotlandia yang telah berhasil melahirkan

>mba kloning pertama, Dolly pada tahun 1997, mengomentari bah-
§[-berita bayi kloning ini publisitas saja.75
l|i Teknologi DNA rekombinan melibatkan upaya perbanyakan
ai tertentu di dalam suatu sel yang bukan sel alaminya sehingga se-

'pula dikatakan sebagai cloning gen. Proses yang dilakukan adalah
engan memindahkan inti sel somatik yang mengandung DNA dan

Siponen genetik lengkapnya ke sel ovum yang telah diambil selu-
Crtih inti selnya, atau "embryo splittbig" untuk menghasilkan manusia.76
•Kendati hingga kini kloning reproduksi manusia belum terjadi, namun

>para pakar bidang terkait yakin bahwa keberhasilan kloning hewan
ferupakan pendahuluan bagi keberhasilan kloning manusia, dirnung-

m dilakukan pada manusia.77
Dari segi teknis dan manfaatnya, kloning dibedakan atas tiga

lacam, yaitu kloning embrio, kloning biomedik (terapeutik), dan
toning reproduksi. Kloning embrio bertujuan membuat kembar dua,
|a:dan seterusnya dari sebuah zigot. Kloning biomedik (terapeutik)
jrtujuan untuk keperluan penelitian pengobatan penyakit yang hing-
||cini sulit disembuhkan, seperti alzheimer, parkinson, diabetes mel-

J§s, infrak jantung, kanker darah, stroke, dan sebagainya.78 Adapun
gjuan dilakukannya kloning reproduksi adalah untuk mendapatkan

•

• • ••:

Juliani Wahjana, "Kelahiran Bayi Kloning Pertama di Belanda dan Kunjungan
Gretta Duisenberg ke Israel", dalam http://www.rnw.nl/ranesi/html/up030107.
html., diakses pada 23 Februari 2012.
F.A. Moeloek, "Etika dan Hukum Teknik Reproduksi Buatan", Makalah, Disam-
paikan pada Kuliah Umum Temu Ilmiah I, Fertilitas Endokrinologi Reproduksi
Bandung, 4-6 Oktober 2002.
Zuhroni, 2009, "Rekayasa Genetika Cloning Reproduksi Manusia dalam Pers-
pcktif Hukum Islam", Makalah, Bagian Agama Universitas YARSI, Jakarta.
Cermati Evy Rachmawati, "Embrio Terapi Sel Induk, Dibayangi Masalah Eti
ka", dalam http://www.kompas.com/verl/Kesehatan/0611/17/084322/htm., dan
juga Muzammil H. Siddiqi, "Stem Cell Research: An Islamic Perspective", d'alam
http://wvvw.crescentlife.com/wellness/stem_cell_research_islamic_perspectivc.
htm, diakses pada 14 Agustus 2013.
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anak klon dan orang yang diklon, memproduksi sejumlah individu
yang secara genetik idenrik. Metodenya, dapar dilakukan melalui
proses seksual dengan fertilisasi in vitro dan aseksual dengan men"
gunakan se somatis sebagai sumber gen. ft-da kloning seksual, secafa
tekms langkah awal yang dilakukan adalah fertilisasi in vitro. Setekh
embno terbentuk dan berkembang mencapai empat sampai delapa„
el egera ddakukan splitting (pemotongan dengan teknik mikroma
2™*T7t , "T fmpat b3gian- ******* embrio inidapat dltumbuhkan kembali dalam inkubator hingga berkembang
menjad. embno normal yang memiliki genetik sama Setelah menea
pa. fase blastosis, embrio tersebut ditransfer kembali ke dalam rahim
.bu sampai umur sembilan bulan. Berbeda dengan kloning seksuaT
pada klonmg aseksual fertilisasi tidak dilakukan menggunakan spe,
ma ea.nkan hanya sebuah sel telur fertilisasi semu yang dikeluarkan i
pronukleusnya dan sel somatis. Karenanya, bila pada kloning seksual
genet* anak berasal dari kedua orangtuanya, maka pada klonfng asek '
sual genetik anak sama dengan genetik penyumbang sel somatis ™

erkau dengan pembuatan klon DNA (kloning) dalam rekavasa
genet.ka Suryo menjelaskan bahwa cetakan biru {blue print) dari si-
fat-s.fat keturunan itu dibawa oleh molekul-molekul DNA. Sebagian
dan molekul DNA yang memiliki urutan basa ATGAAAAAATAA mi
salnya, akan membawa informasi genetik yang berbeda dengan yang
dbawa oleh urutan basa ATGGGGGGTA. Untuk mengetahui pern
buatan klon gen dipersyaratkan dua pengetahuan, yaitu pengetahuan
tentang biolog, molekuler dan mengenai laboratorium. »

Tahap-tahap utama dalam pembuatan klon DNA (kloning) dapat
dicermati pada gambat berikut ini:

79 Yuslunta Fu,aya (Ed.), "Tinjauan Aksiologi Teknologi Reproduksi Manfaat dan
Kerug.an Penerapan Teknologi Reproduksi Implika" Theologika Mk LLa
Zis no r •I8'3"1 'V,p:/A™W'h^«i-iPl'-"'/-=rs/rudyeC p'ap 0Vkil5_012.htm., diakses pada 14 Agustus 2013 P_paperuv
Suryo, 0/>. Cit., him. 471.SO
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Gambar 13.

Tahap-tahap Utama dalam Pembuatan Klon Gen (Kloning)

: Suryo, 2010, Genetika Manusia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, him. 472.

(1) Sel-sel manusia dipecah (untuk jelasnya hanya diperlihatkan sebuah sel saja;
(2) DNA dengan gen yang diinginkan dikeluarkan dari sel; (3) DNA berasaldari
plasmid (alat pengangkut) dan DNA manusia dipotong pada tempat-tempat ter
tentu. Plasmid didapatkan dari sel-sel bakteri; (4) Dua macam DNA itu dicampur;
(5) Potongan-potongan DNA dipersatukan dan menghasilkan molekul DNA re
kombinan; (6) Molekul DNA rekombinan dipindahkan ke sel bakteri yang memi
liki DNA-nya sendiri; (7) Sel yang telah selesai direkayasa membelah berjuta kali
untuk membentuk klon (erdiri dari sel-sel yang sama (Dikutip dari buku DRLICA:
Understanding DNA and Gene Cloning).
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Memperhafkan Gambar 13 tersebut di atas, dapat dijelaskan
bahwa tahap-tahap utama dalam pembuatan klon DNA (klonins)
.alah:,pada tahap pertama, diusahakan untuk membuka sel hidun
misalnya sel tubuh manusia. Untuk mencapai tujuan ini, cara yang
populer ,alah "mengiris" sel-sel dengan suatu blender (alat pengaduk)

. kemudian membubuhkan detergen. Selanjutnya, pada tahap kedua'
.a ah mengeluarkan DNA yang membawa informasi genetik dari sel'
Oleh karena itu, molekul DNA tersebut tidak begitu sulit untuk dike-
luarkan dan sel Satu di antara beberapa cara mengeluarkan molekul
DNA dan sel ,alah mengaduk molekul DNA itu dengan menggunakan
suatu batang gelas. Apabila diangkat batang gelas itu, maka molekul
DNA akan ikut terangkat, seperti halnya kumparan bakmi yang di
angkat dengan menggunakan suatu garpu. Kemudian, pada tahap ke
tiga, memotong gen-gen tertentu yang diinginkan untuk dipisahkan
dan bagian lam dari molekul DNA itu. "Gunting molekuler" yano
memotong DNA menjadi potongan-potongan dengan ukuran gen itu
ialah enz,m pembatas nuclease. Berikutnya, pada tahap keempat, ialah
mempersatukan potongan-potongan tertentu dari DNA ke alat pen-
gangkat pembuat klon yang membawa bagian-bagian DNA ke sel-sel
hidup lainnya. Alat pengangkut klon adalah molekul-molekul DNA
yang relatif pendek, yang dapat melalui dinding sel dan dapat mem-
perbanyak diri di dalam sel. Menempatkan gen tertentu dalam alat
pengangkut klon adalah ekuivalen dengan mempersatukan adegan-
adegan menjadi film pendek. Proses mempersatukan itu menghasil
kan molekul DNA campuran yang terdiri dari bagian gen yang spesi-
tik tad. dan bagian alat pengangkut klon. Molekul DNA demikian
itu d,sebut juga molekul DNA rekombinan. Sekali gen manusia telah
dipetsatukan dalam alat pengangkut klon, maka baik alat pengang
kut maupun gen manusia dipindahkan ke dalam sel, yang biasanya
merupakan host (tuan rumah) untuk alat pengangkut. Biasanya yang
menjadi host adalah organisme bersel tunggal, seperti bakteri atau
khamtr. Adapun pada tahap akhir dalam proses pembuatan klon gen
(kloning) ,alah membiarkan sel host untuk memperbanyak diri mem
bentuk berjuta-juta sel yang sama. Tiap anggota dari klon di samping
DNA-nya normal sendiri, juga bagian yang spesifik dari DNA manu-
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__ivbersama. Jelasnya bahwa dengan membuat klon gen ini, suatu gen
^in'anusia dapatdipindahkan ke dalam sel, suatu proses yang tidak akan
diiumpai dalam alam. Dengan perkataan lain, lewat rekayasa genetika

?-:-JApat diciptakan organism baru. Pada umumnya, membuat klon dari
Ifsepotong DNA tidak akan bermanfaat apabila informasi genetik yang
ijersimpan di dalam DNA itu tidak dapat dipindahkan ke tempat lain
^yang dapat membentuk protein baru.81

Fakta atau bukti bahwa manusia hasil kloning memang belum
____&atau paling tidak belum ditemukan publikasi ilmiahnya. Namun,
^nara perekayasa genetika telah mampu membuat kloning makhluk
IJiidup berupa tanaman dan hewan. Oleh karena itu, pengembangan
atau modifikasi dari mekanisme dan tahap-tahap dasar, khususnya
tafrap-tahap utama pembuatan klon gen (kloning) dalam rekayasa ge-
inetika telah menampakkan kekuatan eksplorasi (exploratory of po-
Aper) dalam ilmu genetika, khususnya bioteknologi sebagai cabang dari
jjjmu biologi yang diprediksi mampu menghasilkan manusia secara
Cloning.

MANFAAT POSITIF REKAYASA GENETIKA

Rekayasa genetika dalam arti paling luas adalah penerapan gene
tika untuk kepentingan manusia, termasuk kegiatan pemuliaan hewan

fatau tanaman melalui seleksi dalam populasi serta penerapan mutasi
buatan tanpa target dapat pula dimasukkan. Walaupun demikian,
masyarakat ilmiah sekarang lebih bersepakat dengan batasan yang
lebih sempit, yaitu penerapan teknik-teknik biologi molekular untuk
mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem
ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu.82 Ber-
dasarkan penjelasan tentang rekayasa genetika inilah, dapat dipahami
bahwa penerapan rekayasa genetika makhluk hidup pada hakikat-
nya untuk kepentingan makhluk hidup, baik manusia, hewan dan
tanaman. Konkretnya, rekayasa genetika makhluk hidup mempunyai

81 Ibid., him. 474.
82 Dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia, "Ensiklopeclia Bebas", Loc. Cit.
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manfaat positif di berbagai bidang kehidupan dalam rangka melayani
kepentingan makhluk hidup itu sendiri.

1. Manfaat Positif di Bidang Kedokteran
Aji Mirza Habibi menegaskan bahwa rekayasa genetika banyak

dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan-bahan pemberantasan pe
nyakit dengan aman dan harga murah. Vaksin yang diperoleh dari
rekayasa genetika memiliki kemurnian mendekati 100%. Pengemba-
ngan dunia kedokteran maju dengan pesat, pada teknologi kedokteran
masa depan, diharapkan tidak dibutuhkan lagi donor bagi pasien yang
membutuhkan cangkok organ. Selain itu, rekayasa genetika mem-
bantu mempermudah kesulitan manusia dalam memecahkan berbagai
masalah keturunan, penghilangan gen yang dikehendaki dapat dilaku
kan dengan mudah, sehingga diharapkan keturunan berikutnya tidak
lagi memiliki kekuarangan pada penyakit tertentu, dll.83

Menurut Zaki Adhliyati hasil bioteknologi yang terdiri dari ke
dokteran regeneratif, terapi gen, kloning terapeutik dan penggunaan
bahan organik yang tepat dapat mengobati dan menyembuhkan pe
nyakit.84 Dengan mengubah susunan beberapa rantai DNA dan me-
nyambungkannya dengan rantai DNA yang lain, manusia kini dapat
memanfaatkan terapi gen untuk menyembuhkan penyakit dengan
mengubah atau menghilangkan gen-gen yang rusak, atau juga dapat
dilakukan dengan memperkenalkan gen terapi yang dapat melawan
penyakit-penyakit, seperti huntingtoris disease, ALS (lou gehring's dis
ease), dan cystic fibrosis (kelainan genetis yang berpengaruh terhadap
paru-paru dan sistem pencernaan) dan berbagai penyakit menurun
lainnya disebabkan oleh kerusakan gen. Diharapkan dengan adanya
rekayasa genetika, nantinya penyakit-penyakit tersebut akan dapat di-
sembuhkan. Meskipun beberapa hewan telah sukses menjalani terapi
ini, tetapi terapi ini masih ilegal untuk dilakukan terhadap manusia.85

83 Aji Mirza Habibi, Loc, Cit.
84 Zaki Adlhiyati, Op. Cit., him. 20-21.
85 Anonim, "Rekayasa Genetik: Pro dan Kontra", Loc. Cit.
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Suryo menjelaskan beberapa manfaat positif rekayasa genetika
jjjjj bidang kedokteran, sebagai berikut:

Pembuatan insulin manusia oleh bakteri
Dalam bulan Desember 1980, seorang wanita Amerika .Serikat

(37 tahun) berasal dari Kansas, Amerika Serikat, merupakan manusia
pertama yang dapat menikmati manfaat rekayasa genetika. Ia meru

pakan pasien diabetes (penyakit gula) pertama yang disuntik dengan
"insulin manusia yang dibuat oleh bakteri. Yang membuat insulin ini
ialah suatu perusahaan farmasi yang besar dan terkenal di Indianapo
lis, negara bagian IndianaAmerika Serikat, bernama "Eli Lily". Insulin
adalah suatu macam protein yang tugasnya mengawasi metabolisme
gula di dalam tubuh manusia. Gen insulin adalah suatu daerah dalam
ADN manusia yang memiliki informasi untuk menghasilkan insulin.
Penderita diabetes tidak mampu membentuk insulin dalam jumlah
yang dibutuhkan. Olehkarena itu, penderita diabetes harus menerima
suntikan insulin setiap hari. Dahulu insulin didapatkan dari kelenjar
pankreas sapi dan babi. Untuk membuat hanya 1 pound (0,45 kg)
insulin hewani itu, yang dibutuhkan oleh 750 pasien diabetes selama
satu tahun, diperlukan 8.000 pound (3.600 kg) kelenjar yang berasal
Slari 23.000 ekor hewan. Laporan dari Kementerian Kesehatan, Pen-
didikan dan Kesejahteraan (HEW=Health, Education and Welfare)
Amerika Serikat, dalam tahun 1981 diperlukan 56 juta hewan untuk
memenuhi kebutuhan insulin Amerika Serikat. Dengan teknik rekaya
sa genetika, para peneliti berhasil memaksa bakteri untuk membentuk
insulin yang mirip sekali dengan insulin manusia. Melalui penelitian
dapat dibuktikan pula bahwa salinan insulin manusia ini bahkan lebih
baik daripada insulin hewani dan dapat diterima lebih baik oleh tu
buh manusia. Biaya pembuatannya pun jauh lebih murah. Teknik pen-
cangkokan gen dalam usaha pembuatan insulin manusia oleh bakteri
dilakukan terhadap insulin yang tersusun atas dua rantai protein, ialah
rantai A dan rantai B. Urutan basa dalam molekul DNA mengkode
masing-masing rantai itu dibuat dalam tabung reaksi dengan menggu
nakan struktur yang sudah diketahui dari insulin. Tiap molekul DNA
ini kemudian dihubungkan dengan gen bakteri (yang mengkode enzim
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-galaktosidase), sehingga membentuk gen hibrid. Bilamana gen-gen
mi secara terpisah dimasukkan ke dalam sel-sel bakteri, maka tiap gen
lubnd menunjukkan. ekspresinya dan bakteri membuat suatu hibrid
protein -galaktosidase-insulin A(atau B). Protein hibrid dipisahkan
dan protein bakteri lainnya, dan rantai insulin dibebaskan dengan
per akuan kimia. Dua rantai peptida itu kemudian bersatu dan terben-
tuklah insulin manusia aktif.

2) Pembuatan vaksin terhadap virus AIDS
Dalam tahun 1979 di Amerika Serikat dikenal suatu penyakit

baru yang menyebabkan seseorang kehilangan kekebalan tubuh Pe
nyakit mi dinamakan AIDS [Acquired Immune Deficiency Syndrome)
atau s.ndrom defis.ens. imunitas dapatan. Penderita mengidap kera-
puhan daya kekebalan untuk melawan infeksi. Dalam tahun 1983
diketahui bahwa AIDS ditularkan oleh prosedur transfusi darah se
lain oleh pemakaian jarum obat bins dan hubungan seks pada orang
homoseks. Kini AIDS memiliki 71% penderita berasal dari homo seks
17% pencandu obat bins, 5% orang Haiti, 1% orang hemofilia dan
6/o mungkin kaum heteroseks. Penderita AIDS mengalami kerusakan
pada sel-T, sel darah putih kelompok limfosit yang vital bagi tubuh
guna memerangi infeksi. Ada dua tipe limfosit T, yaitu :"penolong"
yang merangsang sistem kekebalan untuk memerangi musuh yang
menyerang, dan "penekan" yang mencegah reaksi kekebalan supaya
terus berlangsung. Pada orang normal, dua tipe sel tersebut jumlahnva
seimbang. Tetapi pada penderita AIDS, sel penekan jumlahnya jauh
ebin banyak. Jadi, rangsangan memerangi musuh kalah dan sistem

kekebalan tubuhpun lumpuh. Penelitian Dr. Robert Gallo pada tahun
1984 menemukan virus penyebab AIDS dan diakui oleh seluruh dunia
dengan nama LAV/HTLV-III. Perusahaan obat-obatan Newport Phar
maceuticals International Inc. di California, Amerika Serikat mem
buat obat yang diberi nama isoprisonin. Akan tetapi obat ini ternyata
bukanlah untuk membunuh atau menghambat reproduksi virus AIDS
melainkan sebagai immunomodulatory yaitu obat perangsang bagi
bangk.tnya sistem kekebalan tubuh. Namun, Badan Pengawasan Obat
dan Makanan (FDA) Amerika Serikat masih menguji keampuhan obat
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tersebut dan belum mengizinnya untuk diperdagangkan di Amerika
Serikat. Selain itu, dikenal pula obat HPA-23, tetapi kemudian para
dokter menghentikan penggunaan obat ini karena menimbulkan keru
sakan pada hati dan darah pasien. Obat-obatan lainnya yang diperke-
nalkan ialah suramin (sangat mirip dengan HPA-23), alpha-interfer-
on, phos-phonoformate, ribavirin, imreg-1 dan interleukin-2. Namun,
tiada satupun dari obat-obat itu yang dapat membunuh virus AIDS,
melainkan hanya dapat menghambat replikasi (memperbanyaknya)
virus AIDS saja. Giliran tiba bagi para ahli teknoiogi rekayasa genetika
untuk berpacu dengan waktu, dengan menemukan vaksin yang dapat
melawan virus AIDS yang ganas itu.

3) Usaha menyembuhkan penyakit Lesh-Nyhan
Penyakit Lesch-Nyhan adalah satu di antara beberapa penya

kit keturunan yang ditemukan oleh Dr. william Nyhan dari Medi
cal School, University of California, San Francisco, California, USA,
bersama seorang mahasiswanya bernama Michael Lesch. Penyakit ini
adalah satu dari sekitar 3000 jenis penyakit keturunan yang pernah

I ditemukan. Penderita penyakit mental ini tidak mampu membentuk
enzim hipoxantinguanin phosphoribosil transferase (HGPRT) yang dii-
kuti oleh bertambah aktifnya enzim serupa, ialah adenin phosphoribo-

;., sil transferase (APRT). Karena rhetabolisme purin menjadi abnormal,
maka penderita memiliki purin yang berlebihan, terutama basa gua-

{. nin. penyakit Lesh-Nyhan adalah penyakit yang sangat mengerikan,
karena penderita penyakit mental ini mempunyai kecenderungan kuat

i iintuk menghancurkan diri sendiri secara impulsif (tiba-tiba, tanpa
disadari dan hampir tak dapat dikontrol) secara aneh. Sejumlah pen
derita dapat secara tiba-tiba menggigit bibirnya sendiri dan mengu-
nyahnya sampai hancur. Ada juga penderita yang berusaha mengorek
biji matanya sendiri dengan benda keras, misalnya pensil. Ada juga
yang suka meludahi orang lain yang dipandangnya agresif. Umum-
nya penderita meninggal pada masa bayi atau kanak-kanak, dengan
batas umur 20 tahun. Pada sekitar 1980, Dr. William Nyhan berhasil
menemukan gen-gen yang menimbulkan penyakit Lesch-Nyhan, yang
ditemukan 20 tahun sebelumnya. Dr. Nyhan segera melakukan teknik
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rekayasa genetika, yaitu dengan mencoba melakukan transplantasi gen
di luar tubuh manusia. Gen yang merupakan pangkal dari penyakit
keturunan ini ingin diambilnya dan menyambungkan gen buatan. Da
lam bulan September 1985 Nyhan mulai melakukan eksperimen itu,
akan tetapi usahanya dipermasalahkan oleh Badan Kesehatan Nasion-
al Amerika Serikat yang berwenang mengawasi dan memberikan izin
demi keamanan umat manusia. Namun, Nyhan mempunyai keyakinan
bahwa metode mentransfer gen itu akan memperoleh pengesahan.
Pengawasan memang sudah disepakati oleh para ahli rekayasa gene
tika, karena dikhawatirkan semua percobaan itu akan disalahgunakan,
yaitu untuk membuat manusia jenis baru, walaupun kemungkinan ini
masih sangat teoretis. Jika usaha Nyhan itu berhasil, penyakit Lesch-
Nyhan yang sangat mengerikan itu akan dapat disembuhkan dan tidak
lagi akan diwariskan kepada keturunannya.

4) Usaha pencangkokan gen pada penderita Thalassemia
Penyakit darah lainnya yang herediter dan menimbulkan cukup

banyak korban pada anak-anak terutama di daerah sekitar Laut Ten-
gah, ialah penyakit Thalassemia sebagai penyakit turunan yang dis-
ebabkan oleh suatu gen dominan Th yang terdapat dalam autosom.
Dalam tahun 1980 juga Dr. Martin J. Cline, juga dari Medical School,
University ofCalifornia di San Francisco, California, USA, telah men
coba melakukan pencangkokan gen pada dua orang anak yang men-
derita penyakit darah akibat keturunan itu. Namun, percobaan itu
membuahkan kericuhan karena Cline tidak mendapat izin dari Uni-
versitasnya. Ia tidak dapat dituntut, karena ia telah mendapat izin dari
Italia dan Israel, tempat kedua pasien itu berada. Hikmah dari perco
baan Cline adalah adanya kesimpulan bahwa penyakit darah termasuk
penyakit yang paling mudah disembuhkan di antara semua penyakit
keturunan, bila transplantasi gen itu dapat diizinkan oleh pihak yang
berwenang. Para ahli rekayasa genetika sudah bersepakat tidak akan
membuat manusia (atau ras) baru.86

86 Suryo, Op. Cit., him. 474-484.
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Gambar 14.

Vaksin DNA Sen Vaksin Terbaru

di Abad 21

Sumber: http://majalahkesehatan.com/vaksin-
dna-seri-vaksin-terbaru-di-abad-21/,

diakses pada 16 September 2013.

Khusus manfaat positif di bidang kedokteran dari perkemban
gan rekayasa genetika makhluk hidup berupa kloning manusia, Abdul
Fadl Mohsin Ebrahim, dalam bukunya berjudul "Kloning, Eutanasia,
Tranfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan,
Telaah Fiqih dan Biotek Islam", mengakui pentingnya kloning manu
sia tersebut, khsususnya dalam bidang medis. Beberapa di antara ke-
untungan terapeutik sebagai refleksi dari pentingnya teknologi klon
ing manusia, sebagai berikut:

a. Kloning manusia memungkinkan banyak pasangan tidak
subur untuk mendapatkan anak.

b. Organ manusia dapat dikloning secara selektif untuk dapat
dimanfaatkan sebagai organ pengganti bagi sel organ itu
sendiri, sehingga dapat meminimalisasi risiko penolakan.

c. Sel-sel dapat dikloning dan diregenerasi untuk menggan-
tikan jaringan-jaringan tubuh yang rusak, contohnya urat
saraf dan jaringan otot.

d. Teknologi kloning memungkinkan para ilmuwan medis un
tuk menghidupkan dan mematikan sel-sel, dengan demikian
teknologi dapat digunakan untuk mengatasi kanker.
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e. Teknologi kloning memungkinkan dilakukannya pengujian
dan penyembuhan penyakit-penyakit keturunan.87

1)

2)

Gambar 15.

Proses Pembuatan Vaksin untuk
Melindungi Manusia dari Penyakit Virus

Sumber: http://myhealing.vvordpress
com/2010/12/02/proses-pembuatan-vaksin/
diakses pada 16September 2013.

manf^mPerhfatikJln ^"i6'383" * ^ ^ ^mpulkan bahwamanfaat posmf rekayasa genetika di bidang kedokteran, antara lain,
menghasilkan bahan-bahan pengobatan atau penyembuhan
penyakit keturunan yang aman, murah, dan murni; misalnya
vaksin, insulin, kanker, dll.;
mengatasi kebutuhan pasien terhadap cangkok organ dari
dinnya sendin, tanpa perlu donor dari orang Iain, misalnya
cangkok gen pada penderita thalassemia-
membantu pasangan tidak subur untuk menghasilkan ketu
runan (anak) yang tahan penyakit.

3)

2. Manfaat Positif di Bidang Farmasi
Banyak kelainan genetik, komplikasi seperti diabetes, fibrosis kis-

me tkatr t"3" dengan "**"" •«•» ^ -usiakTretmehbatkan penghapusan gen yang rusak dan sel-sel modifikasi untuk
menghasilkan sifat yang diinginkan yang hilang sebelumnya, dengan
terap, gen. Insulin dan hormon pertumbuhan manusia ada a. comoh

87 Abdul

'« vrgan, aan Lksperimen nndn Hj»»« n\i~.i. m
Serambi, Bandung, him. 108.
Pjantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan, Telaah Ftah 'dan i£2 uZ
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terbaik di mana gen penyandi hormon ini sedang diubah dalam sel
bakteri dalam skala besar untuk meningkatkan produksi hormon.88

Menurut Suryo, rekayasa*geHe'tika begitu cepat mendapat per
hatian di bidang farmasi dalam usaha pembuatan protein yang sangat
diperlukan untuk kesehatan, karena tiga alasan, yaitu: pertama, pen
cangkokan gen biasanya menyangkut suatu gen tunggal. Secara teknik,
ini tentunya lebih mudah dijalankan daripada menghadapi sejumlah

:"gen-gen; kedua, mungkin kloning gen ini relatif lebih murah, aman
Vdan dapat dipercaya dalam memperoieh sumber protein yang mem
punyai arti penting dalam bidang farmasi; ketiga, banyak hasil-hasil
farmasi yang didapatkan melalui pencangkokan gen itu berupa senya-
wa-senyawa yang dengan dosis kecil saja sudah dapat memperlihatkan
pengaruh yang banyak, seperti didapatkan berbagai macam hormon,
faktor tumbuh dan protein pengatur, yang mempengaruhi proses fi-
siologis, seperti tekanan darah, penyembuhan luka dan ketenangan
had.89

Kini, hormon yang dibutuhkan manusia, dapat diperbanyak
menggunakan bakteri. Satu di antara beberapa contoh nyata adalah
insuiin dan human growth hormone (HGH). Dulu manusia mendap
atkan hormon insulin (hormon yang sangat diperlukan, terutama oleh
penderita diabetes mellitus) dengan mengekstrak bagian tertentu dari
sapi atau domba (bahkan untuk HGH harus diambil dari bangkai ma
nusia, sehingga harganya sangat mahal). Namun kini, hormon tersebut
dikaitkan pada DNA bakteri yang cepat membelah diri, maka insulin
yang akan dihasilkan pun semakin banyak dan terus digandakan.yo

.

Wm

88 Anonim, "Apa itu Rekayasa Genetik?", Loc. Cit.
89 Suryo, Op. Cit., him. 484-485.
90 Anonim, "Rekayasa Genetik: Pro dan Kontra", dalam Loc. Cit.
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Gambar 16.

Obat-obatan-Hasil Rekayasa Genetika
di Bidang Farmasi

Sumber: http://aguskrisnoblog.files.word-
press.com/2011/12/7.png, diakses pada 16
September 2013.

Manfaat rekayasa genetika di bidang kesehatan dan farmasi
menurut Dwi Ttka, ialah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat'
karena terpenuhinya nurrisi rerpenuhi. Dengan diproduksinya hor
mon manusia seperti insulin dan hormon pertumbuhan lainnya sangat
membantu perbaikan kesehatan masyarakat. Adapun penerapan reka
yasa genetika tersebut di bidang kesehatan dan farmasi, antara lain
yaitu: 1) diproduksinya insulin dengan cepat dan murah; 2) adanya'
terapi genetik; 3) diproduksinya interferon- dan 4) diproduksinya be-
berapa hormon pertumbuhan.91

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
manfaat positif rekayasa genetika di bidang farmasi, antara lain
ialah: '

1) menghasilkan hormon insulin dan hormon pertumbuhan
dengan cepat dan murah, untuk menyembuhkan penyakit
kelainan genetik, seperti diabetes mellitus dan fibriosis kis-
tik;

2) memperoleh sumber protein yang murah, aman dan diper-
caya, termasuk protein pengatur yang mempengaruhi pros
es fisiologis, seperti tekanan darah, penyembuhan luka dan
ketenangan hati; dan

4) memproduksi interferon untuk meningkatkan kesehatan
manusia.

91 Dwi Tika, Loc. Cit. Perhatikan catatan kaki nomor 12.
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Manfaat Positif di Bidang Pertanian - ~-
^Rekayasa genetika, menurut Aji Mirza Habibi., banyak diman-

bagr dunia tumbuhan dan hewan,'pemilihan^bibir'unggul,
ivakan dengan mudah, murah dan terjamin kualitas, dapat

bangi kebutuhan manusia dalam menjamin ketersediaan ba-
di Q?

i masa aepan/z

^Manfaat rekayasa genetika di bidang pertanian, menurut Dwi
antara lain, ialah:
-1) Tersedianya bahan makanan yang melimpah

Dengan pemanfaatan rekayasa genetika di bidang pertanian,
akan meningkatkan jumlah panen di tanah yang luasnya
terbatas, tanah miskin, atau kawasan rawan banjir. Varietas
baru produk rekayasa genetika menjanjikan keuntungan
besar. Tanaman pangan dapat direkayasa, sehingga mampu
tumbuh di tanah yang kandungan aluminiumnya tinggi atau
mampu bertahan hidup lama di dalam air, tanah tandus dan
miskin hara, serta wilayah rawan banjir.

,) Meningkatkan nutrisi
Seperti kacang kedelai hasil rekayasa genetika pertanian,
lebih banyak mengandung protein. Sama seperti beras yang
direkayasa, sehingga mengandung zat besi, yang berguna
untuk mengatasi anemia. —

f 3) Berkurangnya polusi
Rekayasa genetika dapat dimanfaatkan guna pelestarian dan
rehabilitasi hutan yang gundul.

IH) Mengurangi pestisida
Rekayasa genetika dapat dimanfaatkan guna mengurangi
ketergantungan terhadap pestisida. Dengan tanaman yang
menghasilkan zat herbisida (pembunuh rumput), maka
petani hanya perlu menyemprot setahun sekali dan tidak
tiga kali.93

n i:

Aji Mirza Habibi, Loc. Cit.
Dwi Tika, Loc. Cit. mengutip dan menjelaskan pendapat beberapa ahli dan fakta
dari berbagai sumber, sebagaimana clikcmukakan pada catatan kaki nomor 12.
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Sutrisno Koswara menguraikan manfaat positif atau keuntungan
yang dapat diperoleh dari rekayasa genetika, termasuk kelebihan-
kelebihannya jika dibandingkan dengan produk-produk sesamanya-
yang alamiah. Keuntungan pangan hasil rekayasa genetika artara
lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, nilai ekonomi produk,
memperbaiki nutirisi, nilai palabilitas dan meningkatkan masa sim-
pan produk.94 Keuntungan atau kelebihan produk rekayasa genetika
tersebut didapatkan dari hasil bioteknolog di bidang pertanian dan
pangan.95

Gambar 17.

Bibit Padi Sawah Unggul
Varietas Ciherang

Sumber: http://www.antarakalteng.
com/berita/208468/pemkab-akan-
canangkan-penanaman-bibit-padi-
unggul, diakses pada 16Septem
ber 2013.

Rekayasa genetika telah digunakan berulang-ulang untuk
menghasilkan hama, tanaman yang tahan penyakit dan juga tanaman
bergizi tinggi. Contoh terbaik adalah tanaman kapas Bacillus thur-
ingiensis (Bt) yang telah digunakan untuk memasukkan berbagai hama
dan gen tahan penyakit pada tanaman. Makanan yang dimodifikasi
secara genetik telah membantu massa dengan jumlah tinggi nutrisi.
Beras emas dan rasa menikmati tomat adalah contoh terbaik dari re
kayasa genetika dalam makanan.96

Kini, dengan rekayasa genetika manusia dapat mengatur suatu
produk makanan yang dihasilkan hewan/tumbuhan, menjadi suatu

94 Sutrisno Koswara, "Labelisasi dan Teknik Deteksi GMO'S", dalam httpV/www
ebookpangan.com/ARTIKliL/LABELISASI"/o20DANDtTEKSI%20GMO,Spdf
diakses pada 6 Agustus 2013.

95 Ibid.

96 Anonim, "Apa itu Rekayasa Genetik?", dalam Loc. Cit.
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iinginkan. Misalnya, suatu tomat dapat diatur gennya supaya
Simpan dapat menjadi lebih lama, namun tanpa menggunakan
tambahan makanan. Contoh iffakanan yang merupakan produk

fasa genetika adalah produk Flaur Savr yang diproduksi oleh Col-
jada tahun 1994.Selain memperbaiki kualitas makanan, ada juga

iaan gen racun dari Bacillus thuringiensis (Bt) pada tanaman
I .Namun, racun ini hanya akan bekerja pada serangga, tidak
janusia, sehingga aman dikonsumsi manusia dan tanaman akan
chadap serangga.97

'--.-.ras

m

Gambar 18.

Rekayasa Genetika Bakteri Bacillus Thuringiensis dalam
PerakitanTanaman Transgenik Tahan Hama Serangga

jr. http://www.tootoo.com/buy-organic_foods-CC_01110000), diakses pada 13 Sep-
r2013.

Menurut Suryo, pertanian diharapkan akan menikmati keuntu-
;an paling banyak dari teknik rekayasa genetika, seperti:

97 Anonim, "Rekayasa Genetik: Pro dan Kontra", dalam Loc. Cit.
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;

Mengganti pemakaian pupuk nitrogen yang banyak diper-
gunakan tetapi mahal harganya, oleh fiksasi nitrogen secara
alamiah. . ...."„

Bakterium tanah Rhizobium dapat mengadakan infeksi ke
dalam akar tanaman keluarga Leguminosae. Infeksi ini meng
hasilkan bintil akar, dan bakteri yang terdapat di dalamnya
dapat mengikat zat lemas bebas dari udara (N2) untuk di-
ubahnya menjadi nitrogen yang dapat diambil dan diguna
kan oleh tanaman itu. Hidup bersama yang bersifat mutu-
aiistis antara Rhizobium dengan tanaman inang itu dikenal
dengan nama simbiosis. Namun demikian, infeksi oleh bak
teri Rhizobium tadi tidak selalu memberikan hasil simbiosis
yang memuaskan. Ada beberapa strain bakteri yang berha
sil diisolir dan tidak mampu untuk mempengaruhi terben-
tuknya bintil-bintil akar. Ada pula strain bakteri yang dapat
mempengaruhi terbentuknya bintil-bintil akar, tetapi bak
teri itu tidak dapat mengikat zat lemas bebas dari udara. Be
berapa penelitian yang dilakukan dengan cara membiakkan
beberapa strain Rhizobium pada gelas petri akhirnya dapat
memberi kesimpulan bahwa ada "unsur-unsur" genetis yang
mobil (mudah bergerak) yang kini dinamakan transposon.
Transposon adalah bagian dari DNA, biasanya lebih kecil
dari plasmid dan ini masuk ke berbagai bagian dari genom
bakterium. Kebanyakan dari transposon membawa gen yang
resisten terhadap obat-obatan, yang dapat digunakan untuk
mengetahui lokasinya dalam DNA bakteri. Berhubungan
dengan itu, penemuan baru dari mutagenesis transposon se
bagai alat genetis memungkinkan terdapatnya suatu etiket
untuk gen tertentu. Transposon Tn5 yang membawa tanda
resisten terhadap antibiotikum kanamisin merupakan agen
mutagenesis yang berguna, karena kemampuannya untuk
masuk secara randon ke dalam genom bakteri. Transpo
son dimasukkan ke dalam minikromosom bakteri (disebut
plasmid), dan plasmid yang mengandung transposon dipin
dahkan ke strain Rhizobium melalui konjugasi bakteri. Ke-
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mudian, diadakan pemilihan terhadap koloni bakteri yang
\ resisten untuk kanamisin. Ratusan dari mutan-mutan itu dii

solirdan dipindahkan berdasarkan wataknya pada stadium
terhalangnya pembentukan bintil-bintil akar yang mampu
mengikat N,. Kemudian, DNA dipisahkan dari tiap mutan
yang disangka simbiotis, dan disilangkan dengan yang diberi
label Tn5 radioaktif untuk mengetahui bahwa suatu copy

jgflfari transposon terdapat di dalam tiap mutan. Teknik DNA
E§ rekombinan dapat digunakan untuk mencangkok transposon

dan urutan DNA Rhizobium, dan dengan demikian mengi-
:solir gen simbiotis yang mengalami mutasi. Proses ini dina
makan eksperimen sirkuit. Gen yang paling penting untuk
pembentukan bintil-bintil pengikatan N2 bebas dari udara
terdapat dalam plasmid-plasmid bakteri. Hal ini dapat di-
tunjukkan oleh adanya beberapa kenyataan, yaitu: pertama,
hilagnya kemampuan bagi anak banyak strain Rhizobium
untuk membentuk bintil-bintil akar ternyata ada hubungan-

!nya dengan hilangnya plasmid atau karena plasmid menga
lami delesi; kedua, hilangnya kemampuan untuk memben
tuk bintil-bintil akar dapat diperbaiki dengan memindahkan
plasmid ke strain-strain ini; ketiga, gen-gen nitrogen telah

' ditetapkan letaknya dalam kromosom oleh plasmid-plasmid
Rhizobium.

Teknik rekayasa genetika mengusahakan tanam-tanaman
(khususnya yang mempunyai arti ekonomi) yang tidak be-

;gitu peka terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri,
jamur dan cacing.
Mengusahakan tanam-tanaman yang mampu menghasilkan
pestisida sendiri.
Mengusahakan tanaman padi-padian yang mampu mem
produksi nitrogeyi sendiri.
Tanam-tanaman yang mampu menangkap cahaya dengan
lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis.
Tanam-tanaman yang lebih tahan terhadap pengaruh kadar
garam, hawa kering, hawa dingin dan embun pagi.
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7) Mengusahakan mendapatkan tanaman baru yang lebih men-
guntungkan lewat pencangkokan gen. Tanaman kentang
tomat dan tembakau tergolong dalam keluarga yang sama'
yaitu Solonaceae. Akan tetapi serbuk sari dari satu spesies
dalam keluarga ini tidak dapat membuahi sel telur dari spe
sies lain dalam keluarga itu juga.98

Gambar 19.

Tomat Ungu Lebih Bergizi dan
Mengandung Antioksidan

Sumber: http://www.kisuta.
com/20140128-tomat-ungu-lebih-
bergizi-dan-mengandung-antioksidan,
diakses pada 13September 2013.

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
manfaat positif rekayasa genetika di bidang pertanian, antara lain
ialah: '

1) menghasilkan dan memperbanyak bibit unggul dengan mu
dah, murah berkualitas, dan kebal atau tahan penyakit;

2) menghasilkan, memperbaiki dan mengatur bahan makanan
atau produk pangan yang melimpah, ekonomis, bernutrisi
bermlai palabitas dan masa simpannya tahan lama sesuai
dengan yang diinginkan;

3) mengganti pemakaian pupuk nitrogen dengan pupuk yang
lebih murah harganya;

4) mengusahakan tanaman padi-padian yang mampu mem
produksi nitrogen sendiri;

5) menjadikan tanaman tidak begitu peka terhadap penyakit
yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan cacing;

Suryo, Op. Cit., him. 485-489.
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6) mengusahakan tanaman yang mam]
tisida sendiri, tahan terhadap pengan
kering, hawa dingin dan emburi pagi;

7) mengatasi pencemaran lingkungan, s<
Iusi dan pestisida.

Manfaat Positif di Bidang Peternakan
[i Rekayasa genetika menurut Suryojuga mei
sriting di bidang peternakan, seperti:

1) Telah diperoleh vaksin-vaksin untuk mi
cret ganas yang dapat mematikan anal

2) Sudah dipasarkan vaksin yang efekt
kuku dan mulut, yaitu penyakit gana:
pada sapi, domba, kambing, rusa da
para peternak sering harus membant;
walaupun sebenarnya hanyaseekor saj;
kit tersebut, dengan maksud untuk me
yang lebih luas.

3) Sekarang sedang diuji hormon pertuml
sapi yang mungkin dapat meningkatka

"Zebroid" mengacu pada setiap hibrida zel
Campuran gen ini pertama terjadi di awal aba
pada campuran hewan, ia memiliki nama yang _
dan seekor keledai jantan, anaknya disebut "zebi
bra jantan dan keledai betina disebut "zedonk",
keturunannya yang dilahirkan seperti orang tua
garis-garis zebra pada beberapa (tetapi tidak sem

Selanjutnya, pada tahun 1998, ilmuwan me
tama yang dihasilkan dari perkawinan Hama bet
Namun, tidak seperti kebanyakan hewan dalan

99 Ibid., him. 489-490.

100 Anonim, "Pro Kontra Rekayasa Genetika di Masyaraka
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baru" mi diciptakan melalui inseminasi buatan. Alasannya? perbedaan
ukuran sangat signifikan, llama biasanya berat sekitar 150 kg sedang
kan unta berat sekitar 950 kg, perkawinan alami hampir mustahil ter
jadi. Sementara cama tidak memiliki punuk, tetapi memiliki telinga
unta dan ekor panjang, dengan kuku terbelah dari llama. 101

Leopons, keturunan macam tutul jantan dan singa betina telah
dibesarkan di India, Jepang, Jerman dan Italia. Serupa dengan kedua
hewan, leopons memiliki bintik-bintik coklat dan ekor berumbai de
ngan sural lebih kecil dari singa, dan menjadi pendaki yang sangat baik
seperti macan tutul. Terkenal karena program leopons paling penting
di dunia Koshien Hanshin Park di Nishinomiya City, Jepang, dibesar
kan dua leopons pada tahun 1959 dan tiga lagi pada tahun 1962 I02

Berikutnya, pencampuran grizzly dan beruang kutub di alam liar
adalah hal-hal yang melegenda sampai penemuan oleh pemburu Ka-
nada Roger Kuptana tentang groler di tahun 2006. Sementara grolers
telah dibesarkan di penangkaran untuk beberapa waktu, beruang ku
tub di alam liar lebih memilih untuk kawin di atas es, sementara griz
zly di darat. Namun, ketika Kuptana dan pemburu menemukan beru
ang kutub dengan tambahan coklat dan cakar panjang dan berpunuk
be,aKang abu-abu, ia langsung tahu apa itu. Tes DNA membenarkan
apa yang mungkin didokumentasikan kasus pertama dari groler lahir
di alam liar.103

Pada tahun 2011, ilmuwan dari Argentina dan China, secara
terpisah telah berhasil memasukkan gen yang berfungsi untuk meng
hasilkan Air Susu Ibu (ASI) ke sapi. Program yang masih berada dalam
tahap penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan susu yang serupa
dengan ASI, bahkan lebih bernutrisi. Para peneliti China, yang telah
berhasil memasukkan gen manusia ke 300 sapi, berharap bahwa susu
tersebut sudah dapat dijual 3 tahun kemudian. Sementara itu para
pekerja di peternakan melaporkan bahwa susu yang dihasilkan sapi
tersebut lebih manis dan rasanya "lebih kuat" daripada susu sapi biasa

101 Ibid.
102 Ibid.

103 Ibid.
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|china, sebagai negara yang mendukung rekayasa genetika (terutama
Bptuk memberi makan jumlah penduduknya yang sangat besar), sebe
lumnya telah berhasil mengembangkan sapi yang resisten terhadap
penyakit sapi gila, dan sapi yang telah direkayasa sehingga yang di
hasilkan menjadi lebih bernutrisi.104

Gambar 20

Sapi Transgenik pada Fasilitas
Pemeliharaan yang Luas

Sumber: http.V/www.glogster.

com/jaott/transgenic-cows/g6-
mhqus5nc0vbg30bsol6pa0, diakses

pada 13 September 2013.

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
manfaat positif rekayasa genetika di bidang peternakan, antara lain,
ialah:

menghasilkan berbagai vaksin untuk mencegah penularan
dan menyembuhkan berbagai penyakit pada hewan, seperti
mencret ganas pada babi, penyakit sapi gila, dan penyakit
kuku dan mulut pada sapi, domba, kambing, rusa dan babi;
menghasilkan hormon pertumbuhan untuk meningkatkan
produksi susu sapi dan sapi yang lebih. bernutrisi;
menghasilkan hewan dari pencampuran gen hewan ses
uai dengan keinginan, seperti hewan dengan warna-warni,
ukuran, berat, jenis, dan organ tubuh tertentu;
memasukkan gen untuk menghasilkan susu sapi yang serupa
bahkan lebih bernutrisi dibandingkan dengan ASI (air usu
ibu), dan lebih manis serta lebih kuat rasanya daripada susu
sapi biasa.

1)

2)

3)

4)

04 Anonim, "Rekayasa Genetik: Pro dan Kontra", dalam Loc. Cit.
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5. Manfaat Positif di Bidang Industri
Dwi Tika menegaskan manfaat positif rekayasa genetika di bi

dang industri, yaitu tersedianya sumber energi yang terbarui. Selain
itu, proses industri yang lebih murah, efisien dan efektif. Modifikasi
genetika dapat mengurangi biaya produksi (seperti cenaga kerja) na
mun tetap menghasilkan produk yang melimpah dan tidak banyak -
menghabiskan waktu. Adapun penerapan rekayasa genetika dalam
bidang industri, yaitu 1) terciptanya bakteri yang mampu member-
sihkan lingkungan tercemar; 2) bakteri yang dapat mengubah bahan
tercemar menjadi bahan tidak berbahaya; dan 3) bakteri pembuat as-
partanik.105

Bioteknologi di bidang industri membawa manfaat tersendiri,
misalnya pembuatan biofuel dari tanaman seperti kedelai, kanola, ja
gung, dan gandum. Biofuel akan menghemat penggunaan bahan ba'kar
fosil yang tidak dapat diperbaharui, dan dikhawatirkan akan segera
habis.106

Gambar 21

Aplikasi Bioteknologi dalam
Pemanfaatan Biomassa
di Industri Kimia

Sumber: http://yalun.wordpress.com/tag/
bioteknologi/, diakses pada 13 Septem
ber 2013.

Menurut Suryo, penelitian rekayasa genetika di bidang industri
sedang meningkat dengan cepat. Berbagai usaha yang sedang giat di
lakukan misalnya adalah:

105 Dwi Tika, Loc. Cit. Perhatikan catatan kaki nomor 12.
106 Zaki Adhliyati, Loc. Cit.

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika diIndonesia

1) Menciptakan bakteri yang dapat melarutkan logam-logam
langsung dari dalam bumi.

2) Menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan kimia,
yang sebelumnya berasal dari minyak atau dibuatsecara sin-
tesis, misalnya saja dapat menghasilkan bahan pemanis yang
digunakan pada pembuatan berbagai macam minuman.

3) Menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan men-
tah kimia seperti etilen yang diperlukan untuk pembuatan
plastik.

4) Chakrabarty, seorang peneliti yang bekerja untuk perusa-
haan "General Electric" mencoba untuk menciptakan suatu
mikroorganisme yang mampu menggunakan minyak tanah
sebagai sumber makanan dengan maksud agar mikroorgan
isme demikian itu akan sangat berharga dalam dunia per-
dagangan, karena dapat membersihkan tumpahan minyak
tanah.107

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
:aat positif rekayasa genetika di bidang industri, antara lain,

jgjgialah:

1) meningkatkan ketersediaan sumber daya energi yang terba
rui;

2) membantu proses industri yang mengurangi biaya produksi,
sehingga meningkatkan produk industri yang lebih murah,'
efisien dan efektif;

3) menciptakan bakteri antipencemaran dan antiperusakan
lingkungan;

4) menghasilkan biofuel yang dapat menghemat penggunaan
bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui;

5) menciptakan bakteri yang dapat melarutkan logam-logam
langsung dari dalam bumi;

107 Suryo, Op. Cit., him. 490.
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7)

,4

:

menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan kimia
sehingga dapat menghasilkan bahan pemanis minuman dan
membuat plastik; dan - •
menciptakan mikroorganisme yang sangat berharga secara
komersial, karena mampu menggunakan minyak tanah seba
gai sumber makanan, sehingga dapat membersihkan tumpa-
han minyak tanah.
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;nsi hukum dapat ditemukan dengan m

ind begrippen) tentang hukum. Untuk
tentang hukum, maka perlu memahar.
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dasar tentang hukum, maka harus r
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Selain "makhluk multistatusional", manusia juga merupakan
"makhluk multidimensional", artinya manusia tidak saja dipandang
memiliki dimensi jasmaniah atau dimensi material, melainkan juga se
bagai makhluk rohaniah atau berdimensi spiritual. Sebagai makhluk
multidimensional, manusia berupaya mencukupi kebutuhannya sesuai
dengan dimensi-dimensinya tersebut, sehingga tidak heran jika manu
sia selain berupaya memenuhi kebutuhan jasmaninya, juga berupaya
untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Sehingga setiap produk yang
ditujukan untuk manusia harus mampu menjembatani pemenuhan
kedua kebutuhan ini.1

Manusia juga dipandang sebagai "makhluk paradoksal", artinya
makhluk yang memiliki atau mengandung dua kebenaran yang ber-
tentangan. Paradoksal manusia berhubungan dengan kekhasan ke-
dudukan manusia di dunia, di mana ia berada di dunia alam sekaligus
transenden, manusia adalah bebas sekaligus terikat, manusia adalah
otonomi sekaligus tergantung.2

Bernard Arief Sidharta menguraikan pemahaman bahwa struk
tur keberadaan manusia (eksistensi) dalam pandangan hidup Pancasila
adalah kebersamaan dengan sesamanya di dunia. Lingkungan hidup
(lebenswelt) manusia, yakni dunia yang di dalamnya manusia men-
jalani kehidupannya, mencakup alam semesta dengan segala isinya,
termasuk sesama manusia dan kulturnya. Struktur keberadaan yang
demikian itu menyebabkan dengan sendirinya kehidupan manusia se-
lalu menghadirkan hukum di dalamnya. Dengan kata Iain, keberadaan
hukum itu inheren dalam keberadaan manusia, karena struktur ke-
beradaannya yang ada bersama dengan sesamanya di dunia, dan ma
nusia itu berakal-budi serta berhati-nurani. Pemahaman akal-budi dan
penghayatan hati nurani terhadap struktur dan kenyataan keberadaan-
nya memunculkan penghayatan tentang apa yang adil dan apa yang
tidak adil (kesadaran hukum). Pada hakikatnya, hukum adalah penilai-

1 Adelbert Snijders, 2008, Antropologi Filsafat Manusia Paradoks dan Seruan, Ka-
nisius, Yogyakarta, him. 16.

2 Ibid.
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_3 akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan
Sjerkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia.3

Lebih lanjut, Bernard Arief Sidharta menjelaskan bahwa peng
hayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situ-

si kemasyarakatan tertentu orang seyogianya berperilaku dengan
icara tertentu, artinya seharusnya melakukan atau tidak melakukan

jrbuatan tertentu, karena ha! itu adil atau memenuhi rasa keadi-
i. Penilaian demikian itu disebut penilaian hukum (rechtsoordeel).

milaian hukum ini terbentuk sebagai proses pemaknaan akal-budi
ilan hati-nurani terhadap hasil persepsi manusia tentang situasi ke
masyarakatan tertentu dalam kerangka pandangan hidup, keyakinan
keagamaan dan keyakinan etis dengan berbagai nilainya yang dianut.
Jika keseyogiaan atau keharusan itu dalam kesadaran manusia meng
alami transformasi lewat proses dialektik interaksi sosial yang meng-
jbbjektivasikannya menjadi pedoman dalam menetapkan keharusan
:berperilaku dengan cara tertentu di masa depan dan kepatuhannya
•tidak sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan dan kemauan subjek-

orang, melainkan dapat dipaksakan oleh masyarakat (kekuasaan
niblik) melalui prosedur tertentu, maka keharusan itu menjadi kaidah

ikum, yang bentuknya dapat tertulis atau tidak tertulis. Sebagai de-
dan, kaidah hukum itu menyandang kekuatan berlaku secara ob-

jektif(mengikat umum). Oleh karena situasi kemasyarakatan itu men-
^jalani perkembangan, maka kaidah hukum (penilaian hukum) itu pada
dasarnya merupakan produk sejarah yang sekali terbentuk akan men-
jalani kehidupan menyejarah dan menyandang sifat kemasyarakatan
(historically and socially determined), yang kemudian akan mempe
ngaruhi perjalanan sejarah dan sifat kemasyarakatan dari masyarakat
yang bersangkutan.4

Esensi hukum sebagai produk dari penilaian akal-budi yang ber
akar dalam hati nurani manusia tentang keadilan, dan juga merupa-

Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah
Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan danSifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai
landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Band
ung, him. 185-186.
Ibid., him. 186.
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kan produk sejarah yang menjalani kehidupan menyejarah dan me
nyandang sifat kemasyarakatan sebagaimana ditegaskan oleh Bernard
Arief.Sidharta tersebut di atas, selaras dengan pengertian hukum se
bagai hasil-karya manusia yang berupa norma-norma berisi petunjuk
tingkah laku berdasarkan ide keadilan sebagaimana dijeiaskan Gustav
Radbruch.

Hukum, menurut Gustav Radbruch, adalah karya manusia yang
berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia
merupakan pencerminan dari kaidah kehendak manusia tentang ba-
gaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarah-
kan. Oleh karena itu, pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman
dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu dicip
takan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan. Hukum mengikat-
kan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Ini berarti bahwa
ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan
anggota-anggota masyarakat dan memberikan pelayanan kepadanya.
Dalam rangka proses memberikan perhatian terhadap penciptaan
keadilan dalam masyarakat dan memberikan pelayanan terhadap ke
pentingan-kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu dapat mem
berikan keputusannya dengan segera. Ia membutuhkan waktu untuk
menimbang-nimbang yang dapat memakan waktu yang lama sekali.
Ternyata, masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan
dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hu
kum, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terda
pat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan
mereka satu sama lain, Dengan demikian, hukum itu dituntut untuk
memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch ketiga-tiganya disebut
nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian
hukum.5

Lebih lanjut, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa terdapat
wungsverhaltnis" atau suatu ketegangan satu sama lain dalam

\adbruch, 1961, Einfuhrung in die Rechtswissenschaft, K.F. Koehler,
•m. .36., dalam Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra

Bandung, him. 18-19
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liibungan atau keadaan di antara keadilan, k
it__ukum sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. H

yang demikian itu dapat dirriengerti, oleh kare
Siukum itu berisi tuntutan yang berlain-lainan c
feinengandung potensi untuk bertentangan. Seba;

g:_cepastian hukum sebagai nilai segera mengge
l&ldan kegunaan ke samping. Yang utama bagi k<
gadanya peraturan itu sendiri. Jika ada pertany;

P§§£tu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi m
Iffeipertanyaan di luar pengutamaan nilai kepastiai

>l:iya nilai-nilai yang berbeda-beda tersebut, ma
Ipfceabsahan hukum pun dapat bermacam-macarr

dibahas dalam hubungan dengan berlakunya i
j5J^4an dari "dasar-dasar berlakunya hukum". Perbi
<v: mengenai keabsahan dari hukum itu mengandi

mmenilainya, perlu membuat suatu perbandingai
jg-garti, bahwa barulah merupakan satu segi, buka
|?_in* Lebih dari itu, sesuai dengan potensi ketigj
Ifbaling bertentangan, apa yang sudah dinilai sah

:'• fang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, dapa
segikegunaannya bagi masyarakat.6

j|&'i' Mencermati penjelasan Gustav Radbruc
P hukum tersebut di atas, maka dapat disarikan
||florma tentang perilaku sebagai hasil karya mai

kan untuk manusia (individu) sebagai bagian
finenghendaki keadilan, kegunaan dan kepastiar
hgan antarmanusia dalam masyarakat.

Hukum dalam hubungannya dengan mas
Soebagio dan Slamet Supriatna, adalah norma
tingkah laku bagi manusia dalam hidup berma
hukum itu sendiri, hanya saja norma itu merupa
atau genus yang mencakup norma agama, n<
norma kesopanan, di samping norma hukum iti

6 Ibid.
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merupakan pengertian khusus atau spesies. Persamaan yang dimiliki
di antara keempat norma itu karena bersumber kepada norma seba
gai genus, yaitu sebagai pedoman b/rtingka^.laku. Dengan adanya
pedoman ini yang sekaligus merupakan ukuran di dalam manusia ber-
tingkah laku dalam hidup bermasyarakat, maka akan dicapai adanya
integritas masyarakat. Sedangkan perbedaan dari keempat norma di
atas terletak pada proses pembentukannya, pelaksanaannya dan sank-
sinya. Dilihat dari proses pembentukannya, norma agama merupa
kan perintah Tuhan, sedang norma kesusilaan dan norma kesopanan
dibentuk oleh masyarakat, sedang norma hukum dibentuk oleh ne
gara. Kemudian, ditinjau dari pelaksanaannya, norma hukum sifatnya/
pelaksanaan sifatnya adalah memaksa atau coercive, sebaliknya ketiga
norma yang lain bersifat suka rela. Artinya, penaatan terhadap ketiga
norma itu sepenuhnya diserahkan kepada kesediaan/kemauan warga
masyarakat. Ketidaktaatan terhadap norma mempunyai akibat yang
berbeda, yaitu ketidaktaatan kepada norma agama berakibat dosa,
sedangkan ketidaktaatan terhadap norma kesusilaan berakibat celaan
dari masyarakat, dan ketidaktaatan terhadap norma kesopanan be
rakibat pengucilan dari pergaulan masyarakat. Berbeda dengan ketiga
norma tersebut, maka ketidaktaatan terhadap norma hukum berakibat
dijatuhinya sanksi pidana, saksi perdata dan/atau sanksi adminitrasi
negara, yang merupakan derita/nestapa yang dijatuhkan oleh negara
sebagai akibat tidak dipatuhinya hukum.7

Lebih lanjut, M. Soebagio dan Slamet Supriatna menjelaskan
bahwa antara hukum dan masyarakat pada kenyataannya terdapat
hubungan timbal balik, dalam arti hukum dan masyarakat tidak mung
kin dipisahkan. Perkembangan hukum dipengaruhi oleh masyarakat,
yang berarti hukum itu merupakan manifestasfdari filsafat hidup, tata
nilai, rasa susila, rasa kesopanan dari masyarakat di mana hukum-
hukum itu berlaku. Dengan kata lain, hukum itu merupakan cermin
budaya masyarakat, oleh karena itu hukum selain mempunyai sifat
universal, juga mempunyai sifat nasional yang berbeda dari negara

MSoebagio dan Slamet Suriatna, 1987, Dasar-dasar Ilmu Hukum, CV Akade-
mik Prcsindo, Jakarta, him. 8-9.
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atau masyarakat yang satu dengan negara atau masyarakat yang lain,
karena perbedaan filosofi, politik dan sistem sosialnya. Jadi, pertum
buhan hukum itu dipengaruhi oleh kenyataan p'ulitikV'ekbnomi, so-
sial-budaya, ideologi dan pertahanan keamanan. Di lain pihak hukum
mempunyai potensi untuk mencapai cita-cita (tujuan). Potensi hukum
untuk menggerakkan masyarakat terutama di bidang kehidupan yang
bersifat netral/nonspiritual. Sedangkan di bidang yang bersifat nonn-
ietral/spiritual atau peka, hukum hanya bersifat memantapkan, artinya

: inemberikan sifat normatif.8

Pengaturan oleh hukum mengenai suatu bidang kehidupan, mis
alnya bidang ekonomi, akan mempunyai pengaruh terhadap bidang-
bidang yang lain seperti ideologi, politik, sosial-budaya dan pertahan
an keamanan. Hal ini merupakan konsekuensi dari satu pandangan
bahwa hukum itu mempunyai suatu sistem, yaitu bagian-bagian yang
secara keseluruhan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan,
artinya antara hukum sebagai satu aspek dari kehidupan dengan ide
ologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan seba
gai aspek-aspek yang lain dari kehidupan saling berkaitan, artinya

| berpengaruh sebagai satu kesatuan yang terpadu. Dengan cara me-
I mandang kehidupan itu sebagai satu kesatuan aspek-aspek yang lain/

aspek kehidupan sebagai subsistem, maka hukum di dalam mengatur
kehidupan masyarakat, harus diusahakan menjaga keserasian kehidu-

• pan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena hukum itu sendi
ri harus menjaga dirinya sebagai satu sistem yang dalam kehidupan
masyarakat dalam arti luas sebagai satu sistem, hukum itu merupakan
subsistem. Hukum sebagai subsistem dalam sistem sosial dalam arti
luas, merupakan sistem dalam dirinya sendiri. Jadi, -kedudukan hu
kum dalam kehidupan masyarakat adalah sentral, strategis dan linras
sektoral, dalam arti hukum itu menyentuh semua segi kehidupan dan
mampu atau mempunyai potensi mempengaruhi aspek-aspek kehidup
an masyarakat.9

Ibid., him. 13.
Ibid., him. 13-14.
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Pengertian hukum sebagai sistem sebagaimana diuraikan di atas,
selaras dengan pengertian hukum sebagai objek ilmu hukum yang me-
nunjuk pada tatananhukum, sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar
Kusumaatmadja, mencakup "keseluruhan perangkat tata hukum yang
terdiri atas asas-asas, kaidah-kaidah dan pranata-pranata hukum yang
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, serta keseluruhan
lembaga-lembaga dan proses-proses (budaya hukum) yang diperlu
kan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan". Unsur tata hu-
kumnya tersusun secara hierarkis dalam suatu sistem aturan hukum
berdasarkan asas lex superior derogat lex inferiori, asas lex posterior
derogat legi priori, asas lex spesialis derogat lexgenerali, dan asas non-
retroaktif. Asas-asas ini, yang mengungkapkan fungsi akal budi ma
nusia, menurut Paul Scholten, sesungguhnya inheren dalam hukum
serta dalam pengertian dan keberadaan tatanan hukum itu sendiri
yang terbawa oleh hakikat dan tujuannya sendiri (menjamin stabilitas
dan prediktabilitas dan keadilan) "necessarily" harus mewujudkan ke
satuan bersistem.10

Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus
mempengaruhi, dan karena itu terus menerus antara berbagai faktor
kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan keagamaan,
sosial, ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban
dalam batas-batas lingkungan alamiah) satu dengan yang lainnya yang
berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap
kenyataan kemasyarakatan itu yang berakar dalam pandangan hidup
yang dianut serta kepentingan dan kebutuhan nyata manusia. Karena
itu, juga terbawa oleh hakikatnya ini, hukum dan tatanan hukumnya
bersifat dinamis. Dalam masyarakat yang teratur yang sudah terorgan-
isasikan secara politik dalam bentuk negara, proses pembentukan hu
kum itu berlangsung melalui proses politik yang menghasilkan perun-
dang-undangan, proses peradilan yang menghasilkan yurisprudensi,
putusan birokrasi pemerintahan yang menghasilkan ketetapan, pe-
rilaku hukum warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan

10 Pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan Paul Scholten, dalam Bernard Arief Sid
harta, Op. Cit., him. 188-189.
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gpengembanan ilmu hukum (pembentukan doktrin). Corak hukum
|gang berlaku dalam suatu negara, seperti yang dikatakan Soedirnan
^Kartohadiprodjo, ditentukaholeh dua faktor pokok, yaitu kesadaran
Ihukurn yang hidup dalam masyarakat dan politik hukum."
K Hukum dalam kehidupan masyarakat yang telah _menegara

jgjjmembentuk suatu negara), dibentuk secara yuridis formal yang diar-
" "can oleh politik hukum yang ditetapkan oleh negara, namun bahan-

lan hukumnya tetap diperoleh negara dari masyarakat, sehingga
!aim yang dibentuk oleh negara itu merefleksikan kesadaran dan

ebutuhan hukum masyarakatnya tentang keadilan, kemanfaatan dan
jpastian hukum dalam berbagai hubungan hukum kemasyarakatan

pan kenegaraan.
• Hukum, menurut Bernard Arief Sidharta, mengemban fungsi
fjekspresif, yakni mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai bu-

*_ya dan keadilan. Di samping itu, hukum juga mengemban fungsi
imental, yakni sarana untuk menciptakan dan memelihara ke-

Srtiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan
i-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta

|engadaban masyarakat, dan sarana pembaharuan masyarakat (men-
">r°ng> mengkanalisasi, dan mengarahkan perubahan masyarakat).
plani masyarakat pascakolonial yang memperoleh kemerdekaannya

lewat jalan damai dan sedang menjalani perubahan sosial yang
idamental dan mencakup seluruh bidang kehidupan secara simul-

maka perundang-undangan memegang peranan dominan dalam
Jienjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan dan pembaharuan

farakat. Yurisprudensi berperan untuk mendorong dengan men-
jbarkan ketentuan perundang-undangan dalam putusan konkretnya.
' lam kaitan itu, ilmu hukum yang adekuat sangat dibutuhkan seba-
u sarana intelektual untuk membantu proses pembentukan perun-

lang-undangan dan yurisprudensi menjalankan fungsi sebagai sarana
pendidikan dan pembaharuan masyarakat.12

11

12

Soedirnan Kartohadiprodjo, 1961, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jakarta
him. 16, dalam Ibid., him. 189.
Ibid., him. 189-190.
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Hukum mempunyai fungsikonstruksi filosofis, dalam arti hukum
meletakkan dan mengonstruksi atau membangun dasar-dasar filosofis
yarig mencakup nilai-nilai dan asas-asa^IfuTra^ yang bersifat uni
versal maupun bernuansa lokal, sesuai dengan perkembangan budaya,
ekonomi, dan politik dalam masyarakat yang telah menegara. Selan
jutnya, hukum memiliki fungsi deklarasi yuridis, dalam arti hukum
mewujud secara normatif (kaidah-kaidah hukum) dan konseptual
(konsep-konsep hukum) berupa pernyataan-pernyataan yuridis yang
diformulasikan dalam pasal-pasal pada suatu peraturan perundang-
undangan yang mengikat dan memberikan kepastian hukum yang
adil dan bermanfaat kepada masyarakat yang telah menegara, seba
gai patokan berperilaku hukum atau bersikap tindak hukum. Kemu
dian, hukum juga mempunyai fungsi proteksi sosiologis, dalam arti
hukum mengayomi manusia (individu) yang telah memasyarakat dan
masyarakat yang telah menegara, bahkan hukum mengayomi negara
itu sendiri, baik secara preventif (pencegahan) dan represif (penye-
lesaian/penindakan), serta antisipatif (penyiapan untuk masa yang
akan datang), agar terwujud integrasi sosial yang di dalamnya ter-
cipta dan terpelihara kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan
bermasyarakat, serta ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan
bernegara, sehingga tercapai kebahagiaan dalam berbagai dimensi dan
arti seluas-luasnya dalam kehidupan setiap manusia (individu).

Pemahaman tentang fungsi hukum, menurut M. Soebagio dan
Slamet Supriatna, harus dengan tetap menyadari adanya perbe
daan dari norma-norma hukum, norma agama, norma kesusilaan
dan norma kesopanan dalam proses pembentukan/pembentuknya,
pe-laksanaan dan sanksinya. Selanjutnya, pengertian norma sebagai
pedoman bertingkah laku bagi para warga masyarakat dalam hidup
bermasyarakat, maka hukum sebagai spesiesnya jelas mempunyai per-
anan atau fungsi yang harus diimplementasikan di dalam hidup dan
kehidupan manusia yang bermasyarakat sebagai pedoman bertingkah
laku bagi para warga masyarakat. Jadi, adanya fungsi hukum yang
demikian itu, maka hukum bagi masyarakat dan warganya merupakan
ukuran, kriteria, parameter dalam bertingkah laku, tingkah laku mana
yang patut dan tidak patut, baik atau buruk, benar atau salah, adil atau
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tidak adil. Dari kriteria itu pada masyarakat keseluruhan dan war
ganya secara individual dapat pula melakukan kontrol/pengawasan
sosial baikpreventif maupun represif. Dengan ad^rr^||pstian kri
teria dalam bertingkah laku itu, m?ka eksistensi dan integritas sosial
akan tetap terpelihara. Untuk terpeliharanya eksistensi dan integritas

•itu, maka dalam masyarakat akan dicapai kedamaian dan ketentra
man sebagai prasyarat bagi suatu masyarakat untuk membina dan me
ningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Sebagai akhir dari
pemahaman tentang fungsi hukum adalah hukum berperan sebagai
.pengayom masyarakat, dalam arti menciptakan iklim yang nyaman
bagi masyarakat dengan segenap warganya untuk melakukan berbagai
kegiatan guna mewujudkan cita-citanya.13

Fungsi hukum menurut doktrin hukum sebagaimana diuraikan
di atas, perlu diimplementasikan dalam upaya mewujudkan tujuan
hukum. Hukum yang dibentuk dalam masyarakat mempunyai tu

juan yang dikehendaki dan oleh karena itu sesuai dengan kehendak
^masyarakat, dalam arti kepentingan hukum (yang sifatnya abstrak)

kebutuhan hukum (yang sifatnya konkrit) masyarakat.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum berdasarkan

lata hukum Pancasila adalah untuk memberikan "pengayoman" kepa-
manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan

lencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (proaktif)
Ifjengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang

' ;mungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, seh-
*a secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan
iauntuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara

ituh.14 Sehubungan dengan tujuan pengayoman hukum yang ditegas-
Mochtar Kusumaatmadja tersebut di atas, maka Bernard Arief

Sidharta menambahkan bahwa tujuan pengayoman hukum, termasuk
puga tujuan untuk memelihara dan mengembangkan "budi pekerti ke-

13

14
M. Soebagio dan Slamet Supriatna, Op.Cit., him. 17-18.
Mochtar Kusumaatmadja, "Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pemban-
gunan Nasionai", Padjajaran, Djilid III, 1970, No. 1., Bandung, dalam Bernard
Arief Sidharta, Op. Cit., him. 190.
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manusiaan dan cita-cita moral rakyat yang luhur" berdasarkan Ketu-
hanan yang Maha Esa (Penjelasan UUD 1945). Pelaksanaan pengayo
man itu dilakuk^dengan usaha mewujudkan: pertama, ketertiban
dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; kedua, kedamai
an yang berketentraman; ketiga, keadilan (distributif, komutatif, vin-
dikatif, protektif); keempat, kesejahteraan dan keadilan sosial; dan
kelima, pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan yang Maha
Esa.15

Gustav Radbruch, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya,
menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tu
juan. Jadi, hukum dibuat untuk tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai
yang ingin diwujudkan oleh manusia. Tujuan hukum yang utama ada
tiga, yaitu: pertama, keadilan untuk keseimbangan; kedua, kepastian
untuk ketepatan; dan ketiga, kemanfaatan untuk kebahagiaan.16

Franz Magnis Suseno membedakan pengertian nilai-nilai dasar
hukum dengan tujuan hukum. Nilai-nilai dasar hukum, menurutnya
adalah kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. Adapun keadilan, kepas
tian, dan kemanfaatan disebutnya sebagai ciri-ciri hukum.17

Franz Magnis Suseno tidak menyebutkan tentang tujuan hukum,
namun ia menggunakan kata "fungsi hukum" yang barangkali dalam
konteks ini dapat dipadankan dengan kata "tujuan hukum" itu. Fungsi
hukum, menurutnya adalah untuk mengatasi konflik kepentingan.
Dengan adanya hukum, konflik itu tidak lagi dipecahkan menurut
siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berori-
entasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan
tidak membedakan antara yang kuat dan lemah. Orientasi itu disebut.
keadilan.18

15 Ibid., him. 190-191.
16 Gustav Radbruch, dalam Satjipto Rahardjo, Loc. Cit.
17 Franz Magnis Suseno, 1999, Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenega-

raan Modern, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him. 76-84.
18 Muhamad Erwin, 2012, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum, PT.

RadjaGrafindo Persada, Jakarta, him. 123, menjelaskan pemikiran filosofis'ten
tang tujuan hukum, yang diuraikan oleh Franz Magnis Suseno dalam Ibid.
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Kemudian, bagi Magnis Suseno, hukum 1
uiusiakan penggunaan kekuasaan dalam mas
ian hukum menjamin bahwa•^orang- atau golc

fitidak dapat bertindak sewenang-wenang. Di lua
'penggunaan kekuasaan tidak sah dan di Iain pil

satu-satunya saluran penggunaan kekuasaa
;rsama antarmanusia tidak ditentukan oleh in
dan juga tidak menurut peringkat kuat-lemah,

lorma-norma yang masuk akal, .yang berlaku hi
lengan demikian menghormati manusia menurui
ii makhluk yang berakal budi.19

Tujuan hukum, menurut M. Soebagio dai
|v;tidak dapat dilepaskan dari sifat hukum sebags
^universal di samping tujuan hukum dari masing
lyang memiliki karakteristik atau kekhususan kar
mfot yang menjelma menjadi ideologi masyarakat
|yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum. Ad;

pada umumnyaatau tujuan hukum secara universe
Ian, keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Kee
?pada umumnya atau universal ini sebagaimana ro
Bitn di mana tujuan yang pertama merupakan pras

j£"bagi tujuan berikutnya. Tujuan hukum yang kemu
pat dicapai sebelum tujuan sebelumnya dapat diw

ppertama-tama, yaitu menciptakan perdamaian di
Jj?:'Masyarakat yang damai dapat disebut juga masyan

1 tertib hukum sebagai kriteria bertingkah laku. Den
|: juan yang pertama dari hukum itu, masyarakat a
|;suatu suasana kehidupan yang tenteram. Ketentrai
I akan tercapai bila hukum yang berlaku ditegakkan

yang menjunjung tinggi keadilan, dalam arti kesein
dan kewajiban. Dengan tercapainya dua tujuan hui
perdamaian dan keadilan, tugas hukum berikutny
kan kesejahteraan, dalam arti terpenuhinya kebu

19 Franz Magnis Suseno, Op. Cit., him. 78.
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kebutuhan jasmaniah yang mencakup kebutuhan sandang, pangan,
papan, dan kesehatan, yang diperlukan manusia untuk menjaga eksis-
,tensinya, baik secara kuantitatif maupunfelitatirVSelanjutnya, perlu
pula terpenuhinya kebutuhan rohamah sesuai dengan hakikat kodrat
manusia yang terdiri dari unsur jasmaniah dan rohaniah, yang ke-
duanya harus dicapai secara seimbang, selaras, dan serasi, mengguna
kan hukum sebagai instrumennya, yang pada akhirnya dapat tercipta
kebahagiaan yang sangat didambakan oleh setiap manusia.20

Lebih lanjut, M. Soebagio dan Slamet Supriatna menjelaskan
bahwa dengan terwujudnya keempat tujuan hukum itu, yaitu berturut-
turut: perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, berarti
akan terwujudlah eksistensi dan integritas individu dan masyarakat.
Tujuan hukum umum atau universal atau etik hukum umum itu men
jadi tujuan yang hendak dicapai oleh hukum sebagai institusi sosial
yang menggejala di bumi. Tujuan umum/universal ini yang melekat se
suai dengan hakikat kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan, perwu-
judannya dalam kehidupan nyata bagi hukum tiap-tiap bangsa yang
menegara akan berbeda, baik dalam perumusan maupun upaya mere-
alisasikannya. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari berbagai fak
tor yang membedakan satu bangsa dari bangsa yang lain seperti faktor
geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi/filsafat bangsa, politik,
ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Bahkan, realisasi
perumusan tujuan hukum sesuatu bangsa pada kenyataannya juga
berbeda-beda dari penguasa yang satu ke penguasa yang lain dalam
negara yang sama. Hal ini tidak mengherankan karena pengaruh dari
unsur aktor atau pelaku yang sedang berkuasa yang masing-masing
memiliki persepsi yang berbeda karena pengetahuan, pengalaman,
dan profesi. Dengan singkat unsur aktor dan faktor dari setiap bangsa
yang menegara dan memberikan pengaruh dalam mewujudkan hu
kum nasionalnya.21

Baik tujuan hukum, termasuk hukum HKI, yang bersifat uni
versal, yang dikehendaki oleh seluruh masyarakat, yaitu mewujudkan

20 M. Soebagio dan Slamet Supriatna, Op. Cit., him 19-21
21 Ibid., him. 22.
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Perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, maupun tu-
iififln hukum, termasuk hukum HKI, yang bersifat lokal dan partiku-
fffir dengan kafakteristik yang khas yang dikehendaki oleh' masyaralcat
ilertentu yang menegara tertentu, harus diupayakan tercapai dengan
§__emfungsikan hukum, baik fungsi konstruksi filosofis, fungsi de-

rasi yuridis, maupun fungsi proteksi sosiologis sebagaimana telah
ukan di atas.

IJ-:. •

Keberlakuan Hukum secara Filosofis, Yuridis, dan
Sosiologis
Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak ada tiga faktor yang

=-ijienjadi parameter suatu (aturan) hukum dapat berlaku secara baik,
BbtU mempunyai dasar keberlakuan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

a. Keberlakuan Hukum secara Filosofis
V Keberlakuan hukum secara filosofis mendasarkan pada pemaha-

ithan filosofis bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai "cita hu-
wgin" atau "rechtsidee*', yakni apa yang masyarakat harapkan dari

fikum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadi-
iian, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan.22 riarapan
Ifiasyarakat terhadap hukum berarti masyarakat menghendaki hukum
fnenjadi sarana pemenuhan harapan masyarakat, yaitu terwujudnya
kehidupan masyarakat yang adil, bermanfaat, tertib, dan sejahtera.
£;' Cita hukum tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik
dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan ke
masyarakatan danlain sebagainya, termasuk pandangan tentangdunia
gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan men
genai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan

22 Muhammad Syaifuddin, Mada Apriandi Zuhir dan Annalisa Yahanan, 2009, De-
mokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah: Pembentukan Peraturan Daerah
Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota, Tunggal Mandiri Publishing,
Malang, him. 47.
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£ii;

sistem nilai, baikrsebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun
sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.23

Cita hukum adalah "Konstruksi pikir yang merupakan keharu
san untuk mengarahkan hukum kepada tercapainya cita-cita yang di
inginkan masyarakat. Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari
cita-cita masyarakat itu tidak mungkin tercapai sepenuhnya".24

Cita-cita masyarakat adalah harapan masyarakat yang akan di
wujudkan menggunakan hukumsebagai sarananya. Benarbahwa cita-
cita masyarakat atau harapan masyarakat tidak selalu terwujud dalam
realitanya, namun idealitanya hukum harus senantiasa diarahkan un
tuk mewujudkan cita-cita masyarakat atau harapan masyarakat terse
but.

Dalam pembentukan hukum, proses terwujudnya nilai-nilai
yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada
tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebutoleh pem
bentuk hukum tersebut. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut
dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang
dibentuk. Oleh karena itu, dalam Negara Indonesia yang memiliki
cita hukum Pancasila sekaligus norma fundamental negara, maka hen-
daknya hukum yang dibentuk diharapkan diwarnai dan dialiri nilai- 1
nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.25

Cita hukum Pancasila mengandung nilai-nilai hukum yang di
sadari dan dihayati oleh bangsa Indonesia, yang harus dikonkritisasi
menjadi asas-asas hukum dan diformulasi menjadi norma-norma hu
kum positif. Ini berarti bahwa pembentukan norma-norma hukum
positif yang diberlakukan bagi masyarakat (bangsa) Indonesia, harus
didasarkan atas asas-asasJiukum dan dijiwai oleh nilai-nilai hukum
yang terkandung dalam cita hukum Pancasila.

23

24

25

Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, IN-
HILL CO, Jakarta, him. 17.
Rudolf Stammler, dikutip dari Roeslan Saleh, 1996, Pembinaan Cita Hu
kum dan Asas-asas Hukum Nasional, CV. Karya Dunia Fikir, Jakarta,
him. 16.

Muhammad Syaifuddin, Mada Apriandi Zuhir dan Annalisa Yahanan,
2009, Op. Cit., him. 47-48.

;«•• io4%
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Pancasila sebagai cita hukum dan falsafah bangsa Indonesia di-
Ittyatakan dengan tegas dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 angka

"tu:

"Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan
dariUndang-undang DasarNegaraIndonesia. Pokok-pokok-
pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang
menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis
(Undang-undang Dasar) maupun yang tidak tertulis. Un
dang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini
dalam pasal-pasalnya".

<i! Intisari dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD
BflRI Tahun 1945, adalah perwujudan sila dari kelima sila Pancasila
-f&iig merupakan nilai-nilai luhur dan pandangan hidup yang berasal
dari masyarakat Indonesia yang telah diperjuangkan sejak lama dan

Htfelah menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi rakyat
onesia",26 yang dikukuhkan secara konstitusionai menjadi dasar

Slegara (filsafat negara) dan disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI
Pfemitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagaimana terumus da-
BffifPembukaan UUD NRI Tahun 1945.

B*: Pancasila, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor No. 12 Ta
hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (se-

rtthjutnya disingkat UU No. 12 Tahun 2011), adalah "Sumber dari
segala sumber hukum negara", yang menurut Penjelasan pasalnya,

jggrberarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak
ipBdleh bertentangan dengan nilai-nilai"yang terkandung dalam Pan

casila". Jadi, Pancasila adalah landasan filosofis tertinggi pembentu-
2. kan hukum, dalam arti pembentukan peraturan perundang-undangan,
I termasuk peraturan perundang-undangan tentang HKI di Indonesia.

Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia,
maka cita hukum Pancasila, berintikan:

26 Marwah M. Diah, 2003, Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi
atau Korporatisasi?, Literata Lintas Media, Jakarta, him. 30.
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1.

2.

3,
4."

5.

6.

7.

Ketuhanan Yang Maha Esa;
Penghormatan atas martabat manusia;
Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara;
Persamaan dan Kelayakan;
Keadilan Sosial;

Moral dan budi pekerti yang luhur;
Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putu
san publik.27

Mengacu pada inti cita hukum Pancasila sebagaimana ditegaskan
di atas, maka hukum HKI harus mengandung nilai-nilai dan asas-asas
hukum yang mengakui Ketuhanan yang Maha Esa, menghormati mar
tabat manusia, memperluas wawasan kebangsaan dan kenusantaraan,
menghargai persamaan dan kelayakan, meletakkan keadilan sosial,'
serta mengutamakan moral dan budi pekerti luhur.

Makna filosofis Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah cita hu
kum yang merefleksikan kemauan rakyat untuk berdaulat yang ke
mudian menjadi hukum dasar, yang merupakan pandangan hidup
{way of live) sekaligus kehidupan bernegara.28 Cita hukum Pancasila
berfungsi sebagai bintang pemandu (leitstern) bagi tercapainya cita-
cita masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai tolok ukur regulatif dan
konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan
akan kehilangan maknanya. Dalam hal ini Pancasila menjadi standar
penilaian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.29

Pancasila adalah cita hukum bagi pembentukan hukum HKI,
termasuk hukum perlindungan varietas tanaman dan hukum paten
yang mengatur rekayasa genetika di Indonesia. Hukum HKI dalam

27

28

29

Bernard AriefSidharta, Op. Cit., him. 185.
Tami Rusli, "Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", Pranata
Hukum, Vol. 6, No. 1, Januari 2011, Bandar Lampung: Program Studi Magister
Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, him. 35.
Kuat Puji Prayitno, "Pancasila sebagai Bintang Pemandu (Leistem) dalam Pem-
binaan Lembaga dan Pranata Hukum di Indonesia", Jurnal Media Hukum, Vol.
14 No. 3, November 2007, Yogyakarta: FH Universitas Muhammadvah Yoeva-
karta, him. 156. ' B
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HK

'

hubungannya dengan rekayasa genetika sebagai hasil karya intelektu-
alitas manusia, harus mempunyai semangat dan karakteristik, yaitu:
pertama, seriaritiasa berkoherensi dengan manusia dan nilai-nilaTke-
manusiaan, karena hukum HKI itu adalah untuk manusia dan kema-
nusiaannya, bukan sebaliknya; dan kedua, mengagregasi fungsi hu
kum dan kepentingan manusia yang menginginkan keserasian antara
-dirinya dengan Tuhan Sang Maha Kuasa yang tercakup dalam bidang
Iceimanan, keserasian antara dirinya dengan hati nuraninya yang ter
cakup dalam bidang keakhlakan, keserasian dalam pergaulan hidup
dengan sesamanya yang tercakup dalam bidang kesedapan/sopan san-
tun, serta keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketentraman
dalam pergaulan hidup yang tercakup dalam bidang kedamaian.30

Hukum HKI, dalam hubungannya dengan rekayasa gene
tika makhluk hidup tanaman, hewan, apalagi manusia, sebenarnya
memang harus berbasis moral sebagai patokan normatif yang difor-
mulasikan dalam norma-norma hukum HKI yang berlaku. Namun,
pemfungsian hukum yang berbasis moral jangan sampaimengabaikan,

-jialam arti melarang atau mencabut, yang oleh karena itu melanggar
;Jiak asasi para ilmuwan (perekayasa genetika) untuk menghasilkan ha
sil karya intelektualitasnya berupa rekayasa genetika tersebut. Apalagi,
faktanya produk rekayasa genetika, termasuk kloning manusia, selain
mempunyai dampak negatif, ternyata juga mempunyai manfaat positif
bagi kehidupan manusia. Sehubungan dengan itu, patokan normatif
yang lebih jelas dan konkrit sebagai penjabaran (konkritisasi hukum)
dari prinsip "tidak mengintervensi dan mengubah stabilitas ciptaan
Tuhan" yang bersumber dari moralitas agama menjadi relevan dan
urgen untuk segera diformulasikan dalam norma-norma hukum HKI
yang mengatur rekayasa genetika.31

Moralitas agama yang harus hormati dan diperhatikan dalam
konteks pemberlakuan hukum HKI sebagaimana diuraikan di atas,
menegaskan pentingnya semangat hukum untuk menjadikan hukum

30 Muhammad Syaifuddin, "Hukum dalam Kontroversi...", Op. Cit., him. 29-30.
31 Ibid., him. 34-35.
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HKI dapat diakui dan diterima oleh masyarakat, karena isinya sesuai
dengan nilai-nilai yang baik (moralitas) yang dianut oleh masyarakat.

b.
».< ;;•,. , ::.- assess-

Keberlakuan Hukum secara Yuridis

Keberlakuan hukum secara yuridis mendasarkan pada pemaham
an bahwa suatu aturan atau norma berlaku jika norma itu merupakan
bagian dari suatu norma hukum tertentu yang dalam norma-norma
hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem nor
ma hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki
norma hukum khusus yang bertumpu kepada norma hukum umum.
Dalam norma hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari norma
hukum yang lebih tinggi.32

Keberlakuan hukum secara yuridis oleh Bagir Manan diperinci
dalam syarat-syarat, sebagai berikut:

1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan per
undang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan
harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika
tidak, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal
demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibat-
nya batal secara hukum. Misalnya, peraturan perundang-
undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara
Presiden dan DPR, jika tidak, maka UU tersebut batal;
Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau per
aturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, ter
utama jika diperintah oleh peraturan perundang-undangan
tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk
ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan pe
rundang-undangan tersebut. Misalnya jika UUD 1945 atau
UU terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh
UU, maka dalam bentuk UU hal itu diatur. Jika kemudian

'Mr dalam bentuk lain, misalnya Keputusan Presiden,
putusan Presiden itu dapat dibatalkan;

2)

19

1

kai

1 • ''3_fl111 W6

^oriandi Zuhir dan Annalisa Yahanan, 2009,
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4)

mm

Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Jika tata cara ter
tentu tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-un
dangan tersebut batal demi hukunuatau tidak/belum memi
liki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya, Peraturan
Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala
Daerah, kalau ada Peraturan Daerah tanpa mencantumkan
persetujuan DPRD, maka batal demi hukum.
Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perun
dang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu UU
tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan
UUD.33

g§§S

Terkait dengan keberlakuan hukum secara yuridis, maka perlu
dikemukakan pemahaman hukum dari beberapa ahli hukum, yaitu:

1) Hans Kelsen memahami bahwa setiap norma hukum harus
berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya;

2) W. Zevenbergen memahami bahwa setiap norma hukum
harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya;

3) Logemann memahami bahwa norma hukum mengikac jika
menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa)
antara satu kondisi dengan akibatnya.34

Agar dapat berlaku secara yuridis, maka norma-norma hukum
HKI, termasuk hukum perlindungan varietas tanaman dan hukum
paten, harus memiliki kualifikasi sebagai "peraturan perundang-
undangan yang baik" sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli hu
kum (utamanya ahli ilmu perundang-undangan) di atas. Selain itu itu,
norma-norma hukum HKI yang diformulasikan peraturanperundang-
undangan juga harus mengandung asas-asas hukum materi muatan se
bagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu:

33 Bagir Manan, 1992, Op. Cit., him. 14-15.
34 Pemahaman hukum Hans Kelsen, W. Zevenberger, dan Logemann terse

but dikutip dari Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993,
Perihal Kaidah Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 88-89.
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•I 1 1. Pengayoman, artinya materi muatan peraturan perundang-
undangan tentang HKI harus berfungsi memberikan per-

,.;r, Jjndungan untuk menciptakan ketentraman.masyarakat;
2. Kemanusiaan, artinya materi muatan peraturan perundang-

undangan tentang HKI harus mencerminkan perlindungan
dan penghormatan hak asasi manusiaserta harkat dan mar-
tabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional;

3. Kebangsaan, artinya.materi muatan peraturan perundang-
undangan tentang HKi harus mencerminkan sifat dan watak

. bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prin-
sip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Kekeluargaan, artinya materi muatan peraturan perundang-
undangan tentang HKI harus mencerminkan musyawarah
untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputus-
an yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan;

5. Kenusantaraan, artinya materi muatan peraturan perundang-
undangan tentang HKI senantiasa memperhatikan kepentin
gan seluruh wilayah Indonesia, dan bagian dari sistem hukum
nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945;

6. Bhineka Tunggal Ika, artinya materi muatan peraturan perun
dang-undangan tentang HKI harus memperhatikan keraga-
man penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus
daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, ber
bangsa dan bernegara;

7. Keadilan, artinya materi muatan peraturan perundang-un
dangan tentang HKI harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara;

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, arti
nya materi muatan peraturan perundang-undangan tentang
HKI tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan war
ga negara atau penduduk berdasarkan latar belakang, antara
lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

9. Ketertiban dan kepastian hukum, artinya materi muatan
peraturan perundang-undangan tentang HKI harus dapat

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
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.

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan
kepastian hukum;

10. Keseimbangaa, keserasian, dan keselarasan, artinya materi
muatan peraturan perundang-undangan tentang HKI harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
antara kepentingan-kepentingan individu, masyarakat serta
kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Norma-norma hukum HKI yang diformulasikan dalam per
aturan perundang-undangan di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan
dari tuntutan dan sekaligus sebagai konsekuensi Indonesia sebagai
negara penandatangan Perjanjian WTO dan telah meratifikasinya
dengan Undang Nomor 7 tahun 1994. Perjanjian WTO (Agreement
on Establishing the World Trade Organization) yang disepakati oleh
negara-negara peserta pada tanggal 15April 1994, khususnya Perjan
jian TRIPs (Trade Related Aspects ofIntellectual Property Rights Agree
ment) sebagai lampirannya didorong oleh semangathukum memben
tuk standardisasi hukum perlindungan hak milik intelektual dalam
perdagangan intemasional, yang diharapkan mampu menumbuhkan
kepercayaan asing terhadap sistem hukum negara-negara penandatan
gan dan peratifikasi perjanjian WTO.

Perjanjian WTO yang di dalamnya juga memuat TRIPs, meng-
haruskan Indonesia melakukan harmonisasi peraturan perundang-
undangan tentang HKI dengan Pasal 42 TRIPs,35 yang mengatur,

35 Legislasi hukum nasional tentang HKI merupakan satu di antara beberapa lang-
kah harmonisasi hukum yang dipersyaratkan oleh Pasal 42 TRIPs. Cermati Syah-
min A.K., "Analisis Yuridis mengenai Pengaturan, Perlindungan dan Penegakan
Hukum HakI dalam Sistem WTO", Simbur Cahaya, No. 33, Tahun XII, Januari
2007, Indralaya-Palembang: FH Universitas Sriwijaya, him. 401. Pemenuhan ke-
wajiban perjanjian intemasional (Perjanjian TRIPs) merupakan kebijakan pem-
berlakuan undang-undang di bidang ekonomi, termasuk HKI di Indonesia, yang
menjadikan substansi undang-undang bidang HKI setaraf dengan negara maju
dan selaras dengan norma intemasional. Cermati Hikmahanto Juwana, "Politik
Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis,
Vol. 23, No. 2, Tahun 2004, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis'
him. 57.
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antara lain, perlindungan varietas tanaman dan paten, yang dihasilkan
atau sebagai produk dari proses rekayasa genetika.

c. Keberlakuan Hukum secara Sosiologis
Keberlakuan hukum secara sosiologis mendasarkan pada pema

haman. bahwa dengan dasar sosiologis hukum yang dibentuk-dan di
terima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.36

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menegaskan dua
landasan teoretis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu norma hu
kum, yaitu:

1) Teori kekuasaan, yang memahami bahwa secara sosiologis
norma hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas
diterima atau tidak oleh masyarakat;

2) Teori pengakuan, yang memahami bahwa secara sosiolo
gis norma hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari
masyarakat tempat hukum itu berlaku.37

Menurut Bagir Manan, dasar sosiologis artinya mencerminkan
kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat industri,
hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam
masyarakat industri tersebut. Dengan ini diharapkan peraturan pe
rundang-undangan dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan
berlaku efektif serta tidak memerlukan pengarahan institusional un
tuk melaksanakannya.38

Lebih lanjut, Bagi Manan menjelaskan bahwa kenyataan yang
hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis, harus termasuk di
dalamnya harapan-harapanmasyarakat, karena tanpa hal tersebutper
aturan perundang-undangan hanya bersifat sebagai perekam keadaan
seketika yang mengakibatkan hukum akan tertinggal dari dinamika

- irtasyarakat. Hal ini akan bertentangan dengan sisi lain dari peraturan
•%perundang-undangan yang diharapkan akan mengarahkan perkem-
ttferigan masyarakat.39 •-•_-#r-

Hukum yangberlakusecara sosiologis menghendakikeberlakuan
norma-norma hukum HKI yang diformulasikan dalam peraturan per-

±tindang-undangan tidak-dipaksakan oleh penguasa, melainkan diakui
diterima oleh masyarakat, karena substansinya sesuai dengan ber-
i kebutuhan masyarakat yang dalam realitanya senantiasa men-

lami perkembangan. Oleh karena itu, pemberlakuan hukum HKI
SEarus senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat.
Bpb:- Menurut Bruggink, aturan hukum dinilai memiliki keberlakuan
- 'iaktual/empiris apabila memenuhi dua unsur, yaitu: pertama, jika se-
' cara nyata aturan hukum itu dipatuhi oleh masyarakat yang diatur

v:.dalam aturan hukum itu; dan kedua, jika secara nyata aturan hukum
Hp: ditegakkan oleh aparat yang diberikan kewenangan untuk itu.

'" :dua kriteria tersebutharusdapat dipenuhi olehsuatu aturan hukum
ituk dapat dinilai bahwa aturan hukum itu berlaku secara efektif.40
i, keberlakuan secara sosiologis norma-norma hukum HKI yang
iprmulasikan dalam peraturan perundang-undangan, dalam faktan-
membutuhkan adanya kepatuhan hukum masyarakat, dalam arti
igakuan, penerimaan dan pelaksanaan hukumnya oleh masyarakat,

kepatuhan hukum aparatpenegak hukum, dalam arti pengakuan,
g|enerimaan dan penegakan hukumnya oleh aparat penegak hukum,

ifiB(ca terjadi ketidakpatuhan hukum oleh masyarakat.

idi,

||p- Agar hukum dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat,
<a hukum harus responssif. Tatanan hukum yang responssif dike-

.Ataukakan oleh Nonet dan Selznick menghendaki hukum dapat ber-
ifuhgsi sebagai alat atau sarana untuk menggapai berbagai kebutu-
pjan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat berfungsi demikian,

•mikum haruslah fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional, serta

36 Muhammad Syaifuddin, Mada Apriandi Zuhir dan Annalisa Yahanan,
2009, Op. Cit., him. 54.

37 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Op. Cit., him. 91-92.
38 Bagir Manan, 1992, Op. Cit., him. 15.
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39 Ibid., him. 16.

40 J.J.H. Bruggink, 1996, Refleksi tentang Hukum, Terjemahan oleh Ber
nard Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 147-153.
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mengedepankan keadilan substantif ketimbang keadilan prosedural.41
Di samping itu, hukum juga dituntut untuk peka terhadap segala ben
tuk perkembangan masyarakat, sehingga huku.nj-dapatmenyesuaikan
diri dengan perkembangan itu. Penyesuaian hukum terhadap perkem
bangan masyarakat ini bermakna bahwa hukum bukan suatu institusi
yang telah final, melainkan hukum merupakan institusi yang dalam
proses untuk menjadi, hal ini sebagaimana dilukiskan oleh Satjipto
Rahardjo bahwa "Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus
membangun dan mengubah dirinya menuju ke tingkat kesempurnaan
yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan tersebut dapat diverifikasi
ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada
rakyat, dan Iain-lain". Menurutnya inilah hakikat atau esensi hukum
yang selalu dalam proses menjadi.42

Upaya lebih konkrit agar peraturan perundang-undangan seba
gai hukum yang dibentuk menjadi efektif dalam masyarakat, adalah
mengidentifikasi, menjelaskan dan memperhatikan dasar sosial hu
kum, yang letaknya tidak lain ialah di dalam masyarakat itu sendiri.

Dasar sosial hukum bermakna sebagai landasan terbentuknya
hukum yang berakar dari kehidupan masyarakat, secara sederhana
diartikan sebagai sebab-sebab sosial bagi terbentuknya hukum. Da
lam hal ini Frederich Carl von Savigny dan Graham Summer mene-
kankan bahwa jika hukum mengabaikan sistem sosial, maka hukum
tidak akan sensitif atau akan terjadi intensitas produk hukum yang
berakibat terhadap ketidakefektifan produk tersebut, demikian kata
Summer. Sedangkan Savigny dengan kalimat berbeda tetapi memiliki
maksiid yanp sama denpan Summer menparakan hahwa hnknm 4__ng_

mengabaikan akar sosialnya akan berakibat terhadap berhentinya per
tumbuhan proses alamiah di dalam masyarakat. Baginya hukum ada
lah suatu prosesekspresi penting di dalammasyarakat dan merupakan
gagasan yang sangat mistis, ia mencerminkan keseluruhan pandangan

41 Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, Beberapa Aspek Sosioolgi Hukum,
Alumni, Bandung, him. 97.

42 Mahmud Kusuma, 2009, Mcnyelami Semangat Hukum ProgresifTerapi Pradig-
matik bagi Lemahnya Hukum Indonesia, antonyLib-Indonesia, Yogyakarta, him.
32-33.
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Bjiidaya dan hanya dapat dipahami sebagai fenomena sosial dalam per-
illektif sejarah masyarakat di mana hukum tersebut berada.43
§b Pemberlakuan hukum secara sosiologis mengarahkan 'n'o^rna-

Jfiorma hukum HKI yang diformulasikan dalam peraturan perundang-
Siridangan mempunyai dasar sosial hukum yang terletak dan berakar
RjJEa senantiasa mengalami proses pertumbuhan secara alamiah sesuai
ijgjigan perkembangan budaya hukum di dalam masyarakat, sehingga

lpu merespons berbagai kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Relasi, Persamaan dan Perbedaan antara Hukum dan
H?: Moral
Ijjr Para pemikir hukum alam, yang bermula pada abad ke-17 dan
Jabad ke-18, menjelaskan bahwa manusia dituntut oleh suatu asas
Ejjshwa ia adalah bagian dari hukum alam dan sebagai makhluk yang
:-rasional dan cerdas ia bertindak sesuai dengan keinginan-keinginan-
gya (desires) dan gerak-gerak hatinya (impulse). Manusia adalah agen
Sting merdeka (free agent) dan oleh karena itu adalah wajar untuk
Ijfdak terikat yang sama wajarnya dengan terikat (that is just as natural
W&be unbound as it is to be bound). Tingkah laku didasarkan atas pe-
g&kiran ini menciptakan aturan dan ketentuan yang diperlukan bagi
Jpktu masyarakat yang baik. Asas moral dan asas keadilan berada di

is semua aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh
fena itu, peraturan perundang-undangan dan dekrit raja yang tidak

plan dengan hukum alam tidak sah.44
Manusia, menurut para pemikir hukum alam, mempunyai ke

mm J £- J —•

gfierdekaan yang mampu berfikir rasional, sehingga cerdas dalam
Pjerperilaku, namun tetap dituntun oleh hati nuraninya yang meng
hendaki kebaikan dalam berperilaku. kecerdasan pikiran dan kebai-

43

44

Roger Contterrell, 2004, The Sociology ofLaw: An Introduction, Butterworths,
London, Terjemahan oleh Nurulia Yusron, 2012, Sosiologi Hukum, Nusa Me
dia, Bandung, him. 28-30.
Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang
Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut
Bankir Indonesia, Jakarta, him. 19.
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kan hati nurani manusia itulah yang merupakan landasan moralitas
bagi masyarakat dalam menentukan isi hukum. Oleh karena itu, hu
kum yang tidak berlandaskari dan. tidak berisi moralitas, maka tidak
sah atau tidak dapat dikualifikasi sebagai hukum, meskipun dibentuk
oleh penguasa yang sah.

Kant menegaskan bahwa hukum adalah keseluruhan kondisi
mana kehendak yang sewenang-wenang dari individu dapat

digabungkan dengan kehendak yang lain dalam ruang lingkup suatu
hukum kebebasan.45 Terkait dengan pemikiran Kan tersebut, Fichte
menjelaskan bahwa hubungan-hubungan hukum antarpribadi, yang
secara timbal balik mengatur pengakuan dan definisi dari kebebasan
masing-masing atas dasar individualitas yang bebas dalam menentu
kan pilihan nilai-nilai pandangan hidupnya, yang tidak terlepas dari
nilai moralitas, di sisi lain hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai
yang baik, disepakati, dijunjung tinggi dan ditaati oleh sejumlah besar
manusia, sehingga menjadi pedoman/norma perilaku dalam pergaul
an hidup manusia. Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara
moral dan hukum, bahwa konsep kewajiban hukum itu secara orisinal
merupakan konsep khusus dari moral tentang apa yang seharusnya
dilakukan atau tidak dilakukan. Oleh karena itu, ada kewajiban moral
untuk menghormati kemerdekaan orang lain secara mutlak, di mana
kewajiban untuk melakukan hal demikian bergantung asas resiprosi-
tas.46

Hukum yang mengandung moral berarti hukum memuat gam
baran tentang keadaan kehidupan kemasyarakatan yang di dalamnya
terdapat resultan atau titik temu berbagai kehendak (kepentingan)
dari individu-individu dalam masyarakat, terutama kehendak untuk
hidup dalam ketertiban dan kehendak untuk hidup dalam kebebasan,
yang menimbulkan kewajiban moral bagi tiap-tiap individu untuk
menghormati satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

45 Kant, dalam W. Friedmann, 1990, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis
&Problema Keadilan (Susunan II), Terjemahan oleh Muhamad Arifin, Rajawaii
_cess, Jakarta, him. 3.

• dalam Ibid., him. 6.
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Apabila ditinjau dari dasar hukum dan moral, dapatlah ditemu-
bahwa antara keduanya mempunyai dasar yang sama, yaitu hu-

m alam atau hukum kodrat. Dalam hukum^alam ditemukan dialek-
antara hukum dan moral. Dialektika adalah suatu penyesuaian

,g terjadi yang dimulai dari suatu tesis. Tesis ini mengakibatkan
ititesis. Tesis dan antitesis ini akan menghasilkan sintesis. Periode
kesis, antitesis dan sintesis-akan terus-menerus berlangsung sampai

sintesis yang terakhir dan sempurna. Pada dasarnya musyawarah
ihik mendapatkan keputusan yang terakhir adalah proses yang ter-
i secara dialektis.47

Apabila diterapkan teori dialektika pada hukum dan moral,
dapat ditegaskan sebagai tesis adalah hukum alam yang ada

manusia yang diatur oleh moral. Moral mengatur segala segi
lupan manusia, baik kehidupan individu maupun kehidupan so

cial, kehidupan lahir dan batin. Sebagai antitesis, adalah hukum yang
Ijibentuk oleh para ahli hukum dan para anggota perwakilan rakyat,
jttirta para ahli yang lainnya, yang harus selalu ingat pada hukum alam.
pfakum yang akan disusun harus mengingat manusia sebagai manu
sia pribadi maupun manusia dalam masyarakat. Hukum yang diben
tuk harus pula mencakup tatanan hukum yang memberi kesempatan
jiada manusia untuk membangkitkan dirinya sebagai manusia. Apara-
|iir pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dalam
mengambil keputusan harus menjunjung tinggi hukum dalam men-
jalankan kewajiban mereka, maka yang mereka hadapi adalah manu
sia yang mempunyai hak asasi, manusia yang harus dihormati sebagai
laanusia. Sintesis yang diharapkan adalah terbentuknya manusia yang
mempunyai budi luhur, yang taat pada moral dan hukum, dalam ke
hidupan bermasyarakat dan bernegara.48

Dialektika antara hukum dengan moral berlangsung secara lin
ear dan multidimensi, sebagai berikut:

47 A. Gunawan Setiardja, 1990, Dialektika Hukum dan Moral, Kanisius,
Yogyakarta, him. 116.

48 Ibid.
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ngan ini. Hart menyebut posisi ini sebagai thecoreofgood sense dalam
teori hukum kodrat, meskipun dengan pengertian berbeda dari apa
yang dimaksudkan Thomas Aquinas, bapak teori hukum kodrat.53

Penganut teori hukum kodrat atau hukum alam (khususnya
Aquinas) memahami moral itu "inherent" atau mesti ada dalam hu
kum, sedangkan teori hukum positif memahami moral itu memang
ada dalam dan menjadi isi hukum, tetapi hanya "minimum content"
atau isi minimum saja.

Masuknya moralitas menjadi isi minimum hukum menurut Hart
adalah hal yang wajar, bahkan relevan. Menurut Hart terdapat berba
gai fakta natural dalam manusia yang membuat prinsip moral men
jadi penting atau tidak dapat diabaikan dalam pertimbangan hukum.
Fakta natural itu antara lain seperti kenyataan bahwa manusia rentan
dan mudah terancam bahaya; manusia kurang lebih sama dalam hal
kemampuan intelektual dan fisik; manusia memang tidak egoistis,
tetapi juga memiliki kemauan baik (good will) yang melihat ke depan
dan mengontrol dirinya; dan akhirnya, sumber daya yang dibutuhkan
manusia relatif terbatas. Fakta ini merupakan keterbatasan yang suka
atau tidak suka dialami manusia, yang dapat menimbulkan masalah
sosiai berupa ancaman bagi yang Iain.54

Dengan masuknya moralitas sebagai isi minimum hukum, Hart
membedakan dirinya dari sebagian penganut positivistik tentang hu
kum. Akan tetapi, tidak berarti Hart dengan sendirinya sama dengan
Thomas Aquinas, bapak teori hukum kodrat. Selain dengan kaum pos
itivistik lainnya, Hart juga berbeda dari Aquinas. Bagi Hart, masuknya
moralitas tidak menutup kemungkinan akan adanya hukum yangburuk
atau tidak adil. Dengan kata lain, bagi Hart, peraturan yang ditetap-
kan sebagai hukum harus tetap disebut riukum juga kalau ternyata
tidak adil. Adanya kemungkinan seperti ini juga tampaknya menjadi
alasan bagi Hart untuk memperkenalkan rule of change sebagai bagian
renting dalam sistem hukum. Dalam konteks keterbatasan manusia,

-•art, 1972, The Concept of Law, The English Language Book Society
'-University Press, London-Great Britain, him. 189-195.

n, Op. Cit., him. him. 155.
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gagasan rule of change mudah dipahami. Akan tetapi, Aquinas me-
negaskan posisi yang sebaliknya. Hukum harus adil; tanpa keadilan
hukum-tidak dapat disebut hukum. Validitas hukum pertama-tama,
demikian Aquinas, tergantung Dada validitas moral meskipun harus
diakui bahwa otoritas membuat hukum berada pada tangan negara.55

Kontradiksi antara pemikiran hukum Aquinas dengan Hart
hanya pada tataran keberlakuan hukum positif. Bagi Aquinas, hukum
positif tidak dapat diberlakukan, bahkan dianggap bukan hukum, jika
isinya bertentangan dengan moral, karena keabsahan hukum diten-
tukan oleh keabsahan moral. Sebaliknya, hukum positif, bagi Hart,
demi kepastian hukum tetap berlaku meskipun isinya bertentangan
dengan moral (misalnya norma-norma hukumnya tidak adil, diskrimi-
natif, melanggar hak asasi manusia, dll.). Namun, demi keadilan dan
kemanfaatan, maka hukum positif yang bertentangan dengan moral
tersebut harus lakukan perubahan agar tidak lagi bertentangan dengan
moral.

Meskipun menghargai posisi Hart, argumen Hart tentang re-
levansi hukum menurut Golding justru menempatkan hukum pada
posisi hipotetis, bukan eksistensial. Karena itu, Aquinas lebih radikal
daripada Hart.56 Ketika memasukkan moralitas sebagai isi minimum
phukum, Hart sebetulnya berangkat dari asumsi bahwa hidup bersama
prang lain merupakan salah satu tujuan bersama manusia. Masyarakat
Bagi Hart bukan kelompok bunuh diri. Manusia sebagai anggota
masyarakat memiliki kemampuan untuk tidak merugikan satu sama
Jain atau sekurang-kurangnya selalu memperhitungkan pihak Iain da-
Jam mengusahakan kepentingannya. Asumsi ini berangkat dari per
timbangan populer bahwa dunia manusia adalah duniabersama orang
iain. Karena itu, tanpa harus memaksakan konsep koeksistensi etis,57
pada pemikiran Hart, dapat dikatakan bahwa dunia hanya dapat di-

55 Ibid., him. 157.

56 P. Martin Golding, 1990, Philosophy ofLaw, Princeton Hall, Inc., Engle-
wood, New Jersey, him. 34-36.

57 Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius,
Yogyakarta, him. 61-64.
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hidupi dan memberi makna bagi manusia kalau koeksistensi manusia
diterima dan diakui. Di sini prinsip keadilan menjadi penting karena
dalam berada-bersama^orang lain gesekan kepentingan suht dihindan,
Hukum yang mengabaikan nilai keadilan tidak akan cukup efektif se
bagai alat kontrol sosial.58

Tuntutan Aquinas bahwa hukum harus disesuaikan dengan mo
ralitas masyarakat pasti tidak berlebihan. Masalah moral dan juga
masalah hukum pastilah berkaitan dengan kondisi sosial yang dapat
diterima masyarakat. Penurunan tingkat kekerasan dan kontrol ter
hadap kekerasan antarmanusia, distribusi resources, prinsip kekayaan
dan kepemilikan, dan sebagainya, adalah masalah sosial yang juga
perhatian moral. Apa yang disebut problem moral selalu melibatkan
kepentingan vital yang harus dimiliki manusia sebagai makhluk so
sial Karena itu, secara moral juga beralasan untuk tidak melepaskan
kepentingan itu baik dari sisi hukum maupun dari sisi moral. Dengan
demikian, sejauh moral memiliki dimensi sosial, keterkaitannya de
ngan hukum tidak dapat diabaikan.59

Penting bahwa hukum dikembangkan selaras dengan konsep atau
gagasan khas masyarakat tentang manusia dan lingkungannya. Dan
perspektif ini, memasukkan konsep hukum kodrat tentang nilai moral
dalam sistem hukum menjadi penting. Posisi radikal Aquinas dapat
dipahami terutama kalau ditempatkan dalam pandangannya tentang
esensi manusia. Bagi Aquinas, esensi manusia sudah ditentukan oleh
"partisipasi hukum abadi dalam ciptaan rasional (manusia)". Dalam
arti ini, kodrat manusia bersifat tetap dan tidak berubah, posisi yang
ditolak oleh para penganut teori hukum kodrat kontemporer.60 Philip
Selznick misalnya, mengambil posisi berseberangan dengan Aquinas.
Sebagaimana dikutip Golding, Selznick berpendapat bahwa prinsip
hukum kodrat harus dilihat sebagai hipotesis yang terbuka untuk ditin-
jau kembali sesuai dengan perkembangan. Adanya semacam kesatuan
psikis manusia dan hal-hal universal transkultural yang membuat kita

58 Andre Ata Ujan, Op. Cit., him. 157-158.
59 G. Jeffrie Murphy &L Jules Coleman, Op. Cit., him. 68-70.
60 Andre Ata Ujan, Op. Cit., him. 159.
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• percaya bahwa hukum kodrat berlaku umum tidak harus membuat
Icita memperlakukan prinsip hukum kodrat secara dogmatis.61

Memperhatikan penjelasan relasi hukum dan moral sebagaimana1
diuraikan di atas, maka dapat diperoleh pemahaman, yaitu: pertatna,
hukum harus mengandungmoralyang mengatur segala segi kehidupan
manusia, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial, kehidup
an lahir dan batin. Selain itu, hukum harus pula mencakup tatanan hu

ll kum yang memberi kesempatan pada manusia untuk membangkitkan
dirinya sebagai manusia, supaya terbentuk manusia yang mempunyai
budi luhur, yang taat pada moral dan hukum, dalam kehidupan ber
masyarakat dan bernegara; kedua, hukum tidak dapat dilepaskan dari
prinsip moral yang berperan sebagai batu uji kritis terhadap hukum
yang berlaku dan eksistensi hukum ikut ditentukan paling sedikit oleh
isi minimum hukum yang bersumber dari prinsip moral yang berang
kat dari asumsi bahwa hidup bersama orang lain merupakan satu di-
antara beberapa tujuan bersama manusia yang penting, karena dalam
berada-bersama-orang lain gesekan kepentingan sulit dihindari.

Menurut Drijarkara, faktor yang penting bagi manusia untuk
menjadi manusia susila adalah adanya kesadaran moral yang dapat
direalisasikan dalam tingkah laku sehari-hari. Kesadaran moral ini,
kesadaran untuk bertingkah laku baik, tidak hanya kalau berhadapan
dengan orang lain saja, tetapi berlaku terus-menerus tanpa kehadiran
orang lain. Kesadaran ini berdasarkan pada nilai-nilai yang fundamen
tal dan sangat mendalam. Dengan demikian, tingkah laku yang baik
berdasar pada otoritas kesadaran pribadi dan bukan atas pengaruh
dari luar diri manusia. Dasar ini terletak pada kodrat manusia.62

Moral atau kesusilaan menurut Abdul Ghofur Anshori adalah
nilai sebenarnya bagi manusia, satu-satunya nilai yang betul-betul da
pat disebut nilai bagi manusia. Dengan kata lain, moral atau kesusi
laan adalah kesempurnaan manusia sebagai manusia atau kesusilaan
tuntutan kodrat manusia. Moral atau kesusilaan adalah perkemba
ngan manusia yang sebenarnya. Dalam kehidupan sosial, moralitas

61 P. Martin Golding, Op. Cit., him. 35-36.
62 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., him. 73.
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menuntut suatu kehidupan tertentu, sehingga dapat dikatakan morali
tas itu merupakan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat dari
•masyarakat untuk anggota masyarakat itu.63 .-•>••<*

Pentingnya moral bagi manusia sebagaimana dijelaskan oleh
Abdul Ghofur Anshori di atas, mengembangkan pemahaman bahwa
eksistensi moral merupakan eksistensi manusia, sebaliknya tidak ek-
sistensinya moral merupakan tidak eksistensinya manusia. Esensinya,
manusia tidak eksis tanpa moral. Oleh karena itu, bermoral (berupaya
agar manusia mempunyai moral) merupakan kewajiban eksistensial
manusia.

Menurut Immanuel Kant, ada dua macam kewajiban, yaitu ke
wajiban terhadap hukum dan kewajiban terhadap moral. Kewajiban
terhadap hukum dilaksanakan karena ada hukum yang datang dari
luar pribadi manusia, sedangkan kewajiban terhadap moral, yang
tidak tunduk pada hukum dari luar pribadi manusia, melainkan tun-
duk pada hukum dari dalam manusia, menuju tujuan sekaligus men
jadi kewajiban. Menurut Kant, ada perbedaan antara hukum dan
moral. Sah menurut hukum, belum tentu sah menurut moral. Sah
menurut hukum, yang oleh Kant dinamakan legalitat atau gesetzmae-
gkeit, adalah suatu tindakan yang mempunyai kesesuaian atau tidak
kesesuaian dengan hukum lahiriah. Akan tetapi, tindakan tersebut
belum dapat dikatakan mempunyai nilai moral, karena tindakan itu
dapat dipengaruhi oleh keinginan, meskipun merupakan dorongan
batin, misalnya rasa belas kasihan, rasa takut atau ingin mendapatkan
keuntungan. Meskipun tindakan itu baik, namun masih ada motivasi
tertentu, masih ada "pamrih", maka tindakan ini belum dapat dika
takan bernilai moral. Perlu dicatat bahwa tindakan yang belum mem
punyai nilai moral, tidak berarti amoral atau bertentangan dengan
moral. Tindakan semacam ini oleh Kant dinamakan legalitas, yaitu
sesuai dengan hukum. Suatu tindakan bernilai moral apabila tindakan
tersebut dilaksanakan karena orang merasa wajib dan karena adanya
kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Juga tidak karena adanya

63 N. Drijarkara, 1966, Pertjikan Filsafat, Pembangunan, Djakarta, him.
25.
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lekanan dari luar ataupun karena adanya keinginan tertentu. Inilah
__wang dinamakan oleh Kant sebagai moralitas.64

"Masing-masing anggota masyarakat adalah-manusra-, yang-menu-
i'rut A. Gunawan Setiardja, manusia itu mempunyai tujuan akhir ob-

jektif dan tujuan akhir subjektif. Tujuan akhir objektif adalah sama
Juntuk semua orang, yaitu Tuhan sebagai pencipta, sedangkan tujuan

Kakhirsubjektif adalah penyempurnaan diri manusia sebagai manusia.65
^"Drijarkara menegaskan bahwa manusia barulah manusia apabila ia
^melaksanakan kewajibannya. Wajib itu bukan paksaan, karena datang
Ifdari dalam diri manusia, bukan dari luar diri manusia. Perkembangan
?manusia yang sesungguhnya adalah moral. Untuk itu, diperlukan niat

untuk berbuat baik dan siap sedia untuk kebaikan. Dengan niat ma
nusia siap menghadapi peraturan moral yang meliputi dan melingkupi
hidup manusia. Oleh karena itu, hukum moral adalah hukum kodrat

| manusia, yang menentukan rohani. Manusia adalah pribadi rohani.
Dengan demikian, hukum moral disebut sebagai hukum kodrat atau
hukum alam.66

Selanjutnya, apakah perbedaan moral dan hukum? Menurut Im
manuel Kant, norma moral menimbulkan sikap "moralitat", yakni
penyesuaian diri dengan kewajiban batin, di sini hati nurani menjadi

I motivasi yang sebenarnya dari kelakuan dan tindakan. Norma hukum
menimbulkan sikap "legalitat", yakni penyesuaian diri dengan apa
yang telah ditentukan dalam undang-undang.67

Norma-norma moral dan norma-norma hukum memang ber
beda, tetapi keduanya memiliki hubungan yang erat satu sama lain.
Immanuel.Kant menjelaskan hubungan antara moral dan hukum de
ngan menyatakanbahwa pembentukan hukum sebenarnya merupakan
bagian tuntutan moral (imperatifkategoris) yang dialami manusia dan

64 Endang Darni Asdi, "Implikasi Teori-teori Moral pada Hukum", Pidato
Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yo
gyakarta, 1998, him. 22.

65 A. Gunawan Setiardja, Op. Cit., him. 92.
66 N. Drijarkara, Op. Cit., him. 9-30.
67 Immanuel Kant, dalam Theo Huijbers, Op. Cit., him. 66.
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hidupnya. Imperatif itu mengharuskan orang untuk mengatur hidup
bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral, sehingga terbentuklah
undang-undang yaps adil.6.8 ... .

Definisi hukum Kant memuat unsur etis, karena Kant men-
definisikan hukum adalah sejumlah syarat yang menjamin bahwa
kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan kehendak pribadi lain
menurut norma umum kebebasan (Das Recht ist...der lnbegriff der
Bedingungen, unter denendie Willkur des einen mit der Willkur des an-
deren nach einem allgmeinen Gesetze der Freihet Zusammen vereinigt
werden kann). Dari sini kita mengetahui bahwa tata hukum oleh Kant
diartikan sebagai buah sikap moral manusia.69

Hubungan antara moral dan hukum sebenarnya lebih erat lagi,
sebab perbedaan antara norma tersebut dalam tataran konseptual saja,
sedangkan dalam tataran praksis norma-norma yang merupakan nor
ma sopan santun misalnya, dapat menjadi norma hukum, demikian
juga dengan norma moral, juga dapat menjadi norma hukum. Bahkan
dengan norma moral menjadi norma hukum, ia akan menjadi efektif
keberlakuannya. Karenanya, kewajiban yang timbul akibat norma-
norma yuridis ada dua jenis, yaitu: (1) bersifat ekstern karena adanya
saksi, bersifat yuridis belaka; (2) bersifat intern atau moral, bersifat
etis-yuridis. Suatu norma hukum bersifat etis yuridis bila isinya me-
nyangkut nilai-nilai dasar hidup, sehingga dengan demikian kehendak.
yuridis merupakan bagian dari kehendak etis manusia.70

Adanya nilai etis pada hukum dapat dimengerti, jika diinsyafi
bahwa hukum merupakan salah satu hasil kegiatan manusia sebagai
ko-eksistensi etisnya. Memang benar bahwa hukum secara langsung
berasal dari kehendak yuridis, tetapi kehendak yuridis itu merupakan
bagian dari kehendak etis manusia untuk mengatur kehidupan ber
sama dalam segala relasi-relasinya. Supaya relasi-relasi itu baik dan
karenanya kehidupan manusia itu sendiri menjadi baik dan bahagia.71

68 Immanuel Kant, dalam Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., him. 78.
69 Immanuel Kant, dalam Theo Huijbers, Op. Cit., him. 67.
70 D. Scheltens &: Siregar, dalam Abdul Ghofur Anshori, him. 79.

Ibid.
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Menurut Fernan Van Neste, ada 4 unsur etis yang ada pada hukum,
I yaitu: (1) hukum mengatur relasi-relasi antara orang; (2) hukum me-
I masukkan timbal balik dalam •felasi-felasryang digalang; (3) hukum

menuntut kesetiaan pada janji; dan (4) hukum menciptakan kebe
basan.72

Menurut Franz Magnis Suseno, norma hukum merupakan him-
punan norma kelakuan manusia dalam masyarakat yang dapat ditun-

put pelaksanaannya dan pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh
-penguasa yang sah. Hukum hanya dapat menjadi lebih operatif dalam

I komunikasi dengan manusia lain. Hukum mengenai kelakuan dalam
masyarakat mengungkapkan bahwa hukum mengandaikan adanya
orang lain.73

Yang menjadi objek atau isi suatu norma hukum, menurut Mu
hammad Erwin, bukanlah suatu sikap batin, melainkan secara hakiki
mengenai tindakan lahiriah. Segi motivasi seorang pelaku pelangga-
ran hanya menjadi pertimbangan dalam menetapkan berat ringannya
sanksi. Jika dikatakan norma hukum menuntut ketaatan fisik dan da-

phm hal-hal lain tentu juga batiniah, ditinjau dari isinya norma-norma
:lainnya. Bila norma hukum melarang seseorang merampas milik orang
Bain secara tidak sah, maka larangan yang sama juga disuarakan oleh
rriorma-norma lainnya. Kalau begitu, perbedaannya bukan terletak
pada isi norma itu, melainkan pada bentuk dan cara penegakannya.74

Norma hukum harus dibentuk dalam suatu cara tertentu dan di-
tuangkan dalam format tertentu. Pendapat seorang ahli hukum dalam

>rsuatu buku misalnya belum dapat dikatakan sebagai norma hukum,
^karena belum memenuhi bentuk yang dipersyaratkan oleh norma.
*Lain halnya kalau ucapan itu kemudian dikutip oleh seorang hakim
Kan dimasukkannya ke dalam pertimbangan putusannya, Dapat dika
takan, ucapan ahli tadi telah mengalami transformasi daribentukdok-
trin menjadi putusan hakim. Doktrin di sini bukan merupakan norma

'}-:- 72

73

74

Fernand Van Neste, dalam Ibid.
Franz Magnis Suseno, Op.Cit., him. 69.
Muhamad Erwin, Op. Cit., him. 118-119.
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hukum, tetapi sumber hukum formal. Adapun putusan hakim, adalah
sumber hukum formal sekaligus norma hukum.75

Selanjutnya, dalam hal penegakannya, nonma_ hukum mendapat
dukungan dari kekuatan negara. Penguasa negara yangsah wajib men-
jamin keberlakuan norma hukum itu, baik terhadap individu mau
pun masyarakat keseluruhannya. Hukum tanpa dukungan kekuasaan
hanya akan menjadi kata-kata mati. Sekalipun demikian, kekuatan
ini pun tidak boleh sewenang-wenang tanpa batas. Hukum pula yang
membatasi penerapan kekuasaan negara itu.76

Endang Daruni Asdi menjelaskan perbedaan dan persamaan
antara hukum dan moral. Perbedaan antara hukum dan moral terle
tak pada tujuannya. Hukum bertujuan untuk membentuk ketertiban
dalam masyarakat, sedangkan moral bertujuan untuk membentuk pri
badi setiap individu. Di samping itu, hukumdituangkan dalam bentuk
tertulis, sehingga dapat diketahui dengan jelas dan bersifat objektif. Di
pihak lain, norma-norma moral bersifat subjektif dan individual. Per
bedaan lainnya adalah hukum dapat dipaksakan dan memberi sanksi
pada orang yang melanggarnya, sedangkan norma-norma moral tidak
dipaksakan, karena perbuatan susila menyangkut perbuatan yang ber
sifat rohaniah. Pemaksaan mungkin dapat menyebabkan transaksi-
nya batin seseorang. Tindakan moral atau tindakan untuk bertingkah
laku baik seolah-olah tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan
apapun terhadap manusia, karena tindakan moral itu tergantung pada
kesadaran pribadi, tergantungpada suara batin setiap individu. Sanksi
yang diterapkan pada pelanggaran moral adalah sanksi yang mung
kin berbentuk penyesalan diri. Orang akan menyesal, karena telah
berbuat kesalahan, seolah-olah ada suara dalam dirinya dan batinnya
yang memberikan peringatan.77

Lebih lanjut, EndangDaruni Asdi menjelaskan bahwaantara hu
kum dan moral, di samping ada perbedaannya, juga ada kesamaannya.

"•WSSM58KSS :-'• WBS

75 Ibid, \ 19.
16 Ibid.
11 Endang Daruni Asdi, 1990, hnperatif Kategoris dalam Filsafat Moral

Immanuel Kant, Lukman Offset, Yogyakarta, him. 17-18.
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Hukum dan moral mempunyai persamaan dalam pengetahuan per
buatan manusia. Hukum mengatur perbuatan manusia sesuai dengan
pengaturan, yang berlaku yang ditetapkan oleh penguasa^tau^negara
dengan tujuan kesejahteraan dalam masyarakat, memberi perlindu
ngan dan keamanan, sedangkan moral juga merupakan peraturan-
peraturan yang mengatur perbuatan manusia ditinjau dari perilaku
baik dan buruk. Tujuan moral adalah peningkatan manusia sebagai

ianusia. Kedua peraturan manusia untuk menaati hukum dan juga
^nenaati moral. Wajib hukum adalah wajib yang datang dari luar diri
Ifcianusia, dan wajib moral adalah wajib yang datang dari dalam diri
manusia.78

Memperhatikan penjelasan tentang persamaan antara hukum
dengan moral sebagai diuraikan di atas, maka dapat diperoleh dan
dikembangkan pemahaman sebagai berikut:

1) Ditinjau dari segi substansinya, baik moral maupun hukum
secara substansial memuat patokan normatif bagi manusia
dalam berperilaku atau bersikap tindak dalam hubungannya
dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat
dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa da
lam kehidupan beragama.

2) Ditinjau dari segi fungsinya, baik moral maupun hukum se
cara fungsional membentuk manusia dengan karakter ber
budi pekerti luhur dalam bermasyarakat dan beragama.

Selanjutnya, memperhatikan penjelasan tentang perbedaan antara
jiikum dengan moral sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat
Jiperoleh dan dikembangkan pemahaman sebagai berikut:

1) Ditinjau dari segi sumber, hukum bersumber dari luar ma
nusia (heteronomi), dalam arti sumber hukum materil dan
formilnya telah ditetapkan oleh negara, sedangkan moral
bersumber dari dalam diri manusia (otonomi) yang disepa
kati dalam masyarakat dan diarahkan oleh Tuhan yang Maha
Kuasa sebagai mengatur hukum alam (teonomi).

78 Ibid., him. 19.
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2) Ditinjau dari segi tujuan, hukum mengatur perilaku atau
sikap tindak manusia sebagai warga negara dalam kehidup
an bernegaray-sedangkan moral mengatur perilaku^.atau
sikap tindak manusia sebagai manusia dalam kehidupan ber
masyarakat dan beragama.

3) Ditinjau dari segi wujud, hukum berwujud norma-norma
yang formulasikan dalam bentuk pasal-pasal dalam peraturan
perundang-undangan, sedangkan moral berwujud norma-
norma yang tidak diformulasikan dalam bentuk pasal-pasal
dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dalam
bentuk norma-norma yang dominan tidak tertulis (nonscrip-
tum) tetapi senantiasa "hidup" (dalam arti diakui, dianut dan
dipatuhi) dalam masyarakat.

4) Ditinjau dari segi proses pembentukan, hukum dibentuk se
cara revolutif oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang
dibentuk oleh negara dan sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan oleh negara, sedangkan moral dibentuk secara
evolutif oleh masyarakat sesuai dengan tahapan yang diakui,
dianut dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Ini berarti
bahwa proses pembentukan hukum lebih cepat daripada
proses pembentukan moral.

5) Ditinjau dari segi kekuatan mengikat, hukum mempunyai
kekuatan mengikat secara yuridikal sepanjang telah diben
tuk sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan diun-
dangkan oleh lembaga yang berwenang yang dibentuk oleh
negara, sedangkan moral mempunyai kekuatan mengikat
secara etikal sepanjang telah diakui dan dipatuhi sebagai pa
tokan yang mengikat oleh masyarakat.

6) Ditinjau dari segi pelaksanaan, hukum dilaksanakan secara
lahiriah sehingga dapat dipaksakan, karena memuat sanksi
lahiriah yang dapat ditetapkan dan diterapkan oleh lembaga-
lembaga yang berwenang yang dibentuk oleh negara kepada
pelanggarnya, sedangkan moral dilaksanakan secara lahiriah
dan batiniah sehingga tidak dapat dipaksakan karena tidak
memuat sanksi lahiriah yang ditetapkan dan diterapkan oleh
masyarakat kepada pelanggarnya.
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7) Ditinjau dari segi sanksinya; hukum memuat sanksi lahiriah
yang secara yuridis telah ditetapkan oleh lembaga yang ber
wenang yang dibentuk oleh negara,-sedangkan moral me
muat sanksi batiniah yang secara kodrati timbul dalam diri
manusia itu sendiri berupa perasaan menyesal dan malu.

8) Ditinjau dari segi waktu dan tempat, hukum tergantung pada
waktu dan tempat, dalam arti dapat dibentuk, diubah dan di-
cabut oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang dibentuk
oleh negara dalam waktu yang relatif tidak lama dan pasti
(ada kepastian hukum) serta diberlakukan secara yuridis da
lam yurisdiksi negara tertentu saja, sedangkan moral tidak
dan tergantung pada waktu dan tempat, dalam arti dapat
dibentuk, diubah dan dicabut oleh masyarakat tetapi sulit
diprediksi atau dipastikan waktunya, serta moral juga dapat
berlaku secara universal di banyak tempat (tidak mengenai
batas wilayah keberlakuan yuridis, sehingga dapat melintas
batas negara).

Hukum yang mengatur tentang HKI mempunyai karakteristik
|ebagai "hukum" sebagaimana dipahami di atas, sedangkan moral yang
ferkandung dalam HKI memiliki karakteristik sebagai "moral" seba-
jjaimana diuraikan di atas. —

Ife*

EKSISTENSI DAN FUNGSI HUKUM TERHADAP
KONTROVERSI MORAL REKAYASA GENETIKA
Makna Kontroversi Moral dalam Hubungannya dengan
Eksistensi Hukum

Hukum pada hakikatnya merupakan norma, dan tiap-tiap nor
ma pasti mengandung nilai, maka sekilas segera terjawab bahwa isi
hukum adalah nilai. Nilai yang dimaksud di sini tidak lain sebenarnya
merupakan moral, atau dalam lingkup yang lebih luas, moralitas.79

79 Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Re-
fika Aditama, Bandung, him. 76-77.
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Nilai yang terkandung atau menjadi isi hukum adalah nilai-nilai
tentang perilaku atau sikap tindak manusia yang dianggap baik, yang

^.rdibolehkan atau diwajibkan oleh hukum^untuk-dilaksanakan dalam
kehidupan manusia itu sendiri (kehidupan pribadi) dan dalam hubu
ngannya dengan manusia lainnya yang disebut masyarakat (kehidu
pan antarpribadi). Sebaliknya, nilai-nilai tentang perilaku atau sikap
tindak manusia yang dianggap tidak baik juga dapat terkandung atau
menjadi isi hukum yang dilarang oleh hukum agar tidak dilaksanakan
dalam kehidupan manusia itu sendiri (kehidupan pribadi) dan dalam
hubungannya dengan manusia lainnya (kehidupan antarpribadi).

Moral adalah hasil penilaian tentang baik-buruk manusia seba
gai manusia. Pengertian manusia di sini baik secara pribadi (individu)
maupun secara kelompok (masyarakat). Penilaian di sini berarti suatu
tindakan memberi nilai atau meletakkan suatu kualitas tertentu terh
adap seseorang atau masyarakat. Sebagai suatu kompleks dari nilai-
nilai (sistem nilai) ataukumpulan moral, moralitas padadiri seseorang
atau suatu masyarakat digunakan dalam dua hal, yakni: pertama, se
bagai standar normatif evaluasi (normative standards of evaluation);
dan kedua, aturan normatif perilaku (normative rules of conduct).
Dari pengertian standar normatif evaluasi dan aturan normatif peri
laku, dapat disimpulkan bahwa yang pertama berkaitan dengan aktivi
tas menilai dalam arti proses, dan kedua dalam arti produk. Norma
hukum berisikan nilai-nilai, yaitu moralitas yang digunakan seorang
individu atau kelompok masyarakat dalam dua hal tersebut. Norma
hukum dapat digunakan untuk mengevaluasi sikap dan perilaku yang
pernah dibuat, atau untuk mengukur sikap dan perilaku tertentu yang
akan dilakukan.80 Moral dalam hukum dapat dipahami sebagai pros
es maupun produk. Sebagai proses, moral dalam hukum merupakan
proses melakukan tindakan evaluatif, yang dilanjutkan dengan tinda
kan korektif terhadap perilaku atau sikap tindak manusia dalam ke
hidupan individu (kehidupan pribadi) maupun kehidupan masyarakat
(kehidupan antarpribadi). Selanjutnya, sebagai produk, moral dalam
hukum berwujud norma-norma hukum positif standar yang menjadi

80 Muhamad Krwin, Op. Cit., him. 117.
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| patokan berperilaku atau bersikap tindak yang seharusnya dilakukan,
|boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan indi-
Ividu (kehidupan.pribadi) maupun kehidupan masyarakat^kehidupan
^antarpribadi).

Menurut Lili Tjahjadi, hanya makhluk yang mempunyai budi
IfipMa yang mampu melakukan tindakan moral, sebab hanya makhluk
jflpberbudilah yang mempunyai gagasan tentang hukum.81 Gagasan ten-

gang hukum yang dimaksud oleh Lili Tjahyadi tentulah gagasan yang
?ndatangkan kebaikan bagi manusia dalam berbagai status dan di-

;mensinya, karena dalam diri manusia secara eksistensial juga ada ga-
§|asan mendatangkan keburukan tentang hukum. Hukum yang ber-
gmoral harus dibentuk dengan cara (formal) dan isi (materil) yang baik.
Sebaliknya, hukum yang tidak bermoral harus dihindari, dengan cara

imenghilangkangagasan yang mendatangkan keburukan, untuk kemu-
pian menggantikannya dengan gagasan yang mendatangkan kebaikan,

shingga hukumnya menjadi bermoral.
Dikaji dari peranannya, hukum menurut Plato adalah suatu alat

ltuk mencegah gangguan terhadap ketertiban sosial.82 Pemikiran
Jiang sama juga dikemukakan oleh van Apeldoorn bahwa het recht
^irillde vrede (hukum menghendaki kedamaian), sedangkan kedamai-
Jfin itu sendiri tidak ada gangguan terhadap ketertiban dan tidak ada
fekangan terhadap kebebasan (artinya adaketentraman atau ketenan-
|gan pribadi).83

Dalil bahwa hanya makhluk yang mempunyai budi pekerti saja
mampu melakukan tindakan moral, menghasilkan dalil berikut-

iya bahwa manusia sebagai makhluk yang bermoral adalah manusia
lyang berbudi pekerti. Sebaliknya, manusia sebagai makhluk yang tidak
|§>ermoral adalah manusia yang tidak berbudi pekerti. Budi pekerti ma-
pusia sebagai refleksi moral itulah yang menentukan isi hukum yang

81 Lili Tjahjadi, 1991, Hukum dan Moral, Kanisius, Jakarta, him. 48.
82 Plato, dalam Soetikno, 1978, Filsafat Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, him

15.

83 van Apeldoorn, dalam Purnadi Purbacaraka, 1979, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan
Tata Hukum, Alumni, Bandung, him. 25.
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berfungsi sebagai sarana menjamin kebebasan dalam ketertiban dan
kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Norma, ddarrr%a1^WntTfma hukum, adalah sarana yang dipakai'
oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah lakuanggota masyarakat
pada saat mereka berhubungan satu sama lain. Ke mana norma itu
mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada
pada masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-
arah tersebut dan oleh karena itu dapat dilihat norma itu sebagai
pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk
mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan
dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang
ditolak. Tingkah laku yangdisetujui dan yang tidak itulah yang kemu
dian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma
hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian,84

Zevenbergermenegaskanbahwa norma hukum itu dalam dirinya
mengandung dua hal, yaitu: pertama, patokan nilai; dan kedua, pato
kan tingkah laku. Melalui patokan nilai, hukum menilai kehidupan
masyarakat, yaitu dengan menyatakan apayang dianggapnya baikdan
yang tidak baik. Dari penilaian ini kemudian dapat dibuat petunjuk
tentang tingkah laku atau perbuatan-perbuatan mana yang termasuk
ke dalam kategori harus dijalankan dan yang harus ditinggalkan. Jika
dipahami hukum sebagai perintah, itu berarti hanya memahami kan-
dungan hukum sebagai patokan atau norma tingkah laku.85

Lebih lanjut Zevenberger menjelaskan bahwa hukum itu me
ngandung norma penilaian terhadap kehidupan masyarakat. Apabila
dipahami bahwa hukum itumelakukan penilaian terhadap masyarakat,
maka sekaligus hukum itu memiliki patokan-patokan yang dipakai un
tuk melakukan penilaian tersebut. Patokan-patokan inilah yang mem
berikan dasar bagi hukum untuk mengeluarkan petunjuk-petunjuk
tentang tingkah laku, sehingga pemberian petunjuk itu tidak bersifat
semena-mena, melainkan ada nalarnya. Patokan-patokan untuk mem
berikan penilaian inimemberikan kesempatan untuk mengembangkan

84 Satjipto Rahardjo, Op. Cit., him. 30.
85 Zevenberger, dalam Ibid.
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lebih lanjut (pada masa yang akan datang) tingkah laku apalagi dan
fianalagi yang akan diatur. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa
Jengan memberikan patokan-patokan perrilaianMtu, masyarakat telah
ijjendorong hukumnya untuk bergerak atas kekuatan sendiri. Pato-
|__n-patokan penilaian itu tidak sekedar merupakan kumpulan dari

rmacam-macam penilaian, melainkan merupakan suatu kesatuan,
lgga disebut sebagai suatu sistem penilaian.86

Masyarakat melakukan penilaian terhadap hukum menggu-
moral sebagai sistem dan standar penilaiannya. Moral yang

jahami dan dianut oleh masyarakat pada kenyataannya berbeda-
, karena moral dimaksud mempunyai sumber yang berbeda-beda,

itara lain, moral yang bersumber dari agama dan moral yang ber-
__iber dari etika sosial yang diciptakan dan dikembangkan oleh war-
[-•inasyarakat yang mempunyai kemampuan menalar tentang nilai
jaikan (yang harus diikuti) dan nilai keburukan (yang harus dihin-
ri). Oleh karena itu, dapat saja terjadi, suatu norma hukum berisi-

moral yang sesuai dengan moral yang dipahami dan dianut oleh
agian warga masyarakat tertentu, tetapi sebaliknya suatu norma
im itu berisikan moral yang bertentangan dengan moral sebagian
ja masyarakat lainnya. Jika terjadi keadaan yang demikian itu, da-

fcdisebut telah terjadi kontroversi moral dalam hukum yang berlaku
Ismasyarakat.

Fungsi Hukum terhadap Kontroversi Moral Rekayasa
Genetika
Perbedaan pemahaman dan pendapat yang tajam tentang sub-

lsi hukum, dalam arti nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan
|rma-norma yang ditinjau dan dipahami dari sudut pandang moral
alam masyarakat mengakibatkan hukum mengandung kontroversi
jbral, karena sebagian warga masyarakat menilai substansinya ber

tentangan dengan moral, tetapi sebagian warga masyarakat lainnya

86 Ibid., him. 31.
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menilai substansinya masih sesuai dengan, moral dalam masyarakat
yang bersangkutan.

Terkait dengan kontroversi moral dala_rn, hukum HKI, khusus
nya hukum perlindungan varietas tanaman dah hukum paten yang
mengatur tentang rekayasa genetika, harus dipahami bahwa suatu re
kayasa genetika dapat bermanfaat positif bagi kehidupan masyarakat
di bidang-bidang: kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan dan in
dustri. Namun, sebaliknya, rekayasa genetika juga memiliki berbagai
permasalahan mendasar, misalnya agama Islam melarang penganut-
nya memakan babi, tetapi membolehkan penganutnya memakan sapi.
Lalu, timbul pertanyaan sehubungan dengan perkembangan rekayasa
genetika, bagaimana jika seekor sapi, gennya dicampur dengan gen
dari babi untuk mendapat suatu kualitas tertentu, jadi meskipun se
cara fisik ia adalah sapi, di dalam tubuhnya terdapat gen babi, apakah
hewan ini diharamkan atau dihalalkan? Tentunya hal ini akan me
nyebabkan benturan di antara ilmuwan dan para pemuka agama.
Selain itu, rekayasa genetika ternyata juga mendatangkan berbagai
dampak negatif bagi kehidupan tanaman, hewan, bahkan manusia itu
sendiri sebagai makhluk hidup, terutama dampak negatifnya terhadap
kesehatan, lingkungan, ekonomi, pertanian, etika dan agama.87

Hukum adalah suatu alat untuk mencegah gangguan terhadap
ketertiban sosial. Selain itu, hukum menghendaki kedamaian, sedang
kan kedamaian itu sendiri tidak ada gangguan terhadap ketertiban
dan tidak ada kekangan terhadap kebebasan (artinya ada ketentraman
atau ketenangan pribadi). Jika terjadi kontroversi moral dalam hukum
yang berlaku di masyarakat, maka sangat berpotensi menimbulkan
ketidaktertiban sosial, sehingga tidak tercipta kedamaian, karena ada
pemaksaan atau pengekangan terhadap kebebasan (artinya tidak ada
ketentraman atau tidak ada ketenangan warga masyarakat).

Hukum yang kontroversial secara moral, merefleksikan tidak
berfungsinya hukum sebagai sarana yang dipakai oleh, paling sedikit,

87 Berbagai dampak negatif rekayasa genetika sebagai sumber kontroversi hukum
dan moral, diuraikan secara lebih sistematis dan lengkap pada Bab 3. Subab C,
pada buku ini.
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sebagian masyarakat untuk mengarahkan perilaku atau sikap" tindak
anggota masyarakat pada saat mereka berhubungan satu .sama lain.
Sebaliknya,-masyarakat yang pada kenyataannya mempuhy^urnTSety
standar, dan sistem penilaian hukum berbasis moral yang berbeda-
beda itu, merefleksikan tidak jelas dan tidak konkretnya kehendak
masyarakat untuk mengarahkan perilaku atau sikap tindak anggota-

| anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara pe-
I rilaku atau sikap tindak yang disetujui dan yang ditolak.

Jika terjadi keadaan kontroversial secara moral dalam hukum
yang berlaku di masyarakat, maka perlu dicari titik temu (resultan),

* dalam arti perlu digali lebih mendalam, dirujuk lebih tegas dan di-
serasikan lebih bijaksana nilai yang paling mendasar dan universal
yang mempunyai kesamaan paling dekat atau paling kuat di antara
nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang sumber, standar dan
sistem penilaiannya berbeda-beda itu. Ini berarti bahwa nilai dan asas
dalam hukum membolehkan rekayasa genetika, tetapi rekayasa gene
tika itu tidak boleh bertentangan dengan etika sosial dan moralitas.

gadi, hanya rekayasa genetika yang tidak kontroversial menurut moral
^ialam masyarakat saja yang boleh dilakukan menurut hukum HKI
|rang berlaku, tetapi untuk rekayasa genetika yang masih dan terus
Mengandung kontroversial menurut moral dalam masyarakat, tidak

>oleh dilakukan menurut hukum HKI yang berlaku.

C. DAMPAK NEGATIF REKAYASA GENETIKA
SEBAGAI SUMBER KONTROVERSI MORAL DALAM
PENGATURAN HUKUM

Dwi Tika mengingatkan bahwa suatu teknologi dapat memberi
|manfaat yang besar bagi kesejahteraan manusia, akan tetapi tidaklah
^mutlak tanpa risiko, begitu juga dengan rekayasa genetika. Perban-
rdingan antara manfaat dan dampak yang diperoleh dari penggunaan
teknologi rekayasa genetika ini menyebabkan kontroversi, sehingga
rekayasa genetika dapat dikatakan dalam polemik. Modifikasi gene
tik banyak dimanfaatkan dalam produksi makanan dan tanaman, dan
diakui memberi manfaat yang tidak kecil, meski juga disadari mem-
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beri dampak yang tidak dapat dianggap sepele. Oleh karenanya tidak
salah jika Jepang dan Eropa memperlihatkan sikap sangat menentang
pangan hasil olahan dari tanaman modifikasi genetika ini. Di Indone
sia sudah ditanam dan diimpor dalam jumlah besar, terLtama kacang
kedelai. AS mengekspor 50% kacang kedelainya ke Indonesia. Cata
tan lain, Greenpeace, pernah berhasil menghalau satu kapal penuh
kacang kedelai dari Amerika untuk dikembalikan. Kacang ini adalah
panen dari tanaman modifikasi genetika. Greenpeace tetap menolak,
meskipun kacangimpor itu ditujukan untuk pangansapiatau ayam po-
tong. Greenpeace beralasan, efek samping pangan modifikasi genetika
itu akan tetap masuk jika manusia memakan daging dari hewan yang
mengkonsumsi kacang kedelai hasil modifikasi genetika itu. Di India,
ribuan ternak mati setelah diberi makan tanaman kapas modifikasi
genetik, ribuan pekerja peternakan yang mengalami ruam di seluruh
badannya setelah memetik kapasnya, dan masih banyak peristiwa lain
yang menunjukkan bahwa rekayasa genetika membawa dampak yang
tidak kecil.88

Meskipun kelihatannya rekayasa genetika dapat menjadi jawa
ban atas berbagai permasalahan manusia, rekayasa genetika ini sendiri

88 Dwi Tika, "RekayasaGenetika dan Genetika Modified Organism (GMO)
dalam Polemik", dalam http://duniabiologianda.blogspot.com/2012/08/
rekayasa-genetika-dan-genetika-modified^organism-(GMO).html, di
akses pada 7 Agustus 2013. Pendapat beberapa ahli dan fakta dari ber
bagai sumber tentang dampak negatif rekayasa genetika yang dikutip
dan dijelaskan oleh Dwi Tika dalam artikelnya tersebut, antara lain,
adalah: 1) Guspri Devi Artanti,.-"Analisis Faktor-faktor yang Mempen
garuhi Penerimaan Petani terhadap Produk Rekayasa Genetika", Jurnal
Gizi dan Pangan, Juli 2010, 5(2): 113-120; 2) Anonim, "Ketika Rekayasa
Genetika Menghiasai Peradaban Modern", dalam http://www.netsains.
com/2007/1 l/ketika-rekayasagenetika%menghiasi°/oE280%9D-perada-
ban-modern;3) Anonim, "Pro Kontra Rekayasa Genetika", dalam http://
www.kulinet.com/baca/pro-kontra-rekayasa-genetika/609; 4) Nurhayati
Abbas, "Perkembangan Teknologi di Bidang Reproduksi pangan dan
Obat-obatan serta Hak-hak Konsumen" Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 16,
Juli 2009, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, him.
423-438 dan 5) W.D. Stansfield, 1991, Genetika, Erlangga, Jakarta.
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memiliki berbagai permasalahan. Semakin lama, para ilmuwan me
nemukan bahwa organisme hasil rekayasa-genetika memiliki berba
gai' cacat dan kekurangan, serta dikhawatirkan dapat menimbulkan
masaiah terkait dengan etika, lingkungan dan agama. Selain itu, para
ilmuwan juga menemukan fakta bahwa fungsi gen.tidak sederhana

[{.yang diperkirakan sebelumnya.89
Mari diperhatikan dari sudut pandang agama. Kita semua tahu,

lagama Islam melarang penganutnya memakan babi, tetapi memakan
?sapi dibolehkan. Bagaimana jika seekor sapi, gennya dicampur dengan

pgen dari babi untuk mendapat suatu kualitas tertentu, jadi meskip-
p secara fisik ia adalah sapi, di dalam tubuhnya terdapat gen babi.

Apakah hewan ini diharamkan atau dihalalkan? Tentunya hal iniakan
menyebabkan benturan di antara ilmuwan dan para pemuka agama.90

Rekayasa genetika ternyata juga mendatangkan berbagai dampak
negatif bagi kehidupan tanaman, hewan, bahkan manusia itu sendiri
sebagai makhluk hidup, terutama dampak negatifnya terhadap kese
hatan, lingkungan, ekonomi, pertanian, etika dan agama. Berbagai
idampak negatif rekayasa genetika merupakan sumber kontroversi
|moral dalam pengaturan hukum rekayasa genetika sebagai hasil karya
intelektualitas manusia di Indonesia, karena terjadi perbedaan pema-

elhaman dan pendapat yang tajam tentang hukum yang mengatur ten
tang rekayasa genetika tersebut ditinjau dan dipahami dari sudutpan
dang moral dalam masyarakat.

1. Dampak Negatif terhadap Kesehatan
Dampak negatif rekayasa genetika terhadap kesehatan makhluk

hidup, terutama manusia merupakan efek samping yang ditimbulkan
oleh proses dan penggunaan produk rekayasa genetika. Artinya, efek
samping terhadap kesehatan baru dapat diketahui dengan pasti tidak

89 Anonim, "Rekayasa Genetik: Pro clan Kontra", dalam http://blogs.itb.
ac.id/projectzero/2012/04/3O/rekayasa-genetik-pro-dan-kontra/, diakses
pada 14 Agustus 2013.

90 Ibid.
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di awal, melainkan dalam proses selanjutnya dari rekayasa genetika
atau pada saat penggunaan produk rekayasa genetika tersebut.

_ Mangku Sitepoe menjelaskan bahwa dampajk__i£gatif produk re
kayasa genetika dalam bentuk nyata terhadap kesehatan manusia yang
telah dapat dibuktikan ialah reaksi alergis, sehingga seketika itu juga
seluruh gen tersebut ditarik dari peredaran. Penggunaan bovinesoma-
totropine hormon yang berasal dari rekayasa genetika dapat mening
katkan produksi susu sapi mencapai 40 persen dari produksi biasan
ya. Demikian pula porcine somatotropine yang dapat meningkatkan
produksi dagang babi 25 persen dari daily gain biasanya. Tetapi, ked
ua produk rekayasa genetika ini akan menghasilkan hasil sampingan
berupa insulin growth factor I (IGF I) yang banyak dijumpai dalam
darah maupun dagang, hati, diabetes, penyakit AIDS dan resisten ter
hadap antibiotika pada manusia, sedangkan pada sapi akan memberi
kan risiko munculnya penyakit sapi gila dan penyakit kelenjar susu
(mastitis).91

Aji Mirza Habibi menguraikan bahwa di bidang kesehatan,
meskipun beberapa obat atau hormon dapat diperoleh dengan lebih
mudah, banyak obat-obat yang masih belum dapat dipastikan efek
sampingnya (misal, apakah insulin yang dihasilkan bakteri berbeda
dengan yang dihasilkan manusia?) dan bila obat ini tersebar dalam
lingkungan masyarakat, maka akan menyebabkan penyakit yang dap
at menyebar tidak hanya dalam suatu kota tertentu, tetapi juga dunia.
Pada kasus prodigen Parm Corn Scandal, kedelai yang akan diman
faatkan untuk konsumsi manusia, ternyataterkontaminasi dengan gen
dari jagung yang mengandung vaksin untuk sakit perut pada babi.92

Teknik rekayasa genetika ini membutuhkan penyisipan gen yang
diinginkaiTpada lokasi yang tepat yang keahlian diperlukan terutama

91

92

—L

Mangku Sitepoe, "Dampak Penggunaan Hasil Rekayasa Genetika Telah Menjadi
Kenyataan?, dalam http://agorsiloku.wordpress.eom/2006/l 1/13/dampak-peng-
gunaan-hasil rekayasa-genetika-telah-menjadi-kenyataan?. html., diakses pada 5
Januari 2012.

Aji Mirza Habibi, "Rekayasa Genetika", dalam hUp://ajirnirzahabibie.
blogspot.com/2010/06rekayasa-genetika-htinl. diakses pada 5 Januari
2012.

140

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia

i

Br

'tika melibatkan banyak faktor risiko. Juga, transformasi gen tuixggal
jjulit karena kode untuk beberapa sifat.93

Dampak ne'gatif-dari-penggunaan rekayasa genetika^rSagf^kes^
atan diuraikan oleh Dwi Tika yang mengutip pendapat beberapa
i dan mengungkap berbagai fakta dari beberapa sumber, seb>agai

rikut:

1) Bahan Alergi Baru Manipulasi Genetika sering mengguna
kan protein dari organisme yang tidak pernah menjadi ba
han makanan. Sebagian besar bahan alergi makanan berasal
dari protein. Menurut Sitepoe (dalam S.T. Jahrin), sampai
saat ini dampak negatif penggunaan GMO pada manusia,
telah ditemukan dalam bentuk alergi. Dalam ujicoba dengan
menggunakan skin patch test terhadap kacang kedelai trans
genik dari Brazil, hasilnya menunjukkan adanya reaksi al
ergi. Semua tanaman yang dimodifikasi secara genetik (yang
disebut 'CpG') yang menstimulasi sistem kekebalan untuk
memulai rangkaian reaksi yang menyebabkan peradangan.
Pemberitahuan mengenai elemen genetik ini mungkin me
nyebabkan peradangan, arthritis dan lymphoma (penyakit
darah yang menular).

2) Resistensi terhadap antibiotik gen resistensi-antibiotik ser
ing digunakan sebagai "penanda" untuk menyeleksi sel-sel
transgenetik dan ada kemungkinan merasuki manusia atau
organisme lain. Hal ini akan menyebabkan persoalan baru
bagi kesehatan. Masalah kesehatan berkaitan dengan ke
mungkinan makin beratnya masalah bakteri yang berke-
mampuan besar mengalahkan antibiotik. Masalah makin pe-
lik jikabakteri itu resisten terhadap multi-antibiotik. Dalam
rekayasa biologis, gen penanda yang resisten terhadap an
tibiotik secara reguler "dimasukkan" bersama gen asing un
tuk digunakan sebagai alat penyaring. Jika bibit baru tetap
hidup, meskipun dikenai antibiotik, maka berarti tanaman

93 Anonim, "Rekayasa Genetika", dalam www.biologi-sel.com/2013/05/
rekayasa-genetika.html, diakses pada 6 Agustus 2013.
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itu sudah berhasil dimodifikasi gennya. British Medical As
sociation, Mei 1999, memperingatkan jika bakteri di perut
berhasil menara^geayangjcesisten terhadap antibiotik, maka
bakteri itu juga akan resisten yang tidak dapat diobati oleh
antibiotik yang akan membuat banyak sekali orang susah.
Susu sapi yang disuntik hormon BGH disinyalir mengan
dung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi
kesehatan manusia.

Kontroversi produk transgenik memiliki dampak terhadap kese
hatan manusia, seperti alergi, transfer penanda antibiotik, dan efek
potensial yang tidak diketahui.5y-i

TOWUCfltlVMntlHHli

fOOUSAIifis&H •
Gambar 22.

Produk Rekayasa Genetika Tidak
Sepenuhnya Aman terhadap
Kesehatan

Sumber: http://www.secretsofthefed.com/
how-corporations-engineered-the-non-reg-
ulation-of-dangerous-genetically-modified-

foods/, diakses pada 13 September 2013.

Dampak negatif rekayasa genetika terhadap kesehatan makhluk
hidup, terutama manusia, sebagaimana diuraikan di atas, adalah tim
bulnya reaksi alergis, resistensi terhadap antibiotika, dihasilkannya
bahan kimia baru, yang kesemuanya dapat menyebabkan berbagai
macam penyakit, antara lain, peradangan, arthritis, lymphoma (pe
nyakit darah yang menular), dan penyakit sapi gila.

94 Dwi Tika, Loc. Cit., mengutip dan menjelaskan pendapat beberapa ahli
dan fakta dariberbagai sumber, sebagaimana dikemukakan padacatatan
kaki nomor 88.
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Dampak Negatif terhadap Lingkungan
Dampak negatif rekayasa genetika terhadap lingkungan juga

etirpakan efek samping yang ditim'bTylka"n^olerP-'';p'rose'; dan peng-
naan produk rekayasa genetika. Rekayasa genetika mempunyai

pak negatif secara langsung terhadap lingkungan, namun secara
jdak langsung, pada akhirnya juga dapat berdampak negatif terhadap

akhluk hidup, terutama manusia yang berada di sekitar lingkungan
ebut.

Sutrisno Koswara mengemukakan bahwa dampak negatif rekaya-
genetika sebagai risiko yang ditimbulkan oleh keberadaan rekayasa
netika di lingkungan dan di masyarakat, antara lain, ialah kemung-

Ikinan terjadinya gangguan pada keseimbangan ekologi, terbentuknya
Resistensi terhadap antibiotik, dikhawatirkan dapat terbentuknya se-
lyawa toksik, allergen, atau terjadinya perubahan nilai gizi.95

Rekayasa genetika melibackan eksperimen yang parah, ada ke-
ungkinan tinggi untuk gen untuk menghasilkan mutasi yang tidak
inginkan dan sifat-sifat yang menyebabkan alergi pada tanaman

ang menghambat nilai gizi. Ciri-ciri yang dihasilkan dapat menirn-
ulkan patogen baru yang berbahaya bagi seluruh ekosistem.96

Rekayasa genetika menurut Aji Mirza Habibi menimbulkan be-
rapa masalah yang merugikan manusia dalam jangka waktu yang

anjang, di antaranya, ialah:
1) Terjadinya perkembangbiakan yang tidak terkendali dari

jenis bakteri/organisme ciptaan baru di laboratorium, baik
yang berhasil ataupun gagal mempunyai potensi yang sangat
merugikan;

95 Sutrisno Koswara, "Labelisasi dan Teknik Deteksi GMO'S", dalam http://
www.ebookpangan.com/ARTIKEL/LABELISASI%20DANDETEK-
SI%20GMO'S.pdf, diakes pada 6 Agustus 2013..

96 Anonim, "Rekayasa Genetika", Loc. Cit.
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2) Terjadinya ketidakseimbangan ekologis, disebabkan kese-
ragaman individu hasil kloning terhadap ketahanan penya-

,,.,kit?;respons ekosistem dan perilaku lain yanglmenyebabkan
bicdiversitas terancam.97

"«Sfc!g

Masalah lingkungan dapat pula disebabkan oleh modifikasi
gen. Dalam pemberantas hama seperti Bt misalnya, mereka akan me
nyebabkan serangga mati, namun jika ada beberapa serangga yang
tidak mati karena racun Bt karena ada anomali gen yang menyebabkan
ia kebal, maka ia dapat bertahan hidup dan kemudian menurunkan
anomali'gen tersebut ke anak-anaknya, sehingga lama kelamaan se
mua serangga akan kebal terhadap racun Bt. Hal ini akan menyebab
kan pemberantasan hama harus terus-menerus dikembangkan dan
akan menyebabkan efek samping pada alam yang makin lama makin
parah. Data yang diperoleh US Department of Agriculture menunjuk
kan bahwa penggunaan herbisida dan pestisida meningkat pada peng
gunaan kedelai roundup ready. Hal ini dikarenakan tanaman dapat
memiliki kekebalan/resisten terhadap herbisida dan pestisida. Temuan
di Kanada menyatakan bahwa persilangan antara gen hasil rekayasa
genetika dan gen alami dari tanaman oilseed rape menyebabkan tana
man itu memiliki kekebalan terhadap 3 jenis herbisida. Masalah lain
yang cukup mengkhawatirkan adalah bahwa sifat gen hasil rekayasa
genetika yang dominan, akan menyebabkan tanaman alami beserta
keragamannya akan semakin terpinggirkan akibat kalah bersaing den
gan gen hasil rekayasa genetika. Pada tahun 2002, para petani organik
di Saskatchewan, Kanada, menuntut perusahaan rekayasa genetika
karena akibat menyebarnya bibit hasil rekayasa genetika, sudah tidak
memungkinkan lagi untuk menanam biji minyak lobak alami di Ka
nada.98 ,. .

Mangku Sitepoe menjelaskan adanya gangguan lingkungan
berupa tanaman yang mempergunakan bibit rekayasa genetika meng
hasilkan pestisida. Sesudah dewasa tanaman transgenik yang tahan

97 Aji Mirza Habibi, Loc. Cit.
98 Ibid.
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'hama tanaman menjadi mati dan berguguran ke tanah. Bakteri dan
jasad renik lainnya yang dijumpai pada tanah tanaman tersebut me-

Ifealami kematian .-K-en-yataandilapangan bahwa hasil transgenik akan
mematikan jasad renik dalam tanah, sehingga dalam jangka panjang
dikhawatirkan akan memberikan gangguan terhadap struktur dan
tekstur tanah. Dikhawatirkan pada areal tanaman transgenik sesudah
ftertahun-tahun akan memunculkan gurun pasir. Kenyataan di lapa-

adanya sifat rekayasa genetika yang disebut cross-pollination.
;n tanaman transgenik dapat ber-cross-polination dengan tumbuhan

linnya, sehingga mengakibatkan munculnya tanaman baru yang da-
jatresisten terhadap gen yang tahan terhadap hama penyakit. Cross-

pollination dapat terjadi pada jarak 600 meter sampai satu kilometer
dari areal tanaman transgenik, sehingga bagi areal tanaman transgenik
yang sempit dan berbatasan dengan gulma, maka dikhawatirkan akan

•bunculnya gulma baru yang juga resisten terhadap hamatanaman ter
tentu. yy

Dampak ekologis rekayasa genetika atau modifikasi genetik
mengganggu tekstur dan struktur tanah. Para peneliti Amerika

terikat telah menemukan buktikuat kemungkinan kerusakan ekologis
ini melalui Kupu-kupu Monarch. Larva kupu-kupu mati ketika makan
lun, yang disemprotkan bubuk jagung modifikasi genetika (diberi

jen Bt). Hal ini memperlihatkan serangga, yang bukan sasaran, dapat
finati oleh racun bacteria yang dibuat oleh tanaman modifikasi gene
tika. Selain itu, akar jagung modifikasi genetika (diberi gen Bt) telah
rneracuni tanah dan tetap beracun selama tujuh bulan setelah tanaman
slipanen. Racun ini berasal dari sisa tanaman transgenik yang masih
^mengandung toksin yang dapat mencegah serangan hama dalam tanah
^bagi tanaman tetapi juga sekaligus mematikan mikroorganisme dan
organisme di dalam tanah sehingga terjadi degradasi bakteri (mikro
organisme) maupun organisme di dalam tanah, yang akan mengubah
struktur dan tekstur tanah dalam jangka waktu tertentu. Selain itu,
endotoksin yang dihasilkan dapat membunuh beberapa jenis insekta
(serangga) tertentu, sehingga dapat mengganggu ekosistem jenis in-

99 Mangku Sitepoe, Loc. Cit.
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sekta di atas tanah. Kekhawatirannya, racun itu akan membunuhi se-
rangga-serangga yang dibutuhkan untuk menyehatkan tanah. Gen Bt
dikenal luas di kalangan pabnkmMbltS^mman modifikasi genetika. |
Gen ini dimasukkan ke dalam tanaman kapas, beras, dan kacang ke
delai. Teknik ini dilakukan oleh seluruh perusahaan bioteknologi dan

-or&a.nJsasi riset- Para pemerhati lingklfflgan juga khawatir pemakaian
jangka panjang dan luas gen Bt dalam tanaman modifikasi genetika |
akan menyebabkan hama dan gulma dengan cepat jadi imun, sehingga
memusnahkan harapan penggunaan pestisida alamiah. Suatu peneli
tian menyebutkan pemakaian pestisida kimia malah akan meningkat 1
karena racun Bt tidak mempan terhadap serangga penghisap batang
seperti aphids. Hal ini akan mengganggu tanaman juga mempengaruhi
ekosistem tumbuh-tumbuhan. Lama-kelamaan akan resisten terhadap
pestisida. Akibatnya, racun-racun biasa jadi tidak efektif lagi.1100

Gambar 23.

Demo Menentang Jagung Transgenik
di Perancis pada Tahun 2004

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/
Tanamanjransgenik, diakses pada 13
September 2013

Dengan berbagai ragam kehadiran modifikasi genetika dikha
watirkan akan mengakibatkan adanya polusi gen di muka bumi. Lalu,
muncul biodiversity atau keanekaragaman hayati yang akan mendom-
inasi bumi, sehingga plasma nutfah baik hewan maupun tumbuh-tum
buhan akan mengalami degradasi, seperti yang dialami oleh bakteri.
Akibat berikutnya, punahlah plasma nutfah. Selain itumunculnya virus

100 Dwi Tika, Loc. Cit. Pcrhatikan catatan kaki nomor 88.
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_u, rumput baru dan resistensi terhadap hama juga merupakan aki-
ffedari rekayasa genetika. Virus baru; genviral di tanaman yangdire-

iv-agar-tanaman kebal terhadap virus mungkinsajavterkombi nasi
jm dengan mikroba lain untuk menghasilkan virus hibrida yang lebih
Irbahaya. Rumput baru; dalam lingkungan lebih luas, perkawinan
itartanaman kemungkinan menghasilkan "rumput super". Tanaman

gjsil rekayasagenetika kemungkinan akan terbawa ke luar lahan per-
inian dan meluas, sehingga merusak seluruh ekosistem. Bentuk nyata

penggunaan hasil rekayasa genetika yang pernah dijumpai adalah
lya gangguan lingkungan berupa tanaman yang mempefgunakan

)it rekayasa genetika menghasilkan pestisida. Setelah dewasa, tana-
transgenik yang tahan lama, tanaman menjadi mati dan bergu-

iran ke tanah. Bakteri dan jasad renik lainnya yang dijumpai pada
tanaman tersebut mengalami kematian. Kenyataan di lapangan,

lwa hasil transgenik akan mematikan jasad renik dalam tanah, se-
lgga dalam jangka panjang dikhawatirkan akan memberikan gang-

lan terhadap struktur dan tekstur tanah. Selain hal tersebut, juga
lawatirkan pada areal tanaman transgenik sesudah bertahun-ta-
akan memunculkan gurun pasir. Kekhawatiran terhadap efisiensi

mggunaan hewan transgenik juga terjadi di Meksiko, Animal Wel-
re Committe (2006) menyatakan bahwa penggunaan bovinesoma-

rthropine kepadasapi meningkatkan produksi susu 25 persen, tetapi
fpenggunaan pakan meningkat, sehingga tidak ada efisiensi.101

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
Idampaknegatifrekayasa genetikaterhadap lingkungan yangdapat ber-
rdampak terhadap kehidupan manusia, antara lain, adalah: terjadinya
perkembangbiakan yang tidak terkendali dari jenis bakteri/organisme
ciptaan baru, dan keseragaman individu hasil kloning terhadap ke-
tahanan penyakit, responss ekosistem dan perilaku lain, menyebabkan
terjadinya ketidakseimbangan ekologis dan mengancam biodiversitas.

101 Ibid.
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3. Dampak Negatif terhadap Sosial-Ekonomi
Dampak negatif rekayasa genetika terhadap sosial-ekonomi ada

lah merupakani .harjja. sosial-budaya dan biaya ekonomi .yangKmesti
dikeluarkan dalam proses dan penggunaan produk rekayasa geneti
ka.

..__Rekayasa genetika adalah teknik mahal untuk melaksanakannya.
Hal ini membutuhkan tenaga kerja terampil, perangkat yang sangat
baik dan akurat dan bahan kimia, dan laboratorium yang sangat cang-
gih yang tidak terjangkau untuk orang awam.102

Kekhawatiran munculnya dampak negatif terhadap ekonomi
bibit yang dihasilkan dengan rekayasa genetika merupakan final stok
bahkan disebut dengan suicide seed, sehingga membuat kekhawa
tiran akan adanya monopoli. kekhawatiran terhadap efisiensi peng
gunaan produk rekayasa genetika, misalnya di Meksiko penggunaan
bovinesomatotropine kepada sapi meningkatkan produksi susu 25
persen, tetapi penggunaan pakan juga meningkat, sehingga tidak
adanya efisiensi. Demikian pula kekhawatiran penanaman kapas Bt
di Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan produksi tiga kali li-
pat, tetapi bila subsidi supplier's ditarik, apakah efisien? kekhawatiran
akan musnahnya komoditas bersaing apabila minyak kanola dipro-
duksi dengan rekayasa genetika dapat meningkatkan minyak goreng
beratus kali lipat, maka akan punah penanaman tanaman penghasil
minyak goreng lainnya, seperti kelapa dan kelapa sawit. Demikian
pula dengan teknologi rekayasa genetika telah diproduksi gula dengan
derajat kemanisan beribu kali lipat dari gula biasanya, maka dikhawa
tirkan musnahnya tanaman penghasil gula.103

Meskipun sebagian orang berpendapat bahwa dengan rekayasa
genetika, manusia dapat menghasilkan lebih banyak makanan, se
hingga dapat mengatasi kelaparan, tidak semua orang setuju dengan
pernyataan ini. Ketika rekayasa genetika diperkenalkan di sebagian
negara berkembang, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan,
karena perilaku tanaman-tanaman tersebut yang cukup sulit dipredik-

102 Anonim, "Rekayasa Genetika", Loc. Cit.
103 Mangku Sitepoe, Loc. Cit.
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^Contohnya, kegagalan masifdari tanamanyang diberi gen BtIndia,
ig terjadi pada tahun 2002. Bahkan, menurut laporan dari Action-
I. menunjukkan bahwa-tefnyata^sangat sedikit dari hasil penelitTaffas®®®***05
jvasa genetika yang benar-benar ditujukan untuk mengembangkan

ibit yang dapat digunakan oleh para petani di negara miskin. UN
tevelopment Programme juga menyebutkan bahwa "teknologi dibuat
ituk memenuhi tekanan dari pasar, bukan untuk orang-orang mis-

yang tidak punya kemampuan untukmembeli".104
Hq Produsen produk rekayasa genetika umumnya tidak transparan,

can merahasiakan kegagalan-kegagalan dan dampak negatif yang
lungkin timbul. Negara-negara yang memproduksi dan memasarkan
fasil rekayasa genetika juga selalu menekan negara berkembang dan
iiskin untuk membeli dan memakai produk tersebut dengan berba-

r_i cara. Dampak transgenik terhadap sosial-ekonomi juga seharusnya
ienjadi pertimbangan penggunaan dan penyebarluasan organisme

sil modifikasi gen. Dampak sosial-ekonomi ini juga mendapat peng-
lan dari masyarakat intemasional, bahkan Protocol Cartagena ten-
ig Biosafety mencantumkan pertimbangan sosial-ekonomi sebagai

Hnponen penting dalam proses pengambilan keputusan biosafety.105
Menurut Elenita C. Dano pentingnya memberikan porsi perha-

yang besar terhadap potensi dampak sosial-ekonomi transgenik
ii didasari oleh nilai-nilai pentingnya seperti:

1) Tanggung Jawab Sosial
Memperhatikan potensi dampak sosial-ekonomi dari inovasi
teknologi yang terjadi jauh di luar laboratorium dah rumah
kaca yang terkendali adalah sebagai bentuk tanggung jawab
moral dan etika. Ini menunjukkan bahwa peran ilmuwan
dan pengembang teknologi tidak selesai ketika teknologi
tersebut keluar dari laboratorium, bahkan menjadi semakin
penting ketika teknologi tersebut diterapkan di masyarakat.

104 Anonim, "Rekayasa Genetik: Pro dan Kontra", dalam Loc. Cit.
105 Dwi Tika, Loc. Cit., mengutip dan menjelaskan pendapat beberapa ahli

dan fakta dari berbagai sumber, sebagaimanadikemukakan pada catatan
kaki nomor 88.
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Tanggung Jawab Antargenerasi
Tujuan suatu teknologi harus menyumbang kepada pem-
bangunan berkelanj.utan,rgurja>;lc^pentingan dan kebutuhan
generasi masa sekarang dan masa depan, karena dampak
sosial-ekonomi teknologi akan dirasakan dari generasi ke
generasi. —
Penerimaan Masyarakat
Pertimbangan yang serius akan potensi dampak sosial-
ekonomi transgenik secara otomatis akan membawa para
pengembang dan pembuat kebijakan untuk memiliki kepe-
kaan lebih baik atas penerimaan masyarakat akan teknolo
gi dan/atau produk-produknya, karena penggunaan hasil
teknologi tidak terlepas dari masyarakat.
Mengurangi BiayaJangka Panjang
Keprihatinan utama dalam dampak sosial-ekonomi trans
genik adalah biaya yang terkait proses-proses dari luasnya
partisipasi para pihak, pelaku, serta kurun waktu yang
diperlukan untuk melalui proses-proses tersebut. Sehingga
dengan pertimbangan dampak sosial-ekonomi, dan keputus
an tentang transgenik, maka biaya sosial, ekonomi, dan bu
daya yang tidak dapat ditarik kembali kemungkinan dapat
dihapus atau diminimalkan. Dampak potensial dari transge
nik dalam konteks masyarakat miskin dan perdesaan, mem-
perbesar ketidakadilan pendapatan dan distribusi kekayaan,
sehingga menambah kesenjangan ekonomi, karena input
rekayasa genetika itu tidak dapat diakses oleh masyarakat
miskin perdesaan. Industri yang mengembangkan produk
transgenik menutup biaya investasi penelitian dan pengem-
bangan mereka melalui sistem hak kekayaan intelektual
(HKI) dan skema marketing, dan dengan keuntungan dari
penjualan produk-produk tersebut. Karena segmentasi
harga adalah praktik bisnis yang tidak sehat, benih-benih
transgenik biasanya dijual dengan harga standard di suatu
negara tempat benih-benih tersebut dikomersialisasikan, di
mana harga yang sama berlaku untuk semua petani apakah
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Bu:

--= ia kaya atau miskin. Seperti di Filipina, MON 810 (jagung
Bacillus thurigiensis (Bt) dengan transformasi gen cry 1ab

AH^-darir-bakteri tanah Bt) milik Monsanto -.dijuafedengan harga
dua kali lipat dari harga varietas benih jagung hibrida yang
bukan hasil modifikasi genetika. Sedikitnya 60% petani
jagung tidak memiliki lahan.yang mereka garap, harga ini
sangat mahal. Dengan kenyataan pasar tersebut, Monsanto
menerapkan skema pemasaran yang utamanya menawarkan
produk-produk jagungBt kepada para petani kaya dan ber-
penghasiian menengah yang mampu membayar lebih tinggi
harga benih-benih tersebut sebagai jaminan atas kerusakan
yang ditimbulkan penyakit penggerek jagung. Dengan ja
minan klaim perusahaan, dengan membeli jagung Bt mer
eka akan mendapat manfaat yang dijanji-janjikan itu, maka
pihak yang diuntungkan adalah para petani yang sanggup
membayar harga benih dan mereka yang telah berpenda-
patan relatif tinggi untuk memulai usahanya. Kondisi ini
diperkirakan akan memperhebat persoalan ketidakadilan
pendapatan dan distribusi kekayaan di perdesaan. Semen
tara beberapa pihak berpendapat akan ada peningkatan
pendapatan di kalangan petani kaya yang akan berkon-
tribusi kepada investasi dan penciptaan lapangan kerja di
perdesaan, namun skenario tersebut sangat tergantung pada
apakah janji-janji panen lebih baik dan pendapatan lebih
tinggi dengan menanam tanaman hasil modifikasi genetika
dapat menjadi kenyataan atau tidak. Pernyataan tersebut
juga terkait dengan harapan keuntungan yang 'menetes' dari
para petani yang akan mendapat keuntungan dari tanaman
hasil modifikasi genetika ke petani yang tidak mampu mem
bayar teknologi tersebut. Bertambahnya angka penganggu-
ran sebagai efek dari rekayasa genetika, khususnya di neg
ara-negara berkembang. Umumnya benih hasil modifikasi
genetika dikembangkan oleh industri bioteknologi berbasis
kebutuhan dan kondisi petani negara maju yang pertanian-
nya sebagian besar berskala industri. Kondisi industri per-
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tanian, dengan biaya dan ketersediaan tenaga kerja meru
pakan faktor produksi utama, sangat berbeda jauh dengan

"'keadaan"-^Ttanian berbasis rumah tangga yang merupakan
ciri pertanian di banyak negara berkembang di mana tenaga
kerja tersedia dalam jumlah melimpah, dan seringkali murah
harganya. Contohnya, penerapan tanaman hasil modifikasi
genetika yang tahan herbisida dapat menghapus kebutuh
an akan tenaga untuk penyiangan dan penggarapan lahan
saat persiapan lahan, dan akan menjadi dampak memati
kan jangka panjang pada tenaga kerja perdesaan. Tenaga
kerja yang dibutuhkan di pertanian akan berkurang, karena
tanaman tersebut akan mengurangi peluang kerja bagi bu-
ruh tani miskin, khususnya di perdesaan yang tinggi tingkat
penganggurannya. Beberapa pihak beroendapat, penggu
naan benih hasil modifikasi genetika yang lebih mahal dari
benih-benih konvensional tetapi membutuhkan lebih sedikit
tenaga kerja akan membuat usaha tani tidak harus dibayar
sesuai aturan upah yang berlaku, namun standar-standar bu-
ruh pertanian juga harus ditaati dan diperhatikan. Argumen
tersebut menguatkan dampak merusak potensial tanaman
modifikasi genetika terhadap relasi sosial-ekonomi di perde
saan dan distribusi pendapatan secara keseluruhan. Hal
ini menjadi masalah besar, sebab penggunaan benih modi
fikasi genetika yang hemat tenaga kerja itu secara teoretis
dapat menciptakan surplus ekonomi lebih tinggi yang akan
berkontribusi kepada peningkatan investasi dan penciptaan
lapangan kerja. Namun, kecenderungan global dalam penu
runan investasi di perdesaan dan berkurangnya sumbangan
pertanian kepada pendapatan nasional secara keseluruhan
dari hasil pertanian tidak diinvestasikan kembali di sektor
pertanian untuk bermanfaat bagi kaum miskin perdesaan.
Para pengembang dan pembuat kebijakan tidak dapat lolos
dari dimensi etika dari penerapan transgenik tanpa meng-
kaji dengan hati-hati potensi dampak sosial-ekonominya.
Berbeda dengan laboratorium dan rumah kaca yang semua
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faktor dan kondisi berada dalam kendali para ilmuwan yang
melakukan rjepejj|i|r^j^uatan sosial dan ekonomi berada
di luar kendali siapapun. Ini berarti bahwa tanggung ja\vab
etika sangat penting untuk memperkuat kebutuhan kajian
mendalam mengeni pertimbangan sosial.-ekonomi sebelum
transgenik dilepas ke masyarakat.106

Gambar 24.

DemoMenolak Impor Pangan Produk Rekayasa Genetika di Indonesia

Sumber http://www.spi.or.id/?p=4294, diakses pada 13 September 2013.

Dampak negatif rekayasa genetika terhadap sosial-ekonomi se
bagaimana diuraikan di atas, adalah biaya produk mahal, inefisiensi
penggunaan produk, monopoli produksi, produksi tidak transparan
dan merahasiakan kegagalan, musnahnya komoditas bersaing (non-

| produk rekayasa genetika), sehingga dapat memperbesar ketidaka
dilan pendapatan dan distribusi kekayaan (menambah kesenjangan
ekonomi), karena proses dan produk rekayasa genetika tidak dapat
diakses oleh masyarakat miskin perdesaan.

106 Ibid., Pcrhatikan catatan kaki nomor 88.
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4. Dampak Negatif terhadap Pertanian
Dampak negatif rekayasa genetika terhadap pertanian, terutama

pertanian tanaman pangan, banyak terjadi di negara-negara lain, se
perti Amerika Serikat, Meksiko, India dan Thailand, sehingga men-
dorong kelompok-kelompok petani dan lembaga swadaya masyarakat
di Indonesia untuk bereaksi menolak dikembangkannya rekayasa ge
netika di bidang pertaniandi Indonesia.

Pada tahun 1994, kedelai jenis roundup ready yang merupakan
hasil rekayasa genetika telah ditanam di Amerika Serikat, dan telah
mulai dikomersialkan pada tahun 1996. Namun, baru pada tahun
2000, para ilmuwan menemukan temuan yang mengejutkan pada ke
delai ini. Pada gen yang disisipkan di gen roundup ready ditemukan
potongan rangkaian DNA yang tidak dikenal. Dari mana potongan
tersebut berasal atau apa gunanya, tidak ada yang tahu. Masih ada
banyak lagi skandal dan kasus yang berkaitan dengan produk maka
nan hasil rekayasa genetika, seperti Starlink Scandal pada tahun 2000,
Mexican Maize Scandal pada 2001, dan Prodigen Pharm Corn Scan
dal pada 2002. Ketika rekayasa genetika diperkenalkan di sebagian
negara berkembang, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan,
karena perilaku tanaman-tanaman tersebut yang cukup sulit diprediksi.
Contohnya, kegagalan masif dari tanaman yang diberi gen Bt di India,
yang terjadi pada tahun 2002. Bahkan, menurut laporan dari Action-
Aid, menunjukkan bahwa ternyata sangat sedikit dari hasil penelitian
rekayasa genetika yang benar-benar ditujukan untuk mengembangkan
bibit yang dapat digunakan oleh para petani di negara miskin. UN
Development Programme juga menyebutkan bahwa "teknologi dibuat
untuk memenuhi tekanan dari pasar, bukan untuk orang-orang mis
kin, yang tidak punya kemampuan untuk membeli.107

Penggunaan produk rekayasa genetika pada tanaman yang digu
nakan sebagai bahan pokok larva kupu-kupu raja menimbulkan gang
guan pencernaan, menjadi kuntet, akhirnya larva kupu-kupu mati.108

- . _££3fi2Efc^
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107 Anonim, "Rekayasa Genetika", Loc. Cit.
108 Mangku Sitepoe,Loc, Cit.
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Kelompok-kelompok petani di India dan Thailand memandang
bioteknologi sebagai ancaman bahaya. Sekelompok pet'ani^Thaila nd,

nfflWB^^iembakar patung menteri pertanian sebagaPprotes
diberinya ijin tanaman kapas modifikasi genetika masuk ke negara
itu. Untuk Indonesia sendiri, menurut Cecep Risnandar, Ketua Ko
munikasi Nasional Serikat Petani Indonesia, ada empat alasan yang
menyebabkan benih rekayasa genetika tidak boleh dikembangkan di
Indonesia, yaitu:

1) Alasan Keamanan Pangan
Belum ada satu penelitian pun yang menjamin bahwa pa
ngan rekayasagenetika 100 persen aman untuk dikonsumsi.
Malah dari beberapa riset akhir-akhir ini, pangan hasil reka
yasa genetika menjadi penyebab berbagai penyakit.

2) Alasan Lingkungan
Di beberapa negara yang mencoba menanam benih rekayasa
genetika terjadi polusi genetika. Lahan-lahan yang bersebe-
lahan dengan tanaman rekayasa genetika berpotensi untuk
tercemar oleh gen-gen hasil rekayasa genetika, sehingga
petani di sebelahnya yang menanam nonrekayasa genetika
dapat dituduh melanggar hak kekayaan intelektual peru-
sahaan benih, padahal persilangan tersebut dilakukan oleh
alam. Selain itu, tanaman rekayasa genetika berpotensi me-
rusak keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Hama danpe
nyakit tanaman akan lari ke ladang-ladang konvensional, se
hingga mau tidak mau petani tersebut harus beralih menjadi
pengguna benih rekayasa genetika yang harganya mahal.

3) Alasan Legal
Belum ada peraturan yang komprehensif mengenai pangan
rekayasa genetika. Memang ada UU Pangan, UU Budidaya
Tanaman, dan UU Perlindungan Varietas Tanaman, namun
belum ada peraturan turunan dari UU tersebut yang secara
rinci mengatur produk pangan rekayasa genetika. Akibat-
nya, implementasi UU tersebut di lapangan berpotensi me
rugikan konsumen dan para petani.
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4) Alasan Penguasaan Ekonomi
Berdasarkan pengalaman petani di berbagai negara dan juga
para petani. yang.pernah menjadi korban percobaan-kapas
rekayasa genetika di Sulawesi Selatan, gembar-gembor benih
yang dikatakan tahan terhadap serangan hama dan produk-
tivitasnya tinggi hanya omong kosong. Malah petani di Su
lawesi Selatan yang beralih ke benih genetika mengalami
kerugian besar akibat ketergantungan penyediaan benih.
Tiba-tiba harga benih melambung tinggi dan susah dicari,
sementara itu petani sendiri tidak dapat mengembangkan
benih secara swadaya, karena teknologinya sarat modal. Hal
ini menyebabkan kerugian yang besar di pihak petani dan
mereka mulai membakar ladang-ladang kapas mereka dan
segera beralih ke produk nontransgenik. Petani hanya dijadi-
kan objek untuk semata-mata keuntungan dagang saja.109

Gambar 25.

Aksi Petani India Tolak

Tanaman Rekayasa Genetika

Sumber: http://www.spi.
or.id/?p=5703, diakses pada 13
September 2013.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
dampak negatif rekayasa genetika terhadap pertanian, antara lain,
mencakup: dihasilkannya potongan rangkaian DNA tanaman yang
tidak dikenal, perilaku tanaman sulit diprediksi, kegagalan masif

109 Dwi Tika, Loc. Cit., Perhatikan catatan kaki nomor 88.
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aman, gangguan pada hewan yang mengkonsumsi tanaman, pan-
j belum sepenuhnya aman untuk dikonsumsi, pangan menjadi pe-
Ibab berbagai penyakit, polusi'genetika'tanaman pangan, merusak

[eseimbangan lingkungan tanaman pangan di sekitarnya, petani han-
I dijadikan objek dari keuntungan dagang, sehingga merugikan para
itani dan konsumen.

Dampak Negatif terhadap Etika
Dampak negatif rekayasa genetika terhadap etika merupakan per-

asalahan yang mendasar, karena menyangkut pelanggaran terhadap
orma-norma etik yang dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat.
ampak negatif terhadap etika, terutama timbul dalam penggunaan

ewan dan manusia sebagai objek rekayasa genetika yang mengabai-
n nilai-nilai kemanusiaan.

Rekayasa genetika tidak dapat mengabaikan etika dan masalah
ang diperdebatkan yang terlibat dalam penggunaan hewan dan tum-

Biihan untuk manipulasi yang seharusnya menjadi ciptaan Tuhan.110
Modifikasi gen pada dasarnya tidak sesuai dengan etika dan

rikemanusiaan apabila digunakan pada manusia. Hal ini akan me-
jfiyebabkan manusia merasa seperti Tuhan yang dapat menentukan
^keturunan mereka masing-masing, sehingga dapat mengakibatkan
'ihanusia menjadi egois dan pada akhirnya tidak lagi peduli akan ke-

radaan lingkungan sekitar mereka lagi. Selain itu, orang tua yang
ingin mengatur gen anaknya supaya dapat memiliki kualitas tertentu
(berbadan tinggi, mata biru, dsb.). dapat dibilang seolah-olah sudah
menggariskan nasib anaknya. Namun hingga kini, masalah ini masih
menjadi perdebatan yang luas di masyarakat.111

Selain modifikasi gen, kloning juga memiliki banyak masalah etika
yang lain, misalnya bagaimana masalah identitas dari seorang manusia
hasil klon, karena makhluk hidup hasil kloning memiliki kemiripan
dengan kembarannya, dan kemiripan ini tidak hanya kemiripan fisik,

110 Anonim, "Rekayasa Genetika", Loc. Cit.
111 Anonim, "Rekayasa Genetik: Fro dan Kontra", dalam Loc. Cit.
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namun sampai ke kemiripan biologis (DNA), karena pada dasarnya,
kloning adalah membuat kopian dari suatu makhluk hidup. Hasil dari

s ^W.g beberapa hewan sebelumnyav..ditemu"kan .bahwa sebagian be
sar hewan hasil kloning memiliki berbagai abnormalitas dan penyakit
serius, bahkan sebagian umurnya tak begitu panjang.112

Menyisipkan gen makhluk hidup kepada makhluk hidup lain
memiliki dampak etika yang serius. Menyisipkan gen makhluk hidup
lain yang tidak berkerabat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hu
kum alam dan sulit diterima manusia. Bahkan, pangan transgenetik
yang tidak beriabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama
tertentu. Penerapan hak paten pada organisme hasil rekayasa gene
tika merupakan pemberian hak pribadi atas organisme, yang bertenta
ngan dengan banyak nilai-nilai budaya yang menghargai nilai intrinsik
makhluk hidup. Kontroversi tanaman transgenik seperti pelanggaran
nilai intrinsik organisme alami, melawan sistem alamiah karena men-
campuradukkan gen berbagai spesies.113

Transfer sel manusia kepada binatang percobaan atau jaringan
tubuh binatang yang direkayasa, secara etika tidak bermasalah. Para
peneliti sudah sejak beberapa dekade bekerja menggunakan transge-
netika, untuk tujuan medis. Yang menjadi persoalan iaiah, jika per-
campurannya menimbulkan pertanyaan identitas, apakah itu manu
sia atau binatang? Wolf-Michael Catenhusen juru bicara kelompok
kerja transgenetika manusia dan binatang pada Dewan Etika Jerman
mengungkapkan bahwa terdapat wilayah tertentu, yang amat penting
bagi manusia, yakni sistem saraf dan otak. Artinya, Dewan Etika Jer
man tidak akan mengizinkan penyisipan kode genetika manusia, yang
°lemp.engaruni kecerdasan binatang. Dewan Etika Jerman memiliki
pandangan, pada binatang yang struktur otaknya sangat mirip manu
sia, terutama kera besar, eksperimen semacam itu akan ditolak.114

112 Ibid.

113 Dwi Tika, Loc. Cit., Perhatikan catatan kaki nomor 88.
114 Lydia Heller dan Agus Setiawan, "Persilangan Gen Manusia dan Binatang", da

lam http://www.dw.de/persilangan-gen-manusia-dan-binatang/a-15511457,' di
akses pada 14 Agustus 2013.
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wPakar biologi sistem saraf Professor Ahmed Mansouri dari In-
ite Max-Planck mengatakan, ketakutan jika kera besar,yaing- se-

Hgenetis amat mirip manusia, mendapat transplantasi sistem saraf
Inusia kecerdasannya akan berkembang, memang dapatdimaklumi.

tetapi sejauh ini belum ada bukti, bahwa hal semacam itu dapat
ingsi. Itu hanya fantasi atau khayalan ilmiah. Namun, pertim-

[rigan Dewan Etika Jerman juga harus dihormati. Karena jika tidak
Si batasan etika, suatu saat nanti, para ilmuwan dapat menciptakan

team monster, berupa makhluk campuran antara binatang dan
msia atau sebaliknya.115

Gambar 26.

Sapi Rekayasa Genetika
Menghasilkan Susu Manusia

iber: http://facemashpbst.blog-
t.com/2011/04/sapi-rekayasa-ge-

sjnelika-menghasilkan.html, diakses
pada 13 September 2013.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
|riampak negatif rekayasa genetika terhadap etika, terutama adalah:
manipulasi makhluk ciptaan Tuhan, manusia menjadi egois dan tidak

Speduli terhadap lingkungan sekitar, pelanggaran nilai intrinsik dan
ffmelawan sistem alamiah organisme, serta mengaburkan identitas ma-
Sfiusia karena mencampuradukkan gen manusia dengan gen hewan.

6. Dampak Negatif terhadap Agama
Dampak negatif rekayasa genetika terhadap agama merupakan

permasalahan yang paling mendasar, karena terjadi pelanggaran ter-

115 Ibid.
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hadap norma-norma hukum dalam berbagai agama yang dianut, di
pahami, diyakini dan_dilaksanakan oleh masyarakat. Padahal manusia
sebagai'makhlulc^iliMari-^fSn-yang Maha Kuasa mempunyai kewa
jiban menurut hukum agama untuk pa'tuh atau taat terhadap norma-
norma hukum agama, yang menempatkan manusia sebagai makhluk
yang sempurna di muka bumi ini. Oleh karena itu, mamfestasi dan
inteleknialitas manusia yang mampu berkreasi atau berinovasi dalam
rangka menghasilkan rekayasa genetika tidak dapat dilepaskan dari
batasan-batasan yang telah ditentukan dalam norma-norma hukum
agama tersebut.

Dampak negatif rekayasa genetika terhadap kehidupan sosial
yang bersifat religi ialah penggunaan gen yang ditransplantasikan ke
dalam produk makanan, maka akan menimbulkan kekhawatiran bagi
warga Muslim. Kasus Ajinomoto di Indonesia pada awal tahun 2001,
memperkuat dugaan penggunaan unsur babi dalam proses pembuatan
satu di antara beberapa enzimnya, yang menggunakan teknologi re
kayasa genetika menggunakan gen. Seluruh produk Ajinomoto yang
diduga menggunakan unsur babi dalam proses pembuatan enzimnya
kemudian di tarik dari peredaran.116

Kloning manusia seutuhnya merupakan kekhawatiran umat ma
nusia yang akan memusnahkan nilai-nilai kemanusiaan. Gen hewan
disilangkan dengan gen manusia yang akan memberikan keturunan
sebagai hewan, yang jelas-jelas menurunkan nilai-nilai kemanusiaan.
Penggunaan obat insulin yang diproduksi dari transplantasi sel pan-,
creas babi ke sel bakteri, dan xenotransplantation yang menggunakan;
katup jantung babi ditransformasikan ke jantung manusia member^
kan kekhawatiran terhadap mereka yang beragama Islam.117

116 Mangku Sitepoe, Loc. Cit.
117 Ibid.
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Gambar 27.

Kloning Manusia yang Gagal

: http://forum.kompas.com/sains/30188-kloning-manusia-yang-gagal.html, diakses
pada 16 September 2013.

yUpaya penerapan kloning pada manusia dapat menimbulkan
|t yang fatal, yaitu mulai dari perkawinan, nasab dan pembagian
ydan tentu hal iniakan keluar dari jalur Islam.118
Iplama dari sejumlah lembaga fatwa di dunia Islam mengharam-
'loning manusia, antara lain, Akademi Fikih Islam Liga Muslim
jpertemuannya yang ke-10 di Jeddah pada tahun 1997 yang me-
pjan bahwa: "Kloning manusia, apapun metode yang digunakan
c reproduksi manusia itu adalah sesuatu yang tidak Islami dan
|tnya dilarang keras". Selain itu, disepakati juga bahwa semua
plasi (yang berhubungan dengan reproduksi manusia) dengan
lelibatkan elemen pihak ketiga (di luar ikatan perkawinan), baik

rahim, ovum, atau sperma adalah tidak sah. Ijtihad jama'i dari

Masduki, 1997, Kloning menurut Pandangan Islam, Garoeda, Pa-
iSuruan, him. 30.
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dunia Islam, di antaranya, Majma' Buhuts Islamiyyat dari Al-AzhaJ
Mesir, telah mengeluarkan fatwa dan imbauan bahwa "kloning ma

'^mmmmJmm^1^1 haram dan harus diperangi serta^&ihalangi dengan ber
bagai cara". Al-Majma' al-Fiqh al-Islami, Rabithat al-'Alam al-Islami
dalam sidangnya ke-15 pada 31 Oktober 1998 juga berpendapat se
rupa, demikian pula orang yang meiakukannya. Alasannya termasuk
tindakan intervensi atas penciptaan manusia, yang berlawanan dengan
berbagai ketentuan ayat Alquran tentang proses penciptaan manusia
(Q.s. al-Hujarat (49): 13, al-Tin (95):4, al-sajdat (32):7-8, al-Taghabun
(64):3, al-Thariq (86):7, al-Nisa* (4):119), akan merancukan nasab
(Q.s. al-Furqan (25):54, satu-satunya cara berketurunan yang dibe-
narkan syarak hanya dengan adanya pasangan laki-laki dan perem-
puan (Q.s. al-Rum (30):21, al-Furqan (25):54), merusak sistem pra
nata sosial berkeluarga, dan ketiadaan perbedaan serta keberagaman
sunnah Allah dalam penciptaan manusia yang merefleksikan kesem
purnaan ciptaan Allah (Q.s. al-Rum (30):22). Di samping itu, lembaga
ini merasa perlu adanya undang-undang yang sifatnya intemasional
melarangdipraktikkan kloning manusia.119

Kloning pada manusia termasuk isu besar, namun respons dari
ulama Indonesia melalui ijtihad jama'i maupun individual belum cu-
kup representatif. Fatwa terhadap kloning, antara lain, datang dari
Bahtsul Masail yang diberikan sangat singkat dan belum tuntas, se
hingga diperlukan fatwa lanjutan. Fatwa yang cukup memadai datang
dari MUI (2000). Belumnya lembaga fatwa yang lain menetapkan hu
kumnya, diduga karena hal tersebut belum terjadi dan kemungkinan
terjadinya masih sangat jauh, sehingga dianggap tidak perlu ditetapkan
hukumnya secara khusus, dapat diqiyaskan kepada hukum inseminasi
buatan atau bayi tabung. Memproduksi atau melipatgandakan anak
manusia melalui proses kloning akan meniadakan berbagai pelaksa-
naan hukum Islam, seperti perkawinan, nasab, nafkah, hak dan ke-

119 Ibid.
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[ban antara orang tua dan anak, waris, perawatan anak,TTur5ungan
raman, dan Iain-Iain.120 _

DHiha^a^segir-teknis dan dampak hukum yang ditimBtrkanr
filing embrio dapat disamakan dengan bayi tabung. Karena itu, jika

:-batas diperkenankannya bayi tabung, seperti asal pemilik ovum,
ia, dan rahim terpenuhi, tanpa melibatkan pihak ketiga (donor

sewa rahim), dan dilaksanakan ketikasuami-isteri tersebut masih
it pernikahan, maka hukumnya boleh. Dengan begitu, anak kem

yang dilahirkan akan berstatus sebagai anak sah pasangan terse-
121

Hukum kloning, dilihat dari teknis dan dampaknya dapat diper-
kan dengan inseminasi buatan atau bayi tabung, ulama sepakat

iwa setiap upaya mereproduksi manusia yang berdampak dapat
grancukan nasab atau hubungan kekeluargaan, lebih-lebih kalau

ribusi ayah tak ada dalam kloning ini, maka hukumnya lebih
n. Dari dampak teringan tingkat kerancuannya pada praktik in-

unasi buatan dan bayi tabung adalah praktik penitipan zigot yang
asal dari pasangan poligamis di rahim istrinya yang lain hukumnya

ram, apalagi kloning manusia yang lebih merancukan hubungan na-
>dan kekeluargaan. Kerancuan nasab yang ditimbulkan dari klo-
lg reproduksi manusia yang teringan, meskipun sel tubuh diambil
ri suaminya, tetap menghadirkan persoalan rumit, yaitu menyang-

tit status anaknya kelak, sebagai anak kandung dari pasangan suami-
bri tersebut atau "kembaran terlambat" dari suaminya, atau dia tidak
erayah, mengingat sifat genetiknya 100% sama dengan suaminya.122
' ldemikian, maka anak tersebut lebih tepat disebut sebagai kembar-

I120 Zuhroni, 2009, "Rekayasa Genetika Cloning Reproduksi Manusia dalam
Perspektif Hukum Islam", Makalah, Bagian Agama Universitas YARSI,
Jakarta.

121 Cermati Anonim, "al-Ahkam al-Syae'iyyat lilistinsakh", dalam http://www.islam-
onhne.net/Arabic/contemporary/tech/2001/artivlel8-l-shtml., diakses pada 14
Agustus 2013.

122 Cermati, Anonim, "Dirasat al-Nushush al-Syar'iyyat al-Murtabithat bi Qadli-
yyat", dalam http://www.islamonIine.net/Arabic/contemporary/tech/2001/arti-
clel8-4shtml, diakses pada 14 Agustus 2013.
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an dari pemberi sel. Jika sebagai kembaran atau duplikat terlambat
suaminya, bagaimana hubungannya dengan wanita itu dan keturunan
nyaserta anggota keluarganya.yang lain. Apalagi jika kloning diambil
dari pasangan yang tidak terikat pernikahan yang sah, atau anak klon
yang berasal dari sel telur seorang wanita dengan sel dewasa wanita
itu sendiri atau dengan wanita lain, maka tingkat kerancuannya lebih
rumit. Tidak berasal dari mani (sperma). Di samping itu, yang masih
diperdebatkan mengenai usia anak klon, dugaan terkuat menyatakan
akan sama dengan usia dari pemberi sel.123

Proses perkembangan manusia pertama-tama diatur perkawinan
yang sah menurut Islam. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan
batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri berdasarkan
hukum (UU), hukum agama, atau adat istiadat yang berlaku. Menikah
mempunyai dua aspek, yaitu pertama, aspek biologis agar manusia
berketurunan, dan kedua, aspek afeksional agar manusia merasa te-
nang mampu melayani adalah bagi mereka yang benar hatinya dan
cemerlang pikirannya.124 Seseorang mendapatkan keturunan dari
hubungan laki-laki dan perempuan yang telah diatur oleh hukum
Allah, yaitu adanya akad perkawinan yang diharapkan dapat meng
hasilkan keturunan yang baik dan mempunyai nasab serta diterima
secara baik di masyarakat. Namun, akan berbeda ketika kloning ma
nusia benar-benar dilakukan, karena seseorang dapat memiliki anak
sesuai dengan keinginannya tanpa melakukan hubungan seksual de
ngan seorang laki-laki, sehingga kloning pada manusia dapat me
nimbulkan dekadensi moral dan kehancuran dunia akan terwujud. Se
lain itu, juga menimbulkan sederetan masalah kewarisan, perwalian,
dan Iain-lain, yang akan menunggu di depan.125 Paradigma al-Qur'an
mengenai penciptaan manusia mencegah tindakan-tindakan manusia

123 Zuhroni, Loc. Cit.

124 Dadang Hawari, 1996, Psikiater: Ilmu kebudayaan Jiwa dan Kesehatan
Jiwa, PT. Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, him. 207.

125 Azis Mustafa dan Imam Musbikin, 2001, Kloning Manusia Abad 21,
Harapan, Tantangan dan Pertentangan, Pustaka pelajar, Yogyakarta,
him. 101.
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rnengarah terhadap kloning manusia. Mulai dari awal kehidupan
i'gga saat kematian, semuanya adalah tindakan dari Tuhan. Segala

ikrpeniruau atas tindakan-Nya dianggap^eisagai^perbuatan yang
lampaui batas. Dalam hal penciptaan manusia adalah melalui be-
ipa tahapan, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-

jjj yang artinya: "...Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemu-
dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari
lpal dagang yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempur-

pagar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim,
yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan".126
Bathsul Masail pada Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama

ig diselenggarakan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada
|iS.d. 20 Nopember 1997, menghasilkan kesepakatan tentang hu-

kloning gen pada manusia hukumnya adalah haram, dengan
bahwa kloning gen pada manusia tanpa melalui perkawinan

;ksual) dapat mengakibatkan kerancuan nasab, sedangkan proses
il atau berketurunan bagi manusia harus melalui pernikahan se-

syar'i dan penanamannya kembali ke dalam rahim tidak dapat
ikan tanpa melihat aurat.127 Kemudian, Majelis Tarjih Muham-

idyah melalui media resminya, Jurnal Ilmiah Ke-Islaman, Tarjih,
isi ke-2, Desember 1997, pernah memuat tema secara khusus me-
;nai "Klonasi (Cloning) menurut Tinjauan IslarnVKesimpulan dari
lmlah artikel dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa penerapan

>ning untuk memproduksi manusia akan menjadi masalah. Pem-
ilehannya jika dalam keadaan darurat. Selanjutnya, fatwa haramnya
loning manusiajugadiputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)
lam Musyawarah Nasional (Munas) VI pada 25s.cL29 Juli 2000,

;lah mengeluarkan Fatwa Nomor 3/Munas VI/MUI/2000 tentang
loning, yang menetapkan bahwa hukum kloning terhadap manusia,

;126 Ibid.
?127 Imam Ghazali Said danA. ma'ruf Asrori (Ed.), 2004,Solusi Problematika

Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahd
latul Ulama (1962-1999 M), wan Nasyr (LTN) JawaTimur Bekerjasama
dengan Penerbit Diantara Surabaya, Surabaya, him. 545.
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dengan cara bagaimanapun yang berakibat pada pelipatgandaan ma
nusia adalah haram. Bahkan, dalam fatwa MUI tersebut mewajibkan
kepada semua pihak yang terkait untuk tidak melakukan atau meng
izinkan eksperimen atau praktik kloning terhadap manusia. I2«

Meskipun kloning manusia "tidak berarti menciptakan kehidup
an, tetapi hanya melakukan sesuatu terhadap kehidupan yang sudah
tercipta ada", "memproses sebuah sel telur yang dikeluarkan pronu
leusnya dan inti sel yang telah diciptakan Allah", namun kloning manu
sia telah dinyatakan haram oleh beberapa organisasi keagamaan Islam
di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia dan
Muhammadiyah sebagaimana diuraikan di atas. Sebaliknya ulama
bersepakat tentang bolehnya mengkloning tanaman dan hewan.129

Kebolehan atau kehalalan hasil rekayasa genetika dengan cara
kloning gen pada tanaman dan hewan, dalam perkembangannya ke
mudian ditegaskan oleh MUI, pada 3 Agustus 2013, yang telah me-
ngeluarkan Fatwa MUI Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rekayasa Ge
netika dan Produknya, dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tum-
buhan dan mikroba (jasad renik) adalah mubah (boleh),
dengan syarat-syarat, yaitu:

dilakukan untuk kemaslahatan;
tidak membahayakan (tidak menimbulkan mudharat),
baik pada manusia maupun lingkungan; dan
tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal
dari tubuh manusia.

Tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal,
dengan syarat-syarat, yaitu:
a. bermanfaat; dan
b. tidak membahayakan.

2,

a.

b.

c.

128 Anonim, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi
,11 ?,nc?L ManU?!f"> daIam http://www.halalguide.info/content/

view/112/55/Nomor:3/Munas/VI/MUI2000, diakses 8Atmstus 2013
129 Zuhroni, Op. Cit., him. 1.
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4.

Hewan hasil rekayasa genetika adalah halal, dengan syarat-
syarat, yaitu:

a. Hewannya termasuk dalam kategori ma'kul al'lahm
(jenis hewan yang dagingny. halal dikonsumsi);

b. bermanfaat; dan
c. tidak membahayakan.
Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-
obatan, dan kosmetika adalah halal dengan syarat-syarat,
yaitu:

a. bermanfaat;
b. tidak membahayakan; dan
c. sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan

berasal dari yang haram.130

Fatwa MUI No. 35 Tahun 2013 sebagaimana diuraikan di atas,
bluarkan setelah mendengar penjelasan dari Komisi Keamanan

ati Produk Rekayasa Genetika, LPPOM MUI, Fatwa Nomor 3/
tunas WMUI/2000 tentang Kloning, dan diskusi Sidang Komisi fat-
' MUI. Selain itu, Fatwa MUI ini juga didasarkan pada Al-Qur'an,
'is, dan kaidah.131

p Menjelang New Millenium, dunia dikejutkan oleh ditemukannya
-iatu cara baru dalam hal proses berkembangbiaknya makhluk hidup,
ing dikenal dengan istilah kloning itu dinyatakan dapat menghasil-
Wanakan yang persis sama dengan induknya secara aseksual (tanpa
lelalui pembuahan). Professor Jerry L. Hall, dari Washington Uni

versity adalah peneliti/pengembang pertama yang berhasil melakukan
Jercobaan kloning, khususnya membelah embrio manusia menjadi
>eberapa bagian, sampai masing-masing bagian tersebut berhasil dibi-

fakkan menjadi embrio yang sama. Menyusul kemudian, Dr. Tim Co-

130 Anonim, "Makanan Hasil Rekayasa Genetika Halal atau Haram? Ini Fatwa
MUI", dalam http://food.detik.com/read/2013/09/09/153350/2353452/
makanan-hasil-rekayasa-genetika-halal-atau-haram-ini-farwa-mui, diakses
pada 12 September 2013.

131 Ibid.
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hen dan Inggns, yang ditengarai berhasil "membantu" Maureen ol
me ahirkan seorang anak perempuan yang dinamai Emma Ott, seteS
seb lumnya melalu, proses pengkloningan. Di saat lam, Dr. Ian £ I
mut, D.rektur T,m Roslin Institute, mempublikasikan keberhasilanTj
dalam mengkloning sel kelenjar susu domba ras dorser asal fil
d., menjad, seekor domba norma, polemik yang sebelumnya 3
nak-nak kecil sa,a berubah meluap ke permukaan Polemik mengen2
teknologi kloning itu semakin bertambah panas, ketika Dr Mart,—
N,s peneliti medik asal Belgia, mengaku^elah'b^eS^
hkasi an hit T "^ T'^"^ "*> k«ika ia ">™P«-bhkasikan hal tersebut, tepat pada 9Maret 1997, klon bocah kembl

mmasih terus mengalami perrumbuhan. Reaksi masyarakatlu^
begitu keras menyoroti dampak dan mempertanyakan etika teknoloL
rekayasa genetika. Mayoritas masyarakat dunia memandang de trst
but sebagai sesuatu yang buruk, rubbish, dan mencampuri wi ah
otontas luhan. "Teknologi kloning memperlihatkan betapa Ida sudah
Pan _XZ TnTw T* "?** ^ * »* **£ramus II dalam The Washington Post. "Ada banyak makhluk hiduo
yang perlu dihormati, bukan hanya digunakan unruk memu kan naT
vanThenfUr ^tambah DOUgkS BrUCC>Direktur Ch"<* ofScotland
koninrnlr', ,Pr°VlnSi ttmPat diu™"*annya penemuan domba'klonmg Dolly. Selam ,tu, di Amerika Serikat, Gereja Katolik Detroit 1
mengeluarkanpre* realese dalam The Detroit News, bahwa "Man^
•a diciptakan dan citra Tuhan, tetapi kloning hendak mengotoZ?
Ill GCre,a Vatika R°ma -"Seluarkan kecaman'ata, up'ayapengkloningan manusia yang marak dilakukan di negara-negara maL
pasca pubhkas, Dr. Ian Walmut, opini masyarakat barat, khu uTn
Amerika dan Eropa, menunjukkan sentimen negatif. Ham'p.V 9 o/ re
sponden majalah Time, Newsweek, BBC, atau CNN Television me-
terhfd3" ST 8euetika- MaSyarakat duniaP"" ™sih «i £*£erhaap teknologi kloning ini, kendati Advanced Cell Technology
(ACT) Inc. dan Worcester, Massachussets, Amerika Serikat dalam
percobaannya berhasil membiakkan sel tunas yang rusak sebab 2
nyakn kronis. Meskipun pihak perusahaan bioteknologi iu erusaln
meyakmkan masyarakat luas bahwa teknologi kloningdapat beTg^na
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ik theurapeutic (proses penyembuhan penyakit), dunia tetap me-
ldang sinis terhadap ide rekayasa genetika tersebut.132

Dari sudut pandang agama Hindu, I Made Titib menjelaskan
Ibwa segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran moral, etika,

spiritual akan menghancurkan diri dan peradaban manusia. De-
dan pula implikasi rekayasa genetika, kloning dan transplantasi da-
ibeberapa hal bertentangan dengan ajaran agama Hindu, misalnya

gemasukkan gen manusia pada tumbuh-tumbuhan dan hewan, pada-
tumbuh-tumbuhan itu nantinya akan dikonsumsi manusia. Oleh

prena itu, paling tidak perasaan mereka yang beriman akan tersing-
ig, karena mereka akan mengkonsumsi gen manusia, walaupun se

ra ilmiah gen-gen manusia unsur-unsurnya sama saja dengan gen-
gen tumbuh-tumbuhan dan hewan. Demikian pula akan menimbulkan
pkecewaan yang sangat mendalam bagi umat Hindu yang berpantang

m makanan yang berasal dari hewan, yakni kehidupan vegeta-
yang umumnya dilakukan oleh orang-orang suci seperti sanyasin,

ju, yogi, pandita atau rohaniwan lainnya. Sangat berdosalah mer
eka apabila produk makanan yang dijual tanpa isi label tentang asal-

unsur-unsur makanan itu apakah nabati atau hewani.133
Lebih lanjut, I Made Titip menegaskan kesimpulannya tentang

;rkembangan rekayasa genetika menurut agama Hindu, sebagai beri-
Ikut:

Dalam kitab suci Veda, Tuhan yang Maha Esa digambarkan
sebagai dewi Sarasvati, dewi ilmu pengetahuan dan teknolo
gi, namun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
tidak. boleh bertentangan dengan ajaran moral, etika dan
spiritual yang bersumber dari ajaran agama.
Rekayasa genetika yang dikembangkan oleh para biotek
nologi akan berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan

1.

2.

132 Dwi Tika, Loc. Cit., Perhatikan catatan kaki nomor 88.
133 I Made Titib, "Kloning dan Transplantasi dalam Perspektif Veda", Ar-

tikel, dalam http://dharmavada.wordpress.eom/2013/l 1/14/kloning-
dan-transplantasi-dalam-perspektif-veda/, diakses pada 4 Desembcr
2013.
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3.

4.

5.

manusia, yang berdampak positif hendaknya dikembang
kan, sedangkan yang berdampak negatif yang merugikan
kehidupan umat manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan
serta lingkungan alam sekitar hendaknya dicegah dan di-
tanggulangi dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, tanggung
jawab moral, etika dan spiritual para pakar bioteknologi,
tidak saja dihadapkan kepada masalah kemanusiaan, tetapi
yang penting adalah kepada Tuhan yang Maha Esa.
Permasalahan rekayasa genetika (khususnya kloning, tran-
plantasi, termasuk bayi tabung) yang bila dilaksanakan atas
dasar himsakarma dan bertentangan dengan ajaran agama
secara mantap niscaya hal-hal yang negatif itu dapat dicegah
dengan baik.

Kloning terapeutik dapat dibenarkan sepanjang tidak ber
tentangan dengan ahimsa, sedangkan kloning reproduksi
kiranya tidak dapat diterima karena hal tersebut akan ber-
implikasi dan bertentangan dengan ajaran agama, etika-mo-
ralitas, hukum dan sosial-budaya.
Paten bentuk-bentuk kehidupan adalah tidak berdasar,
karena kehidupan bukanlah milik penemunya. Kehidupan
adalah milik Tuhan yang Maha Esa, bila pakar bioteknologi
mampu merekayasa lahirnya organisme tertentu, maka dia
bukanlah pencipta kehidupan itu.134

Selanjutnya, rekayasa genetika, khususnya kloning, menurut
agama Buddha, sebagai berikut, yaitu:

1. DNA cloning tidak bertentangan dengan etika Budha, se
hingga boleh dilakukan, karena tidak merugikan makhluk
hidup. DNA cloning merupakan teknik dan aplikasi biologi
yang digunakan secara luas dan bebas di laboratori-labora-
tori biologi di seluruh dunia.

2. Therapeutic cloning, walau belum terdapat kesepakatan
antara para ilmuwan biologi dan kaum terpelajar Budhis

Ibid.
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lainnya, tetapi jelas bahwa dalam Budhisme sel-sel tubuh
manusia tidak dianggap sebagai makhluk hidup. Tidak dike
nal bahwa masing-masing sel, tissue, maupun organ tubuh
manusia itu memiliki unsur batiniah (Pali: nama). Jadi, sel
ovum dan sperma bukanlah termasuk makhluk hidup yang
memiliki kesadaran. Tetapi setelah terjadinya pembuahan
(bersatunya ovum dan sperma), maka terbentuklah secara
perlahan-lahan sel-sel yang akan tumbuh menjadi fetus
melalui proses yang dikenal sebagai embryogeneis. Pengam-
bilan stem cell dari tahap embryogenesis ini belum dapat
digolongkan sebagai makhluk hidup, yakni belum terdapat
bukti telah terbentuknya kesadaran. Dari argumen ini, maka
therapeutic cloning, andaikata dilakukan di Minggu perta
ma pembuahan, tidak dapat disebut sebagai pembunuhan.
Dengan sendirinya, praktik therapeutic cloning seharusnya
tidak bertentangan dengan etika Budhis. Apalagi manfaat
therapeutic cloning itu jelas, yakni sebagai alternatif baru
untuk terapi medik.
Reproductive cloning, dari aspek filsafat tidak dapat dikata
kan bertentangan dengan ajaran Buddha, karena Budhisme
berpendapat bahwa munculnya/terbentuknya makhluk
hidup bukanlah berasal dari hasil ciptaan, akan tetapi dari
kegelapan (Ref: Smyutta Nikaya 12.2). Karena kegelapan ba
tin inilah makhluk hidup bertumimba lahir. Dengan lenyap-
nya kegelapan batin ini, maka lenyap juga tumimba lahir
ini. Di sini tak dikenal "ego" (roh, inti, keabadian mutlak),
dan makhluk hidup terus bertumimba lahir dikarenakan
kegelapan batin ini. Ajaran ini dikenal juga sebagai hukum
sebab-akibat (Pali: paticcasamupada), yakni terbentuknya
segala sesuatu adalah karena adanya penyebab. Dengan be-
rakhirnya penyebab tersebut, maka berakhir pula akibatnya.
Namun, dalam aspek pragmatik, reproductive cloning masih
mengalami banyak permasalahan teknis. Banyak bukti-bukti
yang menunjukkan bahwa clone memiliki abnormalitas yang
belum jelas penyebabnya, misalnya banyak clone yang tak
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dapat hidup sepanjang usia induk mereka. Oleh karena itu,
seharusnya reproductive cloning tidak dipraktikkan, apalagi
dalam skala besar, sampai setelah permasalahan teknis ini
telah dapat ditangani yang tentunya memerlukan eksperi-

• men-eksperimen yang kecenderungannya membentrok de
ngan etika Budhis.. Seandainya di masa depan proses klo
ning ini sudah tidak mengalami permasalahan teknis, maka
reproductive cloning mungkin akan dijadikan praktik pada
masyarakat umum.135

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
dampak negatif rekayasa genetika terhadap agama, terutama adalah:
transplantasi sel dan katup hewan ke jantung manusia, gen hewan di-
silangkan dengan gen manusia, dan kloning atau pelipatgandaan ma
nusia seutuhnya dapat melanggar dan meniadakan berbagai pelaksa-
naan norma-norma hukum agama, seperti perkawinan, nasab, nafkah,
hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, waris, perawatan anak'
dan Iain-lain, sehingga menimbulkan dekadensi moral, memusnah-
kan nilai-nilai kemanusiaan, dan mencampuri wilayah otoritas Tuhan,
bahkan dapat menjadikan manusia merasa mempunyai kemampuan
"mencipta" seperti Tuhan.

135 Tim Pengkajian Hukum, 2012, "Pengkajian Hukum tentang Ketentuan Pidana
dalam Penerapan B.oteknologi Kesehatan", Laporan Akhir Pengkajian Hukum,
Badan Pembmaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manu
sia, Jakarta, him. 61-67.
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Dasar Filosofis Pengakuan dan
Perlindungan Hukum terhadap
Rekayasa Genetika di Indonesia

REKAYASA GENETIKA ADALAH HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL

|f. Peristilahan dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual
Istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa kata "Atas"), yang lazim

isingkat HKI, telah resmi digunakan berdasarkan Keputusan Menteri
in Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10

;Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Apara-
iturNegara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000.

HKI adalah terjemahan dari intellectual property rights (bahasa
Inggris), yang menurut WR. Cornish berarti:

"intellectualproperty refers toa range of intangible property
rights, which are based on the intellectual achievements of
humans as recognised or protected by law". In most cases,
IP can be devided into several categories of rights, includ
ingpatents, industrial designs, copyrights andrelated rights,
trademarks and tradenames, geographical indications, lay
out designs (topographies) of integrated circuits, andconfi
dential informations".]

1 W.R. Cornish, 1999, Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and
Allied Rights, Sweet & Maxwell, London.
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Lebih lanjut, Cornish menjelaskan adanya dua karakteristik
umum HKI, dengan menyatakan sebagai berikut:

"there are two characteristic common to allIP rights: first,
all are related to a form of intellectual achievement or ac
tivities; and second, all are rights-as recognised and pro
tected bya particular law. These common characteristic are
crusial for understanding the rules for protecting intellec
tual property rights".1

Memerhatikan penjelasan Cornish mengenai HKI sebagaimana
diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa HKI adalah suatu hak
atas kekayaan yang tidak berwujud (intangible property rights), yang
didasarkan atas pencapaian intelektualitas manusia yang diakui dan
dilindungi oleh hukum. HKI, oleh Cornish, dibedakannya menjadi
beberapa kategori, yaitu paten, desain industri, hak cipta dan hak-
hak yang terkait, merk dagang dan nama dagang, indikasi geografis,
desain tata letak (topografi) sirkuit terpadu, dan informasi rahasia.
Kemudian, Cornish menegaskan adanya dua karakteristik seluruh
HKI, yaitu: pertama, HKI berkaitan dengan suatu bentuk aktivitas
atau pencapaian intelektual; dan kedua, HKI diakui dan dilindungi
oleh suatu hukum khusus. Kedua karakteristik umum HKI itu krusial
dan menjadi alasan perlunya memahami aturan-aturan hukum guna
melindungi HKI.

Harsono Adi sumarto menjelaskan bahwa istilah property ada
lah kepemilikan berupa hak, yang mendapat perlindungan hukum,
dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari
pemiliknya, sedangkan kata intellectual berkaitan dengan kegiatan in
telektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi
ciptaan sastra, seni, dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai
benda immateril.3 Menurut Ranti Fauza Mayana, karena unsur daya

2 Ibid.

3 Harsono Adisumarto, dalam Soedjono Dirdjosiswoyo, 2000, Hukum Perusaha-
an mengenai Flak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Flak Merk),
Mandar Maju, Bandung, him 22.
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cipta yang dikembangkan dari kemampuan berfikir manusia untuk
melahirkan suatu karya, kata "intelektual" itu harus dilekatkan pada
setiap karya/temuan yang berasal dari kreativitas berfikir manusia
tersebut.4

Menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, pengertian
HKI dapat dideskripsikan secara substantif, yaitu hak atas kekayaan
yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI
dikategorikan sebagai hak atas kekayaan, mengingat HKI berupa
pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkan-
nya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran,
bahkan perasaan. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya in
telektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan
manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang
melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-
karya intelektual tadi.5

Penjelasan tentang HKI juga diuraikan oleh Muhammad Syaifud-
in, yaitu HKI adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang ber-
mber dari hasil kerja akal dan fikiran yang mampu menalar, yang
materil (tidak berwujud), tetapi bernilai ekonomis dan dapatdinilai

gengan uang, karena mengandung manfaat bagi masyarakat (publik).
"isalnya, untuk menemukan komposisi kandungan kadar zat kimia

iyang tepat dalam obat batuk dan teknologi baru untuk memproduksi
•bat batuk tersebut, diperlukan akal dan fikiran manusia yang mam-
•u menalar. Hasil kerja akal dan fikiran manusia yang mampu me-
lalar itu kemudian disebut "intelektualitas" dan orang yang mampu
enalar dengan menggunakan akal dan fikirannya itu dinamakan

'intelektualis".6

|din
>su

Ranti Fauza Mayana, 2004,Perlindungan Desain Industri diIndonesia dalam Era
Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, him. 33.
Perhatikan Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2005, Hak Kekayaan In
telektual dan Budaya Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 31.
Muhammad Syaifuddin, 2009, Hukum Paten: Analisis Paten dalam Perspek-
tif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Intemasional, Tunggal
Mandiri Publishing, Malang, him. 24-25.
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HKI yang pengertiannya dikemukakan oleh Muhammad
Syaifuddin tersebut di atas, didasarkan atas pemahaman Sidi Gazalba
bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berfikir (anima
intelectiva), yang terlengkapi pula dengan berasa, bersikap, dan ber-
tindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan yang
didapatnya lewat kegiatan merasa atau berfikir. Penalaran merupakan
kegiatan budi sebagai jalan mencapai pengetahuan, dari pengetahuan
yang satuke pengatahuan yang lain, dengan perantaraan pengetahuan
penghubung.7

Selanjutnya, Muhammad Syaifuddin membangun penalaran
bahwa semua orang mempunyai akal dan fikiran, tetapi, tetapi tidak
semua orang yang mempunyai akal dan fikiran itu mampu menalar
secara optimal. Dengan demikian, tidak semua orang yang mempu
nyai akal dan fikiran itu mampu menghasilkan HKI. Hanya orang
yang mampu menalar dengan menggunakan akal dan fikirannya saja
yang dapat menghasilkan HKI. Jadi, wajar saja hasil penalaran yang
menggunakan akal dan fikiran seseorang itu kemudian menimbulkan
HKI yang bersifat eksklusif. Apalagi dalam mewujudkan karya-karya
intelektualnya seseorang itu sudah tentu membutuhkan pengorbanan
tenaga, waktu, bahkan biaya. Sifat Eksklusif HKI diwujudkan dengan
pemberian suatu hak monopoli untuk suatu jangka waktu tertentu ke
pada pemegang HKI untuk mengeksploitasi HKI tersebutguna mem
peroleh keuntungan ekonomi dari hasil HKI tersebut.8

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa fungsi utama diberikan
hak eksklusif terhadap HKI adalah untuk membina dan menyegar-
kan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan
sehat, sehingga kepentingan masyarakat (kosumen) dapat dilindungi
dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad bu-
ruk.9

Sidi Gazalba, 1981, Sistematika Filsafat: Buku II, Bulan Bintang, Jakarta, him.
192.

Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 25.
M. Yahya Harahap, 1996, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Mcrek
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, him. 342.
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Landasan filosofis pemberian hak monopoli atas HKI menurut
ury Adriyani, sebagai berikut:

"'There is basic philosophical underlying the monopoly in
intellectual property (IP). Indeed it must understand en
tirely with the idea of IP. The objects of IP are creations
of human minds, the human intellect. The property is the
information reflected in the copies. Therefore the property
is not in the copies. Mean while monopoly itself is the sole
right compensation to the proprietor ofproviding creation
or a new invention of which the proprietor used his know
ledge, skill, time and energy. Therefore the proprietor has to
be protected from anyco?iterfeiting".w

Achmad Zen Umar Purba, HKI adalah aset yang secara hukum
ienimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga pada
^;t-aset yang lain, misalnya tanah yang ditandai dengan sertifikat dan
gepemilikan benda-benda bergerak melekat pada yang mempunyai.

ltuk HKI diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan
ida kepemilikan dari negara. kesadaran bahwa karya intelektual

ierupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah
inci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemi-
can, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha."

Mencermati pengertian HKI sebagaimana diuraikan di atas,
laka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam
sngertian HKI adalah:

1) HKI adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda, yang ber
sifat immateril (tidak berwujud);

2) HKI bersumber dari hasil kerja akal dan fikiran manusia
yang mampu menalar (berintelektualitas), kreatif (berdaya

10 Wury Adriyani, "Introductory Notes to Intellectual Property Law in Indonesia"
Yuridika, No. 384, Tahun XIII, FH Universitas Airlangga, Surabaya, him. 1.

JI Achmad Zen Umar Purba, "Peranan HaKI dalam Menumbuhkan Kreativitas
Usaha", Makalah, Disampaikan pada Workshop II Center for The Socialization
and Dissemination ofTechnology, The Habibi Center, Jakarta, 13 Juli 2000.
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menciptakan), dan inovatif (berdaya menemukan/mengenj
bangkan) yang diarahkan oleh budi pekerti yang luhur;

3) HKI dalam bentuk ekspresi ciptaan ilmu pengetahuan, senj
dan sastra, serta dala:n bentuk inovasi penemuan/pengemj
bangan teknologi;

4) HKI dihasilkan dalam proses yang membutuhkan pengor-^
banan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran, bahkan peraj
aan, serta mengandung manfaat bagi dan dibutuhkan olehf
masyarakat (publik);

5) HKI bernilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang;
6) HKI diberikan oleh negara orang/badan hukum yang meng-

hasilkannya dan mendaftarkannya pada lembaga yang ber
wenang;

7) HKI bersifat eksklusif dalam wujud hak monopoli bagi ke
pada pemegang/pemilik HKI untuk mengeksploitasi HKI
dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh keuntungan
ekonomi dari hasil HKI tersebut;

8) HKI yang dipegang/dimiliki oleh orang/badan hukum dil
indungi dalam jangka waktu tertentu oleh aturan hukum
HKI dari perbuatan curang yang dilakukan oleh orang/ba
dan hukum lain yang beritikad buruk.

2. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, HKI adalah hak atas

suatu benda yang bersumber dari hasil kerja akal dan fikiran yang
mampu menalar, yang immateril (tidak berwujud), tetapi bernilai
ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, karena mengandung man
faat bagi masyarakat (publik).

HKI sebagai benda immateril atau tidak berwujud membole
hkan pemilik atau pemegangnya melaksanakan hak-hak yang sama
dengan hak milik. Sehubungan dengan hak milik, perlu dikemukakan
pemikiran hukum Mahadi yang menguraikan bahwa yang dapat men
jadi objek hak milik berdasarkan substansi Pasal 499 KUH Perdata
adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksudkan dengan barang

;•:::,, its
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ih benda materil karena terlihat wujudnya, sedangkan hak ada-
ifbenda immateril karena tidak terlihat wujudnya dan tidak dapat
_iba sehingga hak ini dikenal dengan istilah benda immateril.,2

ljuk pada pemikiran hukum Mahadi tersebut, dapat dipahami
|wa istilah benda immateril tertuju pada konsep "hak" yang dapat
[iliki oleh subjek hukum (orang atau badan hukum) yang sifatnya

dapat dilihat, tidak dapat diraba dan tidak dapat kuasai secara
tetapi ada (existing) dan diakui secara yuridis oleh hukum per-

(vide Pasal 449 KUH Perdata).
E Pitlo yang pemikiran hukumnya dikutip oleh Mahadi menegas-
Hbahwa HKI termasuk ke dalam hak-hak yang disebut dalam Pasal

KUH Perdata, sehingga menyebabkan hak milik immateril itu
gdiri dapat menjadi objek dari suatu hak kebendaan. Adapun hak

jndaan adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak ab-
pit yang objeknya bukan benda materil, inilah yang disebut HKI
_U Intellectual Property Rights.13 Jadi, HKI sebagai hak kebendaan

lpakan hak absolut atas suatu benda immateril berupa hasil karya
felektualitas manusia yang dapat dimiliki (dikuasai dengan hak mi-
fidleh subjek hukum (orang atau badan hukum).

Hak milik atas benda immateril adalah hak kekayaan yang objek
lya adalah benda tidak berwujud. Semua benda yang tidak dapat
it atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah

kekayaan immateril. Benda immateril atau benda tidak berwujud
lg berupa hak itu, misalnya hak tagih, hak atas bunga, hak sewa,

guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda jaminan, HKI
itellectual property rights), dan sebagainya.14

Hak kebendaan (zakelijkrecht) menurut Sri Soedewi Masjchoen
Ifwan adalah hak mutlak atas suatu benda yang hak itu memberikan
jjekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan ter-
idap siapa pun juga.15

12 Mahadi, 1985, Hak Milik Immateriil, Bina Cipta, Bandung, him. 65.
13 Pitlo, dalam Ibid.

$4 Ibid.
15 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Fiukum Perdata: liukum Benda, Liberty,

Yogyakarta, him. 24.
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Lebih lanjut, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menegaskan bah
wa ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan atau
hak mutlak dengan hak perorangan atau hak relatif, yaitu:

1) Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap
siapa pun juga.

2) Mempunyai zaaksgevolg atau droit desuit (hakyang mengi-
kuti). Artinya, hak itu terus mengikuti bendanya di manapun
juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak
itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.

3) Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap
yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat
yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Misalnya,
seorang eigenar menghipotikkan tanahnya, kemudian tanah
itu juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut
hasil, maka hak hipotik itu masih ada pada tanah yangdibe-
bani hak memungut hasil itu, dan mempunyai derajat dan
tingkat yang lebih tinggi daripada hak memungut hasil yang
baru terjadi kemudian.

4) Mempunyai sifat droit de preference (hak yang didahulu-
kan).

5) Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.
6) Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan

itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.16

Pemahaman bahwa HKI adalah hak kebendaan mengembangkan
pemahaman bahwa terdapat karakter yang khas pada HKI, sebagai
berikut:

1) HKI adalah hak mutlak, artinya subjek hukum (orang atau
badan hukum) yang menjadi pemilik/pemegang HKI berhak
menguasai secara langsung dan mempertahankannya terh
adap subjek hukum (orang atau badan hukum) lainnya;

2) HKI adalah hak yang mengikuti, artinya HKI terus-menerus
mengikuti benda immaterilnya di manapun atau ke manapun

16 Ibid., him. 25-27.
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juga benda immateril itu berada atau dalam penguasaan
siapun subjek hukum (orang atau badan hukum),;

3) HKI dapat dijadikan objek perjanjian jaminan kebendaan
(dalam hal ini jaminan fidusia) oleh pemilik/pemegangnya
dalam perjanjian kredit, yang memberikan hak yang didahu-
lukan (preference) bagi kreditornya untuk menjual dengan
kekuasaan sendiri jika debitor wanprestasi;

4) HKI memberikan hak gugat kebendaan, artinya pemilik/
pemegang HKI mempunyai hak untuk mengajukan gugatan
ke pengadilan dalam rangka mempertahankan HKI terse
but dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam
pemanfaatan nilai ekonomi HKI oleh subjek hukum (orang
atau badan hukum) lainnya;

6) HKI dapat beralih atau dialihkan secara sepenuhnya dengan
alas hak milik dengan cara, antara lain: jual-beli, hibah, atau
tukar menukar, dll.

Mariam DarusBadrulzaman menguraikan bahwa hak kebendaan
3agi atas dua bagian, yaitu hak kebendaan yang sempurna dan hak
jendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak

gbendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh)
p si pemilik. Selanjutnya, untuk hak yang demikian dinamakan-

hak kepemilikan. Adapun hak kebendaan terbatas adalah hak
ig memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda jika
>andingkan dengan hak milik. Artinya, hak kebendaan terbatas itu
Jak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak
Hk.17 Jadi, hak milik itu adalah hak kebendaan yang sempurna, se-
igkan hak-hak lainnya adalah hak kebendaan yang terbatas.18

HKI adalah hak kebendaan, dapat menjadi objek hak milik,
lingga HKI memberikan kenikmatan yang sempurna bagi subjek

pcum (orang atau badan hukum) yang memilikinya. Timbulnya ken-

Mariam Darus Badrulzaman, 1983, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional
BPHN-Alumni, Bandung, him. 43.
Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 41.
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ikmatan yang sempurna bagi pemilik HKI, karena pemilik HKI dapat
melakukan perbuatan hukum apapun terhadap HKI miliknya, den
gan syarat perbuatan hukumnya tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kata "hak milik" atau "property" dalam istilah intellectual
property rights menurut Noor Mout-Bouwman dapat menyesatkan
karena kata harta benda atau property mengisyaratkan adanya suatu'
benda nyata. Padahal, harta kekayaan atau property dimaksud bukan
lah benda materil, tetapi hasil kegiatan berdaya cipta, pikiran manusia
yang diungkapkan ke luar dalam suatu bentuk, baik materil maupun
immateril. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi, melainkan
daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang
seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-ketiganya.19

Konsekuensi logis dari pemahaman HKI ini adalah terpisahkan-
nya HKI itu dengan hasil materil yang menjadi wujud penjelmaan
nya sebagai benda berwujud (benda materil). Misalnya, paten sebagai
HKI dan hasil materil yang menjadi wujud jelmaannya adalah mesin
produksi obat dan/atau obatnya. Jadi, yang dilindungi oleh hukum
HKI adalah haknya, bukan mesin produksi obat dan/atau obatnya se
bagai jelmaan dari hak itu. Jelmaan dari hak itu dilindungi oleh hu
kum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).20

HKI sebagai benda immateril (tidak berwujud) banyak klasifikasi
atau macamnya, karena HKI merupakan hasil kerja akal dan fikiran
manusia yang mampu menalar (berintelektualitas), kreatif (berdaya
menciptakan), dan inovatif (berdaya menemukan/mengembangkan),
dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. '

Klasifikasi atau macam-macam HKI sebagai benda immateril
(tidak berwujud) dapat dicermati pada bagan berikut ini:

19 Noor Mout-Bowmann, "Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan
atau Dukungan terhadap Perkembangan Industri" Makalah, Disampaikai pada
Semmar Hak Mihk Intelektual, Kerjasama FH USU dengan Name van Haersolte
Amsterdam, Medan, 10Januari 1989.

20 Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 41.
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Bagan 1.
Klasifikasi HKI sebagai Benda Immateril (Tidak Berwujud)

(Paten, Desain Industri,
Cipta dan Hak-Hak yang
Terkait, Merk Dagang dan Nama
Dagang, Indikasi Geografis,
Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, dan Informasi Rahasia.

Hak

•^mmmmmmBmmmmmmm

HKI pada dasarnya digolongkan dalam dua kelompok, yaitu:
rtama, hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (neigh-
ring rights). Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengeta-
ian, seni, dan sastra diwujudkan, sedangkan neighboring rights dibe-
mkepada para pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan
ibaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang

^hubungan dengan hak cipta;21 kedua, hak kepemilikan industri (in
dustrial property rights) yang khusus berkaitan dengan industri. Sehu-
pingan dengan itu, yang diutamakan dalam hak kepemilikan industri
1a,ah hasil Penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat digunakan
l̂tuk maksud-maksud industri. Penggunaan di bidang industri inilah

fang merupakan aspek terpenting dari hak kepemilikan industri.22

1 Henry Sulistyo Budi, 1997, "Perlindungan Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak
Cipta dan Permasalahannya", Makalah, Jakarta, 27 November, him 2
Sudargo Gautama, 1995, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco Ban
dung, him. 4.
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HKI di Indonesia telah diatur dalam sejumlah aturan hukum
positif di level undang-undang, sebagaimana dapat dicermati padaTa-
bel 1 berikut ini:

Tabell.

Klasifikasi HKI dan Aturan Hukum Positifnya di Indonesia

No.! Klasifikasi HKI Aturan Hukum Positif
1.

2.

3.

4.

6.

7.

Hak Cipta

Paten

Merek

Varietas Tanaman

Rahasia Dagang

Desain Industri

Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta _^
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek
Undang-Undang Nomor 29Tahun 2000 tentang Perlin-
dungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Raha-
sia Dagang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri

Undang-Undang Nomor 32Tahun 2000 tentang Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu

Jika diperhatikan substansi HKI yang diaturnya, maka dapat di
pahami bahwa materi muatan sejumlah aturan hukum positif tentang
HKI di Indonesia adalah wujud normatif dari harmonisasi hukum
HKI Indonesia dengan hukum HKI intemasional, khususnya Con
vention on Establishing The World Intelectual Property Organization
(selanjutnya disingkat WIPO) dan TRIPs sebagai lampiran yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian WTO.23

WIPO menggunakan istilah "hak atas kekayaan perindustrian"
{industrial property rights) untuk menyebut HKI, dan mengklasifikasi-
kannya, sebagai berikut:

1) Patent (Paten);

2) Utility Models (Model dan Rancang Bangun, yang dalam
hukum HKI Indonesia disebut Paten Sederhana);

23 Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 65.
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3) Industrial Design (Desain Industri);
4) Trade Secrets (Rahasia Dagang);
5) Trade Marks (Merek Dagang);
6) Service Mark (Pelayanan Dagang);
7) Trade Names or Commercial Names (Nama Dagang atau

Nama Komersial);
8) Appelations of Origin (Sebutan Asal).
9) Indications ofSource (Indikasi Sumber); dan
10) Unfair Competition Protection (Perlindungan Persaingan

Tidak Sehat).24

Selain klasifikasi HKI menurut WIPO, ternyata TRIPs menam-
bahkan ada dua HKI lainnya, yaitu: Protection of New Varieties of
Plants (Perlindungan Varietas Baru Tanaman) dan Integrated Circuits

j (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).25 Dengan demikian, klasifikasi
| HKI menurut TRIPs lebih banyak sehingga ruang lingkupnya juga
I lebih luas daripada klasifikasi HKI menurut WIPO.

Substansi HKI yang diklasifikasikan dalam WIPO dan TRIPs,
|ternyata tidak semuanya diatur dalam aturan hukum positif tentang
| HKI di level undang-undang tersendiri di Indonesia, karena ada juga
I qndang-undang yang mengatur lebih dari satu HKI. Sebagai contoh,
futility Models (dalam konteks hukum HKI Indonesia disebut paten
|;sederhana) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
|Uentang Paten. Contoh lainnya, Service Mark, Trade Names, Commer-
f.cial Names, Appelations of Origin, dan Indications of Source diatur
|dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Se-
I baliknya, ada klasifikasi HKI menurut WIPO dan TRIPs tetapi tidak

diklasifikasikan sebagai HKI dalam hukum HKI Indonesia, yaitu Un

it Ibid., him. 65-66.
15 Ibid., him. 66.
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fair Competition.16 Bagi Indonesia, Unfair Competition bukan HKI,
melainkan keadaan persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan
HKI. Oleh karena itu, logis bahwa Unfair Competition diatur (dalam
arti dilarang) secara khusus dalam hukum persaingan usaha, tidak dia
tur dalam hukum HKI di Indonesia.

Bagi Indonesia sendiri, HKI dari segi aturan hukum positifnya
sudah cukup lengkap, yang dapat merefleksikan bahwa Indonesia te
lah melakukan harmonisasi hukum HKI nasional dengan hukum HKI
intemasional, khususnya Perjanjian WTO/TRIPs, sebagai konsekue
nsi logis-yuridis dari keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian WTO
melalui ratifikasi berdasarkan UU No. 7 Tahun 1994.27

Legislasi hukum nasional tentang HKI merupakan satu di antara
beberapa langkah harmonisasi hukum yang dipersyaratkan oleh Pasal
42 TRIPs.28 Selanjutnya, pemenuhan kewajiban perjanjian intema
sional (Pasal 41 TRIPs sebagai lampiran dari Perjanjian WTO) meru
pakan kebijakan pemberlakuan undang-undang di bidang ekonomi,
termasuk HKI di Indonesia, yang menjadikan substansi undang-un
dang bidang HKI setaraf dengan negara maju dan selaras dengan nor
ma intemasional.29

Perjanjian WTO berikut TRIPs memuat prinsip-prinsip dan kae-
dah-kaedah hukum penuntun yang harus dikonkritisasi secara har-
monis menjadi kaedah hukum konkrit dalam aturan hukum HKI di
negara-negara anggota WTO.

26

27

28

29

O.K. Saidin, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Prop
erty Rights), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 18, menjelaskan bahwa
unfair competition atau persaingan usaha tidak sehat tidak dapat diklasifikasi
kan sebagai HKI, karena tidak ada hak kebendaan yang dilindungi. Persaingan
usaha tidak sehat tidak boleh dilakukan dalam semua bidang hukum, termasuk
HKI. Namun, TRIPs sebagai lampiran tak terpisahkan dari Perjanjian WTO me-
nempatkan unfaircompetition secara khusus dalam satu klausul yang berkaitan
dengan HKI.
Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 67.
Syahmin A.K., "Analisis Yuridis mengenai Pengaturan, Perlindungan dan Pen
egakan Hukum HakI dalam Sistem WTO", Simbur Cahaya, No. 33, Tahun XII,
Januari 2007, Indralaya-Palembang: FH Universitas Sriwijaya, him. 401.
Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di In
donesia", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 23, No. 2, Tahun 2004, Jakarta: Yayasan
Pengembangan Hukum Bisnis, him. 57.
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|3. Eksistensi dan Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Hak
Kekayaan Intelektual
Memerhatikan klasifikasi HKI yang diatur'baik dalam hukum

| HKI Indonesia maupun dalam hukum HKI intemasional sebagaimana
telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum HKI ada
lah suatu sistem hukum, yang terdiri dari sub-subsistem hukum HKI,

|yaitu: pertama, subsistem hukum hak cipta, yang mencakup hak cipta
|Janhak-hak yang terkait dengan hak cipta; dan kedua, subsistem hu-
gairn hak kepemilikan industri, yang mencakup hukum paten, hukum
Jnerek, hukum perlindungan varietas tanaman, hukum rahasia dagang,
fiukum desain industri,dan hukum desain tata letak sirkuit terpadu.

Selanjutnya, eksistensi sistem hukum HKI berikut sub-subsistem
dari sistem hukum HKI tersebut, dapat dicermati pada bagan 2 beri-

t ini:

Bagan 2.
Eksistensi Hukum HKI sebagaiSistem

Hukum Hak Cipta

L'Hukum Hak Cipta
dan Hak-hak yang
Terkait dengan Hak
Cipta (UU No. 19
Tahun 2002)

Sistem Hukum HKI

mmmmmmmmim

Z2

Hukum Hak Kepemilikan Industri

1. Hukum Paten (UU No. 14 Tahun
2001)

2. Hukum Merek (UU No. 15 Tahun
2001)

3. Hukum Perlindungan Varietas
Tanaman (UU No. 29 Tahun
2000)

4. Rahasia Dagang (UU No. 30
Tahun 2000)

5. Desain Industri (UU No. 31
Tahun 2000)

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
(UU No. 32 Tahun 2000).

1
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Secara umum, sistem memiliki ciri-ciri yang sangat luas dan ber-
variasi. Elias M. Awad menjelaskan bahwa ciri-ciri suatu sistem ada
lah: ... .. .„„,._.

1) Bersifat terbuka,atau pada umumnya bersifat terbrka. Suatu
sistem bersifat terbuka jika berinteraksi dengan lingkungan-
nya. Sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasikan diri
dari pengaruh apapun;

2) Terdiri dari dua atau lebih subsistem dan setiap subsistem
terdiri lagi dari subsistem lebih kecil dan begitu seterusnya;

3) Subsistem itu saling tergantung satu sama lain dan saling me-
merlukan;

4) Mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri; dan
5) Memiliki tujuan dan sasaran.30

Adapun Tatang M. Amirin memahami bahwa sistem mempunyai
ciri-ciri, sebagai berikut:

a. Mempunyai tujuan;

Mempunyai batas yang memisahkannya dari lingkungan-
nya;

Walau mempunyai batas, tetapi bersifat terbuka;
Terdiri dari beberapa subsistem/unsur;
Mempunyai sifat holistik (utuh menyeluruh);
Saling berhubungan dan saling bergantung baik intern atau
ekstern;
Melakukan proses transformasi;
Memiliki mekanisme kontrol dengan pemanfaatan umpan
balik;

Memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan me-
nyesuaikan.31

b.

c.

d.

e.

f.

h.

30 Elias M. Awad, 1979, System Analysis and Design, Richard D. Irwin, Home-
wood, Illinois, him. 5-8.

31 Tatang M. Amirin, 1996, Pokok-pokok Teori Sistem, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, him. 7-dst.
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Lawrence M. Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai
jjuatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling
foerinteraksi, yaitu: struktur (structure), substansi (substance) dan kul-
|ur (culture). Struktur hukum, adalah kelembagaan yang diciptakan
fbleh sistem hukum.32 Selanjutnya, substansi hukum terdiri dari aturan
tiukum substantif dan aturan hukum tentang bagaimanakah seharus-
jya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh aturan hukum substantif)
jierperilaku,33 yang berdasarkan pendapat H.L.A. Hart, suatu (sub-

lsi) sistem hukum, adalah kesatuan dari aturan hukum primer (pri-
iry rules), yaitu norma-norma tentang perilaku, dan aturan hukum

lekunder (secondary rules), yaitu norma-norma tentang norma-norma
perilaku, misalnya bagaimana menentukan validitas norma-norma
sntang perilaku, bagaimana menegakkan (enforce) norma-norma ten-
ing perilaku, dsb.34

Menurut Hart, ada dua 2 (dua) kondisi minimum sebagai syarat
jagi eksistensi sistem hukum, yaitu: pertama, adanya dasar pengakuan
rang didukung oleh aturan hukum sekunder yang diterima sebagai
^mengikat" oleh aparatur hukum yang bertugas menciptakan, mengu-
lah, menerapkan, menegakkan, atau mengevaluasi aturan hukum pri-

Srier; kedua, tiap-tiap warga negara mematuhi aturan hukum primer,
Ineskipun mereka memandangnya dari suatu sudut pandang internal.
Cepatuhan itu, paling tidak, dikarenakan ketakutan akan hukuman.35

Dua kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensi sistem hu-
lm, menurut Hart di atas, memiliki relevansi teoretis dengan kom-

iponen ketiga dari sistem hukum menurut Friedmann, yaitu kultur

|32 Lawrence M. Friedmann, 1975, TheLegal System: A SocialScience Perspective,
Russell Sage Foundation, New York, him. 14.
Ibid.

Ibid.
H.L.A. Hart,1972, The Concept of Law, The English Language Book Society
and Oxford University Press, London-Great Britain, him. 49-60, 97-197. Pen
jelasan konsep hukum Hart juga terdapat dalam Roger Contterrell, 1991, JU
RISPRUDENCE: A Crititical Introduction to Legal Philosophy, University of
Pennsylvania Press, Philadelphia, him. 100-103dan CharlesSamford, 1989, The
Disorder of Law:A Critique of Legal Theory, Basil Blackwell, Oxford-UK, New
York-USA, him. 26-46.
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hukum, yang dipahaminya sebagai dukungan sosial atas hukum, yang
dapat mengabaikan, memerhatikan dan membarui hukum atau seba
liknya, seperti kebiasan, pandangan, cara berperilaku dan berfikir
yang menggerakksn dukungan masyarakat untuk mematuhi atau ti
dak mematuhi hukum dan dalam beberapa cara tertentu.36

Terkait dengan sistem hukum ini, Roger Contterrell memahami
bahwa unsur-unsur dalam sistem hukum adalah suatu kesatuan (uni
ty), yang di dalamnya; pertama, tidak boleh ada kontradiksi secara
vertikal dan horizontal; kedua, terdapat uniformitas dalam arti unsur-
unsur yang beragam dapat diterapkan dalam suatu yurisdiksi; ketiga,
terdapat fundasi moral dan kultural yang konsisten yang mengabsah-
kan dan memberi makna moral dan otoritas sosial terhadap hukum.37

Lebih lanjut, Contterrell menjelaskan bahwa kesatuan (hukum)
mensyaratkan dua hal, yaitu: pertama, kesatuan (hukum) membutu-
hkan "hubungan internal" yang konsisten dan dapat diprediksi an
tara unsur-unsur dalam suatu sistem hukum (norma-norma, asas-asas,
konsep-konsep, dsb.); kedua, kesatuan (hukum) membutuhkan "hu
bungan eksternal" yang konsisten dan dapat diprediksi antara sistem
dengan apa yang terletak di luar sistem.38

Hubungan internal antara berbagai unsur dalam suatu sistem
hukum, dalam pemahaman Raz, didasarkan atas grundnorm atau ba
sic norm sebagai sumber nilai dan pembatas dalam penerapan hukum
serta secara eksternal hubungan antara sistem hukum dan apa yang
terletak di luar sistem hukum, disebabkan hukum merupakan bagian
dari lingkungan sosialnya, sehingga tidak dapat dilepaspisahkan dari
masyarakat sebagai basis bekerjanya.39

Jadi, sistem hukum HKI, juga memiliki ciri-ciri mendasar suatu
sistem umumnya, antara lain, yaitu: kesatuan, keteraturan, bersifat

36 Lawrence M. Friedmann, Op. Cit., him. 15.
37 Roger Contterrell, Op. Cit, him. 9.
38 Ibid., him. 10.

39 Joseph Raz, 1973, The Concept of Legal System, An Introduction to the Theory
ofthe Legal System, Oxford University Press, London, him. 16, dikutip dari
Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryan-
daru Utama, Semarang, him. 80.
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Ibuka, saling berhubungan, saling bergantung, dan bertujuan. Selain
i juga tidak kontradiktif, mempunyai hubungan internal yang kon-

ffteri dan dapat diprediksi antara unsur-unsur di dalamnya (norma-
orma, asas-asas, konsep-konsep, dsb.), dan membutuhkan hubungan
sternal yang konsisten dan dapat diprediksi antara sistem dengan

payang terletak di luar sistem. Sistem hukum HKI, didasarkan atas
ii yang terkandung dalam norma dasar, yaitu Pancasila dan kon-

Itusi negara, yaitu UUD NRI Tahun 1945, yang memuat filosofi
fctngsa, cita hukum, serta penuntun dalam penegakan hukumii/a di
idonesia.40

Karena sistem hukum HKI terdiri dari sub-subsistem hukum

I, maka logis dalam hukum paten misalnya, juga terdapat konsep-
lonsep hukum HKI lainnya, khususnya hak cipta dan desain indu-

Ranti Fauza Mayana, dengan mengutip pendapat hukum Ri-
rd J. Gallafent, Nigel A. Eastway & Victor A.F., menjelaskan ba

za hukum desain industri meminjam konsep baik dari hukum hak
|pta maupun hukum paten. Konsep dalam hukum hak cipta yang
jlpinjam oieh hukum desain industri adalah konsep ide-ide menjadi

Bentuk-bentuk fisik sebagai perwujudan dari ide-ide. Kemudian, kon-
pp dalam hukum hukum paten yang dipinjam oleh hukum desain in-
lustri adalah konsep jangka waktu monopoli yang terbatas yang dida-

jjat melalui pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik haknya
ltuk menghentikan pihak lain untuk memproduksi artikel dengan

lesain yang sama, yang mana konsep kebaruan tersebut adalah syarat
agar suatu desain dapat didaftarkan.*1

Benar bahwa sub-subsistem hukum HKI mengandung kesamaan
fsecara konseptual, namun hanya konsep-konsep yang bersifat umum
;pada tataran sistem HKI, sedangkan konsep-konsep yang bersifat
khusus juga terkandung pada tataran sub-subsistem hukum HKI. Oleh

40 Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 71.
41 Ranti Fauza Mayana. Op. Cit, him. 49. Perhatikan juga Richard J. Gallafent,

Nigel A. Eastway & Victor A.F., 1989, Intellectual Property: Lawand Taxation,
Longman Group UK Limited, London, p. 26.
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karena itu, logis pula bahwa figur hukum dari masing-masing sub
sistem HKI tersebut mempunyai karakteristik yang khas yang berbeda
satu dengan yang lainnya.42

Konsep-konsep khusus dalam sub-subsistem HKI yang mem
berikan karakteristik yang khas dan menimbulkan perbedaan ruang
lingkup masing-masing subsistem HKI tersebut yang mendapat per
lindungan hukum yang berlaku di Indonesia, dapat dicermati pada
tabel 2. berikut ini:

Tabel 2.

Ruang Lingkup HKI yang Diaturdalam Sistem Hukum HKI di Indonesia

No. j Klasifikasi HKI Pengertian dan Ruang Lingkup HKI

1. Hak Cipta Pengertian:
Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku {vide Pasal angka 1 UU No. 19
Tahun 2002).

Kuang Lingkup:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay
out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil ka
rya tulis lain.

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis
dengan itu.

3. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendi
dikan dan ilmu pengetahuan.

4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi atau pe-

vyayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gam

bar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung,
kolase dan seni terapan.

7. Arsitektur.

8. Peta.

9. Seni Batik.

10. Fotografi.

42 Muhammad Syaifuddin, Loc. Cit.
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No. I Klasifikasi HKI Pengertian dan Ruang Lingkup HKI

2. Paten

11. Sinematografi.
12. Terjemahan, tafsir; saduran, bunga rampai, database,

dan karya lain dari hasil pe. galihwujudan. [vide Pa
sal 12 UU No. 19 Tahun 2002)

13. Hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah,
dan benda budaya nasional lainnya. [vide Pasal 10
ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002)

14. Hak cipta atas foklor dan hasil kebudayaan rakyat
yang menjadikan milik bersama seperti cerita, hikay-
at, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan,
koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
[videPasal 10 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002)

15.Tidak termasuk ciptaan yang dikecualikan (tidak da
pat diberikan hak cipta), yaitu:
a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara.
b. peraturan perundang-undangan.
c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerin-

tah.

d. putusan pengadilan atau penetapan hakim.
e. keputusan arbitrase atau keputusan badan-badan

sejenis lainnya. (vide Pasal 13 UU No. 19 Tahun
1992)

Pengertian:
Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inven
tor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya
tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak
lain untuk melaksanakannya (vide Pasal 1 angka 1 UU
No. 14 Tahun 2001)

Ruang Lingkup:
1. Ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan

pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi
dapat berupa produk atau proses, atau penyempur-
naan dan pengembangan produk atau proses, (vide
Pasal 1angka 2 UU No. 14 Tahun 2001)
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2. Adanya unsurkebaruan (novelty), artinya suatu invensi
dianggap baru jika tanggal penerimaan, invensi terse
but tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan
sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelum
nya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indo
nesia atau di luarIndonesia dalam suatu tulisan, uraian
tulisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain
yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksana-
kan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau
tanggal prioritas. Teknologi yang diungkap sebelum
nya mencakup dokumen permohonan yang diajukan
di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah
tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya
sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut
lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal
prioritas permohonan;

3. Mengandung langkah inventif (inventive step), artinya
suatu invensi bagi seseorang yang mempunyai keahl
ian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak
dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu in
vensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebel
umnya baru dilakukan dengan memerhatikan keahl
ian yang ada pada saat diajukan permohonan pertama
dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak pri
oritas.

4. Dapat diterapkan dalam industri (industrial applicable),
artinya suatu invensi dapat diterapkan dalam industri
jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam indus
tri. {vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UU No. 14
Tahun 2001)

5. Tidak termasuk sebagai invensi yang dikecualikan
(tidak dapat diberikan paten), yaitu:
a. proses atau produk yang pengumuman dan peng

gunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, mo
ralitas agama, ketertiban umum, dan kesusilaan.

b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan
atau pembedahan yang diterapkan terhadap manu
sia dan atau hewan.

c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan
matematika.

d. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.
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No. ! Klasifikasi HKI

3.

4.

Merek

Perlindungan
Varietas

Tanaman

Pengertian dan Ruang Lingkup HKI

e. proses biologis yang esensiai untuk memproduksi
tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis
atau proses mikrobiologis. (videPasal 7 UU No. 14
Tahun 2001)

Pengertian:
Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-
unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan diguna
kan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (vide
Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001)

Ruang Lingkup:
1. Memiliki daya pembeda.
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa.
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusi

laan dan ketertiban umum.
4. Bukan menjadi milik umum.
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang

atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (vide Pa-
sal 5 UU No. 15 Tahun 2001)

Pengertian:
Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang
ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman,
daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik geno-
tipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan
dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurang-
nya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak
tidak mengalami perubahan (vide Pasal 1angka 3UU No.
29 Tahun 2000), yang dihasilkan melalui pemuliaan tan
aman, yaitu rangkaian kegiatan penelitian dan pengem-
bangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk
menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemur-
nian benih varietas yang dihasilkan (vide Pasal 1angka 4
UU No. 29 Tahun 2000).
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Ruang Lingkup:
1.. Harus "baru", maksudnya pada saat penerimaan per

mohonan hak perlindungan varietas tanaman, bahan
perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut be
lum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah
diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun atau
telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari
empat tahun untuk tanaman semusim dan enam ta
hun untuk tanaman tahunan. Unsur pembeda menjadi
sangat penting untuk perlindungan ini yang dianggap
sebagai sesuatu yang unik yang telah ditemukan oleh
pemulia tanaman melalui prosedur penelitian, pengu-
jian dan lain sebagainya.

2. Harus "unik", maksudnya varietas tanaman tersebut da
pat dibedakan secara jelas-jelas dengan varietas lain
yang keberadaannya sudah diketahui secara umum
pada saat penerimaan permohonan hak perlindun
gan varietas tanaman. Hasil produk dari varietas yang
ditemukan itu mempunyai sifat keseragaman. Artinya,
mulai dari tenggang usia tanam menjelang panen yang
sama, rasa, bau, bentuk, warna dansifat-sifat lain yang
melekat pada varietas itu.

3. Harus"seragam", maksudnya sifat-sfat utama atau pent
ing pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun
bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkun
gan yang berbeda-beda. Sifat-sifat itu harus stabil un
tuk siklus penanaman.

4. Harus "stabil", maksudnya sifat-sifat yang melekat pada
varietas tidak mengalami perubahan setelah ditanam
berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui
siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami peruba
han pada setiap akhir siklus tersebut.

5. Harus "diberi nama", maksudnya varietas harus diberi
penamaan yang selanjutnya menjadi varietas yangber-
sangkutan, dengan ketentuan, yaitu:
a. nama varietas tersebut harus dapat digunakan

meskipun masaperlindungan telah habis;
b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan keran-

cuan terhadap sifat-sifatvarietas;
c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak

perlindungan varietas tanaman dan didaftarkan
pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman;

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
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d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan
huruf b, maka Kantor Perlindungan Varietas Tana
man berhak menolak penamaan tersebut dan me-
minta penamaan baru;

e._.apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan
untuk varietas lain, maka pemohon wajib meng-
ganti nama varietas tersebut; dan

f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan
sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6. Penggunaannya tidak bertentangan dengan pera
turan perundang-undangan yang berlaku, ketert
iban umum, kesusilaan, norma-norma agama,
kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. (vide
Pasal 2 jo. Pasal 3 UU No. 29 Tahun 2000)

|5. Rahasia Dagang Pengertian:
Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang tek
nologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaan-
nya oleh pemilik rahasia dagang. (vide Pasal 1 angka 1
UU No. 30 Tahun 2000)

Ruang Lingkup:
1. Metode Produksi.

2. Metode Pengolahan.
3. Metode Penjualan.
4. Informasi lain di bidang teknologi atau bisnis.
5. Memiliki nilai ekonomi.

6. Tidak diketahui oleh masyarakat umum. (vide Pasal 2
UU No. 30 Tahun 2000)

|6.

1

Desain Industri Pengertian:
Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi
garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan
daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua di
mensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwu
judkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta
dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang,
komoditas industri, atau kerajinan tangan. (vide Pasal 1
angka 1 UU No. 31 Tahun 2000)

Ruang Lingkup:
1. Harus yang baru, yaitu apabila pada tanggalpenerima

an, tidak sama dengan pengungkapan desain industri
yang telah ada sebelumnya.
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2. Tidak sama pengungkapannya dengan desain industri
sebelumnya, yaitu pengungkapan desain industri yang
sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas
apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas,
telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di
luar Indonesia.

3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-un
dangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau
kesusilaan. (vide Pasal 2 jo. Pasal 3 UU No. 31 Tahun
2000)

7. Desain Tata

Letak Sirkuit

Terpadu

Pengertian:
Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari
berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen, aktif sebagian atau semua inter-
koneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga
dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan
Sirkuit Terpadu. (vide Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun
2000) S'rkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk
jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berba
gai elemen dan sekurang-kurangnyasatu dari elemen ter
sebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya
saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam
sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk mengha
silkan fungsi elektronik. (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 32
Tahun 2000)

Ruang Lingkup:
1. Yang orisinal, yaitu hasil karya mandiri pendesain, dan

pada saat dibuat tidak merupakan sesuatu umum bagi
para pendesain.

2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama,
atau kesusilaan. (Pasal 2 jo. Pasal 3 UU No. 32 Tahun
2000)

4. Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
Eksistensi lembaga pendaftaran dalam rangka perlindungan hu

kum terhadap HKI di Indonesia sifatnya hanyalah sebagai fasilitatif
dalam arti negara bertindak menyediakan dan akan melayani jika ada
penghasil HKI HKI yang ingin mendaftarkan HKI yang dihasilkan-

:flH 198 %
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iya. Untuk itu, penghasil HKI memerlukan lembaga pendaftaran un-
mendapatkan bukti awal dari kepemilikan haknya.43

Sistem pendaftaran HKI yang dikenal dalam hukum nasional dan
iukum intemasional, terdiri dari sistem pendaftaran deklaratif dan
stem pendaftaran konstitutif. Sistem pendaftaran dekralatif menen-
can bahwa si pemakai pertama yang berhak atas HKI, sedangkan da-

sistem pendaftaran konstitutif (atributif) yang mendaftarkan per-
lalah yang berhak atas HKI dan pihak dialah yang secara eksklusif

ipat memakai HKI tersebut. Artinya, hak eksklusif atas sesuatu HKI
iberikan karena adanya pendaftaran (required by registration).™

Secara yuridis, HKI dalam sistem pendaftaran konstitutif baru
lbul karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan hukum,

jdangkan HKI dalam sistem pendaftaran deklaratif belum timbul
it pendaftaran, tetapi hanya memberikan dugaan atau sangkaan hu-

saja menurut undang-undang bahwa orang yang HKI miliknya
rdaftar itu adalah pihak yang berhak sebenarnya sebagai si pemilik

yang didaftarkan.45
Sistem pendaftaran konstitutif menitikberatkan ada atau tidak

lya HKI tergantung kepada ada atau tidak adanya pendaftaran.
didaftarkan (berdasarkan sistem pendaftaran konstitutif), maka
itu diakui keberadaannya secara de jure dan de facto, sedang-

sistem pendaftaran deklaratif menitikberatkan kepada "anggapan
tm" sebagai pemilik HKI yang didaftarkan itu, sampai orang lain

>at membuktikan sebaliknya. Jadi, menurut sistem pendaftaran
laratif, meskipun HKI itu didaftarkan, undang-undang hanya

mgakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara
jure harus dibuktikan lagi jika ada orang atau badan hukum lain
lg menyangkal hak tersebut. Selama orang atau badan hukum lain

jdak dapat membuktikan secara yuridis bahwa iasebagai pemilik HKI
fong didaftarkan itu, maka pihak yang mendaftarkan dianggap seba-

;J43 Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 106.
___P Pwhatikan Muhamad Djumhana, 2006, Perkembangan Doktrin dan Teori Per

lindungan Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditva Bakti, Bandung, him.
74.

45 Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 106-107.
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gai satu-satunya orang yang mempunyai hak milik atas atas HKI, dan
setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.46

Sistem pendaftaran konstitutif, sebagaimana dijelaskan oleh
Adisumarto Harsono, menyediakan dua sistem pemeriksaan, yaitu
cara pemeriksaan ditunda (defered examination system) dan sistem
pemeriksaan langsung (prompt examination system). Dalam sistem
pendaftaran ditunda, pemeriksaan substantif baru dilakukan setelah
dipenuhi persyaratan administratif. Jadi, pemeriksaan substantif me
rupakan pemeriksaan tahap kedua. Sedangkan pada sistem pemerik
saan langsung, pemeriksaan administratif (formal) dan pemeriksaan
substantif langsung dilakukan pada waktu penerimaan permintaan
pendaftaran HKI.47

Tujuan penggunaan sistem pendaftaran konstitutif, yaitu un
tuk memperkecil timbulnya perselisihan atas HKI antara pemakai
HKI yang tidak terdaftar dan pemilik HKI yang sudah terdaftar. Hal
tersebut disebabkan sistem pendaftaran konstitutif lebih menjamin
kepastian hukum dibandingkan dengan sistem pendaftaran deklaratif.
Sistem pendaftaran deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan
hukum bagi mereka yang menggunakan HKI lebih dahulu, selain
kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan
hambatan dalam dunia usaha.48

Lebih lanjut, beberapa keunggulan sistem pendaftaran konsti
tutif, sebagai berikut:

1) Kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya
pemilik HKI yang paling utama untuk dilindungi. Cukup
dilihat siapa yang lebih dulu memperoleh "filling date" atau
terdaftar dalam daftar umum HKI.

2) Kepastian hukum pembuktian karena hanya didasarkan
pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti

46

47

48

Ibid., him. 107
Adisumarto Harsono, 1985, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan
Merk, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property), Akademika Press-
indo, Jakarta, him. 32.
Muhamad Djumhana, Op. Cit., him. 75.
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utama dan alat bukti yang seperti itu bersifat otentik karena
dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pembuktian terhindar
dari pemalsuan dan kelicikan.

3) Dengan demikian, untuk mew.ijudkan dugaan hukum siapa
pemilik HKI yang paling berhak, tidak menimbulkan kon
troversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama,
karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaf
taran pertama.

4. Oleh karena landasan menentukan siapa pemegang HKI
yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaft
aran pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen
yang bersifat otentik, maka untuk menarik dugaan hukum,
jauh lebih sederhana dibandingkan dengan sistem pendaf
taran deklaratif. Hak ini berdampak positif atas penyelesa-
ian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat,
dan biaya ringan.49

Secara teoretik dan praktik adanya beberapa keunggulan yang
ida pada sistem pendaftaran konstitutif, yang menginginkan langkah

lplikasi, rasionalisasi, dan aktualisasi sesuai dengan perkembangan
jrdagangan bebas.50

Sistem pendaftaran konstitutif yang lazim disebut juga first to
lie principle, yakni apabila terdapat banyak pendaftar atau pemo-
lbn HKI atas hasil-hasil karya intelektualitasnya yang mirip di suatu

jjiegara tertentu, maka pendaftar pertamalah yang akan diberi HKI.
5engan first to file principle ini dapat dipastikan bahwa ketika HKI

sjrliberikan untuk pendaftar pertama berdasarkan filing date, maka te
lah tertutup kemungkinan bagi parapemilik hasil karya intelektualitas

|pang aplikasinya ditolak oleh Kantor Pendaftaran HKI tersebut untuk
Jmendayagunakan sendiri HKI tersebut. Jadi, harus memakan waktu

Ian biaya lebih banyak lagi. Apalagi pemilik hasil karya intelektuali
tas yang mengandung kemiripan tadi ditolak, maka akan sia-sialah

49 Perhatikan M. Yahya Harahap, Op. Cit., him. 340.
50 Muhamad Djumhana, Op. Cit., him. 76.
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pengorbanan melalui research & development, biaya dan waktu. Jika
kemudian pemilik hasil karya intelektualitas ini mengadakan perbaik
an atau modifikasi, sejauh mana modifikasi ini tidak merupakan ling
kup perlindungan HKI yang telah diberikan kepada pihak yang telah
menghasilkan karya intelektualitas berdasarkan firts to file atau apakah
modifikasi ini tidak dianggap sebagai infringement, sekaligus bagaima
na persaingan antara produk awal dengan perbaikan atau modifikasi-
nya apabila dapat diberi HKI. Dalam hal ini diperlukan kemampuan
untuk menafsirkan klaim, baik oleh Kantor Pendaftaran HKI maupun
pengadilan berdasarkan rechts idee, yakni keadilan, kepastian, dan ke
manfaatan.51

Kelebihan sistem pendaftaran konstitutif memang lebih menjamin
kepastian hukum dibandingkan dengan sistem pendaftaran deklaratif,
karena pendaftar HKI pertamalah yang diakui dan dilindungi secara
yuridis sebagai pemilik/pemegang HKI, sedangkan sistem pendaftaran
deklaratif mempunyai kekurangan, yaitu mengaburkan kepastian hu
kum, karena pihak yang mendaftarkan hasil karya intelektualitasnya
belum sepenuhnya diakui dan dilindungi secara yuridis, tetapi hanya
"seolah-olah" (anggapan hukum) sebagai pemilik/pemegang HKI.

Selanjutnya, sistem pendaftaran konstitutif juga mempunyai
kekurangan, yaitu menghambat terwujudnya keadilan, karena meng-
halangi, bahkan menutup pihak lain yang sebenarnya telah mengha
silkan karya intelektualitas untuk diakui dan dilindungi secara yuridis
sebagai pemilik/pemegang HKI, tetapi tidak mendaftarkannya pada
Kantor Pendaftaran HKI yang dibentuk dan difungsikan khusus untuk
itu oleh negara/pemerintah. Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi ja
minan keadilan, maka sistem pendaftaran deklaratif mempunyai kele
bihan, yaihflebih menjamin terwujudnya keadilan, karena membuka
peluang hukum bagi pihak lain yang sebenarnya menghasilkan karya
intelektualitas untuk diakui dan dilindungi secara yuridis sebagai pe
milik/pemegang HKI.

51 Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights:
Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif
Paten, Ghalia Indonesia, Bogor, him. 123-124.
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Kemudian^ jika ditinjau dari segi manfaatnya dalam penyelesaian
sengketa HKI, maka sistem pendaftaran konstitutif mempunyai kelebi
han dibandingkan dengan sistem pendaftaran deklaratif, yaitu jauh
lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena sistem pendaftaran
konstitutif demi kepastian hukum melindungi pihak yang pertama kali
mendaftarkan HKI, sedangkan sistem pendaftaran deklaratif mempu
nyai kelemahan, karena baru menganggap pihak yang mendaftarkan

ypertama kali itu "seolah-olah" (anggapan hukum) sebagai pemilik/pe-
l-megang HKI.

Berikutnya, jika ditinjau dari segi manfaatnya dalam proses pen
daftaran HKI, maka sistem pendaftaran konstitutif mempunyai kele
mahan, yaitu tidak sederhana, lebih lama, dan biaya mahal, karena
harus dilakukan dua kali pemeriksaan, yaitu pemeriksaan adminis-

| tratif dan pemeriksaan substantif, baik secara bertahap (dilakukan ta
hap pemeriksaan administratif dahulu, kemudian dilanjutkan dengan
tahap pemeriksaan substantif secara cermat dan mendalam) maupun
secara langsung/sekaligus (pemeriksaan administratif dan pemerik
saan substantif langsung dilakukan pada waktu penerimaan permin-
taan pendaftaran HKI). Khusus pemeriksaan substantif dalam sistem

I pendaftaran konstitutif dilakukan secara cermat dan mendalam (men-
•jempuh tahapan verifikasi atau pengujian yang ketat) supaya dapatme-
mastikan bahwa pihak yang mendaftar pertamalah yang merupakan

I pemilik/pemegang HKI, dan menghindarkan keraguan bahwa pihak
| yang mendaftar pertama kali itu bukanlah pemilik/pemegang HKI
| yang sebenarnya. Sebaliknya, sistem pendaftaran deklaratif mempu

nyai kelebihan, yaitu lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, ka-
I rena tidak harus menempuh dua kali pemeriksaan. Kalaupun dalam

sistem pendaftaran deklaratif dilakukan pemeriksaan substantif, na
mun prosesnya tidak secermat dan semendalam (sehingga tidak me
nempuh tahapan verifikasi atau pengujian yang ketat), sehingga pro
sesnya lebih sederhana dan cepat, sehingga biayanya ringan, karena
meskipun ada pihak yang pertama kali mendaftar, tetapi statusnya be
lum sepenuhnya diakui dan dilindungi secara yuridis melainkan baru
dianggap sebagai pemilik/pemegang HKI, sehingga masih membuka
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peluang hukum bagi pihak lain yang sebenarnya menghasilkan HKI
untuk diakui dan dilindungi secara yuridis

Sistem pendaftaran dalam hukum HKI dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi HKI yang lebih dul
berkembang secara massal. Konsekuensi logis dari pengembang'
sistem pendaftaran .dalam hukum HKI adalah: pertaZ, adanya per
syaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh penghasil HKI agar HM
yang dihasdkannya dilindungi oleh hukum; dJkedua, adanya h£
yang dapat didaftarkan dan HKI yang tidak dapat didaftarkan." Kc^
dtat2 T 'a,^th 3danya HKI yang tdah didaft^an yangdapat dilindungi oleh hukum HKI. g

Satu asas hukum yang penting dalam hukum HKI adalah
asas perlindungan hukum, yang bermakna bahwa HKI adalah hasH
kreativitas dan inovasi manusia yang merupakan karya intelektu
tas manusia yang harus dilindungi oleh hukum HKI. Namun HKI
yang d indung, hanyalah HKI yang memenuhi peryaratan substann
(matenl dan prosedural (formal) yang telah ditentukan oleh hukum
HKI yang berlaku serta harus terdaftar dalam daftar umum HKI 2
Kantor Pendaftaran HKI yang dibentuk dan difungsikan khusus untuk
bar, In\Tra/rrrrintah'J3di' Periind-S- hukum terhadap HKIbaru d.ber.kan oleh negara/pemerintah berdasarkan hukum HKI yang
berlaku ,ka suatu HKI telah didaftarkan. Artinya, jika tanpa pendaf
taran HKI, maka fdak ada perlindungan hukum terhadap HKI terse-

Adanya kepentingan untuk pendaftaran HKI adalah kepentin
gan hukum pem.hk/pemegang HKI untuk memudahkan pembuktian
dan perlindungan hukum terhadap HKI yang bersangkutan, meskipun
pada pr.ns.pny. perhndungan hukum tersebut akan diberikan sejak
nmbulnya HKI tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut ada seTa
l.gus bersamaan pada saat suatu HKI tersebut mewujud secara nyata
dan seorang penghasil HKI. Walaupun demikian, perlindungan hu
kum terhadap HKI baru secara konkrit ada, apabila HKI tersebut te-

52 Muhammad Syaifuddin, Loc. Cit.
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terdaftar pada Kantor Pendaftaran HKI yang dibentuk dan difung-
mkhusus untuk itu oleh negara/pemerintah _£~ 8

Perhndungan hukum terhadap HKI akan memberikan kepastian
Ileum dan ,uga dapat memberikan manfaat secara ekonomi mako

mikro sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Djumhana
R. Djubaed.llah, sebagai berikut- J"mnana
1) Perhndungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan

untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna me
mungKinKan pengembangan teknologi yang lebih cepat

2) dPZbkrilPerlin,dUn§anHukUmterhadaPHKIPad*dasarnyadimaksud an sebaga, upaya untuk mewujudkan iklim -_J
bhbaik bag, tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta

amu „ua„ sesuatu di b.dang ilmu pengetahuan, Zi,
3) Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja

merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan kar
sa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan
penaptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman
modal asmg, serta memperlancar perdagangan internasio-

iind„nA,ChTlZen Ul"ar/Urba >U& menguraikan alasan perlunya perhndungan hukum terhadap HKI, yaitu- P
a. Alasan yang bersifat "nonekonomis" menyatakan bahwa per

hndungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan
fkarya-kar,ya ^ tersebut ""tuk terus melakukan toS"as intelektual. Hal ini akan meningkatkan selfacj^n
pada d.r, manus.a. Bagi masyarakat hal ini akan berguna un
tuk meningkatkan perkembangan hidup mereka;

•S3 Muhammad Jumhana dau R. Diubacdillah 1999 W„i Ml, , ,, .J* Teori, dan Prakttknya d.lnLesta. ft ^ X^^Z
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b. Alasan yang bersifat "ekonomis" adalah untuk melindungi
mereka yang melahirkan karya tersebut mendapat keun
tungan materil dari karya-karyanya. Di pihak lain melind
ungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjipla-
kan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh
orang lain atas karya-karya mereka yang berhak.54

Sistem pendaftaran HKI yang diatur dalam aturan hukum HKI
yang berlaku di Indonesia dapat dicermati pada tabel berikut ini:

Tabel 3.

Sistem Pendaftaran HKI menurut Aturan Hukum HKI yang Berlaku Indonesia

1.

! Klasifikasi j Sistem
j HKI i Pendaftaran
Hak Cipta Deklaratif

Formulasi Norma Hukum

dalam Pasal-pasal
Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002:
Kecuali terbukti sebaliknya, yangdianggap pencip-
ta adalah: a. orang yang namanya terdaftar dalam
Daftar Umum Ciptaan pada Ditjen HKI; b. orang
yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diu-
mumkansebagai pencipta pada suatu Ciptaan.

Pasal 35 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002:
Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana di
maksud pada ayat (I) tidak merupakan kewajiban
untukmendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36 UU No. 19 Tahun 2002:

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan
tidak mengandung arti sebagaipengesahanatas isi,
arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yangdidaf-
tar.

54 Achmad Zen Umar Purba, "Pokok-pokok Pikiran mengenai Pengaturan Persain
gan Sehat dalam Dunia Usaha", Majalah Fiukum dan Pembangunan, No. 1 Ta
hun XXV, Februari 1995, FH Universitas Indonesia, Jakarta, him. 14.

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia

; Klasifikasi | Sistem
N'°- i HKI i Pendaftaran i

Formulasi Norma Hukum

dalam Pasal-pasal
Paten

3. Merek

4. Perlindu

ngan

Varietas

Tanaman

Konstitutif

Konstitutif

Konstitutif

Pasal./11. UU No. 14 Tahun 2001:

Kecuali terbukti lain yang dianggap sebagai in
ventor adalah seorang atau beberapa orang yang
untuk pertama dinyatakan sebagai inventor dalam
permohonan.

Pasal 20 UU No. 14 Tahun 2001:
Pafen diberikan atas dasar permohonan.

Pasal 46 UU No. 14 Tahun 2001:

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan se
cara tertulis kepada Direktorat jenderal dengan di-
kenai biaya.
Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001:

Hak atas merek adalah hak eksklusifyang diberikan
oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar
dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu
tertentu dengan menggunakan sendiri Merek terse
butatau memberikan izinkepada pihak lain untuk
menggunakannya.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001:
Permohonan diajukan secara tertulis kepada Direk
torat Jenderal.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001:
Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ter-
hitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal
melakukan pemeriksaan substantif terhadap per
mohonan.

Pasal 11 UU No. 29 Tahun 2000:
Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh
Menteri.

Padal 29 UU No. 29 Tahun 2000:
Permohonan pemeriksaan substantifatas permoho
nan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara
tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah ber-
akhirnya masa pengumuman dengan membayar
biaya pemeriksaan tersebut.
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• 1Klasifikasi! Sistem Formulasi Norma Hukum j
. HKI |Pendaftaran i dalam Pasal-pasal |

5. Rahasia

Dagang
Tidak Ada

Pendaf

taran,

Cendurung
Deklaratif

UU No. 30 Tahun 2000 tidak mengatur tentang
pendaftaran rahasia dagang, karena rahasia dagang
dianggap lahir pada saat seseorang menemukan
suatu penemuan baru berupa informasi yang mem
punyai nilai ekonomis, yang karena pertimbangan
tertentu oleh penemunya, sengaja disimpan sendiri
dan dipertahankan sebagai informasi yang bersifat
rahasia. Meskipun tidak didaftarkan, UU No. 30
Tahun 2000 mengakui dan melindungi rahasia da
gang tersebut.

6. Desain In

dustri

Konstitutif Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000:
Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Per
mohonan dianggap sebagai pemegang hak desain
industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Pasa! 24 UU No. 31 Tahun 2000:

Dalam hal adanya keberatan terhadap Permoho
nan sebagaimana dimaksud dalamayat (1), dilaku
kanpemeriksaan substantif oleh pemeriksa.

7. Desain

Tata Le

tak Sirkuit

Terpadu

Konstitutif Pasal 4 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2000:
Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak
sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi
secara komersial di manapun, atau sejak tanggal
penerimaan.

Pasal 9 UU No. 32 Tahun 2000:
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan
atas dasar Permohonan.

5. Jangka Waktu Perlindungan Hukum terhadap Hak
Kekayaan Intelektual
Perlindungan hukum terhadap HKI mempunyai jangka waktu

tertentu, dalam arti ada pembatasan jangka waktu yang ditentukan
dalam aturan hukum HKI yang berlaku. Selamajangka waktu tertentu
tersebut, pemilik/pemegang HKI memperoleh perlindungan hukum
dalam pemilikan dan pemanfaatan HKI tersebut untuk kepentingan
pribadinya, baik yang bersifat "nonekonomis" (utamanya meningkat
kan aktualisasi diri) maupun yang bersifat "ekonomis" (dalam hal ini

—f 20c?

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten

fendapat keuntungan materil). Oleh karena itu, logis bahwa hukum
iglindungi pemilik/pemegang HKI dari adanya peniruan, pembajak-
i, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan
jeh orang lain terhadap HKI secara melawan hukum atau tanpa

flrsetujuan atau izin dari pemilik/pemegang HKI.
Akibat hukum dari berakhirnya jangka waktu perlindungan hu-

lm yang ditentukan dalam aturan hukum HKI yang berlaku, ada-
berakhir pula hak ekonomi dan hak monopoli dari pemilik/pe-

negang HKI. Akibat hukum lebih lanjut, ialah HKI tersebut menjadi
lik masyarakat atau berada dalam wilayah publik (public domain).

gi bermakna bahwa aturan hukum positif memberikan hak kepada
rga masyarakat untuk memanfaatkan HKI (yang jangka waktu per-

yjadungan hukumnya telah berakhir) tanpa harus ada persetujuan atau
dari pemilik/pemegang HKI sebelumnya.
Pembatasan jangka waktu perlindungan hukum terhadap HKI

|rdasarkan landasan filosofis bahwa meskipun HKI bersifat eksklusif
ig menimbulkan hak ekonomi dan hak monopoli bagi pemilik/pe-

iegang HKI, namun hak ekonomi dan hak monopoli itu tidak mutlak
jpifat materialistis-individualistis, karena aturan hukum HKI yang
rlaku membatasi (dari segi jangka waktu pemanfaatan HKI) hak

conomi dan hak monopoli dengan fungsi sosial dan tidak ditujukan
ltuk mengganggu ketertiban umum dalam pemanfaatan HKI. Jadi,

ternyata juga mengandung nilai-nilai spiritualistis-kolektivitis.
Pembatasan jangka waktu perlindungan hukum terhadap HKI

lga berdasarkan pemikiran teoretis bahwa pemilik/pemegang HKI te-
memperoleh manfaat yang layak (aktualisasi diri dan keuntungan

material) dan adil (sebanding bahkan mungkin melebihi pengorbanan
|ang diberikan selama menghasilkan HKI, baik berupa pikiran, tena-

waktu, maupun biaya, bahkan perasaan) dalam jangka waktu yang
Hah ditentukan dalam aturan hukum HKI yang berlaku.

Sistem pendaftaran dan jangka waktu perlindungan hukum ter
hadap HKI yang diatur dalam aturan hukum HKI yang berlaku di
|Indonesia dapat dicermati pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.

Jangka Waktu Perlindungan terhadap HKI menurutAturan Hukum HKI yang Ber
laku di Indonesia

Klasifikasi Jangka Waktu Perlindungan Hukum

1. Hak Cipta Pasal 29 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002:
Hak Cipta atas Ciptaan: a. buku, pamflet dan semua karya
tulis lain; b. drama ataudrama musikal, tari dan koreografi;
c. segala bentukseni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan
seni patung; d. seni batik; e. lagu atau musik dengan atau
tanpa teks; f. arsitektur; g. ceramah, kuliah pidato dan Cip
taan sejenis lain;h. alatperaga; i. peta;j. terjemahan, tafsir,
saduran dan bunga rampai, berlaku selama hidup Pencipta
dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah
Pencipta meninggal dunia.

210

Pasal 29 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002:
Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang
dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, HakCipta berlaku se
lama hidupPencipta yang meninggaldunia paling akhirdan
berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.
Pasal 30 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002:
Hak Cipta atas Ciptaan: a. program komputer; b. sinema-
tografi; c. fotografi; d. database; dan e. karya hasilpengali-
hwujudan, berlakuselama 50 (lima puluh) tahun sejak per
tama kali diumumkan.

Pasal 30 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002):
Hak Cipta atasperwajahan karya tulis yang diterbitkan ber
laku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diter
bitkan.

Pasal 30 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002:
Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat(2)pasal ini serta Pasal 29 ayat (1)yang dimiliki
atau dipegang oleh suatau badan hukum berlaku selama 50
(lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
Pasal 31 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002:
Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan
oleh Negara berdasarkan: a Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa
batas waktu; b. Pasal 11 ayat (I) danayat (3)berlaku selama
50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
diketahui umum.

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekavasa Genetika di Indonesia

[ No.
Klasifikasi i

Jangka Waktu Perlindungan Hukum

Paten

Pasal 31 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002:
Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit ber
dasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.
Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002:
Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diu
mumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengu-
muman bagian yang terakhir.
Pasal 32 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002:
Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas
Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilidatau lebih, demikian
pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan
tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan be
rita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2002:
Jangka waktu perlindungan bagi Hak Pencipta sebagaimana
dimaksud dalam: a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas
waktu; b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama ber-
langsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang
bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan
nama atau nama samaran Penciptanya.
Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2002:
Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlin
dungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahimya suatu Cipta
an, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan
yang dilindungi: a. selama 50 (lima puluh) tahun; b. selama
hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima pu
luh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak
1Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut
diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah
Pencipta meninggal dunia.
Pasal 8 UU No. 14 Tahun 2001:
Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20(dua puluh)
tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu
itu tidak dapat diperpanjang
Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2001:
Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu
itu tidak dapat diperpanjang.
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Klasifikasi

HKI

Merek

Perlindun

gan Varietas
Tanaman

Rahasia Da

gang

Desain Indu

stri

Desain Tata

Letak Sirkuit

Terpadu

Jangka Waktu Perlindungan Hukum

Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001:

Merek terdaftar mendapatperlindungan hukum untuk jang
ka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan
jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.
Pasal 35 UU No. 15 Tahun 2001:"
Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan per-
mohonan perpanjangan untuk jangka waktu yangsama.
Pasal 4 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000:
Jangka v.-akiu PVT: a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman
semusim; b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman ta-
hunan.

Pasal 4 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000:
Jangka waktu PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)di
hitung sejak tanggal pemberian hak PVT.
Pasal 4 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000:
Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara len
gkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hakter
sebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.

Tafsir secara Argumentum a Contrario terhadap Pasal 3 ayat
(1)UU No. 30 Tahun 2000:
Tidakterbatasdan berlaku selama-lamanya (seumurhidup),
sepanjang informasi bersifat rahasia, mempunyai nilai eko
nomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagai-
mana mestinya.
Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000:
Perlindungan terhadap Hak Desain Industri untuk jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Peneri
maan.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2000:
Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Ter
padu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali
desain tersebut dieksploitasi secara komersial di manapun,
atau sejak Tanggal Penerimaan.
Pasal 4 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2000:
Dalam hal Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah
dieksploitasi secara komersial, Permohonan harus diajukan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal peneri-
maan pertama kali dieksploitasi.
Pasal 4 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2000:
Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan se-
lama 10 (sepuluh) tahun. __

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas 'Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Mora! Rekayasa Genetika di Indonesia

.

Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Hak
Kekayaan Intelektual dalam Rekayasa Genetika
Rekayasa genetika sebagai teknik/metode, proses dan produk

pari ilmu genetika adalah ilmj murni maupun ilmu terapan sebagai
|erkembangan lebih lanjut dari ilmu biologi yang proses penggunaan-
iya didukung oleh ilmu-ilmu dasar seperti kimia, fisika dan matema-
" i, serta cabang-cabang dari ilmu biologi itu sendiri.

Penemuan material gen yang dapat diwariskan, diikuti dengan
irekayasaan struktur DNA dengan menggunakan teknologi DNA
jkombinan adalah titik awal bagi perkembangan rekayasa genetika
ilanjumya. Jadi, rekayasa genetika dapat dianalogikan sebagai "kotak
jandora" yang ketika dibuka ternyata menyimpan banyak benda ber-
idrga yang dapat dimanfaatkan tidak saja bagi orang yang menemu-

dan membukanya, tetapi juga bagi banyak orang lain.
Objek rekayasa genetika kian bertambah dan meluas, karena

fencakup rekayasa genetika pada seluruh organisme hidup, baik
iaman, hewan, dan manusia. Keragaman produk dalam berbagai

[dang sebagai hasil dari rekayasa genetika, dapat terjadi karena reka-
genetika sebagai suatu ilmu (ilmu genetika) dan cabang dari ilmu

glogi, mengalami konvergensi (penyatuan/persentuhan/persamaan
|ek kajian keilmuan) dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam lainnya,
k~;rti ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu pertanian, ilmu teknik,'

ilmu lingkungan.

Rekayasa genetika tidak hanya sebagai produk bioteknologi, te-
)i juga inti dari bioteknologi itu sendiri, yang menggunakan teknik
~r, yaitu teknologi DNA rekombinan, untuk kemudian diaplika-
mdalam berbagai bidang, antara lain, ialah kedokteran, farmasi,

jitanian pangan, industri, dan lingkungan, guna memenuhi kebutuh-
I'dan menunjang kehidupan manusia.

Sebagai suatu proses bioteknologi yang menghasilkan produk-
joduk transgenik, maka rekayasa genetika mempunyai mekanisme

Jrja pada gen suatu organisme yang mengandung informasi genetik
ping tercatat dalam DNA.

Tujuan akhir dari rekayasa genetika, sebagaimana telah ditegas-
'kan sebelumnya, adalah memenuhi kepentingan manusia, dalam arti '
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akui dan dilindungi sebagai sebagai perlindungan varietas tanaman
sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu baru, unik, seragam, stabil'
dan diberi nama (vide Pasal 2 UU No. 29 Tahun 2000).

Rekayasa genetika terhadap tanaman, hewan dan manusia dapat
menghasilkan invensi yang dapat diakui dan dilindungi sebagai paten,
sepanjang memenuhi pengertian yuridis invensi, yaitu ide inventor
yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang
spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, (vide Pasal 1
angka 2 UU No. 14 Tahun 2001). Jadi, invensi merupakan bentuk dan
mekanisme rekayasa genetika terhadap tanaman, hewan dan manusia,
sedangkan paten adalah produk dari rekayasa genetika tersebut.

Selanjutnya, invensi sebagai bentuk dan mekanisme rekayasa ge
netika dapat diakui dan dilindungi sebagai paten, yaitu hak eksklusif
yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di
bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada
pihak lain untuk melaksanakannya (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 14
Tahun 2001), sepanjang memenuhi persyaratan, yakni adanya unsur
kebaruan (novelty), mengandung langkah inventif (inventive step),
dan dapat diterapkan dalam industri (industrial applicable) (vide Pasal
5 sampai dengan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2001), serta tidak ter
masuk sebagai invensi yang dikecualikan (tidak dapat diberikan paten)
(vide Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2001).

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
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•'vi:

B. REKAYASA GENETIKA ADALAH HAK ASASI MANUSIA
1. Peristilahan dan Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam bahasa Inggris, human rights kalau diterjemahkan ke da
lam bahasa Indonesia, artinya adalah hak-hak manusia, tanpa ada kata
"asasi". Dalam Bahasa Beianda disebut sebagai mensenrechten. Na-

I mun, di Indonesia dikenal sebagai hak asasi manusia atau yang lazim
| disingkat HAM.58

Hak identik dengan fundamental rights atau ground rights dalam
|Bahasa Inggris ataugrundrechten dalam istilah Bahasa Beianda. Antara
|kedua istilah ini, human rights dan fundamental rights mempunyai
^lingkup dan pengertian yang berbeda. Istilah human rights gabungan
antara dua suku kata human dan rights yang berarti hak-hak manu

ka. Dari terjemahan ini tidak ditemukan kata "asasi". Oleh karenanya,
|antara kedua istilah ini, human rights (hak-hal manusia) dan ground
\rights (hak asasi atau dasar manusia) memiliki pengertian yang sangat
Iberbeda.59

Sebagaimana dijelaskan oleh Louis Henkin, kata rights (hak/re-
&hten) sering kali membingungkan, suatu ilustrasi yang diberikannya
|nelalui kalimat: 7 have aright to that book", "He was rights to dis
obey to the law", "That is the right answer".60 Contoh kalimat di atas,
fklentik artinya dengan kepemilikan (possession), yang dilindungi dan
patur oleh hukum. Namun, jika kata hak dirangkaikan dengan kata
"(asasi) manusia, sehingga menjadi hak asasi manusia atau kata rights
digabungkan dengan human, sehingga menjadi human rights, akan
lenimbulkan ketidakpastian, karena kata hak (rights) selalu bergan-
tengan dengan kewajiban (duties). Oleh karenanya kemudian, Louis
Henkin lalu mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu:

58

59

60

Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir, 2009, Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Sipil
dan Pohtik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokra-
tis, Tunggal Mandiri, Malang, him. 29.
Ibid.

Louis Henkin, 1978, The Rights of Man Today, Wesrview Press, Boulder, Colo
rado, him. 1.
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Are they (rights and duties) exact correlative? can there be
a right without corresponding duty or a duty without a
rights? Which come first, the rights orthe duty (and.does it.
matter)? can only human being have rights oralso animals,
tree and corporations, society, the state, the government,
even God?61

Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Louis Henkin tersebut
di atas, mencakup: apakah hak dan kewajiban pasti berhubungan satu
sama lain?, apakah ada suatu hak tanpa ada kaitannya dengan tugas
atau suatu tugas tanpa adanya hak?, apakah hak dan kewajiban itu?,
apakah hanya manusia yang dapat memiliki hak?, selain manusia,
apakah hewan, tanaman, korporasi, masyarakat, negara, pemerintah,
bahkan Tuhan juga mempunyai hak? Keseluruhan pertanyaan terse
but, harus diberikan jawaban tcrlebih dahulu, supaya dapat dipahami
pengertian hak, dalam hal ini HAM.

Montgomery juga memiliki kesulitan yang sama dalam meru-
muskan human rights, ia menyimpulkan bahwa "human rights are nei
ther entities, mere prescription, wants, needs, nor choice or claims.
Human rights are found to be entitlement",61 yang artinya HAM bu
kanlah entitas maupun preskripsi, keinginan, kebutuhan, pemilihan
dan pengakuan, melainkan peristilahan yang perlu dijelaskan lebih
dalam pengertianriya.

Tidak mudah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap ten
tang human rights dengan segala unsur-unsurnya. Namun, ada penu-
lis yang memberikan pengertian baik secara sempit, dalam arti hanya
terbatas pada pengertian hubungan antara individu dengan individu
lainnya dan antara individu dengan penguasa, maupun memberikan
pengertian secara luas, meliputi nilai-nilai yang timbul dari interaksi
sosial, seperti kemerdekaan, kebebasan dan kesederajatan.63

61 Ibid.

62 John Warwick Montgomery, 1986, Human Rights and Human Dignity", Zonder
van Publishing House, him. 63.

63 Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriancli Zuhir, Op. Cit., him. 30.
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Beberapa ahli tentang HAM telah memberikan sejumlah penger
tian human rights, antara lain, yaitu:

a. Louis Henkin, menguraikan bahwa "Human rights,...these
rights are rights that rll human being everywhere have or
should have equally and in equal measure by virtue of their
humanity; regardless ofsex, race, perhaps also age; regardless
of high or low "birth", social class, national origin, ethnic
or tribal affiliation, regardless of wealth orpoverty, occupa
tion, talent, merit, religion, ideology, orother commitment",
64 yang artinya HAM adalah hak-hak yang seluruh manusia
di manapun mereka berada mempunyai atau harus memi-
likinya secara sama dan dalam ukuran yang sama menurut
kebajikan dari kemanusiaan mereka, tanpa membeda-beda-
kan jenis kelamin, ras, barangkali juga umur, tanpa membe-
da-bedakan status sejak kelahiran (tinggi atau rendah) kelas
sosial, asal kebangsaan, afiliasi kesukuan atau kelompok
masyarakat, tanpa membeda-bedakan harta kekayaan atau
kepemilikan, kedudukan, bakat, keahlian, agama, ideologi
atau komitmen lainnya.
R.N. Treverdi, menegaskan bahwa "Human rights, the rights
of men, or fundamental rights, are name given to these ele
mentary rights which are considered to be indispensable for
development of the individual",63 yang artinya HAM ada
lah hak-hak dari setiap manusia, atau hak-hak fundamen
tal, yang namanya diberikan sehubungan dengan hak-hak
elementer tersebut yang dipertimbangkan untuk tidak dapat
dipisah-pisahkan, untuk dikembangkan dari tiap-tiap indi
vidu.

Maurice Cranston, menegaskan bahwa "Human rights is a
20th century name for what has been traditionally known

b.

c.

•64 Louis Henkin, Op. Cit., him. 3.
65 R.N. Treverdi, dalam Harry M. Scoble & Laurie S. Wiseberg (ed.), 1985, Acess

toJustice: theStruggle forHuman Rights in South East Asia, Zed Book ltd., him.
22.
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d.

e.

as natural rights or in amore exhilarating phrase, the rights
of man",66 yang artinya HAM adalah suatu nama/sebutan di
abad ke-20 yang secara tradisional telah diketahui sebagai
hak-hak alamiah atau dalam suatu frasa yang lebih tepat,
hak-hak manusia.

Mark L. Berlin dan William F. Pentney, menegaskan bahwa
"Human rights in relationship to individual and the group
encompass abroad range ofvalues supporting the critical no
tions ofliberty, freedom and equality67 yang artinya HAM
dalam hubungannya dengan individu dan kelompok mem-
perluas suatu rentang pemandangan mengenai nilai-nilai
yang mendukung penilaian kritis terhadap kemerdekaan,
kebebasan, dan kesamaan.

T. Mulya Lubis, menegaskan bahwa "Human rights are re
lated to every aspect ofour life, form the significant to sub-
stansial: social, economic, political, legal and cultural aspect
oflife, yang artinya HAM adalah berhubungan dengan set
iap aspek dari kehidupan kita, bentuk signifikan yang sub
stansinya mencakup aspek-aspek dalam kehidupan, yaitu
sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya dalam kehidu
pan.

Jika dicermati sejumlah pengertian yang diberikan oleh bebe
rapa ahli tentang HAM tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa
ada beberapa pengertian HAM yang diberikan terbatas hanya pada
pengertian hubungan antara individu dengan individu dan antara in
dividu dengan penguasa. Namun, ada pula ahli tentang HAM yang
memberikan pengertian HAM yang sangat luas dan mencakup nilai-
nilai yang timbul dari interaksi sosial, seperti kemerdekaan, kebe
basan, kesamaan.

66

67

Maurice Cranston, 1973, What Are Human Rights?, The Bodley Head, London,
Sidney, Toronto, him. 1-2.

Mark L. Berlin & William F. Pentney, 1987, Human Rights and Freedom in Can
ada, Cases, Notes and Material, Canadian Legal Case Book Series, Butterworths,
Toronto and Vancouver, him, 1-3.
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Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Univer-
HAM 1948) memberikan pengertian yang luas tentang HAM, yang

ikaridung dalam Pasal 2, yaitu: "Everyone is entitle to all the rights
fad freedoms set forth in this declaration, without distinction of any
Jjndsuch race, color, sex, language, religion, political or other opinion,

tional orsocial origin, proverty, birth ore other status",6S yang artin-
li setiap orang memiliki seluruh hak dan kebebasan, tanpa perbedaan

ijapun, baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandang-
poiitik atau pendapat lainnya, asal kebangsaan atau kcrnasyarakat-
kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Selanjutnya, International Convenant on Economic, Social and
dtural Rights (ICESCR 1996) dan International Convenant on Civil
'Political Rights (ICCPR) 1966), jugamemberikan pengertian yang

ias tentang HAM, yang terkandung dalam Pasal 1. yaitu: "All people
•;e the rights ofselfdetermination. By virtue of that right they deter

mine their political status and freely pursue their economic, social and
dtural development",69 yang artinya setiap orang mempunyai hak

mtuk menentukan nasib dirinya sendiri. Dengan kebajikan dari hak
Irsebut, mereka bebas menentukan status politik dan bebas mengem-

lgkan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
Merujuk pada sejumlah pengertian HAM yang diberikan olehbe-

ifcrapa ahli tentang HAM tersebut di atas, maka Muhammad Syaifud-
dan MadaApriandi Zuhir, membangun pengertian HAM (human

%ghts) adalah hak-hak yang dimiliki setiap manusia secara alami atau
Berupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisah-pisahkan (in
visibility) mencakup nilai-nilai yang sangat luas seperti kemerde-

m, kebebasan-kebebasan dan kesederajatan, serta berkaitan erat
iengan seluruh aspek kehidupan dan tidak berdasar pada ras, warna
ilit, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran,

iahkan status.70

United Nations, 1992, Human Rights, The International Bill of Human Rights,
Fact Sheet No. 2. United Nations, Geneva, him. 21.

69 Ibid., him. 24 dan 30.
70 Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir, Op. Cit., him. 33.
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Lebih lanjut, Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir
menjelaskan bahwa perkembangan tuntutan, jaminan dan perlin-
dungari HAM dalam arti yang sangat luas ini dapat dipahami seba
gai bentuk dari kompleksita? manusia dan kompleksitas persoalan
yang dihadapi oleh masyarakat pada saat sekarang. Namun, nilai-nilai
dan harkat kemanusiaan yang dimiliki seorang manusia, tidak dapat
direduksi oleh apa dan siapa pun. Karena hak-hak itu bersifat uni
versal dan mengikuti manusia tanpa ada pembatasan ras, etnis, jenis
kelamin, agama. bahasa, warna kulit, status politik, bangsa, kelahiran,
ataupun status lainnya. Nilai-nilai hak asasi harus dapat dipahami ber-
orientasi personal, yang hak-hak personal ini haruslah diprioritaskan
melebihi hak-hak komunitas, karena individulah yang menciptakan
komunitas. Memberikan hak-hak individu berarti telah menciptakan
harmonisasi dalam masyarakat.71

Kemudian, Muhammad Syaifudin dan Mada Apriandi Zuhir
menegaskan esensi HAM merupakan hak yang bersifat kodrati, suci
dan universal, berlaku pada setiap orang di manapun ia berada, serta
hak itu ada pada setiap orang dikarenakan ia adalah manusia (he or
she is human being).71

Penegasan Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir
bahwa bahwa HAM sebagai hak-hak yang dimiliki setiap manusia se
cara alami, yang bersifat kodrati, suci dan universal, menimbulkan pe
mahaman bahwa HAM merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha
Kuasa kepada setiap manusia sebagai makhluk atau ciptaan-Nya, se
hingga eksistesi HAM itu alamiah, kondrati, suci, dan universal.

HAM, menurut A. Masyhur Effendi, merupakan hak dasar,
pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya
serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hu
kum yang ada, jelas, adil dan benar. Karena HAM tersebut merupakan
pemberian Tuhan, maka dapat dikatakan bahwa HAM bukan meru
pakan pemberian dari negara dan hukum. Untuk mempertahankan
ataupun meraihnya, memerlukan perjuangan bersama lewat jalur kon-

71

72

Ibid.

Ibid., him. 11.
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'74

gtusional dan politik yang ada.73 Ini berarti bahwa eksistensi HAM
•bagai pemberian Tuhan yang Maha Kuasa menjadi dasar filosofis
agi setiap negara untuk mengakui dan melindungi HAM, yang di-
jjudkan secara konstitusionai dalam konstitusi negara dan secara

ibrmatif dalam aturan hukum yang dibentuk dan diberlakukan oleh
legara.

Konsep dasar HAM menurut Franz Magnis Suseno mempu-
|yai dua dimensi pemikiran, yaitu:

1) Dimensi Universalis, yakni substansi HAM itu pada
hakikatnya bersifat umum, dan tidak terikat oleh waktu dan
tempat. HAM akan selalu dibutuhkan oleh siapa saja dan
dalam aspek kebudayaan di manapun itu berada, entah di
dalam kebudayaan Barat maupun Timur. Dimensi HAM
seperti ini, pada hakikatnya akan selalu dibutuhkan dan
menjadi sarama bagi individu untuk mengekspresikan di
rinya secara bebas dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan.
Dengan kata lain, HAM itu ada karena yang memiliki hak-
hak itu adalah manusia sebagai manusia, jadi sejauh manusia
itu spesies homo sapiens, dan bukan karena ciri-ciri tertentu
yang dimiliki.

2) Dimensi Kontekstualitas, yakni menyangkut penerapan
HAM jika ditinjau dari tempat berlakunya HAM tersebut.
Maksudnya adalah ide-ide HAM dapat diterapkan secara
efektif, sepanjang ide-ide HAM itu memberikan suasana
kondusif untuk itu. Dengan kata lain, ide-ide HAM akan"
dapat dipergunakan secara efektif dan menjadi landasan
etik dalam pergaulan manusia, jika struktur kehidupan
masyarakat entah itu di Barat maupun di Timursudah tidak
memberikan tempat bagi terjaminnya hak-hak individu yang
ada di dalamnya.74

A. Masyhur Effendi, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan In
temasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, him. 58.
Franz Magnis Suseno, dalam B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, Hukum Tata
Negara, Kcwargancgaraan dan Hak Asasi Manusia, Universitas Atma Jaya, Yog
yakarta, him, 271.
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Universalitas HAM dan kontekstualitas HAM adalah dua di
mensi HAM, yang menimbulkan kesan saling bertentangan, tetapi
sesungguhnya menimbulkan.pemahaman saling berkaitan, dalam arti
HAM yang universal itu ada karena yang memiliki hak-hak itu ada
lah manusia sebagai manusia, selanjutnya HAM yang kontekstual itu
terwujud dalam penerapan HAM dalam wiiayah atau tempat tertentu
yang situasi dan kondisi pergaulan etik manusianya kondusif dalam
struktur kehidupan masyarakat memberikan tempat bagi terjaminnya
hak-hak individu yang ada di dalamnya.

2. Klasifikasi, Tahapan dan Generasi Hak Asasi Manusia
Sebagai satu di antara beberapa tolok ukur dalam kehidupan so

sial manusia, perwujudan penghormatan, penghargaan dan jaminan
terhadap HAM memerlukan suatu proses panjang mengingat sifat
HAM yang sarat akan nilai-nilai kemanusiaan.75 Dengan demikian,
HAM yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, tidak hanya menga
rahkan HAM mempunyai klasifikasi, tetapi juga memiliki kronologi
atau tahapan sejarah dan perkembangan yang evolutif tentang perwu
judan penghormatan, penghargaan dan jaminan terhadap HAM.

Beberapa ahli HAM menggolongkan HAM atas beberapa ta
hapan generasi. Pentahapan generasi HAM ini berkembang selaras
dengan dinamisasi manusia dan tuntutan generasi HAM itu atas
kebutuhan HAM.76 Tahapan perkembangan HAM seiring dengan
tahapan perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia dalam
bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan berdunia (mencakup selu-

75 Mada Apriandi Zuhir, "Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi
Manusia dalam Sejarah Peradaban Manusia",Makalah, Disampaikan pada Pelati
han Hak AsasiManusia yang Diselenggarakan oleh Kantor Wiiayah Departemcn
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, pada 3-6 Desember 2007
Palembang, him. 8.

76 Mada Apriandi Zuhir, "Sejarah dan Identifikasi Hak Asasi Manusia", Makalah
Disampaikan pada Pelatihan Hak Asasi Manusia yang Diselenggarakan oleh
Kantor Wiiayah Departemcn Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selata
Palembang, 3-6 Desember 2007, him. 4.
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|ih bangsa-bangsa di seluruh dunia) tentang HAM. Oleh karena itu
ferkembangan HAM dideterminasi secara dominan faktor-faktor so-

1, politik, ekonomi, dan budaya, bahkam-harus diakui juga agama,
lam kehidupan masyarakat yang menegara dan mendunia.

Menurut Paul S. Baut dan Beny K. Harman, ciri khas The U?ii-
rsal ofDeclaration ofHuman Rights ialah adanya pentahapan kon-

|psi dasar HAM dalam tiga tahap, yaitu:77

Generasi Pertama HAM (klassicke Groundrechten)
Pada generasi pertama atau hak-hak dasar yang klasik ini pene-

;an HAM terletak pada upaya penciptaan kondisi demokratis atas
tutan hak-hak asasi dalam bidang politik. Tuntutan pada waktu itu
r setiap individu dihargai layak dan memiliki hak untuk mengek-

iresikan keinginan mereka. Selain itu, perlunya suatu rumusan hu-
positif yang mampu menjamin dan memfungsikan hak-hak itu.

[juan pada masa itu adalah agar negara tidak banyak campur tangan
lam seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hak asasi pada generasi

ma ini adalah: hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan
irgerak, kebebasan untuk memilih jodoh, perlindungan terhadap

milik, hak dalam mengurus rumah tangga sendiri, hak memilih
ikerjaan dan tempat tinggal, hak memeluk agama yang diyakini, hak
Ituk mengikuti suara hati sejauh tidak mengurangi kebebasan serupa
ig dimiliki orang lain, kebebasan berfikir, berkumpul dan bersc-
t, hak untuk tidak ditahan secara semena-mena, hak untuk memi-

wakil yang akan duduk di lembaga legislatif dan seterusnya. Hak-
ini disebut negatif dalam arti logis, dengan tuntutan agar otonomi

ap orang atas dirinya dihormati dan juga untuk menjamin suatu
|ang kebebasan di mana kita sendiri yang berhak untuk menentukan
i dan sikap pribadi.78

Paul S. Baut dan Beny K. Harman, dalam Sri Soemantri Martosoewignjo, "(NDP)
Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif Indonesia", Makalah, Disampaikan
pada Penataran Hukum Humaniter yang Diselenggarakan oleh Universitas Tri-
sakti dan International Committee of The Red Cross (ICRC), Bogor.
Franz Magnis Suseno, 1999, Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenega-
raan Modern, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him. 126.
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2) Generasi kedua HLAM (We sociale grundrechten)
Pada generasi kedua ini tuntutan yang ada merupakan kelanjut-

an dari .tuntutan pada generasi pertama. HAM generasi kedua ini di-
warnai dengan munculnya tuntutan hak-hak asasi dalam bidang sosial
ekonomi dan budaya. Hak asasi pada generasi ini merupakan tuntutan
realisasi hak-hak sosial. Hak asasi yang termasuk dalam generasi kedua
ini adalah: hak-hak politik, sosial, dan budaya serta hak-hak sipil lain
nya seperti yang tercantum di dalam Covenant on Economic, Social
and CulturalRights dan Covenant on Civil and Political Rights.

3) Generasi Ketiga HAM (the rights to development)
Tuntutan hak asasi pada generasi ketiga, mencoba untuk me-

nyatukan semua hak-hak ini, menjadi kesatuan yang tak terpisahkan
(indivisibility), karena ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa
dalam the rights to development tidak hanya berkaitan dengan pem
bangunan ekonomi semata, akan tetapi juga bidang-bidang lainnya.79
Hak-hak atas pembangunan sebagai paradigma baru terhadap HAM
muncul sebagai reaksi dan protes terhadap pola pembangunan yang
dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga, di mana makna pemba
ngunan telah mengalami distorsi yang sangat parah. Hal ini ditandai
dengan penafsiran pembangunan secara sempit, yang hanya perwu-
judan hak-hak ekonomi rakyat, dan untuk tujuan itu pola pemba
ngunan dalam negara-negara berkembang adalah pola pembangunan
yang diprioritaskan pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,
sedangkan pembangunan bidang lain dikecualikan.80 Hak-hak yang
termasuk dalam generasi ini meliputi hak atas pembangunan, hak atas
informasi, hak atas identitas budaya dan etnik, hak atas ideologi, hak
atas lingkungan hidup yang utuh dan hak minoritas lainnya.

Banyak negara yang demokratis dan sedang berkembang lebih
memprioritaskan pada generasi pertama atau hak-hak yang berori-

79 Sri Soemantri Martosoewingjo, Loc. Cit.
80 Dalam pembangunan, stabilitas nasional merupakan prasyarat yang harus

dipenuhi, artinya untuk suksesnya pembangunan itu, maka hak-hak dan kebe
basan dasar individu harus dikesampingkan terlebih dahulu. Cermati Muham
mad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir, Op. Cit., him. 36.
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fentasi pada kebebasan, yaitu civil and political rights, seperti kebe-
jjbasan beragama dan berbicara yang melindungi orang-orang dari
gfcampur tangan pemerintah. Berbeda dengan negara-negara yang lebih
|cenderung ke sosialis (seringkali negara berkembang), mereka lebih

!̂emprioritaskan pentingnya generasi kedua atau hak-hak yang ber-
Iprientasi pada stabilitas, yaitu hak-hak sosial dan ekonomi yang me-
Jjndungi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar
lereka.81

Dengan adanya pentahapan dan penggolongan HAM dalam
;berapa generasi seperti diuraikan di atas, dapat dilihat dari wak-

ke waktu penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan HAM se-
lakin berkembang selaras dengan dinamisasi manusia dan tuntutan-
jntutan yang ada atas kebutuhan HAM itu sendiri.82 Isu sentral yang

Blalu timbul dari pelaksanaan HAM adalah sampai seberapa jauh in-
Jividu-individu manusia itu dapat menjalankan secara maksimal hak-
|ak yang mereka miliki baik sebagai individu maupun anggota suatu
gfomunitas. Hal ini juga akan menimbulkan rentetan pertanyaan lain
fcntang bagaimana posisi individu dalam komunitasnya dan sampai
"pberapa jauh toleransi individu terhadap dominasi masyarakat yang

kemudian pertanyaan lainnya adalah apakah permasalahan hak
si hanyalah merupakan permasalahan dalam negeri suatu negara

foiata, sehingga negara lain tidak boleh ikut campur.83
Ada dua pandangan yang berkembang yang merupakan analisis

•rhadap prinsip kedaulatan dalam hubungannya dengan pelaksanaan
yang dianut suatu negara, yaitu: pertama, pandangan "parti-

oilaristik" atau (autonomy ofstate), yang memandang permasalahan
|uig ada, termasuk permasalahan HAM pada suatu negara adalah

salah domestik negara itu, tanpa ada campur tangan (noninterven-
•>n) terhadap urusan dalam negeri negara lain; dan kedua, pandangan

gkosmopolitan" atau cosmopolitan perspective, yang memandang per-

83

Franz Magnis Suseno, Loc. Cit.
T. Mulya Lubis, 1996, "Sosialisasi Hak Asasi Manusia, Makalah, Disampaikan
pada Dialog Nasional Evaluasi Pelaksanaan HAM di Indonesia yang Diseleng
garakan oleh CIDES, Jakarta , 19 Desember.
Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir, Op. Cit., him. 37.
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masalahan HAM setiap individu sebagai permasalahan universal, yang
oleh karenanya permasalahan HAM itu pada hakekatnya melampaui
batas nasional suatu negara.84., _ _.ri_,

Dalam era globalisasi saat ini, batas-batas antara satu wiiayah
dengan wiiayah lainnya, suatu negara dengan negara lainnya se
makin mengecil. Permasalahan HAM di hampir seluruh negara di
dunia menjadi suatu hal yang terpenting baik di negara demokrasi
ataupun negara yang ingin mencapai demokrasi.85 Indonesia sebagai
bagian dari komunitas pergaulan intemasional. tidak luput dari soro-
tan dunia atas pelanggaran-pelanggaran HAM. Setelah tumbangnya
rezim Orde Baru, Bangsa Indonesia dalam keadaan mencari bentuk
demokrasi yang cocok.86

Selaras dengan perkembangan Indonesia ke arah negara demo
krasi, maka pandangan yang mengatakan bahwa HAM ini bersifat
partikularistik sudah saatnya ditinggalkan, karena terbukti bahwa
pandangan ini tidak mampu menjawab tuntatan atas kebutuhan-
kebutuhan HAM di Indonesia.

Jika betul-betul dianalisis dan diamati, rumusan-rumusan HAM
merupakan rumusan filosofis yang sarat nilai-nilai kemanusiaan.
Dicermati dari sejarah manusia dan peradabannya, HAM bukanlah
suatu hal yang baru, tetapi berkembang seiring peradaban manusia.
Bukti-bukti sejarah, perkembangan norma dan etika peradaban ma
nusia bahkan agama-agama yang diyakini manusia, sebenarnya sarat
dengan nilai-nilai HAM. Sulit memang, apabila kemudian nilai-nilai
tersebut diintroduksi dan dipolitisasi untuk kepentingan dan agenda
tertentu (penguasa). Negara sebagai suatu konsep abstrak komunitas,
fungsi-fungsinya dijalankan oleh pemerintah sebagai pelaksana kon-
krit dari tujuan-tujuan negara. Dalam posisi ini, pemerintah merupa
kan pihak yang kuat, pemegang otoritas kebijakan dan penentu arah

84 Ibid.

85 Mada Apriandi Zuhir dan Muhammad Syaifuddin, 2005, "The Victims of Wom
an and Children Trafficking in Indonesia", Laporan Penelitian Kajian Wanita,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI,Ja
karta.

86 Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir, Op. Cit., him. 38.
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kehidupan bersama suatu kelompok masyarakat.87
Tidak dapat disangkal bahwa-sebagaimana tradisi normatif

;lainnya-tradisi HAM juga merupakan produk dari masanya. Hal ini
imerefleksikan proses kelanjutan sejarah dan perubahan-perubahan
yang-pada saat pertama dan sebagai akibat pengalaman kumulatif-
membantu untuk memberikan substansi dan bentuk HAM.88

Dalam konteks klasifikasi, tahapan dan generasi HAM, juga tim-
|bul perdebatan apakah HAM itu universal ataukah iamerupakan rela-
IhYJsme budaya. Memang setiap kelompok masyarakat memiliki karak-
Iteristik budaya, yang tidak hanya dapat berbeda antara satu bangsa
|dengan bangsa lainnya, bahkan antara satu kelompok masyarakat
gsuku, ras, agama, dll.) dengan kelompok masyarakat lainnya, dalam
iatu bangsa pun dapat berbeda antara satu dengan lainnya. Namun,
pwkan berarti tidak ada titik temu persamaan di antara perbedaan-
jerbedaan tersebut. Founding fathers Negara Kesatuan Republik Indo

nesia, sudah sangat bijak merumuskan Bhineka Tunggal Ika di dalam
" sar negara, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.89 Ini berarti bahwa
lur perkembangan HAM di Indonesia sesungguhnya searah dengan
jerkembangan pemahaman tentang universalitas HAM (dalam hal ini

ri segi sumber, sifat dan tujuannya), yang kemudian diikuti secara
;laras dengan perkembangan pemahaman tentang kontekstualitas
"\M (dalam hal ini dari segi penerapannya).

.Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan
Peraturan Perundang-undangan
Konsep HAM secara ideologi sebenarnya telah tersirat dalam

ieologi negara Pancasila, yaitu melalui sila-sila yang ada di dalamnya.
)alam kaitannya dengan HAM bahwa Pancasila merupakan norma

jp Ibid, him. 40.
R88 Satya Arinanto, 2008, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia,

Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ja
karta, him. 78.

-.89 Muhammad Syaifuddin dan Mada Apriandi Zuhir, Op. Cit., him. 40.
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tertinggi yang telah memberikan hak-hak khusus (HAM) kepada war
ga negara Indonesia.90

"Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indo
nesia dan fungsi Pancasila sebagai cahaya pemandu kehidupan ber
masyarakat, berbangsa dan bernegara, menegaskan bahwa HAM telah
diakui, dihormati dan dijamin secara fundamental dan terang ben-
derang oleh sila-sila dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan
yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 dianggap sebagai sacre dan
haram untuk diadakan perubahan terhadapnya. Pada Era Reformasi
masyarakat menuntut agar terdapat perubahan di dalam UUD 1945.
Berkaitan dengan jaminan HAM dalam UUD tersebut diyakini bah
wa UUD 1945 tidak memberikan jaminan yang tegas dan terperinci,
sehingga menimbulkan multitafsir terhadapnya. Perubahan pertama
UUD menjadi UUD NRI Tahun 1945disahkan pada19Oktober 1999,
Perubahan Kedua disahkan pada 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga
disahkan pada 10 November 2001,dan Perubahan Keempat disahkan
pada 10 Agustus 2002.

Selain pasal-pasal yang sudah ada dalam UUD NRI Tahun 1945
sebelum perubahan, misalnya Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal
31, dalam perubahannya, pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM
dibuat Bab tersendiri dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu Bab XA
tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal yang dirumuskan didalamnya
baik pada Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga,
dan Perubahan Keempat adalah sebagai berikut:

1) Pasal 28A tentang hak hidup dan mempertahankan hidup
dan kehidupannya;

2) Pasal 28B tentang hak untuk berkeluarga dan meneruskan
keturunan dalam perkawinan yang sah serta hak anak

3) Pasal 28C tentang hak untuk mengembangkan diri dan hak
untuk memajukan dan memperjuangkan haknya;

Ibid., him. 63.
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Pasal 28D tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindu
ngan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama, hak
untuk bekerja dah mendapatkan upah, hak untuk mendap
atkan kesempatuii yang sama dalam pemerintahan, dan hak
atas kewarganegaraan;

5) Pasal 28E tentang hak beragama, pendidikan, pekerjaan, ke
warganegaraan, memilih tempat tinggal di wiiayah negara
dan meninggalkan serta hak untuk kembali lagi, hak atas
kebebasan meyakini kepercayaan,- menyatakan pikiran dan
sikap, hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat;

6) Pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan mendapat
kan informasi;

7) Pasal 28G tentang hak mendapatkan perlindungan, hak un
tuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manu-
siawi dan hak mendapatkan suaka politik;

8) Pasal 28H tentang hak mendapatkan kesejahteraan, hak un
tuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna
mencapai persamaan dan keadilan, hak atas jaminan sosial,
dan hak atas milik pribadi;

9) Pasal 281 tentang hak hidup, tidak disiksa, merdeka, ber
agama, tidak diperbudak dan diakui sebagai pribadi di
depan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlakun surut, hak dari perlakuan diskriminatif, hak atas
identitas budaya dan tradisi, perlindungan, pemajuan, dan
penegakan serta pemenuhan HAM adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah, dalam upaya penegakan dan
melindungi HAM, maka dijaminlah HAM itu dalam pera
turan perundang-undangan;

10) Pasal 28J diatur tentang kewajiban, yaitu setiap orang wa
jib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian, dalam
menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tun-
duk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin peng-
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akuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ket
ertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pemahaman bangsa Indonesia tentang HAM juga terefleksi da
lam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM antara
lain menyatakan bahwa pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia se
bagai berikut:

1) Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa
ada perbedaan. mengingat hak dasar merupakan anugerah
dari Tuhan yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi ma
nusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal
dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

2) Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi
yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit,
kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial,
dan bahasa serta status lainnya. Pengabaian atau peram-
pasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat
sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan
diri dan peranannya secara utuh.

3) Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia ber
sifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernega
ra.

Pengaturan HAM kemudian dijabarkan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU
No. 39 Tahun 1999). Selanjutnya, komitmen Indonesia sebagai suatu
bangsa untuk menghargai dan menghormati serta melindungi harkat
dan martabat atas nilai-nilai kemanusiaan (human dignity) juga di-
tunjukkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

. -

Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 2009 memuat pengertian
HAM, sebagai berikut:

"Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan ke
beradaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di-
junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Peme
rintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindu
ngan harkat dan martabat manusia".

Mencermati pengertian HAM dalam Pasal 1 angka 1 UU No.
39 Tahun 1999, dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Indonesia
mengakui hak-hak yang dimiliki oleh manusia itu merupakan hak-hak

jang melekat dan ada dikarenakan eksistensi kemanusiaannya (he or
fshe is human being).^

Selain pengertian HAM, dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 39 Ta-
un 1999 juga memuat pengertian kewajiban dasar manusia (KDM),

'aim:

"Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan,
tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi
manusia".

Terdapat berbagai aspek dan substansi HAM yang diatur dalam
No. 39Tahun 1999 antara lain, meliputi:

a. Hak untuk hidup (vide Pasal 9);
b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (vide Pasal

10);

c. Hak mengembangkan diri (vide Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
Pasal 14, Pasal 15,dan Pasal 16);

d. Hak memperoleh keadilan (vide Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal
19);

e. Hak atas kebebasan pribadi (vide Pasal 20, Pasal 21, Pasal
22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27);

W9\ Ibid., him. 65.

232

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia

I

Bab 4

Dasar Filosofis Pengakuan dan Perlindungan Hukum
terhadap Rekayasa Geneiika di Indonesia

233



\l

r

gi

rt.

Hak atas rasa aman (vide Pasal 28, Pasal 29, Pasal
31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35);
Hak atas kesejahteraan (vide Pasal 36, Pasal 37,
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42);
Hak turut serta dalam pemerintahan (vide Pasal 43
44);

Hak wanita (vide Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal
49, Pasal 50 dan Pasal 51); dan
Hak anak (vide Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal
56, Pasal 57, Pasal58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61,
Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66).

55, Pasal

Pasal 62.

Kemudian, sebagai KDM yang juga diatur dalam UU No. 39 Ta
hun 1999, meliputi:

a. Setiap orang yang ada di wiiayah negara Republik Indonesia
wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum
tak tertulis, dan hukum intemasional mengenai hak asasi
manusiayang telah diterima oleh negara Republik Indonesia
(vide Pasal 67);
Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembe-
laan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (vide Pasal 68);
Setiap orangwajib menghormati hak asasi oranglain, moral,
etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara (vide Pasal 69 ayat (1);

d. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban
dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi
orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas peme
rintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan
memajukannya (vide Pasal 69 ayat (2); dan
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh un
dang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang Iain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertim-

b.

c.

e.

^j 23-11 Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas 'Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekavasa Gnnatikn di t>idr,),o*in

bangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis (vide Pasal 70).

•"staa :

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, akan membata-
si, mengatur dan sekaligus memperkuat .hak warga negara. Hukum

•:pada dasarnya memastikan munculnya aspek positif dari kemanusiaan
[;dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum

rang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksi-
laikan ekspresi potensi masyarakat.92

Franz Magnis Suseno menjelaskan bahwa norma HAM relatif
iri dua sudut, yaitu: pertama, rumusan konkrit norma HAM selalu

;;hanya mungkin bersifat kurang lebih sesuai dengan apa yang hendak
Jidijalankan, yaitu menjawab tuntutan martabat manusia. Suatu rumus-

konkrit tidak pernah sempurna, melainkan senantiasa masih dapat
libuat lebih tepat, lebih tajam, lebih jelas, kurang, ambigu, dan seba-
linya; kedua, bahwa proses perumusan norma HAM dalam rangka
lenjawab tuntutan martabat manusia selalu berkaitan pada sistem

cekuasaan atau struktur sosial budaya tertentu yang mengancam har-
bat martabat manusiawi kehidupan sebagian anggota masyarakat itu.
Pengertian tentang martabat manusia sendiri dan cara hidup yang

»uai dengannya tidak lepas dari struktur-struktur sosial budaya
lasing-masing. Itu berarti daftar norma HAM yang telah dirumus-

tidak dapat serta merta diambilalih oleh masyarakat lain. Setiap
lgsa harus merumuskan sendiri patokan-patokan dasar kehidupan

prsamayang dapat menjamin harkat manusiawinya, dengan bertolak
rikebutuhan cita-cita mereka sendiri. Namun demikian, relativisme

iprma hukum itu sendiri sesungguhnya bersifat relatif. Perumusan
|pnkrit norma HAM selalu dapat diperbaiki atau disempurnakan.
[tu berarti substansi norma HAM yang hendak dirumuskan itu perlu
lipertahankan. Yang relatif adalah bentuk ungkapan, sedangkan sub-

insinya, yaitu apa yang ingin diungkapkan dianggap bersifat mutlak.
)engan demikian, tidak seluruh norma HAM bersifat relatif. Sekali
lirumuskan dan dirasa perlu, hak-hak itu perlu diakui untuk menja-

92 Ibid., him. 59.
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XA tentang Hak Asasi Manusia, UUD NRI Tahun 1945, yang rumusan
selengkapnya, sebagai berikut:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri IrMalui peme-
nuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidik
an dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Menurut Achmad Zen Umar Purba, terdapat beberapa unsur
penting dalam Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 yang dapat diterap
kan dalam pengelolaan sistem HKI, yaitu:

1) Pengembangan diri

Pada hakikatnya HKI merupakan refleksi dari pengembangan
diri manusia, yakni untuk berkreasi, termasuk menghasilkan
berbagai karya intelektualseperti invensi, karyacipta, desain
serta berbagai gambar dan formula untuk dunia usaha dan
bisnis. Hal ini merupakan dasar bagi pembangunan sumber
daya manusia, sebab pada hakikatnya keberhasilan negara
dalam menempuh tujuannya adalah karena adanya sumber
daya manusia yang handal, tidak cukup hanya pada sumber
daya alam saja.

2) Kebutuhan dasar

Penyaluran kreativitas yang menghasilkan karya-karya in
telektual merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia
dan karya-karya ini terserap oleh kebutuhan pihak lain seh
ingga ada interaksi.

3) Cakupan kemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni
dan budaya
Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya merupakan
representasi bidang-bidang yang terlibat dalam berbagai
karya intelektual dan setiap orang perlu memanfaatkan bi
dang-bidang itu. Sesungguhnya HKI merupakan sistem yang
mencakup berbagai bidang, dari yang tradisional (misalnya
kerajinan tangan lokal) sampai ke yang digital (umpamanya
program komputer) dan teknologi mutakhir.
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dal

Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manu
sia

HKI merupakan hak privat dari individu yang bersangku-
tan. Pada tingkat awal, terserah pada individu tadi untuk
melindungi dan mempertahankan haknya, misalnya dengan
memintakan paten atas invensi atau mendaftarkan karya-
karya intelektual lain, atau tidak memerlukan perlindungan
sama sekali. Sebaliknya, pada tahap berikutnya, karya in
telektual yang telah dilindungi tersebut, menyumbang pada
pertumbuhan perekonomian. Dengan sistem HKI akan ter
dapat rantai di mana ada orang atau pihak dalam masyarakat
menjadi terangsang untuk terus berkreasi, dan masyarakat
banyak yang membutuhkan kreasi tersebut. Terjadilah pasar.
Peningkatan kualitas hidup bermuara pada kesejahteraan
masyarakat yang merupakan kunci dan sekaligus tujuan
publik dari HKI.97

Lebih lanjut, Achmad Zen Umar Purba menegaskan bahwa
walaupun tidak langsung dan secara khusus merujuk pada upaya
1mgembangan HKI, Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 ini dapat men-
adi dasar kuat bagi pengembangan sistem HKI.98

Pasal lainnya dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar
konstitusionai bagi keberadaan HKI sebagai HAM adalah Pasal 28D
Syat 1), yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindu- .
ngan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang-
sama di hadapan hukum".

Pengakuan dan perlindungan terhadap HKI sebagai HAM, baik
am Pasal 28C maupun Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,

W7 Achmad Zen Umar Purba, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT.
Alumni, Bandung, him. 101-103.

98 Ibid., him. 3.
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juga merupakan pengakuan dan perlindungan konstitusionai terhadaj
rekayasa genetika yang merupakan HKI sebagai HAM tersebut. ''

Selanjutnya, rekayasa genetika yang merupakan HKI sebagaj
HAM juga mendapat pengakuan dan perlindungan hukum berdasar
kan UU No. 39 Tahun 2009, yang memahami HAM adalah seperang
kat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagaj
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yanR
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum*
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.

Norma-norma hukum dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang men-
gakui dan melindungi HAM, termasuk HKI yang terkandung dalam
rekayasa genetika, antara Iain, meliputi:

1) Hak mengembangkan diri (vide Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13
Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16). Berdasarkan semangat dan'
norma-norma hukum dalam pasal-pasal tersebut, para pere
kayasa genetika atau ilmuwan berhak melakukan pemuliaan
tanaman dan melakukan inovasi dalam rangka rekayasa ge
netika (baik sebagai proses maupun produk varietas tana
man dan paten) sebagai realisasi dan wujud konkrit dari hak
untuk mengembangkan diri.

2) Hak memperoleh keadilan (vide Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal
91). Berdasarkan semangat dan norma-norma hukum dalam
pasal-pasal tersebut, para perekayasa genetika atau ilmuwan
berhak memperoleh keadilan, dalam arti diperlakukan se
cara adil, serta diakui, dihormati dan dilindungi haknya un
tuk melakukan pemuliaan tanaman dan melakukan inovasi
dalam rangka rekayasa genetika (baik sebagai proses mau
pun produk varietas tanaman dan paten).

3) Hak atas kebebasan pribadi (vide Pasal 20, Pasal 21, Pasal
22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27).
Berdasarkan semangat dan norma-norma hukum dalam
pasal-pasal tersebut, para perekayasa genetika atau ilmuwan
berhak untuk untuk melakukan pemuliaan tanaman dan
melakukan inovasi dalam rangka rekayasa genetika (baik se-
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bagai proses maupun produk varietas tanaman dan paten),
sebagai realisasi dan wujud konkrit dari hak atas kebebasan
pribadi. - -•*&&. :,v;;„-—-:-,- -

Hak atas kesejahteraan (vide Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38,
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42). Berdasarkan se
mangat dan norma-norma hukum dalam pasal-pasal terse
but, para perekayasa genetika atau ilmuwan berhak untuk
melakukan pemuliaan tanaman dan melakukan inovasi da
lam rangka rekayasa genetika (baik sebagai proses maupun
produk varietas tanaman dan paten), dengan tujuan mem
peroleh kesejahteraan, tidak hanya kesejahteraan khusus
untuk diri mereka sendiri, tetapi juga kesejahteraan untuk
warga masyarakat pada umumnya.

REFLEKSI FILOSOFIS NILAI KEBEBASAN EKSISTENSIAL
DAN KEBEBASAN MORAL DALAM REKAYASA
GENETIKA

Pemahaman bahwa rekayasa genetika sebagai HKI adalah HAM
|fefleksikan secara filosofis tentang eksistensi nilai kebebasan ek-
lensial dan dan kebebasan moral yang harus diakui dan dilindungi
ih hukum sebagai pelindung hak-hak kodrat (HAM).

Penjelasan lebih mendalam tentang refleksi filosofis nilai ke-
gbasan manusia, baik nilai kebebasan eksistensial maupun nilai ke-
j|asan moral, dalam rekayasa genetika yang merupakan HKI dan

11, dapat diuraikan sebagai berikut:

Makna Nilai Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan
Moral

Nilai kebebasan eksistensial dan kebebasan moral tidak dapat
ilepaskan dari nilai kebebasan manusia. Kemudian, nilai kebebasan
anusia tidak dapat dilepaskan dari eksistensi manusia sebagai manu

ka maupun manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya.
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Eksistensi adalah cara manusia berada di dunia sebagai subiJ
yang konknt. Pengertian manusia sebagai subjek yang konkrit di if
maksudnya adalah manusia dalam pengertian subjektif-konkrit yair
manusia dalam kedudukannya sebagai subjek di dunia.99

Eksistensi menurut Abdul Ghofur Anshori, mehputi dua dil
mens,, yaitu pertama, dimensi "immanensi", yakni apa saja yang dj|
lakukan manusia berpusat pada kesadaran manusia tentang dirimJ
sehingga seluruh hidupnya dialami sebagai bagian dirinya (bating
tit); dan kedua, dimensi "transendensi", yakni manusia tidak hidul
dalam batm sa,a, tetapi apa yang dirasakannya dalam batin itu adalJ
apa yang ada di luar dirinya. Manusia sebagai subjek yang immane1
dan transenden bersifat dinamis, hal ini ditandai dengan kenyataan3
bahwa manusia berkembang menuju ke arah depan. Selain itu manu 1
sia juga berkembang melalui tindakannya sendiri. Sifat manusia yan_1
dinamis tersebut memunculkan ide kunci bagi pengertian manusia,|
yaitu kebebasan V00 ^r

Lebih Lanjut, Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa manu-?
sia memang tidak bebas untuk masuk ke dunia, karena ia tidak dapat^
mem.hh dan siapa ia dilahirkan, di mana ia akan lahir, apa jenis ke-|
laminnya, bagaimana bentuk tubuhnya dan lain sebagainya. Namun 1
setelah manusia berada di dunia sesungguhnya ia merupakan makhluk
yang bebas. Kebebasan tersebut menyangkut masa depan, bukan masa
yang lampau. Masa yang lampau merupakan masa yang harus ia teri-
ma dan sebagai kenyataan dari dirinya yang tidak dapat ia hilangkan
Manusia kemudian menentukan arti dari dirinya dan mewujudkan
kehidupannya sebagai kultur (kebudayaan). Kultur merupakan sim-

99 Dalam filsa at tentang manusia, pertama-tama manusia dimengerti secara ob-
jekt^abstrak, yaitu dalam definisi homer est animal rationale (manusia adalh
abstrak dalam ucapan Descartes, cogito ergo sum (saya berfikir, maka saya ada),
yang tekanannya terletak dalam kehidupan batin. Terakhir, dalam filsafat eksis
tens.al manusia dimengerti secara subjjektif-konkrit, manusia adalah subjek di

100 ^l^%^k^Filsafat Hukum> G*h Mada u—>•*•*

3
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jj keistimewaan dirinya sebagai makhluk yang bebas. Kultur terse-
itdalam tingkatan yang lebih tinggi termanifestasi menjadi perada-
i. Oleh karena itu, eksistensi manusia ada ketika ia sebagai subjek
dunia mampu menciptakan budaya dan peradaban dalam rangka

fewujudkan kehidupannya. Dengan kata lain, manusia yang tidak
grbudaya dan tidak beradab telah kehilangan eksistensinya sebagai
"msia yang bebas (kehilangan kebebasan eksistensialisnya).101

Mengapa sebagai makhluk yang bebas manusia justru terikat
igan budaya dan adab? Menurut penjelasan Abdul Ghofur Ansori,
msia diartikan sebagai makhluk bebas, tidak dimaksudkan bahwa
lua tindakannya bebas. Kebebasan di sini adalah bebas akan suatu

gdakan manusiawi (actus humanus), dan bukan bebas akan suatu
Jdakan manusia (actus humanis). Tindakan manusia (actus human-
Jjadalah tindakan yang dapat dilakukan manusia, seperti berjalan,
pnolong orang lain, mencuri, memperkosa, membunuh, dan lain
jagainya, namun bukan ini yang dimaksud dengan kebebasan ek-
|ensial manusia. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan yang ber-
agkal pada kebebasan akan tindakan manusiawi (actus humanus),

|tu perbuatan yang sesuai dengan kodrat/fitrah manusia sesuai de-
petunjuk dari yang menciptakannya.102
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam sejarah

iafat senantiasa timbul keraguan tentang kemungkinan manusia
pmiliki tindakan bebas/sejati, menurut K. Bertens hal ini disebabkan,
jagai berikut:

a. Menurut paham materialisme-determinisme, semuanya ber
jalan menurut sebab-akibat yang dikenal dari alam material.
Manusia sebagai makhluk jasmani tidak luput dari hukum
sebab-akibat ini.

Freud dalam "teori bawah sadar" mengatakan bahwa seluruh
kelakuan manusia berasal dari dorongan bawah sadar yang
tidak dikuasai kehendak manusia.

b.

&01 Ibid.
:i02 Ibid., 115.
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c. Menurut paham struktralisme, manusia terbelenggu dala
struktur-struktur yang menggenggam kehidupannya di du
ia. Mepurut filsuf strukturalisme manusia sebenarnya bu.v
individu. Bahwa dia merasa dirinya individu, merupakan
suatu khayalan (ilusi). Manusia terbelenggu dalam struk
tur-struktur masyarakat sedemikian rupa, sehingga ia tidalc
mampu membuat sejarahnya sendiri.103

arri;

Menurut Theo Huijbers, manusia adalah suatu makhluk yangl
bebas tidak dapat dibuktikan secara matematis, tetapi dapat dibenaj
kan berdasarkan pengalaman sendiri. Dasar kebebasan manusia adaJ
lah bahwa ia mempunyai suatu pandangan yang luas atas beberapa
kemungkinan yang ada pada dirinya sendiri maupun pada lapangan
tindakannya. Yang bersifat hakiki bagi kebebasan manusia adalah
bahwa tindakannya berasal dari dirinya sendiri. Inisiatif/pilihan sen
diri merupakan unsur yang menentukan bagi kebebasan suatu tindak
an. Manusia bersifat bebas sebab ia mempunyai "akal budi" dengan
pandangan universal dan "kehendak" untuk memilih apa yang dike-
hendakinya sendiri.104

Lebih lanjut, Huijbers menjelaskan bahwa kebebasan manusia
tidak tanpa batas. Tiap-tiap pilihan adalah terbatas, baik karena faktor
eksternal maupun internal. Terbatasnya pilihan disebabkan halangan-
halangan baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal.
Dalam filsafat tradisional, halangan dimaksud, yaitu: halangan yang
berasal dari batin, ialah ketidakpengetahuan (ignorantia), ketakutan
(metus), dan nafsu (passio). Selanjutnya, halangan yang berasal dari
luar batin, ialah kekerasan (violentia) atau tekanan atau paksaan. Ke
bebasan dari halangan-halangan tersebut berupa pilihan atau inisiatif
untuk memilih dan bertindak. Di dalam batin, ketidakpengetahuan
merupakan halangan dalam bertindak, sebab karenanya kegiatan akal
budi dikurangi. Sedangkan ketakutan dan nafsu merupakan halangan
bertindak, karena ia menyebabkan kegiatan kehendak dikurangi. Di

103 K. Bartens, 1981, Filsafat Barat Abad XX, Gramedia, Jakarta, him 399-4 12
104 Theo Huijbers, Op. Cit., him. 54.
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batin situasi fisik seseorang dan perlawanan yang berasal dari
^cungan, khususnya penggunaan kekerasan, dapat dipandang seba-
ftalangan bagi bertindaksecara bebas juga. Terlebih, penggunaan
cerasan dar pihak luar kebebasan dapat hilang sama sekali. Bila
srbatasan bertindak disebabkan oleh orang lain secara tidak wajar,
jerbatasan itu dialami sebagai ketidakbebasan. Dengan demikian,
?at disimpulkan bahwa kebebasan berupa inisiatif (bebas bertindak,
jas memilih) merupakan kebebasan dari halangan dan paksaan.105

Intisari kebebasan, menurut Huijbers, adalahbahwa manusia da-
•bertindak menurut inisiatif sendiri dan pilihan sendiri atas dasar
idangannya yang universal. Tiap-tiap tindakan terdiri dari tiga un-

yaiui: (1) tindakan itu sendiri; (2) asal tindakan; dan (3) tujuan
idakan. Makna kebebasan adalah bila manusia mampu mengarah-

:dirinya ke arah suatu tujuan yang bernilai baginya. Makna kebe-
semacam inilah yang disebut sebagai "kebebasan eksistensial",
a kebebasan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan

lupnya, dan dengan demikian mengembangkan eksistensinya sesuai
igan cita-cita pribadinya.106

Abdul Ghofur Anshori menyimpulkan pula makna kebebasan
istensial, adalah: kebebasan yang digunakan sebagai sarana untuk

gncapai tujuan hidupnya, untuk mengembangkan eksistensinya se-
dengan cita-cita inti pribadinya. Tujuan pribadi ini tidak harus

lik, tetapi juga dapat bersifat jahat. Sehingga baik atau jahat tidak
lasuk dalam pertimbangan bahwa ia merupakan kebebasan ek-

tensial. Nietszhe dan Sartre mengatakan bahwa hanya orang yang
atlah yang akan berhasil hidup secara bebas, yaitu orang yang mam-

|u mengatasi halangan-halangan di atas.107
Mendasarkan pada penjelasan Huijbers dan Abdul Ghofur An

ion tersebut di atas, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa ke-
febasan eksistensial adalah kebebasan yang inheren dalam atau me-
jekat pada eksistensi manusia sebagai manusia itu sendiri, tidak dalam

^105 Ibid.
|f106 Ibid., him. 56.

107 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., him. 118.
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hubungannya dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Selanjut
nya, esensi makna terdalam dari kebebasan eksistensial ialah kebe
basan berkehendak dalam dan bagi diri manusia yang berakal budi un
tuk memilih dan menentukan tindakan yang akan lilakukannya atau
memilih dan menentukan tindakan yang tidak akan dilakukannya atau
tidak memilih dan tidak menentukan apapun, sesuai dengan kehendak
atau cita-cita pribadinya sendiri, tanpa adanya halangan dan paksaan
dari siapapun dan dalam bentuk apapun serta cara bagaimanapun
dengan tujuan untuk mencapai nilai baik maupun nilai tidak baik bagi
kehidupan dirinya sendiri.

Kemudian, esensi makna terdalam dari kebebasan eksistensial
dalam hubungannya dengan rekayasa genetika, menghasilkan pe
mahaman bahwa setiap perekayasa genetika atau ilmuwan mempu
nyai kebebasan yang inheren dalam atau melekat pada eksistensinya
sebagai manusia, sehingga ia bebas berkehendak dalam dan bagi di
rinya sendiri sebagai manusia yang berakal budi, untuk memilih dan
melakukan rekayasa genetika, atau memilih dan melakukan tindakan
lainnya yang bukan merupakan rekayasa genetika, atau tidak memilih
dan cidak melakukan tindakan apapun, sesuai dengan kehendak atau
cita-cita pribadinya sendiri, tanpa adanya halangan dan paksaan dari
siapapun dan dalam bentuk apapun serta cara bagaimanapun, dengan
tujuan untuk mencapai nilai baik yang dapat bermanfaat positif mau- |
pun nilai tidak baik yang dapat berdampak negatif bagi kehidupan
dirinya sendiri.

Selain kebebasan eksistensial yang esensi makna terdalamnya te
lah dijelaskan tersebut di atas, juga terdapat kebebasan moral yang ada
atau melekat pada kebebasan eksistensial manusia dalam hubungan
nya dengan manusia lainnya dalam masyarakat.

Menurut Huijbers, kebebasan moral ialah kemampuan manusia
untuk mewujudkan hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip moral.108
Sehubungan dengan itu, Agustinus membedakan dua macam kebe
basan, yakni: pertama, kehendak bebas (liberum arbitirium), yaitu ke
mampuan untuk berbuat yang baik dan yang jahat (liberum arbitirium

108 Theo Huijbers, Op. Cit., him. 59.

p ad malum et ad bonum faciendum confitendum est nos habere); dan
%edua, kebebasan/moral (libertas), yaitu kemampuan untuk berbuat

lgbaik (redimuntur autem (scil. homines) in libertatem beatitu-
Mdinis sempiternam, ubi jam peccato servire non possint).109 Kebebasan
gksistensial, dengan demikian, merupakan kehendak bebas (liberum

bitirium) disertai kemampuan untuk mencapai nilai baik yang da-
5at bermanfaat positif maupun nilai tidak baik yang dapat berdampak
gegatif bagi kehidupan diri manusia sendiri, sedangkan kebebasan
j|oral (libertas) adalah kehendak yang disertai kemampuan untuk
iencapai nilai baik yang dapat bermanfaat positif bagi kehidupan diri

msia sendiri dalam hubungannya dengan manusia lainnya.
Tanggung jawab langsung berkaitan dengan manusia sebagai

makhluk yang bebas di dunia. Manusia bertanggung jawab dan ha-
mempertanggungjawabkan tindakannya kepada dirinya, kepada

lasyarakat, dan kepada Tuhan. Suatu tindakan yang penuh tanggung
Swab menjadi tanda dan ungkapan martabat manusia.110 Dengan ber-
hdak secara bertanggung jawab, yaitu dengan menuju ke arah nilai
pup, manusia menyatakan cara ia berada di dunia dan senantiasa
yenentukan nilainya sendiri.111

Bertindak dengan penuh tanggung jawab itu khas manusia. Han-
|;manusia yang dapat menentukan tindakannya sendiri. Seekor he-

berhadapan dengan alternatif-alternatif juga, akan tetapi hanya
|_>at mengikuti nalurinya saja. Sebaliknya, manusia mengikuti nilai-

u hidup yang sesuai dengan martabatnya, yang dengan ini berarti
pa ia mempertanggungjawabkan hidupnya.112

Timbulnya tanggung jawab manusia terhadap adanya tindakan
lg ia lakukan dan tanggung jawab manusia terhadap tidak adanya

idakan yang ia lakukan, yang dipahami dalam perspektif kebebasan
|>ral sebagai kebebasan berkehendak yang disertai kemampuan un-

mencapai nilai-nilai yang baik, dapat bermanfaat positif tidak saja

f.109 Agustinus, dalam Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., him. 128.
|T10 Theo Huijbers, Op. Cit., him. 60.
f'lll Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., him. 129.
»112 Theo Huijbers, Op. Cit., him. 60-61.
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bagi kehidupan diri manusia itu sendiri (dalam kehidupan individual) I
tetapi juga dalam hubungan manusia itu dengan manusia lainnya (da-;
lam kehidupan sosial), dan dalam hubungan manusia itu dengan Tuhan
yang Maha Pencipta (dalam kehidupan religi), sehingga menjadikan
manusia itu mempunyai harkat dan martabat sebagai makhluk yang
multistatusional (dalam arti manusia yang mempunyai banyak status1
atau kedudukan, yaitu manusia sebagai makhluk individu, makhluk
sosial dan makhluk Tuhan).

Kebebasan rasional menurut Huijbers sebenarnya suatu kebe-J
basan moral. Artinya nilai-nilai hidup yang ditanggapi secara rasional,
harus diterima sebagai norma. Kebebasan rasional adalah kebebasan
yang menentukan bahwa tujuan hidup yang hendak dicapai harus ada
tujuan yang wajar menurut pandangan umum. Oleh karena itu, ada
tiga unsur objektif yang harus diperhitungkan, yaitu: pertama, fakta
bahwa tiap-tiap orang hidup bersama orang lain; kedua, parameter
suatu tindakan dikatakan wajar atau tidak didasarkan pada nilai-nilai
universal; dan ketiga, unsur boleh-tidak boleh, yaitu terdapat larangan
untuk bertindak semau-maunya. Unsur ini dalam masyarakat disebut
norma.1113

Dengan ini sudah menjadi jelas bahwa kebebasan rasional digo-1
longkan pada "kebebasan untuk", yaitu kebebasan dilihat dari segi yang I
lebih objektif daripada kebebasan eksistensial. Untuk sampai pada
kebebasan rasional orang harus mengindahkan fakta dan nilai-nilai
suatu kehidupan yang sejati yang belum tentu ditemukan dalam eksis
tensinya sendiri. Oleh sebab hanya melalui suatu kebebasan rasional-
yang berdasarkan suatu pertimbangan yang matang tentang fakta dan
nilai-dapat dibentuk suatu kehidupan bersama yang baik. Larangan-
larangan untuk bertindak semaunya dapat disambut dengan segala
kerelaan hati. Memang dengan adanya larangan-larangan, kebebasan
individual dibatasi, akan tetapi hal ini terjadi demi terwujudnya ke
hidupan bersama sebagaimana dicita-citakan. Ada dua fungsi larangan
dalam hal ini: pertama, larangan-larangan menjelaskan kewajiban-ke-
wajiban seseorang sebagai makhluk sosial; kedua, larangan-larangan

113 ibid., him. 58.
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ntuk bertindak secara individual belaka membina suatu kebebasan
aru, yaitu membuka peluang untuk bertindak demi kebaikan hidup

fyang sejati.114
Penggunaan akal dalam setiap penilaian benar dan salah, menu-

t Abdul Ghofur Anshori, juga merupakan kesewenang-wenangan.
rena sejarah telah membuktikan bahwa akal tidak bersifat tetap,
akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Sesuatu yang dulu oleh
I dianggap benar, boleh jadi saat ini oleh akal pula dianggap salah,

itau sebaliknya sesuatu yang dulu oleh akal dianggap salah, boleh jadi
t ini oleh akal pula dianggap benar. Jadi, akal merupakan pijakan

ifang absurd dalam penilaian kebenaran sejati. Absurditas itu disebab-
ajkan oleh keadaan akal sendiri yang memang selalu berubah, sehingga
ipenilaian yang diberikan pada sesuatu pun tidak akan tetap pula. Lalu
;apa pijakan yang mutlak? Jawabannya adalah wahyu. Wahyu merupa-

an suatu kebenaran mutlak yang bersifat aksiomatik. Ia akan terus
gjpelevan sepanjang zaman, sebelum Tuhan sendiri yang menggantiiiya.

'enilaian yang diberikan oleh wahyu bersifat objektif, karena memin-
istilah Muhammad Iqbal, dibuat oleh realitas mutlak.115
Bagaimana dengan hati nurani, apakah dapat menjadi patokan

enilaian moralitas manusia? D. van Eck yang dikutip oleh Huijbers
emposisikan hati nurani sebagai patokan moralitas manusia. Hati
urani ialah satu-satunya sarana untuk sampai pada norma-norma
oral (de zedenwet bereikt hem slechts via zijn innerlijk oordeel).
eyakinan hati nurani tentang baik tidaknya suatu tindakan bersum-

;ber pada pertimbangan akal,.pendirian orang lain dan wahyu dalam
pdtab suci.116

Mendasarkan pada penjelasan Huijbers, Abdul Ghofur Anshori
Ban van Eck tersebut di atas, maka dapat diperoleh pemahaman bah-

jjYa penilaian baik atau tidak baik dalam semangat kebebasan moral,
iHllakukan oleh manusia sebagai makhluk multistatusional dengan
menggunakan akal fikirannya, yang diperkuat dengan kemantapan
hati nuraninya, dan dipandu oleh keyakinan religinya.

114 Ibid.

115 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., him. 130-132.
116 Theo Huijbers, Op. Cit., him. 6.
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2. Fungsi Hukum Mengakui dan Melindungi Nilai
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Moral dalam
Rekayasa Genetika -,.-.,„-:,••
Manusia, menurut Kant, merupakan makhluk berakal dan berke

hendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan
warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan
negara dan hukum. Oleh karena itu, hak-hak dasar manusia tidak
boleh dilanggar oleh penguasa. Bahkan, pelaksanaan hak-hak dasar
itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.117 Penjelasan Kant tersebut,
mengarahkan pada pemahaman bahwa kebebasan dalam hubungan
nya dengan rekayasa genetika, baik kebebasan eksistensial maupun
kebebasan moral, merupakan HAM, yang harus diakui dan dilindungi,
yang oleh karena itu tidak boleh dihalangi, apalagi dilanggar oleh pe
megang kekuasaan negara, agar terwujud tujuan manusia dalam ber
masyarakat dan bernegara, yaitu kesejahteraan, baik yang mencakup
kemakmuran (lahiriah) dan kebahagiaan (batiniah).

Selanjutnya, Kant menegaskan bahwa perlindungan hak rakyat
merupakan suatu imperatif moral, yang kemudian ia sebut imperatif
kategoris. Ada dua norma yang mendasari prinsip ini, yaitu: pertama,
tiap manusia diperlakukan sesuai martabatnya. Ia harus diperlakukan
dalam segala hal sebagai subyek, bukan obyek; dan kedua, orang harus
bertindak dengan dalil bahwa apa yang menjadi dasar tindakannya
memang merupakan prinsip semesta, yaitu penghargaan akan manu
sia yang bebas dan otonom. Manusia yang memiliki hak-hak dasar,
termasuk hak-hak lahir, seperti hak memiliki. Dalam kebebasan dan
otonominya, tiap-tiap individu cenderung memperjuangkan kemerde
kaan yang dimilikinya. Ini memang suatu yang wajar, tetapi sangat
mungkin, pelaksanaan kemerdekaan seseorang dapat merugikan orang
lain. Untuk menghindari kerugian itu, dibutuhkan hukum. Hukum
merupakan kebutuhan dari setiap makhluk bebas dan otonom yang
mau tidak mau memang harus hidup bersama. Persis di titik ini, seolah
ada seruan "hiduplah berdasarkan hukum, jika ingin hidup bersama

117 Bernard L. Tanya, dkk., 2009, Teori Hukum sebagai Tertib Manusia Lintas Ru
angdan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, him. 75.
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jecara damai dan adil", seruan ini bernuansa imperatif etik, dan oleh
karena itu, timbul kewajiban untuk menaati hukum."8

Kant percaya, untuk membangun tatanan negara yang rasional,
diperlukan suatu hukum dan menejerial pemerintahan yang memasuk-

i.kan tiap orang menghormati kebebasan orang lain. Selanjutnya, Kant
i;mengusulkan perlunya tatanan hukum yang objektif dan imperatif.
pvlakna hakiki dari hukum objektif dan imperatif itu, adalah hukum
" lenjamin kepentingan semua individu menurut dua prinsip imperatif

.tegoris di atas.119

Hukum yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan negara (dalam
ial ini pemegang kekuasaan legislatif) berfungsi mengakui dan me

lindungi secara normatif kebebasan eksistensial dan kebebasan moral
dalam hubungannya dengan rekayasa genetika sebagai HAM, karena
^setiap perakayasa genetika atau ilmuwan adalah manusia, yang meru
pakan makhluk bebas dan otonom dalam kehidupan bermasyarakat

!an bernegara yang sejahtera, damai dan adil. Guna mendukung ke-
jjerfungsian hukum tersebut, maka ada perintah etik dalam kehidu
pan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perekayasa genetika sebagai

irga masyarakat dan warga negara wajib menaati hukum.
Karena hukum harus berpedoman pada dua prinsip imperatif

tegoris dimaksud, maka Kant memasukkan hukum dalam bidang
ikal praktis". Hukum merupakan bidang sollen, bukan bidang sein.
i ada kaitannya dengan kategori Kant mengenai akal manusia, yaitu
kal murni" (akal teoretis) dan "akal praktis". Akal murni merupakan
ledia untuk melihat "yang ada" (sein), yakni alam, fakta, dan semua

'ang dapat direkam oleh indra. Sedangkan akal praktis merupakan
hedia untuk menangkap bidang "harus" (sollen), yakni norma-norma.
tulah sebabnya, hukum merupakan bidang akal praktis. Akal praktis
ierbicara tentang apa yang seharusnya. Ia berbicara tentang maximes,
'aitu prinsip-prinsip kelakuan yang dirasa sebagai kewajiban.120

?ak

ill8 Pemikiran filosofis Immanuel Kant yang dijelaskan oleh Franz L. Newmann
1996, The Rule ofLaw: Political Theory and The Legal System in Modern Soci
ety, Berg Publisher, USA, dikutipdari Ibid., him. 77-78.

119 Bernard L. Tanya, dkk., Op. Cit., him. 78.
120 Theo Huijbers, Op. Cit., him.80.
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Maxime itu sendiri (seperti terkristal dalam imperatif kategoris)
memiliki dua sisi, yakni "materi" dan "bentuk". Materi adalah isi dari
norma-norma (ptaximes) tersebut. Sedangkan.bei,i.tuk adalah sifat me-
wajibkan yang menandai norma-norma itu. Norma-norma ini, menu
rut Kant, harus otonom, yakni harus memiliki sifat mewajibkan send
iri. Itu hanya mungkin jika norma-norma tersebut dipandang secara
formal (bentuknya), yakni dalam sifat mewajibkan. Norma yang sung-
guh-sungguh mewajibkan secara mutlak dan umum itu, adalah norma
yang ada dalam imperatif kategoris di atas. Karena hukum merupakan
bidang akal praktis, maka pembentukannya haruslah mengikuti ke
harusan menurut prinsip imperatif kategoris itu. Tidak boleh hukum
dibuat atas dasar pertimbangan-pertimbangan pragmatis berbasis pen-
galaman inderawi seperti rasa enak, rasa suka, rasa untung, dan Iain
sebagainya. Hanya hormat terhadap norma-norma sebagai kewajiban
(imperatif kategoris), yang dapat menjadi motif untuk membentuk
aturan hukum.121

Hukum yang mengakui dan melindungi kebebasan eksistensial
dan kebebasan moral dalam rekayasa genetika sebagai HAM, berwu
jud norma-norma yang secara kategorial harus otonom dan imperatif
(secara formal bersifat mewajibkan), yang dibentuk berdasarkan prin
sip penghormatan terhadap norma-norma yang otonom dan imperatif
tersebut.

Lalu bagaimana dengan keharusan menaati hukum? Aturan hu
kum sebagai norma hukum positif, bukanlah bidang keharusan yang
otonom. Ia merupakan bidang keharusan yang heteronom. Dalam ke
harusan yang heteronom, maka berlakunya norma tidak berasal dari
rasa kewajiban yang menyentuh batin. Di sini Kant memperkenalkan
istilah legalitas, yakni "sifat hukum" dari suatu perbuatan. Ini sifat hu
kum dari suatu perbuatan adalah penyesuaian dengan apa yang sudah
dibentuk sebagai hukum.122 Dapat disimpulkan, bagi Kant, prinsip-
prinsip hukum merupakan bidang keharusan yang otonom, dan kar
enanya mewajibkan secara otonom pula. Sedangkan aturan hukum

121 Ibid.

122 Ibid.
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litu sendiri (sebagai aturan hukum positif) terbilang keharusan yang
ffieteronom, dan olehkarena itu, dialami sebagai gejala yang tidak ber-
;sangkut paut dengan persoalan kewajiban batin. Lepas dari apapun-
linocifnya (rasa respek atau takut), orang harus mengikuti apa yang
jldiperintahkan oleh hukum.123

Ketaatan terhadap hukum, kemudian dipahami memiliki per-
fbedaan dengan ketaatan terhadap aturan hukum (dalam arti aturan
|hukum positif). Ketaatan terhadap hukum bersifat otonom yang
|bersumber dari perasaan batiniah dalam diri manusia sebagai warga
piasyarakat, sedangkan ketaatan terhadap aturan hukum bersifat he-
Iteronom yang tidak bersumber dari perasaan batiniah, melainkan ber-
pdasarkan pertimbangan lahiriah di luar diri manusia sebagai warga

?negara.

Kebebasan adalah nilai, salah satu dari hak dasar yang tanpanya
Fmanusia tidak dapat menghayati diri sepenuhnya sebagai manusia. Ke-

ibasan adalah lambang martabat manusia. Karena itu, tidak meng-
Berankan dan harus diakui bahwa yang memiliki perhatian mendalam
terhadap kebebasan individu akan berusaha membatasi penggunaan

paksaan dalam kehidupan sosial. Paksaan dengan alasan kebaikan
mm sekalipun pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap ke

bebasan. Sedemikian besar nilai kebebasan itu, sehingga bahkan Se
vang penjahat sekalipun tidak akan rela begitu saja untuk dihukum
>aca: dibatasi kebebasannya). Kesadaran akan kebebasan sebagai nilai
lenuntut bahwa setiap pembatasan terhadapnya harus dapat diper-
mggungjawabkan dengan jelas.124

Hukum yang berfungsi mengakui dan melindungi kebebasan
pksistensial dan kebebasan moral dalam rekayasa genetika sebagai

1, berarti tidak boleh membatasi kebebasan setiap perekayasa ge-
letika untuk melakukan rekayasa genetika. Jika hukum membatasi

Ikebebasan setiap perekayasa genetika dalam melakukan rekayasa ge-

123 Immanuel Kant, dalam Franz L. Newmann, dikutip dari Bernard L. Tanya, dkk
Op. Cit., him. 79.

124 Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan,
Penerbit Kanisius, Yogyakarta, him. him. 125-126.
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netika, maka hukum harus. mempunyai argumentasi yang kuat dan
jelas, misalnya untuk kebaikan bersama.

Pembelaan yang kuat terhadap. kebebasan sebagai nilai funda
mental dapat dijumpai dalam gagasan Jchn Stuart Mill yang dikenal
dengan prinsip nonintervensi. Mill cenderung mengagungkan setiap
gagasan atau konsep hasil pemikiran independen individu. Ia selalu
tidak puas, bahkan menganggap rendah pengetahuan yang semata-
mata bertumpu pada ingatan hasil ciptaan orang lain. Esainya, On
Liberty (1859), dapat dipandang sebagai refleksi dari posisi moral-
nya yang sangat menekankan independensi (intelektual) individu. Di
bawah subjudul "Liberty and Authority", Mill membangun argumenta
si untuk membela kebebasan sebagai watak dasar manusia, di mana ia
secara khusus membela kebebasan berpendapat (freedom ofopinion)
kebebasan berbicara (freedom ofspeech), dan kebebasan pers (freedom
of press). Akan tetapi, yang paling utama bagi Mill adalah kebebasan
suara hati dalam arti seluas-luasnya. Karena itu, kebebasan berpenda
pat (sebagai ekspresi suara hati) dan menyatakan perasanaan bagi Mill
merupakan hak absolut bagi semua orang.125 Dengan demikian, kebe
basan bagi Mill merupakan nilai fundamental bagi manusia. pendekat-
an keras melalui paksaan hukum oleh negara terhadap masyarakat
pasti mengancam nilai fundamental ini, dan karenanya hanya dapat
dibenarkan sejauh membawa kebaikan.126

Mill sangat menentang intervensi paternalistik oleh negara ter
hadap kehidupan individu warga negara. Paksaan hukum hanya ber
laku berkaitan dengan tindakan yang membahayakan orang lain,
selebihnya harus dibiarkan menjadi urusan privat yang tidak boleh
diintervensi oleh hukum. Dengan kata lain, paksaan hukum hanya
dibenarkan sejauh penting untuk melindungi subjek dari kekerasan
pihak lain. Di luar itu, paksaan hukum tidak dapat dibenarkan.127

125 John Stuart Mill, On Liberty, dalam William Ebenstcin & O. Alan Ebenstein,
1992, An Introduction to Political Thinkers, Harcourt Brace Jovanovich College
Publisher, New York, him. 286.

126 Ibid.

127 John Stuart Mill, dalam Andre Ata Ujan, Op. Cit., him. 129.
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Kebebasan eksistensial dan kebebasan moral sebagai watak dasar
Irnanusia, yang merefleksikan independensi intelektualitas individual
lidari setiap perekayasa genetika dalam melakukan rekayasa genetika,
merupakan nilai fundamental yang tidak boleh diintervensi oleh ne
gara meskipun menggunakan hukum sebagai instrumen intervensinya.
' egara dapat dibenarkan menggunakan hukum sebagai instrumen un

ik mengintervensi kebebasan eksistensial dan kebebasan moral setiap
rekayasa genetika dalam melakukan rekayasa genetika, hanya jika
itervensi negara itu untuk kepentingan kebaikan bersama, misalnya
roses dan produk rekayasa genetika yang membahayakan kehidupan
-arga masyarakat.

Pembelaan Mill atas kebebasan individu juga didasarkan pada
.andangannya bahwa dalam konteks sosial politik individu tetap ha-

5ps dilihat sebagai person yang paling tepat untuk menilai apa yang
' lenjadi kepentingannya. Apa yang disebut suara hati selalu bersifat

ersonal meskipun tidak menutup diri pada pertanggungjawaban
•asional. Mill memang tidak menutup kemungkinan dialog rasional
' rkaitan dengan perbedaan pandangan dalam masyarakat. Dalam ka-
fos di mana individu bertindak lain dari yang diinginkan masyarakat
idalah lebih baik mengajaknya bicara atau berusaha meyakinkannya
laripada membuatnya semakin menderita melalui paksaan publik.128

Dialog rasional tanpa ada unsur paksaan publik merupakan ben-
ik dan mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat di antara
sama perakayasa genetika dan berbagai kalangan warga masyarakat,
perlukan dalam upaya memperoleh penjelasan dan pemahaman ten-
g proses dan produk rekayasa genetika yang membahayakan ke-

idupan warga masyarakat. Selain itu, dialog rasional tanpa paksaan
blik tersebut diharapkan menemukan kriteria konkrit untuk me-

ientukan proses dan produk rekayasa genetika yang dibolehkan, atau
'<aliknya proses dan produk rekayasa genetika yang dilarang, mem-

'erhatikan berbagai pertimbangan, utamanya adalah pertimbangan
jnengakui dan melindungi kebebasan eksistensial bagi diri pribadi

128 John Stuart Mill, dalam William Ebenstein &O. Alan Ebenstein, Op. Cit., him.
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perekayasa genetika dan kebebasan moral bagi diri pribadi perekaya*,
genetika dalam hubungannya dengan warga masyarakat lainnya

.:,, _;:JSeIanjutn>'a' Ml11 menolak intervensi (paksaan hukum) terhadan
kehidupan pribadi subjek, karena hukum yang mengintervensi ke
hidupan pribadi cenderung tidak mendorong kepentingan individu
melainkan menghambat bahkan mendorong ke arah yang tidak tepat'
Prinsip nomntervensi penting untuk melindungi hak dan kehidupan
pnvat warga negara. Mempertahankan prinsip nomntervensi dalam
jangka panjang, justru akan memberi manfaat bagi masyarakat dalam
pencanan kebenaran. Itu juga sebabnya mengapa Mill memberi tem
pat istinewa bagi independensi intelektual.129

Penolakan Mill terhadap intervensi terhadap kehidupan pribadi
itu tidak berarti ia juga menyangkal kemungkinan pengaruh perilaku
individu terhadap pihak Iain. Diakuinya bahwa perilaku individu
yang sifatnya self-regarding dapat saja punya efek perilaku individu
pada kepentingan masyarakat. Akan tetapi, efek perilaku individu
pada masyarakat bersifat kontingen. Karena itu, perlunya masyarakat
bcrscdia mengalami ketidaknyamanan demi pelaksanaan kebebasan
Ketidaknyamanan merupakan pengorbanan yang memang tidak da
pat dihmdari demi kebaikan lebih besar, yakni pelaksanaan kebebasan
manusia. Dengan pertimbangan ini, Mill berpendapat bahwa paksaan
hanya dapat dibenarkan apabila individu melanggar "kewajiban khas
terhadap masyarakat" atau melanggar "kewajiban khusus terhadap
orang Iain yang memang harus dipenuhi. Katakan saja, semua orang
memiliki hak yang sama untuk menggunakan jalan raya. Tentu saja di
sini individu tidak dapat atas nama kebebasan lalu seenaknya menggu
nakan jalan raya, tidak mematuhi rambu lalu lintas. Dalam hal seperti
mi pembatasan kebebasan melalui paksaan hukum harus diterima se
bagai cara meregulasi, dan karenanya juga tidak harus dilihat sebagai
pelanggaran terhadap kebebasan.130

129 H.R. West, 2004, An Introduction to Milts Utilitarian Ethics, Cambridge Uni
versity Press, Cambridge, him. 20dst. ^

130 John Stuart Mill, dalam Andre Ata Ujan, Op. Cit., him. 131.
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Pengakuan dan penghargaan terhadap independensi intelektual
lerekayasa genetika merupakan wujud perlindungan dari negara ter-
gidap hak keperdataan yang berdimensi kepublikan dari perekayasa
|enetika sebaga warga negara, yang dapat bermanfaat secara dialektis,
purena merupaka arena penggalian dan penemuan kebenaran menu-

:standar intelektualitas yang telah disepakati sebelumnya oleh sesa-
perekayasa genetika. Oleh karena itu, negara, sekali lagi, tidak

jleh melakukan intervensi atau pemaksaan secara hukum terhadap
Hependensi intelektualitas diri pribadi perekayasa genetika yang
lemiliki kebebasan eksistensial, kecuali jika telah ada kesepakatan
ksil d.along rasional tanpa paksaan publik atau kemufakatan hasil
iusyawarah dan/dengan warga masyarakat lainnya tentang proses
an produk rekayasa genetika yang dibolehkan, atau sebaliknya pro-
-; dan produk rekayasa genetika yang dilarang.

Kebebasan moral yang merupakan dasar filosofis bagi inter
ns, negara yang diformulasikan dalam aturan hukum yang berlaku
rhadap perekayasa genetika sebagai warga masyarakat dan warga
•?ara untuk melakukan proses dan menghasilkan produk rekayasa
•etika tertentu, adalah wujud konkrit dari pembatasan mengguna-

paksaan hukum terhadap kebebasan eksistensial yang harus di-
ima sebagai "aturan main", sehingga tidak dapat dipandang sebagai
>agai pelanggaran terhadap kebebasan eksistensial tersebut.

Kebebasan ideal yang pembatasannya harus dapat dipertang-
igjawabkan. Bahkan, wiiayah pembatasan kebebasan harus sesem-

I mungkin, yakni sebatas pelaksanaan hak yang secara langsung ber-
fetuhan dengan pihak lain. Secara khusus Mill menegaskan bahwa
|bebasan individu hanya boleh dibatasi sejauh dipandang "memba-
lyakan pihak lain". Distingsi antara perbuatan yang membahayakan
Wyang tidak membahayakan orang lain menjadi penting, karena

|npa itu negara dapat saja memaksakan hukum yang justru berten-
mgan dengan kebebasan individu. Padahal tidak semua pelaksanaan
sbebasan berdampak merugikan bagi pihak lain. Karena itu, pem-
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batasan hukum terhadap hak individu hanya dapat dibenarkan sejauhl
prinsip "membahayakan orang lain" terpenuhi.131

Demikian istimewanya kebebasan bagi Mill sehingga apa yang-?
disebut paternalisme hukum tidak punya tempat dalam konsep hu- I
kum Mill. Paternalisme pada dasarnya "tidak menghargai" kebebasan
sifatnya sepihak dan menempatkan pihak yang diatur dalam posisi
subordinan. Watak paternalisme bertentangan dengan asas kebebasan
dan independensi (intelektual); nilai yang menjadi prakondisi kema
juan dan perkembangan diri subjek atau individu. Paternalisme hukum
adalah intervensi terselubung terhadap kedaulatan dan otonomi indi
vidu, dan karenanya menurut Mill harus ditolak. Penerapan prinsip
"membahayakan orang lain" sebagai kriterium melakukan pembatasan
legal atas perilaku individu pada dasarnya dimaksudkan untuk mem
bela dan menegakkan kedaulatan dan otonomi individu.132

Proses dan produk rekayasa genetika yang dilarang adalah wujud
pembatasan hukum terhadap kebebasan eksistensial dalam pelaksa
naan hak perekayasa genetika yang "merugikan kepentingan", sehing
ga "melanggar hak keperdataan berdimensi kepublikan" warga negara
atau warga masyarakat lainnya. Inilah wujud dari paternalisme hukum
yang merupakan intervensi olehnegara terhadap kedaulatan atau oto
nomi perekayasa genetika yang merefleksikan tujuan dari adanya ke
bebasan moral untuk mengendalikan kebebasan eksistensial manusia
dalam hubungannya dengan manusia lainnya.

131 John Stuart Mill, dalam Ibid., him. 131-132.
132 John Stuart Mill, dalam Ibid., him. 32.
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TEORI-TEORI PERLINDUNGAN KEPENTINGAN MIKRO
DALAM REKAYASA GENETIKA
Rekayasa genetika harus diakui dan dilindungi oleh hukum HKI

ig berlaku di Indonesia, karena rekayasa genetika sebagaimana te-
iditegaskan sebelumnya oleh Muhammad Syaifuddin, tidak dapat
Dantah lagi, merupakan hasil karya intelektualitas manusia yang di
km dirinya mempunyai kemampuan cipta, rasa dan karsa sebagai

liigrah Tuhan yang Maha Kuasa, yang didukung oleh kemampuan
inusia untuk menalar dengan akal (rasio) dan budi (jiwa), yang
lam proses menghasilkan karya intelektualitasnya tersebut mem-
Ituhkan pengorbanan berupa pemikiran, tenaga, waktu, dan biaya
'ng tidak sedikit.1

Francis WRushing dan Carole Ganz Brown menjelaskan pe-
aran hukumnya bahwa perlindungan hukum terhadap HKI akan

Mendorong ukuran, kualitas dan efisiensi suatu karya intelektual baik

Muhammad Syaifuddin, "Hukum dalam Kontroversi Moral Rekayasa Gene
tika: Anahs.s Pengaturan Hukum Rekayasa Genetika Makhluk Hidup Berbasis
Mora tanpa Mengabaikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Asasi Manu
sia d« Indonesia ,Pidato Ilmiah, Disampaikan pada Acara Yudisium Sarjana Hu
kum Wisuda ke-102), Magister Kenotariatan (Wisuda ke-6) dan Magister Hu
kum (Wisuda ke-50) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Rabu
21 Maret 2012, him. 31. '
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bagi penemu/pencipta/pendesain maupun untuk menarik modal asi
ng. Kemudian, Rushing dan Brown menjelaskan secara lebih konkrit
mengenai.tujuan perlindungan hukum terhadap HKI, yaitu:

"Strong protection of intellectual property will tend to:
1. create jobs in primary industries as well as in supporting

industries;

2. create a higher-quality labor force through on the job
training;

3. shift jobs to higher-productivity areas;
4. increase the capital stock of the country;
5. improve the quality of the capital stock through innova

tion;

6. improve the allocation of the capital stock;
7. expand those activities subject to economies of scale;
8. improve efficiency through a reduction in local monopo

ly elements;
9. provide lower cost methods of production for existing

products; provide new product".2

Memerhatikan penjelasan Rushing dan Brown tersebut di atas,
maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum yang memadai
terhadap HKI, maka akan menimbulkan kecenderungan dalam peng
embangan penanaman modal, yaitu:

1) menciptakan berbagai lapangan pekerjaan dalam berbagai
industri utama sama baiknya dalam industri-industri pendu-
kung;

2) menciptakan suatu angkatan pekerja yang berkualitas tinggi
melalui pelatihan-pelatihan kerja;

3) menjadikan pekerjaan-pekerjaan lebih meningkat produk-
tivitasnya;

4) meningkatkan persediaan modal bagi negara;

Francis W. Rushing & Carole Ganz Brown, 1990, Intellectual Property Rights in
Science, Technology and Economic Performance, Westview Press, London, him.
40.
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5) memperbaiki persediaan modal melalui inovasi;
6) memperbaiki alokasi persediaan modal;
7) memperluas aktivitas-aktivitas tersebut'pada angka l-s:dr6'

dalam skala ekonomi;
8) memperbaiki efisiensi melalui suatu pengurangan unsur-

unsur dalam monopoli lokal;
9) menyediakan metode produksi biaya lebih rendah untuk ke

beradaan produk-produk;
10) menyediakan produk baru.

Selanjutnya, ada beberapa teori hukum yang mendasari perlunya
Itu bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap rekayasa

gietika sebagai hasil karya intelektualitas manusia, yaitu Teori Peng-
^aan, Teori Perbaikan, Teori Insentif, dan Teori Risiko, yang kemu-

dapat digolongkan sebagai Teori-teori Perlindungan Kepentingan
ro, karena keseluruhan teori hukum tersebut menegaskan perlu-
perhndungan terhadap kepentingan mikro, dalam hal ini kepent-
mhukum dari setiap subjek hukum (manusia kodrati dan badan
urn) selaku warga negara yang telah menghasilkan karya intelek-
litas yang mengandung HKI, termasuk rekayasa genetika.

Teori Penghargaan
Robert M. Sherwood mengemukakan adanya Teori Penghargaan

vard Theory) yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap ka-
.intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada

|nemu/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan sebagai
jfoangan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/mencipta-
*n/mendesain karya-karya intelektual tersebut.3

Sebagai suatu hak yang berasal dari kemampuan intelektual ma-
sia, maka HKI, menurut penjelasan Mieke Komar dan Ahmad M.

Robert MSherwood 1990 Intellectual Property and Economic Development:
Westmew Special Studies in Science Technology and Public Policy, Westview Press
Inc. San Franscisco, p. 11-13.
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Ramli, perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai, dengan?
alasan bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidangi
ilmu pengetahuan, seni: dan sastra, atau inventor di bidang teknologi
baru yang mengandung langkah inventif, merupakan wujud dari suatu
pemberian "penghargaan" dan pengakuan atas keberhasilan manusia;
dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Dengan demikian, su.J
dah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu per-'
lindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada merekai
yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan^
intelektualnya tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif un
tuk mengeksploitasi HKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya
itu."4

Pemberian penghargaan bagi setiap orang (manusia kodrati) atau
badan hukum yang telah menghasilkan HKI, ialah refeleksi dari peng
akuan berdasarkan asas keseimbangan dalam hukum HKI terhadap
hasil karya intelektualitas manusia yang kreatif di bidang ilmu peng
etahuan, seni dan sastra dan inovatif di bidang teknologi. Pemberian
penghargaan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pemberian per
lindungan hukum yang memadai terhadap hasil karya intelektualitas
manusia yang mengandung HKI tersebut.

2. Teori Perbaikan

Teori Penghargaan, menurut Robert M. Sherwood, sejalan deng
an prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang
telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan
karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah di-

Mieke Komar danAhmad M. Ramli, "Perlindungan Hakatas Kekayaan Intelek
tual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21", Maka
lah, Disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di
Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21, Lembaga Penelitian Institut
Teknologi Bandung-Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek, Departe
mcn Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, 28 November 1998, him. 2.
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luarkannya tersebut, yang dikenal dengan Teori Perbaikan (Reco-
Theory).s

Benar bahwa hasil karya intelektualitas manusia karena adanya
Imampuan cipta, rasa dan karsa yang dianugrahkan oleh Tuhan yang
laha Kuasa, namun dalam proses menghasilkan karya intelektuali-
*tersebut membutuhkan pengorbanan berupa pemikiran, tenaga,

i, dan biaya yang tidak sedikit. Keseluruhan pemikiran, tenaga'
i, dan biaya, bahkan perasaan merupakan pengeluaran-pengel-

gan sebagai wujud konkrit dari pengorbanan yang telah diberikan
|h orang (manusia kodrati) atau badan hukum dalam proses meng-
lilkan karya intelektualitas yang mengandung HKI dan bermanfaat
|fei masyarakat. Oleh karena itu, negara harus membentuk hukum
"TI yang berlaku berlandaskan asas keadilan yang mengembalikan

sluruhan pengeluaran, sehingga dapat mengembalikan pengor-
|an dalam proses menghasilkan karya intelektualitas manusia yang
Bngandung HKI tersebut.

Teori Perbaikan mempunyai respon atau sikap dasar yang sama
igan Teori Penghargaan, yaitu pengakuan terhadap hasil karya in-

fektualitas manusia yang mengandung HKI. Namun, Teori Perbai-
tidak hanya memberikan penghargaan sebagai wujud konkrit dari

agakuan, melainkan juga melakukan perbaikan terhadap pengor-
fcan dengan cara mengembalikan pengeluaran-pengeluaran berupa
fnikiran, tenaga waktu, dan biaya, bahkan perasaan dalam proses
|nghasilkan karya intelektualitas manusia yang mengandung HKI

sebut.

Teori Insentif

Teori hukum lain yang juga sejalan dengan Teori Perbaikan ada-
lh Teori Insentif (Incentive Theory) yang oleh Robert M. Sherwood
Jkaitkannya dengan pengembangan kreativitas dengan memberikan
isentif bagi para penemu/pencipta/pendesain tersebut. Berdasarkan

Robert M. Sherwood, Loc. Cit.
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teori hukum ini insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya
kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.6

Pemberian penghargaan berdasarkan Teori -Penghargaan dan
pemberian perbaikan berdasarkan Teori Perbaikan sebenarnya masih
berupa semangat hukum dalam pemberian pengakuan terhadap HKI.
Oleh karena itu, Teori Insentif menghendaki agar semangat hukum
dalam pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas manusia yang
mengandung HKI tersebut, dimanifestasikan secara konkrit berupa
insentif yang diberikan oleh negara dan/atau pihak lainnya yang bu
kan negara. Jadi, orang (manusia kodrati) dan badan hukum akan ter-
motivasi, sehingga terus berupaya menghasilkan karya intelektualitas
manusia yang mengandung HKI, karena mereka memperoleh tidak
sekedar pengakuan berupa pemberian penghargaan dan perbaikan da
lam tataran semangat hukum, tetapi juga mendapatkan insentif baik
dalam bentuk materi maupun immateri yang lebih konkrit dan layak
atau wajar.

Hak eksklusif untuk memanfaatkan nilai ekonomis secara mo
nopoli yang diberikan oleh negara kepada orang (manusia kodrati)
dan badan hukum yang menghasilkan karya intelektualitas manusia
yang mengandung HKI, adalah manifestasi konkrit dari semangat hu
kum HKI yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara untuk meng
akui dan melindungi HKI. Oleh karena itu, kepada orang (manusia
kodrati) dan badan hukum lainnya yang ingin memanfaatkan HKI
tersebut, harus memperoleh lisensi dari dan membayar royalti kepada
orang (manusia kodrati) dan badan hukum yang telah menghasilkan
dan mendaftarkan HKI itu ke kantor pendaftaran HKI.

Baik Teori Penghargaan, Teori Perbaikan, maupun Teori Insentif
pada intinya mempunyai visi yang sama tentang perlindungan hukum
terhadap HKI berupa pemberian penghargaan kepada para penemu/
pencipta/pendesain atas karya intelektual yang telah dihasilkannya.
Dalam perkembangannya, pemberian penghargaan tersebut harus
dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif agar

Ibid.

•:. £____•_•__
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^inasyarakat tetap kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai akan
;"iriembunuh kreativitas masyarakat itu sendiri.7

Kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan HKI dapat terus-
I'terjaga dengan adanya penghargaan, perbaikan, dan insentif yang

iiberikan kepada setiap orang (manusia kodrati) dan badan hukum
Hang menghasilkan HKI tersebut, karena penghargaan, perbaikan dan
finsentif tersebut merefleksikan adanya pengakuan dan perlindungan
iukum yang berkeadilan.

Teori Risiko

Robert M. Sherwood mengemukakan pula adanya teori keem-
>at, yang disebut dengan Teori Risiko (Risk Theory). Teori hukum ini
lengakui bahwa HKI adalah suatu hasil karya yang mengandung ri-

jjiko. HKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung ri-
co yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu mene-

lukancara tersebut atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian
idalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum
jrhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.8

Risiko berupa pemanfaatan HKI tanpa izin atau persetujuan dari
jmilik atau pemegang HKI yang telah terdaftar di kantor pendaftar-
HKI, karena HKI meskipun benda immaterial tetapi mengandung

ilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat menjadi
gomoditas dalam perdagangan. Wujud konkrit dari risiko yang dapat
irjadi dalam pemanfaatan HKI secara tidak sah tersebut, ialah tindak-
i-tindakan berupa membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
lenyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau dise-
rakan atau diserahkan, tanpa izin atau persetujuan dari pemilik atau
temegang HKI yang telah terdaftar di kantor pendaftaran HKI.

Muhammad Syaifuddin, 2009, Hukum Paten: Analisis Paten dalam Perspek-
tif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Intemasional, Tunggal
Mandiri Publishing, Making, him. 48.
Robert M. Sherwood, Loc. Cit.
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Nina Nuraim menegaskan bahwa risiko yang mungkin timbul
dan penggunaan secara .legal yang menimbulkan kerugian secara eko 1
nomis maupun moral bagi penemu dapat dihindari, jika Iandasan hu
kum yang kuat yang melindungi HKI tersebut.9

Landasan hukum yang kuat yang berfungsi melindungi HKI di
perlukan untuk menghindarkan risiko yang potensial timbul dari peng
gunaan secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian secara ekono
mis dan moral bagi penemu/pencipta/pendesain. Kesulitan mengatasi
risiko ini juga dapat timbul, karena meskipun aturan-aturan hukum
HKI yang ada elah cukup memberikan perlindungan hukum, namun
secara praktika terdapat kelemahan dalam penegakan hukum HKI itu
sendiri (law enforcement). Atas dasar itu, Teori Risiko harus diartikan
dalam spektrum yang lebih luas, tidak hanya menyediakan aturan
£l Um HKI ^^ tCtapi JUga h3rUS -ngembangkan dan mem-fas, asi ^mampuan aparatur penegak hukum dalam proses penegak-
nhukum, HKI. Se am ,tu, juga perlu membudayakan perlindungan

hukum HKIdtlevel masyarakat itu sendiri, karena risiko pelanggaran
hukum HKI akan tetap potensial terjadi jika budaya hukum masy
arakat tidak mendukung proses perlindungan hukum terhadap HKI
tersebut. Jadi Teori Risiko harus dikembangkan dengan memasukkan
unsur-unsur budaya hukum sebagai faktor pendorong perlindungan
hukum terhadap HKI.10 "muungan

Sehubungan dengan perlunya memasukkan unsur-unsur budaya
hukum guna memperkuat Teori Risiko, maka relevan diuraikan Teori
Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedmann
yang memahami bahwa budaya hukum pada hakikatnya adalah kom
ponen yang membentuk sistem hukum, selain substansi dan struktur
hukum. Lebih lanjut, Friedmann menjelaskan bahwa "Legal culture
mother words, is the climate ofsocial thought and social force which
determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture

10

11

Nina Nuraini, 2007, Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman
(Guna Peningkatan Daya Samg Agribisnis), Alfabeta, Bandung, 1dm 1
Muhammad Sya.fuddm, Op. Cit., him. 51-52.
Lawrence M. Friedmann, 1975 TheLeml Sw™,. a c • / c -
d„cc.i q,„ ,• , . ' ' , s ' i3,Jtem; A Social Science Perspective
Kubsel Sage Poundation, New York p 11-16 v '
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fie legal system is inert—a dead fish lying is a basket, not a living
~sh swimming in its sea".'1 Jadi, budaya hukum adalah suatu iklim

pemikiran sosial dan dukungan sosial yang menentukan bagaimana
*iukum digunakan, diabpikan, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hu-
gcum, sistem hukum ibarat seekor ikan yang mati dalam suatu keran-
|jang, bukan suatu ikan yang hidup dan berenang dalam lautan.13

Menurut Friedmann, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Ra-
Ihardjo, komponen budaya hukum adalah komponen yang terdiri dari
jilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta me

nentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa se-
' ra keseluruhan.14 Selanjutnya, Friedmann menjelaskan bahwa "legal
^dture refers, then, to those parts ofgeneral culture-customs, opinions,
%ays ofdoing and thinking that bend social force toward or away from
§e law and in particularly ways".15 Jadi, budaya hukum itu mengacu
kepada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebi-
gsaan, pendapat, cara-cara berperilaku dan berfikir yang mendukung

iu menghindari hukum.16

Upaya pengembangan budaya hukum HKI harus diarahkan un-
memperkuat dukungan sosial dari berbagai kalangan masyarakat

jrhadap Hukum HKI yang berlaku secara efektif. Wujud dukungan
?sial dari berbagai kalangan masyarakat tersebut, antara lain, berupa

pe atau pemikiran hukum, kebiasaan hukum, dan perilaku hukum
tog mendukung hukum HKI sehingga berlaku secara efektif melin
dungi HKI.

Teori Penghargaan, Teori Perbaikan, Teori Insentif, dan Teori
lisiko yang merupakan Teori-teori Perlindungan Kepentingan Mikro,
Renegaskan perlunya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap

|epentingan mikro, dalam hal ini kepentingan hukum dari setiap pere-
|ayasa genetika yang telah menghasilkan produk rekayasa genetika

Lawrence M. Friedmann, 1986,,4wen'a7H Law, M.W Norton & Co
him. 7.

Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 52.
Satjipto Raharjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung,
Lawrence M. Friedmann, 1975, Loc. Cit.
Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 53.
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sebagai hasil karya intelektualitas manusia yang mengandung HKI.
Inovasi para perekayasa genetika akan terus terjaga, sehingga terus
menghasilkan produk-produk rekayasa:genetika yang mengandung
HKI, hanya jika kepada mereka diberikan penghargaan, pcbaikan
insentif, dan dilindungi dari risiko pemanfaatan rekayasa genetika se
cara ilegal oleh pihak-pihak lainnya.

B. TEORI-TEORI PERLINDUNGAN KEPENTINGAN

MAKRO DALAM REKAYASA GENETIKA

Selain teori-teori perlindungan kepentingan mikro sebagaimana
diuraikan di atas, juga ada dan berkembang Teori Mekanisme Pasar
dan Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi, yang kemudian dapat di-
kelompokkan sebagai Teori-teori Perlindungan Kepentingan Makro,
karena keseluruhan teori hukum tersebut menegaskan perlunya per
lindungan hukum tidak hanya terhadap kepentingan mikro (kepen
tingan setiapwarga negara yang menghasilkan HKI, termasuk rekayasa
genetika), tetapi juga kepentingan makro, dalam hal ini kepentingan
negara dari waiga negara yang menghasilkan karya intelektualitas ma
nusia yang mengandung HKI, termasuk rekayasa genetika, utamanya
kepentingan negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dan
industri.

Menurut Ranti Fauza Mayana, teori-teori tentang perlindungan
hukum HKI sebagaimana diuraikan oleh Robert M. Sherwood terse
but di atas, perlu disempurnakan. Atas dasar itu, Ranti Fauza Mayana
mengembangkan Teori Kepentingan Makro, dengan memasukkan ke
pentingan makro sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas ma
syarakat, sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya
upaya memberikan keuntungan untuk individu penemu/pencipta/pen
desain, tetapi lebih luas cakupan implikasinya, yaitu untuk mencipta
kan kreativitas secara nasional. Dengan demikian, pemberian peng-

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas 'Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia

iargaan tersebut akan menjadi sumbangan konkret bagi negara dalam
pembangunan ekonominya.17

Teori-teori Perlindungan Kepentingan Makro, terdiri dari Teori
iekanisme Pasar dan Teori Stumulus Pertumbuhan Ekonomi, yang

lapat dijelaskan sebagai berikut:

Teori Mekanisme Pasar

Hak kekayaan pribadi, menurut Carolyn Hotchkiss, telah
cnjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi

iasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan
iahwa orang-orang mengakui "hak" untuk menguasai tanah dan ba-
mg, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan

Inereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi, konsep
lekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan
kayaan ke dalam tiga kategori, yaitu: pertama, sebagian besar ma-
arakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi,

fang dikenal dengan intangible things; kedua, kekayaan dalam peng-
jrtian nil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang
liketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua negara mengakui hak
kayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta,
ten, merek, dan rahasia dagang.18

Hak kekayaan dalam bentuk produk ide yang diakui semua ne-
a sebagaimana dijelaskan oleh Carolyn Hotchkiss, termasuk pula

kayasa genetika yang mengandung HKI dalam beragam produknya
mdi bidang-bidang kesehatan, kedokteran, farmasi, pertanian, ling-
ingan, dan industri, yang juga telah mengalami komodifikasi sehing-
telah menjadi komoditas dalam perkembangan kapitalisme yang

lenopangperdagangan bebas.
HKI menurut Keith E. Maskus, adalah hak, dan sebagai hak dia

erupakan harta atau aset berupa benda yang tidak berwujud (in-

17 Ranti Fauza Mayana, 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era
Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, him. 45.

18 Carolyn Hotchkiss, 1994, International Law for Business, McGraw-Hill Inc
New York, him. 304.
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tangible assets), yang sampai pada titik tertentu berkedudukan sama;
dengan 'property' yang berwujud. Namun, perbedaannya adalah pada
aspek eksklusivitasnya, karena eksklusivitaslah yang menimbulkan hak
dan hak itu tidak lain adalah kompensasi atas semua upaya yang telah
dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut
Pengeluaran mencakup biaya, waktu, dan pengorbanan.19

Ide dasar Teori Mekanisme Pasar yang dikemukakan oleh Mas-
kus sebenarnya sama dengan semangat Teori Penghargaan, Teori Per
baikan dan Teori Insentif yang dikembangkan oleh Sherwood tersebut
di atas, yaitu pengakuan terhadap hak sebagai benda tidak berwujud
yang mengandung kekayaan intelektual yang sifatnya eksklusif yang
dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, biaya dan waktu, sehingga ha
rus diberikan kompensasi sebagai bentuk penghargaan, perbaikan dan
insentif kepada pemilik HKI.

Steven L. Carter menegaskan adanya dua pemahaman tentang
property, yaitu: pertama, teoretisi hukum merujuk property dalam
kaitan dengan perangkat hubungan hukum yang relevan; kedua, pro
perty dalam bahasa sehari-hari yang mengaitkannya dengan konsep
benda atau "res" yang berkonotasi pula pada pemilik.20

HKI sebagai property menunjukkan adanya hubungan hukum
antara pemilik HKI dengan HKI sebagai benda immateril dan me
ngandung kekayaan intelektual yang merupakan objek hak miliknya.
Hubungan hukum antara pemilik HKI dengan HKI tersebut, diakui
negara dan kemudian diatur dalam hukum HKI yang berlaku tentang
pemanfaatannya secara eksklusif terhadap property atau kekayaan
intelektual yangterkandung di dalamnya.

Merujuk kepada pemikiran hukum teoretik Keith E. Maskus
dan Steven L. Carter di atas, Achmad Zen Umar Purba menyimpul-
kan bahwa HKI baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman,

19 Keith E. Maskus, 2000, Intellectual Property Rights in The Global Economy,
Institute for International Economics, Washington D.C., him. 146.

20 Steven L. Carter, "Does It MatterWhether Intellectual Property is Property?",
Kant College of Law, 1993, dalam Anthony D'Amato and Doris E. Estclle Long
(eds), 1997, International Intellectual Property Law, Kluwer Law International,
London, him. 28.
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laungan, atau perlindungan hukum dari negara atau otoritas publik
ladap suatu karya intelektual. Melalui mekanisme pengurusan do-
lentasi diberikan hak kepada pemohon HKI, termasuk inventor,

pdesain, serta pemilik merek. Di sini terdapat 3(tiga) unsur utama,'
iitu 1) hak eksklusif; 2) negara; dan 3) jangka waktu tertentu.21

HKI, menurut Keith E. Maskus, adalah hak milik bagi pemi-
karya intelektual yang sifatnya individual, perorangan, dan pri-
Namun, masyarakatlah yang mendapat kemaslahatannya melalui

canisme pasar. Karya intelektual yang telah mendapat atau telah
cemas dengan hak eksklusif yang oleh sebab itu merupakan "pro-
rty" pemiliknya menciptakan pasar (permintaan dan penawaran).

[al ini timbul karena pelaksanaan sistem HKI memenuhi kebutuhan
syarakat banyak. Itulah sebabnya dalam HKI dipersyaratkan ada-
unsur penerapan industri (industrial applicability), yang merupa-
pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.22
Terciptanya mekanisme pasar bagi HKI, karena pada satu sisi
mempunyai manfaat bagi masyarakat, sedangkan pada sisi lain-

jamasyarakat mempunyai keinginan untuk mengambil manfaat HKI
pebut. Bagi pemilik atau pemegang HKI yang terdaftar di kantor
3ndaftaran HKI telah diberikan hak eksklusif oleh negara berdasar-
in hukum HKI yang berlaku, dapat memonopoli sendiri atau mem-

|erikan lisensi pemanfaatan nilai ekonomi dalam HKI tersebut dalam
"igka waktu tertentu, untuk kemudian menawarkannya kepada ma-
|arakat, sehingga terciptalah penawaran dari pemilik atau pemegang
HKI. Jika ada warga masyarakat yang juga ingin mengambil manfaat
Jan HKI itu, maka terciptalah permintaan dari warga masyarakat
£ebagai contoh konkrit, HKI berupa paten atas obat-obatan yang
Mengandung khasiat untuk menyembuhkan penyakit tertentu yang
itawarkan oleh pemilik atau pemegang patennya untuk diproduksi

secara massal dan dijual kepada warga masyarakat yang membutuh-
an obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit mereka. Jual beli

Achmad Zen Umar Purba, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP'S PT
Alumni, Bandung, him. 13.

22 Keith E. Maskus. Op. Cit., him. 147.
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obat-obatan yang mengandung paten antara pemilik atau pemegang
HKI atau pemegang lisensi paten selaku penjual dengan warga ma-
syarakat selaku pembeli, menunjukkan telah terciptanya mekanisme
pasar bagi paten sebagai HKI.

Selanjutnya, Keith E. Maskus, mengingatkan bahwa "while
strengthening IPRs has conciderable potential for enhancing economic
growth in the proper circumstances, it also implies important econom
ic and social cost". Maskus menegaskan bahwa satu negara yang men-
erapkan sistem HKI yang kuat akan menyebabkan ditutupnya berba
gai usaha yang selama ini mengabaikan ketentuan-ketentuan tentang
HKI, dan pemerintah harus mencarikan Iapangan usaha baru. Maskus
menunjuk Lebanon sebagai contoh penelitiannya. Maskus menggam-
barkan para importir teknologi khawatir terhadap undang-undang
hak cipta dan paten yang keras dan menyebabkan "highest price mark
ups". Pada gilirannya negara pengimpor akan merugi. Maskus sendiri
berpendapat bahwa kekhawatiran ini berlebihan, sebab masalah harga
juga dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel lain, yaitu standar pasar, j
elastisitas permintaan, peraturan mengenai harga dan kebijakan per
saingan usaha.23

Sistem pasar telah tercipta, mempertemukan pemegang HKI
dan masyarakat. Hubungan ini berkesinambungan, sebab pada akhir-
nya masyarakadah yang membutuhkan barang-barang. Kreativitas
terus diperlukan. Sistem HKI sendiri, pada dirinya, melekat unsur
berkesinambungan atau estafet. Misalnya dalam hal paten, inventor
harus membuka dan mengungkap invensinya. Dengan demikian, se
lain dimaksudkan agar publik mengetahui isi invensi yang dilindungi
tersebut, keterbukaan ini juga bertujuan untuk merangsang orang lain
mengembangkan lagi invensi tersebut untuk kemudian dimintakan
paten baru. Begitu seterusnya secara estafet dan sesuai kehendak pa
sar.24

Menurut Maskus, "The rights provide incentives to acquire prop
erty, improve it with productivity-enhancing investments, and main-

13 Ibid., him. 157.
24 Ibid.
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it for purposes of building asset value".15 Jadi, walaupun HKI,
lah hak perdata (private rights) yang bersifat individual untuk ke-
itingan pribadi, keberadaannya dalam perimbangan dengan hak

jmunal yang bersifat kolektif untuk kepentingan masyarakat.26
Hak komunal terhadap HKI merupakan refleksi filosofis dari

lya kebebasan moral dalam HKI yang tidak terlepas dari figur
msia sebagai makhluk multistatusional, dalam arti manusia yang

|mpunyai banyak status atau kedudukan, yaitu manusia sebagai
khluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan, sehingga pe-
uan baik atau tidak baik dalam semangat kebebasan moral dilaku-
i oleh manusia sebagai makhluk multistatusional tersebut dengan

•nggunakan akal fikirannya, yang diperkuat dengan kemantapan
•' lya, dan dipandu oleh keyakinan religinya.

Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi
Teori yang mendasari perlunya suatu bentuk dan mekanisme

Hindungan hukum terhadap HKI, termasuk rekayasa genetika, yang
cemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah Teori Stimulus Per-

mibuhan Ekonomi (Economic Growth Stimulus Theory), yang men-
II bahwa perlindungan hukum terhadap HKI adalah suatu alat

fi pembangunan ekonomi, yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya
itu sistem perlindungan hukum bagi HKI yang efektif.27

Menurut Ranti Fauza Mayana, Teori Stimulus Pertumbuhan
pnomi yang dikembangkan oleh Robert M. Sherwood, sangat rele-
Iuntuk dijadikan dasar perlindungan HKI saat ini, terutama dalam

|nghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi diratifikasinya
-epakatan WTO oleh Indonesia. Konsekuensi keikutsertaan In-
ffiesia dalam WTO adalah harus diciptakannya perlindungan HKI
ig memadai, baik bagi HKI nasional maupun HKI asing.28 Selain
1, menurut Muhammad Syaifuddin, teori ini juga sangat relevan di-

§25 Ibid.

U6 Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 47.
|27 Robert M. Sherwood. Op. Cit., him. 41.
'28 Ranti Fauza Mayana, Op. Cit., him. 91.
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jadikan dasar perlindungan hukum bagi HKI, termasuk rekayasa ge
netika saat ini, karena berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi
sekaligus alat perlindungan pembangunan ekonomi nasional itu senrli
ri.29

Perlindungan hukum terhadap rekayasa genetika sebagai HKI
dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat secara ekonomi
makro dan mikro, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad
Djumhana dan R. Djubaedillah, sebagai berikut:

1) Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorong-
an untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna
memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat
lagi;

2) Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya
dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang
lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta
atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni
dan sastra;

3) Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja
merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan kar-
sa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan
penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman
modal asing, serta memperlancar perdagangan intemasio
nal.30

Achmad Zen Umar Purba juga menguraikan alasan perlunya per
lindungan hukum terhadap HKI, yaitu:

a) Alasan yang bersifat "nonekonomis" menyatakan bahwa per
lindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan
karya-karya tulis tersebut untuk terus melakukan kretivitas
intelektual. Hal ini akan meningkatkan self actualization
pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna un

29 Muhammad Syaifuddin, Loc. Cit.
30 Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah, 1999, Hak Milik Intelektual: Seja

rah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 26.
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tuk meningkatkan perkembangan hidup mereka;
b) Alasan yang bersifat "ekonomis" adalah untuk melindungi

mereka yang melahirkan karya tersebut mendapat keun-
tunga.i materil dari karya-karyanya. Di pihak lain melin
dungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplak-
an maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh
orang lain atas karya-karya mereka yang berhak.31

Rekayasa genetika sebagai hasil karya intelektualitas manusia
ig mengandung HKI harus mendapat perlindungan hukum HKI,
'ena: pertama, dapat memotivasi para perekayasa genetika untuk
smenghasilkan karya-karya intelektualitas mereka, yang akan me-

ngkatkan aktualisasi diri mereka dan meningkatkan perkembangan
idup masyarakat; kedua, dapat memberikan keuntungan materil dari
;;il karya intelektualitas para perekayasa genetika untuk meningkat-

kesejahteraan hidup mereka; dan ketiga, dapat melindungi hak-
para perekayasa genetika dari adanya tindakan-tindakan melang-
hak atau tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh

ak-pihak lainnya yang tidak berhak rerhadap hasil karya intelek-
"tas mereka berupa peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun

idakan curang lainnya.
Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

IQ, termasuk rekayasa genetika, adalah dengan diterapkannya me-
: isme pendaftaran, yang menurut Staniford Ricketson pendaftaran

I itu bertujuan "To give protection, through the grant ofa mono-
fy right, to the visual form ofarticles which are commercially mass
Educed"?1 y

Alur berfikir hukum Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi yang
endasari perlindungan hukum terhadap kepentingan makro, dalam
IKI, termasuk rekayasa genetika, apabila diimplementasikan secara

Achmad Zen Umar Purba, "Pokok-pokok Pikiran mengenai Pengaturan Per
saingan Sehat dalam Dunia Usaha", Majalah Hukum dan Pembangunan No 1
Tahun XXV, Februari 1995, FH Universitas Indonesia, Jakarta, him 14 '
Stamford R.cketson, 1991, The Law of Intellectual Proverty, Australia him
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memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan pengembangan
dan peningkatan proses dan produk rekayasa genetika, yang pada
akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi dan industri yang
besar, baik untuk perekayasa genetikanya maupun untuk masyarakat
dan negara.

Adanya perlindungan hukum yang memadai akan menumbuh-
kan semangat bagi para perekayasa genetika untuk menemukan atau
menghasilkan produk-produk rekayasa genetika yang mendatangkan
banyak manfaat positif, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi
dan indutri di negaranya, karena perlindungan hukum terhadap re
kayasa genetika mempunyai nilai fundamental dan fungsi instrumental
yang strategis dalam bidang investasi, perindustrian dan perdagangan.
Logikanya, dengan perlindungan hukum yang memadai, maka nega
ra-negara maju diharapkan dapat menanamkan modalnya pada kegia
tan usaha produksi rekayasa genetika di negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kuanti-
tas dan kualitas perindustrian dan perdagangan di Indonesia.

C. REFLEKSI TEORI-TEORI DASAR (GRAND THEORY)
DALAM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP REKAYASA GENETIKA

1. Teori Keadilan

Teori Penghargaan, Teori Perbaikan, Teori Insentif, dan Teori
Risiko yang merupakan Teori-teori Perlindungan Kepentingan Mikro,
menegaskan perlunya pengakuan dan perlindungan hukum yang
adil terhadap kepentingan dari setiap perekayasa genetika yang telah
menghasilkan produk rekayasa genetika sebagai hasil karya intelektu
alitas manusia yang membutuhkan pengorbanan, namun mengandung
HKI dan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Jadi, esensi makna,
ruang lingkup dan tujuan dari keseluruhan teori kepentingan mikro
sebagaimana telah dijelaskan di atas, merefleksikan eksistensi Teori
Keadilan sebagai teori dasar (grand theory) bagi pengakuan dan per
lindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak-hak perekayasa ge
netika atas proses dan produk rekayasa genetikanya.
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Keadilan menurut Aristoteles berisi suatu unsur kesamaan
,ahwa semua benda-benda yang ada di dalam ini dibagi secara rata
-ang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangan Aris'
;oteIes, keadilan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: pertama, keadilan
listnbutif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-
ndang, d.stnbusmya memuat jasa, hak, dan kekayaan bagi anggota-
iggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional; dan
dua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi
i memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal

ngsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan men-
ibilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik kor-
«yang bersangkutan atau cara mengganti rugi atas miliknya yang

lang. b

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh
isur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan
nstoteles ada ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang
ma dan semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles

jtpandang sqajar dan mempunyai hak yang sama atas pemilikan suatu
arang imareri).34

Masalah keadilan memang tidak dapat dipandang sebagai suatu
atau cita-cita yang berdiri sendiri. Masalah itu selalu terletak dalam

latu pola hubungan antarmanusia yang tertentu. Huijbers mencatat
•hwa Thomas Aquinas adalah pemikir pertama yang meletakkan ga-
san keadilan dalam kerangka kontekstual tertentu, yaitu-

a. keadilan distributif (L: iustitia distributiva) diterangkannya
sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan
pembayaran pajak, dan sebagainya, sedangkan

b. keadilan legal (L: iustitia legalis) adalah yang menyangkut
pelaksanaan hukum umum;

Aristoteles, dalam Muslehuddin, 1991, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran
^±St«dlSerba^"*«» ?"»! **•» Islam, Teriemahan oleh ZZWahyudi Asmin, Tiara Wacana, Yogyakarta, him. 36

34 Ibid.
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c.. keadilan tukar-menukar (L: iustitia commutativa) _(
yang berkenaan dengan transaksi seperti jual-beli, dan y,
diletakkannya diametral dengan

d. keadilan balas dendam (L: iustitia vindikatif), yang (di m
itu) berlaku dalam hukum pidana.35

Huijbers juga mencatat bahwa pertinensi keadilan ini kemudi
direvisi oleh pemikir-pemikir Jerman, seperti Samuel Pufendorf i
Gottfried Wilhem von Leibniz (1646-1716) sebagaimana kemudiaj
dikembangkan lebih jauh oleh muridnya, Cristian Wolf (1679-1754j
Di samping iustitia distributiva dan ius commutativa, Pufendorf ju^
mengemukakan adanya iustitia generalls, yaitu keadilan dalam artiS
umum yang merupakan suatu keutamaan moral saja, dan karena ini'
tidak menimbulkan ikatan hukum. Untuk Leibniz, keadilan didefinisi
kan sebagai cinta kasih dari seorang yang bijaksana (iustitia est caritas]
sapientis). Dan pengertian itulah ditarik pertinensi yang timbal balikl
sifatnya (iustitia commutativa) dan yang distributif sifatnya (iustitia
distributiva), serta keadilan yang umum sifatnya (L: iustitia universa*
lis). Wolf menerima deskripsi dari Leibniz, tetapi lebih jauh membuat^
perbedaan antara keadilan yang umum sifatnya dari keadilan yang^
berlaku khusus di bidang hukum (L: iustitia specialis).36

Seorang pemikir Jerman, Reinhold Zippelius (1928-) yang meru
pakan guru besar dalam filsafat hukum dan hukum tata negara di Uni
versitas Erlangen mengadakan pembedaan aspek keadilan yang lebih
jauh mencakup dua pertinensi, yaitu:

a. Ius commutative (D: Verkehrsgerechttigkeit, keadilan timbal
bahk) yang menurutnya terjadi apabila warga masyarakat
melakukan transaksi kontraktual, dihadapkannya pada aus-
gleichende Gerechtigkeit, yaitu keadilan yang pada suatu pe-
mulihan dari keadaan cidera hak, misalnya manakala dilaku
kan tindakan ganti rugi kepada penderita yang mengalami

35

36

Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogya-
karta, him. 43.

Ibid., him. 70-79.
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perlakuan yang telah merugikannya. Karena itu, pada iusti
tia commutativa berlaku juga asas pacta sunt servanda.*7

b. Iusdistributiva (D: dusteilende gerechtigkeit, keadilan dalam""•
pembagian) dinyatakannya sebagai berlaku dalam hukum
perdata, terutama di bidang hukum kebendaan maupun hu
kum keluarga. Jika ada orang yang memecahkan jambang
bunga di toko, dia akan harus mengganti harganya, tidak
peduli apakah dia hartawan atau orang gembel. Keadilan
distributif juga sangat menonjol dalam bidang hukum waris.
Perlu dikemukakan bahwa untuk Hart yang bertradisi Ing
gris, iustitia distributiva itu relevan justru dalam kerangka
keadilan sosial, karena langsung bertautan dengan "public
good" atau "common good", yang oleh Lloyd didefinisikan
sebagai "the Greatest happines of the greatest number".38

Zippelius juga mengajukan tiga pertinensi keadilan lain, yang
jbutnya sebagai:

a. Strafgerecchtigheid, yaitu keadilan pidana, yang terutama di
tentukan oieh dasar serta tujuan dari pengenaan hukuman
pidana. Pertimbangan itu tunduk pada asas nulla poena sine
lege praevia.

b. keadilan hukum acara (D: verfajrensgerechtigkeit, keadilan
dalam proses hukum). Keadilan hukum acara ditentukan
terutama oleh dua syarat: kesempatan yang sama bagi se
mua pihak yang berperkara untuk menegaskan posisinya,
serta hakim yang tidak berat sebelah.39 Zippelius mengang
gap keadilan hukum acara sebagai kemajuan besar terhadap
hukum acara dari Zaman Pertengahan, ketika hakim adalah
jaksa sekaligus. Keadilan hukum acara zaman baru dilam-
bangkan oleh suatu peribahasa Jerman yang berbunyi: jika
tiada penggugat, maka tiada hakim.

;%:37 Reinhold Zippelius, 1982, Rechtsphilosophie, Beck, Munchen, him. 89.
r 38 Ibid, him. 90, 114.

39

Bab 5

Dasar Teoretis Pengakuan dan Perlindungan liukum
t„rU~A~„ o~i.^..„~ i • ./.- A: ;.../ -.-

J| 279



• :..' ^SSpi ••.- • -

1

•

i

<

i

c. keadilan konstitusionai (D: Vervassungsgerechttigkeit)i
Keadilan konstitusionai mengemuka dalam hal penentuaj
syarat-syarat untuk.pemangkuan jabatan kei.egaraan. Dala^
praktik kenegaraan yang modern, penentuan syarat-syarat]
itu dilakukan secara demokratis, terutama melalui pemilih-
an umum.40

Herbert Spencer mengartikan keadilan adalah kebebasan. SetiaJ
orang bebas melakukan apa yang ia ingin lakukan asal tidak mengl
ganggu orang lain. Pandangan ini sangat kontras bila dihadapkan del
ngan pandangan Plato. Kebebasan individualis adalah sesuatu yarJ
sangat dihindari Plato, sementara Herbert Spencer sebaliknya, keadiM
an justru berangkat dari kebebasan individu. Sedangkan kesamaannya!
terletak pada pengertian tidak dapat mengganggu kepentingan orangj
lain. Artinya, kebebasan individu ditawaikan oleh Spencer tetap pada?
asumsi bahwa manusia hidup berdampingan dengan manusia lain, seJ
hingga setiap tindakan harus mengacu pada dua pertimbangan, yaitui
pertimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain seba_
gai bentuk perhatian kolektif.41

Kelsen adalah tokoh yang berusaha mereduksi sejumlah Teonl
Keadilan menjadi dua pola dasar, rasional dan metafisik. Tipe rasional'
sebagai tipe yang berusaha menjawab pertanyaan tentang keadilan
dengan cara mendefinisikannya dalam suatu pola ilmiah atau quasi:
ilmiah. Dalam memecahkan persoalan keadilan tipe rasional berlan-
daskan pada akal. Pola ini diwakili oleh Aristoteles. Sedangkan tipe
metafisik merupakan realisasi sesuatu yang diarahkan ke dunia lain di
bahk pengalaman manusia. Pola ini diwakili oleh Plato. Dalam panda
ngan Dewey keadilan tidak dapat didefinisikan, ia merupakan ideal-
isme yang tidak rasional.42

Sementara John Rawls, dalam bukunya ATheory ofJustice, ber
pendapat bahwa perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi

40 Ibid, him. 92.
41 Muslehuddin, Op. Cit., him. 36
42 Ibid., him. 37.
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44

45

jan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu
arus diberikan, itulah yang disebut keadilan.43

m-.. John Rawls menekankan pentingnya melihat-keadilan sebagai
fcebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi se-
Ijiangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat.

;emperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberi-
keadilan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengem-

igkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia.
;arga diri dan martabat manusia tidak dapat diukur dari kekayaan
conomis, sehingga harus dimengerti jauh bahwa keadilan lebih luas
lelampaui status ekonomi seseorang. Tinggi dan luhurnya martabat
anusia itu ditandai dengan kebebasan, karena itu juga kebebasan

arus mendapatkan prioritas dibandingkan keuntungan-keuntungan
•konomis yang dapat dicapai seseorang.44

Lebih lanjut, Rawls menjelaskan bahwa Teori Keadilan yang
:emadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana prin-
ip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-
ngguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person
ig bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kon-

ak inilah sebuah Teori Keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak
sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua

rang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah fairnes. Maksud
twls suatu masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri
bagai sebuah lembaga kerjasama sosial di mana masing-masing pihak
rusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya Teori

;eadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakokmodasi
Suatu kerja sama sosial yang pada saatnya akan mendukung terben-
*knya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.45

Menurut Kahar Masyhur, apayang dinamakan adil tersebut ada
lah: pertama, meletakkan sesuatu pada tempatnya; kedua, menerima

John Ralws, dalam E. Sumaryono, 2000, Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum
Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta, him. 143.
John Rawls, dalam Andre Ata Ujan, 2001, Keadilan dan Demokrasi: Telaah ter
hadap Filsafat Politik John Rawls, Kanisius, Yogyakarta, him. 22-23
Ibid., him. 23.
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hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang- dj
ketiga memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebnV
tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam-keadaan sama dan1
penghukuman orang ,ahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan'
kesalahan dan pelanggarannya.46 •

Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama
diperlakukan sama. Dalam arti materil hukum dituntut agar hukum
sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Jadi or
hadapan hukum semua orang sama derajatnya. Semua orang berhak
atas perhndungan hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Maksud
nya untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang adil ter
masuk hakikat hukum. Suatu hukum yang tidak adil bukanlah hukum
namanya.47

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala
usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk me
nemukan suatu sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan
prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum
adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit, yakni un
dang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hu
kum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai
hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi
prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur
konstitutif segala pengertian tentang hukum. Sifat adil dianggap se
bagai bagian konstitutif hukum adalah karena hukum dipandang se
bagai bagian tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib
membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara
adil. Dengan kata lain, kesadaran manusia yang timbul dari hati nura
ni tentang tugas suci pengemban nilai keadilan secara spontan adalah
penyebab mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum.48

46

47

48

Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, him.

Franz Magnis Suseno, 1983, Etika Umum: Masalah-masalah Pokok Filsafat Mor
al, Kanisius, Yogyakarta, him. 79-82.
Theo Huijbers, Op. Cit., him. 70.
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Huijbers menambahkan alasan penunjang mengapa keadilan
ienjadi unsur konstitutif hukum, yaitu:

a. pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengan:
memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya;

b. undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
keadilan seringkali dianggap sebagai undang-undang yang
telah usang dan tidak berlaku lagi;

c. dengan bertindak adil, suatu pemerintahan sebenarnya
bertindak di iuar wewenangnya yang tidak sah secara hu
kum.49

Konsekuensi pandangan kontinental sistem tentang nilai keadil-
hukum adalah undang-undang yang adil, adil merupakan unsur

constitutif dari segala pengertian hukum, hanya peraturan yang adil
jfang disebut hukum:

a. hukum melebihi negara, karena negara (pemerintah) tidak
boleh membentuk hukum yang tidak adil;

b. sikap kebanyakan orang terhadap hukum mencerminkan
pengertian hukum ini, yaitu hukum sebagai moral hidup
(norma ideal);

c. prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadil
an) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajib
kan secara batiniah.50

Keadilan yang dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat, da
lam diskursus hukum, memahami bahwa perihal realisasi hukum itu
>erwujud lahiriah, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu iktikad

ptnoralnya, maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris juga,
Idi samping aspek idealnya. Maksudnya adalah apa yang dinilai adil,
dalam konteks hukum, harus dapat diaktualisasikan secara konkrit
menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai

49 Ibid.

50 Ibid.
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keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut kon =
teks empiris juga.31 n~

Teori Keadilan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan teori
dasar yang secara filosofis memandu hukum HKI yang berlaku untuk
mengakui dan melindungi secara adil hak-hak perekayasa genetik!
atas proses dan produk rekayasa genetikanya yang mengandung HKL
sebagai berikut: ^'

1) Hukum HKI hanya menjadi hukum jika memenuhi prinsin
prinsip keadilan, karena keadilam adalah unsur konstitutif
dalam nukum, yang merefleksikan tugas etis manusia yane
wajib membentuk hidup bersama yang baik, yang didorong
oleh kesadaran yang timbul dari hati nurani tentang tugas
suci pengemban nilai keadilan;

2) Hukum HKI harus memberikan keadilan secara adil dan
sama bagi setiap perekayasa genetika untuk mengembang
kan dan menikmati harga diri dan martabatnya sebagai ma
nusia yang bebas, rasional dan sederajat, untuk menghasil
kan karya intelektualitas manusia yang bermoral;

3) Hukum HKI yang berkeadilan menciptakan keseimban
gan antara kepentingan pribadi perekayasa genetika dan
kepentingan bersama masyarakat dan kepentingan negara
terkait dengan proses dan pemanfaatan nilai ekonomis da
lam produk rekayasa genetika yang mengandung HKI dan
bermanfaat bagi masyarakat;

4) Fungsi hukum HKI yang berkeadilan, mencakup:
a. fungsi mewujudkan keadilan distributif terhadap hak

dan kekayaan perekayasa genetika yang telah meng
hasilkan produk rekayasa genetika yang mengandung
HKI, berdasarkan prinsip kesamaan proporsional (da
lam arti manusia sejajar dan mempunyai hak yang sama
atas pemilikan suatu benda);

b. fungsi mewujudkan keadilan korektif yang diterapkan

51 Muhamad Erwin Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum, FT RajaC-
rafmdo Persada, Jakarta, him. 67. '
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c.

dalam putusan-putusan hakim di pengadilan untuk
menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi hak
dan kekayaan perekayasa genetika dari tindakan-tindak
an ilegal yang bertujuan mengambil manfaat ekonomis
dalam produk rekayasa genetika yang mengandung HKI
tanpa izin atau persetujuan dari perekayasa genetikan
ya;

fungsi mewujudkan keadilan komutatif terhadap hak
dan kekayaan perekayasa genetika yang telah meng
hasilkan produk rekayasa genetika yang mengandung
HKI, untuk membuat kontrak dengan pihak lain ten
tang pemanfaatan produk rekayasa genetikanya, untuk
kemudian menjamin pemulihan keadaan berupa pembe
rian ganti kerugian karena terjadi cidera janji terhadap
kontrak yang telah mereka buat dan berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka;

d. fungsi mewujudkan keadilan yustisial yang memberikan
kesempatan yang sama bagi perekayasa genetika dan
pihak-pihak lainnya yang berperkara di pengadilan un
tuk menegaskan posisinya, serta diperiksa, diadili dan
diputus oleh hakim yang adil.

, Teori Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila
Teori-teori Perlindungan Kepentingan Makro, baik Teori Me-

inisme Pasar maupun Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi dalam
|ibungannya dengan HKI, termasuk rekayasa genetika yang meng-
|ttdung HKI, mengarahkan pada pemahaman, yaitu: pertama, adanya
fermintaan dari masyarakat dan penawaran dari perekayasa genetika
'can menciptakan mekanisme pasar terhadap rekayasa genetika yang

|nemberikan peluang ekonomi kepada perekayasa genetika (selaku
Jppemilik atau pemegang HKI dalam rekayasa genetikanya) dan ma-
Isyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pcmanfaat nilai
I ekonomis dalam rekayasa genetika tersebut; dan kedua, adanya per

lindungan hukum HKI yang berkepastian, berkeadilan dan berke-
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manfaatan terhadap rekayasa genetika yang mengandung HKI, akan^
mendukung proses dan meningkatkan produk rekayasa genetikaj
yang pada akhirnya akan memberikan kpntrihus.i ekonomi dan in
dustri yang besar, tidak hanya untuk perekayasa genetikanya, tetapi:
juga untuk masyarakat dan negara. Dengan demikian, esensi makna,:
ruang lingkup dan tujuan dari keseluruhan Teori Kepentingan Makro'!
sebagaimana telah dijelaskan di atas, merefleksikan eksistensi leorii
Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila sebagai teori dasar (grand!
theory) bagi pengakuan dan perlindungan hukum yang berkemanfaat-
an terhadap kepentingan ekonomi perekayasa genetika, masyarakat
dan negara, atas proses dan produk rekayasa genetikanya.

Muhammad Syaifuddin mengelaborasi Teori Negara Hukum
dan Teori Negara Kesejahteraan, dalam arti mengambil dan menjelas
kan unsur-unsur dalam negara hukum menurut Teori Negara Hukum,
kemudian mengambil dan mendialogkan unsur-unsur dalam negara
kesejahteraan menurut Teori Negara Kesejahateraan, untuk selanjut
nya menyerasikan kedua teori tersebut dalam landasan filosofis hu
kum, yaitu Pancasila, dan spirit hukum dalam konstitusi, dalam hal
ini UUD NRI Tahun 1945, serta membangun pemikiran hukum baru
yang elaboratif, sehingga mengembangkan Teori Negara Hukum Ke-;
sejahteraan Pancasila.

Dari Teori Negara Hukum diperoleh pemahaman tentang unsur-
unsur negara hukum yang terkandung, baik dalam rechtstaat maupun
rule of law. Rechstaat memahami negara hukum yang dibangun dan
dikembangkan secara revolusioner, yang bertumpu pada sistem hu
kum Eropa Kontinental (civil law). Menurut F.J. Stahl, suatu negara
hukum haruslah memenuhi empat unsur penting, yaitu: 1) pengakuan
dan perlindungan hak asasi manusia; 2) adanya pembagian kekua
saan; 3) pemerintahan haruslah berdasarkan undang-undang; dan 4)
adanya peradilan administrasi.52 Sedangkan rule of law memahami
negara hukum yang dibangun dan berkembang secara evolusioner
yang bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon (common law). Men-

52 F.J. Sthal, dalam Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis ten
tang Unsur-unsurnya), Ul-Press, Jakarta, him. 49.
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jt A.V. Dicey, suatu negara hukum mengandung tiga unsur penting,
itu: 1) supremacy of law (supremasi hukum); 2) equality before the

(persamaan di hadapan hukum); 3) human rights (hak-hak asasi
msia). 53

Perbedaan prinsipil antara rechstaat dengan rule of law, menu-
it Muhammad Syaifuddin, terletak pada landasan kefilsafatan ke-

iraannya, yaitu Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila berbasis
filsafat Pancasila yang menyerasikan kepentingan individualistik-

iterialistik dan kepentingan kolektivistik-spiritualistik. sedangkan
itstaat dan ruleof law berbasis pada filsafat liberalistik yang meng-
lakan kepentingan individualistik-materialistik, sehingga konsep

fegara Hukum Kesejahteraan Pancasila lebih utuh secara substantif
lam memaknai hakaket manusia sebagai makhluk sosial (warga ma-
rakat) dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa.54

Teori Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila, kemudian dikon-
mialisasi (dijabarkan ke dalam/menjadi konsep) dalam UUD NRI
mn 1945, sehingga diperoleh pemahaman bahwa dalam perspektif

^ara hukum yang dimaksud adalah negara hukum materiil (negara
im dalam pengertian luas) atau "negara hukum modern", yang tu-

snya bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban semata, tetapi
berperan aktif mensejahterakan rakyatnya.55
Negara hukum modern mempunyai ciri-ciri atau karakteristik

?gara hukum kesejahteraan sebagaimana diuraikan oleh Bachsan
[ustafa, sebagai berikut:

1) Negara mengutamakan kepentingan rakyat (welfarestate);
2) Negara campur tangan dalam semua lapangan kehidupan

masyarakat;

A.V. Dicey, dalam Ibid., him. 39-42.
Muhammad Syaifuddin, "Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif
Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan
Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945",
Simbur Cahaya, No. 47 tahun XVII, Januari 2012, Majalah Ilmiah Fakultas Hu
kum Universitas Sriwijaya, Indralaya, him. 2834.
Ibid., him. 2834-2835.
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3) Negara menganut sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh
pemerintah pusat, bukan ekonomi liberal;

4) Negara menyelenggarakan kepentingan umum;
5) Negara menjaga keamanan dalam arti luas di segala lapan-

gan kehidupan masyarakat.56

A.M. Donner menjelaskan bahwa welfarestate atau negara ke
makmuran atau negara kesejahteraan, tidak identik dengan negara
yang makmur/sejahtera (welfarende staat), melainkan negara seba
gai pehndung dari kemahnuran/kesejahteraan (weljizjns-staat) yang
melaksanakan politik ekonomi dan sosial yang lebih mendalam dari
pada sebelumnya dan yang secara konkrit melibatkan diri pada pe-
menuhan kebutuhan umum akan jaminan masyarakat.57

Budi Santoso dengan mengutip Kotler mengemukakan bahwa
terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan
suatu bangsa, yaitu modal, yang terdiri dari: pertama, natural capital \
(modal alamiah) seperti tanah, air, kayu, mineral, dan sebagainya- ke- \
dua, physical capital (modal fisik) seperti mesin, bangunan, dan fasili- 1
tas publik; ketiga, human capital (modal insani), yaitu nilai produktif
sumber daya manusia, hak kekayaan intelektual (HKI); dan keempat
social capital (modal sosial) seperti nilai-nilai keluarga, masyarakat'
berbagai organisasi yang dibentuk masyarakat. Selain modal sosial'
warga negara adalah sasaran untuk mencapai tingkat kesejahteraan 58'

Secara substantif, Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila menu
rut UUD NRI 1945, tenm saja mengandung jiwa dan semangat Pan-

56 Bachsan Mustafa, 1998, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni
Bandung, him. 114. '

57 rM\Dw,n,M df!T N'E- Algra Cn Van Du)™dijk, Rechtstaatvang, H.D.Tjeenk W.llmk, Alphen aan den Rijn, Diterjemahkan oleh J.C.T Simorangkir
dan HBoerhanoeddm Soetan Batuah, 1983, Mula Hukum, Bina Cipta, Jakarta,
him. 255. r J '

58 Budi Santoso yang mengutip Kotler, dalam Sri Wahyuni, "Pengembangan Hak
Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit
erbankan d. Indonesia' Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, September

2012, hikultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto him 570
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|asila, yang oleh Philipus M. Hadjon disebutnya "jiwa dan isi Negara
|Hukum Pancasila", yaitu:

1) Negara menghendaki keserasian hubungan antara pemerin
tah dan rakyat berdasark-n asas kerukunan;

2) Terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara
kekuasaan- kekuasaan negara;

3) Penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan pera-
dilan merupakan sarana terakhir;

4) Menekankan hak asasi manusia yang seimbang dengan ke
wajiban asasi manusia.59

Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila yang dikonseptualisasi-
dalam UUD NRI Tahun 1945,- adalah negara yang didirikan dan

hselenggarakan berdasarkan atas Pancasila sebagai ideologi negara
«UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, yang8 dijaba"

dalam berbagai peraturan hukum dan peraturan kebijakan yang
ra formal dibentuk secara demokratis dan secara materil men-

iin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, yang bertujuan
pvujudkan kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya bagi sebanyak-
onyaknya rakyat Indonesia, dalam rangka menjunjung tinggi harkat
i martabat kemanusiaan manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan
ig Maha Esa.61

H.uXl^t;^87' ***•" «*« * **" ^nesia, Bina
Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila sebagai teori hukum yang dijabarkan
dalam/memad, konsep hukum sebenarnya dapat ditelusuri dalam konstX
ekonom, yang pernah berlaku di Indonesia, seperti Konstitusi Republik do
nesia Senkat 194S (viae Alinea ke-4 Mukadimah dan Pasal 1ayat (1 ) UUD
ementara 1950 (vide Alinea ke-4 Mukadimah dan Pasal 1ayat (J)), dan UUD
ala^UUD Nr7t , ,a'Vc,1t ^flJT V'nUm)' ya"8^^ kembahtamiW . I V5 Setdah Perubahan {vidc Pe'"bukaan dan Pasal 1

em ke ain^ TT ^'Tl^^ (UUD) >'a"g Pemah ^ ^alam sis-
bahwf.at5" gamn,,nd0MSia' baHkan bcrlaku Saat ini secara tegas menyatakanbahwa Indonesia sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila
Muhammad Sya.fuddin, "Nasionalisasi ", Op. Cit., him. 2835.
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Sebagai trend negara modern, menurut penjelasan F. ISyy,(
negara selalu berpihak kepada kepentingan warga negara. Negara'
bagai alat lazim dipersamakan dengan bahtera yang mengangkutp
penumpangnya ke pelabuhan sejahtera. Arti negara sebagai bahtef
terkandung dalam kata "pemerintah" yang merupakan terjem
dari kata "government". Kata-kata asing itu semua berasal dari ,
Yunani "kubernan" yang berarti mengemudikan kapal. Negara dan
merintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan ol
nakhoda beserta awak kapalnya yang mengantarkan semua pen.
pangnya menuju pelabuhan yang sejahtera. Hanya dengan mem
dang negara sebagai alat, sebagai bahtera dapatlah diselami ha.,
negara yang sebenarnya. Negara adalah lembaga sosial, yang tidak!
diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang
tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh
rakyat negara itu.62

Teori Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila sebagaimana djl
uraikan di atas, merupakan teori dasar yang secara filosofis memandul
hukum HKI yang berlaku untuk mengakui dan melindungi secara
bermanfaat terhadap kepentingan ekonomi perekayasa genetika;
masyarakat dan negara, atas proses dan produk rekayasa genetika, se*
bagai berikut:

1) Hukum HKI yang dibentuk oleh negara yang didirikan dan
diselenggarakan berdasarkan atas Pancasila sebagai ideologi
negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi nega
ra;

2) Hukum HKI yang dibentuk oleh negara berbasis pada filsa
fat Pancasila yang menyerasikan kepentingan individualis-
tik-materialistik dan kepentingan kolektivistik-spiritualistik
dalam proses dan produk rekayasa genetika yang mengan
dung HKI sebagai modal insani, sehingga utuh dalam me-
maknai hakekat diri pribadi perekayasa genetika dan warga
masyarakat lainnya sebagai modal sosial, yaitu manusia yang
merupakan makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan yang

62 F. Iswara, 1985, Ilmu Politik, Alumni, Bandung, him. 163.
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Maha Esa;
3) Hukum HKI yang dibentuk oleh negara yang mengakui dan

melindungi rekayasa genetika yang mengandung HKI, di-
jabarkan secara normatif dalam berbagai peraturan hukum
dan peraturan kebijakan yang secara formal dibentuk secara
demokratis dan secara materil menjamin kepastian, keadilan
dan kemanfaatan hukum, bertujuan untuk mewujudkan ke
sejahteraan dalam arti seluas-Iuasnya bagi sebanyak-banyak-
nya rakyat Indonesia, dalam rangka menjunjung tinggi har
kat dan martabat kemanusiaan manusia Indonesia sebagai
makhluk Tuhan yang Maha Esa;

4) Hukum HKI yang dibentuk negara dan dijabarkan secara
normatif dalam berbagai peraturan hukum dan peraturan
kebijakan yang berlaku, membuktikan kehendak negara me
nyelenggarakan dan melindungi kepentingan masyarakat,
sehingga negara melakukan intervensi dalam semua lapan-
gan kehidupan masyarakat, termasuk intervensi terhadap
proses dan produk rekayasa genetika yang mengandung
HKI, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama
bagi perekayasa genetika dan warga masyarakat lainnya.

Bab 5 WM

Dasar 'Teoretis Pengakuan dan Perlindungan Fiukum f&
terhadap Rekayasa Genetika di Indonesia

291



•"••WW*"'

<<

I 0

; •••-

Bab 6

|t)asar Dogmatis Pengakuan dan
Perlindungan Hukum Varietas
Tanaman terhadap Rekayasa

Genetika di Indonesia

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PERLIND

UNGAN VARIETAS TANAMAN

Sejarah dan Perkembangan Hukum Intemasional tentang
Perlindungan Varietas Tanaman
Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan da-

HKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya se-
li hak kebendaan immateril yang diberikan kepada individu oleh

jara. Di negara lain, seperti Amerika, meskipun tidak disebut secara
msus dalam peraturan negaranya, telah dikenal adanya peraturan

iengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Peraturan tersebut
;rlaku tahun 1930 bersamaan dengan terbitnya The United States of
itent Act 1930. Di Eropa, undang-undang yang berkaitan dengan
;rlindungan terhadap varietas tanaman dan hasilnya telah dikenal
;jak abad ke-16.'

Tim Pengkajian Hukum, 2011, "Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hu
kum Varietas Tanaman Lokal dalam Hukum Nasional dan Intemasional", Lapo
ran Akhir Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta, him. 27-28.
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r,l .^^".'"^nasional dalam hal varietas tanaman K
rela,f baru d.bandingkan dengan jenis HKI lainnya. Konvenri IIPpertama dthas, kan pada tahun 196.1, sedangkan )L»S?
perhndungan -toW^, ___ dihasilkan pada tah 18
dan Konvens, Berne untuk perlindungan Literary and Arctic »
pada tahun 1886. Walaupun Konvensi UPOV merupakan kon '
khusus d, b.dang pemuliaan tanaman, yang beranggotakan 3 "
Namun, sampa, saat ini Indonesia belum meratifikasinya atau £
memad, anggota dan organisasi tersebut.2 '

s„an,leCara hiSt0riS' bebCrapa "egara di dunia teI^h menyena,
nun iST TemaS °naI 'ChUSUS temang Vari«as —man'padhun 1961. Perse u,uan mternasional itu termuat dalam Internal
Convent™ for the Protection ofNew Varieties ofPlants) 3vane d
nal dengan UPOV Convention (Konvensi UPOV) § '
di |e,l?uPOvaband0r8HniSaSi 3TPemermt3h ya"S berm-kjenewa. UPOV berdin dengan ditandatanganinya UPOV Co
vennon d, Pans pada tanggal 2Desember 1961. UPOV Convent
oen3, mCngR ,3t TdJ t3nggal 10 AgUStUS ,968' —lah dirat fi|
£ 2 faZ da" Jerman- UP°V C™i0" k->>a,i SP-da tangga, 10 November 1972, 23 Oktober 1978, dan 19 A_
1991 dengan tujuan untuk mengimbangi perkembangan tekno
u^z^^^

Dari beberapa Konvensi UPOV yang ada setelah beberapa kamengalami perubahan> maka negara.n£gara «P^

"mDUaZaumpeoTcPS1 K°nVen; UP°V ^ taL" ^mi. Ualam UPOV Convention dttegaskan bahwa UPOV pada'

upJ

^1*£££%£E£Z" ,e"8d0la °USUS H"k K^»" M*
Tim Pengkajian Hukum, O/a C/7., him 3S>

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
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pya"bertujuan untuk menyediakan dan mendukung suatu sistem
refektif bagi perlindungan varietas tanaman, dengan tujuan untuk

porong pengembangan varietas tanaman baru, demi kepentingan
|arakat.6
|J>embentukan UPOV (sebagai organisasi) bertujuan untuk
^embangkan kerjasama intemasional di antara negara-negara ang-
|dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman
'aewakili negara-negara yang hendak mengumumkan pembuatan
ig-undang perlindungan varietas tanaman, misainya Amerika
at, Australia dan Beianda.7

)ewan UPOV terdiri dari perwakilan negara-negara anggotanya.
ipnegara anggota memiliki satunsuara di dalam dewan. Sekretari-
*OV yang disebut "the office ofthe Union" dipimpin oleh seorang
-tans Jenderal (Sekjen). Di bawah perjanjian kerjasama dengan
i Intellectual Property Organization (WIPO), dan perwakilan
is dan United Nations atau PBB, Direktur jenderla (Dirjen)
*merupakan Sekjen UPO^ dengan dibantu oleh seorang wakil

sn.8

| UPOV merupakan organisasi pengelola UPOV Convention ber-
^otakan 64 negara. Negara-negara anggota UPOV berkewajiban

"- mengakui pencapaian prestasi pemulia varietas tanaman baru
n memberikan hak kekayaan intelektual. Untuk mendapatkan

idungan tersebut, maka varietas tersebut harus memenuhi per-
atan berupa: (1) berbeda dari yang telah ada, atau varietas yang

jp dikenal; (2) seragam; (3) stabil; (4) baru.9
Meskipun Indonesia bukan merupakan negara anggota UPOV

|un di dalam penyusunan UU No. 29 Tahun 2000 yang mengatur
%ng perhndungan varietas tanaman banyak merujuk pada UPOV
ivention ini. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian Penjelasan

Tim Pengkajian Hukum, Op. Cit., him. 38.
Rattan Lai Agrawal, dalam Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2004, Hak
Pemulia sebagai Altematif Perlindungan Hukum atas Varietas Baru Tanaman da
lam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, RajaCrafindo Persada, Jakarta
fim Pengkajian Hukum, Op. Cit., him. 39.
Ibid.
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Umum dan beberapa ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasa|
No 29 Tahun 2000, seperti Penjelasan atas Pasal 19 ayat (4)
" i, ZeaaSna"h?" "T^^^ 2°°° di^k™ ffile Indungan hukum tersebut pada hakikatnya sekaligus memo

pelaksanaan dari berbaga, kewajiban internas.onal yang harus dfl
kan oleh Indones.a, khususnya berkaitan dengan ..KonvniL
nas,ona tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman, ZeZti
Convention or the Protection ofNew Varieties ofPlants "

Di tingkat mternasional, upaya untuk melindungi HKl'ber
79Pme,ea aMn ^ ^ ^^ tdah «^™ *i^tahisLi dfb be neg0S'aS' PerdaganSan mternasional. Setelah bernaasi d. beberapa putaran, upaya untuk melindungi HKI dalam

dagangan mternasional berhasil diwujudkan dalam Puta an Z
(Uruguay Round) pada bu.an April 1994. Melalui putaran £__
beberapa dokumen penting d, bidang perdagangan tnternasion t
™ bTha m" mtU\ mendirika" °*»ni** Perdagang „DuilS Pe Mun™k™-'° Satu di antara dokumen yang pen"adalah Per,an„an tentang Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual a
SSS3_y_£!?~^ellecJZ

Secara umum TRIPs berisi ketentuan-ketenruan umum
pnns.p-p„„_p dasar, standar-standar mengenai kegunaan _L,

:rL7arHKrsK''tPenegakartaS "^ P-^-bilan dan t.naraan atas HKI serta pencegahan dan penyelesaian sengketa Vi
erttuan perahhan, pengaturan institusional serta ketentuanp nuturi

Satu d, antara beberapa persyaratan penting persetujuan TRIPsad2
adanya keharusan di negara anggota untukmemb rikan ptnp '

11 Tim Pengkajian Hukum, Op. Cit., him. 47.

Relas, Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Pate,
terhadap Kontroversi Mora! Rekayasa Genetika di Indonesia

Pener-;

•

^nsi-insivensi di semua bidang teknologi, asalkan invensi tersebut
| memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam indus-

^Pasal 27 ayat (2) Persetujuan TRIPs memuat ketentuan penge-
[ian, sebagai berikut:

"Members may exclude from patentability inventions, the
prevention within their territory of the commercial ex
planation ofwhich is necessary to protect order public or
morality, including to protect human, animal or plant life
or health or to avoid serious prejudice to the environment,
provided that such exclusion is not merely because the ex
ploitation isprohibited by their law".

r Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Persetujuan TRIPs membolehkan
#ra-negara anggota WTO untuk memuat ketentuan hukum yang
;gecualikan dari penemuan yang dapat dipatenkan, pencegahan

poitasi komersial yang penting atau dibutuhkan untuk melindungi
|rtiban umum atau moralitas, termasuk untuk melindungan manu-
|binatang atau kehidupan tumbuh-tumbuhan atau kesehatan atau

ik menghindari dampak buruk bagi lingkungan, di mana penge-
Jan tersebut tidak dibuat hanya untuk pengeksplotasian oleh ke-
Jtuan hukum yang berlaku di negara-negara anggota WTO.
1 Terkait dengan ketentuan pengecualian dalam Pasal 27 ayat
[Persetujuan TRIPs, selanjutnya ayat (3) dari Pasal 27 Persetujuan
IPs tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

"Member's may also exclude from patentability:
(a) Diagnostic, therapeutic and surgical methods for the

treatment ofhumans oranimals;
Plants and animals other than micro-organismes, and
essentially biological process for the production of
plants or animals other than non-biological and micro
biological processes. However, members shall provide

(b)

12 Ibid. him. 39.
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for the protection of plant varieties by patents or by
an effective sui generis systefn or by any combination
thereof'.

Menurut Pasal 27 ayat (3) Persetujuan TRIPs, negara-negara ang
gota WTO juga dapat dapat memuat ketentuan hukum yang mengec-
ualikan penemuan dari patentabilitas, yaitu:

(a) Diagnostik, therapeutik, dan metode pembedahan untuk
penanganan/pengobatan manusia atau hewan;

(b) Tanaman dan hewan selain selain mikroorganisme dan
proses-proses esensiai biologis untuk produksi tanaman atau
hewan selain nonbiologis dan proses mikrobiologis.

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) Persetujuan TRIPs mewajibkan
negara-negara anggota WTO harus menyediakan perlindungan ter
hadap varietas tanaman baik menggunakan paten atau menggunakan
sistem sui generis yang efektif atau memakai kombinasi dari kedua-
nya.

Varietas tanaman, yang merupakan satu di antara beberapa jenis
makhluk hidup13 dapat diberikan perlindungan paten, asalkan invensi
tersebut baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan da
lam dunia industri.14

Perlindungan paten bagi varietas tanaman telah menimbulkan
pro dankontra dinegara-negara maju dan negara-negara berkembang.
Perdebatan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan
dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Negara-
negara maju mendukung sistem paten bagi varietas tanaman dengan
pertimbangan bahwa paten dibutuhkan untuk mendukung penelitian

13 Jenis makhluk hidup adalah setiap invensi yangberhubungan dengan bentuk ke
hidupan di bidangfloradan fauna baiksebagai satu kesatuan maupun perbagian,
dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Contohnya adalah bakteri, sel,
mikroorganisme dan pccahan-pecahan DNA atau virus dan vectors yang umum
dikenal dalam dunia bioteknologi. Tim Lindsey, dkk. 2006, Hak Kekayaan In
telektual Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty Ltd. Bekerjasama dengan PT.
Alumni, Bandung, him. 192.

14 Ibid.
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Jan invensi. Di samping itu negara-negara maju umumnya memiliki
Rmampuan modal, teknologi, pengetahuan, serta ketentuan hukum
" ig memadai.15

Sebaliknya, negara-negara berkembang umumnya tidak mendu-
|ing pemberian paten bagi varietas tanaman, karena meskipun memi-
|d sumber dayahayati, namun negara-negara berkembang memiiki
2terbatasan dalam berbagai hal apabila dibandingkan dengan apa
|ng dimiliki oleh negara-negara maju pada umumnya.16

Ketidaksetujuan negara-negara berkembang juga didasarkan
Jrtimbangan bahwa varietas tanaman merupakan makhluk hidup,
Ihingga tidak seharusnya diberikan paten. Secara jelas hal ini ter-
|6i pada masyarakat dunia ketiga (penduduk asli dan komunitas
stani lainnya) yang tidak memiliki konsep pemilikan atas makhluk
jdup.17 Tidak ada hukum yang secara khusus mengatur pemberian

kepemilikan eksklusif bagi pemulia tanaman tradisional untuk
Jenciptakan varietas tanaman. Penduduk asli dan komunitas petani
"cerja di bidang mereka, dengan menemukan dan mengembangkan
rietas sesuai dengan iklim, kondisi tanah, air, situasi dan kebutuhan
canan. Mereka menghasilkan varietas baru dengan sistem pertu-
in bebas.18 Padahal, apabila ditinjau dari aspek ekonomi, dengan
lya sistem paten bagi varietas tanaman, yang memberikan hak ek-

lusif kepada inventor, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
p negara pemilik paten. Kegiatan ekonomi akan sangat mening-

it seiring dengan pemanfaatan melalui komersialisasi invensi vari-

Elizabeth S. Weiswasser, Kimberly K. Egan &Kurt G. Calia, "Genetically Modi
fied Foods Raise New Legal Issue", The NationalJournal, Vol. 22 No 44 USA
25Juni2001.
Ibid.

Mae-Wan Ho and Terje Traavik, "Why Patents on Life-Form and Living Process
Should be Rejected from TRIPs-Scientific Briefing on TRIPs Article 27.3(b)",
Third Worlds Network, dalam http://www.twnside.org.sg/tittle/trips99-cn.htm'
20Juni 2002, dikutip dari Nina Nuraini, Op. Cit., him. 58.
Gurdial Singh Nijar, "Sui generis law for Plant Varieties: Preserving the Knowl
edge and Creativity of Tradisional Breeders-a Third World View", dalam http://
www.rwnside.org.sg/tittle/sui-cn.htm, 26 November 2001, dikutip dari Ibid.,h\m.
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etas tanaman yang bersangkutan. Di samping itu, pemilik paten akan
mendapatkan keuntungan ekonomi melalui royalti atas penggunaan
invensinya pleh pihak lain.19

Selanjutnya, terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh
bagi negara-negara dengan menerapkan sistem paten terhadap varie
tas tanaman, terutama dalam meningkatkan perkembangan teknologi
dan ekonomi, antara Iain ialah:

a. paten dapat membantu menggalakkan perkembangan
teknologi dan ekonomi suatu negara;

b. "paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi
tumbuhnya industri-industri kecil;

c. paten membantu perkembangan teknologi negara lain de
ngan fasilitas lisensi;

d. paten membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju
ke negara berkembang.20

Perlindungan varietas tanaman dengan sistem paten ditinjau dari
aspek teknis memungkinkan adanya alih teknologi khususnya yang
menyangkut invensi paten pada proses. Namun demikian, pada um
umnya alih teknologi akan dilakukan oleh negara-negara maju ter
hadapnegara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan kemam
puan, misalnya pembentukan varietas tanaman dengan memanfaatkan
teknologi modern.21 Misalnya, dengan menggunakan rekayasa gene
tika.22

19

20

21

22

Robert M. Sherwood, 1990, Intellectual Property and Economic Development:
Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy, Westview Press
Inc. San Franscisco, him. 84-86. Sebagai contoh negara yang menerapkan per
lindungan varietas tanaman dengan sistem paten adalah Jepang yang memiliki
keunggulan di bidang teknologi, sehingga menjadi negara maju yang menda
patkan banyak keuntungan dari berbagai hasil invensinya, misalnya melalui
penjualan produk, pemberian lisensi, alih teknologi, dan lain sebagainya. Nina
Nuraini, Loc. Cit.
Tim Lindsey, dkk., Op. Cit., him. 184.
Ibid., him. 88.
Nina Nuraini, Loc. Cit.
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TRIPs menyediakan pilihan bagi negara-negara anggotanya un-
memberikan perlindungan bagi varietas tanaman melalui sistem

'generis,23 yang diwujudkan dalam bentuk hak perlindungan vari-
ptas tanaman. Berdasarkan sistem sui generis ini, maka negara-negara

iggota WTO memiliki kewenangan untuk menentukan lingkup dan
dari hak yang diberikan. Sebagai contoh, mereka dapat memberi-

hak eksklusif bagi pemulia tanaman yang berkaitan dengan per-
yakan bahan-bahan tanaman bagi varietas baru, pengecualian bagi

nggunaan dan penjualan benih oleh petani, dan pengecualian bagi
ak ketiga atas penggunaan varietas tanaman yang dilindungi untuk
:embangkan sebagai suatu varietas tanaman baru.24

Sistem suigeneris juga dapat mencakup lisensi wajib (yaitu lisensi
g diberikan oleh pemerintah tanpa persetujuan pemegang hak)

tuk alasan kepentingan umum, dengan memberikan penghargaan
rupa royalti atau bentuk penggantian lainnya. Tercakupnya lisensi

ajib dalam sistem sui generis karena setiap negara yang memiliki per-
ran mengenai perlindungan varietas tanaman pada umumnya men-
tumkan hal tersebut. Misalnya, dalam Plant Breeder's Rights Act

I Australia, Seed and Planting Material Act di Beianda, Plant Variety
Section Act di Amerika Serikat dan UU PVT di Indonesia yang juga

lencantumkan ketentuan lisensi wajib yang khusus berkaitan dengan
rietas tanaman.25

Sistem suigeneris bagi varietas tanaman timbul karena tidak ter-
upnya kepentingan salah satu pihak dalam sistem HKI yang ada,

isalnya karena adanya ketidaksetujuan terhadap konsep kepemilikan
iroduk yang berupa makhluk hidup, yaitu hak eksklusif bagi pemi-
iknya wujud dari perlindungan hak antara lain berupa hak paten.26

Sui generis diartikan sebagai punya sifat sendiri, sifat lain dari sesuatu, tidak
dapat dimasukkan ke dalam uraian umum, rumusan atau susunan golongan:
hukum, perjanjian, dan Iain-lain. Lihat N.E. Algra, dkk., 1983, Kamus Istilah
Hukum Fockema Andreae, Binacipta, Bandung, him. 553.
Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, Loc. Cit.
Nina Nuraini, Op. Cit., him. 66-67.
Ibid, him. 67.
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Berkembangnya sistem sui generis sebagai rezim khusus karena!
pada umumnya HKI yang ada tidak mampu mengakomodasi kebutuh1
an perhndungan mengenajjial tertentu, misalnya di bidang penemuan^
varietas tanaman. Sedangkan di sisi lain ada tuntutan kesamaan de
ngan sistem formal HKI bagi pengaturan suatu hal tertentu tersebut »l
Tuntutan tersebut disebabkan dalam dinamika masyarakat global di:
mana suatu negara merupakan satu di antara beberapa negara anggotf
WTO, negara tidak mungkin lagi menolak keberadaan TRIPs yanR<
telah disepakati di kalangan negara-negara anggota WTO.28

Adanya berbagai alasan dan adanya berbagai perbedaan ke-a
pentingan masing-masing negara, menyebabkan tiap negara merni-1
hki perbedaan pandangan dalam memberikan bentuk rezinm hukum
bagi perlindungan varietas tanaman. TRIPs telah menyediakan ber
bagai kemungkinan bentuk perlindungan antara lain dengan bentuk
kombinasi antara paten dan sistem sui generis. Berkaitan dengan hal
tersebut, maka akan berlaku ketentuan lex specialis derogat legi gene-
rale, yaitu ketentuan hukum khusus akan menyampingkan ketentuan
hukum umum.29 Dalam hal ini, perlindungan sui generis melalui hak
perhndungan varietas tanaman merupakan lex specialis, sedangkan
perhndungan hak paten merupakan legigenerale.30

Berdasarkan sistem kombinasi antara paten dan sui generis, maka
negara-negara yang memilikinya menerapkan dua ketentuan hukum
dalam memberikan perlindungan bagi varietas tanaman. Dalam hal
tertentu akan berlaku hak paten, sedangkan dalam hal lainnya akan
berlaku hak perlindungan varietas tanaman. Misalnya, Amerika Seri-

?ta Cl5™winda P"aPantja, "Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Obat Tra
disional Pangan dan Kerajinan Indonesia", Makalah, Disampaikan pada Seminar
Nasional dengan Tema "Perlindungan HaKI terhadap Inovasi Teknologi Tradis
ional di Bidang Obat, Pangan dan Kerajinan", Diselenggarakan oleh Kantor Pen-
gelola dan Konsultasi HaKI Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Band
ung, 18 Agustus 2001, him. 7.
Nina Nuraini, Op.Cit., him. 70.
Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, Op. Cit., him. 45, dikutip dari Sudikno
Mertokusumo, 1999, Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
him. 122. b]

Nina Nuraini, Op. Cit., him. 74.

28

29

30
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ft memberikan perlindungan berupa paten (Plant Patent Act) bagi
|is tanaman yang perbanyakannya tidak melalui perkawinan sel re-
loduksi, sedangkan tanaman yang perbanyakannya melalui perkawin-
gsel reproduksi akan diberikan perlindungan melalui perlindungan

ij varietas tanaman (Plant Variety Protection Act). Adanya pilihan
ltuk perlindungan didasarkan atas alasan dan kepentingan negara

lasing-masing negara, misalnya adanya negara yang tidak setuju ter-
idap pemberian paten bagi varietas tanaman.31

TRIPs adalah perjanjian antara negara-negara anggota WTO
Indonesia telah meratifikasinya berdasarkan UU No. 7 Tahun

194. Implikasi hukum dari ratifikasi TRIPs ialah Indonesia harus
j|jnyelaraskan aturan hukum HKI dengan ketentuan-ketentuan yang
erkandung dalam TRIPs, termasuk persyaratan minimal perlindung-
^varietas tanaman. Indonesia telah mengatur perlindungan varietas

Jnaman dalam aturan hukum khusus dengan memberlakukan UU
|o. 29 Tahun 2000. Jadi, Indonesia sebenarnya menerapkan sistem
jmbinasi perlindungan varietas tanaman, yaitu sistem paten dikom-
lasikan dengan sistem suigeneris.

Sistem kombinasi yang dianut dalam aturan hukum perlindung-
varietas tanaman di Indonesia mengarahkan perlindungan hukum

|rhadap produk varietas tanaman diberikan berdasarkan UU No. 29
mn 2000 sebagai ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang

brlindungan varietas tanaman, sedangkan perlindungan hukum ter-
idap proses produksi varietas tanaman yang bersifat mikrobiologis

|iberikan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2000 yang merupakan ke-
Mituan hukum umum yang mengatur tentang perlindungan paten ter-
iadap varietas tanaman.

Sejarah dan Perkembangan Hukum Nasional tentang
Perlindungan Varietas Tanaman
Perkembangan teknologi untuk menghasilkan varietas tanaman

fi Indonesia sebenarnya telah ada sejak tahun 1940 hingga tahun

I; 31 Ibid., him. 74-75.
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1971-._p?da kurun waktu tersebut sudah ada beberapa varietas pao,
yang ditemukan melalui teknologi rekayasa (metode baku) untuk me!
nemukan varietas baru tanaman, antara lain: Bengawan, Syntah, S*|
Gadis, Remaja, Jelita, PB 5, PB 8, Pelita 1/1 dan Pelita 1/2. Pada keduJ
varietas padi terdaftar sifat keistimewaannya, yaitu Pelita 1/1 dan Pe.j
Iita 1/2. Misalnya, tinggi tanaman, dan reaksi photo period.32 Perkem-'
bangan teknologi varietas tanaman tersebut ternyata tidak dibarengT
dengan upaya perlindungan hukum terhadap HKI yang terkandung]
dalam varietas-varietas tanaman yang dihasilkan oleh para pemuliai
tanaman di Indonesia.

Pengaturan hukum perlindungan varietas tanaman di Indonesia^
telah ada sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5Tahun 19901
tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (selanjut
nya disingkat UU No. 5 Tahun 1990). Namun, pengaturan perlin-,
dungan varietas tanaman dalam UU No. 5Tahun 1990 tersebut tidak^
diarahkan pada aspek HKI yang terkandung dalam varietas tanaman,!
melainkan ditujukan pada konservasi sumber daya alam hayati danV
ekosistemnya.

Sumberdaya hayati menurut UU No. 5 Tahun 1990, adalah!
unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam na-
bati (tumbuhan) dan sumberdaya alam hewani (satwa) yang bersama
dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk
ekosistem (vide Pasal 1angka 1), sedangkan yang dimaksud dengan
konservasi sumber daya alam hayati yang diatur dalam UU No. 5 Ta
hun 2000, ialah pengelolaan sumber daya alam hayati yang peman-
faatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan
persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas
keanekaragaman dan nilainya (vide Pasal 1 angka 2), dan yang di
maksud dengan ekosistem sumber daya alam alam hayati, ialah sistem
hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun

32 Indonesia-Australia, 2001, "Intellectual Property Rights Hak-hak Kekayaan In
telektual", Materi yang Disampaikan pada Proyek Pelatihan Khusus Bagian II
Tingkat Dasar, dalam O.K. Saidin, Op. Cit., him. 421.
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ahayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi (vide
1 angka 3).

Pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1990 dimaksudkan untuk men^~
agar pemanfaatan sumberdaya alam hayati dapat berlangsung

|gan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah kon-
j£asi, sehingga sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya selalu ter-

lara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat den-
fipembangunan itu sendiri.

Selanjutnya, perlindungan hukum yang diarahkan pada aspek
Jem budidaya dari varietas tanaman juga sudah ada sejak pember-
|ikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Bu-

aya Tanaman diikuti dengan pemberlakuan Undang-Undang No
li- 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman yang
irahkan pada perlindungan varietas tanaman (selain hewan) yang

Ipayakan dalam bentuk dan mekanisme karantina. Jadi, kedua un-
Jg-undang tersebut tidak diarahkan perlindungan hukumnya pada
|fek HKI yang terkandung dalam varietas tanaman.

UU No. 12 Tahun 1992 merupakan pengaturan perlindungan
im terhadap penemuan varietas tanaman yang relevan di bidang
lian (dalam arti luas termasuk perkebunan), khususnya meng-

r tentang budidaya tanaman, yang dalam Pasal 5 memuat keten-
, yaitu:

(1) Kepada penemu teknologi tepat guna serta penemu teori
ilmiah di bidang budidaya tanaman dapat diberikan peng
hargaan oleh pemerintah;

(2) Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggulan, dap
at diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai
hak memberi nama pada temuannya;

(3) Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki
keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pe
merintah.

Penghargaan yang diperoleh para pihak pemulia tanaman ber
dasarkan UU No. 12 Tahun 1992 hanya bersifat sosiologis, di mana
tata pihak pemulia tanaman diberi kewenangan memberikan nama
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atas hasil invensinya dan pemberian sejumlah uang yang dimaksuo
sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pe,t
liaan tanaman. Kompensasi ini belum tentu dapat mendorong n__
para pemulia tanaman untuk menghasilkan invens: baru.33

Substansi UU No. 12 Tahun 1992 tidak memberikan perlindl
ngan hukum terhadap HKI yang terkandung dalam varietas tanw
dan hak pemulia tanaman untuk menikmati manfaat ekonominP
melainkan hanya memberikan penghargaan (reward) yang bent]1
dan mekanisme hukum pemberian penghargaannya juga tidak diaf
secara konkrit. Selain itu, UU No. 12 Tahun 1992 tidak meng_
hak pemanfaatan nilai ekonomi dalam varietas tanaman oleh pernio
tanamannya, dan juga tidak mengatur upaya pencegahan dan penyelt,
saian terhadap perbanyakan dan/atau penjualan varietas tanaman (dj
lam rangka pemanfaatan nilai ekonomi) untuk tujuan komersial olel
pihak lain tanpa persetujuan atau izin dari pemulia tanamannya.

UU No. 12 Tahun 1992 yang mengatur tentang sistem budidayl
tanaman dan telah diberlakukan sejak 30 Desember 1995. Kec_,
memberikan penghargaan dan hak memberi nama kepada penemi
varietas unggul baru, undang-undang tersebut tidak memberik^
hak eksklusif pada penemu varietas unggul baru. Dengan sendirinya
undang-undang ini tidak akan mampu membentuk suasana kondusii
bagi industri perbenihan swasta untuk berkembang menjadi industri
perbenihan yang memiliki divisi R&Ddan melakukan usaha pene|
muan varietas-varietas unggul baru.34

Tampaknya UU No. 12 Tahun 1992 lebih menekankan kepada!
pengaturan distribusi dan pemasaran varietas tanaman. Selain dari itu,i
undang-undang ini memuat Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) yang isinya^
tidak mendorong pihak swasta untuk berinovasi dan berpartisipasi da
lam penemuan-penemuan varietas unggul baru. Pasal tersebut meng-

33

34

Tim Pengkajian Hukum, Op. Cit., him. 4.
Achmad Baihaki, "Prospek Penerapan "Breeder Right" di Indonesia", Makalah,
Disampaikan dalam Simposium Pemuliaan IV Tema "Pemuliaan untuk Menin
gkatkan Mutu Produk dalam Mendukung Agribisnis Perhimpunan Ilmu Pemu
liaan Indonesia (PERIPI, 24-25 Mei 1996), Fakultas Pertanian UPN "Veteran",
Surabaya, Jawa Timur, dalam Nina Nuraini, Op. Cit., him. 44.
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dengan hukum dan denda yang berat bagi pelanggar.35
Perkembangan pengaturan perlindungan hukum terhadap HKI

jr terkandung dalam varietas tanaman baru diformulasikan pada
1989, yaitu sejak pemberlakuan UU Paten 1989, yang tidak

rizinkan perlindungan paten bagi makanan, minuman dan vari-
laman. Pada tahun 1997, UU tersebut diamandemen yang men-

it atau menghapus hak tersebut. Artinya, dalam UU Paten 1997,
lan, minuman dan varietas baru tanaman dapat memperoleh

ldungan paten. Dasar perubahan tersebut pada prinsipnya meru-
implikasi dari ratifikasi TRIPs. Walaupun dalam UU tersebut

jfgizinkan perlindungan paten bagi tanaman, namun di dalam UU
-but tidak dapat mengakomodasikan secara penuh "keperluan"
lgenai varietas tanaman baru.36

Dalam UU Paten Tahun 1989 Pasal 7 huruf c ditentukan bahwa

jjfua varietas tanaman dapat dimintakan hak patennya, kecuali un-
Ikomoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Selan-
jiya, UU Paten Tahun 1989 mengalami amandemen menjadi UU
j'n Tahun 1997, yang memuat ketentuan pengecualian permohon-
>aten terhadap varietas tanaman dihapuskan, sehingga semua jenis

lan dapat dimintakan paten tanpa kecuali. UU Paten Tahun 1997
|jigalami perubahan menjadi UU Paten No. 14 Tahun 2001. Pada

il 7 huruf d diatur bahwa varietas tanaman sebagai makhluk hidup
jjsrupakan invensi yang tidak diberikan paten. Invensi merupakan

p dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecah-
pmasalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk
|u proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau
>ses.]37

Selanjutnya, pada UU Paten yang baru (UU Paten 14/2001) te
ll mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan va-

ietas tanaman (Pasal 7(c), 9d), yang menyatakan bahwa paten tidak
iiberikan untuk invensi tentang: pertama, semua makhluk hidup,

35 Ibid.

o6 O.K. Saidin, Loc. Cit.
31 Tim Pengkajian Hukum, Op. Cit., him. 3.
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kecuali jasad renik; dan kedua, proses biologis yang esensiai untujJ
memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau"

^mikro.biologis.38 ........
Perubahan-perubahan aturan perlindungan hak paten yang dibe

rikan terhadap varietas tanaman dilakukan berdasarkan pada pertim
bangan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyat diper
lukan upaya penelitian dan pengembangan ke arah invensi teknologi
yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam jumlah, ragam, dan
kualitas yang sebanyak-banyaknya. Namun, ketentuan perlindungan
varietas tanaman berdasarkan UU Paten belum dapat sepenuhnya me
menuhi harapan para pihak pemulia untuk mendapat perlindungan
hukum terhadap hasil invensinya.39

Pada dasarnya ketentuan berupa undang-undang merupakan sa
rana yang diperlukan untuk mendorong dan melindungi kegiatan da
lam menghasilkan varietas tanaman yang bersifat unggul. Para pihak
yang bergerak dalam bidang pemuliaan tanaman membutuhkan suatu
aturan khusus yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan
hukum secara jelas dan tegas. Perlindungan yang dimaksud berupa
adanya pengakuan HKI bagi hasil invensi berupa varietas tanaman I
baru."0

Perlindungan hukum pada hakekatnya sekaligus merupakan
pelaksanaan dari berbagai kewajiban intemasional yang harus di
lakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (United
Nations Convention on Biological Diversity), Konvensi Intemasional
tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (International Conven
tion for the Protection of New Varieties of Plants), dan World Trade
Organization/Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights,
yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indone
sia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di
bidang HKI.41

38 O.K. Saidin, Op. Cit., him. 421-422.
39 Tim Pengkajian Hukum, Op. Cit., him. 3-4.
40 Ibid.

41 Ibid., him. 5.
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Satu di antara beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh Iff-"
jdnesia yang berkaitan dengan HKI mensyaratkan: pertama, negara
l%ggota untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman'
'* ig baru; kedua, untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru

bidang pertanian dan menggunakan dengan sebaik-baiknya keka-
isumberdaya hayati yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas

iggul guna mendukung pembangunan ekonomi; ketiga untuk men-
prong kegiatan yang menghasiljan varietas tanaman unggul dengan
iemberikan penghargaan bagi mereka (badan usaha atau orang) yang
prgerak di bidang pemuliaan tanaman; dan keempat, untuk mendor-
jg dan memberi peluang dunia usaha dalam pembangunan di bidang

^rtanian, memberikan landasan hukum bagi upaya terciptanya vari-
unggul yang baru dan pengembangan industri perbenihan.42
Upaya mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan memberi-

situasi kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional,
jjudkan dengan pengaturan perlindungan hukum khusus terhadap
yang terkandung dalam perlindungan varietas tanaman, dengan

mdangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Jrlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000) pada tang-

"20 Desember 2000.

Konsep perlindungan varietas tanaman ini dikembangkan kare-
ketentuan tentang paten tidak memberikan perlindungan atas

rietas tanaman baru sebagai hasil dari proses pemuliaan tanaman.
prdasarkan ketentuan intemasional tentang HKI ditentukan bahwa

negara tidak memberikan perlindungan varietas tanaman dalam
idang-undang paten, maka negara tersebut harus membuat undang-

pidang khusus tersendiri yang efektif untuk perlindungan varietas
laman baru ini. Hukum tentang paten Indonesia hanya melindungi

|roses untuk membuat atau memproduksi tanaman dengan menggu-
pakan teknik-teknik bioteknologi. Sedangkan perlindungan varietas

laman memberikan perlindungan atas produk, yang berupa bibit/
pbenih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi maupun alami

I 42 Nurul Barizah, "Perlindungan Varietas Tanaman, Paten, Sistem Budidaya Tana
man dan Ketahanan Pangan", Jurnal HKI, Tanggal 22 Mei 2009.
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dalam bentuk varietas tanaman baru, persyaratan perlindungan dan
perkecualian. Oleh karena itu, varietas tanaman yang tidak dilindungi
dalam undang-undang. paten dapat dilindungi dalam undang-undang
perlindungan varietas tanaman.43

Perlindungan varietas tanaman yang merupakan "sui generis"
dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang
dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur baru, unik
seragam dan stabil (BUSS). Pengelolaan paten dan pengelolaan per
hndungan varietas tanaman di Indonesia tidak berada dalam satu lem
baga. Pengelolaan paten berada di bawah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia R.I., sedangkan pengelolaan perlindungan varietas
tanaman berada di bawah Kementerian Pertanian R.I. Pemberlakuan
UU No. 29 Tahun 2000 menjadikan keberadaan pemulia tanaman
yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman diakui dan hak-haknya
dapat dilindungi, karena pemulia tanaman yang menghasilkan varie- j
tas tanaman yang memenuhi ketentuan dalam UU No. 29 Tahun 2000
tersebut dapat memperoleh hak perlindungan varietas tanaman dan
dapat pula menikmati manfaat ekonomi dari hasil kegiatan pemuliaan
tanamannya itu.

Penting dicatat bahwa UU No. 29 Tahun 2000 memfasilitasi
perkembangan bioteknologi modern yang memproduksi varietas ta
naman yang baru melalui rekayasa genetika. Namun, tampaknya UU
ini kurang memberikan perlindungan hukum terhadap varietas tana
man tradisional yang telah dikembangkan oleh petani, karena sangat
sulit bagi petani dengan varietas tanaman tradisionalnya untuk me
menuhi kriteria seragam dan stabil sebagaimana disyaratkan oleh UU
No. 29 Tahun 2000. Dalam kaitannya dnegan hak-hak pemulia dan
hak-hak petani, UU No. 29 Tahun 2000 memberikan perlakuan yang
tidak sama antara hak-hak pemulia dan hak-hak petani, dan mem-
promosikan perlindungan yang kurang seimbang antara kepentingan
umum dan kepentingan pemegang hak perlindungan varietas tana
man. Hal ini disebabkan UU No. 14 Tahun 2000 ini dibuat untuk me-

43 Tim Pengkajian Hukum, Op. Cit., him. 6.
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jindungi hak-hak pemulia, peneliti dan pemulia tanaman yang komer-
jjal, dan bukan untuk melindungi hak-hak petani.44

Memerhatikan konsideran "Menimbang" dalam UU No. 29 Ta-
iun 2000, maka dapat ditegaskan bahwa pembentukan UU No. 29
Tahun 2000 didasarkan atas pertimbangan, sebagai berikut:

bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara agraris,
maka pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai
peranan yangpentingdalam rangka pencapaian tujuan pem
bangunan nasional;
bahwa untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan
tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan
tersedianya varietas unggul;
bahwa sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan
utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaat
kan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan
varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun
yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri per
benihan;

bahwa guna lebih meningkatkan minat dan peranserta per-
orangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan
pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas
unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak
perlindungan varietas tanaman perlu diberikan hak tertentu
serta perlindungan hukum atas hak tersebut.

Latar belakang sejarah pembentukan UU No. 29 Tahun 2000
lijelaskan dalam bagian Penjelasan Umum bahwa Indonesia adalah

di antara beberapa negara yang memiliki sumberdaya hayati yang
igat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki
lega-biodiversity". Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat ka-
mia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia untuk merakit

rarietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung

a.

b.

c.

d.

itu

44 Ibid., him. 7-8.
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pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan penJ
bangunan nasional pada umumya.

. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No. K
Tahun 2000 bahwa dalam masa pembangunan nasional yang ditan^
dai dengan terjadinya globalisasi di segala bidang, batas-batas suat
negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasiona
dengan perekonomian intemasional akan semakin berat. Globali^
perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produ
dari dalam negeri ke pasar intemasional secara kompetitif, sebalikiw!
juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dak
pasar domestik. Dinamika perekonomian nasional dan perekonomianl
global harus selalu menjadi pertimbangan penting. Situasi perkemJ
bangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang]
nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalL...
berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panenj
pascapanen, distribusi, dan perdagangan. Selama ini dan juga masal
yang akan datang keberhasilan pembangunan pertanian sangat diten-j
tukan antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, yang*
memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai karakteristik varietas tani
aman tersebut. Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi:
oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanarn-i
an yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi-
orang atau badan usaha yang begerak di bidang pemuliaan tanaman:
yang menghasilkan varietas baru, sehingga mampu memberikan nilai]
tambah lebih besar bagi pengguna.

^ Menurut Penjelasan Umum UU No. 29 Tahun 2000, untuk me
menuhi berbagai keinginan di dalam negeri dan antisipasi perubahan
lingkungan strategis intemasional, sektor pertanian harus mampu me
ningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya sa-
ing ini bukan hanya penting bagi komoditas berorientasi ekspor, tetapi
juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestik. Upaya peningkatan
daya saing dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produk
tivitas, mutu, dan pengembangan sistem agribisnis secara terpadu.
Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keber
hasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi
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snetik varietas tanaman. Oleh karena itu, individu atau badan usaha
ing bergerak di bidang pemulian tanaman harus diberi penghar-
|an dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam,
|l stabil. Satu di antara beberapa penghargaan adalah memberikan
|rlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan
krietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan
|k-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam itu akan mendorong

langat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat
jhasilkan penemuan berbagai varietas unggul yangsangai diperlukan
tasyarakat. Perlindungan hukum tersebut pada hakikatnya sekaligus
jferupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban intemasional yang
jarus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan
lonvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Haya-
l (United Nations on Biological Diversity), Konvensi Intemasional
Ihtang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (International Conven
tion for the Protection ofNew Varieties ofPlants) yang antara lain
jewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan
Belaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Ke-
ayaan Intelektual (HaKI), termasuk perlindungan varietas tanaman.

Pemberian perlindungan varietas tanaman, menurut Penjelasan
|mum UU No. 29 Tahun 2000, juga dilaksanakan untuk mendorong
En memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya da-
1m berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting
lengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini masih lebih

_anyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Pada waktu
log akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan
Ihingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih
Bragam dapat dihasilkan. Namun, varietas baru yang penggunaan-
iya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ber-
|ku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian
^ngkungan hidup, dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindu-
pgan. Perlindungan tersebut juga dimaksudkan untuk menutup pelu
ang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya
sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan
"lasyarakat luas.
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Selanjutnya, Penjelasan Umum UU No. 29 Tahun 2000 mene
gaskan bahwa sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perkem
bangan sistem agrobisnis harus diarahkan untuk menggalang seluruh
potensi bangsa dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati berupa
plasma nutfah melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolo
gi untuk menghasilkan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi
kesejahteraan petani dan masyarakat luas. Mengingat saat ini belum :
terdapat peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif
mengatur dan memberi perlindungan pada usaha untuk menghasil
kan dan mengembangkan varietas baru, maka keberadaan Undang-
Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menjadi sangat
penting. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan
hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul
baru dan pengembangan industri perbenihan. Dalam pelaksanaannya,
undang-undang ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang mem-
pertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak
perlindungan varietas tanaman.

Jangkauan pengaturan dalam UU No. 29 Tahun 2000 ini, di
jelaskan dalam Penjelasan Umum, yaitu meliputi pemberian hak ke
pada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan .
yang mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama. Un-1
tuk mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman, pemulia atau
pihak yang dikuasakan untuk itu harus mengajukan permohonan hak
perlindungan varietas tanaman. Dengan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini kepada Kantor Perlindungan Va
rietas Tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman diberikan kepada
pemohon untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman
semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan se
telah diberikan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Untuk
mendapatkan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman, permo
honan wajib didaftarkan, diperiksa, diumumkan, dan dicatat oleh Kan
tor Perlindungan Varietas Tanaman. Hak tersebut dapat dilaksanakan
sendiri dan/atau dialihkan kepada pihak lain untuk memanfaatkan
varietas tersebut secara komersial melalui perjanjian. Hak yang diatur
dalam undang-undang ini mencakup antara Iain memproduksi atau
memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, menjual
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pu memperdagangkan, mengekspor dan mengimpor. Kepada pemu-
I atau pihak lain yang memperoleh hak perlindungan varietas tana-
ian diwajibkan untuk melaksanakannya di Indonesia.

Lebih lanjut, Penjelasan Umum UU No. 29 Tahun 2000 men-
ilaskan jangkauan pengaturan undang-undang ini, apabila hak per-
dungan varietas tanaman tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah

enurut undang-undang, maka pemegang hak perlindungan varietas
aman dapat dituntut untuk memberikan lisensi wajib kepada pihak

yang memenuhi syarat melalui Pengadilan Negeri. Hak perlin-
ngan varietas tanaman berakhir apabila telah habis jangka waktu
rlakunya, dibatalkan, atau dicabut karena syarat-syarat kabaruan
n keunikan tidak dioenuhi, atau keseragaman dan kestabilan yang
atur dalam undang-undang ini tidak dipenuhi, atau pemegang hak

indungan varietas tanaman mengajukan permohonan pencabutan
kperlindungan varietas tanamannya secara tertulis. Pihak lain yang
rugikan sehubungan dengan pemberian hak perlindungan varietas
aman dapat menuntut pembatalan melalui Pengadilan Negeri.

Pada akhirnya, Penjelasan Umum UU No. 29 Tahun 2000 me-
iegaskan bahwa undang-undang ini disusun atas dasar iman dan taqwa
>ada Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran ilmiah, manfaat, kompetitif,
•eberlanjutan fungsi dan mutu lingkungan, serta kelestarian budaya
*iasyarakat. Hal-hal yang lebih operasional dapat diatur dalam pera-
ran pelaksanaan yang lebih mudah ditetapkan, diubah, dan dicabut
suai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan
asional serta kesepakatan global lainnya.

Sistematika UU No. 29 Tahun 2000 tergambar secara umum da-
matriks sebagai berikut:

Matriks 1.

Sistematika Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
tentang PerlindunganVarietas Tanaman

)cr

JUDUL

KONSIDERAN "MENIMBANC

KONSIDERANS "MENGINGAT".
fERNYATAAN PERSETUJUAN, MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN.
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BAB I:

KETENTUAN UMUM

(Pasal 1)

BAB II:

LINGKUP PERLINDUNGAN

VARIETAS TANAMAN

Bagian Pertama:
Varietas Tanaman Yang Dapat Diberi Perlindungan
Varietas Tanaman (Pasal 2).

BAB III:

PERMOHONAN HAK PER

LINDUNGAN VARIETAS

TANAMAN

BAB IV:

PEMERIKSAAN

Bagian Kedua:
Varietas Tanaman Yang Tidak Dapat Diberi Perlin-
dungan Varietas Tanaman (Pasal 3).
Bagian Ketiga:
Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal
4).

Bagian Keempat:
Subjek Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal 5).
Bagian Kelima:
Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Perlindungan

IVarietas Tanaman (Pasal 6 sampai dengan Pasal 9).
Bagian Keenam:
Tidak Dinggap Sebagai Pelanggaran Hak Perlindu-
ngan Varietas Tanaman (Pasal 10).

Bagian Pertama:
Umum (Pasal 11 sampai dengan Pasal 14).
Bagian Kedua:
Penerimaan Permohonan Hak Perlindungan Varietas
Tanaman (Pasal 15 sampai dengan Pasal 19).
Bagian Ketiga:
Perubahan Permohonan Hak Perlindungan Varietas
Tanaman (Pasal 20). . -

Bagian Keempat:
Penarikan Kembali Permohonan Hak Perlindungan
Varietas Tanaman (Pasal 21).

Bagian Kelima:
Larangan Mengajukan Permohonan Hak Perlindun
gan Varietas Tanaman dan Kewajiban Menjaga Kera-
hasiaan (Pasal 22 sampai dengan Pasal 23).
Bagian Pertama:
Pengumuman Permohonan Hak Perlindungan Vari-
etas Tanaman (Pasal 24 sampai dengan Pasal 28).
Bagian Kedua:
Pemeriksaan (Pasal 29 sampai dengan Pasal 32).
Bagian Ketiga:
Pemberian atau Penolakan Permohonan Hak Per-
indungan Varietas Tanaman (Pasal 33 sampai de-

ngan Pasal 35).
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JABV:
Ingalihan PERLIND-
JNGAN VARIETAS TANA-

^N

5Ae VI:
lERAKHIRNYA HAK PER-
JlNDUNGAN VARIETAS
fANAMAN

3AB VII:
5IAYA

£AB VIII:
>ENGELOLAAN PERLIN

DUNGAN VARIETAS
fANAMAN

JAB IX:

JAK MENUNTUT

1ABX:

'ENYIDIKAN

JAB XI:

BCETENTUAN PIDANA

pAB XII:
Retentuan PENUTUP
PENGESAHAN

PENGUNDANGAN

PENJELASAN UMUM

Bagian Keempat:
Permohonan Banding (Pasal 36 sampaidengan Pasal
39

Bagian Pertama:
Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
(Pasal 40 sampai dengan Pasal 41).
Bagian Kedua:
Lisensi (Pasal 42 sampai dengan Pasal 43).
Bagian Ketiga:
Lisensi Wajib (Pasal 44 sampai dengan Pasal 55).
Bagian Pertama:
Umum (Pasal 56)

Bagian Kedua:
Berakhirnya Jangka Waktu Hak Perlindungan Vari
etas Tanaman (Pasal 57).

Bagian Ketiga:
Pembatalan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
(Pasal 58 sampai dengan Pasal 59).
Bagian Keempat:
Pencabutan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
(Pasal 60 sampai dengan Pasal 62).
(Pasal 63)

(Pasal 64 sampai dengan Pasal 65).

(Pasal 66 sampai dengan Pasal 69).

(Pasal 70).

(Pasal 71 sampai dengan Pasal 75).

(Pasal 76).

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
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1.

PENGATURAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAjl
TERHADAP REKAYASA GENETIKA DALAM BEBERAPA
PERJANJIAN DAN KONVENSI INTERNASIONAL
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPs)
Sebagai suatu lampiran dari naskah akhir Uruguay Round^

persetujuan TRIPs-WTO adalah suatu instrumen hukum intemasio
nal di bidang HKI sebagai implikasi dari kondisi perdagangan dan
ekonomi intemasional yang dipandang semakin mengglobal yang me
nyebabkan perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi
mengenai batas-batas negara.45

TRIPs adalah bagian integral dari kerangka hukum Perjanjian
WTO, yang merupakan perjanjian yang kompleks, komprehensif dan
ekstensif. Adapun materi muatan yang diatur dalam TRIPs, antara
lain, adalah:

) Ketentuan mengenai jenis HKI yang tercakup dalam TRIPs-
Standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan men
genai sejauh mana perlindungan itu harus dilakukan oleh
negara peserta;

Ketentuan mengenai enforcement atau pelaksanaan kewa
jiban perlindungan HKI;
Ketentuan mengenai kelembagaan; dan
Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa.46

2)

3)

4)

5)

Menurut article 65.1. TRIPs, TRIPs mulai berlaku sejak 1995.
Suatu masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang
(developing countries) yang menurut article 65.2. TRIPs wajib mem-
berlakukan paling lambat 4 (empat) tahun setelah itu atau awal 2000.
Selain itu, untuk negara-negara terbelakang (least developed coun-

45 Ranti Fauza Mayana, 2004, Perlindungan Desain Industri diIndonesia dalam Era
Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, him. 113.

46 H.S. Kartadjoemena, 1997, GAIT, WTO, dan Hasil Uruguay Round UII Press
Jakarta, him. 253-276.
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s), menurut article 66.2TRIPs, pemberlakuan TRIPs paling lambat
' tahun 2006.47

Skema dokumentasi perjanjian multilateral yang terkandung da-
Perjanjian WTO telah memberikan kedudukan TRIPs di antara

fbagai perjanjian lainnya yang keseluruhannya menunjang perda-
iiigan intemasional yang lancar. Argumehtasi ini jelas terbaca dalam
mea pertama bagian preamble (pembukaan) TRIPs, yang rumusan
jengkapnya, sebagai berikut:

"Desiring io reduce distortions andimpediments to interna
tional trade, and taking into account the need to promote
effective and adequate protection of intellectual property
rights, and to endure that measures and procedures to en
force intellectual property rights do not themselves become
barriers to legitimate trade".™

Selain itu, jelas pula status hukum TRIPs dalam Perjanjian WTO,
ng menurut article II. 1 dan article II.2 Perjanjian WTO, adalah 1am-

iran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari per-
injian WTO, serta menurut article XVI.5 Perjanjian WTO dan article

.. TRIPs, tidak boleh ada reservations terhadap Perjanjian WTO/
IPs tersebut.49

TRIPs memuat ketentuan normatif dan standar hukum yang le-
•ih tinggi, serta menerapkan perlindungan dan penegakan HKI yang

Bebih efektif. Secara tegas, tujuan TRIPs dinyatakan dalam article 7
"Ps yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

"The protection and enforcement of intellectual property
rights should contribute to the promotion oftechnological
innovation and to the transfer and dissemination of tech
nology, to the mutual advantage ofproducers and users of

47 Muhammad Syaifuddin, 2009, Hukum Paten: Analisis Paten dalam Perspek-
tif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Intemasional, Tunggal
Mandiri Publishing, Malang, him. 203.

48 Ibid.

49 Ibid., him. 203-204.
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technological knowledge and in a manner conducive to so
cial and economic welfare, and to a balance of rights and
obligations'".50

Jadi, memperhatikan article 7TRIPs, maka dapat dipahami bah
wa TRIPs bertujuan melindungi dan menegakkan hukum HKI, seh
ingga pembaruan, pengalihan, dan penyebaran teknologi mendapat
jaminan kepastian hukum.

Secara substantif, TRIPs memuat norma-norma hukum baru
yang sebelumnya tidak diatur dalam perjanjian-perjanjian intema
sional mengenai HKI. Selain itu, TRIPs juga menetapkan standar yang
lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian intemasional
di bidang HKI yang harus dipenuhi oleh semua negara anggota WTO.
Noma-norma hukum yang juga baru diatur dalam TRIPs adalah pene
gakan hukum yang ketat. Jadi, TRIPs telah menggunakan pendekatan
perdagangan yang sangat progresif. TRIPs juga menentukan prose
dur yudisial (civil judicial measures and remedies), termasuk langkah
yang bersifat sementara untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI
dan prosedur untuk memperoleh bantuan dari lembaga pabean guna
mencegah terjadinya impor barang palsu. Tujuan pokok TRIPs adalah
mengurangi penyimpangan dan hambatan menuju perdagangan mter
nasional dilakukan ke dalam perhitungan kebutuhan untuk mempro-
mosikan perlindungan HKI yang efektif dan memadai serta menjamin
proses penegakan HKI.51

Suatu bagian terpenting dalam TRIPs adalah terdapatnya asas-
asas hukum yang secara universal dijadikan dasar aturan hukum na
sional semua negara anggota WTO yang terkandung dalam article
8 TRIPs maupun yang tersebar pada seluruh batang tubuh TRIPs,
yaitu:

1) Asas Standar Minimum

Asas hukum ini hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum
minimum yang wajib diikuti oleh para negera anggotanya.

50 Ibid., him. 204.
51 Ibid., him. 205.
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Artinya, mereka dapat menerapkan ketentuan-ketentuan
hukum yang lebih luas lagi, asalkan sesuai dengan ketentu-
anj-ketentuan hukum TRIPs itu sendiri dan asas-asas hukum
intemasional.

2) Asas free to determbie
Asas hukum ini memberikan sejumlah kebebasan kepada
negara-negara anggota WTO untuk menetapkan cara-cara
yang dianggap tepat guna menerapkan norma-norma hu
kum HKI dalam TRIPs ke dalam aturan hukum nasional dan
praktiknya di negara-negara anggota WTO tersebut;

3) Asas intellectual property convention
Asas hukum inimengharuskan negara-negara anggota WTO
untuk menyerasikan aturan-aturan hukum nasional me
ngenai HKI dengan berbagai konvensi intemasional tentang
HKI;

4) Asas national treatment

Asas hukum ini terkandung dalam article 3 TRIPs, yang
mengharuskan negara-negara anggota WTO memberikan
perlindungan HKI yang sama antarwarga negaranya sendiri
dengan warga negara dari negara-negara anggota WTO lain
nya, dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang te
lah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris 1967;

5) Asas most favoured nation
Asas hukum ini termuat dalam article 4 TRIPs, yang meng
haruskan negara-negara anggota WTO memberikan per
lindungan HKI yang sama terhadap seluruh negara anggota
WTO. Untuk perlindungan paten, semua keuntungan, man
faat atau perlakuan istimewa yang diberikan oleh negara
anggota WTO tertentu kepada warga negara dari negara
anggota WTO lainnya harus seketika dan tanpa syarat, juga
diberikan kepada negara anggota WTO lain dengan bebera
pa pengecualian;

6) Asas exhaustion

Asas hukum ini mengenai penyelesaian sengketa HKI di
forum WTO, yang menyediakan prosedur penyelesaian
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sengketanya secara terpadu yang akan ditangani oleh sn

7) 4srfs teritorialitas

Asas hukum ini menentukan tirik tolak pelaksanaan sisJ
„. HKJ bernaung dalam kedaulatan dan yurisdiksi masinT *

«ng negara. HKJ diberikan oleh negara atau udTSl-=tidak oleh nonnegara atau «embaga yanf^
8) /Uas <*//„> teknologi

Asas hukum ini menjadikan alih teknologi sebagai persoal, I
SSTSa".? btgi kertingan n^a ssaUengan HKI diharapkan akan terjadi alih teknologi Agan tu,uan: (a) pengembangan ino'vasi £S£%£Z
penyemaian teknologi untuk (c) kepentingan befsama ant!
onT fr r peTguna tekno,ogi- Se"a dal- 523kondus.f bag, kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga (S

seimbangan antara hak dan kewajiban."

Ruang iingkup HKI yang diatur dalam TRIP* ,j ,secara khusus dan konkrit Mengenai p^™^^

WTO, termasuk^^^^^3^^
berapa sistem perlindungan yang diberikan oleh TR ip !
Pasal 27 ayat (3) huruf bTWft Lagli benkut: '^ **"

SUp|

52 /_./<£, him. 206-207.
53 Pengaturan HKI dalam Persetuiiian trip, i

yang Berkaitan dengan HaTc pta mu Trf^ (1) Hak aP" dan Hak
(4) Desain Industri;S_W7»__i2 ^- ^"T65 (3) Mkasi G^afis;
^ Dagang; (8) Control fAm Cn ^ Sirkuit TcrPadu: ^ ^a-
dan ^Enforcement Dliferat"SdSTl v'V" ^"^^ ^Perindustrian R.I., 2007"STil \ T ^ MenCngah ^"emedang-Undang ^^^^£^,52^ «*» *«<P« U»P.I., Jakarta, him. 3. ™measi IR\\ S, Departemen Perindustrian

"Member's may also exclude from patentability:
(a) Diagnostic, therapeutic and surgical methods for the

treatment ofhumansor animals;
(b) Plants and animals other than micro-organismes, and

essentially biological process for the production of
plants or animals other than non-biological and micro
biological processes. However, members shall provide
for the protection ofplant varieties by patents or by
an effective sui generis system or by any combination
thereof.

Menurut Pasal 27 ayat (3) Persetujuan TRIPs, negara-negara ang-
jp WTO juga dapat dapat memuat ketentuan hukum yang mengec-
likan penemuan dari patentabilitas, yaitu:

(a) Diagnostik, therapeutik, dan metode pembedahan untuk
penanganan/pengobatan manusia atau hewan;

(b) Tanaman dan hewan selain selain mikroorganisme dan pros
es-proses esensiai biologis untuk produksi tanaman atau he
wan selain nonbiologis dan proses mikrobiologis.

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) Persetujuan TRIPs mewajibkan
jara-negara anggota WTO harus menyediakan perlindungan ter-

gap varietas tanaman baik menggunakan paten atau menggunakan
tern sui generis yang efektif atau memakai kombinasi dari kedua-

tra.

Persetujuan TRIPs memberikan kebebasan kepada setiap negara
iggota untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk men-
apkan ketentuan yang tercantum dalam persetujuan TRIPs ke dalam
tern hukum dan praktik hukumnya. Hal ini sesuai dengan prinsip
; to determine yang terdapat dalam persetujuan TRIPs. Setiap neg-

ra anggota wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan den-
berbagai konvensi intemasional di bidang HKI yang merupakan

Jrinsip Intellectual Property Convention.5*

PS4 Nina Nuraini, Op. Cit., him. 100.
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Persetujuan TRIPs memang tidak mencantumkan secara khu
mengenai varietas tanaman, namun setiap negara anggota bebas urn
menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk mengimpleme„
sikan ketentuan varietas tanaman yang terdapat dalam Persetu,
TRIPs, dan ketentuan tersebut disesuaikan dengan berbagai kon
mternasional di bidang HKI.55

Konvensi intemasional di bidang HKI yang khusus mengai
tentang perhndungan varietas tanaman yang telah disepakati 0|
negara-negara d, dunia ialah The International Convention for
Protection ofNew Varieties ofPlants (Konvensi Intemasional tentar
Perhndungan Varietas Baru Tanaman), yang dikenal dengan UP0
(Vmon Internationale pour la Protection des Obtentions Vegeu
Umted Hation, Convention on Biological Diversity (Konvensi Persi
nkatan Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman hayati), dan Card
gena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversi
(Protokol Cartagena tentang Keanekaragaman Hayati atas Konve '
Keanekaragaman Hayati).

UPOV Convention merupakan konvensi intemasional ya
mengatur secara khusus tentang perlindungan varietas tanaman
bagai HKI, sedangkan CBD dan Cartegena Protocol tidak menganii
secara khusus tentang perlindungan varietas tanaman sebagai Hid
melainkan mengatur upaya pengamanan lingkungan hidup dari varj
tas tanaman produk rekayasa genetika. UPOV Convention diharuskaif
oleh Persetujuan TRIPs untuk dijadikan sumber hukum intemasional
bagi pengaturan hukum perlindungan varietas tanaman sebagai HKI
Jadi, selain prinsip-prinsip dalam Persetujuan TRIPs, maka prinsip-
prinsip dan kaedah-kaedah penuntun dalam UPOV Convention harus
terkandung dalam aturan hukum perlindungan varietas tanaman yang
dibentuk dan diberlakukan di masing-masing negara anggota WTO
imrJe,ian,Utnya' PrinsiP"PrinsiP dan kaedah-kaedah penuntun dalam
UI OV Convention diuraikan khusus pada Sub Bab 6. B.2. di bawah
mi.

55 Ibid.

:;a__p Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia

The International Convention for the Protection of New
iVarieties of Plants
The International Coftvention for the Protection of New Vari-
of Plants (Konvensi Intemasional untuk Perlindungan Varietar

[Tanaman), yang disepakati oleh beberapa negara di dunia pada
1961, yang kemudian dikenal dengan UPOV Convention yang

pakan singkatan dari Union Internationale pour la Protection des
tions Vegetale. Dari beberapa UPOV Convention yang ada sete-
berapa kali mengalami perubahan, maka negara-negara anggota
tergabung dalam organisasi UPOV pada umumnya mengadopsi

V Convention versi tahun 1978 dan 1991.56

Perbedaan secara substantif UPOV Convention 1978 menjadi
V Convention 1991 yang banyak diadopsi oleh negera-negara
ota organisasi UPOV dapat dicermati pada matriks berikut ini:

Matriks 2.

Perbedaan Substantif Ketentuan-ketentuan Pokok dalam

UPOV Convention 1978 dan UPOV Convention 1991

Ketentuan-ketentuan

Pokok

flnisi Varietas

Lingkup Varietas yang
)ilindungi

Persyaratan

UPOV Convention

1978 .

Tidak ada

Varietas-varietas yana-
man yang spesiesnya
ditentukan secara na

sional.

Berbeda (distinctness),
seragam, dan stabil.

UPOV Convetiort 1991

Sekelompok tanaman yang
didefinisikan dengan karakter
istik yang diekspresikan dari
bawaan genotipe atau kombinasi
dari genotipe dan dapat dibeda-
kan dari kelompok tanaman lain
nya dari taksonomi botanis yang
sama oleh minimal satu karakter-
istik yang tampak.
Varietas-varietas tanaman dari

semua generasi dan spesies.

Kebaruan {novelty), berbeda (dis-
tinctness, seragam, dan stabil.

56 Krisnani Setyowati, Loc. Cit., dalam Nina Nuraini, Loc. Cit.
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"T&« breeder's right shall not extend to acts concerning any
material of the protected variety covered by the provisions
ofarticle 14(5), which has been sold or otherwise marketed
by the breeder's or with his consent in the territory ofthe
contracting party concerned, or any material derived from
the said material, unless such acts:
(i) Involve further propagation ofthe variety in question or;
(ii) Involve an export of material of the variety, which

enables the propagation ofthe variety, into acountry
which does not perfect varieties ofthe plant gennus or
species to which the variety a longs, except where the
exported material is for final consumption purposes.

Yang dimaksud dengan exhaustion of the breeder's right dalam
Pasal 16 ayat (1) UPOV Convention 1991 adalah hak pemulia tana
man tidak mencakup tindakan-tindakan yang berkaitan dengan mate
rial yang berasal dari varietas tanaman yang dilindungi, atau varietas
tanaman yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 14 ayat (5) UPOV Con
vention 1991 ini yang telah dijual atau sebaliknya dipasarkan oleh pe
mulia atau dengan persetujuannya di wiiayah pihak-pihak yang terkait
dalam perjanjian ini, atau material yang diperoleh dari bahan yang
telah disebutkan, kecuali untuk tindakan-tindakan yang mencakup:
pertama, terkait dengan tindakan propagasi lebih lanjut dari varie
tas tanaman tersebut; atau kedua, terkait dengan ekspor dari mate
rial suatu varietas tanaman, yang memungkinkan untuk dilakukannya
propagasi, ke negara yang tidak memberikan perlindungan terhadap
genus atau spesies varietas tanaman tersebut berasal, kecuali jika ma
terial yang diekspor tersebut untuk tujuan penggunaan akhir.

Yang dimaksud dengan material dalam Pasal 16 ayat (1) UPOV
Convention 1991 tersebut di atas, adalah material yang dimaksud
kan dalam Pasal 15 ayat (2) UPOV Convention 1991, yaitu material
yang terkait dengan suatu varietas tanaman berupa: pertama, bahan
propagasi dalam bentuk apapun; kedua, bahan yang diperoleh dari
hasil panen, termasuk seluruh tanaman dan bagian dari tanaman; dan
ketiga, produk yang dibuat langsung dari bahan yang diperoleh dari
hasil panen.

j'iHBH vo \
Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan hlukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia

;-f;i

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UPOV Convention 1991 pada
arnya membatasi ruang lingkup penguasaan dari hak pemulia tana-

Jan (breeder's rights), yang hak tersebut dianggap berakhir pada saat
ietas tanaman yang dilindungi tersebut dijual kepada pihak lain,
agai contoh: saat benih jagung yang dilindungi hak perlindungan
ietas tanaman telah dijual kepada petani, maka hasil akhir yang

rupa jagung, seperti tepung maizena, bahan pakan ayam dan jag-
;, dan sebagainya, sepenuhnya menjadi milik dari petani tersebut.

nulia tanaman (breeder) tidak dapat menuntut keuntungan yang
iperoleh dari hasil penjualan jagung atau produk-produk yang ber-

an dasar jagung tersebut. Hal ini berlaku sepanjang produk yang
iperdagangkan tersebut bukan merupakan bahan yang memungkin-
n untuk dilakukannya propagasi lebih lanjut dari varietas tanaman

„ng dilindungi.59
Berdasarkan UPOV Convention 1991, hak untuk menanam

embali hasil panen yang berasal dari varietas yang dilindungi tidak
atur secara tegas, namun demikian diserahkan kepada masing-masing
dang-undang nasional negara yang bersangkutan. Melalui contoh

hi, pemerintah berharap dapat melanjutkan harapan kepentingan pe-
ulia tanaman seluas mungkin. Hal ini justru berbeda dengan UPOV
onvention 1978 yang justru mengamankan hak bagi petani untuk
enanam kembali dan melakukan pertukaran benih dan varietas tana-
a yang dilindungi. Selain itu, berdasarkan UPOV Convention 1978

pemerintah dapat menentukan kelompok spesies tanaman yang akan
Idilindungi.60

Beberapa pemulia yakin bahwa fleksibilitas dalam UPOV Con
vention 1978 justru akan merugikan pemuliaan tanaman secara ko
mersial sendiri. Hal ini mendorong kepentingan pemulia tanaman un
tuk melakukan paten sederhana bagi tanaman sebagai pengganti hak
pemulia. Para pemulia tanaman telah mencatat satu kemajuan di bi
dang peraturan sejak pembentukan UPOV yang secara terus-menerus
memperkuat kepentingan komersial dari pemulia tanaman, dan hal ini

59 Tim Pengkajian Hukum, Op. Cit., him. 42.
60 Nina Nuraini, Op. Cit., him. 49.
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akan melemahkan kepentingan petani. Para pemerhati hak perlin.
ngan varietas tanaman yakin bahwa negara-negara yang mengadrj
UPOV Concention 1978 akan menemukan diri mereka pada s
politik dan kebijaksanaan yang tidak dapat dihindari oleh Up(j_
Convention 1991,dan kemudian terus berjalan, sehingga UPOVti.
dapat dibedakan dari unsur monopoli terbanyak dalam sistem pa
sederhana.61

Sekalipun UPOV Convention 1991 lebih memperkuat kedud
an hakpemulia tanaman/hak perlindungan varietas tanaman dan le
mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan (research and
velopment) bagi pemulia dan industri benih, namun UPOV Conv .
tion 1978 masih menjadi pilihan adopsi beberapa negara. Hal ini di
ebabkan bahwa UPOV Convention 1978 dianggap lebih menawarkanl
fleksibilitas untuk melindungi hak petani. UPOV Convention 197g
memungkinkan diberikannya perlindungan bagi beberapa spesies
penting dan beban administrasinya lebih mudah dan murah.62

Meskipun Indonesia bukan negara anggota UPOV, namun dalara
penyusunan UU No. 29 Tahun2000 banyakmerujuk pada UPOVCon
vention ini, yang dapat dicermati pada bagian Penjelasan Umum yang
menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap varietas tanamaii
pada hakikatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai ke
wajiban intemasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khusus
nya berkaitan dengan Konvensi Intemasional tentang Perlidnungan
Varietas Baru Tanaman, International Convention for the Protection
ofNew Varieties ofPlants.

3. International Convention on Biological Diversity
International Convention on Biological Diversity (Konvensi

Intemasional tentang Keanekaragaman Hayati), yang lazim dising
kat CBD, adalah perjanjian intemasional mengenai keanekaragaman

62

ibid,

ibid.

' ™R
Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas 'Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia

rdengan lingkup global dan komprehensif. CBD ditandatangani
||anggal 5 Juni 1992 selama KTT Bumi di Rio (Konferensi PBB
ig Lingkungan dan Pembangunan). Konvensi ini berlaku efek-

_Ba tanggal 29 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh 174
termasuk Indonesia.63

|£BD memperkenalkan untuk pertama kalinya bahwa konservasi
flkaragaman hayati adalah menyangkut urusan bersama seluruh
Jmanusia dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pembangunan. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip un-
ceadilan dan kesamaan hak di dalam pembagian keuntungan yang
silkan dari penggunaan sumber daya genetik, khususnya penggu-
yang bertujuan untuk komersial.6"1
CBD berupaya untuk mempromosikan konservasi bagi keaneka-
lan hayati, penggunaan berkelanjutan, dan pembagian keuntu-
yang dihasilkan dari penggunaan sumberdaya hayati secara adil

bmerata. CBD juga memberikan perhatian kepada hak dan kepen-
komunikasi dari masyarakat melalui Prior Informed Consent,

mengisyaratkan pembagian keuntungan yang adil dan merata
j penggunaan sumberdaya hayati.65

Indonesia sebagai negara anggota CBD terikat secara hukum
igan kesepakatan yang terdapat di dalamnya. Keanggotaan Indo-
jiadalam CBD ini ditandai dengan diratifikasinya konvensi interna-
lal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang

jpgesahan United Nations on Biological Diversity (Konvensi Perser-
|atan Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati).

Pokok dari CBD ini adalah Pasal 3 yang mengakui bahwa nega-
i-negara memiliki hak yang berdaulat untuk memanfaatkan sumber-

lber biologis dan genetik milik mereka. Ketentuan ini berangkat

3 Tim Pengkajian Hukum, Op. Cit., him. 44.
64 Dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Convention on

Biological Diversity, dalam http:/en.wiki/convention on biologicaldiversiry, di
akses pada 14 Agustus 2013.

'•'•" 65 Tim Pengkajian Hukum, Op. Cit., him. 44-45.
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dari pemikiran mengenai sumber-sumber ini sebagai "commol
"Seofmankmd; yang membolehkan siapa saja yang memang

tamtam knowledge, innovations and practices JZ£\
nous and local communities emodying traditional divenL '
ancI promote the.r wider applications with the approval
and mvolvement ofthe holders ofsuch knowledge, Tola
ton and practices and encourage the eauHable haringofthe befits ar.sing from the utilizations ofsuch knowledgf
innovations and practices".

n.nH I"'31 I HUrUf ' CBD me"ghe"daki negara anggota dari rJOmdnk pada peraturan perundang-undangan naS„l __!menghormati Iindung. ^ memperfahankan p„g tah"J
movasi-movasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokai v1
sTda„eoTm f" 83ya hfdUP berdri tradisi°nal Ses"ai ^ngan konseps. dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati
z:£zi;:sannya rra ,ebih ,uas d»«izato-seb ,t P Pen6«ah^n, inovasi-inovasi dan praktik-ptakJ
ang h^Td" menfr0ng Pembagia" »"» ad« "«S3

masya^kt^dan'' ?° " T 'M* me"gakui k°Mrib-i
tahuan mereka, movasi-movasi dan praktik-praktik dan menegaskan

66 Ibid.

3i7t pe,aSl HUkUm' M°ral' da" Hak Keka^n 'ntelektual
r SinKrT"'" Pe*ndrgrVarietas r— *»» *») terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia

pendudukan asli mengenai pengetahuan yang dimilikinya
§_al ini juga menghendaki adanya pembagian keuntungan yang
if ••..•' r -.-•

Bengetahuan tradisional (tradisional knowledge) masyarakat
llakan konsep kunci yang terdapat dalam Pasal 8 huruf j CBD.

pengetahuan tradisional ini memungkinkan komunitas lokal
ci hak untuk mengakses penggunaan tanah dan sumber daya
sebagai sumber mata pencaharian.68

Jebagai kerangka perjanjian, ketentuan-ketentuan dalam CBD
)ih diwujudkan sebagai tujuan-tujuan dan kebijakan daripada

fjiban. Masing-masing negara dapat menentukan bagaimana yang
fjk dalam mengimplementasikan CBD pada tingkat nasional.
a;.pokoknya, CBD memberikan hak kepada negara berkembang

mengawasi akses terhadap sumber daya genetik sebagai suatu
||untuk memulihkan keseimbangan antara negara-negara berkem-

dengan negara-negara industrialis. Kondisi ini dilakukan dalam
lk perjanjian antara perusahaan atau institusi pemerintah dan
ra berkembang, di mana mereka setuju untuk memberikan pem-

keuntungan yang adil dan memadai kepada negara berkem-
|g tersebut apabila dilakukan dan negara berkembang menyadari

haknya. Menentukan kebijakan dari sistem ini secara logistik
lah mungkin dan dapat menimbulkan lagi masalah daripada me-

;lesaikannya. Negara paling terbelakang tidak memiliki ahli-ahli
Ituk negosiasi kontrak, dan juga pada banyak kasus tidak memiliki

^mampuan untuk memahami nilai dari sumber-sumber alam yang
Ipersoalkan.69

Latar belakang sejarah CBD yang sebenarnya ialah adanya isu
|kng kemudian telah menjadi fakta dengan pemberian paten bagi va-
ietas tanaman adalah masalah "dampak lingkungan". Secara khusus
lampak negatif lingkungan muncul akibat proses paten yang meman
faatkan sumber daya genetik secara berlebihan. Selain itu, dampak

67 Ibid.

68 Nina Nuraini, Op. Cit., him. 71.
69 Ibid., him. 46.
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negatif juga dapat terjadi akibat penggunaan bahan-bahan yang ber
bahaya bagi lingkungan pada proses pembentukan dengan teknik re
kayasa genetika. Tanpa disadari bahwa tindakan itu mengakibatkan
keanekaragaman hayati menjadi terkikis yang pada akhirnya men©.
ganggu konservasi lingkungan."0

Sekalipun teknik rekayasa genetika (Genetically Modified 0r.
ganism/GMO) sangat menunjang teknologi pemuliaan varietas tanam
an konvensional dalam upaya memenangkan peperangan melawan
kelaparan dan kekurangan gizi umat manusia,71 namun disadari pu|a
bahwa rekayasa genetika mempunyai dampak samping yang merugi
kan bagi kesehatan dan lingkungan termasuk bagi keanekaragaman
hayati. Berkaitan dengan dampak negatif tersebut, maka United Na
tions Convention on Biological Diversity (CBD) yang telah diratifikasi
oleh Indonesia dnegan Undang-Undang Keanekaragaman Hayati (UU
KKH), di dalam Pasal 8 dan Pasal 19 yang khusus menyoroti biotek
nologi, menghendaki agar dampak negatif rekayasa genetika bagi
keanekaragaman hayati mampu diatasi dan dikendalikan.72

Inti dari Pasal 8 dan Pasal 19 UU KKH ialah setiap pihak harus
memelihara keamanan penggunaan dan pelepasan GMO terhadap
kesehatan manusia dan kelestarian keanekaragaman hayati. Untuk itu,
perlu dipertimbangkan kebutuhan akan modalitas suatu protokol yang
menentukan prosedur yang sesuai, khususnya prosedur persetujuan
berdasarkan informasi terlebih dahulu dalam pengalihan, penanganan
dan pemanfaatan GMO yang mungkin mempunyai akibat yang meru
gikan bagi konservasi dan pemanfaatan kelanjutan keanekaragaman
hayati.71

70 Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, Op. Cit. him. 33.
71 Achmad Baihaki, "Rekayasa Genetik: Tantangan dan Harapan", Makalah, Dis

ampaikan pada Seminar Nasional Rekayasa Genetik: Tantangan dan Harapan,
Diselenggarakan di Bandung, 22-23 Mei 2001, him. 2.

72 Kasumbogo Untung, "Protokol Kartagena dan Peraturan Perundang-undangan
yang Terkait", Makalah, Disampaikan pada Seminar Nasional Rekayasa Genetik:
Tantangan dan Harapan, Diselenggarakan di Bandung, 22-23 Mei 2001, him.
1.

73 Ibid.

—P
Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan liukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia

Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menyusun Protokol
gena yang mengatur tata cara gerakan lintas batas secara senga-

5;termasuk penanganan dan pemanfaatan GMO dari satu negara ke
itegara Iain oleh seseorang atau suatu badan. Protokol ini menekankan
prinsip kehati-hatian (precautionary approach) dalam pengembangan

Man pemanfaatan GMO. Melalui prinsip ini, pemindahan, penangan-
j___ dan pemanfaatan GMO harus dilaksanakan setelah melalui pene-

yang cukup untuk menilai risikonya (risk assesment) terhadap
ekaragaman hayati dan kesehatan manusia.74
Prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah penuntun dalam CBD dimak-

liidkan sebagai sumber hukum intemasional bagi pembentukan aturan
Hiikum nasional di negara-negara anggota CBD, yang substansinya
mengakui, menghormati dan melindungi keanekaragaman hayati, ter
masuk pengetahuan tradional sebagai warisan dari petani di masa lalu,
bagi generasi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang,
dengan memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
petani dan mendukung kontribusi mereka secara berkelanjutan.

Semangat hukum mengakui, menghormati dan melindungi
pengetahuan tradional dalam proses menghasilkan varietas tanaman
selaras dengan semangat hukum perlindungan varietas tanaman yang
mengakui, menghormati dan melindungi varietas tanaman lokal yang
bersumber dari pengetahuan tradisional yang mengandung HKI.

C. PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN TERHADAP

REKAYASA GENETIKA DALAM UNDANG-UNDANG

NOMOR 29 TAHUN 2000

1. Pengertian Varietas Tanaman dan Perlindungan Varietas
Tanaman

Pengertian varietas tanaman menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 29
Tahun 2000, adalah:

74 Nina Nuraini, Op. Cit., him. 66.
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Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang
ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman,
daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genoti
pe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari
jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu
sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak men
galami perubahan.

Sifat genotipe atau kombinasi genotipe dalam varietas tanaman
lebih ianjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 29
Tahun 2000, yaitu susunan gen yang menghasilkan karakter terten
tu. Penilaian dilakukan baik terhadap satu atau beberapa sifat atau
karakter tanaman yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan varietas
yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas
tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propa
gasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur
jaringan, dan steak.

Pengertian varietas tanaman dalam UU No. 29 Tahun 2000 me
rupakan pengembangan sehingga lebih luas tetapi konkrit daripada
pengertian varietas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12
tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (selanjutnya dising
kat UU No. 12 Tahun 1992), yaitu "varietas adalah bagian dari suatu
jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga,
buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang
sama".

Varietas tanaman dihasilkan melalui pemuliaan tanaman. Adapun
yang dimaksud dengan pemuliaan tanaman menurut Pasal 1 angka 4
UU No. 29 Tahun 2000, adalah "Rangkaian kegiatan penelitian dan
pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk
menghasilkan varietas baru dan mempcrtahankan kemurnian benih
varietas yang dihasilkan". Terkait dengan pemuliaan tanaman ini, UU
No. 12 Tahun 1992 (vide Pasal 9 ayat (1)) memuat penegasan bahwa
tetua adalah organisme yang sebagian sifatnya diturunkan untuk me-
nyusun sifat varietas baru tanaman yang lebih baik dalam kegiatan
pemuliaan tanaman. Varietas tanaman yang dihasilkan dari kegiatan

•Hj^
Relasi Hukum, Moral, clan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Tlukitm Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia
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uliaan tanaman harus baru dan oleh karena itu berbeda dengan
etas tanaman yang lain yang ditandai dengan adanya perbedaan
tuk fisik sampai dengan-perbedaan karekteristik tanaman. Jadi,
etas tanaman adalah produk berupa varietas baru yang lebih baik
unggul dan berbeda dengan varietas tanaman lainnya, yang di-
an dari suatu proses penelitian dan pengembangan yang ilmiah,
arti dilaksanakan secara sistematis, metodis, rasional-berbudi,

ektif dan kritis, tanpa mengubah kemurnian benih varietas yang
silkan dan mempertahankan kemurnian varietas yang telah ada.
Pemuliaan tanaman yang dilakukan tidak hanya diarahkan un-

menghasilkan varietas tanaman unggul baru, melainkan juga un-
mempertahankan kemurnian varietas yang sudah ada. Pemuliaan

aman yang telah berlangsung sejak lama adalah teknik pemuliaan
nvensional melalui persilangan, teknik mutasi sifat genetik varietas,

seleksi.75

Dalam rangka melakukan kegiatan pemuliaan tanaman, maka
s dipenuhi hal-hal sebagai berikut:
1) adanya keragaman genetik;
2) sistem-sistem logis dalam pemindahan dan fiksasi gen;
3) konsepsi dan tujuan sasaran yang jelas;
4) mekanisme penyebarluasan hasilnya kepada masyarakat.76

I Setelah memperoleh keanekaragaman genetik melalui proses
perkawinan tanaman, maka dibuatlah suatu tindakan isolasi atau pemi-
sahan antara suatu spesies dan diadakan pengembangan secara terpi-
sah antara genotipe yang terpilih. Pengujian dan penelitian diperlukan
untuk memilih genotipe, yang dilakukan dengan cara melakukan pen-
gukuran fenotipe individu atau kelompok individu sejenis. Penilaian
terhadap ragam genotipe dilaksanakan dengan perkawinan tanaman
untuk memperbanyak. Kemurnian gen diperoleh melalui teknik peng-

75 Ibid., him. 24.

76 Hasan Basri Jumin, 1994, Dasar-dasar Agronomi, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, him. 64
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awan yang ketat untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh H•'
komponen lingkungan sekitar.77 l

Selain melalui pemuliaan tanaman yang dilakukan di da]a
negeri, varietas tanaman dapat pula diperoleh melalui introduksi (n
masukan) varietas dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal»
UU No. 12 Tahun 1992. Varietas tanaman yang dihasilkan melalu-
pemuliaan tanaman yang dilakukan di dalam negeri, berarti bahw
proses penelitian dan pengembangannya dilaksanakan oleh penelitj.
peneliti warga negara Indonesia yang bahannya (varietas yang ditelit
dan dikembangkan) dan iokusnya (tempat dilakukannya penelitian
dan pengembangan) di dalam wiiayah Indonesia, sedangkan varietas
tanaman yang dihasilkan melalui pemuliaan tanaman yang dilakukan
»t: Ui.-tr iKvxri, \ktatu proses penelitian dan pengembangannya dilak
sanakan oleh peneliti-peneliti warga negara asing yang bahannya (va
rietas yang diteliti dan dikembangkan) dan Iokusnya (tempat dilaku
kannya penelitian dan pengembangan) di luar wiiayah Indonesia.

Pemuliaan tanaman merupakan suatu metoda yang secara
sistematik merakit keragaman genetik menjadi suatu bentuk yang
bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tujuan utama dari pemuiiaan
tanaman adalah untuk mendapatkan varietas yang lebih baik, yang
baru dapat tercapai jika varietas yang dihasilkan oleh pemulia tana
man itu betul-betul dapat digunakan oleh petani dengan menguntung-
kan. Oleh karena itu, pengembangan varietas tanaman tidak hanya
menjadi tanggung jawab pemulia tanaman, akan tetapi industri benih
di Indonesia harus dikembangkan menjadi lembaga penghasil varietas
unggul baru. Jadi, subjek dalam pemuliaan tanaman adalah pemu
lia, yaitu orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman (vide Pasal 1
angka 5 UU No. 29 Tahun 2000), sedangkan objek dalam pemuliaan
tanaman adalah varietas tanaman.78

Tujuan utama pemuliaan tanaman adalah untuk mendapatkan
varietas tanaman yang lebih baik dengan cara memperbaiki sifat-sifat
tanaman, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, walaupun tidak

77 Ibid.

78 Nina Nuraini, Op. Cit., him. 32.
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Sdipungkiri bahwa yang merupakan tujuan akhir dari pemuliaan
an tersebut ialah ekonomi (keuntungan materil), karena dengan
igkatnya nilai dan jumlah hasil pertanian yang akan diperoleh,
keuntungan yang lebih besar juga dapat diperoleh. Tujuan dari

jgiaan tanaman dapat tercapai jika varietas tanaman baru yang
Ikan oleh pihak pemulia tanaman besar-besar dapat digunakan
petani.79
BCegiatan pemuliaan tanaman dalam bidang pertanian mempu-
pjuan yang konkritnya, sebagai berikut:
Ha. perbaikan daya hasil dan stabilitas hasil pada tanaman bahan

pangan;

perbaikan daya hasil yang lebih menarik pada tanaman
buah-buahan;
penemuan bahan pangan baru (diversifikasi menu);
peningkatan protein melalui peningkatan komposisi hasil;
peningkatan gizi melalui eksploitasi ragam genetik;
peningkatan hasil pertanian yang mempunyai kandungan
energi tinggi;

perbaikan terhadap kandungan racun;
ketahanan terhadap penyakit dan hama di lapangan dan
tempat penyimpanan.80

' Varietas tanaman-yang dihasilkan oleh pemulia tanaman dengan
Cara melakukan pemuliaan tanaman menimbulkan hak bagi pemulia
tanaman tersebut untuk memperoleh perlindungan hukum atas keka
yaan intelektualitasnya. Jadi, hak pemulia tanaman atas varietas tana
man tersebut merupakan objek perlindungan (objek yang dilindungi)
IB No. 29 Tahun 2000, yang kemudian disebut dengan perlindungan
Vatietas tanaman.

Menurut Pasal 1angka 1UU No. 29 Tahun 2000, perlindungan
varietas tanaman adalah:

79 Hasan Basri Jumin, Op. Cit., him. 65.
80 Ibid.
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Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang _a|;
hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya d'
lakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, ter
hadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tana
man metakui kegiatan pemuliaan tanaman.

Yang dimaksud dengan Kantor Perlindungan Varietas Ta
menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 29 Tahun 2000, adalah unit
isasi di lingkungan departeman yang melakukan tugas dan kewc
gan di bidang perlindungan varietas tanaman. Adapun yang dimaks
dengean "departemcn" ialah Departemen Pertanian Republik Indo *
vi.i (sekarang istilah departemen diganti dengan istilah kementeri
ichingga disebut Kementerian Pertanian Republik Indonesia).

Perlindungan varietas tanaman yang diberikan oleh negara (ya
dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah c.q. Kementerian Pertani
Republik Indonesia dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pe
indungan Varietas Tanaman) berdasarkan hukum (vide UU No. 2

Tahun 2009) merefleksikan penghargaan, perbaikan dan insentif dai
negara kepada setiap pemulia tanaman, karena pada satu telah men
hasilkan varietas tanaman menggunakan kemampuan berfikir
menalar (intelektualitas) yang bersumber dari kemampuan karsa (da
inovatif yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa) diser
dengan pengorbanan waktu, biaya, tenaga bahkan perasaan, dan pad!
sisi yang lain varietas tanaman yang dihasilkannya bermanfaat ba;
masyarakat.

Perlindungan varietas tanaman didasarkan atas pemikiran bahwi
invensi varietas tanaman merupakan sesuatu yang dihasilkan manusi!
melalui kegiatan rasionalnya, oleh karena itu perlu adanya pengho
matan terhadap hak milik tersebut, dan pengakuan tersebut sebag,
hukum yang seharusnya didapat81 dikenal dalam hukum sipil, diguna

8 1 W. Friedmann, 1990, Teori & Filsafat Hukum, 'Telaah Kritis atas 'Teori-teori Hu
kum, Terjemahan oleh Mohamad Arifin, CV. Rajawali, Jakarta, him. 17.
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bnesia.82 Varietas tanaman adalah hak milik intelektual yang
Merupakan produk olah pikir manusia.83
ktman mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman
ties of plants protection) merupakan perkembangan dari

yang ingin menciptakan hak-hak baru guna menegaskan
erkuat tipeperlindungan untuk ide berupa konsep'hak yang
igertian varietas tanaman yang dilindungi oleh UU No. 29

••000 secara konseptual. mengandung hak atas perlindungan
rvarietas tanaman yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan
ktdan hak atas perlindungan varietas tanaman dimaksud me-
konsep HKI yang baru dalam sistem hukum HKI yang dikem-
dan diberlakukan di Indonesia.

feietas tanaman perlu mendapat perlindungan hukum memadai,
alasan bahwa hak yang diberikan kepada inventor di bidang

fegi varietas tanaman merupakan wujud dari penghargaan dan
llkuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya inova-

jjfjj'vai .Dengan demikian sudah merupakan konsekuensi hukum bagi
P yang telah melakukan kreativitasnya dengan mengerahkan

jjftkemampuan intelektualnya tersebut seharusnya diberikan hak
Bifcif untuk mengeksploitasi hak milik intelektual tersebut seba-

(,.,; imbalan atas jerih payahnya, harus memperoleh kembali apa yang
ttclanKdikeluarkannya tersebut, karena hal tersebut sejalan dengan:
fiertdma, "Reward Theory* yang memahami bahwa penemuan varietas

iman merupakan karya intelektual yang telah dihasilkan seseorang
I .diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya-upaya

kreativitasnya dalam menemukan karya intelektual tersbut; dan ke-
(fita^Recovery Theory" yang memahami bahwa atas usaha dari penemu
yangtelah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak

82- Eddy Damian, 1997, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Intema
sional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku

_serta Perjanjian Penerbitannya, Alumni, Bandung, him. 17.
83: -Nina Nuraini, Op. Cit., him. 84.

Muhamad Jumhana, 1995,Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung,him. 111.
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sedikit jumlahnya, kcpadanya diberikan hak eksklusif untuk mengek
sploitasi I IKI guna meraih kembali apa yang telah dikeluarkan.K<

Perlindungan tersebut akan mendorong kreativitas di bidang nc.
muliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan berbagai penemuan vari
etas unggul bermutu,s" yang mendukung industri perbenihan modem
yang sejalan dengan "Incentive Theory" yang mengairkan pengemban
gan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu varietas
tanaman perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-
kegiatan penelitian yang berguna.s"

Alasan lain adanya perlindungan hukum terhadap varietas tanam
an adalah varietas tanaman merupakan hasil penemuan yang bersifat
rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembang
kan lebih lanjut. Oleh karena itu, penemuan tersebut harus dilindungi
karena sejalan dengan "Risk Theory" yang mengakui bahwa hak milik
intelektual bagi varietas tanaman merupakan hasil dari suatu peneli
tian mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain meniru
penemuan dari orang yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut
atau memperbaikinya, dengan demikian adalah wajar jika memberikan
suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang
mengandung risiko tersebut. Dengan demikian, risiko yang mungkin
timbul dari penyalahgunaan hak yang menimbulkan kerugian secara
ekonomis maupun moral bagi penemu varietas tanaman dapat dihin-
dari jika terdapat landasan hukum yang kuat yang melindungi hak
tersebut.ss

Perlindungan varietas tanaman merupakan hak khusus yang
memang selayaknya harus diberikan kepada pemulia yang telah men
ciptakan dan mengembangkan berbagai varietas baru tanaman yang
berguna bagi kehidupan manusia. Perlindungan HKI di bidang perta
nian ini sudah lama dibutuhkan karena melalui pemuliaan seringkali

85 Nina Nuraini, Op. Cit., him. 85.
86 Rachmadi Usman, 200.?. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Alumni. Band

ung, HIm. 504.
87 Nina Nuraini. I.oc. Git.

88 Ibid., him. 85-86.

,r p.," Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukritn Perlitidnngan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Knntrorersi \! ' ", '-.. ... ( .. .,, ;•',, di Indmiesi.i

didapatkan hasil yang sangat berarti dan tidak adanya perlindungan
akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pemulia.89

Perlindungan HKI berupa perlindungan varietas tanaman akan
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulia untuk menghasil-
Jcan varietas-varietas unggul bermutu yang kompetitif, memanfaatkan
keunggulan komparatif komoditi pertanian nasional, serta menjamin
ketersediaannya di setiap tempat dan waktu.90

Selanjutnya, dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, sejalan
dengan "Public Benefit Theory" bahwa penemu varietas unggul tanam
an patut dihargai dan dilindungi hukum agar dapat didorong terus
pengembangannya, menjadi dasar pertumbuhan industri perbenihan
sebagai alat daya saing bagi pengembangan ekonomi. Tanpa benih
unggul tidak dapat bersaing. Oleh karena itu, industri perbenihan yang
mampu menghasilkan varietas unggul bermutu, mampu memenuhi
preferensi konsumen berbagai komoditi pertanian, memberikan pelu
ang besar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif sumber daya
hayati yang masih tersimpan.91

Sejalan dengan hal tersebut "Economic Growth Stimulus Theory"
mengakui bahwa perlindungan hak milik intelektual merupakan alat
bagi pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya
suatu sistem perlindungan hak milik intelektual yang efektif, sehingga
teori ini sangat relevan dijadikan dasar perlindungan hak milik in
telektual khususnya bagi inventor varietas tanaman dalam menghada
pi era perdagangan bebas dan konsekuensi diratifikasinya kesepakatan
WTO oleh Indonesia menuntut diciptakannya perlindungan hak milik
intelektual yang memadai bagi hak milik intelektual nasional maupun
intemasional. Dengan demikian, perlindungan hak milik intelektual

89

90

91

Gazalba Saleh dan Andriani Krisnawati, Op. Cit., him. 50-51.
Achmad Baihaki, "Upaya Mendorong dan Menciptakan Lingkungan Kondusif
bagi Tumhuhnya Industri Perbenihan", Makalah, Disampaikan pada Seminar
"Peran Pemuliaan dalam Menumbuhkan Industri Perbenihan Memasuki Abad-
21", PERIPI Komda Jabar/Pusat, 16 Juli 1996, Hotel Horison, Bandung, dalam
Ibid., him. 31-32.
Nina Nuraini, I.oc. Cit..
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bagi varietas tanaman tidak hanya sekedar alat bagi pembangunan
ekonomi, namun juga sebagai alat bagi perlindungan ekonomi."'

Perlindungan varietas tanaman makin diperlukan, karena Indo
nesia sebagai negara agraris, yang menghendaki agar sektor pertani-
annya harus maju, efisien dan tangguh, perlu didukung dengan terse-
dianya varietas unggul. Sumber daya plasma nutfah yang merupakan
bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaat
kan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas
unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna
mendorong pertumbuhan industri pembenihan.95

Kemudian, dengan semakin memadainya bentuk perlindungan
bagi varietas tanaman akan semakin meningkat pula gairah industri
perbenihan utamanya swasta untuk menghasilkan varietas unggul
berdaya saing sebagai alat pembangunan ekonomi. Dengan demiki
an, terdapat kontribusi besar dari perlindungan hukum bagi inventor
varietas tanaman dengan peningkatan daya saing agribisnis nasional
sebagai alat daya saing pembangunan ekonomi.91

Pemahaman bahwa perlindungan varietas tanaman adalah I1KI
menghasilkan pemahaman lebih lanjut bahwa perlindungan varietas
tanaman adalah hak kebendaan. Karakter yang khas pada perlindu
ngan varietas tanaman sebagai hak kebendaan sebagaimana HKI lain
nya, ialah:

1) Perlindungan varietas tanaman adalah hak mutlak, artinya
subjek hukum (orang atau badan hukum) yang menjadi
pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman ber
hak menguasai secara langsung dan mempertahankannya
terhadap subjek hukum (orang atau badan hukum) lainnya;

2) Perlindungan varietas tanaman adalah hak yang mengikuti,
artinya hak perlindungan varietas tanaman terus-menerus
mengikuti benda immaterilnya di manapun atau ke manapun

92 Ibid.

93 O.K. Saidin, Op. Git., him. 1".
94 Nina Nuraini, Op. (.'//..him. 87.
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juga benda immateril itu berada atau dalam penguasaan
siapun subjek hukum (orang atau badan hukum),;

3) Perlindungan varietas tanaman dapat dijadikan objek per
janjian jaminan kebendaan (dalam hal ini jaminan fidusia)
oleh pemilik/pemegang haknya dalam perjanjian kredit,
yang memberikan hak yang didahulukan preference) bagi
kreditornya untuk menjual dengan kekuasaan sendiri jika
pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman se
laku debitor wanprestasi;

4) Perlindungan varietas tanaman memberikan hak gugat ke
bendaan, artinya pemilik/pemegang hak perlindungan vari
etas tanaman mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke
pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri) dalam rangka
mempertahankan hak perlindungan varietas tanaman terse
but dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam
pemanfaatan nilai ekonomi varietas tanamannya oleh subjek
hukum (orang atau badan hukum) lainnya;

6) Perlindungan varietas tanaman dapat beralih atau dialihkan
secara sepenuhnya dengan alas hak milik dengan cara, antara
lain: jual-beli, hibah, atau tukar menukar, dll.

2. Persyaratan dan Batasan Varietas Tanaman yang
Mendapat Perlindungan Varietas Tanaman
Varietas tanaman, meskipun dihasilkan oleh pemulia tanaman

melalui kegiatan pemuliaan tanaman, tetapi tidak serta merta mem
peroleh perlindungan hukum berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000.
Agar suatu varietas tanaman memperoleh perlindungan hukum, maka
varietas tanaman tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan dalam UU No. 29 Tahun 2000, mulai dari Pasal 2 ayat (1)
sampai dengan ayat (6) UU No. 29 Tahun 2000.

Suatu varietas tanaman dapat memperoleh perlindungan hukum
menurut Pasal 2 ayat (1) No. 29 Tahun 2000 ialah meliputi varietas
dari jenis atau spesies tanaman yang memenuhi persyaratan, yaitu
baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
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Suatu varietas tanaman dianggap"baru", menurut Pasal 2 ayat (2)
UU No. 29 Tahun 2000, jika pada saat penerimaan permohonan hak
perlindungan varietas tanaman, bahan perbanyakan atau hasil panen
dari varietas tanaman tersebut belum pernah diperdagangkan di In
donesia, atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun
atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun
untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Unsur "baru" dalam suatu varietas tanaman ditentukan berdasar
kan tiga kriteria dasar yang bersifat kumulatif, bukan alternatif, se
hingga keseluruhan kriteria dasar tersebut harus diperhatikan. Krite
ria dasar yang pertama untuk menentukan adanya unsur "baru" dalam
suatu varietas tanaman, ialah "adanya perkembangan yang tampak
nyata ada pada varietas tanaman", yaitu adanya bahan perbanyakan
dari varietas tanaman, atau adanya hasil panen dari varietas tanaman.
Ini berarti bahwa varietas tanaman yang belum mempunyai bahan
perbanyakan, atau varietas tanaman yang belum menghasilkan panen
belum dapat mengandung unsur kebaruan. Selajutnya, kriteria dasar
yang kedua untuk menentukan adanya unsur "baru" dalam suatu vari
etas tanaman, ialah "eksistensi varietas tanaman sebagai objek perda
gangan yang memperhatikan dimensi waktu perdagangannya", yang
dapat meliputi: pertama, varietas tanaman, meskipun sebagai objek
perdagangan, tetapi belum pernah diperdagangkan di Indonesia; ked
ua, varietas tanaman yang sudah diperdagangkan di Indonesia, tetapi
tidak lebih dari setahun; dan ketiga, varietas tanaman telah diper
dagangkan di luar negeri, tetapi tidak lebih dari empat tahun untuk
tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Perbe

daan pengaturan waktu perdagangan untuk jenis tanaman semusim
dan tanaman tahunan tersebut, karena kedua jenis varitas tanaman
tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Ini berarti bahwa bahan
perbanyakan atau hasil panen dari suatu varietas tanaman belum me
ngandung unsur baru, jika: (1) belum diperdagangkan di Indonesia;
(2) sudah diperdagangkan di Indonesia, tetapi telah lebih dari seta
hun; dan (3) telah diperdagangkan di luar negeri, tetapi telah lebih
dari empat tahun untuk tanaman semusim dan telah lebih dari enam
tahun untuk tanaman tahunan. Adapun kriteria dasar yang ketiga tin-
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njk menentukan adanya unsur "baru" dalam suatu varietas tanaman,
ialah waktu penerimaan permohonan, sehingga penggunaan kriteria
dasar yang pertama dan kedua harus ditentukan dengan memperhati
kan waktu penerimaan permohonan perlindungan varietas tanaman,
yaitu pada tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi
persyaratan administratif.

Unsur pembeda menjadi sangat penting untuk perlindungan ini
yang dianggap sebagai sesuatu yang unik yang telah ditemukan oleh
pemulia tanaman melalui prosedur penelitian, pengujian dan lain se-
bagainya.95

Suatu varietas dianggap "unik", menurut Pasal 2 ayat (3) UU
No. 29 Tahun 2000, jika varietas tersebut dapat dibedakan secara
jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara
umum pada saat penerimaan permohonan hak perlindungan varietas
tanaman.

Kriteria "keberadaannya sudah diketahui secara umum", berarti
bahwa suatu varietas tanaman yang unik karena mengandung per
bedaan yang tampak jelas dengan varietas tanaman lainnya tersebut
diketahui tidak saja oleh pemulia tanaman atau petani, tetapi juga
warga masyarakat umum yang bukan merupakan pemulia tanaman
atau petani. Keunikan berupa adanya perbedaan yang tampak jelas
terkandung dalam suatu varietas tanaman dibandingkan dengan vari
etas tanaman lainnya tersebut diketahui secara umum saatpenerimaan
permohonan hak perlindungan varietas tanaman, yaitu pada tanggal
penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan adminis
tratif.

Berikutnya, suatu varietas dianggap "seragam", menurut Pasal 2
ayat (4) UU No. 29 Tahun 2000, jika sifat-sifat utama atau penting
pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai
akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

Keseragaman yang terkandung dalam suatu varietas tanaman
mengarah kepada adanya sifat-sifat utama atau penting (sifat-sifat
yang timbul atau tampak secara kuat dan dominan mempengaruhi va-

95 O.K. Saidin, Op. Git., him. 425.
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rietas tanaman). Jika kemudian terdapat variasi atau ketidakseragam-
an yang terkandung dalam suatu varietas tanaman, maka variasi atau
ketidakseragaman itu tidak menghilangkan sifat-sifat utama atau pen
ting dalam suatu varietas tanaman, sehingga tidak pula menghilang
kan keseragaman dalam varietas tanaman tersebut.

Kemudian, suatu varietas dianggap "stabil", menurut Pasal 2
ayat (5) UU No. 29 Tahun 2000, jika sifat-sifatnya tidak mengalami
perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperba
nyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan
pada setiap akhir siklus tersebut. Yang dimaksud dengan siklus per
banyakan khusus dalam hal ini, menurut Penjelasan atas Pasal 2 ayat
(5)) UU No. 29 Tahun 2000, ialah siklus perbanyakan untuk varietas
tanaman hibrida atau pola perbanyakan melalui kultur jaringan dan
stek dari daun/batang.

Dalam pertanian, "varietas hibrida"adalah kultivar yang merupa
kan keturunan langsung (generasi Fl) dari persilangan antara dua atau
lebih populasi suatu spesies yang berbeda latar belakang genetiknya
(disebut populasi pemuliaan atau populasi penangkaran). Syarat po
pulasi pemuliaan untuk dapat dipakai sebagai tetua dalam varietas
hibrida adalah homogen dalam penampilan (fenotipe) namun tidak
perlu homozigot. Persilangan untuk penciptaan varietas hibrida da
pat terjadi pada pemuliaan tanaman maupun hewan. Varietas hibrida
dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik
dari tetua-tetua yang dipakai. Keturunan persilangan langsung antara
dua tetua yang berbeda latar belakang genetiknya dapat menunjuk
kan penampilan fisik yang lebih kuat dan lebih memiliki potensi hasil
yang melebihi kedua tetuanya. Gejala ini dikenal sebagai heterosis dan
merupakan dasar bagi produksi berbagai kultivar hibrida, seperti jag
ung, padi, kelapa sawit, kakao, dan berbagai jenis tanaman sayuran
seperti tomat, mentimun, dan cabai.96

96 Wikipedia Bahasa Indonesia, Hnsiklopedia Bebas, "Varietas hibrida", dalam
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Varietas_hibrida, diakses pada ](•> September
201 J.
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Kemudian, yang dimaksud dengan "kultur jaringan" adalah kegi
atan membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman baru
yang mempunyai sifat seperti induknya, dengan menggunakan bebera
pa teknik, antara lain, ialah (1) meristem culture, yaitu budidaya jarin
gan dengan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau meristem;
(2) pollen culture/anther culture, yaitu menggunakan eksplan dari pol
len atau benang sari; (3)protoplasculture, yaitu menggunakan eksplan
dari protoplas; (4) chloroplas culture, yaitu menggunakan kloroplas
untuk keperluan fusi protoplas; dan (5) somatic cross, yaitu bilangan
protoplas/fusi protoplas, menyilangkan dua macam protoplas, kemu
dian dibudidayakan hingga menjadi tanaman kecil yang mempunyai
sifat baru. Manfaat dari teknik kultur jaringan, antara lain, adalah (a)
menghasilkan tanaman baru dalam jumlah besar dalam waktu singkat
dengan sifat dan kualitas sama dengan induknya; dan (b) memperta-
hankan keaslian sifat-sifat tanaman.97

Adapun yang dimaksud dengan "stek" pada tanaman ialah satu
di antara beberapa cara perbanyakan tanaman menggunakan teknik
perbanyakan vegetatifdengan cara menanam bagian tanaman tertentu
yang mampu membentuk akar dengan cepat. Bagian tanaman yang bi
asa digunakan untuk perbanyakan dengan cara stek ini adalah batang
atau cabang, akar dan anakan. Contoh tanaman yang biasa diperba
nyak menggunakan teknik stek tanaman adalah ketela pohon.98

Suatu varietas yang dapat diberi perlindungan varietas tanaman
harus "diberi nama", yang selanjutnya menjadi nama varietas yangber-
sangkutan, dengan memperhatikan ketentuan limitatif dalam Pasal 2
ayat (6) UU No. 29 Tahun 2000, yaitu:

a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun
masa perlindungannya telah habis;

b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan ter
hadap sifat-sifat varietas;

97 Anonim, "Teknologi Kultur Jaringan", dalam www.artikelbiologi.com/20I2/08/
teknologi-kultur-jaringan.html, diakses pada 17 Maret 2014.

98 Novik Kurnianri, "Stek Tanaman", dalam www.tanijogonegoro.
com/2013/07/stek/html?m= 1, diakses pada 17 Maret 2014.
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c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak perlindun
gan varietas tanaman dan didaftarkan pada Kantor Perlind
ungan Varietas Tanaman;

d. jika penamaan tidak sesuai dengan ketentuan huruf b, maka
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman berhak menolak pe
namaan tersebut dan meminta penamaan baru;

e. jika nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk va
rietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas
tersebut;

f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai mer

ek dagang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.

Pada prinsipnya pemberian nama varietas, menurut Penjelasan
atas Pasal 2 ayat (6) UU No. 29 Tahun 2000, bertujuan untuk mem
berikan identitas dari karakteristik yang ada pada varietas tersebut
dan akan melekat selama varietas itu ada.

Penggunaan nama varietas tanaman sebagai merek dagang be
rarti merek yang digunakan pada barang (hasil atau produk varietas
tanaman sebagai objek perdagangan) yang diperdagangkan oleh sese
orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Adapun
yang dimaksud dengan merek, menurut Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek adalah "tanda yang berupa gambar, nama,
kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan da
lam kegiatan perdagangan barang atau jasa" (vide Pasal 1 angka (1)).
Selanjutnya, nama varietas tanaman yang digunakan sebagai merek
tersebut adalah nama varietas tanaman yang: (1) tidak boleh berten
tangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mo
ralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; (2) memiliki daya
pembeda; (3) bukan merupakan milik umum; atau (4) tidak merupa
kan keterangan atau berkaitan dengan varietas tanaman (vide Pasal
5). Adapun permohonan penggunaan varietas tanaman sebagai merek
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diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat
Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (vide
Pasal 7 ayat (1), bukan diajukan kepada Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman.

Sebagai contoh dari varietas tanaman yang memenuhi persyarat
an baru, unik, seragam, stabil,dan diberi nama, adalah seorang petani
Indonesia telah mengembangkan buah durian yang tidak berbau
menusuk. Untuk memenuhi syarat baru, pohon durian tersebut harus
belum diperdagangkan sebelumnya. Jika pohon durian tersebut harus
sudah diperdagangkan di Indonesia, perdagangan tersebut tidak boleh
lebih dari 1 tahun. Jika diperdagangkan di luar negeri, perdagangan
tersebut tidak boleh lebih dari 4 tahun (tanaman semusim) dan tidak
boleh lebih dari 6 tahun (tanaman tahunan). Untuk memenuhi syarat
unik, pohon durian tersebut harus dapat dibedakan dengan varietas
durian lain. Semua buah durian yang dihasilkan dari teknik ini tidak
boleh berbau menusuk (seragam) dan pohon tersebut harus dapat
menurunkan pohon durian yang menghasilkan durian yang tidak ber
bau menusuk (stabil). Petani tersebut wajib memberikan nama kepada
pohon tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku untuk itu.99

Varietas tanaman yang baru dikembangkan melalui 2 cara, yaitu
melalui pemuliaan tanaman secara klasik dan melalui bioteknologi,
misalnya melalui proses rekayasa genetika. Varietas tanaman yang di
hasilkan melalui proses rekayasa genetika juga akan menperoleh per
lindungan dengan perlindungan varietas tanaman, akan tetapi proses/
metode untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru akan dilind
ungi dengan hak paten, sepanjang persyaratan dipenuhi. Pemuliaan
tanaman yang menginginkan perlindungan hak penemu varietas ta
naman dan paten sekaligus tidak dapat secara langsung memperoleh
kedua hak tersebut. Pemberian perlindungan dengan paten akan lebih
diutamakan, karena faktor kebaruan (novelty) pada paten lebih sulit
diperoleh jika dibandingkan dengan perlindungan varietas tanaman.
Proses pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman yang

99 Tim Lindsey, dkk. (ed.), Op. Cit., him. 2.32-233.
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memiliki nilai ekonomis tinggi, dapat dilindungi kerahasiaannya d
ngan menggunakan ketentuan rahasia dagang "'"

Hak perlindungan varietas tanaman berbeda dengan hak paten
Hak paten melindungi suatu invensi di bidang industri yang terbentuk
karena tindakan manusia dan karenanya dapat ditehti dan diproduks'
tilang secara identik. Sebaliknya, hak perlindungan varietas tanaman
mengenai suatu produk alam yang lebih sulit untuk dijelaskan dan
seringkali berulang secara tidak sama (identik). Dalam hal ini manusia
hanya dapat mempengaruhi saja.""

Varietas tanaman sebagai produk alamiah yang diintervensi atau
dipengaruhi pertumbuhan atau perkembangannya melalui kegiatan
pemuliaan tanaman oleh pemulia tanaman, pada satu sisi memang
sulit untuk memperoleh unsur keseragaman dan stabilitas dalam vari
etas tanaman yang dihasilkan, namun, pada sisi lainnya, lebih mudah
untuk memperoleh dan menampakkan unsur-unsur kebaruan dan ke-
unikannya, karena varietas tanaman yang seringkali berulang secara
tidak sama.

Adanya perkembangan yang mengakui hak perlindungan va
rietas tanaman memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pe
mulia tanaman. Keuntungan demikian semakin bertambah dengan
diperkenalkannya ketentuan paten yang diperluas cakupannya, yang
memungkinkan adanya hak monopoli atas gen-gen individual bah
kan juga atas sifat-sifat genetis. Hak tersebut memungkinkan adanya
tuntutan ganda (multiple claim) yang tidak hanya meliputi tanaman,
tetapi juga bagian-bagian tanaman dan prosesnya.102

Perlindungan HKI terhadap varietas tanaman (kepemilikan ek
sklusif dari beberapa aspek tanaman) cenderung pada bahan tanaman
yang tidak ada akhirnya. Pemegang hak pemulia tidak dapat menctan-

100 Novia Ujianty Silitonga, 2008, "Perlindungan Hukum terhadap Varieras Tana
man", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

101 Tim Tutor, 2000, "Hak-hak Kekayaan Intelektual", Materi Pelatihan. Disampai
kan pada Proyek Pelatihan Khusus Indonesia-Australia yang Diselenggarakan
oleh Asian Law (..cup pry. Ltd. & The Hawthorn Consulting group, Australia.
him. 12 , dikutip dari Nina Nuraini, Op. Cit.. him. 35.

102 Cita ( itrawinda Priapantja, dalam Ibid.
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harga tertentu dengan bebas, karena kekayaan mereka dapat di-
itikan dengan hal yang sama di satu sisi dan di sisi yang lain pemulia

apat melarang pihak lain untuk mempergunakan (menjual) produk
l^ing mereka lindungi. Dengan demikian, kemampuan HKI tidak

memberikan kekuasaan tanpa batas untuk menyediakan sumber gene-
||k tanaman bagi industri, akan tetapi meskipun demikian adanya HKI

sangat membantu dan diperlukan. Adanya HKI tidak hanya berguna
untuk membedakan, tetapi juga untuk menyebarkan ide dan plasma
nutfah, di mana plasma nutfah merupakan sumber daya yang menjadi
bahan utama dalam proses pemuliaan tanaman. Kedua tindakan terse
but sangat dibutuhkan oleh industri perbenihan dan para pihak lain
yang memberi perhatian bagi kegiatan pemuliaan tanaman.""

Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok
makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat
dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan
jenis unggul atau kultivar baru.104 Plasma nutfah dikuasai oleh negara
dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kul
tivar merupakan sekelompok tumbuhan yang apabila dibudidayakan
untuk memperoleh keturunan akan tetap menurunkan ciri-ciri khas
tumbuhan induknya, seperti bentuk, rasa buah, warna dan ciri khas
lainnya.105

Suatu varietas tanaman yang meskipun telah memenuhi persyara
tan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (6) UU No. 29
Tahun 2000 tersebut di atas, tetapi tidak memperoleh perlindungan
hukumnya, karena selain pemenuhan persyaratan tersebut, Pasal 3 UU
No. 29 Tahun 2000 juga menentukan adanya pembatasan, dalam arti
adanya varietas tanaman yang tidak dapat diberi perlindungan vari
etas tanaman, yaitu varietas tanaman yang penggunaannya bertentan
gan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban
umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian
lingkungan hidup. Menurut Penjelasan atas Pasal 3 UU No. 29 Tahun

103 O.K. Saidin, Op. Cit.. him. 81.
104 Ibid.

105 Cita Citrawinda Priapantja, 2001, Op. Git., him. 47.
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2000 tersebut, yang dimaksud dengan varieras tanaman yang pen
gunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ke
tertiban umum, kesehatan, kesusilaan, dan lingkungan hidup', misal
nya tanaman penghasil tropika, sedangkan melanggar norma agama
misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentang
an dengan norma agama tertentu.

Varietas tanaman yang tidak dapat diberikan perlindungan varie
tas tanaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU No. 29 Tahun
2000 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Varietas Tanaman Bertentangan dengan Peraturan Perun
dang-undangan yang Berlaku
Varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diberikan
perlindungan varietas tanaman. Yang dimaksud "peraturan" ialah
suatu konsep yuridis (legal consept) untuk mengabstraksi pengertian
tentang keseluruhan kaidah (rules;norms) tertulis dan ditetapkan oleh
otoritas yang berwenang, yaitu negara. Untuk membedakan peraturan
yang dibuat oleh negara dengan peraturan yang tidak dibuat oleh
negara, maka dalam bahasa teknis-yuridis di Indonesia ditambahkan
istilah "perundangan" sebagai ajektif, sehingga lengkapnya disebut
peraturan perundang-undangan.106 Definisi peraturan perundang-
undangan menurut Pasal 1angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
"Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara
umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-undangan". Fungsi peraturan perundang-undangan ialah
menetapkan kaidah atau memberikan bentuk formal terhadap kaidah
yang diberlakukan kepada para subjek hukum. Secara teoretis, per
aturan perudang-undangan merupakan instrumen untuk melakukan

06 Titon Slamet Kurnia, 2009, Pengantar Sistem liukum Indonesia. PT. Alumni.
Bandung, him. 49.
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.sitivisasi kaidah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang.'07
jadi, makna bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
|ang berlaku, berarti bertentangan dengan norma-norma hukum
positif tertulis yang mengikat umum yang dibentuk atau ditetapkan
0leh lembaga negara atau pejabat yang berwenang menurut prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya va
rietas tanaman ganja yang dihasilkan dari suatu proses budidaya di

'bidang pertanian adalah kegiatan usaha tertutup atau dilarang oleh
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal sebagai peraturan pelaksanan dari Pasal 12
ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

2) Varietas Tanaman Bertentangan dengan Ketertiban
Umum

Varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan ketertiban
iimum tidak dapat diberikan perlindungan varietas tanaman. Mak
na ketertiban umum adalah suatu keadaan tertib dalam masyarakat,
yang didukung oleh situasi dan kondisi yang teratur dalam hubungan
antarwarga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat lainnya,
yang dapat menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidup
an masyarakat. Keteraturan yang dapat menciptakan ketentraman
dan kedamaian dalam masyarakat tersebut, terjadi karena warga
masyarakatnya mematuhi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaedah-kae
dah sosial yang berlaku bagi mereka. Misalnya, saling menghormati,
saling menghargai, saling membantu atau bekerjasama untuk kebaik
an, dan Iain-lain. Karena ketertiban umum ini penting untuk meme-
lihara kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai, maka
tidak boleh ada ide, sikap dan perilaku dari warga masyarakat yang
melanggar atau merusak ketertiban umum tersebut. Varietas tana
man merupakan hasil karya intelektualitas yang merefleksikan ide,
sikap dan perilaku dari pemulia tanaman sebagai warga masyarakat,

107 J-J-'T Bruggink, 1999, Refleksi tentang Hukum, PT. Citra Aditya Baku, Band
ung, him. 142.
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yang juga tidak boleh melanggar ketertiban umum, misalnya varietj
tanaman yang isinya atau penggunaannya menampakkan unsur-unsj
rasisme yang dapat melukai perasaaan suku, agama, ras, antargolone-
an tertentu dalam masyarakat, yang dapat menimbulkan protes sosial
dan perpecahan sosial yang menampakkan ketidaktertiban umum
sehingga dapat menciptakan ketidaktentraman dan ketidakdamaian
dalam masyarakat. Varietas tanaman yang penggunaannya dapat me
nimbulkan ketidakadilan sosial bagi para petani miskin adalah ber
tentangan dengan ketertiban umum. Elenita C. Dano menjelaskan
adanya dampak potensial dari tanaman transgenik dalam konteks
masyarakat miskin dan perdesaan, yang memperbesar ketidakadilan
pendapatan dan distribusi kekayaan, sehingga menambah kesenjangan
ekonomi, karena input rekayasa genetika itu tidak dapat diakses oleh
masyarakat miskin perdesaan. Industri yang mengembangkan produk
transgenik menutup biaya investasi penelitian dan pengembangan
mereka melalui sistem hak kekayaan intelektual dan skema market
ing, dan dengan keuntungan dari penjualan produk-produk terse
but. Karena segmentasi harga adalah praktik bisnis yang tidak sehat,
benih-benih transgenik biasanya dijual dengan harga standard di suatu'
negara tempat benih-benih tersebut dikomersialisasikan, di mana har
ga yang sama berlaku untuk semua petani apakah ia kaya atau miskin.
Seperti di Filipina, MON 810 (jagung Bt dengan transformasi gen cry
lab dari bakteri tanah Bacillus thurigiensis) milik Monsanto dijual de
ngan harga dua kali lipat dari harga varietas benih jagung hibrida yang
bukan hasil modifikasi genetika. Sedikitnya 60% petani jagung tidak
memiliki lahan yang mereka garap, harga ini sangat mahal. Dengan
kenyataan pasar tersebut, Monsanto menerapkan skema pemasaran
yang utamanya menawarkan produk-produk jagung Bt kepada para
petani kaya dan berpenghasilan menengah yang mampu membayar
lebih tinggi harga benih-benih tersebut sebagai jaminan atas kerusakan
yang ditimbulkan penyakit penggerek jagung. Dengan jaminan klaim
perusahaan, dengan membeli jagung Bt mereka akan mendapat man
faat yang dijanji-janjikan itu, maka pihak yang diuntungkan adalah
para petani yangsanggup membayar harga benih dan mereka yang te
lah berpendapatan relatif tinggi untuk memulai usahanya. Kondisi mi

3S* p
Relasi Hukum, Moral, clan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Ilukum Perhndungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekavasa Genetika di Indonesia

Kgjperkirakan akan memperheli.it persoalan ketidakadilan pendapatan
dan distribusi kekayaan di perdesaan.los

*3) Varietas Tanaman Bertentangan dengan Kesusilaan
Varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan ke

susilaan tidak dapat diberikan perlindungan varietas tanaman. "Kesu
silaan" berarti perihal susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan

Sntun. Kata dasar dari kesusilaan adalah "susila", yang berarti adat
istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, dan keadaban. Adapun

:rbersusila" mempunyai sifatsopan santun, beradab, berakhlak baik.109
Jadi, esensi makna kesusilaan adalah: pertama, kesopanan, yang meru
pakan tujuan hidup antarpribadi, yang terwujud karena adanya kes
erasian dalam pergaulan hidup antarsesama warga masyarakat; dan
kedua, keakhlakan, yang merupakan tujuan hidup pribadi, yang ter
wujud karena adanya keserasian antara diri pribadi warga masyarakat
dengan hati nuratinya yang senantiasa menghendaki kebaikan. Kesusi
laan merefleksikan kebudayaan yang berkeadaban, dalam arti sistem
nilai-nilai, sistem kaedah-kaedah sosial, dan sistem benda-benda fisik
yang senantiasa menampakkan kebaikan, sehingga dianut dan diikuti
oleh warga masyarakat, meskipun kehidupan masyarakatnya menga-

108 Dwi Tika, "Rekayasa Genetika dan Genetika Modified Organism (GMO) da
lam Polemik", dalam http://duniabiologianda.blogspot.com/2012/08/rekayasa-
genetika-dan-genetika-modified.html, diakses pada 7 Agustus 2013. Pendapat
beberapa ahli dan fakta dari berbagai sumber tentang dampak negatif rekayasa
genetika yang dikutip dan dijelaskan oleh Dwi Tika dalam artikelnya tersebut,
antara lain, adalah: 1) Guspri Devi Artanti, "Analisis Faktor-faktor yang Mem
pengaruhi Penerimaan Petani terhadap Produk Rekayasa Genetika", Jurnal Gizi
dan Pangan, Juli 2010, 5(2): 113-120; 2) Anonim, "Ketika Rekayasa Genetika
Menghiasai Peradaban Modern", dalam http://www.netsains.com/2007/ll/ke-
tika-rekayasagenetika%menghiasi%F280%9D-peradaban-modern;3) Anonim,
"Pro Kontra Rekayasa Genetika", dalam mhttp://www.kulinet.com/baca/pro-
kontra-rekayasa-genetika/609; 4) Nurhayati Abbas, "Perkembangan Teknologi
di Bidang Reproduksi pangan dan Obat-obatan serta Hak-hak Konsumen"/Kr-
nal Hukum, No. 3, Vol. 16, Juli 2009, Fakultas Hukum Universitas Hasanud-
din, Makassar, him. 423-438 dan 5) WD. Stansfield, 1991, Genetika, Erlangga,
Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, Ka-
mus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, him. 980.
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No. 36 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa "Setiap orang berkewa-
jiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya" (vide Pasal 9 ayat (1))
Kesehatan menurut Konsiderans Menimbang huruf a UU No. 36 Ta
hun 2009 merupakan hak asasi manusia dan satu di antara beberapa
unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD NRI Ta
hun 1945. Oleh karena itu, suatu varietas tanaman yang penggunaan
nya dapat menimbulkan gangguan atau merusak kesehatan, berarti
penggunaan varietas tanaman tersebut melanggar hak asasi manusia.
Dwi Tika, yang mengutip pendapat beberapa ahli dan berbagai fakta
dari berbagai sumber mengemukakan bahwa sampai saat ini dampak
negatif penggunaan produk rekayasa genetika berupa tanaman pada
manusia, telah ditemukan dalam bentuk alergi. Dalam ujicoba de
ngan menggunakan skin patch test terhadap kacang kedelai transge
nik dari Brazil, hasilnya menunjukkan adanya reaksi alergi. Semua
tanaman yang dimodifikasi secara genetik (yang disebut 'CpG') yang
menstimulasi sistem kekebalan untuk memulai rangkaian reaksi yang
menyebabkan peradangan. Pemberitahuan mengenai elemen genetik
ini mungkin menyebabkan peradangan, arthritis dan lymphoma (pe
nyakit darah yang menular).113

6) Varietas Tanaman yang Bertentangan dengan Kelestarian
Lingkungan Hidup
Varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan

kelestarian lingkungan hidup tidak dapat diberikan perlindungan va
rietas tanaman. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) adalah
"Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam
itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia

3 Dwi Tika. Loc. Git. Perhatikan cacatan kaki nomor IOS.
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•rserta makhluk hidup lain" (vide Pasal 1 angka 1). Selanjutnya, kelesta
rian lingkungan hidup harus dipahami sebagai kelestarian "fungsi" dari

-lingkungan hidup tersebut. Agar dapat diwujudkan kelestarian fung-
f si lingkungan hidup, maka UU No. 32 Tahun 2009 mengharuskan

adanya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu "Rangkaian
IRipaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tam

pung lingkungan hidup" (vide Pasal 1 angka 6). Jadi, ada dua fungsi
^lingkungan hidup, yaitu: pertama, fungsi daya dukung lingkungan
a?hidup; dan kedua, fungsi daya tampung lingkungan hidup. Adapun
1 yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan hidup menurut UU

Mo. 32 Tahun 2009, adalah "Kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan kes
eimbangan alam" (vide Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud
dengan daya tampung lingkungan hidup adalah "Kemampuan lingku
ngan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang
masuk atau dimasukkan ke dalamnya" (vide Pasal 1 angka 8). Contoh
dari varietas tanaman yang dapat mencemarkan bahkan merusak ke
lestarian fungsi lingkungan hidup dapat dipahami berdasarkan pada
penjelasan Mangku Sitepoe, yang menjelaskan adanya gangguan ling
kungan berupa tanaman yang mempergunakan bibit rekayasa gene
tika menghasilkan pestisida. Sesudah dewasa tanaman transgenik yang
tahan hama tanaman menjadi mati dan berguguruan ke tanah. Bakteri
dan jasad renik lainnya yang dijumpai pada tanah tanaman tersebut
mengalami kematian. Kenyataan di lapangan bahwa hasil transgenik
akan mematikan jasad renik dalam tanah, sehingga dalam jangka pan
jang dikhawatirkan akan memberikan gangguan terhadap struktur
dan tekstur tanah. Dikhawatirkan pada areal tanaman transgenik se
sudah bertahun-tahun akan memunculkan gurun pasir. Kenyataan di
lapangan adanya sifat rekayasa genetika yang disebut cross-polination.
Gen tanaman transgenik dapat ber-cross-polinalion dengan tumbuhan
lainnya, sehingga mengakibatkan munculnya tanaman baru yang da
pat resisten terhadap gen yang tahan terhadap hama penyakit. Cross-
polination dapat terjadi pada jarak 600 meter sampai satu kilometer
dari areal tanaman transgenik, sehingga bagi areal tanaman transgenik
yang sempit dan bcrbatasan dengan gulma, maka dikhawatirkan akan
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formasi dengan rekayasa genetika. Varietas turunan esensiai tersebut
dapat diajukan permohonan perlindungan varietas tanaman, untuk
kemudian kepada pemegang hak perlindungan varietas tanaman da
pat menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang lain un
tuk menggunakannya.

Selanjutnya, Penjelasan atas Pasal 6 ayat (5) UU No. 29 Tahun
2009 memuat penjelasan bahwa perkembangan bioteknologi modern
seperti rekayasa genetika akan mampu dilakukan kegiatan pemuliaan
untuk merakit varietas baru dengan pemindahan gen yang memiliki
ekspresi sifat spesifik dengan ketepatan yang tinggi. Melalui rekayasa
genetika dapat diperoleh varietas baru yang memiliki sifat-sifat dasar
yang masih seperti varietas asal, kecuali satu atau dua sifat tertentu
yang berbeda, umumnya meningkatkan sifat keunggulan. varietas
baru ini dapat memperoleh hak perlindungan varietas tanaman, tetapi
harus mendapatkan persetujuan dari pemilik varietas asal yang digu
nakan. Hal ini bertujuan agar pemegang hak perlindungan varietas
tanaman atau pemilik nama varietas asal tetap masih perlu mendapat
perlindungan dan hak ekonomi dari penggunaan perlindungan vari
etas turunan esensiai.

Varietas transgenik merupakan varietas yang dihasilkan melalui
teknik rekayasa genetika. Teknologi rekayasa genetika memungkinkan
untuk mengisolasi DNA dari berbagai organisme dan menggabung-
kannya ke dalam suatu organisme yang lain, sehingga menghasilkan
organisme dengan sifatyang berbeda. Teknik ini jugaditerapkandalam
usaha menciptakan tanaman dengan sifat-sifat unggul, sehingga dapat
meningkatkan hasil produksi pertanian pada umumnya. Rekombinan
DNA dianggap sebagai bentuk baru dari alam atau penemuan baru,
sehingga pada perkembangannya kemudian tanaman transgenik dapat
memperoleh perlindungan hukum."6

Varietas transgenik yang merupakan varietas tanaman yang di
hasilkan dari teknologi rekayasa genetika mendapat pengakuan dan
perlindungan hukum menurut Pasal 11ayat (4) UU No. 29 Tahun 2000
yang memuat penegasan bahwa setiap orang atau badan hukum seba-

I 16 Gazalba Saleh dan Andriani K, Loc. Cit.

566
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Mfeai pemulia tanaman yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman
Rjengan menggunakan atau menerapkan teknologi rekayasa genetika

yang kemudian menghasilkan varietas trangenik dapat mengajukan
permohonan hak perlindungan varietas tanaman, yang deskripsinya
harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas

,'yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan,
:jsistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan
senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia
serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan, dengan di-
-sertai pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari

^finstansi yang berwenang.
Selanjutnya, menurut Penjelasan atas Pasal 11 ayat (4) UU No. 29

Tahun 2000, yang dimaksud varietas transgenik adalah varietas yang
dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Yang dimaksud dengan
.varietas transgenik yang "aman" di sini adalah tidak membahayakan
bagi lingkungan, termasuk sumber daya hayati, dan bagi kesehatan
manusia. Mengingat varietas transgenik dalam proses pembuatannya
mungkin menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam
bentuk asalnya memiliki risiko berbahaya bagi lingkungan, termasuk
sumberdaya hayati, dan kesehatan manusia, maka varietas transgenik
perlu dikaji terlebih dahulu potensi bahayanya oleh instansi yang ber
wenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil peme
riksaan tersebut perlu disertakan pada berkas permohonan hak per
lindungan varietas tanaman untuk suatu varietas transgenik.

UU No. 29 Tahun 2000 memuat dasar dogmatis bagi pengakuan
dan perlindungan hukum terhadap rekayasa genetika dengan sistem
sui generis, dalam arti sistem dan objek perlindungan hukumnya
tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang per
lindungan varietas tanaman. Jadi, UU No. 29 Tahun 2000 merupakan
sistem perlindungan hukum terhadap rekayasa genetika, yang objek
perlindungan hukumnya dikhususkan pada varietas tanaman.

Sistem sui generis memberikan kebebasan kepada Negara yang
bersangkutan untuk menentukan lingkup dan isi dari perlindungan-
nya. Munculnya sistem sui generis bagi varietas tanaman karena tidak
tercakupnya kepentingan satu di antara beberapa pihak dalam sistem

Bab 6 m
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9

hak kekayaan intelektual yang ada, misalnya karena adanya keridak-
sesuaian terhadap konsep kepemilikan produk yang berupa makhluk
hidup."

Biasanya sistem suigeneris mengakomodasikan konsep fanner's
privilege yang tidak didapatkan dalam sistem paten. Farmer's privilige
memungkinkan untuk menyimpan sebagian benih hasil varietas yang
telah dilindungi oleh sistem sui generis tanpa harus membayar royalti
kepada pemilik hak. Dalam sistemsuigeneris ini konsep pemanfaatan
sosial lebih terasa dibandingkan dengan konsep paten. Sistem ini meng
akui adanya hak pemulia tanaman lengkap dengan hak eksklusifnya
dan memberikan manfaat kepada petani tradisional yang merupakan
bagian dari masyarakat yang sering terpinggirkan oleh adanya kon
sep hukum impor seperti hukum paten. Hal ini dikarenakan hukum
impor ini merupakan hukum yang diimpor dari negara-negara maju
yang mempunyai budaya yang berbeda dengan masyarakat Indonesia,
sehingga tidak semua bagian dari masyarakat akan mendapatkan man
faat dari kehadiran hukum tersebut. Di sisi lain, dengan adanya sistem
sui generis Negara anggota diberikan kebebasan untuk menyesuai-
kan konsep hak kekayaan intelektual dengan budaya masing-masing
Negara anggota yang berbeda-beda. Indonesia mengakomodasi TRIPs
Agreement tersebut dengan membentuk UU No. 29 Tahun 2000."8

Adanya berbagai alasan dan adanya berbagai perbedaan ke
pentingan masing-masing negara, menyebabkan tiap negara memiliki
perbedaan pandangan dalam memberikan bentuk rezim hukum bagi
perlindungan varietas tanaman. TRIPs telah menyediakan berbagai
kemungkinan bentuk perlindungan antara lain dengan bentuk kom
binasi antara paten dan sistem suigeneris. Berkaitan dengan hal terse
but, maka akan berlaku ketentuan lex specialis derogat lex generalis,

17 Ibid., him. 37.
18 Zakki Adlhiyati, 2009, "Produk Rekayasa Genetika (GMOIGenetkally Modified

Organism) sebagai Subjek Perlindungan Paten dan Perlindungan Varietas Tana
man", Tesis, Program Magister Ilmu I lukum Universitas Diponegoro, Semarang,
him. 81-82.

H,M
Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
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aitu ketentuan khusus akan menyampingkan ketentuan umum."''
Dalam hal ini, perlindungan sui generis melalui perlindungan varietas
tanaman merupakan lex specialis, sedangkan perlindungan hak paten
merupakan lexgeneralisnya..no

Berdasarkan kombinasi antara sistem paten dan sistem sui gener
is maka negara-negara yang memilihnya menerapkan dua ketentuan
(Jalam memberikan perlindungan bagi varietas tanaman. Dalam hal
tertentu akan berlaku hak paten, sedangkan dalam hal lainnya akan
berlaku hak perlindungan varietas tanaman. Contohnya, Amerika Ser
ikat memberikan perlindungan berupa paten (Plattt Patent Act) bagi
jenis tanaman yang perbanyakannya tidak melalui perkawinan sel re
produksi, sedangkan tanaman yang perbanyakannya melalui perka
winan sel reproduksi akan diberikan perlindungan melalui perlin
dungan bagi varietas tanaman (Plant Variety Protection Act). Adanya
pilihan bentuk perlindungan didasarkan kepada alasan dan kepentin
gan masing-masing negara, misalnya adanya negara yang tidak setuju
terhadap pemberian paten bagi varietas tanaman sebagai makhluk
hidup.121

Indonesia sebenarnya mengacu pada sistem kombinasi perhn
dungan ini, yaitu bagi varietas tanaman akan berlaku UU No. 29 Ta
hun 2000, sedangkan bagi prosespembentukan varietas tanaman yang
bersifat mikrobiologis akan mendapat perlindungan hak paten. Dalam
Penjelasan atas Pasal 7 huruf d butir ii UU No. 14 Tahun 2001 dijelas
kan bahwa proses mikrobiologis ini biasanya bersifat transgenik/re-
kayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi,
fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lain
nya. Dalam pemuliaan tanaman, proses tersebut dikategorikan seba
gai teknik pemuliaan yang modern. Berbeda dengan teknik pemuliaan
konvensional yang biasanya dilakukan melalui proses penyilangan se
cara sederhana.122

119 Gazalba Saleh dan Andriani K, Op. Cit., him. 45, dikutip dari Sudikno Mer-
tokusumo, Loc. Cit., him. 122.

120 Nina Nuraini, Op.Cit., him. 74.
121 Ibid., him. 74-75.
122 Ibid., him. 75.
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4. Kriteria Pemulia Tanaman sebagai Pemilik/Pemegang
Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 5 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000 memuat ketentuan yans,

menegaskan bahwa pemegang hak perlindungan varietas tanaman
adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak perlindungan varietas tanaman tersebut
Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000 memuat keten
tuan bahwa jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja,
maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak per
lindungan varietas tanaman, kecuali diperjanjikan lain antara kedua
pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Kemudian, menurut
Pasal 5 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000, jika suatu varietas dihasilkan
berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi
pemegang hak perlindungan varietas tanaman, kecuali diperjanjikan
lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Menurut Penjelasan atas Pasal 5 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000,
pemulia, dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman, dapat bekerja
sendiri, atau bersama-sama dengan orang lain, atau bekerja dalam
rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau badan
hukum. Sebagai pembuat/perakit varietas, maka pemulia mempunyai
hak yang melekat terhadap hak perlindungan varietas tanaman dari
varietas yang bersangkutan, yang meliputi hak pencantuman nama
dan hak memperoleh imbalan. Pengertian penerima lebih lanjut hak
perlindungan varietas tanaman dari pemegang hak perlindungan va
rietas tanaman sebelumnya, adalah perorangan, atau badan hukum
yang menerima pengalihan dari pemegang hak perlindungan varietas
tanaman terdahulu. Pemegang hak perlindungan varietas tanaman
tidak memiliki hak yang melekat pada pemulia, yaitu pencantuman
nama dan hak memperoleh imbalan.

Semangat hukum UU No. 29 Tahun 2009 tetap memberikan hak
kepada pemulia tanaman untuk tetap dicantumkan namanya dalam
Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, yang dikenal dalam hukum
HKI, termasuk hukum perlindungan varietas tanaman sebagai hak
moral {moral rights) yang terkandung dalam varietas tanaman. Hak
moral adalah perwujudan dan pengakuan dan penghargaan manusia

""}
Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan I lukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Mora! Rekayasa Genetika di Indonesia

terhadap varietas tanaman sebagai hasil karya pemulia tanaman yang
-sifatnya nonekonomi, yang melekat pada pemulia tanamannya dan ti
dak dapat dialihkan kepada siapapun. Hak moral ini adalah hak yang
melindungi keutuhan reputasi pemulia tanaman yang tidak dapat di-
jual-belikan atau dihilangkan oleh klaim perdagangan dan diberikan
secara abadi kepada pemulia tanaman.

Kemudian, pemulia tanaman juga berhak mendapatkan imbalan
yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh
dari varietas tanaman tersebut. Adapun imbalan yang dapat dibayar-
Ican kepada pemulia tanaman yang besarnya ditetapkan oleh pihak-
pihak yang bersangkutan secara alternatif, dengan mengacu pada Pasal
8 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000, yaitu: dalam jumlah tertentu dan
sekaligus, atau persentase, atau gabungan antara jumlah tertentu dan
sekaligus dengan hadiah atau bonus, atau gabungan antara persentase
dan hadiah atau bonus; atau bentuk lain yang disepakati para pihak.
Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan
penetapan besarnya imbalan, maka keputusan untuk itu dapat dimo-
honkan kepada Pengadilan Negeri.

Penting dipahami bahwa hanya pemulia tanaman atau pihak lain
(seseorang, beberapa orang, atau badan hukum) yang menerima lebih
lanjut hak pemulia tanaman yang bersangkutan yang berhak memper
oleh perlindungan varietas tanamannya. Pihak yang menerima lebih
lanjut hak pemulia tanaman atas perlindungan varietas tanamannya
dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam ben
tuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-un
dang, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 29 Tahun 2000.
Dengan demikian, setiap pemegang hak perlindungan varietas tana
man tidak harus pemulia tanamannya sendiri, tetapi juga dapat orang
atau badan hukum lain atau pihak lain yang menerima lebih lanjut
hak perlindungan varietas tanaman dari pemegang hak perlindungan
varietas tanaman sebelumnya, atau berdasarkan hubungan kerja.

Dalam hal varietas tanaman itu ditemukan atas kerja sama, maka
perlindungan varietas tanamannya dimiliki secara kolektif. Hak kolek-
tif itu selain diberikan kepada beberapa orang secara bersama-sama,
juga dapat diberikan kepada badan hukum. UU No. 29 Tahun 2000
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menggunakan dasar pemikiran bahwa yang pertama kali mengajukan
permohonan pelindungan varietas tanaman dianggap sebagai pemu
lia tanaman. Jika terbukti sebaliknya secara sah dan meyakinkan di
kemudian hari, maka status sebagai pemulia tanaman tersebut dapat
berubah sesuai dengan fakta-fakta hukumnya yang terungkap dalam
persidangan di Pengadilan Negeri.

Perjanjian kerja yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) UU No.
29 Tahun 2000 adalah perjanjian perburuhan atau perjanjian ketena-
gakerjaan, yang diadakan oleh majikan/perusahaan sebagai pemberi
kerja dan buruh/pekerja sebagai penerima kerja yang tunduk pada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kemudian, terdapat pemahaman yang terefleksi dari semangat hukum
dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 29 Tahun 200 tersebut, yaitu meskipun
perjanjian kerja tersebut tidak mengharuskan buruh/pekerjanya un
tuk menghasilkan varietas tanaman, tetapi jika buruh/pekerja tersebut
menghasilkan varietas tanaman dengan menggunakan data dan sarana
yang tersedia dalam pekerjaannya, maka majikan/perusahaan sebagai
pihak yang memberikan pekerjaanlah yang berhak memperoleh per
lindungan varietas tanaman.125Perusahaan dalam melakukan kegiatan
usahanya sangat memerlukan jaminan perlindungan hukum terhadap
varietas tanaman yang dihasilkannya melalui aplikasi pendaftaran va
rietas tanaman di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Kegiatan
usaha perusahaan yang menggunakan varietas tanaman sebagai objek
kegiatan usahanya (dalam arti objek perdagangan) seharusnya dilind
ungi oleh hukum HKI agar tidak diganggu atau dilanggar oleh pihak
ketiga tertentu dalam suatu persaingan yang tidak sehat. Oleh karena
itu, perusahaan seharusnya melakukan tindakan yang terbaik melalui
penelitian dan pengembangan varietas tanaman dan aplikasi permo
honan pendaftaran varietas tanaman tersebut.

Penelitian dan pengembangan varietas tanaman berhubungan erat
dengan strategi bisnis perusahaan dalam menguasai pasar persaingan
di bidang usaha pertanian dan perkebunan. Pendaftaran varietas ta
naman yang dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan oleh pe-

\13 Ihid.
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kerja pada perusahaan tersebut penting, tetapi harus memperhatikan
terlcbih dulu varietas-varietas tanaman terdahulu yang mungkin me
miliki kesamaan dengan varietas tanaman yang telah dihasilkan oleh
sumber daya manusia pada perusahaan tersebut, agar terhindar dari
tuduhan dan tuntutan dari pihak ketiga.

Suatu varietas tanaman yang tidak dikehendaki pada awalnya,
tetapi dalam perkembangannya kemudian, buruh/pekerja yang mem
punyai kemampuan intelektualitas atau daya berfikir menalar dapat
menghasilkan varietas tanaman yangdapat dimohonkan perlindungan
varietas tanamannya. Oleh karena itu, tidak adil jika kemudian ma
jikan/perusahaan yang justru mempunyai hak atas varietas tanaman
yang dihasilkan oleh buruh/pekerjanya hanya karena buruh/pekerja
itu menggunakan fasilitas penelitian dan pengembangan dari majikan/
perusahaannya. Padahal, varietas tanaman sebagai HKI adalah hasil
karya cipta, rasa, dan karsa, sehingga seharusnya Pasal 5 ayat (2) UU
No. 29 Tahun 2000 tidak hanya memberikan hak moral dan imbalan
saja kepada buruh/pekerja yang menghasilkan varietas tanaman itu,
tetapi juga hak eksklusif atas varietas tanaman tersebut. Hak eksklusif
dimaksud memberikan hak kepada buruh/pekerja yang menghasilkan
varietas tanaman (yang kemudian didaftarkan dan diperoleh perlin
dungan varietas tanamannya), untuk ikut pula memperoleh manfaat
ekonomi (keuntungan materil) secara proporsional yang disepakati
bersama,yang seharusnya diatur dalam peraturan internal perusahaan
dan diformulasikan dalam perjanjian kerja. Jadi, baik perusahaan
maupun buruh/pekerja sama-sama memperoleh manfaat ekonomi
dari varietas tanamannya secara proporsional. Solusi inilah yang di
sebutdengan "benefit-benefit solution principle" atau "asas sama-sama
memperoleh manfaat secara proporsional" sebagai solusi terbaik bagi
perusahaan dan buruh/pekerjanya dalam pemanfaatan nilai ekonomi
yang terkandung dalam varietas tanaman.

Selanjutnya, suatu varietas tanaman yang dihasilkan berdasar
kan pesanan, berarti bahwa sedari awal telah ada kesepakatan antara
pemulia tanaman selaku pihak yang menerima pesanan dengan pihak
lainnya (orang atau badan hukum) selaku pihak yang memberi pe
sanan, yang ditegaskan dalam suatu perjanjian pemesanan yang sub-
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stansinya, ialah varietas tanaman adalah objek atau barang pesanan
yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman oleh pemulja
tanaman, selanjutnya akan diserahkan oleh pemulia tanaman kepada
pihak lainnya yang memberi pesanan tersebut sesuai dengan waktu
dan mekanisme yang disepakati bersama dalam perjanjian pemesanan
Selanjutnya, pemulia tanaman akan menerima biaya atau harga peme
sanan dari pihak lain yang memesan dan menerima varietas tanaman
tersebut sesuai dengan bentuk, jumlah dan mekanisme yang juga te
lah disepakati dalam perjanjian pemesanan. Ditinjau dari ilmu hukum
perjanjian, perjanjian pemesanan yang objek atau barang pesanannva
adalah varietas tanaman esensinya ialah perjanjian jual beli, yang di
dalamnya terdapat kesepakatan tentang barang (dalam hal ini varietas
tanaman yang harus diserahkan oleh pemulia tanaman selaku penjual
kepada pihak lain selaku pcmbeli berdasarkan pesanan) dan harga ba
rang (dalam hal ini biaya varietas tanaman yang harus diserahkan oleh
pihak lain selaku pembeli kepada pemulia tanaman selaku penjual).
Oleh karena itu, benar bahwa Pasal 5 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000
memuat ketentuan bahwa pihak lain yang memberi pesanan itu men
jadi pemegang hak perlindungan varietas tanaman, kecuali diperjan
jikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
Ini berarti bahwa sebagai penghasil varietas tanaman, pemulia tana
man tetap mempunyai hak moral untuk dicantumkan dalam Sertifikat
Perlindungan Varietas Tanaman, meskipun hak perlindungan varietas
tanamannya dipegang oleh pihak yang memberi pesanan (pihak lain
yang membeli varietas tanaman berikut hak perlindungan varietas
tanamannya berdasarkan pesanan).

5. Sistem Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 11 UU No. 29 Tahun 2000 memuat ketentuan bahwa per

mohonan hak perlindungan varietas tanaman diajukan kepada Kantor
Perlindungan Varietas Tanaman secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Per
tanian R.I.
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Selanjutnya, pengajuan permohonan hak perlindungan varietas
tanaman, menurut Padal 29 UU No. 29 Tahun 2000, juga harus di
sertai dengan pengajuan permohonan pemeriksaan substantif atas
permohonan hak perlindungan varietas tanaman kepada Kantor Per
lindungan Varietas Tanaman secara tertulis selambat-lambatnya satu
hulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar bia
ya pemeriksaan tersebut.

Memperhatikan rumusan normatif dalam Pasal 11 dalam hubu
ngannya dengan Pasal 29 UU No. 29 Tahun 2000 tersebut di atas,
maka dapat dipahami bahwa perlindungan varietas tanaman dalam
UU No. 29 Tahun 2000 menganut sistem pendaftaran konstitutif dan
mengutamakan first to file principles, artinya pihak yang mendaftar
pertama kali, sudah dapat dipastikan akan mendapat perlindungan
hukum.

Secara yuridis, perlindungan varietas tanaman dalam sistem
pendaftaran konstitutif baru timbul karena pendaftaran yang telah
mempunyai kekuatan hukum. Sistem pendaftaran konstitutif ini me
nitikberatkan ada atau tidak adanya perlindungan varietas tanaman
tergantung kepada ada atau tidak adanya pendaftaran varietas tanam
an yang dimohonkan perlindungan hukumnya. Jika varietas tanaman
didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman,
maka keberadaan varietas tanaman tersebut dapat diakui dan dilind
ungi sebagai objek perlindungan varietas tanaman secara de jure dan
defacto berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000.

Sistem pendaftaran konstitutif, sebagaimana dijelaskan oleh Adis
umarto Harsono, menyediakan dua sistem pemeriksaan, yaitu cara
pemeriksaan ditunda (defered examination system) dan sistem peme
riksaan langsung (prompt examination system). Dalam sistem pendaf
taran ditunda, pemeriksaan substantif baru dilakukan setelah dipenuhi
persyaratan administratif. Jadi, pemeriksaan substantif merupakan
pemeriksaan tahap kedua. Sedangkan pada sistem pemeriksaan lang
sung, pemeriksaan administratif (formal) dan pemeriksaan substantif
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langsung dilakukan pada waktu penerimaan permintaan paten.1-1 Mil
No. 29 Iahun 2000 menggunakan sistem pemeriksaan yang ditunda
yang tereermin dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan sub
stantif dilakukan setelah persyaratan administratif.

Selain tahap pemeriksaan administratif, sistem pendaftaran va
rietas tanaman juga mengharuskan dilakukannya tahap pemeriksaan
substantif sebagaimana diatur dalam ketentuan normatif dalam Pasal
29 sampai dengan Pasal 32 UU No. 29 Tahun 2000. Pemeriksaan
substantif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pada
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk menguji suatu varietas
tanaman itu telah memenuhi persyaratan substantif untuk memper
oleh perlindungan varietas tanaman, yaitu ada unsur-unsur baru, unik,
seragam, stabil, dan diberi nama.

6. Proses dan Prosedur Hukum Permohonan Hak

Perlindungan Varietas Tanaman
Perlindungan varietas tanaman diberikan atas dasar permoho

nan berdasarkan ketentuan imperatif dalam Pasal 11 UU No. 29 Ta
hun 2000. Jadi, pendaftaran varietas tanaman merupakan syarat esen
siai untuk memperoleh perlindungan varietas tanaman, sesuai dengan
sistem pendaftaran konstitutif yang berlaku atau dianut dalam UU No.
29 Tahun 2000. Pendaftaran varietas tanaman harus dimulai dengan
tahap pengajuan permohonan, lalu dilanjutkan dengan tahap-tahap
pengumuman, pemeriksaan dan persetujuan atau penolakan terhadap
permohonan pendaftaran varietas tanaman tersebut.

Adapun proses permohonan hak perlindungan varietas tanaman
terdiri dari beberapa prosedur hukum sebagaimana diatur secara nor
matif dalam UU No. 29 Tahun 2000, yang dapat dijelaskan di bawah
ini.

24 Adisumarto I larsono, 1985, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk.
Hak Milik Perindustrian (Industrial Property). Akadenuk.i Pressindo, 1-iLirt.i.
him. >2.
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Pengajuan Permohonan Hak Perlindungan Varietas
Tanaman secara Umum

Proses pengajuan permohonan hak perlindungan varietas tana-
secara umum, mencakup prosedur hukum, sebagai berikut:
1) Permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman diajukan

kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman secara ter
tulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang
besarnya ditetapkan oleh Menteri (vide Pasal 11 ayat (1)).
Ketentuan yang mengharuskan pengajuan permohonan hak
perlindungan varietas tanaman diajukan secara tertulis oleh
pemulia tanaman selaku pemohon atau kuasanya dimaksud
kan untuk mewujukan asas kepastian hukum tentang adanya
pelaksanaan hak, dalam hal ini hak pemulia tanaman untuk
memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas va
rietas tanamannya. Selanjutnya, keharusan pengajuan per
mohonan hak perlindungan varietas tanaman dalam bahasa
Indonesia, karena: pertama, bahasa Indonesia adalah sarana
pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa, simbol
kedaulatan dan kehormatan negara, selain bendera, lam-
bang negara dan lagu kebangsaan;125 kedua, untuk memu-
dahkan pemeriksaan ataupun pemanfaatannya sebagai sum
ber teknologi bagi bangsa Indonesia. Bagi pemulia tanaman
di negara-negara berkembang yang penguasaan bahasa as-
mgnya masih lemah, tentu keharusan menggunakan bahasa
Indonesia dalam permohonan hak perlindungan varietas
tanaman sangat bermanfaat dalam praktik hukumnya;126
dan ketiga, untuk memudahkan penafsiran hukum dan fak-
tanya dalam rangka penyelesaian sengketa hak perlindung
an varietas tanaman baik di dalam pengadilan maupun di

125 Perhatikan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 dan bandingkan dengan ketentuan
Pasal 1ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Ba
hasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan
bahasa Indonesia dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak yang berkewar-
ganegaraan Indonesia.

126 H.O.K. Saidin, Op. Git., him. 245.
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luar pengadilan. Selanjutnya, bagi pemohon hak perlindu-
ngan varietas tanaman dari luar wiiayah Republik Indone
sia baik untuk pertama kali ataupun dengan hak prioritas,
apabila ada beberapa bagian dari dokumen permohonan
yang secara teknis sulit untuk diterjemahkan, maka bagian
ini tidak perlu diterjemahkan (vide Penjelasan atas Pasal 11
ayat (1)). Penjelasan ini mengabaikan kreativitas kerja dalam
pemeriksaaan dokumen permohonan hak perlindungan va
rietas tanaman, karena ada berbagai cara atau metode untuk
menterjemahkan dan memahami isi dokumen permohonan
perlindungan varietas tanaman yang berbahasa asing. Misal
nya, meminta bantuan pakaryang menguasai ilmu pertanian
sekaligus ilmu bahasa asing, atau meminta penjelasan secara
langsung dari pemohon hak perlindungan varietas tanaman
dari luar wiiayah Republik Indonesia tersebut.

2) Sural permohonan hak perlindungan varietas tanaman harus
memuat:

a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
b. nama dan alamat lengkap pemohon;
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia

serta nama ahli waris yang ditunjuk;
d. nama varietas;

e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah,
ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;

f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang
diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. (vide Pasal
11 ayat {!)).

Yang dimaksud dengan ciri-ciri morfologi dalam hurufe terse
but di atas, yaitu antara lain ciri-ciri tanaman yang tampak
jelas berupa bentuk, ukuran, dan warna dari bagian-bagian
tanaman (vide Penjelasan atas Pasal 11ayat (2) huruf e).
Ketentuan ini mengatur tentang surat dan dokumen-doku-
men terkait permohonan hak perlindungan varietas tana
man merupakan syarat formal yang bersifat administratif.
Persyaratan telah terpenuhi apabila surat permohonan hak

Relasi Hukum, Morai, dan Hak Kekayaan intelektual
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perlindungan varietas tanaman telah lengkap disertai pen
jelasan atau deskripsi dan lampiran berupa gambar dan/atau
foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk
memperjelas deskripsinya.

3) Dalam hal permohonan hak perlindungan varietas tanaman
diajukan oleh:
a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus

disertai surat kuasa dengan mencantumkan nama dan
alamat lengkap kuasa yang berhak;

b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. (vide

Pasal 11 ayat (3).
Ketentuan ini mengharuskan pemohon yang memberikan
kuasa kepada orang atau badan hukum untuk mengajukan
permohonan hak perlindungan varietas tanaman supaya
menyertakan surat kuasa dengan mencantumkan nama dan
alamat lengkap kuasa yang berhak. Ini berarti bahwa tanpa
adanya surat kuasa dari pemohon, maka orang atau badan
hukum tidak dapat mengajukan permohonan hak perlindu
ngan varietas tanaman. Selanjutnya, ketentuan ini juga
mengharuskan pengajuan permohonan hak perlindungan
varietas tanaman oleh ahli waris menyertakan dokumen
bukti ahli waris yang sah menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, misalnya akta keterangan hak me-
waris, atau surat penetapan ahli waris, atau surat keterangan
ahli waris.

4) Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus
juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler vari
etas yang bersangkutan dan stabilitasgenetik darisifat yang
diusulkan, sistem reproduksi letuanya, keberadaan kerabat
liarnya, kandungan scnyawa yang dapat mengganggu ling
kungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahan
nya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat
pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia
dari inslansi yang berwenang. (vide Pasal 11 ayat (4). Se
lanjutnya, yang dimaksud dengan varietas transgenik adalah
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varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika
Yang dimaksud dengan aman di sini adalah tidak memba
hayakan lingkungan, termasuk sumberdaya hayati, dan bagi
kesehatan manusia. Mengingat varietas transgenik dalam
proses pembuatannya mungkin menggunakan bahan atau
bagian dari organisme yang dalam bentuk aslinya memiliki
risiko bahaya bagi lingkungan, termasuk sumberdaya haya
ti, dan kesehatan manusia, maka varietas transgenik perlu
dikaji terlebih dahulu potensi bahayanya oleh instansi yang
berwenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat.
Hasil pemeriksaan tersebut perlu disertakan pada berkas per
mohonan hak perlindungan varietas tanaman. (vide Penjela
san atas Pasal 11 ayat (4)). Ketentuan ini merupakan peng
aturan hukum khusus bagi permohonan hak perlindungan
varietas tanaman transgenik yang pada satu sisi mempunyai
manfaat positif, tetapi pada sisi lain juga dapat berdampak
negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia, sehingga
uraian deskripsinya harus memuat penjelasan mengenai
molekuler varietas transgeniknya, stabilitas genetik dari si
fat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan
kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat menggang
gu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusna
hannya apabila terjadi penyimpangan. Keharusan menyerta
kan surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan
manusia dari instansi yang berwenang menurut ketentuan
ini, merupakan upaya preventif untuk memastikan bahwa
varietas tanaman transgenik yang diajukan permohonan
hak perlindungan varietas tanamannya itu aman, dalam arti
penggunaannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi
lingkungan dan kesehatan manusia, yang dapat melanggar
Pasal 3 UU No. 29 Tahun 2000 yang memuat ketentuan
pembatasan, dalam arti adanya varietas tanaman yang tidak
dapat diberikan perlindungan varietas tanaman, yaitu vari
etas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, ke-
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susilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian
lingkungan hidup. Kelemahan normatif dalam ketentuan
Pasal 11 ayat (4) ini ialah tidak memuat pengaturan hukum
khusus sebagai upaya preventif untuk memastikan bahwa
varietas tanaman transgenik yang diajukan permohonan hak
perlindungan verietas tanamannya itu aman dari segi peng
gunaannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan dan kelestarian
lingkungan hidup, sehingga perlu bersandar pada doktrin
hukum HKI.

5) Setiap permohonan hak perlindungan varietas tanaman da
pat diajukan untuk satu varietas. (vide Pasal 12 ayat (1)). Ke
tentuan ini mengandung asas hukum perlindungan varietas
tanaman yang tidakdapat dibagi (asas kebulatan), dalam arti
perlindungan varietas tanaman hanya diberikan terhadap
varietas tanaman yang harus satu kesatuan yang utuh (unity
ofplant variety), sehingga tidak dapat dibagi-bagi.

6) Permohonan hak perlindungan varietas tanaman dapat dia
jukan oleh:
a. pemulia;

b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia
atau yang memesan varietas dari pemulia;

c. ahli waris; atau

d. konsultan perlindungan varietas tanaman. (vide Pasal
12 ayat (2)).

Ketentuan ini membolehkan pengajuan permohona hak
perlindungan varietas tanaman oleh pemulia tanaman, atau
orang atau badan hukum mempekerjakan pemulia tanaman
atau yang memesan varietas tanaman dari pemulia tanaman,
atau ahli waris dari pemulia tanaman yang telah meninggal
dunia, atau konsultan perlindungan varietas tanaman yang
memperoleh kuasa dari pemulia tanaman atau orang atau
badan hukum mempekerjakan pemulia tanaman atau yang
memesan varietas tanaman dari pemulia tanaman. Selanjut
nya, yang dimaksud dengan Konsultan Perlindungan Vari-
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das Tanaman adalah perorangan atau lembaga yang s->-
khttstts memberikan jasa rang berkaitan dengan pengai
permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Tim
pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan lh ,-
pemulia atau pemohon hak perlindungan varietas tanam
yang tidak memahami segi-segi hukum ataupun $egi-$e •
teknis administrasi mengenai perlindungan varietas tanam
an. (vide Penjelasan atas Pasal 12 ayat (2) huruf d). Jadj
pihak-pihak yang dapat menjadi Konsultan Perlindungan
Varietas Tanaman tidak hanya perorangan, melainkan ju»a
lembaga (bukan perorangan). Pengertian lembaga dalam hal
ini adalah badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu
orang dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan
usaha jasa konsultasi hukum di bidang HKI, khususnya per
lindungan varietas tanaman, misalnya persekutuan perdata
yang diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau persekutuan
firma yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

7) Permohonan hak perlindungan varietas tanaman yang dia
jukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau
berkedudukan tetap diwiiayah Indonesia, harus melalui Kon
sultan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia selaku
kuasa. (vide Pasal 12ayat (3)). Selanjutnya, untuk pemohon
hak perlindungan varietas tanaman dari luar wiiayah Re
publik Indonesia, permohonan dilakukan melalui Konsultan
Perlindungan Varietas Tanaman yang ada di Indonesia. Ke
tentuan tersebut berlaku kalau pemohon hak perlindungan
varietas tanaman yang bersangkutan tidak memiliki per
wakilan yang merupakan badan hukum resmi di Indonesia.
Sebab, yang ingin dijangkatt dari ketentuan ini adalah pe
nanganan pengajuan permohonan hak perlindungan varietas
tanaman dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang ini. Selain memberi kemudahan lug:
pemulia, ketentuan ini akan memperlancar penanganannya

382 y Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan liukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia

oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (vide Penjelasan
atas Pasal 12 ayat (3)). Ketentuan ini mengharuskan pemo
hon hak perlindungan varietas tanaman (pemulia tanaman,
atau orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia
atau yang memesan varietas dari pemulia, atau ahli waris,
atau Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman) yang ber
tempat tinggal atau bertempat kedudukan tidak tetap di
negara lain (luar negeri), untuk memberikan surat kuasa ke
pada penerima kuasa (yangdibuat dalam bentuk tertulis dan
ditandatangani oleh para pihak) di Indonesia, yang disertai
dengan surat pernyataan memilih tempat tinggal atau tem
pat kedudukan di Indonesia, untuk kepentingan pengajuan
permohonan hak perlindungan varietas tanaman di Indone
sia, dalam hal ini di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.
Permohonan hak perlindungan varietas tanaman yang tidak
memenuhi ketentuan imperatif tersebut harus ditolak oleh
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

8) Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman harus:
a. terdaftar di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman;
b. menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen per-

mohotian hak perlindungan varietas tanaman, sampai
dengan tanggal diumumkannya permohonan hak per
lindungan varietas tanaman yang bersangkutan. (vide
Pasal 13 ayat (1)).

Ketentuan ini mengharuskan Konsultan Perlindungan Varietas
Tanaman memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permo
honan hak perlindungan varietas tanaman secara profesional. Profesio-
nalitas Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman tersebut didasarkan
atas pemikiran hukum, yaitu pekerjaan Konsultan Perlindungan Vari
etas Tanaman memerlukan pengetahuan, sikap dan keterampilan yanq
khusus agar proses permohonan hak perlindungan varietas tanaman
dan langkah-langkah selanjutnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait serta tidak merugikan pemohon hak perlindungan varietas
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lauaman. (vide Penjelasan atas Pasal 13 ayat (1) huruf a). Selanjutm,
ketentuan ini menegaskan adanya kewajiban bagi Konsultan Perl''
dungan Varietas Tanaman untuk menjaga kerahasiaan varietas tan
man dan seluruh dokumen permohonan hak perlindungan varict'
tanaman, sampai dengan tanggal diumumkannva permohonan hak
perlindungan varietas tanaman yang bersangkutan. Kewajiban Kon
sultan Perlindungan Variatas Tanaman untuk menjaga kerahasiaan
tersebut berlaku pula terhadap pihak yang terkait yang dipekerjakan
oleh konsultan tersebut seperti penterjemah dan Iain-lain. Kewajiban
tersebut berakhir pada saat permohonan hak perlindungan varietas
tanaman mulai diumumkan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tana
man (vide Pasal 13 ayat (1) huruf b). Konsultan Perlindungan Varietas
Tanaman selaku penerima kuasa mengajukan permohonan hak per
lindungan varietas tanaman untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu
pemulia tanaman atau orang atau badan hukum lain yang menerima
hak lebih lanjut dari pemulia tanaman. Selanjutnya, akibat hukum dari
penerimaan kuasa bagi Konsultan HKI tersebut ialah dia terikat secara
yuridis dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan varietas tanam
an dan seluruh dokumen permohonan hak perlindungan varietas tan
aman, terhitung sejak tanggal penerimaan kuasa untuk mengajukan
permohonan hak perlindungan varietas tanaman sampai dengan tang
gal diumumkannya permohonan hak perlindungan varietas tanaman
nya. Kewajiban yuridis bagi Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman
selaku penerima kuasa untuk menjaga kerahasiaan varietas tanaman
dan dokumen-dokumen lainnya berlaku secara ex lege, dalam arti ke
wajiban yuridis itu timbul karena undang-undang, bukan berdasar
kan perjanjian, sehingga tidak diperlukan klausula konfidensial dalam
surat perjanjian pemberian kuasanya. Kemudian, Konsultan Perlin
dungan Varietas Tanaman selaku penerima kuasa harus bertanggung
jawab secara hukum terhadap kerugian yang diderita oleh pemulia
tanaman atau orang atau badan hukum lain yang menerima lebih lan
jut hak dari pemulia tanaman selaku pemberi kuasa, sepanjang keru
gian itu timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang
dilakukan Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman selaku penerima
kuasa, misalnya mengungkapkan atau menginformasikan kerahasiaan
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jkrietas tanaman dan dokumen-dokumen terkait dengan permohonan
JLak perlindungan varietas tanamannya.

J,;. Pengajuan Permohonan Hak Perlindungan Varietas
Tanaman dengan Menggunakan Hak Prioritas
Proses pengajuan permohonan hak perlindungan varietas tana-

Ian dengan menggunakan hak prioritas secara umum, mencakup
fcsedur hukum, sebagai berikut:

1) Permohonan hak perlindungan varietas tanaman dengan
menggunakan hak prioritas harus pula memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak per
lindungan varietas tanaman yang pertama kali di luar
Indonesia;

b. dilengkapi salinan surat permohonan hak perlindungan
varietas tanaman yang pertama kali dan disahkan oleh
yang berwenang di negara dimaksud pada butir a paling
lambat tiga bulan;

c. dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak
perlindungan varietas tanaman yang pertama di luar
negeri;

d. dilengkapi salinan sah penolakan hak perlindungan va
rietas tanaman, bila hak perlindungan varietas tanaman
tersebut pernah ditolak.

Pihak yang berwenang mengesahkan salinan surat permohonan
hak perlindungan varietas tanaman yang pertama kali adalah pejabat
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman suatu Negara di mana permo
honan hak perlindungan varietas tanaman untuk pertama kali diaju
kan (vide Penjelasan atas Pasal 14 ayat (1) huruf b). Yang dimaksud
dengan "hak prioritas" adalah hak yang diberikan kepada perorangan
atau badan hukum yang mengajukan permohonan hak perlindungan
varietas tanaman di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak
perlindungan varietas tanaman untuk varietas tanaman yang sama di
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negara lain, [vide Penjelasan atas Pasal 14 ayat (1). Hak prioritas n
rupakan hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang beras I
dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protectin
olIndustrial Property atau Agreement Establishing the World Trade 0
ganization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerirnaa
di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang ju„,
anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut
dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan ParU
Convention tersebut (Perhatikan Pasal 1 angka 12 UU No. 14 Tahun
). Pemanfaatan varietas tanaman asing tidak dapat dilepaskan dari
Konvensi Paris. Jadi, permohonan hak perlindungan varietas asing
untuk didaftarkan di Indonesia dapat dilakukan menggunakan "hak
prioritas" sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris atau yang menjadi
anggota WTO. Pemanfaatan varietas tanaman asing yang tidak dapat
dilepaskan dari Konvensi Paris yang mengatur tentang hak milik per
industrian harus memerhatikan prinsip-prinsip, antara lain, ialah: per
tama, prinsip perlakuan nasional, yang mengharuskan setiap anggota
memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari nega
ra anggota lain sebagaimana negara itu berikan kepada warga nega-
ranya sendiri (national treatment principle); dan kedua, penggunaan
hak prioritas atas dasar permohonan pendaftaran pertama di negara
anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan
meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama
pada permohonan pendaftaran pertama, untuk hal yang menyang-
kut verietas tanaman, alat dan hasil produksi, serta Iain-lain yang
ditentukan. Khusus atas varietas tanaman bukan di negara anggota,
diberlakukan prinsip kemandirian (independence principle), artinya
pemberian hak perlindungan varietas tanaman di suatu negara tidak
mewajibkan negara lain untuk memberikan hak perlindungan varietas
tanaman. Inti dari pengertian prioritas adalah menggunakan tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran [filing date) hak perlindungan
varietas tanaman. Sudargo Gautama menegaskan bahwa prinsip "na
tional treatment" pada pokoknya menyatakan bahwa kita harus mem-
pcrlakukan orang asing itu setara sama seperti kita perlakukan warga
negara sendiri. Berbeda dengan konsep "most favoured nation" atau
prinsip diberlakukannya syarat yang sama seperti diberlakukan terha-
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j| negara yang dianggap menerima fasilitas terbaik.12' Kemudian,
7tentuan ini juga mengharuskan permohonan hak perlindungan va-

^etas tanaman asing dengan menggunakan hak prioritas tetap harus
lemperhatikan persyaratan administratif dan persyaratan substantif
Ing ditentukan dalam UU No. 29 Tahun 2000. Selain itu, juga meng-
l^uskan kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen terkait per-
jpohonan hak perlindungan varietas tanaman asing dengan menggu-
fean hak prioritas tersebut, sehingga harus disahkan oleh pejabat
i^ang berwenang sesuai dengan aturan hukum perlindungan varietas
.^haman yang berlaku di negara asing yang bersangkutan. Berikutnya,
ketentuan ini merupakan sarana hukum (rechtmiddel) bagi Kantor
perlindungan Varietas Tanaman untuk memastikan kelengkapan dan
keabsahan salinan surat-surat dan dokumen-dokumen permohonan
hak perlindungan varietas tanaman asing dengan menggunakan hak
prioritas, dalam rangka mempermudah kerja pemeriksa pada Kantor
Perlindungan Varietas Tanaman dalam proses memeriksa dan menilai
pemenuhan semua persyaratan yang telah ditentukan dalam UU No.
29 Tahun 2000, untuk kemudian dapat menjadi dasar atau pertim
bangan bagi Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dalam mengam
bil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan hak per
lindungan varietas tanaman asing dengan menggunakan hak prioritas
tersebut. Adapun pemberian jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak perlindungan vari
etas tanaman yang pertama kali di luar Indonesia, dimaksudkan agar
pemohon hak perlindungan varietas tanaman asing mempunyai waktu
yang cukup lama untuk berusaha melengkapi dokumen-dokumen per
mohonan hak perlindungan varietas tanaman asingnya. Permohonan
hak perlindungan varietas tanaman asing dengan hak prioritas juga
harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memba
yar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian R.I. seba
gaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000
tersebut di atas.

127 Sudargo Gautama, 1998, Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 7.

Bah 0

Dasar Dogmatis Pengakuan dan Perlindungan liukum Varietas
lauaman terhadap Rekayasa Genetika di Indonesia

387



r

'

I

c. Penerimaan Permohonan Hak Perlindungan Varietas
Tanaman

Proses penerimaan permohonan hak perlindungan varietas tana
man mencakup prosedur hukum sebagai berikut:

1) Permohonan hak perlindungan varietas tanaman diajukan
pada tanggal penerimaan surat permohonan hak perlin
dungan varietas tanaman oleh Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman dan telah diselesaikannya pembayaran biaya se
bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) (vide Pasal 15
ayat (1)). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan
pemohon perlindungan varietas tanaman untuk memper
oleh tanggal penerimaan yang sangat penting bagi status
permohonannya, karena sistem yang digunakan adalah first
to file principle yang menyatakan bahwa pendaftar perta
malah yang memperoleh perlindungan HKI, dalam hal ini
perlindungan varietas tanaman.

2) Tanggal penerimaan surat permohonan hak perlindungan
varietas tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada
lah tanggal pada saat Kantor Perlindungan Varietas Tana
man menerima surat permohonan hak perlindungan varietas
tanaman yang telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 14
ayat (1) (vide Pasal 15 ayat (2)). Ketentuan ini dimaksud
kan untuk memberikan kepastian hukum mengenai tanggal
penerimaan (filing date) oleh Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman. Jadi, ketentuan tentang tanggal penerimaan ini
penting untuk memastikan mulainya jangka waktu peng
ajuan permohonan hak perlindungan varietas tanaman,
antara lain, ialah jangka waktu bagi Konsultan Perlindungan
Varietas Tanaman selaku kuasa untuk menjaga kerahasiaan
varietas tanaman dan seluruh dokumen permohonannya.

3) Tanggal penerimaan sural permohonan hak perlindungan va
rietas tanaman dicalal dalam Daftar Umum Perlindungan Va
rietas Tanaman oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman
(vide Pasal 15 ayat (3)). Yang dicatai dalam Daftar Umttni
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4)

Perlindungan Varietas Tanaman mencakup: permohonan,
pemeriksaan, pemberian hak, penolakan hak, pengalihan
hak, peralihan hak, lisensi, Lisensi Wajib, berakhirnya jangka
waktu, pembatalan, dan pencabutan dengan mencantumkan
saat atau waktu penerimaan surat permintaan tersebut (vide
Penjelasan atas Pasal 15 ayat (3). Ketentuan ini mengha
ruskan Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk me
nyediakan dan mencatat dalam Daftar Umum Perlindungan
Varietas Tanaman semua perbuatan hukum (yang dilakukan
oleh pemulia tanaman atau orang atau badan hukum yang
menerima hak lebih lanjut dari pemulia tanaman, atau kua-
sanya) dan peristiwa hukum serta ketentuan hukum yang
menimbulkan akibat hukum terhadap hak kepemilikan dan
pemanfaatan hak perlindungan varietas tanaman, yaitu per
tama, "diperolehnya atau tidak diperolehnya hak perlindu
ngan varietas tanaman" (mencakup perbuatan hukum beru
pa pengajuan permohonan, yang kemudian diproses dengan
pemeriksaan dan pemberian hak atau penolakan hak, lalu
pembatalan hak dan pencabutan hak); kedua, "beralihnya
hak perlindungan varietas tanaman" (mencakup perbuatan
hukum berupa pengalihan hak dan peralihan hak, atau pe
ristiwa hukum seperti meninggalnya pemilik/pemegang
hak); ketiga, "dibolehkannya pemanfaatan hak perlindungan
varietas tanaman oleh pihak lain" (mencakup perbuatan hu
kum berupa perjanjian dalam bentuk dan mekanisme lisensi
dan lisensi wajib); keempat, "berakhirnya hak perlindungan
varietas tanaman" (mencakup berlakunya ketentuan hukum
tentang berakhirnya jangka waktu).
Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal
14, Kantor Perlindungan Varietas Tanaman meminta agar
kekurangan tersebut dipenuhidalam waktu tiga bulan terhi
tung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuh
an kekurangan tersebut oleh Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman (vide Pasal 16 ayat (1)). Ketentuan ini mendukung
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melindungi pendaftar pertama permohonan hak perlinduno-
an varietas tanaman, demi terwujudnya asas kepastian hu
kum. Selain itu, juga menegaskan bahwa kelengkapan surat
dan dokumen-dokumen permohonan yang telah diajukan
merupakan kriteria untuk menentukan diterima atau tidak
diterimanya suatu permohonan hak perlindungan varietas
tanaman dengan sifat-sifat yang sama, yang diajukan oleh
pemohon yang berbeda.

9) Permohonan hak perlindungan varietas tanaman sebagaima
na dimaksud pada ayat (1) yang diajukan pada saat yang
sama, maka Kantor Perlindungan Varietas Tanaman meminta
dengan surat kepada pemohon tersebut untuk berundins
guna mcmutuskan permohonan yang mana diajukan dan
menyampaikan hasil keputusan itu kepada Kantor Perlind
ungan Varietas Tanaman selambat-lambatnya enam bulan
terhitung sejak tanggal pengiriman surat tersebut. (vide Pasal
19 ayat (2)). Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada
para pemohon yang mengajukan permohonan hak perlind
ungan varietas tanaman terhadap varietas tanaman yang
sifat-sifatnya sama dan diajukan pada tanggal yang sama,
untuk bermusyawarah dalam upaya mencapai mufakat ten
tang permohonan hak perlindungan varietas tanaman yang
mana yang harus diteruskan prosesnya. Penting diperhatikan
bahwa ketentuan ini baru dapat dilaksanakan, jika terhadap
permohonan hak perlindungan varietas tanaman telah di
lakukan pemeriksaan substantif, karena sulit bagi pemeriksa
pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk dapat
mengetahui kesamaan substansi varietas tanaman hanya ber
dasarkan pada pemeriksaan administratif, tanpa melakukan
pemeriksaan substansi terlebih dahulu. Oleh karena itu, para
pemohon hak perlindungan varietas tanaman harus men-
deskripkan secara cermat dan konkrit tentang unsur-unsur
yang membedakan varietas tanamannya dengan varietas ta
naman yang lainnya yang diduga sama oleh pemeriksa pada
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman tersebut. Mungkin
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•
saja varietas tanaman-varietas tanaman yang diduga sama
tersebut, ternyata varietas tanaman mengandung unsur-
unsur perbedaan yang substantif satu sama lain, terutama
dari segi kebaruan dan keunikan, sehingga dapat diberikan
pengakuan dan perlindungan hukum sebagai varietas tanam
an tambahan atau varietas tanaman perbaikan.

10) Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara
pemohon hak perlindungan varietas tanaman atau tidak
dimungkinkan dilakukan perundingan atau hasil perundi
ngan tidak disampaikan kepada Kantor Perlindungan Varie
tas Tanaman dalam waktu yang ditentukan sebagaimana di
maksud pada ayat (2), maka permohonan hak perlindungan
varietas tanaman tersebut ditolak dan Kantor Perlindungan
Varietas Tanaman memberitahukan hal tersebut secara tertu
lis kepada pemohon hak perlindungan varietas tanaman
tersebut. (vide Pasal 19 ayat (3)). Ketentuan ini dapat meng
abaikan hak para pemulia tanaman untuk mendapat peng
akuan dan perlindungan hukum atas varietas tanamannya.
Oleh karena itu, seharusnya kepada Kantor Perlindungan
Varietas Tanaman diberikan kewajiban berdasarkan undang-
undang untuk memfasilitasi, membimbing dan memberikan
petunjuk teknis kepada para pemohon hak perlindungan
varietas tanaman, agar dapat mengambil keputusan berba
sis prinsip "benefit-benefit solution", dalam arti "sama-sama
memperoleh manfaat ekonomis dari varietas tanaman",
misalnya melakukan penarikan kembali permohonan varie
tas tanamannya, untuk kemudian mengubah identitas, kapa-
sitas dan substansi varietas tanaman tersebut dalam permo
honan hak perlindungan varietas tanaman berdasarkan Pasal
20 jo. Pasal 21 UU No. 29 Tahun 2000, serta mengajukan-
nya kembali kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman
dengan status varietas tanaman yang dihasilkan atas dasar
kerja sama, yang hak kepemilikan atas varietas tanamannya
nanti adalah kepemilikan secara kolektif.
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11) Apabila varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) m„
nyangkul varietas yang diajukan dengan hak prioritas, maka
yang dianggap sebagai tanggal penerimaan adalah tanggal
penerimaan permohonan hak perlindungan varietas tanam
an yang pertama kali diajukan di luar negeri. (vide Pasal 19
ayat (4)). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum mengenai tanggal penerimaan (filing date)
permohonan hak perlindungan varietas tanaman asing, yaitu
tanggal penerimaan permohonan hak perlindungan varietas
tanaman yang pertama kali diajukan di luar negeri. Jadi, ke
tentuan tentang tanggal penerimaan ini penting untuk me
mastikan mulainya jangka waktu pengajuan permohonan
hak perlindungan varietas tanaman asing dengan menggu
nakan hak prioritas di Indonesia, yang menimbulkan akibat
hukum terhadap Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman
selaku kuasa pemohon untuk menjaga kerahasiaan varietas
tanaman dan seluruh dokumen permohonannya.

d. Perubahan Permohonan Hak Perlindungan Varietas
Tanaman

Proses perubahan permohonan hak perlindungan varietas tanam
an menempuh prosedur hukum sebagai berikut:

1) Permohonan hak perlindungan varietas tanaman dapat di
ubah sebelum dan selama masa pemeriksaan (vide Pasal 20
ayat (1)). Ketentuan ini menegaskan kebolehan bagi pemo
hon untuk melakukan perubahan terhadap permohonan hak
perlindungan varietas tanaman, sebelum atau selama masa
pemeriksaan permohonan tersebut oleh pemeriksa pada
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Adapun alasan-
alasan perubahan permohonan hak perlindungan varietas
tanaman tersebut, antara lain, ialah kurang jelas dan belum
konkrit menguraikan varietas tanaman hasil dari pemuliaan
tanaman, atau permintaan yang diajukan masih belum mel-
ingkupi varietas tanamannya, atau terdapat kekeliruan yang
nyata dalam uraian kalimat-kalimat yang dapat mengahur-
kan uraian dan/atau permintaan varietas tanamannya.
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2) Perubahan sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dapat berupa
penambahan atau pengurangan uraian mengenai penjelasan
sifat-sifat varietas yang dimohonkan hak perlindungan vari
etas tanaman. (vide Pasal 20 ayat (2)). Ketentuan ini menga
rahkan perubahan terhadap permohonan hak perlindungan
varietas tanaman, tidak hanya berupa penambahan, tetapi
juga pengurangan uraian mengenai penjelasan sifat-sifat
varietas tanaman yang dimohon hak perlindungan varietas
tanamannya. Baik perubahan berupa penambahan maupun
pengurangan terhadap permohonan hak perlindungan vari
etas tanaman dimaksudkan untuk memperjelas bahwa vari
etas tanaman yang diajukan permohonan hak perlindungan
varietas tanamannya tersebut telah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 29 Tahun 2000, atau
tidak melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 3 UU No.
29 Tahun 2000.

3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap
diajukan pada tanggal yang sama dengan permohonan se-
mula. (vide Pasal 20 ayat (3)). Ketentuan ini melengkapi ke
tentuan tentang tanggal penerimaan dalam Pasal 15 ayat (2)
UU No. 29 Tahun 2000 tersebut di atas. Jadi, ada kepastian
hukum tentang tanggal penerimaan perubahan permoho
nan hak perlindungan varietas tanaman yang diajukan oleh
pemohonnya, yaitu dianggap diajukan pada tanggal yang
sama dengan permohonan semula.

e. Penarikan Kembali Permohonan Hak Perlindungan
Varietas Tanaman

Proses penarikan kembali permohonan hak perlindungan vari
etas tanaman meliputi prosedur hukum sebagai berikut:

1) Surat permohonan hak perlindungan varietas tanaman da
pat ditarik kembali dengan mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. (vide
Pasal 21 ayat (I)). Ketentuan ini membolehkan pemohon
untuk melakukan "penarikan kembali permohonan", dalam
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arti mengajukan permohonan secara tertulis untuk menarik
kembali surar-surat dan dokumen-dokumen permohonan
hak perlindungan varietas .tanaman yang telah diajukan
sebelumnya kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman
Penarikan kembali permohonan hak perlindungan varietas
tanaman merupakan "tindakan menunda hak", jika ternyata
di kemudian hari permohonan tersebut diajukan kembali
oleh pemohon, maka status permohonannya menjadi per
mohonan baru. Namun, penarikan kembali permohonan
hak perlindungan varietas tanaman adalah "tindakan me-
lepaskan hak", jika ternyata di kemudian hari permohonan
tersebut tidak diajukan kembali oleh pemohon. Hak untuk
mengajukan permohonan hak perlindungan varieras tanam
an dimiliki oleh pemulia tanaman (baik orang maupun badan
hukum). Oleh karena itu, pemulia tanaman sendirilah yang
berhak menentukan kapan varietas tanamannya akan diaju
kan permohonan hak perlindungan varietas tanaman dengan
berbagai pertimbangan subjektif dari pemulia tanaman yang
bersangkutan. Bahkan pemulia tanaman dapat memberi
kan hak atas varietas tanamannya kepada orang atau badan
hukum lainnya, sehingga orang atau badan hukum lainnya
inilah yang mempunyai hak untuk mengajukan permohon
an hak perlindungan varietas tanamannya. Jadi, terbuka ke
mungkinan penarikan permohonan hak perlindungan vari
etas tanaman oleh pemulia tanaman selaku pemohon atau
kuasanya, tetapi ternyata di kemudian hari varietas tanaman
yang sama diajukan kembali permohonan hak perlindungan
varietas tanamannya oleh orang atau badan hukum lainnya.

2) Ketentuan mengenai penarikan kembali surat permohonan
hak perlindungan varietas tanaman diatur lebih lanjut oleh
Pemerintah.
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f# Larangan Mengajukan Permohonan Hak Perlindungan
Varietas Tanaman dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan
Larangan mengajukan permohonan hak perlindungan varietas

tanaman dan kewajiban menjaga kerahasiaan diatur sebagai berikut:
1) Selama terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah

pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Kantor Per
lindungan Varietas Tanaman, pegawai Kantor Perlindungan
Varietas Tanaman atau orang yang karena penugasannya
bekerja untuk dan atas nama Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman, dilarang mengajukan permohonan hak perlin
dungan varietas tanaman, memperoleh hak perlindungan
varietas tanaman atau dengan cara apapun memperoleh hak
atau memegang hak yang berkaitan dengan perlindungan
varietas tanaman, kecuali bila pemilikan hak perlindungan
varietas tanaman itu diperoleh karena pewarisan. (vide Pasal
22). Ketentuan ini memuat larangan bagi pegawai pada
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk mengajukan
permohonan, memperoleh perlindungan varietas tanaman,
atau dengan cara apapun memperoleh hak perlindungan va
rietas tanaman atau memegang hak yang berkaitan dengan
varietas tanaman, selama pegawai Kantor Perlindungan Va
rietas Tanaman yang bersangkutan masih terikat dinas ak
tif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau sesudah
berhenti karena alasan apa pun dari Kantor Perlindungan
Varietas Tanaman. Pegawai pada Kantor Perlindungan Vari
etas Tanaman, selain yang berstatus hukum sebagai pegawai
negeri sipil yang dalam perkembangannya kemudian disebut
aparatur sipil negara, juga ada yang berstatus hukum sebagai
pegawai honorer. Jadi, ketentuan larangan ini berlaku pula
bagi pegawai honorer pada Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman tersebut. Ketentuan larangan ini juga berlaku bagi
"orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas
nama Kantor Perlindungan Varietas Tanaman", yang berarti
orang tersebut mempunyai hubungan kerja baik berdasarkan
undang-undang maupun perjanjian dengan Kantor Perlind-
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ungan Varietas Tanaman. Sebagai contoh, adalah Konsuli
Perlindungan Varietas Tanaman yang mempunyai hubun
an kerja dengan Kantor Perlindungan Varietas Tanam
berdasarkan undang-undang, melaksanakan tugas beker"
sebagai penerima kuasa untuk mengajukan permohona
hak perlindungan varietas tanaman. Contoh lainnya, ialah
konsultan ahli (yang bukan merupakan pegawai negeri sipil
(bukan aparatur sipil negara) dan pegawai honorer pnda
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman), berdasarkan per
janjian kerja dengan Kantor Perlindungan Varietas Tanaman
melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu untuk
dan atas nama Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dalam
rangka pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan proyek yang
membutuhkan keahlian. Oleh karena itu, ketentuan larang
an ini tidak berlaku lagi bagi: pertama, pegawai negeri sipil
(aparatur sipil negara) pada Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman yang telah pensiun lebih dari satu tahun terhitung
sejak tanggal surat keputuan pensiun sebagai pegawai nege
ri sipil (aparatur sipil negara); kedua, pegawai negeri sipil
(aparatur sipil negara) pada Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman yang telah berhenti lebih dari satu tahun terhitung
sejak tanggal surat keputusan pemberhentiannya sebagai
pegawai negeri sipil (aparatur sipil negara); ketiga, pegawai
honorer pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang
telah berhenti atau tidak lagi berstatus hukum sebagai pe
gawai honorer; dan keempat, orang yang telah mengakhiri
hubungan kerjanya dengan Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman dengan alasan apapun, sehingga yang bersangkut
an tidak lagi melaksanakan pekerjaan untuk dan atas nama
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Kemudian, keten
tuan larangan dalam pasal ini juga memuat "pengecualian",
sehingga tidak berlaku, jika perolehan hak perlindungan va
rietas tanaman karena alasan pewarisan, meskipun pegawai
pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman tersebut masih
terikat dinas aktil hingga selama satu tahun sesudah pensiun
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atau sesudah berhenti karena alasan apa pun dari Kantor
Perlindungan Varietas Tanaman, dan orang tersebut yang
karena pekerjaannya untuk dan atas nama Kantor Perlin
dungan Varietas Tanaman. Pewarisan hak perlindungan vari
etas tanaman adalah suatu proses pengalihan hak milik atas
varietas tanaman yang merupakan harta kekayaan (sebagai
benda immateril yang bernilai ekonomis) dari pewaris ke
pada ahli warisnya, yang terjadi jika pewaris meninggal du
nia. Pewarisan harta kekayaan menurut hukum waris Islam,
terjadi demi hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban
waris-mewaris bagi ahli waris pada saat pewaris mening
gal dunia. Ini berarti bahwa ahli waris tidak dapat menolak
untuk menerima hak atas harta kekayaan dari pewaris dan
tidak dapat menolak untuk melaksanakan kewajiban mem
bayar utang pewaris. Sebaliknya, pewarisan harta kekayaan
menurut hukum waris perdata Barat, membolehkan ahli
waris, dengan alasan-alasan hukum tertentu, untuk menolak
menerima hak atas harta kekayaan dari pewaris, termasuk
menolak untuk membayar utang pewaris.

2) Terhitung sejak tanggal penerimaan surat hak perlindungan
varietas tanaman, seluruh pegawaidi lingkungan Kantor Per
lindungan Varietas Tanaman berkewajiban menjaga keraha
siaan varietas tanaman dan seluruh dokumen permohonan
hak perlindungan varietas tanaman sampai dengan tang
gal diumumkannya permohonan hak perlindungan varietas
tanaman yang bersangkutan. (vide Pasal 23). Ketentuan ini
dimaksudkan untuk melindungi varietas tanaman yang te
lah dihasilkan oleh pemulia tanaman selaku pemohon dari
risiko peniruan atau pembajakan (yang kemudian dapat saja
dikembangkan atau dimodifikasi) oleh pihak lain selama
proses permohonan hak perlindungan varietas tanamannya
berlangsung, terhitung sejak tanggal penerimaan sampai de
ngan tanggal pengumuman permohonan hak perlindungan
varietas tanaman tersebut. Kewajiban menjaga kerahasiaan
varietas tanaman dan seluruh dokumen permohonan hak
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perlindungan varietas tanaman bagi seluruh pegawai di lino
kungan Kantor Perlindungan Varieras Tanaman dan orane
yang karena tugasnya terkait dengan tugas Kantor Perlind
ungan Varietas Tanaman, karena mereka adalah pihak-pihak
yang dapat memperoleh akses, data, dan informasi bahkan
peluang untuk membuka langsung atau tidak langsung selu
ruh atau sebagian dokumen-dokumen permohonan hak per
lindungan varietas tanaman di Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman.

g. Pengumuman Permohonan Hak Perlindungan Varietas
Tanaman

Proses pengumuman permohonan hak perlindungan varietas
tanaman mencakup prosedur hukum sebagai berikut:

1) Kantor Perlindungan Varietas Tanaman mengumumkan per
mohonan hak perlindungan varietas tanaman yang telah
memenuhi ketentuan Pasal 11 dan/atau Pasal 14 serta tidak

ditarik kembali. (vide Pasal 24 ayat (1). Pengumuman suatu
permohonan hak perlindungan varietas tanaman dimaksud
kan agar masyarakat luas mengetahui adanya permohon
an hak perlindungan varietas tanaman atas suatu varietas.
Dengan pengumuman tersebut masyarakat khususnya pihak
yang berkepentingan dengan adanya permohohonan hak
perlindungan varietas tanaman tersebut dapat memperoleh
kesempatau untuk memeriksa ada atau tidaknya pelang
garan terhadap hak yang mungkin dimilikinya atau dimiliki
orang lain kalau hak perlindungan varietas tanaman diberi
kan kepada pemohon. Pengumuman dilakukan dengan cara
mencmpatkannya dalam papan pengumuman yang khusus
diberikan di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dan da
pat dilihat dengan mudah oleh masyarakat luas. Selain itu.
pengumuman juga dilakukan dengan mencmpatkannya da
lam Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman yang diter
bitkan secara berkala old) Kantor Perlindungan Varietas Li-
naman. Pelaksanaan pengumuman tersebut dilakukan setelah
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Kantor Perlindungan Varietas Tanaman berpendapat bahwa
berdasarkan pemeriksaan, segala persyaratan yang ditetap
kan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 terpenuhi dan permohonan
tersebut tidak dapat ditarik kembali. (vide Penjelasan atas
Pasal 24 ayat (1). Pengumuman ini dalam rangka menegak
kan asas publisitas. Dalam hukum benda yang berlaku (vide
Buku II KUH Perdata) di Indonesia, terdapat suatu asas hu
kum benda yang mengharuskan adanya publikasi atau pe
ngumuman terhadap proses perolehan atau peralihan hak
milik atas benda tetap. HKI termasuk perlindungan varietas
tanaman adalah benda bergerak (bukan benda tetap), tetapi
benda bergerak yang berdokumen, dalam arti bukti kepemi
likan atas HKI termasuk perlindungan varietas tanaman,
didasarkan atas surat-surat dan dokumen-dokumen hukum
yang diterbitkan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanam
an. Jadi, ketentuan ini memperluas keberlakuan hukum asas
publisitas terhadap HKI atau perlindungan varietas tanaman
sebagai benda bergerak berdokumen.

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku
kan selambat-lambatnya:
a. 6 (enam) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan

hak perlindungan varietas tanaman;
b. 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permo

honan hak perlindungan varietas tanaman dengan hak
prioritas. (vide Pasal 24 ayat (2)).

Tenggat waktu untuk permohonan hak perlindungan varietas
tanaman dengan hak prioritas diberikan lebih lama meng
ingat proses pemeriksaan persyaratan permohonan dengan
hak prioritas oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman me-
merlukan waktu yang lebih lama, (vide Penjelasan atas Pasal
24 ayat (2)). Ketentuan ini mengatur waktu pengumuman
tentang permohonan hak perlindungan varietas tanaman
memperhatikan cara permohonannya, yaitu permohonan
secara umum atau permohonan dengan hak prioritas, yang
diajukan oleh pemohon, dan memperhatikan pula ada atau
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tidak adanya permintaan oleh pemohon kepada Kantn
Perlindungan Varietas Tanaman untuk mempercepat wakt

,: pengumuman. Ketentuan tentang waktu pengumuman-jn
dianggap cukup memberikan kepastian hukum bagi penio-
hon tentang perkembangan tindak lanjut dari proses per
mohonan hak perlindungan varietas tanamannya di Kantor
Perlindungan Varietas Tanaman.

3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2) berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan:
a. menggunakan fasilitas penggunaan yang mudah dan

jelas diketahui oleh masyarakat;
b. menempatkan dalam Berita Resmi Perlindungan Varietas

Tanaman. (vide Pasal 25 ayat (1).
Jangka waktu enam bulan tersebut untuk memberikan ke
sempatan kepada masyarakat terutama bagi mereka yam
berkepentingan, untuk mengetahui adanya varietas yang
dimohonkan hak perlindungan varietas tanaman. Pengumu
man tersebut selain ditempatkan pada papan pengumuman
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, dimuat dalam Beri
ta Resmi Perlindungan Varietas Tanaman. (vide Penjelasan
atas Pasal 25 ayat (1)). Selanjutnya, Berita Resmi Perlindu
ngan Varietas Tanaman meliputi permohonan perlindungan
varietas tanaman, pemberian, penolakan, pembatalan, dan
pencabutan serta informasi penting lainnya mengenai per
lindungan varietas tanaman kepada masyarakat. (vide Pen
jelasan atas Pasal 25 ayat (1) angka b).

4) Tanggal mulai diumumkan permohonan hak perlindungan
varietas tanaman dicatat oleh Kantor Perlindungan Vari
etas Tanaman dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas
Tanaman. (vide Pasal 25 ayat (2). Ketentuan ini menghar
uskan Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk menye
diakan dan mencatatkan tanggal dimulainya pengumuman
permohonan hak perlindungan varietas tanaman dalam Daf
tar Umum Perlindungan Varietas Tanaman.

402
Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Ilukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Mora! Rekavasa Genetika di Indonesia

•

5) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2) dilakukan dengan mencantumkan:
a. nama dan alamat lengkap permohonan hak perlindu

ngan varietas tanaman atau pemegang kuasa;
nama dan alamat lengkap pemulia;
tanggal pengajuan permohonan hak perlindungan vari
etas tanaman atau tanggal, nomor dan negara tempat
permohonan hak perlindungan varietas tanaman yang
pertama kali diajukan dalam hak permohonan hak per
lindungan varietas tanaman dengan hak prioritas;
nama varietas;

deskripsi varietas;
deskripsi yang memuat informasi sebagaimana dimak
sud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk varietas transgenik .
(vide Pasal 26).

Ketentuan ini menentukan aspek-aspek atau hal-hal yang
harus dicantumkan atau diuraikan secara enumeratif oleh

Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, yang merupakan isi
dari pengumuman permohonan hak perlindungan varietas
tanaman.

6) Kantor Perlindungan Varietas Tanaman menyediakan tem
patyangkhusus untuk memberikan kesempatan kepada ang
gota masyarakat yang berkepentingan untuk melihat doku
men permohonan hak perlindungan varietas tanaman yang
diumumkan. (vide Pasal 27). Ketentuan ini mengharuskan
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman menyediakan tem
pat khusus untuk memberikan kesempatan masyarakat yang
berkepentingan untuk melihat dokumen permohonan hak
perlindungan varietas tanaman yang diumumkan, misalnya
papan pengumuman dan jika keadaan memungkinkan me
dia cetak, microfilm, microfiche, CD-ROM, Internet (web
site, facebook, twitter, dll.), dan media lainnya.

7) Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang ataubada?t
hukum setelah memperhatikan pengumuman permohonan
hak perlindungan varietas tanaman dapat mengajukan se-

b.

C

d.

e.

f.
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cam tertulis pandangan atau kebemlannya alas (Jennabtu
an hak perlindungan varietas tanaman yang bersanvkuta
dengan mencantumkan alasannya. (vide Pasal 28 avai i\\\
Pandangan alan keberatan terhadap permohonan yanv /(•/./,
diumumkan. diajukan selambal-lambalnya dalam janvki
waktu enam bulan. Apabila lewat dari /angka waktu tcr<-.
but, pandangan atau keberatan tidak dapal diterima. Dalam
hal ini Kantor Perlindungan Varietas lauaman memberita-
bukan secara tertulis kepada orang yang mengajukan panda
ngan atau keberatan mengenai keterlambatan tersebut. (rjjc
Penjelasan atas Pasal 28 ayat (1)). Ketentuan mi memberikan
hak kepada setiap orang dan atau badan hukum yang berke
pentingan untuk dapat melihat pengumuman permohonan
hak varietas tanaman dan dapat mengajukan secara leruilis
pandangan dan/atau keberatannya atas permohonan terse
but dengan mencantumkan alasannya, misalnya varietas
tanaman yang dimohonkan perlindungan varietas tanaman
nya tersebut: pertama, bukan hasil karya intelektualitas dan
pihak pemohon (bukan pemulia tanaman yang scbenarnva);
atau kedua, benar bahwa hasil karya intelektualitas pemo
hon (pemulia tanaman yang sebenarnya), terapi dihasilkan
bersama dengan pemulia tanaman lainnya (yang juga ber
hak secara kolektif atas varietas tanaman); atau ketiga, benar
bahwa hasil karya intelektualitas pemohon (pemulia tanam
an sebenarnya), tetapi dihasilkan dalam hubungan kerja
dengan perusahaan dan memanfaatkan fasilitas kerja pada
perusahaan (yang lebih berhak atas varietas tanaman) terse
but; atau keempat, benar bahwa hasil karya intelektualitas
pemohon (pemulia tanaman sebenarnya), tetapi dihasilkan
karena adanya pesanan dari orang atau badan hukum lain.
sehingga varietas tanaman itu scdari awal dimaksudkan un
tuk dimiliki (misalnya berdasarkan perjanjian jual-bcli yang
didahului oleh pemesanan) oleh oranu atau badan hukum

lam tersehut.
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8) Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan, Kantor Per
lindungan Varietas Tanaman segera mengirimkan salinan su
rat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepa
da yang mengajukan permohonan hak perlindungan varietas
tanaman. (vide Pasal 28 ayat (2)). Ketentuan ini mengharus
kan Kantor Perlindungan Varietas Tanaman menindaklanjuti
atau memroses terdapatnya pandangan dan/atau keberatan
dari setiap pihak dengan alasan tertentu, dengan cara men
girimkan salinan surat yang berisikan pandangan dan/atau
keberatan tersebut kepada pemohon hak perlindungan vari
etas tanaman.

9) Pemohon hak perlindungan varietas tanaman berhak menga
jukansecara tertulis sanggahandan penjelasanterhadap pan
dangan atau keberatan tersebut kepada KantorPerlindungan
Varietas Tanaman. (vide Pasal 28 ayat (3)). Penyampaian
sanggahan atau keberatan oleh pemulia atau yang menga
jukan hak perlindungan varietas ta?iaman tidak terikat pada
jangka waktu tersebut. Segala sanggahan dan penjelasan
tersebut dijadikan tambahan pertimbangan oleh pemeriksa
dalam pemeriksaan permohonan hak perlindungan varietas
tanaman yang bersangkutan. (vide Penjelasan atas Pasal 28
ayat (3)). Ketentuan ini memberikan hak kepada pemohon
hak perlindungan varietas tanaman untuk mengajukan se
cara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan
dan/atau keberatan tersebut kepada Kantor Perlindungan
Varietas Tanaman. Sanggahan dan penjelasan dimaksud ha
rus memuat dalil-dalil disertai bukti-bukti yang cukup untuk
menyanggah alasan-alasan yang mendasari pandangan dan/
atau keberatan yang telah diajukan sebelumnya oleh setiap
pihak lainya.

10) Kantor Perlindungan Varietas Tanaman menggunakan
pandangan, keberatan dan sanggahan serta penjelasan se
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagai
tambahan bahan pertimbangan dalam memutuskan permo
honan hak perlindungan varietas tanaman. (vide Pasal 28
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aval (4)). ketentuan mi mengharuskan kantor Perl,,, i
Varietas lauaman untuk menggunakan pandangan I
keberatan, sanggahan. dan atau penjelasan terk ut n«.n ' aU

i ill! ' 'Runni.iii.m permohonan hak perhndungan varietas tanam
gai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pcnicrik
substantif terhadap varietas tanamannya.

h. Pemeriksaan Substantif atas Permohonan Hak
Perlindungan Varietas Tanaman
Proses pemeriksaan substantif atas permohonan hak pcrlind

ngan varietas tanaman mencakup prosedur hukum sebagai berikut-
1) Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan />;/.

perlidungan varietas tanaman harus diajukan ke Kantor
Perlindungan Varietas lauaman secara lertulis setambat-
lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa (wnviunu-
man dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut. (r,dc
Pasal 29 ayat (1)). Apabila dalam jangka waktu satu bulan
setelah berakhirnya pengumuman, Kantor Perlindungan Va
rietas Tanaman helum menerima permohonan pemeriksaan
tersebut, maka permohonan perlindungan varietas tanaman
dianggap ditarik kembali. (vide Penjelasan atas Pasal 29 aval
(I)), ketentuan ini menegaskan bahwa selain permohonan
hak perlindungan varietas tanaman baik secara umum atau
dengan menggunakan hak prioritas, maka pemohon harus
mengajukan permohonan lagi secara tertulis dan khusus un
tuk meminta kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk
melakukan pemeriksaan substantif terhadap varietas tanam
an yang diajukan permohonan hak perlindungan varietas
tanamannya. Permohonan khusus pemeriksaan substantif'
dimaksud dikenakan biaya lagi yang juga dibebankan dan
harus dibayar oleh pemohon hak perlindungan varietas
tanaman. Jangka waktu pengajuan permohonan pemerik
saan substantifdibatasi hanya satu bulan. Jika dalam jangka
waktu tersebut pemohon tidak mengajukan permohonan
pemeriksaan substantif, sehingga Kantor Perlindungan Van

406 T
Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan intelektual
Pengaturan liukum /'< rhndnngan Varietas lauaman dan Paten

*-..<.,

etas Tanaman belum menerima permohonan tersebut, maka
pemohon dianggap melakukan "penarikan kembali permo
honan hak perlindungan varietas tanamannya".
Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa Perlindu
ngan Varietas Tanaman, meliputi sifat kebaruan, keunikan,
keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak
perlindungan varietas tanaman. (vide Pasal 30 ayat (1)). Ke
tentuan ini menegaskan ruang lingkup pemeriksaan substan
tif terhadap varietas tanaman yang diajukan permohonan
hak perlindungan varietas tanamannya, yaitu sifat kebaruan,
keunikan, keseragaman, dan kestabilan yang dipersyaratkan
oleh Pasal 2 UU No. 29 Tahun 2000. Ketentuan ini sehar
usnya juga mengharuskan Pemeriksa Perlindungan Varietas
Tanaman untuk memeriksa substantif dan potensi atau im-
plikasi penggunaan varietas tanaman yang dapat bertenta
ngan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehat
an dan kelestarian lingkungan hidup yang dilarang oleh Pasal
3 UU No. 29 Tahun 2000.

3) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Kantor Perlindungan Va
rietas Tanaman dapat meminta bantuan ahli dan/atau fasili
tas yang diperlukan termasuk informasi dari institusi lain
baik di dalam maupun di luar negeri. (vide Pasal 30 ayat
(2)). Ada kemungkinan bahwa bidang keahlian yang diper
lukan untuk pemeriksaan varietas yang dimohonkan hak
perlindungan varietas tanaman tidak atau kurang dikuasai
oleh Pemeriksa. Begitu pula fasilitas yang digunakan untuk
melakukan pemeriksaan secara baik, dimiliki oleh institusi
lain. Dalam hal demikian, Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman dapat minta bantuan ahli dan/atau menggunakan
fasilitas dari institusi lain. Hal ini tidak berarti bahwa pe
meriksaan tersebut dilakukan oleh pihak lain dan bukan oleh
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Pemeriksaan tetap
dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, in
stitusi yang memiliki tenaga ahli atau fasilitas yang diper-

Bab 6

Dasar Dogmatis Pengakuan dan Perlindungan liukum Varietas
'Tanaman terhadap Rekayasa Genetika di Indonesia

| 407



-TT7

.

C

0

lukan hanyalah sekedar membantu. langvunv /aird, i
' it.iit

ketvenangan serta kepulusan akhir tentang dapat diberi u
ditolaknya permohotu.pi hak perlindungan varietas tan
an lclap ada pada Kantor Perlindungan Varietas Tanam
{vide Penjelasan Pasal 30 ayat {!)). ketentuan ini memh,,|.
hkan kantor Perhndungan Varietas Tanaman untuk: />•
lama, meminta bantuan ahli dan man menggunakan |'as:i
tas yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait; ut
kedua. meminta bantuan pemeriksa perlindungan varie!
tanaman dari kantor Perlindungan Varietas Tanaman ncmr
lain, sepanjang permintaan bantuan dari pihak-pihak lain
nya tersebut: pertama. untuk kcperluan mendukung Pn,.
ses dan hasil pemeriksaan substantif; dan kedua, fungsiny_
"hanya untuk membantu", karena tanggung jawab dan ke
wenangan pemeriksaan substantifnya tetap ada pada Kaiiu.r
Perlindungan Varietas Tanaman, termasuk keputusan untuk
menyetujui atau menolak permohonan hak perlindungan
varieras tanamannya.

4) Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan pejabat <eha-
gaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) wajib men
jaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya. (vide Pasal M)
ayat (3)). Dalam hal Kantor Perlindungan Varietas Tanaman
menggunakan bantuan ahli dan/atau fasilitas yang ada pada
institusi lain, maka mereka yang terlihat secara keseluruhan
terikat dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan rari-
elas tanaman dan segala dokumen permohonan hak perlin
dungan varietas tanaman, termasuk penjelasan atau infor
masi yang diberikan untuk melengkapinya. (vide Penjelasan
Pasal 30 ayat (3)). ketentuan ini menentukan adanya kewa
jiban menjaga kerahasiaan varietas tanaman dan seluruh do
kumen permohonan hak perlindungan varietas tanamannya
bagi Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman atau pejabat
lainnya (ahli dan instansi pemerintah terkait, dan atau pe
meriksa dari kantor Perlindungan Varietas Tanaman negara
lain) yang terlihat dalam rangka pemeriksaan substamil va
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rietas tanaman yang diajukan permohonan hak perlindu
ngan varietas tanamannya di Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman.

5) Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman berkedudukan
sebagai pejabat fungsional yang diangkat oleh Menteri ber
dasarkan syarat-syarat tertentu. (vide Pasal 31 ayat (1)). Pe
meriksaan substantifatas permohonan perlindungan varietas
tanaman hanya dilakukan oleh Pemeriksa Perlindungan Vari
etas Tanaman. Yang dimaksud dengan Pemeriksa Perlindun
gan Varietas Tanaman adalah tenaga ahli yangsecara khusus
dididik dan diangkat untuk tugas tersebut. Pemeriksa Perlin
dungan Varietas Tanaman adalah pejabat di lingkungan Kan
torPerlindungan Varietas Tanaman, tetapi dapat juga berasal
dari instansi Pemerintah lainnya, yang dididik secara khusus
sehingga memiliki kualifikasi pemeriksa perlindungan vari
etas tanaman dan diangkat sebagai Pemeriksa Perlindungan
Varietas Tanaman. Karena sifat keahlian dan lingkup peker
jaan yang bersifat khusus, jabatan Pemeriksa Perlindungan
Varietas Tanaman diberi status sebagai jabatan fungsional.
(vide Penjelasan atas Pasal 31 ayat (2)). Yang dimaksud de
ngan jabatan fungsional adalah jabatan bagi Pegawai Negeri
Sipil (aparatur sipil negara) yang diberi tugas, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam
rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya.

6) Kepada Pemeriksa Perlhidungan Varietas Tanaman diberikan
jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(vide Pasal 31 ayat (2). Ketentuan inimenegaskan bahwa Pe
meriksa Perlindungan Varietas Tanaman berkedudukan se
bagai pejabat fungsional pada Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri,
dalam hal ini Menteri Pertanian R.I., dalam melaksanakan
tugasnya diberikan jenjang dan tunjangan fungsional se
lain hak-hak lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, yaitu Un
dang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.

7) Atas hasil laporan pemeriksaan perlindungan varietas tanam
an, apabila varietas tanaman yang dimohonkan hak perlin
dungan varietas tanaman ternyata mengandung ketidakjelas-
an atau kekuarangan kelengkapan yang dinilai penting,
KantorPerlindungan Varietas Tanaman memberitahukan se
cara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada pemohon hak
perlindungan varietas tanaman. (vide Pasal 32 ayat (1)). Yang
dimaksud dengan ketidakjelasan atau kekurangan keleng
kapan yang dinilai penting, misalnya asal-usul atau silsilah
yang kurang jelas, deskripsi yang kurang sesuai atau kurang
jelas, serta gambar yang kurang mendukung. Apabila hal-
hal tersebut dipandang perlu untuk diketahui lebih lanjut,
maka masalahnya diberitahukan secara tertulis oleh Kantor
Perlindungan Varietas Tanaman kepada pemohon hak perlin
dungan varietas tanaman. (vide Penjelasan atas Pasal 32 ayat
(I))-
Ketentuan ini untuk mendukung pelaksanaan tugas Peme
riksa Perlindungan Varietas Tanaman dalam pemeriksaan
substantif, sehingga pemeriksa dapat melaporkan kepada
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman bahwa permohon
an hak perlindungan varietas tanaman yang diajukannya itu
terdapat ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai
penting. Selanjutnya, Kantor Perlindungan Varietas Tana
man harus menindaklanjuti atau memroses laporan dari
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman tersebut, dengan
cara menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon hak
perlindungan varietas tanaman, yang pemberitahuannya
harus secara tertulis.

8) Pemberitahuan hasil pemeriksaan harus secara jelas dan
rinci mencantumkan hal-hal yang dinilai tidak jelas atau
kekurangan kelengkapan yang dinilaipenting berikut jangka
waktu nitInk melakukan perbaikan dan perubahan. (vide

Relasi I lukum, Moral, clan Hak Kekayaan Intelektual
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Pasal 32 ayat (2)). Ketentuan ini mengharuskan pemberita
huan hasil pemeriksaan permohonan hak perlindungan yang
disampaikan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman
kepada pemohon hak perlindungan varietas tanaman secara
jelas dan rinci serta mencantumkan hal yang dinilai terda
pat ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting
dengan disertai alasan dan acuan yang digunakan dalam pe
meriksaan substantif, berikut jangka waktu pemenuhannya,
guna meminta tanggapan atau kelengkapan atas kekurangan
tersebut.

9) Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), pemohon hak perlindungan varietas
tanaman tidak memberikan penjelasanatau tidak memenuhi
kekurangan kelengkapan termasuk melakukan perbaikan
atau perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan,
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman berhak menolak per
mohonan hak perlindungan varietas tanaman tersebut. (vide
Pasal 32 ayat (3). Ketentuan ini merupakan dasar hukum
positif bagi Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk
menolak permohonan hak perlindungan varietas tanaman,
dengan alasan hukum, yaitu: pertama, pemohon hak per
lindungan varietas tanaman tidak memberikan penjelasan
terhadap ketidakjelasan yang dinilai penting dalam per
mohonan hak perlindungan varietas tanaman yang telah
diajukan; atau kedua, pemohon hak perlindungan varietas
tanaman tidak memenuhi kekurangan kelengkapan yang
dinilai penting dalam permohonan hak perlindungan vari
etas tanaman yang telah diajukan; atau ketiga, pemohon hak
perlindungan varietas tanaman tidak melakukan perbaikan
atau perubahan terhadap permohonan hak perlindungan va
rietas tanaman yang telah diajukan.
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i. Pemberian atau Penolakan Permohonan Hak Permohonan
Perlindungan Varietas Tanaman
Proses pemberian atau penolakan permohonan hak permohonan

perlindungan varieras tanaman mencakup prosedur hukum sebagai
berikut:

1) Kantor Perlindungan Varietas Tanaman harus memutuskan
untuk memberi atau menolak permohonan hak perlindungan
varietas tanaman dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua
puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pe
meriksaan substantifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (1)). (vide Pasal 33 ayat (1)). Ketentuan ini menghar
uskan Kantor Perlindungan Varietas Tanaman memberikan
keputusan tentang persetujuan atau penolakan terhadap
permohonan hak perlindungan varietas tanaman (yang telah
dilakukan pemeriksaan substantifnya oleh Pemeriksa Per
lindungan Varietas Tanaman), dengan memperhatikan batas
waktu yang telah ditentukan, yaitu: selambat-lambatnya 24
(dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohon
an pemeriksaan substantif.

2) Apabila diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan seba
gaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perlindungan Vari
etas Tanaman harus memberitahukan kepada pemohon hak
perlindungan varietas tanaman dengan disertai alasan dan
penjelasan yang mendukung perpanjangan tersebut. (vide
Pasal 33 ayat (2). Dalam kasus tertentu dan untuk sebagian
besar tanaman tahunan, karena pemeriksaan substantif per
syaratan baru, unik, seragam, dan stabil perlu diselesaikan
dalam ivaktu yang lebih lama dari 24 (dua puluh empat)
bulan. Dalam hal tersebut Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman perlu memberitahukan keperluan perpanjangan
ivaktu pemeriksaan tersebut. (vide Penjelasan atas Pasal 3?>
ayat (2)). Ketentuan ini merupakan dasar hukum positif bagi
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk memutuskan
perpanjangan waktu pemeriksaan substantif, disertai dengan
alasan dan penjelasan terhadap perpanjangan waktu terse-

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
_t< Pengaturan liukum Perhndungan Varietas Tanaman dan Paten

terhadap Kmtrovcrsi Moral Rekayasa Genetika di IndonesiaP

but, misalnya pemeriksaan substantif terhadap permohon
an hak perlindungan varietas tanaman tahunan yang harus
memenuhi persyaratan baru, unik, seragam, dan stabil, un
tuk macam tanaman tahunan tertentu dalam banyak kasus
ternyata memerlukan waktu pemeriksaan substantif yang
lebih lama dari 24 (dua puluh empat) bulan. Lamanya jang
ka waktu dan alasan perpanjangan merupakan kewenangan
diskresional bagi Kantor Perlindungan Varietas Tanaman,
meskipun harus tetap dibatasi jangka waktu perpanjangan-
nya, misalnya tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat)
bulan.

3) Apabila laporan tentang hasil pemeriksaan atas varietas
tanaman yang dimohonkan hak perlindungan varietas
tanaman yang dilakukan oleh Pemeriksa Perlindungan Va
rietas Tanaman menyimpulkan bahwa varietas tanaman
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini,
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman memberitahukan se
cara resmipersetujuan pemberian hak perlindungan varietas
tanaman untuk varietas tanaman yang bersangkutan kepada
pemohon hak perlindungan varietas tanaman. (vide Pasal 34
ayat (1)). Ketentuan ini mengharuskan Kantor Perlindungan
Varietas Tanaman memberitahukan secara resmi keputusan
tentang persetujuan pemberian hak perlindungan varietas
tanaman kepada pemohon hak perlindungan varietas tana
man, sebagai tindak lanjut dari laporan tentang hasil pemer
iksaan substantif terhadap varietas tanaman yang dimohonk
an hak perlindungan varietas tanaman yang dilakukan oleh
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang menyim
pulkan bahwa varietas tanaman tersebut sesuai dengan se
mua persyaratan yang ditentukan dalam UU No. 29 Tahun
2000, yaitu substansinya mempunyai sifat-sifat kebaruan,
keunikan, keseragaman, kestabilan dan pemberian nama,
serta penggunaannya tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, norma-
norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.
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4) Hak perlindungan varietas lauaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sertifikat hak perlin
dungan varietas tanaman. (vide Pasal 34 ayat (2)). Keten
tuan ini mengharuskan Kantor Perlindungan Varietas Tana
man memberikan sertifikat perlindungan varietas tanaman
kepada pemohon hak perlindungan varietas tanaman sehu
bungan dengan keputusan tentang persetujuan pemberian
hak perlindungan varietas tanaman kepada pemohon hak
perlindungan varietas tanaman yang bersangkutan. Jadi,
sertifikat hak perlindungan varietas tanaman yang diterima1
oleh pemohon hak perlindungan varietas tanaman berfungsi
sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas perlindungan va
rietas tanamannya. Selanjutnya, ketentuan ini seharusnya
memuat penegasan tentang mulai berlakunya perlindungan
varietas tanaman secara berlaku surut seperti halnya paten,
yaitu pada tanggal diberikannya sertifikat dan berlaku surut
sejak tanggal penerimaan, agar dapat melindungi hak-hak
pemulia tanaman selaku pemohon selama dalam proses per
mohonan hak perlindungan varietas tanaman.

5) Hak perlindungan varietas tanaman yang telah diberikan,
dicatat dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman
dan diumumkan dalam Berita Resmi Perlindungan Varietas
Tanaman. (vide Pasal 34 ayat (3)). Daftar Umum Perlindu
ngan Varietas Tanaman adalah daftar catatan resmi dari selu-
tub tahapan dan kegiatan pengelolaan perlindungan varietas
tanaman. (vide Pasal 1angka 16). Berita Resmi Perlindungan
Varietas Tanaman adalah suatu media informasi komunikasi
resmi dari kegiatan pengelolaan perlindungan varietas tanam
an yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Perlindungan
Varietas Tanaman untuk kepentingan umum (vide Pasal 1
angka 17). Ketentuan ini mengharuskan Kantor Perlindung
an Varietas Tanaman untuk mencatat dalam Daftar Umum
Perlindungan Varietas 'Tanaman dan mengumumkan dalam
Berita Resmi Perlindungan Varietas lauaman terhadap va
rietas tanaman yang telah diberikan kepada pemohon hak

3 Relasi Hukum, Moral, clan Hak Kekayaan Intelektual
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perhndungan varietas tanaman. Pengumuman ini dalam
rangka menegakkan asas publisitas. Dalam hukum benda
yang berlaku (vide Buku II KUH Perdata) di Indonesia, ter
dapat suatu asas hukum benda yang mengharuskan adanya
pubhkasi atau pengumuman terhadap proses perolehan atau
peralihan hak milik atas benda tetap. HKI termasuk per
hndungan varietas tanaman adalah benda bergerak (bukan
benda tetap), tetapi benda bergerak yang berdokumen da
lam arti bukti kepemilikan atas HKI termasuk perlindungan
varietas tanaman, didasarkan atas surat-surat dan dokumen-
dokumen hukum yang diterbitkan oleh Kantor Perlindung
an Varietas Tanaman. Jadi, ketentuan ini memperluas ke
berlakuan hukum asas publisitas terhadap HKI, dalam hal
mi perlindungan varietas tanaman sebagai benda bergerak
berdokumen.

6) Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dapat memberikan
salinan dokumen perlindungan varietas tanaman kepada ang
gota masyarakat yang ?nemerlukan dengan membayar biaya
(vide Pasal 34 ayat (4)). Ketentuan ini membolehkan Kantor
Perhndungan Varietas Tanaman untuk memberikan salinan
dokumen perlindungan varietas tanaman kepada anggota
masyarakat yang memerlukannya dengan membayar biaya
misalnya untuk kepentingan penelitian ilmiah dalam rangka
penyelesaian studi mahasiswa, atau untuk kepentingan pe
nelitian dan pengembangan lebih lanjut varietas tanaman itu
sendiri atau dalam hubungannya dengan varietas tanaman
nya lainnya (seperti kawin silang antarvarietas tanaman)

7) Apabila permohonan hak perlindungan varietas tanaman
dan/atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa
Perhndungan Varietas Tanaman menunjukkan bahwa per
mohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 11 dan/atau Pasal 14, maka
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman menolak permohon
an hak perlindungan varietas tanaman tersebut dan membe
ritahukan penolakan secara tertulis kepada pemohon hak
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perlindungan varietas tanaman. (vide Pasal 35 ayat (;
ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Kant
Perlindungan Varietas lauaman .untuk menolak permohon
an hak perlindungan varietas tanaman yang diajukan oleh
pemohon, jika hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan
oleh Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman menunjuk
kan bahwa varietas tanaman yang dimohonkan hak perlin
dungan varietas tanamannya itu tidak memenuhi persyarat
an (substansinya tidak mempunyai sifat-sifat baru, unik
seragam, dan stabil) serta melanggar batasan (penggunaan
nya melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban
umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan ke
lestarian lingkungan hidup) yang ditentukan dalam UU No.
29 Tahun 2000. Penolakan permohonan hak perlindungan
varietas tanaman tersebut harus diberitahukan secara tertulis
oleh Kantor perlindungan Varietas Tanaman kepada pemo
hon, yang dapat disertai alasan dan pertimbangan yang men
jadi dasar penolakannya.

8) Surat penolakan permohonan hak perlindungan varietas
tanaman harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan
pertimbangan yang menjadi dasar penolakan serta untuk itu
harus dicatat dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas
Tanaman. (vide Pasal 35 ayat (2)). Ketentuan ini mengha
ruskan Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk mem
beritahukan secara tertulis, jelas dan mencantumkan alasan
dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan tentang
penolakan permohonan hak perlindungan varietas tanaman
tersebut kepada pemohon hak perlindungan varietas tanam
an.

9) Pemberian hak perlindungan varietas tanaman atau peno
lakan permohonan hak perlindungan varietas tanaman di
umumkan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman
dengan cara yang sama seperti halnya pengumuman permo
honan hak perlindungan varietas tanaman. (vicle Pasal 35
ayat (3)). Ketentuan ini mengharuskan Kantor Perlindungan

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan liukum Perlindungan Varietas lauaman dan Paten
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Varietas Tanaman untuk mengumumkan dalam Berita Resmi
Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman
yang diberikan atau ditolak permohonan hak perlindungan
varietas tanamannya. Pengumuman ini dalam rangka mene
gakkan asas publisitas sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan
Hak Perlindungan Varietas Tanaman

; Proses permohonan banding terhadap penolakan permohonan
perlindungan varietas tanaman menempuh prosedur hukum se-

agai berikut:
1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolak

an permohonan hak perlindungan varietas tanaman yang
berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan menge
nai hal-hal yang bersifat substantif, sebagaimana dhnaksud
dalam Pasal 2, Pasal 28, dan Pasal 32. (vide Pasal 36 ayat
(1)). Banding tidak dapat dimohonkan dalam hal penolakan
yang disebabkan karena tidak dilakukannya perbaikan atau
pettyempurnaan klaim yang disarankan selama pemeriksaan
substantif. Bandingjuga tidak dapat dimohonkan karena di
anggap ditariknya kembali permohonan hak perlindungan
varietas tanaman sebagai hasil pemeriksaan awal sebelum
permohonan hak perlindungan varietas tanaman diutnum-
kan. (vide Penjelasan atas Pasal 36 ayat (1)). Ketentuan ini
memberikan hak kepada pemohon hak perlindungan va
rietas tanaman untuk mengajukan permohonan banding
terhadap penolakan permohonan hak perlindungan vari
etas tanaman yang berkaitan dengan alasan dan dasar per
timbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif saja.
Selanjutnya, pemohon hak perlindungan varietas tanaman
tidak dapat mengajukan permohonan banding, dalam hal:
pertama, penolakan permohonan hak perlindungan vari
etas tanaman oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman
karena pemohon tersebut tidak melakukan perbaikan atau
penyempurnaan klaim yang disarankan Pemeriksa Pcrlind-
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ungan Varietas lauaman selama pemeriksaan sub.!
terhadap permohonan hak perlindungan varietas tan,
kedua. penolakan permohonan hak perlindungan \-;
tanaman oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman
na pemohon tersebut dianggap telah melakukan pen,
kembali permohonan hak perlindungan varietas ta
sebagai hasil pemeriksaan awal sebelum pcrmohon;
perlindungan varietas tanaman diumumkan.

2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pento
hak perlindungan varietas tanaman atau kuasa hukunim
kepada Komisi Banding Perlindungan Varietas lanani
sertai uraian secara lengkap keberatan terhadap penolakan
hak perlindungan varietas tanaman berikut alasannya se
lambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal pengiriman surat
penolakan permohonan hak perlindungan varietas lauam
an dengan tembusan kepada Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman. (vide Pasal 36 ayat (2)). Yang dimaksud selambat-
lambatnya tiga bulan sejak tanggal penolakan permohonan
hak perlindungan varietas tanaman adalah terhitung sejak
tanggal yang tertera pada stempel pos suarat penolakan per
mohonan hak perlindungan varietas tanaman. (vide Penjela
san atas Pasal 36 ayat (2)). ketentuan tentang hak menga
jukan permohonan banding ini merefleksikan asas keadilan
prosedural bagi pemohon dalam proses permohonan hak
perlindungan varietas tanaman yang ditolak, dengan mem
perhatikan persyaratan, prosedur, dan jangka waktu yang
diberikan oleh UU No. 29 Tahun 2009.

3) Alasan banding harus tidak merupakan alasan atau penyem-
purnaan permohonan hak perlindungan varietas tanaman
yang ditolak. (vide Pasal 36 ayat (3)). Alasan, penjelasan
atau bukti yang disertakan dalam permohonan handing
harus bersifat pendalaman alas alasan atau bukti yang telah
atau seharusnya disampaikan seivaktu pemeriksaan substan
tif berlangsung. Hal ini untuk mencegah timbulnya kenning
kiuaii bahwa banding sekedar digunakan sebami alat untuk
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melengkapi kekurangan dalam permohonan hak perlindung
an varietas tanaman. (vide Penjelasan atas Pasal 36 ayat (3)).
Ketentuan ini memuat batasan untuk alasan permohonan
handing terhadap penolakan permohonan hak perlindung
an varietas tanaman, yaitu tidak merupakan alasan atau pe-
nyempurnaan permohonan hak perlindungan varietas tana
man yang ditolak. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini
untuk mencegah penggunaan upaya hukum banding ini oleh
pemohon sebagai alat untuk melengkapi kekurangan dalam
permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Selanjut
nya ditegaskan dalam ketentuan ini bahwa alasan, penjelas
an atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding
harus bersifat pendalaman atas alasan atau bukti yang telah
atau seharusnya disampaikan sewaktu pemeriksaan substan
tif berlangsung.
Komisi Banditig Perlindungan Varietas Tanaman merupakan
badan khusus yang diketuai secara tetap oleh seorang ketua
merangkap anggota dan berada di departemen. (vide Pasal
36 ayat (4)). Komisi Banding Perlindungan Varietas tanaman
adalah badan yangsecara khusus dibentuk untuk memeriksa
permohonan banding atas penolakan permohonan hak per
lindungan varietas tanaman dan memberikan hasilnya kepada
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam melaksana
kan tugasnya, Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanam
an bekerja berdasarkan keahlian dan bersifat independen.
(vide Penjelasan atas Pasal 36 ayat (4)). Ketentuan ini meng
haruskan ketua dan anggota Komisi Banding Perlindungan
Varietas Tanaman sebagai badan khusus yang didirikan dan
berada di Kementerian Pertanian R.I. melaksanakan tugas
pemeriksaan permohonan banding terhadap penolakan per
mohonan hak perlindungan varietas tanaman mempunyai
keahlian dan independen, agar keputusan menerima atau
menolak permohonan banding tersebut ditetapkan secara
objektif (benardan adil secara substantif) dan bebas mandiri
(tidak ada intervensi dari atau tidak dipengaruhi oleh pihak
manapun).
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5) Ketua dan anggota Komisi Banding Perlindungan Varj
lauaman diangkat dan dtherhcntikan oleh Menteri (J
Pasal 36 avat (5)). Komisi Banding Pcrlmdimgan Varie7
lauaman beranggotakan beberapa orang ahli di bidatw v. *
diperlukan dan Pemeriksa Perlindungan Varietas lanamj
Senior. Kecuali ketua yang merangkap anggota. para a, *
gota Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman dian
kat setiap kali ada permohonan banding dan hanya umuk
memeriksa permohonan banding yang bersangkutan (vjA
Penjelasan atas Pasal 56 ayat (5)). Ketentuan ini mengatur
kelembagaan komisi Banding Perlindungan Varietas Tanam
an, mencakup aspek-aspek pengangkatan dan pemberhen-
nan ketua dan anggota (dalam hal mi ketua dan anggota
komis. Banding Perlindungan Varietas Tanaman diangkat
dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian R.I.). kualifikasi
dan jumlah anggota (dalam hal ini beranggotakan beberapa
orang ahli di bidang yang diperlukan dan Pemeriksa Perlin
dungan Varietas Tanaman Senior), dan mekanisme pe.u.-
gasan sebagai pemeriksa permohonan banding (dalam hal
mi, kecuali ketua yang merangkap anggota, para anggota
Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman diangkat
setiap kali ada permohonan banding dan hanya untuk me
meriksa permohonan banding yang bersangkutan).

6) Apabila jangka waktu permohonan banding sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) telah lewat tanpa ada
nya permohonan banding, maka penolakan permohonan
hak perlindungan varietas tanaman dianggap diterima oleh
pemohon hak perlindungan varietas tanaman dan keputusan
penolakan tersebut dicalal dalam Daftar Umum Perlindu
ngan Varietas Tanaman. (vide Pasal 37). Ketentuan in. men
jadi dasar hukum positif bag. kantor Perlindungan Varietas
Tanaman untuk menegaskan adanya "anggapan hukum" bah
wa pemohon dianggap telah menerima keputusan tentang
penolakan permohonan hak perlindungan varietas tanaman
yang diajukannya karena telah lewatnva jangka waktu peng
ajuan permohonan banding.

••-•
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Permohonan banding mulai diperiksa oleh Komisi Banding
Perlindungan Varietas Tanaman selambat-lambatnya tiga
bulan sejak penerimaan pertnohonan banditig perlindun
gan varietas tanaman. (vide Pasal 38 ayat (1)). Ketentuan
ini mengharuskan Komisi Banding Perlindungan Varietas
Tanaman untuk mulai melaksanakan pemeriksaan terhadap
permohonan banding terhadap keputusan tentang penolak
an permohonan hak perlindungan varietas tanaman yang di
ajukan oleh pemohon, yaitu selambat-lambatnya tiga bulan
sejak tanggal penerimaan permohonan banding tersebut.

8) Keputusan Komisi Banding Perlindungati Varietas Tanaman
bersifat final, (vide Pasal 38 ayat (2)). Keputusan Komisi
Banding Perlindungan Varietas Tanaman bersifat final, arti
nya tidak dapat dimohonkan peninjauan lebih lanjut kepada
lembaga atau pejabat lainya, karena penilaian atas varietas
menyangkut pertimbangan yang sangat bersifat teknis. (vide
Penjelasan atas Pasal 38 ayat (2)). Ketentuan ini tidak mem
berikan hak kepada pemohon untuk mengajukan upaya hu
kum peninjauan lebih lanjut kepada lembaga atau pejabat
lainnya, karena keputusan Komisi Banding bersifat final
(terakhir), dengan rasio hukum bahwa penilaian terhadap
varietas tanaman menyangkut pertimbangan yang bersifat
teknis. Dengan demikian, ketentuan dalam UU No. 29 Ta
hun 2000 ini berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 14
Tahun 2001 yang memberikan hak kepada pemohon untuk
mengajukan gugatan atas keputusan Komisi Banding Paten
yang menolak permohonan bandingnya kePengadilan Niaga
dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tang
gal diterimanya keputusan penolakan permohonan banding
tersebut (vide Pasal 64 ayat (4)). Penting ditegaskan bahwa
penilaian terhadap invensi juga menyangkut pertimbangan
yang sangat bersifat teknis, jadi sama dengan penilaian ter
hadap varietas tanaman.

9) Dalam hal Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanam
an menerima permohonan banding, Kantor Perlindungan
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Varietas lauaman wajib melaksanakan keputusan fa
Banding dan mencabut penolakan hak perlmditngan"'.^
etas tanaman yang telah dikeluarkan. (vide Pasal 3x ?:
(5)). \_i;/g dimaksud dengan menerima permohonan hand]*
adalah mengabulkan permohonan banding tersebut dan''j',
ngan demikian Kantor Perlindungan Varietas Tanaman u^jjl
memberikan sertifikat perlindungan varietas tanaman JL
Penjelasan atas Pasal 58 ayat (5)). ketentuan ini mewajibkan
kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk melaksanaka
keputusan komisi Banding Perlindungan Varietas Tanam*"
yang menerima atau menyetujui permohonan banding yan„
diajukan oleh pemohon hak perlindungan varietas tanaman
Sehubungan dengan itu, ketentuan ini mengharuskan Kan
tor Perhndungan Varietas "Tanaman memberikan sertifikat
perlindungan varietas tanaman kepada pemohon hak per
lindungan varietas tanaman yang permohonan bandingnva
diterima atau disetujui oleh komisi Banding Perlindungan
Varietas Tanaman.

10) Dalam hal Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman
menolak permohonan banding, Kantor Perlindungan Varietas
lanaman segera memberitahukan penolakan tersebut. (vide
Pasal 38 ayat (4)). Pemberitahuan penolakan atas permohon
an banding disampaikan kepada yang mengajukan permo
honan banding. Dalam hal permohonan banding diajukan
oleh kuasanya, maka pemberitahuan tersebut disampaikan
kepada kuasa yang bersangkutan dari salmannya diberikan
kepada^ pihak yang memberi kuasa. (vide Penjelasan atas
Pasal 38 ayat (4)). ketentuan ini mengharuskan kantor Per
lindungan Varietas lanaman untuk segera memberitahukan
penolakan terhadap permohonan banding kepada pemo
hon atau kuasanya yang mengajukan permohonan banding
tersebut. konsekuensi yuridisnya, ialah varietas lanaman
yang pernah ditolak permohonan hak perlindungan varietas
tanamannya, tidak dapat diajukan kembali perm!.honan hak
perhndungan varietas lanaman tersebut kepada Kantor Per
lindungan Varietas lanaman.
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K. Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman
Perlindungan varietas tanaman dalam UU No. 29 Tahun 2000

mempunyai jangka waktu yang terbatas, dalam arti ada pembatasan
rka waktu perlindungannya.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000, perlindungan
!_rietas tanaman diberikan untuk jangka waktu: a. 20 (dua puluh)

untuk tanaman semusim; b. 25 (dua puluh) tahun untuk tana-
ri tahunan. Pengertian tanaman tahunan, menurut Penjelasan atas

4 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000, ditujukan untuk jenis pohon-
fohonan (tree) dan tanaman merambat (vine) yang masa produksinya

ifeDih dari satu tahun, sedangkan yang lainnya disebut tanaman se
musim.

Jangka waktu perlindungan varietas tanaman tersebut, menurut
"pasal 4 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000, dihitung sejak tanggal pem
berian hak perlindungan varietas tanaman. Tanggal pemberian hak
'nerlindungan varietas tanaman ini tercantum dalam sertifikat perlind
ungan varietas tanaman yang merupakan bukti kepemilikan hak atas
perlindungan varietas tanamannya.

Penting diperhatikan bahwa sejak tanggal pengajuan permo
honan hak perlindungan varietas tanaman secara lengkap diterima
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman sampai dengan diberikan hak
perlindungan varietas tanaman tersebut, kepada pemohon diberikan
perlindungan sementara berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU No. 29 Ta
hun 2000. Sehubungan dengan itu, Penjelasan atas Pasal 4 ayat (3) UU
No. 29 Tahun 2000 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud
dengan perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan
sejak diserahkannya pengajuan permohonan secara lengkap sampai
diterbitkan Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman. Selama jangka
waktu perlindungan sementara tersebut, pemohon mendapatkan per
lindungan atas penggunaan varietas tanaman.

Selama jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 4 UU No. 29
Tahun 2000, pemulia tanaman sebagai pemilik/pemegang hak atas
perlindungan varietas tanaman memperoleh perlindungan hukum
dalam pemilikan dan pemanfaatan hak atas perlindungan varietas
tanaman untuk kepentingan pribadinya, baik yang bersifat "noneko-
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nouns" (utamanya meningkatkan aktualisasi diri) maupun yang K
sifat "ekonomis" (dalam hal ini mendapat keuntungan materil). Q| k
karena itu, logis bahwa UU No. 29 Tahun 200) melindungi pemu|j
tanaman sebagai pemilik. pemegang hak atas perhndungan varietas ta''
aman dan adanya peniruan. pembajakan, maupun perbuatan etira
lainnya yang dilakukan oleh orang lam terhadap varietas tanamanny8
secara melawan hukum atau tanpa persetujuan atau izin dari peniu.
lia tanaman sebagai pemilik/pemegang hak atas perlindungan variety
tanaman tersebut.

Akibat hukum dan berakhirnya jangka waktu perlindungan hu
kum yang ditentukan dalam UU No. 29 Tahun 2001, adalah berakhir
pula hak ekonomi dan hak monopoli dari pemulia tanaman sebagai
pemilik/pemegang hak atas perlindungan varietas tanaman. Akibat• hu
kum lebih lanjut, ialah hak atas perlindungan varietas tanaman terse
but menjadi milik masyarakat atau berada dalam penguasaan publik
(public domain). Ini bermakna bahwa UU No. 29 Tahun 2000 mem
berikan hak kepada warga masyarakat untuk memanfaatkan varietas
tanaman (yang jangka waktu perlindungan hukumnya telah berakhir)
tanpa harus ada persetujuan atau izin dari pemulia tanaman sebagai
pemilik/pemegang hak atas perlindungan varietas tanaman sebelum
nya.

Pembatasan jangka waktu perlindungan varietas tanaman da
lam UU No. 29 Tahun 2000 berdasarkan landasan filosofis bahwa
meskipun hak atas perlindungan varietas tanaman bersifat eksklusif
yang menimbulkan hak ekonomi dan hak monopoli bagi pemulia
tanaman sebagai pemilik/pemegang hak atas perlindungan varietas
tanaman, namun hak ekonomi dan hak monopoli itu tidak mutlak
bersifat materialistis-individualistis, karena UU No. 29 Tahun 2000
membatasi (dari segi jangka waktu pemanfaatan hak atas perlindung
an varietas tanaman) hak ekonomi dan hak monopoli dengan fungsi
sosial dan tidak ditujukan untuk mengganggu ketertiban umum dalam
pemanfaatan hak atas perlindungan varietas tanaman tersebut. Jadi.
perlindungan varieras tanaman ternyata juga mengandung nilai-nilai
spiritualistis-kolektivitis.

~P
Relasi Hukum, Moral, clan Hak Kekayaan intelektual
Pengaturan Ilukum Perhndungan Varietas lanaman dan Paten
terhadap Kmi/myers: Mora! Rekayasa G, uelika di Indonesia

Pembatasan jangka waktu perlindungan varietas tanaman dalam
rejij jsjo. 29 Tahun 2000 juga berdasarkan pemikiran teoretis bahwa

'ernulia tanaman sebagai pemilik/pemegang hak atas perlindungan
>arietas tanaman telah memperoleh manfaat yang layak (aktualisasi
diri dan keuntungan material) dan adil (sebanding bahkan mungkin

elebihi pengorbanan yang diberikan selama menghasilkan varietas
tanaman, baik berupa.pikiran, tenaga, waktu, maupun biaya, bahkan
perasaan) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU No.
:29 Tahun 2000.

g. Hak dan Kewajiban bagi Pemilik/Pemegang Hak
Perlindungan Varietas Tanaman
Pemulia tanaman, baik orang maupun badan hukum, sebagai pe

milik/pemegang perlindungan varietas tanaman, adalah subjek hukum
perlindungan varietas tanaman, yang mempunyai ciri-ciri sebagai sub
jek hukum pada umumnya menurut ilmu hukum.

Subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak
dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Subjek hukum
berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif.128

Ilmu hukum mengenai adanya 2 (dua) pihak yang bertindak se
bagai subjek hukum, yaitu:

a. manusia sebagai natuurlijk persoon, yaitu subjek hukum ala
miah dan bukan hasil kreasi manusia tetapi ada kodrat;

b. badan hukum sebagai rechtspersoon, yaitu subjek hukum
yang menghasilkan kreasi hukum.129

Menurut Soenawar Soekawati, subjek hukum adalah manusia
yang berkepribadian hukum (legal personality) dan segala sesuatu
yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh
hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Hukum positif
di semua negara yang ada sudah mengakui bahwa manusia dan badan

128 Chidir Ali, 2005, Badan Hukum. PT. Alumni, Bandung, him. 6.
\ll) Jono, 2008, Hukum Kepailitan. Sinar Grafika, Jakarta, him. 5 I.
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hukum adalah subjek hukum.1"1 |m berarti bahwa pemulia
tanamansebagai pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman adal h

subjek hukum perlidungan varietas tanaman yang hak dan kewajih^
nya atas perlindungan varietas tanaman yang merupakan hasil karv
intelektualnya itu telah diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000.

Hak perlindungan varietas tanaman, menurut Pasal I angka )
UU No. 29 Tahun 2000, adalah "Hak khusus yang diberikan negara
kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tana
man untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau
memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk
menggunakannya selama waktu tertentu".

Menurut Patricia Loughlan, hak pemulia/hak perlindungan vari
etas tanaman merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penie-
gangnya untuk menghasilkan atau menggunakan kembali dan menjual
varietas tanaman yang telah dihasilkan.111

KekhtiSLisan atau eksklusivitas hak perlindungan varietas tana
man terefleksinya dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000
yang memberikan hak kepada pemegang hak perlindungan varietas
tanaman untuk memiliki dan memberikan persetujuan kepada orang
atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas tanaman berupa
benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Kekhususan
atau eksklusivitas hak perlindungan varietas tanaman dijelaskan dalam
Penjelasan atas Pasal 6ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000, bahwa seperti
halnya bidang HKI lainnya, hak atas perlindungan varietas tanaman
merupakan hak yang bersifat khusus. Berdasarkan hak tersebut pe
megang hak perlindungan varietas tanaman dapat menggunakan vari
etas tanaman yang mendapat hak perlindungan varietas tanaman atau
melarang orang Iain yang tanpa persetujuannya menggunakan varietas
tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pada dasarnya,
segala keunggulan yang dimiliki suatu varietas diwujudkan melalui
bahan propagasi (perbanyakan) berupa benih. Namun, dengan teknik

30 Soenawar Soekawati, dalam Chidir Ali, Op. Cit., him. I I.
U Patricia Loughlan, 1998, Intellectual Prorerty: Creative and Marketing Right

LBC Information Service. Australia, him. I55.
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tentu produk hasil panen berupa bagian-bagian vegetatif dapat
ula digunakan sebagai bahan propagasi. Oleh karena itu, hak perlin

dungan varietas tanaman perlu diberlakukan baik untuk penggunaan
enih maupun penggunaan hasil panen untuk bahan propagasi.

Selanjutnya, keberlakuan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 29
ahuii 2000 cakupannya diperluas oleh Pasal 6 ayat (2), sehingga ber-

juga untuk:
a. varietas turunan esensiai yang berasal dari suatu varietas

yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi
nama;

b. varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas
yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1);
c. varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan vari

etas yang dilindungi.

Hak perlindungan varietas tanaman atas suatu varietas, menu
rut Penjelasan atas Pasal 6 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000, berlaku
juga untuk penggunaan sebagai varietasasal untuk pembuatan varietas
turunan esensiai, varietas yang tidak dapat dibedakan, maupun peng
gunaan secara berulang dalam menghasilkan varietas lain. Ketentuan
ini menjamin varietas yang memiliki perlindungan varietas tanaman
memperoleh imbalan atas penggunaan varietas tersebut dalam pem
buatan varietas turunan esensiai dengan teknik rekayasa genetika.
Ketentuan ini untuk melindungi penggunaan varietas yang dilindu
ngi dari penggunaan dengan nama lain, serta dari penggunaan secara
berulang-ulang dalam memproduksi varietas lain seperti penggunaan
galur inbrida dalam pembuatan hibrida.

Kemudian, hak untuk menggunakan varietas sebagaimana di
maksud pada ayat (1) dari Pasal 6 UU No. 29 Tahun 2000 tersebut di
atas, meliputi kegiatan-kegiatan yang dibolehkan dalam Pasal 6 ayat
(3) UU No. 29 Tahun 2000 berikut Penjelasan atas pasalnya, sebagai
berikut:

a. Memproduksi atau memperbanyak benih. Perbanyakan
benih adalah usaha, produksi benih; benih dapat berwujud
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dalam berbagai bentuk, seperti biji, batang, mata tempel L
fang bawah, dan bibit kultur jaringan.

b. Menyiapkan untuk tujuan propagasi. Penvapan untuk ,„
luan propagasi lebih ditekankan pada usaha-usaha pros'
dan teknik dan propagasi, seperti penyiapan mata temp?
bibit kultur jaringan dan sebagainya.

e. Mengiklankan.
d. menawarkan;
e. menjual atau memperdagangkan;
I- mengekspor;
g- mcngimpor;

h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud da
lam angka a, b, c, d, e, f, dan g.

Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi ya„„
.berasal dan vanctas yang dilindungi, menurut Pasal 6ayat 4 UU No
29 Tahun 2000, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak pe"
lindungan varietas tanaman. '

easi meerlindUT" ,tCr''adaP Pen^unaan has» P^en untuk propa-gas , menurut Penjelasan atas Pasal 6ayat (4) UU No. 29 Tahun 2000
perlu chbenkan untuk mencegah penggunaan bagian dari hasil pane,,'
yang dmsahakan menjadi benih perbanyakan. Sebagai contoh, bagi
uu aman dan bt.ngapotong yang diperdagangkan, yang dikembang
kan ad, ben.h melalu, kulur jaringan, tetap mendapat perlindungan
varietas tanaman. b

Penggunaan varietas turunan esensiai harus mendapat persetu-
luan dan pemegang hak perlindungan varietas tanaman dan/atau
pennhk vanetas asal dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal
sel^ ib k '• ^ TahUn 200° benkut Pe"'d-" «» P-'nya,sebagai berikut: }

a. Varietas turunan esensiai berasal dari varietas yang telah
mendapat hak perhndungan varietas tanaman atau mendap
at penanaman berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensi
ai sebelumnya. Perkembangan bioteknologi modern seperti

| Relasi Hukum, Mural, dan Hak Kekayaan Intelektual
I "•'««<«•..» H»ku„, /;•,•/„„/,„,,„„ l.„v„„< ,;„, , _,, ,

tewadat) Konfri .•••- m •-./>• > ,,,. r-
IU,1''U'-V'' ('t'uetika di Indonesia

• •

I

rekayasa genetik akan mampu melakukan kegiatan pemu
liaan untuk merakit varietas baru dengan pemindahan gen
yang memiliki ekspresi sifat spesifik dengan ketepatan yang
tinggi. Melalui rekayasa genetik dapat diperoleh varietas
baru yang memiliki sifat-sifat dasar yang masih seperti vari
etas asal, kecuali satu atau dua sifat tertentu yang berbeda,
umumnya meningkatkan sifat keunggulan. Varietas baru ini
dapat memperoleh hak varietas asal yang digunakan. Hal ini
bertujuan agar pemegang hak perlindungan varietas tanaman
atau pemilik nama varietas asal tetap masih perlu mendapat
perlindungan dan hak ekonomi dari penggunaan perlindu
ngan varietas tanaman dari varietas turunan esensiai;

b. Varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi
sifat-sifat esensiai dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan
secara jelas dengan varietas asal dan sifat-sifat yang timbul
dari tindakan penurunan itu sendiri. Varietas asal, atau va
rietas turunan lain dari varietas asal, yang mempertahankan
sebagian besar sifat-sifat esensiai dari varietas asal, tetapi da
pat dibedakan secara jelas dari varietas asal untuk sifat-sifat
yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri;

c. Varietas turunan esensiai sebagaimana dimaksud di atas da
pat diperoleh dari mutasi induk, variasi somaklonal, seleksi
individu tanaman, silang balik, dan tranformasi dengan re
kayasa genetik dari varietas asal.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (6) UU No. 29 Tahun 2000 mengha
ruskan varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensiai te
lah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah. Varietas asal, menurut
Penjelasan atas Pasal 6 ayat (6) UU No. 29 Tahun 2000, adalah vari
etas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas
turunan esensiai. Varietas tersebut meliputi varietas yang mendapat
perlindungan varietas tanaman atau tidak mendapat perlindungan va
rietas tanaman tetapi telah diberi nama dan didaftarkan oleh Peme
rintah.
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lemulia tanaman yang menghasilkan varietas i.lnin
gaimana dimaksud Pasal 5ayat (2) dan ayat (3) dan lelah "^ ;|
kaiinya sesuai dengan Pasal II. menunu Pasal Xayat (!) p!^1,1^
Tahun 2000, berhak untuk mendapatkan imbalan v,,,.. |u . V

- • ^ <a\ ak __memperhatikan manlaat ekonomi yang dapat diperoleh d '-" UtneaQ
tersebut. Penting diuraikan kembali bahwa Pasal 5 aval D) [i^M
29 Tahun 2000 memuat ketentuan, vaitu jika suatu varLtas J

memneri pekerjaan itu adalah pemegang hak perlinduiigL'n'vi
tanaman, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dcnuan '<

man yang dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihik •
•>ncta$

•

engnrangi hak pemulia. Adapun Pasal 5 aval
2000 memuat ketentuan bahwa pka suatu varietas tanainaiumiasS
berdasarkan pesanan. maka pihak yang memberi pesanan itu men" 7
pemegang hak perhndungan varietas tanaman, kecuali diperjanjikan I
lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Kemudian, imbalan yang menjadi hak pemulia tanaman van
menghasilkan varietas tanaman menurut Pasal 5ayat (2) din ivat Ul
UU No- 29 Tahun 2000, dapat dibayarkan dalam bentuk dan'jumlah
yang ditentukan secara alternant dalam Pasal 8 aval (2) V{) No >9
Tahun 2000, yaitu:

a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
b. berdasarkan persentase;
c. dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekali

gus dengan hadiah atau bonus; atau
d. dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah

atau bonus yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-
pihak yang bersangkutan.

Imbalan, yang merupakan hak pemulia tanaman sebagai penemu
varietas tanaman, menurut Penjelasan atas Pasal 8 aval (2) V{^ No.
29 Tahun 2000, diatur dan ditetapkan dalam suatu perjanjian tertulis
secara jelas.

Ilak pemulia tanaman yang telah menghasilkan varietas tanaman
baik berdasarkan perjanjian kerja maupun pesanan, untuk mendapat
kan imbalan yang layak dalam bentuk dan jumlah tertentu berdasar-

7Jf Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual

•-•-•'''/ > . . •

18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000, tidak meng-
h'ak pemulia tanaman tersebut untuk tetap dicantumkan

"dalam sertifikat pemberian hak perlindungan varietas tana-
Sang dikenal sebagai "hak moral" (moral right).
'L kperlindungan varietas tanaman merupakan hak yang ber-

^Ichusus, individual dan manunggal dengan pemulia tanamannya,
hak moralnya tetap saja melekat pada pemulia tanamannya,

||_n telah dialihkan atau beralih atau diberikan kepada pihak
JgUia Sekali tidak menghapuskan hak pemulia untuk tetap dican-

10kan namanya dalam sertifikat pemberian hak perlindungan vari
es tanaman.

I Pada hakikatnya semua negara di dunia menilai pentingnya pe-
Bfaan tanaman yang efektif bagi kesejahteraan masyarakat petani

r-penduduk lainnya yang berarti bahwa kegiatan pemuliaan mem-
erikan keuntungan besar bagi umat manusia. Namun demikian,
j&pleksitas masyarakat modern menghendaki adanya varietas yang
$kt disesuaikan dengan iklim cuaca, aneka macam varietas untuk

cebutuhan kesahatan dan pilihan yang bebas bagi tanaman hias dan
indah yang tidak mungkin terwujud hanya dengan mengharapkan
pendanaan dari negara saja.132 Oleh karena itu, untuk mewujudkan

f inginan tersebut dibutuhkan peran dari pihak swasta agar turut ser-
hiendanai kegiatan pemuliaan tanaman.133

«?• Banyak negara yang ketika akan melakukan investasi dana pe-
Jnerintah pada penelitian pemuliaan tanaman, memberikan hak ek
sklusif berupa hak pemulia kepada pemulia untuk mengeksploitasi
varietas baru tanaman yang bertujuan untuk:

a. memberi kesempatan kepada pemulia (termasuk lembaga
pemerintah) untuk mendapatkan suatu pengembalian yang
wajardari dana yang telah dikeluarkan;

132 John H. Barton, "Intellectual Property Issues in Agriculture for Developing Na
tions", dalam Departement of Economic and Social Development, 1992, "Ad
vanced Technology Assessment System: Biotechnology and Development Ex
panding the Capacity to Produce Food", Issues 9, United Nations, New York,
him. 239, dikutip dari Nina Nuraini, Op. Cit., him. 36.

133 Ibid.
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b. memberikan insentif untuk melanjutkan atau menambah in
vestasi di masa yang akan datang; dan

c. mengakui hak moral dari inventor (pemulia yang ber-sang.
kutan) dan hak ekonomi sebagai imbalan aras hasil usaha
nya:1.I.M

Hak pemulia tanaman/hak perlindungan varietas tanaman selain
sebagai perlindungan HKI bagi pemulia tanaman sendiri, juga harus
mampu:

a. Menjamin terpenuhinya sebanyak mungkin kebutuhan
petani akan benih bermutu secara berkesinambungan dan
merata di seluruh wiiayah penanaman secara spesifik;

b. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dan
mendorong tumbuhnya industri pembenihan, dan merang-
sang invensi serta pengembangan varietas-varietas baru se
banyak mungkin oleh masyarakat;

c. Mendorong perluasan lapangan kerja baru di bidang perta
nian dan peningkatan kegiatan dalam teknologi pemuliaan
oleh masyarakat;

d. Menjamin perkayaan, pemanfaatan dan pelcstarian plasma
nutfah;

e. Mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup
petani.135

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, secara prinsip, eksklusivi
tas hak pemulia tanaman sebagai pemilik/pemegang hak perlindungan
varietas tanaman meliputi hak pemulia tanaman untuk memproduk
si atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propaga
si, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan.

134 Rattan Lai Agrawel, dalam Ibid.
1.35 Achmad Baihaki, "Meningkatkan dan Mengembangkan Partisipasi Industri Per

benihan dalam Pembangunan Pertanian melalui Pembentukan Breeders Rights'.
Makalah, Disampaikan pada Seminar Berkala Program Studi Pemuliaan Tanaman
Jurusan Budidaya Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran, Banduim,
16 Maret 1998, him. 17, dalam Ibid., him. ,5.
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mengekspor, mengimpor dan mencadangkan untuk keperluan kegia-
tan-kegiatan tersebut. (vide Pasal 6 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000).
Sebagai hak eksklusif, pemulia tanaman sebagai pemilik/pemegang hak
perlindungan varietas tanaman dapat menggunakan varietas tanaman
yang mendapat hak perlindungan varietas tanaman atau melarang
orang lain tanpa persetujuannnya menggunakan varietas tanaman
tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Eksklusivitas hak pemulia tanaman sebagai pemilik/pemegang
hak perlindungan varietas tanaman mempunyai pembatasan yang di
tentukan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000 berikut Pen
jelasan atas pasalnya, yang berarti bahwa meskipun dilakukan oleh
pihak lain tanpa persetujuan dari pemegang hak yang bersangkutan,
kegiatan-kegiatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak eks
klusivitas tersebut, apabila:

a. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas tanaman yang
dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial, bahwa
kegiatan perorangan terutama para petani untuk keperluan
sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarluaskan un
tuk keperluan kelompoknya. Hal ini perlu ditegaskan agar
pangsa pasar bagi varietas tanaman yang memiliki perlin
dungan varietas tanaman tadi tetap terjaga dan kepentingan
pemegang hak perlindungan varietas tanaman tidak dirugi-
kan;

b. Penggunaan varietas tanaman yang dilindungi untuk kegia
tan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas
tanaman baru. Pemulia diberikan kebebasan untuk meng
gunakan varietas tanaman yang dilindungi untuk kegiatan
pemuliaan sebagai induk persaingan, sepanjang tidak digu
nakan sebagai varietas tanaman asal;

c. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas tanaman yang
dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaaan pangan dan
obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari
pemegang hak perlindungan varietas tanaman. Ketentuan
ini dimaksudkan untuk pemegang hak perlindungan vari
etas tanaman. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengako-
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niodasikan kemungkinan terjadinya kerawanan pan«
ancaman terhadap kesehatan. Penggunaan oleh Pernc"
set.daknva merupakan salah satu cara untuk nicnoa,^"1^
man tad.. Meskipun demikian. pelaksanaannva harus !***
memperhatikan kepentingan pemulia atau pemegln„?_
perlindungan varietas tanaman. Karena itu, penetapaiu
hui harus di.uangkan dalam bentuk Keputusan Presiden^*

Selanjutnya, Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UU No Hj T,
2000 mengatur tentang "hak menuntut" yaitu hak Pcn^k/pcnJ^
hak perhndungan varietas tanaman untuk menuntut kepada set
orang atau badan hukum yang melanggar hak-hak pemilik/peme*?
hak perhndungan varietas tanaman. 8

Menurut Pasal 66 ayat (I) UU No. 29 Tahun 2000, jika sum
hak perhndungan varietas tanaman diberikan kepada orang atau hi
dan hukum, selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak
atas hak perlindungan varietas tanaman sebagaimana dimaksud pada
Pasal , UU No. 29 Tahun 2000, maka orang atau badan hukum van
berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri '

Adapun Pasal 5UU No. 29 Tahun 2000 yang dimaksud oleh Pa
sal 66 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000, perlu diuraikan kembali sub
stansinya yang menegaskan bahwa pemegang hak perhndungan varie
tas tanaman adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak
lam yang menerima lebih lanjut hak perhndungan varietas tanaman
tersebut (vide ayat (I)). Selanjutnya, jika suatu varietas dihasilkan ber
dasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan m,
adalah pemegang hak perlindungan varietas tanaman, kecuali diper-
lanukan lam antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia
(vide ayat (2)). Kemudian, jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan
pesanan maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang
hak perhndungan varietas tanaman, kecuali diperjanjikan lain antara
kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia (vide ayat (,))

Hak menuntut yang dimiliki oleh pemilik/pemegang hak perlin
dungan varietas tanaman, menurut Pasal 66 ayat (2) UU No 29 Tahun
2000. berlaku sejak tanggal diberikan Sertifikat IInk Perlindungan \V

mmf^ Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kek.iyaan lnleleklu.il
Pengaturan liukum Perlindungan Varietas lanaman dan Paten
terhadap kontroversi Moral Rekayasa-Genetika d, Indonesia

Be Tanaman. Ketentuan mi seharusnya selaras dengan ketentuan
j 34 ayat (2) dalam UU No. 14 Tahun 2001 yang memberikan

^rlindungan hukum terhadap paten secara berlaku surut, yaitu sejak
ftnggal penerimaan permohonan paten, agar dapat melindungi hak

,entor selaku pemohon paten selama proses permohonan paten-

.Selanjutnya, Pasal 66 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000 men-
skan Panitera Pengadilan Negeri untuk segera menyampaikan

an putusan Pengadilan Negeri atas tuntutan dari pemilik/peme-
hak perlindungan varietas tanaman kepada Kantor Perlindungan

etas Tanaman, untuk kemudian Kantor Perlindungan Varietas
aman mencatatnya dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas

Efjhaman dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Perlindungan
'Varietas Tanaman.

Pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman atau pe-
ng hak lisensi atau pemegang lisensi wajib, berdasarkan Pasal 67

1 (1) UU No. 29 Tahun 2000, berhak menuntut ganti rugi melalui
fengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja tanpa hak

Sielakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No.
%) Tahun 2000.

Adapun Pasal 6 UU No. 29 Tahun 2000 yang dimaksud oleh
•asal 66 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000, perlu diuraikan kembali

isiibstansinya yang menegaskan bahwa pemilik/pemegang hak per
lindungan varietas tanaman memiliki hak untuk menggunakan dan
memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk
menggunakan varietas tanaman berupa benih dan hasil panen yang di
gunakan untuk propagasi (vide ayat (1)). Hak pemilik/pemegang hak
perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan varietas tanaman
meliputi kegiatan-kegiatan, yaitu: memproduksi atau memperbanyak
benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawar-
kan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan/
atau mencadangkan untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut (vide
ayat (3)).

Sehubungan dengan hak menuntut ganti rugi, Pasal 61 ayat (2)
UU No. 29 Tahun 2000 memuat ketentuan bahwa tuntutan ganti ruei

Bah 6

Dasar Dogmatis Pengakuan dan Perlindungan I lukum Varietas
'Tanaman terhadap Rekayasa Genetika di Indonesia tZ



(f

yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam P,
6 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000, hanya diterima apabila terbuk
varietas tanaman yang digunakan sama dengan varietas tanaman va^
telah diberi hak perlindungan varietas tanaman. ' *

Selanjutnya, Pasal 67 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000 mengha
ruskan Panitera Pengadilan Negeri untuk segera menyampaikan putu
san Pengadilan Negeri tentang tuntutan ganti rugi kepada Kantor pcr"
lindungan Varietas Tanaman, untuk kemudian Kantor Perlindungan
Virietas Tanaman mencatatnya dalam Daftar Umum Perlindungan
Varietas Tanaman dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Perlin
dungan Virietas Tanaman.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak van,
haknya dilanggar, maka berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 29 Ta
hun 2000 hakim dapat mcmerintahkan pelanggar hak perlindungan
varietas tanaman tersebut, selama masih dalam pemeriksaan Penga
dilan Negeri, untuk menghentikan sementara kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000.

Adapun Pasal 6ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000 yang dimaksud
oleh Pasal 66 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000, perlu diuraikan kem
bali substansinya yang menegaskan bahwa hak pemilik/pemegang hak
perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan varietas tanaman
meliputi kegiatan-kegiatan, yaitu: memproduksi atau memperbanyak
benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawar-
kan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan/
atau mencadangkan untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain perintah penghentian sementara, hakim juga dapat mc
merintahkan penyerahan hasil pelanggaran hak perlindungan varietas
tanaman untuk dilaksanakan berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU No.
29 Tahun 2000, apabila putusan Pengadilan Negeri sudah mempu
nyai kekuatan hukum tetap clan setelah orang atau badan hukum yang
dituntut, membayar ganti rugi kepada pemilik barang yang beritikad
baik.

Yang dimaksud "pemilik barang yang beritikad baik", menurui
Penjelasan atas Pasal 68 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000, adalah pe
milik barang yang barangnya berasal dan transaksi dengan pemilik

Relasi Hukum, Moral, clan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas lanaman dan Paten
terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Union

megang hak perlindungan varietas tanaman yang hak perlindungan
ietas tanamannya kemudian terbukti diperoleh dari pelanggaran.

Menurut Pasal 69 UU No. 29 Tahun 2000, hak untuk mengaju-
n tuntutan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 66 sampai dengan

-.pasal 68 UU No. 29 Tahun 2000, tidak mengurangi hak negara untuk
^melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak perlindungan

varietas tanaman.

Hak negara untuk menuntut secara pidana tetap ada dan tidak
berkurang, meskipun terhadap pelaku pelanggaran telah dituntut
Secara perdata, karena hak perlindungan varietas tanaman memiliki
dampak yang sangat luas terhadap tatanan kehidupan sosial ekonomi
dan politik, sebagaimana dijelaskandalam Penjelasan Pasal 69 UU No.
29 Tahun 2000.

Pemulia tanaman sebagai subjek hukum perlindungan varietas
tanaman yang memiliki/memegang hak perlindungan varietas tana
man juga mempunyai kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal
9 UU No. 29 Tahun 2000, yaitu:
Jj; a. Melaksanakan hak perlindungan varietas tanamannya di

Indonesia, kecuali apabila pelaksanaan perlindungan varie
tas tanaman tersebut secara teknis dan/atau ekonomis tidak

Iayak dilaksanakan di Indonesia (vide ayat (1) dan ayat (2)).
Pengecualian dimaksud hanya dapat disetujui Kantor Per
lindungan Varietas Tanaman apabila diajukan permohonan
tertulis oleh pemegang hak perlindungan varietas tanaman
dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh
instansi yang berwenang (vide ayat (3));

b. membayar biaya tahunan perlindungan varietas tanaman;
c. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas ta

naman yang telah mendapatkan hak perlindungan varietas
tanaman di Indonesia.

Ketentuan yang mewajibkan pemulia tanaman sebagai pemilik/
pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk melaksanakan
hak perlindungan varietas tanamannya di Indonesia, didasarkan atas
semangat hukum (legalspirit) yang terkandung dalam konsideran "Me-
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nunbam huruf b VV No. 29 Tahun 2000, vaitt guna lebih m_ni
karkan smberdaya plasma nut lab yang merupakan bahan utam!
inn I'Mii r-ii-i.,.,, , I. II -i "UlOmuliaan tanaman, perlu diles.ankan dan dunanfaatkmi'sebmk-ba.L.^
dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tananun
pa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong n*"'
buhan industri perbenihan. Urn'

Selanjutnya, ketentuan imperatif dalam Pasal 9ayat (I) |11Ir ,-,
UU No. 29 Tahun 2000 yang membebankan biava tahunan pcr '
ngan varietas tanaman kepada pemulia tanaman sebagai pemilik
megang hak perhndungan varietas tanaman, adalah norma huknl"
yang ,elas berlebihan (overbad®, karena menambah beban ken an
bag, pemilik/pemegang hak perhndungan varieras tanaman atau n
megang hsensmva. Padahal, pemilik/pemegang hak perlindungan va
netas tanaman yang melaksanakan sendiri haknva telah dikenakan
pamk penghasilan oleh negara atau pka pemilik/pemegang hak p_r|jn
dungan varietas tanaman memberikan lisensi hak perlindungan varie'
tas tanaman kepada pihak lain, kemudian ia mendapat royalti mab
royalti itupun adalah pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan
oleh negara. Negara seharusnya menghindarkan pengenaan pajak bcr
ganda atau membebaskan tanf-tanf nonpajak, agar biaya pelaksanaan
dan pemanfaatan hak ekonomis dalam perlindungan varietas tanam-'
an dapat dimmimalkan (biaya murah), sehingga akan timbul ga.rah
atau miliar warga masyarakat, khususnya para pemulia tanaman, van*
mempunyai kemampuan berfikir yang menalar untuk menghasilkan
varietas tanaman yang dapat dimohonkan hak perlindungan varie
tas tanamannya. Adapun biaya pemeliharaan perhndungan varietas
tanaman, sudah seharusnya ditanggung oleh negara dan pendapatan
negara atau dari sektor pajak.

Ketentuan imperatif dalam Pasal 9ayat (I) huruf b UU No ?9
Tahun 2000 yang membebankan biaya tahunan perhndungan varie
tas tanaman kepada pemuha tanaman sebagai pemilik/pemegang hak
perhndungan varietas tanaman, juga tidak konsisten dengan semanga.
hukum (legalspirit) yang terkandung dalam konsideran "Menimbang"
hurul bWNo. 29 Tahun 2000, van,, untuk membangun pertanian
yang mam, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang am ira

Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan Hukum Perlmdimgau Vanetas lanaman da;; R,
terhadap Kontrove^i \1„> >I Rel n . i ,,,,/ika I, •

|enaan tersedianya bibit unggul. Biaya tahunan perlindungan va
ils tanaman dapat berdampak secara langsung atau tidak langsung
i efisisiensi, yang kemudian dapat melemahkan minat dan peran-

pemulia tanaman (baik perorangan maupun badan hukum) untuk
kakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan
ietas tanaman yang unggul baru, karena terlalu banyak dibebani

i-biaya, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan
an di Indonesia.

Berikutnya, adanya pengecualian dari kewajiban melaksanakan
perlindungan varietas tanamannya di Indonesia, menurut Penje-

atas Pasal 9 ayat (2), karena beberapa varietas tanaman secara
is maupun ekonomis pada waktu tertentu mungkin masih meng-
pi kendala untuk dikembangkan di Indonesia. Jadi, pemilik/pe-

•^inegang hak perlindungan varietas tanaman belum dapat melaksana-
untuk sementara waktu ketentuan imperatif dalam Pasal 6 UU No.

Tahun 2000, karena terkendala biaya yang tidak murah dan ma-
erdapatnya faktor-faktor teknis yang juga menjadi kendala. Oleh

ena itu, strategi hukum untuk melaksanakan ketentuan imperatif
am Pasal 6 UU No. 29 Tahun 2000 ialah pemilik/pemegang hak

^perlindungan varietas tanaman perlu melakukan kerja sama dengan
Ipihak swasta dalam bentuk perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 42 UU
_i|o. 29 Tahun 2000, agar hak perlindungan varietas tanamannya tetap
menghasilkan manfaat ekonomi tidak hanya bagi pemilik/pemegang

Tiak perlindungan varietas tanaman selaku pemberi lisensi tetapi juga
bagi pihak lainnya selaku penerima lisensi, bahkan bagi warga ma
syarakat yang turut dilibatkan dalam pemanfaatan hak perlindungan
varietas tanaman secara komersial.

Kewajiban pembiayaan bagi pemilik/pemegang hak perlindung
an varietas tanaman juga ditentukan dalam Pasal 63 UU No. 29 Tahun
2000 berikut Penjelasan atas pasalnya, yaitu:

(1) Untuk kelangsungan berlakunya hak perlindungan varietas
tanaman, pemegang hak perlindungan varietas tanaman wa
jib membayar biaya tahunan;

(2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak perlindungan va
rietas tanaman, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar
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Umum Perlindungan Varietas lanaman, salinan surat pcr.
lindungan varietas tanaman, salinan dokumen perlindungan
varietas tanaman. pencatatan pengalihan hak perlindungan
varietas tanaman, pencatatan surat perjanjian lisensi, pen
catatan lisensi wajib, serta lain-lainnya yang ditentukan ber
dasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya.

(3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara
pcmbayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian R.I.

9. Pengalihan Hak Milik atas Hak Perlindungan Varietas
Tanaman

Hak perlindungan varietas tanaman, seperti HKI lainnya, ada
lah hak kebendaan immateril yang juga dapat beralih dan dialihkan.
Ini berarti bahwa asas-asas hukum benda yang telah terkandung da
lam UU No. 29 Tahun 2000 dan juga telah termuat dalam ketentuan-
ketentuan WIPO dan Perjanjian WTO berikut TRIPs mengakui dan
menghormati hak perlindungan varietas tanaman sebagai hak ke
bendaan immateril.

Hak perlindungan varietas tanaman sebagai hak kebendaan im
materil juga harus dihormati sebagai hak pribadi pemiiiknya. Adapun
pengakuan eksistensi hak milik dan pengaturan hukumnya dalam UU
No. 29 Tahun 2000 adalah wujud dari penghormatan hak pribadi
pemiiiknya. '*6

Hak milik sebagai hak kebendaan, menurut Mariam Darus Bad
rulzaman, adalah hak yang paling sempurna jika dibandingkan dengan
hak kebendaan lainnya, karena hak milik memberikan kenikmatan
yang sempurna kepada pemiiiknya. Wujud dari pengakuan terhadap
hak kebendaan yang sempurna itu, antara lain, adalah undang-undang

136 Muhammad Syaifuddin, 2009, Hukum Paten: Anahsis Paten dalam Perspck-
lif Pilsa/at. Teori. (Lin Dogmatik Ilukum Nasional dan Intemasional. Tuniyyl
Mandiri Publishim;, Making, him. \1~.

** I ;;"T
Relasi I lukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan I lukum Perhndungan Varietas lanaman dan Paten
terhadiip Kontroversi Moral Rekavasa Genetika <// Indonesia

memperkenankan hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si
pemilik hak.157

Istilah "hak milik" menurut Mahadi mengandung arti bahwa
benda yang dikuasai dengan hak milik dapat diturunkan kepada ahli
waris, dapat dialihkan kepada orang lain, dan dapat diperjualbeli-
kan.138 Namun demikian, penggunaan hak milik dan hak-hak atas ke
bendaan lainnya tetap ada pembatasannya, baik dalam carapengguna
annya maupun dalam hubungan-hubungan hukum yang lain.139

Pengertian pengalihan hak adalah penyerahan kekuasaan atas
suatu benda dari subjek hukum di satu pihak kepada subjek hukum
lainnya di pihak lain. Subjek hukum yang dapat mengalihkan dan me
nerima hak itu adalah orang, badan hukum, atau bahkan negara.140

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menjelaskan bahwa penyerahan
menurut sistem hukum perdata itu adalah "penyerahan suatu benda
oleh pemilik atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ter
sebut memperoleh milik atas benda tersebut.141 Penyerahan kekuasaan
atas suatu benda itu, menurut Vollmar, dapatdibedakan lagi atas: per
tama, "penyerahan faktual", yaitu tindakan mengalihkan kekuasaan
atas suatu bendasecara nyata; dan kedua, "penyerahan yuridis", yaitu
perbuatan hukum yang padanya atau karenanya hak milik (atau hak
bendaan lainnya) dialihkan.142 Perbedaan antara penyerahan faktual
dan penyerahan yuridis terlihat dengan jelas pada penyerahan benda
bergerak dan benda tidak bergerak. Penyerahan benda bergerak dila
kukan sekaligus, artinya penyerahan secara nyata dan penyerahan se
cara yuridis dilakukan secara bersama-sama.143

137 Mariam Darus Badrulzaman, 1983, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,
BPHN-Alumni, Bandung, him. 43.

138 Mahadi, 1981, Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Badan Pembi-
naan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, him. 71.

139 O.K. Saidin, Op. Cit., him. 380.
140 Muhammad Syaifuddin, 2009, Op. Git., him. 128.
141 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Ilukum Perdata: liukum Benda, Li

berty, Yogyakarta, him. 67.
142 H.F.A. Vollmar, 1983, Pengantar Studi Hukum Perdata. Terjemahan oleh I.S.

Adiwimarta, Rajawali Press, Jakarta, him. 230.
143 Mariam Darus Badrulzaman, 1983, Op. Git., him. 37-41.
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Hak perlindungan varietas tanaman, menurut Pasal 40 u ,
WNo. 29 Tahun 2000, dapat beta,,,, atau dialihkan kate, p ' ,.,,
;'"• htbah wastat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atauTeht
lam ^ngd.benarkan oleh undang-undang. Logika hukum dalam Pat
40 ayat (I) UU No. 19 Tahun 2000 tersebut ialah hak periin *
vanetas tanaman sebagai HKI di dalamnya melekat hak b?
•mmatenl (ndak berwujud) yang dapat beralih atau dialihkan £"
m,, ,uga retleks, hukum bahwa Pasal 40 ayat (1) UU No 29 T
2000: rT mengakui eksistensi hak perlindungan vn__,* ""
mansebaga, hak milik atas benda immateril (tidak berwujud si "
tap, berwujud hak, yaitu hak perhndungan varietas tanaman J
apat beralih atau dialihkan oleh pemiiiknya; dan keZ mengtS

dan melmdungt hak ekonomi dan hak moral individual atas benda m
marerd ndak berwujud) berupa hak perlindungan varietas tanama

Bark berahh maupun "dialihkan" merupakan cara pengalihan
Hak m.hk atas hak perlindungan vanetas tanaman, karena: pttaZ
terjadmya suatu peristiwa hukum tertentu; kedua, adanya atau dil
kukannya perbuatan hukum tertentu; dan ketiga, adanya atau dil k
kannya perbuatan hukum tertentu terlebih dahulu, untuk kemudian'
dukut, dengan tenadinya peristiwa hukum tertentu. jadi, "beralih"
dan atau 'dtahhkan" adalah suatu peristiwa hukum tertentu danM
perbuatan hukum tertentu yang dapat menimbulkan akibat hukum
yauu tenadmya pengalihan hak milik atas hak perlindungan van
Wnaman dan pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanama
kepada p.hak lamnya (orang atau badan hukum).

Hak perlindungan varietas tanaman dapat "beralih", berarti
bahwa tenadmya pengalihan hak milik atas hak perhndungan van
cas tanaman secara "demi hukum", karena terjadinya suatu peristiwa

mtcnentu. jad,, tanpa harus ada perbuatan hukum lebih dahulu
untuk dapat ter,admya pengalihan hak milik atas hak perlindungan
vanetas tanaman tersebut. Beralihnya hak milik atas hak perlindu
ngan vanetas tanaman karena pewarisan menurut Hukum Islam ter-
ad. derm hukum karena terjadinya peristiwa hukum, vain, mening

eal duma atau wafatnya pemilik/pemegang hak perlindungan varietas
tanaman selaku pewaris. Hak perhndungan varietas tanaman sebagai

• Relj5i H*'": Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
• - » Pc,,,a,,m,, Hukum /•,,•/„„/,„,,„„ t.„,,.,„, •,,„,„,„„„ _.„

_) terhacL,,, KoMmvers, Moral Rekayasa (; nka di Imhmnia

tjjCI yang mengandung nilai ekonomis dan dapatdinilai dengan uang
Kierupakan harta kekayaan milik pewaris yang telah yang meninggal
Hunia atau wafat tersebut, kemudian beralih menjadi milik ahli waris-

Selanjutnya, hak perlindungan varietas tanaman dapat "dialih-
", berarti bahwa terjadinya pengalihan hak milik atas hak perlin-

ungan varietas tanaman secara"tidakdemi hukum" karena terjadinya
atu peristiwa hukum tertentu, melainkan harus ada perbuatan hu-
m lebih dahulu untuk terjadinya pengalihan hak milik atas hak per-
dungan varietas tanaman tersebut. Hibah, perjanjian dalam bentuk

notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang, me-
['rupakan perbuatan-perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat
' hukum, yaitu terjadinya pengalihan hak milik atas hak perlindungan
.varietas tanaman. Jadi, terjadinya pengalihan hak milik atas hak per-
flindungan varietas tanaman tersebut karena dialihkan oleh pemilik/
^-pemegang haknya kepada pihak lain (orang atau badan hukum).

Kemudian, hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman
:,juga dapat "dialihkan untuk kemudian beralih", dalam arti bahwa ter
jadinya pengalihan hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman,
^karena adanya perbuatan hukum terlebih dahulu, untuk kemudian
diikuti dengan terjadinya peristiwa hukum tertentu. Sebagai contoh
pembuatan surat wasiat merupakan perbuatan hukum yang dilaku
kan terlebih dahulu oleh pemilik/pemegang hak perlindungan varietas
tanaman, yang isinya adalah pemilik/pemegang hak perlindungan va
rietas tanaman akan memberikan hak perlindungan varietas tanaman
miliknya kepada orang lain yang ditemukannya sendiri dalam surat
wasiat itu, jika pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman
tersebut di kemudian hari meninggal duniaatau wafat. Jadi, pengalih
an hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman dari pemilik/
pemegang hak perlindungan varietas tanaman kepada orang lain itu
terjadi karena adanya perbuatan hukum terlebih dahulu berupa pem
buatan surat wasiat oleh pemilik/pemegang hak perlindungan varietas
tanaman, yang kemudian diikuti dengan terjadinya peristiwa hukum,
yaitu meninggal dunia atau wafatnya pemilik/pemegang hak perlin
dungan varietas tanaman.
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Secara yuridis. pengalihan hak milik atas hak perlindunga
rietas tanaman karena pewarisan, wasiat, dan hibah, sampai sa ' •
masih harus mengacu kepada aturan hukum positif yang bersifat '\*
ralisme. Artinya, belum ada unifikasi hukum yang berlaku di bid
waris, wasiar, dan hibah. karena masih berbeda untuk setiap g0|0n !*%
penduduk. Konkritnya, ada golongan penduduk yang tunduk kepada
hukum Islam, ada pula golongan penduduk yang tunduk kepada h
kum perdata yang terkandung dalam KUH Perdata, bahkan juga ada
golongan penduduk yang tunduk kepada hukum adat.

Pengalihan hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman
secara pewarisan, hibah, dan wasiat, menurut ketentuan imperatif
dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000, harus disertai doku
men perlindungan varietas lanaman berikut hak lain yang berkaitan
dengan itu. Ketentuan ini tidak mewajibkan pengalihan hak milik atas
hak perlindungan varietas tanaman secara pewarisan, hibah, dan wa
siar disertai dokumen pengalihan hak berupa akre otentik notaris yang
dibuat oleh dan di hadapan notaris. Padahal, akta notaris menurut
Habib Adjie adalah alar bukti yang mempunyai kekuatan hukum
pembuktian yang sempurna, sehingga akta notaris tidak perlu dini
lai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta notaris terse
but. "•' Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan cara pengalihan hak itu haruslah dihubungkan
dengan peristiwa hukum berupa pelepasan hak itu dengan berbagai
pilihan terhadap norma-norma hukum dan berbagai akibat hukumnya
sesuai dengan sifat norma hukumnya yang mengandung pluralisme
tersebut.14'

Selanjutnya, pengalihan hak milik atas hak perlindungan varietas
tanaman karena perjanjian dalam bentuk akta notaris harus mengacu

144 Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai
Pejabat Publik, PT. Ilefika Adiiama. Bandung, him. 49.

145 Muhammad Svaifuddin, 2009, Loc. Cit.
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I nida asas-asas hukum perjanjian,14'' yang proses hukum pembuat-
nerjanjiannya harus memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu

rianjian sebagaimana ditentukan secara normatif dalam Pasal 1320
JH Perdata, yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2)
ikap untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; dan 4)
jam sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama dinamakan sya-
_t subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian,

angkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif karena
jengenai objek dari perjanjian. Perjanjian yang cacat subjektif, maka
jerjanjian itu dapat dibatalkan, dalam arti salah satu pihak dapat
Mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk membatalkan perjan
jian yang disepakatinya. Namun, jika para pihak tidak ada yang kebe-
•;ratan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Adapun perjanjian yang
Kacat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum, dalam arti dari
Jscmula perjanjian itu dianggap tidak ada.147

Sebagai contoh dari perjanjian dalam bentuk akta notaris yang
^berakibat hukum terjadinya pengalihan hak milik atas hak perlindung
an varietas tanaman, selain hibah, ialah perjanjian jual-beli dan perjan
jian tukar menukar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata), Buku III tentang Perikatan.

146 Mariam Darus Badrulzaman menegaskan adanya asas-asas hukum perjanjian,
yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas
kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian
hukum, asas moral, dan asas kepatutan. Perhatikan Mariam Darus Badrulzaman,
dkk., 2000, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him.
83-89. Selanjutnya, Muhammad Syaifuddin mengelompokkan asas-asas hukum
kontrak: yaitu pertama, asas-asas hukum kontrak yang membangun konstruksi
hukum kontrak yang mencakup asas konsensualitas, asas kebebasan membuat
kontrak, asas kekuatan mengikat kontrak, asas itikad baik, asas keseimbangan
dan asas kepercayaan; dan kedua, asas-asas hukum kontrak yang mengarahkan
substansi hukum kontrak yang mencakup asas kepatutan, asas moral, asas ke-
biasaan, asas ganti kerugian, asas ketepatan waktu, asas keadaan memaksa, asas
pilihan hukum, dan asas penyelesaian sengketa. Cermati Muhammad Syaifud
din, 2012, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Tilsafat, 'Teori,
Dogmatik dan Praktik Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, him. 77-109.

147 Salim H.S, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, him. 25. Cermati juga Muhammad Syaifuddin, Op. Git., him.
1 10-136.
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Perjanjian jual-beli mempunyai karakter yuridis yang terefleksi
dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1459, sebagai berikut:

a. Ada dua pihak dalam perjanjian, yaitu penjual dan pembeli-
b. Ada kesepakatan atau persetujuan antara penjual untuk

memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli dan
pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar harga
barang, karena sifat jual-beli adalah (consensual;

c. Ada barang yang menjadi objek jual-beli;
d. Ada harga barang yang nilainya disepakati dalam bentuk

uang;

e. Bersifat obligatoir, karenanya menimbulkan hak dan kewa
jiban bagi penjual dan pembeli;

f. Beralihnya hak milik terjadi setelah perjanjian kebendaan
atau setelah dilakukannya penyerahan barang. "s

Memerhatikan karakter yuridis perjanjian jual-beli tersebut di
atas, maka dapat dipahami bahwa pengalihan hak milik atas hak per
lindungan varietas tanaman yang terjadi karena perjanjian jual-beli
juga memiliki karakter yuridis sebagai berikut:

1) Adadua pihak dalam perjanjian,yaitu pemilik/pemegang hak
milik atas hak perlindungan varietas tanaman selaku penjual
dan pihak lain (orang atau badan hukum) selaku pembeli;

2) Ada kesepakatan atau persetujuan antara pemilik/pemegang
hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman selaku
penjual untuk memindahkan hak milik atas hak perlindu
ngan varietas tanamannya kepada pihak Iain (orang atau ba
dan hukum) selaku pembeli. Sebaliknya, pihak lain (orang
atau badan hukum) selaku pembeli untuk menyerahkan se
jumlah uang sebesar harga hak perlindungan varietas tanam
annya, karena sifat jual-beli adalah konsensual;

148 Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial l.aili Mutiari. 2009. Per
janjian jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten. Tunggal Mandiri Pub
lishing, Making, him. 56.
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3) Ada hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman yang
menjadi objek jual-beli;

4) Ada harga hak perlindungan varietas tanaman yang nilainya
disepakati dalam bentuk uang;

5) Bersifat obligatoir, karenanya menimbulkan hak dan kewa
jiban bagi pemilik/pemegang hak milik atas hak perlindu
ngan varietas tanaman selaku penjual dan pihak lain (orang
atau badan hukum) selaku pembeli;

6) Beralihnya hak milikatas hak perlindungan varietas tanaman
terjadi setelah perjanjian jual-beli dilaksanakan atau setelah
dilakukannya penyerahan hak perlindungan varietas tana
man disertai dokumen hak perlindungan varietas tanaman
berikut hak lain yang berkaitan dengan hak perlindungan
varietas tanaman itu.

Perjanjian tukar-menukar mempunyai karakter yuridis yang tere
fleksi dari Pasal 1541 sampai dengan Pasal 1546 KUH Perdata, yaitu:

a. Ada dua pihak dalam perjanjian, yang masing-masing pihak
adalah pemberi sekaligus penerima barang.

b. Ada kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk
mengikatkan diri untuk saling memberi suatu barang selaku
penggantian barang lain.

c. Ada barang-barang yang menjadi objek tukar-menukar.
d. Bersifat obligatoir, karenanya menimbulkan hak dan kewa

jiban bagi para pihak dalam tukar-menukar.
f. Beralihnya hak milik terjadi setelah perjanjian kebendaan

atau setelah dilakukannya penyerahan barang.

Pengalihan hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman
yang terjadi karena perjanjian tukar menukar, juga mempunyai karak
ter yuridis, sebagai berikut:

a. Ada dua pihak dalam perjanjian, yaitu pemilik/pemegang
hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman dan pihak
lainnya (orang atau badan hukum);
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b. Ada kesepakatan atau persetujuan antara pcmilik/pemcgann
hak milik aras hak perlindungan varietas tanaman dan pihak
lainnya (orang arau badan hukum) untuk mengikatkan diri
untuk'saling memberikan barang selaku penggantian barang
lain.

c. Ada barang berupa hak perlindungan varietas tanaman yang
dimihki/dipegang oleh pemilik/pemegang haknya dan barang
lainnya yang dimiliki oleh pihak lainnya (orang atau badan
hukum) yang menjadi objek perjanjian tukar-menukar;

d. Bersifat obligatoir, karenanya menimbulkan hak dan ke
wajiban bagi para pihak dalam tukar-menukar, sehingga
pemilik/pemegang hak milik atas hak perlindungan varietas
tanaman berhak untuk menerima barang dari pihak lainnya
(orang atau badan hukum) dan berkewajiban untuk membe
rikan hak milik atas hak perlindungan varietas tanamannya
sebaliknya pihak lainnya (orang atau badan hukum) berhak
untuk menerima hak milik atas hak perlindungan varietas
tanaman dan berkewajiban memberikan barang miliknya.

f. Beralihnya hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman
dari pemilik/pemegang haknya kepada pihak lain (orang
atau badan hukum) terjadi setelah perjanjian tukar-menukar
dilaksanakan atau setelah dilakukannya penyerahan hak
perlindungan varietas tanaman disertai dokumen hak per
hndungan varietas tanaman berikut hak lain yang berkaitan
dengan hak perlindungan varietas tanaman itu.

Kemudian, pengalihan hak milik atas hak perlindungan varie
tas tanaman karena scbab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-
undang menurut Penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) UU No. 29 Tahun
2000, contohnya adalah pengalihan hak perlindungan varietas tanam
an melalui putusan pengadilan. Adapun contoh lainnya yang dapat di
kemukakan di sini, yaitu putusan pengadilan yang menyangkut ke-
pailitan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kcpailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan
adalah "sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailir yang pengu-
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riisan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawas-
an hakim pengawas (vide Pasal 1 angka 1). Debitor yang dinyatakan
pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga demi hukum kehilangan
haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk
dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan (vide Pasal
24ayat (1)). Selanjutnya, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang
menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator
(vide Pasal 26 ayat (1)). Ini berarti bahwa pemilik/pemegang hak per
lindungan varietas tanaman yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan
Niaga, demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus
hak perlindungan varietas tanamannya, karena hak perlindungan va
rietas tanaman miliknya itu telah menjadi harta pailit, yang berarti
segala tuntutan mengenai hak dan kewajiban dalam pengalihan hak
milik atas hak perlindungan varietas tanaman itu harus diajukan oleh
atau terhadap kurator.

Kemudian, contoh lainnya tentang pengalihan hak milik atas
hak perlindungan varietas tanaman karena sebab-sebab lain yang di
benarkan oleh undang-undang ialah pembubaran perseroan terbatas
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007.
Pengertian pembubaran perseroan terbatas, menurut Pasal 142 jo.
Pasal 143 UU No. 40 Tahun 2007, ialah penghentian kegiatan usa
ha perseroan terbatas yang terjadi: a. berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS); b. karena jangka waktu berdirinya
yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. berdasarkan
penetapan pengadilan; d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan
putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum te
tap, harta pailit perseroan terbatas tidak cukup untuk membayar bia
ya kepailitan; e. karena harta pailit perseroan terbatas yang telah di
nyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi menurut UU No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU); dan f. karena dicabutnya
izin usaha perseroan terbatas sehingga mewajibkan perseroan terbatas
melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Namun, penghentian kegiatan usaha itu tidak serta merta
mengakibatkan status badan hukumnya berakhir. Perseroan terbatas
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yang dibubarkan baru berakhir stasius badan hukumnya, sampai s.
Icsainya likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator proses akhir li
kuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Ilakim Pengawas
sesuai dengan Pasal 152 VV No. 40 Tahun 2007.

Perseroan terbatas yang telah berakhir status badan hukuinnva
berarti tidak ada lagi perseroan terbatas sebagai subjek hukum. sc,
hingga tidak ada lagi hak dan kewajiban. Ini berarti bahwa jika per
seroan terbatas sebelum pembubaran berstatus sebagai pemilik/peme
gang hak perlindungan varietas tanaman menurut UU No. 29 Tahun
2000, maka status hukum perseroan terbatas sebagai badan hukum se
telah pembubaran berakhir atau hapus (tidak eksis atau tidak ada lagi
secara yuridis) menurut UU No. 40 Tahun 2007, sehingga berakhir
atau hapus pula (tidak eksis atau tidak ada lagi secara yuridis) status
perseroan terbatas sebagai subjek hukum, yang berakibat hukum tidak
ada lagi perseroan terbatas sebegai pemilik/pemegang hak milik atas
hak perlindungan varietas tanaman tersebut. Adapun hak milik atas
hak perlindungan varietas tanaman sebagai harta kekayaan perseroan
terbatas yang status badan hukumnya telah berakhir tersebut, beralih
atau dialihkan kepada kreditor dalam tahapan pemberesan yang diikuti
dengan pembagian harta kekayaan perseroan terbatas sebagai debitor
kepada kreditor sebagai bentuk pelunasan utang perseroan terbatas.
Selain itu, hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman sebagai
harta kekayaan perseroan terbatas yang status badan hukumnya telah
berakhir tersebut, juga dapat beralih atau dialihkan kepada pemegang
saham tertentu dalam tahapan pemberesan yang diikuti dengan pem
bagian harta kekayaan perseroan terbatas, sepanjang masih ada sisa
harta kekayaan hasil likuidasi setelah dikurangi pembayaran utang ke
pada kreditor dan hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman
itu tidak termasuk harta kekayaan perseroan terbatas yang dibagikan
kepada kreditor.

Berikutnya, penggabungan, peleburan, dan pemisahan perseroan
terbatas yang semula sebagai pemilik/pemegang hak perlindungan va
rietas tanaman, juga dapat berakibat hukum terjadinya pengalihan hak
milik atas hak perlindungan varietas tanaman dan perseroan terbatas
tersebut kepada perseroan terbatas lainnya.
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Pengertian penggabungan, menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 40
Tahun 2007, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu per
seroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain
vang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan
yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan
yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum
perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Ber-

itfasarkan pengertian yuridis penggabungan tersebut, dapat dipahami
bahwa hak perlindungan varietas tanaman yang dimiliki/dipegang
oleh perseroan terbatas (sebut saja PT. A) adalah aktiva (aset/harta
kekayaan) yang dimiliki oleh perseroan terbatas (PT. A) tersebut.
Tika kemudian perseroan terbatas (PT. A) tersebut melakukan peng
gabungan diri dengan perseroan terbatas lainnya yang telah ada (se
but saja PT. B), maka berakibat hukum beralihnya hak milik atas hak
perlindungan varietas yang merupakan aktiva (aset/harta kekayaan)
perseroan terbatas (PT. A) tersebut kepada perseroan terbatas lainnya
(PT. B), untuk kemudian status badan hukum perseroan terbatas yang
menggabungkan diri (PT. A) berakhir demi hukum.

Selanjutnya, peleburan, menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 40
Tahun 2007, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua per
seroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu
perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva
dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum yang
meleburkan diri berakhir karena hukum. Berdasarkan pengertian yu
ridis peleburan tersebut, dapat dipahami bahwa hak perlindungan
varietas tanaman yang dimiliki/dipegang oleh perseroan terbatas (se
but saja PT. A) adalah aktiva (aset/harta kekayaan) yang dimiliki oleh
perseroan terbatas (PT. A) tersebut. Jika kemudian perseroan terbatas
(PT. A) tersebut melakukan peleburan diri dengan perseroan terba
tas lainnya (sebut saja PT. B) dengan cara mendirikan satu perseroan
terbatas baru (sebut saja PT. C), maka berakibat hukum beralihnya
hak milik atas hak perlindungan varietas yang merupakan aktiva (aset/
harta kekayaan) perseroan terbatas (PT. A) tersebut kepada satu per
seroan terbatas baru (PT. C), untuk kemudian status badan hukum
perseroan terbatas yang meleburkan diri (baik PT. A maupun PT. B)
berakhir demi hukum.
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Kemudian, pemisahan, menurut Pasal I angka 12 UU No ja
Tahun 2007, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh persem
an untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva da
pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atai
lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hu.
kum kepada satu perseroan atau lebih. Berdasarkan pengertian yuridis
pemisahan tersebut, dapat dipahami bahwa hak perlindungan varietas
tanaman yang dimiliki/dipegang oleh perseroan terbatas (sebut saja
PT. A) adalah aktiva (aset/harta kekayaan) yang dimiliki oleh persero
an terbatas (PT. A) tersebut. Jika kemudian perseroan terbatas (PT. A)
tersebut melakukan pemisahan usaha, maka berakibat hukum beralih
karena hukum seluruh aktiva, termasuk hak milik atas hak perlindu
ngan varietas tanaman yang merupakan aktiva (aset/harta kekavaan)
perseroan terbatas (PT. A) tersebut kepada perseroan terbatas ham
hasil pemisahan (PT. B), atau beralih karena hukum sebagian aktiva
tetapi diputuskan sebagian aktiva itu termasuk juga hak milik atas hak
perlindungan varietas tanaman yang merupakan aktiva (aset/harta ke
kayaan) perseroan terbatas (PT. A) tersebut kepada perseroan terbatas
baru hasil pemisahan (PT. B).

Persoalan hukum yang cukup rumit yang dapat saja terjadi da
lam praktik hukum pengalihan hak milik atas perlindungan varietas
tanaman tetapi belum diatur secara normatif dalam UU No. 29 Tihun
2000, adalah pelepasan hak milik atas perlindungan varietas tanaman
itu dengan perjanjian beli-sewa, perjanjian bagi-hasil, atau bentuk-
bentuk perjanjian tidak bernama lainnya.I4V Pengalihan hak milik atas
hak perlindungan varietas tanaman berdasarkan perjanjian-perjanjian
tidak bernama semacam itu boleh dilakukan, tetapi kemudian timbul
pertanyaan yuridis bagaimanakah cara pelepasan haknya?. Seharus-

149 Perjanjian tidak bernama {onbenoemde overeenkomst) adalah perjanjian vans;
timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, tetapi tidak diatur dalam
KUH Perdata. Jumlah perjanjian ini lidak terbatas, dengan nama yang disesuai-
kan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Berkembangnya per
janjian ini dalam praktik berdasarkan asas kebebasan berkonrrak, mengaclakan
perjanjian atau partij otonomie. Perhatikan Mariam Darus Badrulzaman. 2000.
Op. Git., him. b~.

l ' I
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I kekosongan hukum dalam UU No. 29 Tahun 2000 itu dapat diisi
ngan cara mengembangkan norma-norma hukum dalam perjanjian-

eri'anjian pengalihan hak milik atas hak perlindungan varietas tana
man yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pi
hak yang membuatnya sebagaimana ditentukan secara normatif dalam
Pasal 1338 KUH Perdata.

UU No. 29 Tahun 2000 juga tidak secara tegas mengatur ten
tang kebolehan menjadikan hak perlindungan varietas tanaman se
bagai objek jaminan bagi perjanjian kredit. Namun, mengingat hak
perlindungan varietas tanaman itu adalah HKI yang merupakan hak
kebendaan, maka dapat ditafsirkan bahwa hak perlindungan varie
tas tanaman dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit
dan pengaturan hukumnya tunduk kepada asas-asas hukum perjan
jian yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata. Adapun macam
hak jaminannya yang paling tepat adalah jaminan fidusia sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jami
nan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999),150 dengan alasan bahwa hak
perlindungan varietas tanaman adalah hak atas benda bergerak yang
tidak berwujud tetapi terdaftar. Artinya, Sertifikat Hak Perlindungan
Varietas Tanaman dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dengan sya
rat harus dicatat dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman
bahwa hak perlindungan varietas tanaman itu sedang dijadikan seba
gai objek jaminan fidusia.

Hak perlindungan varietas tanaman adalah HKI yang mempu
nyai nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, yang dapat di
jadikan objek jaminan fidusia bagi pelunasan utang yang ditegaskan
dalam perjanjian jaminan kebendaan (perjanjian jaminan fidusia)
yang bersifat accesoir terhadap perjanjian kredit. Hak perlindungan
varietas tanaman sebagai objek jaminan fidusia nampak sekali mem
punyai arti penting, jika harta kekayaan yang dimiliki debitor tidak

150 Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999, jaminan fidusia adalah "Hak
jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud...
yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelu
nasan utang tertentu,...".
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mencukupi semua utangnya, sedangkan pada prinsipnya semua harta
kekayaan debitor dapat diambil untuk pelunasan utang. Oleh karena
itu, hak perlindungan varietas tanaman sebagai objek jaminan fidusia
adalah benda immateril yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai
jual (mengandung nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang),
terutama sangat penting manakala debitor cidera janji, kemudian kre-
ditornya akan melaksanakan eksekusi atas hak perlindungan varietas
tanaman tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga secara
lelang umum dengan perantaraan kantor lelang maupun menjualnya
secara di bawah tangan (vide Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999).

Semua bentuk dan proses hukum pengalihan hak milik atas hak
perlindungan varietas tanaman wajib dicatatkan pada Kantor Perlin
dungan Varietas lanaman dan dicatat dalam Daftar Umum Perlindu
ngan Varietas Tanaman dengan membayar biaya yang besarnya dite
tapkan oleh Menteri Pertanian R.I., sesuai dengan ketentuan imperatif
dalam Pasal 40 ayat ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000. Kemudian, pen
ting diperhatikan bahwa pengalihan hak milik atas hak perlindungan
varietas tanaman yang tidak dicatat Daftar Umum Perlindungan Va
rietas Tanaman tidak mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga.
Penentuan bahwa akibat hukum pencatatan hak perlindungan varietas
tanaman dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman dimak
sudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan asas pu
blisitas dan asas kepastian hukum yang berlaku perlindungan varietas
tanaman.

Pemulia tanaman menurut Pasal 41 UU No. 29 Tithun 2000 tetap
mempunyai hak moral, dalam arti hak pemulia tanaman untuk tetap
dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Hak Per
lindungan Varietas Tanaman, Berita Resmi Perlindungan Varietas Ta
naman, maupun Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman. Jadi,
hak moral (moral rights) tidak hilang meskipun telah terjadi pengali
han hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman, karena yang
kemudian beralih atau dialihkan itu adalah hak ekonomi saja, dalam
arti hak eksklusif untuk secara monopoli memanfaatkan atau mem
peroleh keuntungan material dari hak perlindungan varietas tana
mannya. Karakter hukum inilah yang membedakan hak perlindungan

^
Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
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varietas tanaman sebagai HKI dengan hak atas kebendaan lainnya,
terutama hak kebendaan materil. Sebagai contoh, seorang pemegang
hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam Akte Hak Milik
sebagai pemegang hak jika mengalihkan hak atas tanahnya (menjual
atau menghibahkan) kepada orang Iain, maka orang yang menerima
pengalihan hak atas tanah (membeli atau menerima hibah) yang ter
akhir ini dianggap sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Orang
yang menjadi pemilik pertama melepaskan haknya kepada orang yang
menjadi pemilik terakhir tersebut sekaligus dalam Akte Hak Milik,
nama yang tercantum sebagai pemegang hak adalah orang yang men
jadi pemilik terakhir ini.151

Hak moral yang diatur dalam Pasal 41 UU No. 29 Tahun 2000
masih sangat sumir, karena tidak dapat menjangkau pelanggaran hak
moral berupa pengubahan (modifikasi) varietas tanaman yang telah
didaftarkan oleh pemulia tanaman sebagai pemilik/pemeganghak per
lindungan varietas tanamannya. Kelemahan normatif ini merefleksikan
lemahnya perlindungan hukum terhadap hak moral dalam hak per
lindungan varietas tanaman yang sangat mendasar, karena "hak moral
adalah perwujudan dari pengakuan dan penghormatan terhadap hasil
karya intelektual manusia".152

Varietas tanaman senantiasa mengalami perkembangan meng
ikuti kemajuan ilmu pertanian dan ilmu-ilmu terkait lainnya. Artinya,
varietas tanaman yang merupakan hasil kemampuan intelektual ma
nusia yang sekaligus dihasilkan berdasarkan daya inventif manusia
perlu pula diadakan perbaikan atau penyempurnaan. Untuk terwu
judnya perbaikan atau penyempurnaan atas varietas tanaman tanpa
mengubah makna atau maksud semula dari pemulia tanaman, maka
perlu solusi hukum, yaitu pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian da
lam bentuk akta notaris dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh
undang-undang yang mendasari pengalihan hak milik atas hak per
lindungan varietas tanaman, harus memuat ketentuan atau klausul
yang mewajibkan adanya persetujuan dari pemulia tanaman atau ahli

151 Ibid.

152 Ibid., him. 134.
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warisnva sebagai pemilik/pemegang hak moralnva I uli L,-. i
i i i •,• • i >• , KesUl'ruhancara pengalman hak milik atas hak perhndungan varietas n

itu juga dapat digunakan sebagai instrumen hukum vane m,T,/i ""
hak moral pemulia tanaman, dalam arti meskipun hak milik in I i
perhndungan varietas tanamannya telah beralih atau dialihkan k-
da pihak ketiga, namun perubahan atas varieras tanamannva U
dibenarkan dengan persetujuan pemulia tanaman atau ahli waris
Konsekuensi yuridisnya, jika terjadi pelanggaran aras hak moral dak '
hak perlindungan varietas tanaman, maka pemulia tanaman atau al r
warisnva tentu dapat mengajukan tuntutan secara hukum ke Pengadil
an Negeri.

10. Lisensi Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Lisensi hak perlindungan varietas tanaman sebagai bentuk dan

proses pemanfaatan hak perlindungan varietas tanaman secara ko
mersial oleh pihak lain diatur secara khusus dalam Bab V Bagian Ke
dua, Pasal 42 sampai dengan Pasal 55 UU No. 29 Tahun 2000.

Pengertian lisensi menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 29 Tahun
2000 adalah: "Izin yang diberikan oleh pemegang hak perlindungan
varietas tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk meng
gunakan seluruh atau sebagian hak perlindungan varietas tanaman".

Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000 memuat
ketentuan lakultatif, yaitu pemilik/pemegang hak perlindungan va
rietas tanaman berhak memberikan lisensi kepada orang atau badan
hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Menurut Penjelasan
atas pasal tersebut, berbeda dengan pengalihan hak perlindungan
varietas tanaman di mana pemilikan hak juga beralih, pemberian li
sensi melalui perjanjian pada dasarnya hanya pemberian hak untuk
menikmati manfaat ekonomi dari hak perlindungan varietas tanaman
dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula. Kepemilikan
hak perlindungan varietas tanaman tetap berada pada pemegangnva
tidak dialihkan kepada pemegang lisensi. Dengan demikian, peme
gang lisensi tidak boleh memberikan lisensi kepada pihak yang lain.
Oleh karena pemegang hak perlindungan varietas tanaman berhak

Relasi Hukum, Moral, o\,\n Hak Kekayaan Intelektual
aturan I lukum Perhndungan \arietas la;;.;;;;.;;: dan Paten

terhadap k...".-,.....,_. \< •;,'.';,,; .,, (Unciikudi Indonesia

[nerima lisensi kepada pihak ketiga, maka apabila terjadi perjanjian
f nsi, liarus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, apa saja hak
Lna berpindah kepada pihak ketiga, selama jangka waktu sesuai da-
r 0perjanjian lisensi. Apabila pemegang hak perlindungan varietas
Lnaman akan membuat perjanjian lisensi kepada pihak ketiga lainnya
^mya terbatas kepada hak yang belum diberikan lisensi. Pemegang

- perlindungan varietas tanaman wajib memberitahukan kepada
apemegang lisensi atas pemberian lisensi baru.

Pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman tetap
leh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga

:*innya, kecuali jika diperjanjikan lain berdasarkan Pasal 42 ayat (2)
_ju No. 29 Tahun 2000. Rasio hukum dari kebolehan bagi pemilik/
pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk melaksanakan
sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya, karena
perjanjian lisensi tidak menimbulkan akibat hukum terjadinya penga-
ilihan hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman kepada pihak
lainnya (orang atau badan hukum). Jadi, hak milik atas hak perlin
dungan varietas tanaman tetap ada pada pemilik/pemegang haknya.
Adapun yang diberikan izin atau persetujuannya oleh pemilik/pe
megang hak perlindungan varietas tanaman kepada pihak lainnya
(orang atau badan hukum) itu hanyalah hak untuk menikmati man
faat ekonomi dari hak perlindungan varietas tanaman tersebut dalam
jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula. Namun, para pihak
(dalam hal ini pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman
dan orang atau badan hukum lainnya) dapat membuat perjanjian li
sensi yang memuat klausula yang melarang pemilik/pemegang hak
perlindungan varietas tanaman untuk melaksanakan sendiri hak per
lindungan varietas tanamannya dan/atau memberikan memberi lisensi
kepada pihak ketiga (orang atau badan hukum) lainnya.

Ruang lingkup lisensi ditentukan secara limitatif oleh Pasal 42
ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000, yaitu meliputi satu atau beberapa
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), berlangsung
selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh
wiiayah Negara Republik Indonesia. Adapun Pasal 6 ayat (3) me
muat ketentuan enumeratif tentang hak untuk menggunakan varietas
tanaman yang meliputi:
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, a. memproduksi atau memperbanyak benih;
b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
c. mengiklankan;
d. menawarkan;

e. menjual atau memperdagangkan;
I. mengekspor;
g. mengimpor;

h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud da
lam angka a, b, c, d, e, f, dan g.

Sistem perjanjian lisensi ini tumbuh dan berkembang dalam
praktik sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sesuai
dengan sistem terbuka, perjanjian lisensi ini tidak dilarang. Karena itu,
dibolehkan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak,
meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata. Jadi, logis bahwa dasar
hukum untuk mengatur perjanjian lisensi akan tetap menggunakan
ketentuan normatif dalam KUH Perdata, terutama ketentuan menge
nai perjanjiannya, walaupun "kebebasan membuat perjanjian" akan
dibatasi oleh ketentuan limitatifdalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal
1337. '" Selain itu, juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan
imperatif dan limitatif dalam UU No. 29 Tahun 2001.

Mengacu pada perjanjian lisensi, pemilik/pemegang hak per
lindungan varietas tanaman memberikan hak perlindungan varietas
tanaman kepada orang atau badan hukum lainnya untuk suatu jangka
waktu tertentu, dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang di
sepakati bersama dan menggunakan hak perlindungan varietas tana
man dari pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman un
tuk tujuan tertentu. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dalam
macam dan bentuk apapun didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata yang memuat "asas kebebasan berkontrak" dengan ketentuan
normatif bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku se
bagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

153 Muhammad Syaifuddin. 2009. Op. Git., him. 123.
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Lisensi hak perlindungan varietas tanaman dapat berupa lisensi
yang eksklusif dan lisensi yang noneklusif. Dalam lisensi eksklusif,
pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman menyetujui un
tuk tidak memberikan lisensi lagi kepada orang atau badan hukum
lain, selaindari penerima lisensi. Artinya, lisensi eksklusif hanya mem
berikan izin kepada satu orang atau badan hukum atau pihak saja.
Adapun lisensi nonekslusif dapat dilisensikan lagi kepada beberapa
pihak. Perjanjian lisensi menimbulkan hubungan hukum perikatan
secara timbal balik antara hak dan kewajiban para pihak. Hak pem
beri lisensi adalah kewajiban bagi penerima lisensi. Demikian juga se
baliknya, kewajiban pemberi lisensi adalah hak bagi penerima lisensi.
Banyaknya hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi yang tim
bul dari perjanjian yang mereka buat sesuai dengan asas kebebasan
berkontrak. Namun, ada beberapa hak dan kewajiban yang karena
sifatnya dianggap akan selalu ada dalam perjanjian lisensi, walaupun
ada kemungkinan pengaturan yang jelas untuk beberapa hak tersebut
tidak dijumpai/tidak ada.154

Dewi Astuty Mochtar telah menjabarkan kewajiban pemberi dan
penerima lisensi, termasuk lisensi hak perlindungan varietas tanaman,
sebagai berikut:
1) Kewajiban pemberi lisensi

Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak
yang dilisensikan dapat digunakan oleh penerima lisensi.
Pemberi lisensi harus menjamin bahwa hak-hak yang dili
sensikan itu akan dapat digunakan oleh penerima lisensi;
Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan itu dalam
keadaan baik;
Dalam beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya
akan mencantumkan "no warranty clause". Dengan dican-
tumkannya klausula ini, maka pemberi lisensi tidak mem
berikan jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali
mengenai hal-hal yang dengan jelas dan cksplisit disebutkan
dalam perjanjian lisensi yang biasanya mencakup:

a.

b.

c.

154 Ibid.
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a) Bahwa pemberi lisensi berhak memberikan lisensi;
b) Bahwa informasi yang diberikan itu memenuhi standar

yang umum digunakan untuk bidang tersebut.

2) Kewajiban penerima lisensi
a. Kewajiban membayar royalti

Membayar royalti adalah kewajiban utama dari penerima
lisensi. Yang sering dipermasalahkan ialah berapa besar dan
bagaimana cara pembayaran royalti harus dilakukan. Per
masalahan lainnya yang masih ada kaitannya dengan royalti
yaitu:

a) Mulai kapan royalti harus dibayarkan;
b) Apakah pembayaran royalti tadi bebas dari pembayaran

pajak;

c) Apakah atas keterlambatan pembayaran royalti akan di
kenakan bunga atau sanksi.

b. Kewajiban lain

Penerima lisensi pada dasarnya dibebani dengan kewajiban
untuk menggunakan hak-hak yang dibolehkan dari perjan
jian lisensi. Namun, kewajiban tersebut tidak diwajibkan ke
pada penerima lisensi dalam beberapa hal, misalnya:
a) Apabila penerima lisensi setuju membayar suatu jum

lah minimal royalti tertentu tanpa melihat apakah akan
menggunakan haknya atau tidak;

b) Dalam hal "nonexclusive licence agreement".
c. Penerima lisensi juga berkewajiban untuk:

a) Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang
dilisensikan;

b) Kewajiban menjaga rahasia;
c) Kewajiban menjaga kualitas produk;
d) Kewajiban memenuhi dan mematuhi persyaratan dan

peraturan hukum yang berlaku.155

155 Dewi Astuty Mochtar, 2001, Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Peng
embangan 'Teknologi Indonesia, Alumni, Bandung, him. 101-104.
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Sehubungan dengan hak dan kewajiban pemberi dan penerima
lisensi tersebut jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian (vide
pasal 1320 KUH Perdata), termasuk dalam lingkup pengertian sub
jek hukum, karena menyangkut para pihak yang terlibat dalam per
janjian. Dengan adanya subjek hukum, harus ada objek hukum yang
diperjanjikan oleh masing-masing pihak, yaitu "hak perlindungan va
rietas tanaman".

Perjanjian lisensi hak perlindungan varietas tanaman berbeda
dengan perjanjian jual-beli, hibah dan tukar menukar (perjanjian non-
lisensi), karena pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman
hanya memberikan lisensi kepada orang atau badan hukum lain selaku
penerima lisensi dan hak perlindungan varietas tanaman masih tetap
menjadi milik pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman,
tidak menjadi milik orang atau badan hukum lainnya selaku penerima
lisensi. Aturan hukum umum mengatur lisensi hak perlindungan va
rietas tanaman bersifat personal dan tidak dapat dialihkan, kecuali jika
syarat-syarat perjanjian lisensi tersebut menunjukkan adanya maksud
untuk mengizinkan pengalihan hak milik atas hak perlindungan varie
tas tanamannya.

Dalam perjanjian lisensi hak perlindungan varietas tanaman,
orang atau badan hukum lain selaku penerima lisensi hanya mem
punyai kewenangan untuk memproduksi atau memperbanyak benih,
menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan,
menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, menca-
dangkan untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada kemung
kinan bahwa penerima lisensi memiliki semua hak itu melalui modi
fikasi dengan perjanjian lisensi secara eksklusif atau perjanjian lisensi
noneksklusif.

Dalam perjanjian lisensi noneksklusif, penerima lisensi berhak
untuk memanfaatkan lisensi tersebut, tetapi ia tidak dapat mengada-
kan sublisensi atau menuntut pihak ketiga yang melanggar haknya
tersebut. Sebaliknya, dalam hal perjanjian lisensi eksklusif, penerima
lisensi, penerima lisensi berhak untuk mengadakan sublisensi dengan
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pihak ketiga dan juga berhak untuk menuntut pihak ketiga yang me
langgar haknya itu.1"''

Meskipun pemilik/pemegang hak perlindungan varieras tanaman
selaku pemberi lisensi memberikan izin pengalihan hak perlindungan
varietas tanaman tersebut kepada orang atau badan hukum lain selaku
penerima lisensi, pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanam
an selaku pemberi lisensi masih merupakan pemilik/pemegang dari
hak perlindungan varietas tanaman. Artinya, pemilik/pemegang hak
perlindungan varietas tanaman masih berhak untuk membuat perjan
jian lisensi dengan pihak ketiga di luar ruang lingkup yang dilisensikan
dalam perjanjian lisensi tersebut, kecuali jika dalam perjanjian lisensi
itu ditentukan lain. Oleh karena itu, pemilik/pemegang hak perlin
dungan varieras tanaman dapat menuntut pihak ketiga yang melang
gar hak perlindungan varietas tanaman tersebut. Selain itu, perjanjian
lisensi yang tidak dapat dialihkan dipandang akan beralih kepada pi-
hak/orang yang merupakan pencrus penerima lisensi itu dan bukan
kepada penerima alihan dari penerima lisensi. Selanjutnya, juga diten
tukan bahwa perubahan status bisnis yang dilakukan oleh pemilik/pe
megang hak perlindungan varietas tanaman tidak berarti pengalihan
hak milik atas hak perlindungan varietas tanaman kepada orang atau
badan hukum lainnya.

Selanjutnya, perjanjian lisensi hak perlindungan varietas tanam
an seharusnya dilakukan dengan akta notaris sebagai akta otentik
untuk memberikan dasar hukum pembuktian yang kuat, selain dapat
diupayakan untuk lebih menjamin kepastian hukum yang berkeadilan
tentang hak dan kewajiban para pihak.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentangJabatan Notaris (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun
2004), akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan
sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan
dalam UU No. 30 Tahun 2004.

156 Muhammad Syaifuddin. 2009, Op. Gat., him. 139.
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Legalitas eksistensi dan otentisitas akta Notaris juga bersumber
dari Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan persyaratan formil
(prosedural) suatu akta otentik, yaitu:

1) Akta itu harus dibuat (door) atau di hadapan (ten overstaan)
seorang Pejabat Umum;

2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang;

Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan/nilai
pembuktian, sebagai berikut:

a. Lahiriah (uitwedige bewijskracht), yaitu kemampuan akta
itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta
otentik (acta publica probant sese ipsa) dengan dasar se
cara lahiriah sudah sesuai dengan syarat-syarat akta otentik
yang ditentukan dalam aturan hukum, sampai terbukti seba
liknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta
tersebut bukan akta otentik secara lahiriah oleh pihak yang
menyangkal keotentikannya. Parameter untuk menentukan
akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tandatangan dari
Notaris, baik yang ada pada Minuta dan Salinan serta Awal
akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Nilai pem
buktian akta Notaris dari aspek lahiriah, harus dilihat apa
adanya, bukan dilihat ada apa. Pembuktian melalui upaya
gugatan ke pengadilan bahwa secara lahiriah akta yang men
jadi objek gugatan bukan akta Notaris;

b. Formal (formele bewijskracht), yaitu akta Notaris harus
memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta
dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau dite-
rangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang
tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah
ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal, untuk
membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tang-.
gal, bulan, tahun, puktil (waktu) menghadap, dan para pihak
yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/peng-
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hadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa ya,
lihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta oeik*
>enta acara), dan mencatatkan keterangan atau pernvat
para pihak/penghadap (pada akta pihak). Siapapun boU
melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas is I
formal akta Notaris, jika merasa dirugikan atas akr/J/

*~ " ** *^ t ^» > I] tin

dibuat di hadapan atau oleh Notaris, yang harus dilakuk
dengan suatu gugatan ke pengadilan, dan penggugat har'u
dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilangRar
atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.
Materil (materiele bewijskracht), yaitu materi atau apa yane
disebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadan
pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang menda
pat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian
sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang
dituangkan dalam akta pejabat (atau berita acara), atau kete
rangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan
Notaris dan para pihak harus dinilai benar atau setiap orang
yang datang menghadap Notaris yang keterangannya di
tuangkan dalam akta harus dinilai telah benar berkata de
mikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para pengha-
dap tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para
pihak sendiri. Jika akan membuktikan aspek materil dari
akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan
bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang
sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar
berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata,
dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal
aspek materil dari akta Notaris.157

157 Habib Adjie. Op. Git., him. 72-74, R. Soegondo Notodisoerjo, I9.S2, Hukum
Notarial di Indonesia, suatu Penjelasan. Rajawali, Jakarta, him. 55, G.H.S. hum-
ban Tohing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris. Hrlangga, Jakarta, him. 54-6"
Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yog
yakarta. him. 123, dan R. Subekti, 19X9, Hukum Acara Perdata. Bina ( ipu,
Bandung, him. 93-94.
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Perjanjian lisensi hak perlindungan varietas tanaman diharuskan
|]eh Pasal 43 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000, untuk dicatat pada
grantor Perlindungan Varietas Tanaman dan dimuat dalam Daftar
Sjmum Perhndungan Varietas Tanaman dengan membayar biaya yang
l^rnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian R.I.

Dalam hal perjanjian lisensi hak perlindungan varietas tanaman
|dak dicatatkan di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, maka
flhurut Pasal 43 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000 perjanjian lisensi

jsebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
Kewajiban pendaftaran perjanjian lisensi dapat menangkal ter-

Jjdinya restrictive business practice,'58 yaitu praktik-praktik bisnis
yang dapat melanggar dan merugikan kepentingan para pihak dalam

'perjwjia" lisensi atau pihak ketiga, bahkan dapat juga merugikan per
ekonomian Indonesia.

Penentuan bahwa akibat hukum pendaftaran perjanjian lisensi
hak perlindungan varietas tanaman, berupa pencatatannya pada Kan
tor Perlindungan Varietas Tanaman dan pemuatannya dalam Daftar
Umum Perlindungan Varietas Tanaman, dimaksudkan untuk memudah-
kati pengawasan dan mewujudkan asas publisitas dan asas kepastian
hukum yang adil bagi para pihak, bahkan pihak ketiga (warga masya
rakat) yang berkepentingan (misalnya bagi dosen dan/atau mahasiswa
yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan penelitian ilmiah).

Pendaftaran perjanjian lisensi hak perlindungan varietas tanaman
mengarahkan Kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang diberikan
tugas memroses pendaftaran ini untuk bekerja secara cepat dan cermat
agar birokrasi pada kantor tersebut tidak menghambat kegiatan usaha
komersial terhadap hak perlindungan varietas tanaman berdasarkan
perjanjian lisensi ini.

Dalam hukum perdata, pendaftaran adalah pengaturan tentang
burgcrlijk stand umum. Saat ini burgerlijk stand adalah lembaga yang
diadakan oleh penguasa, yang maksudnya adalah mcmbukukan se-
lengkap mungkin dan karena hal itu memberikan kepastian sebesar-

158 EndangPurvvaningsih, Op. Git., him. 227.
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besarnya tentang semua peristiwa yang penting-penting bagi status ke
perdataan seseorang: kelahiran, perkawinan. perceraian, kematian.1-

l-tmgsi pendaftaran di sini adalah sebagai bukti bagi peristiwa-
peristiwa yang dicatat untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau
pihak ketiga. Sehubungan dengan itu, burgerlijk stand ini sifatnva
terbuka, artinya dapat dilihat oleh siapa pun juga. Secara substantif
pencatatan atau pendaftaran perjanjian lisensi mempunyai makna
yang lain dari burgerlijk stand. Pencatatan atau pendaftaran perjanjian
lisensi ini merupakan peranan aktif" pemerintah dalam upaya mening
katkan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan.1""

Dengan adanya ketentuan imperatif mengenai pendaftaran per
janjian lisensi hak perlindungan varietas tanaman, maka dapat dipaha
mi bahwa suatu hak perlindungan varietas tanaman sebagai konstruksi
hukum yang timbul dari pandangan individualisme dapat diterima di
dalam hukum HKI Indonesia, khususnya hukum perlindungan varie
ras tanaman (vide UU No. 29 Tahun 2000), tempi harus diarahkan
kepada cita hukum bangsa Indonesia, yaitu sila-sila dalam Pancasila,
khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang
ditujukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan
dan bukan untuk kesejahteraan orang perorangan.

Pendaftaran perjanjian lisensi hak perlindungan varietas tanam
an sebagaimana diharuskan oleh Pasal 43 ayat (1) UU No. 29 Tdnin
2000, menurut ilmu hukum perjanjian, bukan merupakan syarat sah-
nya suatu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi hak perlindungan varie
tas tanaman sebagaimana jenis/macam perjanjian-perjanjian lainnya,
selama syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang ditentukan dalam
Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, maka perjanjian lisensi hak per
lindungan varietas tanaman itu sah. Dengan kata lain, jika perjanjian
lisensi hak perlindungan varietas tanaman itu tidak didaftarkan kc
Kantor Perlindungan Varietas lanaman, maka perjanjian lisensi hak
perlindungan varietas tanaman itu tidak batal. Namun, perlu diingai
bahwa ketentuan imperatif dalam Pasal 1337 KUH Perdata bukan

159 11.1.A. Vollmar, Op. Git., him. ?6.
160 Muhammad Syaifuddin, 2009, ()p. (at., him. 14 | -142.
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hanya mengikat mengenai apa yang diperjanjikan, melainkan juga
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 43 ayat
(1) UU No. 29 Tahun 2000, maka dapat dipahami bahwa perjanjian
lisensi hak perlindungan varietas tanaman yang melanggar ketentuan
dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000 tidak mempunyai ke
kuatan hukum dan tidak mengikat terhadap pihak ketiga. Pemahaman
tersebut selaras dengan Pasal 43 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000 yang
memuat ketentuan bahwa dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan
di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, maka perjanjian lisensi ti
dak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Ketentuan yang meniadakan akibat hukum perjanjian lisensi hak
perlindungan varietas tanaman terhadap pihak ketiga (vide Pasal 43
ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000), hanya didasarkan atas alasan "tidak
dicatatkannya perjanjian lisensi hak perlindungan varietas tanaman
tersebut pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman". UU No. 29
Tahun 2000 tidak mengharuskan perjanjian lisensi hak perlindungan
varietas tanaman diumumkan dalam Berita Resmi Perlindungan Varie
tas Tanaman, sehingga tidak mengatur alasan peniadaan akibat hukum
perjanjian lisensi hak perlindungan varietas tanaman terhadap pihak
ketiga tersebut karena tidak diumumkannya dalam Berita Resmi Per
lindungan Varietas Tanaman tersebut. Padahal, pengumuman dalam
Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman lebih kuat mendukung
penegakan asas publisitas daripada pemuatan dalam Daftar Umum
Perlindungan Varietas Tanaman, karena dapat membuka akses yang
lebih luas bagi warga masyarakat umum yang berkepentingan, untuk
mengetahui informasi hukum tentang suatu perjanjian lisensi hak per
lindungan varietas tanaman.

Pengaturan hukum perjanjian lisensi hak perlindungan varietas
tanaman seharusnya tidak dibatasi dalam lingkup nasional saja, tetapi
harus memberikan kesempatan yang terbuka atau seluas-luasnya ke
seluruh penjuru dunia, agar varietas tanaman yang merupakan hasil
karya intelektual "anak bangsa" Indonesia dapat bersaing dengan va
netas tanaman dari negara-negara lainnya di "panggung persaingan
bisnis varietas tanaman intemasional". Untuk terwujudnya kepastian
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liukum kepada pihak lain, maka perjanjian lisensi hak pcr|in |
vanetas tanaman scharusnyj dituangkan dalam doki 'lRan

umen hukperianiian yang diwujudkiiri dalam akta notaris, untuk ke
dicatatkan dalam Daftar Umum Perlindungan Vnricias \uun^
diumumkan dalam Berita Resmi Perlindungan Varietas Tan u^' ^

um

'an

Kantor Perlindungan Varieras Tanaman. "wnun pada

Perjanjian lisensi hak perlidungan vanetas tanaman terki,
dengan asas yang dianut oleh LUI No. 29 Tahun 2000, yaitu asas' ,7*
dungan kepentingan perekonomian nasional, yang bermakna' h,| '"*
basil karya hak perlindungan varietas tanaman milik warga iv ^
Indonesia harus dmikmat. manlaatkan ekonom.nva olcVmJ^*
I I j i ""ISVara.
kat Indonesia dan harus dapat menggerakkan pertimibuh mekm, •
i ii • • " '''' in iIndonesia, dalam arti meningkatkan kesejahteraan rakvai Indones'
Oleh karena itu. Pasal 43 UU No. 29 Tahun 2000. ijdak mei um"
pemberian lisensi hak perlindungan vanetas tanaman ken id i «,r^

1111 • " | 'lv-i.i i u .Hip

atau badan hukum asing, sepanjang substansi perjanjian lisensi hak
perhndungan varietas tanaman yang mendasarmva mcnuiai ketentuan
vang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan manfaai posi-
Hi yang mendukung peningkatan perekonomian Indonesia.

Pasal 44 sampai dengan Pasal 55 UU No. 29 Tahun 2000 mcnga.
tur tentang lisensi wajib. Lisensi wajib, menurut Pasal I angka 14 UU
No. 29 Tahun 2000, adalah "Lisensi vang diberikan oleh'pemegang
hak perhndungan varieras tanaman kepada pemohon berdasarkan pu
tusan Pengadilan Negeri".

Ketentuan lakultatif dalam Pasal 44 avat (I) UU No. 19 Tahun
2000 memberikan hak kepada setiap orang atau badan hukum. setelah
lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tang
gal pemberian hak perlindungan varietas tanaman, dapat mengajukan
permintaan lisensi wajib kepada Pengadilan Negeri untuk mengguna
kan hak perlindungan varietas tanaman vang bersangkutan. Penjelas
an atas pasal mi menjelaskan bahwa ketentuan mi dimaksudkan un
tuk mendorong kemungkinan pemakaian hak perlindungan varietas
tanaman vang luas dan bermanfaat bagi masyarakai dan sekaligus
menutup kemungkinan dunanlaatkannva hak perlindungan variety
tanaman untuk tujuan vang bertentangan ik-ui-an maksud lindane-

.
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dang ini- Permohonan lisensi dalam rangka lisensi wajib ini hanya
n'ukan kepada Pengadilan Negeri, bukan kepada Kantor Perlindu
ngan Varietas Tanaman.

Permohonan lisensi wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan
ditentukan secara alternatif dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 29

Xahun 2000, yaitu:
I a. hak perlindungan varietas tanaman yang bersangkutan tidak

digunakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

b. hak perlindungan varietas tanaman telah digunakan dalam
bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Penjelasan atas Pasal 44 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000 mem
berikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "tidak digunakan"
adalah bahwa dalam kurun waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak
hak perlindungan varietas tanaman diberikan tanpa alasan yang di
dasarkan pada faktor teknis dan/atau force majeur (bencana alam,
kebakaran, ledakan hama penyakit yang tidak dapat dikendalikan
dan kebijaksanaan pemerintah). Akibat hak perlindungan varietas
tanaman yang bersangkutan tidak digunakan, masyarakat kehilangan
kesempatan untuk memperoleh manfaat dari varietas tanaman yang
bersangkutan.

Selain kebenaran alasan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan
imperatif dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000, lisensi wajib
hanya dapat diberikan apabila berdasarkan alasan sebagaimana diten
tukan dalam ketentuan imperatif dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 29
Tahun 2000, yaitu:

a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bah
wa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan fasili
tas untuk menggunakan sendiri hak perlindungan varietas
tanaman tersebut serta telah berusaha mengambil langkah-
langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak per
lindungan varietas tanaman atas dasar persyaratan dan kon
disi yang wajar, tetapi tidak berhasil;

yang
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b. Pengadilan Negeri menilai bahwa hak pcrlinduni" \n
lanaman tersebut dapat dilaksanakan di Indoncsii I, L

. '' "an ber. J
manlaat haul mas\ arakat.

Penjelasan atas Pasal 4d ayat (I) I'U No. 29 Tahun 2()()()
berikan penjelasan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk
jamin bahwa pemberian lisensi wajib tidak digunakan untuk tui_
persaingan yang tidak sehat, melainkan benar-benar ditujukan until
kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, pemeriksaan atas permohonan lisensi diharuskan
oleh Pasal 46aval (2) VV No. 29 Tahun 2000 dilakukan oleh IVncadH-
an Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pcndaoat
tenaga ahli dari Kantor Perlindungan Varietas lanaman dan pemilik/
pemegang hak perlindungan varietas tanaman yang bersangkutan
Penjelasan atas pasal ini menjelaskan bahwa pendapat tenaga ahli dari
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dan pendapat pemegang hak
perlindungan varietas tanaman tersebut diperlukan agar Pengadilan
Negeri dapat mempertimbangkan dan memutuskan secara objektif
dan benar. Tenaga ahli tersebut dapat berasal dari Kantor Perlindung
an Varietas Tanaman atau dari Instansi Pemerintah atau pihak lain vang
terkait, atas permohonan Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

Selain dari Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, tenaga ahli
juga dapat dimohonkan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman,
antara lain, dosen yang berasal dari perguruan tinggi, yang memiliki
kualifikasi jenjang jabatan fungsional guru besar dan/atau jenjang pen
didikan doktor, yang memiliki kompetensi di bidang ilmu yang terkait
dan aktif melakukan penelitian dan kegiatan pemuliaan varietas tana
man, sehingga kompctcnsinya tidak hanya secara teoretik tetapi juga
praktik, diutamakan yang telah menghasilkan dan mcmiliki/memc-
gang hak perlindungan varietas tanaman yang terkait secara langsung
atau tidak langsung dengan hak perlindungan varietas tanamannya
yang diajukan permohonan lisensi wajibnva.

Pasal 46 aval (3) {^V No. 29 Tahun 2000 memuat ketentuan lim-
it isi terhadap lisensi wajib yang diberikan untuk jangka waktu yang
tidak lebih lama d.w\ hak perlindungan varietas tanaman. Sebagai eon-

t
Relasi Hukum, Moral, thin Hak Ke-kayaan intelektual
Penpal i

.

I uk hak perlindungan varietas lanaman semusim yang diberi-ioh, untu < ^^ 2Q ^ ^kjh) tahu_^ berarti Hscnsi wajibnya
^Tn tidak boleh lebih lama dari 20 (dua puluh) tahun. Rasio
'^f dari ketentuan ini ialah hak perlindungan varietas tanaman

Lab berakhir jangka waktunya, berakibat hukum hak perlind-
ra°S varietas tanaman tersebut menjadi milik masyarakat (public

^in) sehingga setiap warga masyarakat berhak untuk turut serta
Lati manfaat ekonomi yang terkandung dalam hak perhndun-
varietas tanaman tanpa harus ada izin atau persetujuan lagi dan

•hlik/pemcgang hak perlindungan varietas tanaman semula. Jadi,
m berakhirnya jangka waktu hak perlindungan varietas tanaman,
• berakibat hukum berakhirnya pula perjanjian lisensi wajib hak

"rlindungan varietas tanaman tersebut, meskipun jangka waktu h-
si wajib yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian lisensi
jnya belum berakhir.
Apabila berdasarkan bukti serta pendapat sebagaimana dimaksud

j_m Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000 Pengadilan
egeri memperoleh keyakinan bahwa belum cukup waktu bagi pemi

lik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan-
Msecara komersial di Indonesia, maka Pengadilan Negeri berdasar-
iL.Pasal 47 UU No. 29 Tahun 2000 dapat menetapkan penundaan
untuk sementara waktu proses persidangan tersebut atau menolaknya.
Penjelasan atas pasal ini menjelaskan bahwa penundaan tersebut dapat
berlangsung selama waktu yang dinilai wajar untuk melihat dan mem
beri kesempatan kepada pemegang hak perlindungan varietas tanaman
bahwa ia benar-benar berusaha dan dapat menunjukkan bukti nyata
mengenai kegiatan dan hasil pelaksanaan hak perlindungan varietas
tanamannya. Apabila pemegang hak perlindungan varietas tanaman
dapat membuktikan kegiatan dan hasil pelaksanaan, maka Pengadilan
Negeri selanjutnya dapat menolak permohonan lisensi wajib. tetapi
kalau sampai akhir penundaan tersebut memang terbukti lain, atau
selama waktu penundaan tidak ada tanda-tanda atau bukti akan dilak-
sanakannya hak perlindungan varietas tanaman tersebut secara komer
sial, Pengadilan Negeri membuka kembali persidangan dan melanjut-
kan pemeriksaan terhadap permohonan lisensi wajib.

Bab 6
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bali dan memanfaatkan secara komersial hak perlindungan varietas
tanamannya.

Jika berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanan lisensi
wajib oleh pemegang/penerima lisensi wajib menemukan fakta-fakta
bahwa alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi wajib tidak
ada lagi, lisensi wajib tidak dilaksanakan, lisensi wajib dilaksanakan
tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan/atau royalti tidak lagi dibayar
oleh pemegang/penerima lisensi wajib, maka pemilik/pemegang hak
perlindungan varietas tanaman berhak mengajukan permohonan ke
pada Pengadilan Negeri untuk agar membatalkan lisensi wajib. Dalam
hal ini, memang UU No. 29 Tahun 2000 memberikan hak mengajukan
permohonan pembatalan lisensi wajib hanya kepada pemilik/peme
gang hak perlindungan varietas tanaman. Namun, Pengadilan Negeri
tidak boleh memihak, melainkan harus mendengar pemegang lisensi
wajib agar diperoleh keterangan didukung bukti-bukti yang objektif
dan utuh tentang pelaksanaan lisensi wajib yang sebenarnya, sehingga
dapat dihasilkan putusan yang adil.

Pemeriksaan atas permohonan pembatalan lisensi wajib dilaku
kan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mende-
ngarkan pendapat tenaga ahli dari Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000. Ke-
hadiran dan pendapat tenaga ahli dari Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman dalam pemeriksaan terhadap permohonan pembatalan li
sensi wajib di Pengadilan Negeri merupakan suatu kewajiban hukum
formal (acara) dalam persidangan, yang bertujuan untuk menemukan
dan menerapkan kaedah hukum (vide pasal-pasal yang relevan meng
atur tentang lisensi wajib dalam UU No. 29 Tahun 2000) terhadap
fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak (pemilik/pemegang hak
perlindungan varietas tanaman selaku pemohon dan pemegang/pener
ima lisensi selaku tcrmohon) di persidangan. Konsekuensi yuridis dari
ketentuan imperatif dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000
tersebut, ialah Pengadilan Negeri tidak boleh memberikan putusan,
jika tidak ada pemeriksaan terhadap permohonan pembatalan lisensi
wajib di Pengadilan Negeri dan tidak didengar pendapat tanaga ahli
dari Kantor Perlindungan Varietas Tanaman di persidangan. Adapun

IBB! 474%
Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan liukum Perlindungan Vanetas lanaman dan Paten
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tenaga ahli yang wajib didengar pendapatnya oleh Pengadilan Nege
ri hanyalah tenaga ahli dari Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.
Dalam hal ini, UU No. 29 Tahun 2000 tidak memberikan alternatif
tenaga ahli dari instansi lain.

Dalam hal Pengadilan Negeri memutuskan pembatalan lisensi
wajib, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal putus
an, Pengadilan Negeri diharuskan oleh Pasal 51 ayat (3) UU No. 29
Tahun 2000 untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk dicatat dalam Daftar
Umum Perlindungan Varietas Tanaman dan diumumkan dalam Beri
ta Resmi Perlindungan Varietas Tanaman. Perlu ditegaskan kembali
bahwa pencatatan dan pengumuman lisensi wajib hak perlindungan
varietas tanaman mengarahkan Kantor Perlindungan Varietas Tanam
an yang diberikan tugas memroses pencatatan dan pengumuman ini
untuk bekerja secara cepat dan cermat agar birokrasi pada kantor
tersebut tidak menghambat kegiatan usaha komersial terhadap hak
perlindungan varietas tanaman berdasarkan lisensi wajib ini.

Selanjutnya, Kantor Perlindungan Varietas Tanaman wajib mem
beritahukan pencatatan dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas
Tanaman dan pengumuman dalam Berita Resmi Perlindungan Vari
etasTanaman tentang putusan pengadilan Negeri tentang pembatalan
lisensi wajib kepada pemegang hak perlindungan varietas tanaman,
pemegang lisensi wajib yang dibatalkan, dan Pengadilan Negeri yang
memutuskan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Kantor
Perlindungan VarietasTanaman menerima salinan putusan Pengadilan
Negeri tersebut. UU No. 29 Tahun 2000 tidak mengatur akibat hu
kum jika jangka waktu 14 (empat belas) hari berakhir, karena tampak-
nya pembentuk undang-undang memahami kewajiban pemberitahuan
tersebut sebagai tindak administrasi peradilan saja.

Lisensi wajib, menurut Pasal 52 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000,
berakhir karena:

a. selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberian-
nya;

b. dibatalkan atau dalam hal pemegang lisensi wajib menyerah
kan kembali lisensi wajib yang diperolehnya kepada Kantor
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Perlindungan Varietas Tanaman sebelum jangka waktu terse
but berakhir.

Kemudian, Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, berdasar
kan Pasal 52 ayat (2) UU No. 29 "Tahun 2000, mencatat lisensi wa
jib yang telah berakhir jangka waktunya dalam buku Daftar Umum
Perlindungan Varietas Tanaman, mengumumkan dalam Berita Resmi
Perlindungan Varietas Tanaman, dan memberitahukannya secara
tertulis kepada pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman
sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

Batal atau berakhirnya lisensi wajib, menurut Pasal 53 UU No.
29 Tahun 2000, berakibat hukum pulihnya hak pemilik/pemegang hak
perlindungan varietas tanaman yang bersangkutan. Selain itu, juga be
rakibat hukum timbulnya kembali kewajiban sebagai pemilik/peme
gang hak perlindungan varietas tanaman. Ini berarti bahwa pemilik/
pemegang hak perlindungan varietas tanaman tekah mempunyai ke
mampuan dan fasilitas lagi untuk menggunakan sendiri hak perlin
dungan varietas tanamannya.

Pasal 54 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000 memuat ketentuan
yang melarang dilakukannya pengalihan lisensi wajib, kecuali jika di
lakukan bersamaan dengan pengalihan kegiatan atau bagian kegiatan
usaha yang menggunakan hak perlindungan varietas tanaman yang
bersangkutan atau karena pewarisan menurut Hukum Islam yang ter
jadi demi hukum. Sehubungan dengan itu, lisensi wajib yang beralih,
menurut Pasal 54 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000, tetap terikat oleh
syarat pemberiannya dan dicatat dalam Daftar Umum Perlindungan
Varietas Tanaman.

11. Berakhirnya Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Berakhirnya hak perlindungan varietas tanaman diatur dalam

Bab VI, Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 UU No. 29 Tahun 2000
Menurut Pasal 56 UU No. 29 Tahun 2000, hak perlindungan

varietas lanaman berakhir karena:

a. berakhirnya jangka waktu;
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b. pembatalan;
c. pencabutan.

Pasal 57 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000 memuat penegasan
bahwa hak perlindungan varietas tanaman berakhir dengan berakhir
nya jangka waktu perlindungan varietas tanaman sebagaimana dimak
sud dalam Pasal 4 UU No, 29 Tahun 2000, yaitu 20 (dua puluh) tahun
untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanam
an tahunan (vide ayat (1)), yang dihitung sejak tanggal pemberian hak
perlindungan varietas tanaman (vide ayat (2)).

Kantor perlindungan varietas tanaman diharuskan oleh Pasal 57
ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000 untuk mencatat berakhirnya hak per-
lidungan varietas tanaman dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas
Tanaman dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Perlindungan
Varietas Tanaman.

Pembatalan hak perlindungan varietas yang berakibat hukum
berakhirnya hak perlindungan varietas tanaman tersebut dilakukan
oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman berdasarkan Pasal 58
ayat (1) UU No. 29 Tahun 2009.

Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dapat melakukan pem
batalan hak perlindungan varietas tanaman berdasarkan Pasal 58 ayat
(1) UU No. 29 tahun 2000, dengan alasan-alasan hukum yang diten
tukan secara limitatif dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000
yaitu:

a. apabila setelah hak diberikan ternyata syarat-syarat dan/atau
keunikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (2) dan/
ayat (3) tidak dipenuhi pada saat pemberian hak perlindung
an varietas tanaman;

b. apabila setelah hak diberikan ternyata syarat-syarat kesera
gaman dan/atau stabilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) dan/atau ayat (5) tidak dipenuhi pada saat
pemberian hak perlindungan varietas tanaman;

c. apabila setelah hak diberikan ternyata hak perlindungan
vanetas tanaman telah diberikan kepada pihak vang tidak
berhak.
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Pasal 58 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2009 memuat ketentuan
limitatif bahwa hak perlindungan varietas tidak dapat dibatalkan de
ngan alasan-alasan yang ditetapkan pada Pasal 58 ayat (2) UU No. 29
Tahun 2000.

Pencabutan hak perlindungan varietas tanaman yang beraki
bat hukum berakhirnya hak perlindungan varietas tanaman tersebut
dilakukan oleh Kantor Perlindungan Virietas Tanaman berdasarkan
Pasal 60 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000, dengan alasan-alasan hukum
yang ditentukan secara enumeratif dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 29
Tahun 2000, yaitu:

a. pemegang hak perlindungan varietas tanaman tidak me
menuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka
waktu enam bulan;

b. syarat/ciri-ciri dari varietas tanaman yang dilindungi sudah
berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal
2-

c. pemegang hak perlindungan varietas tanaman tidak mam
pu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas
tanaman yang telah mendapatkan hak perlindungan varietas
tanaman;

d. pemegang hak perlindungan varietas tanaman yang tidak
menyediakan benih varietas tanaman yang telah mendapat
kan hak perlindungan varietas tanamannya; atau

e. pemegang hak perlindungan varietas tanaman mengajukan
permohonan pencabutan hak perlindungan varietas tanam
annya, serta alasannya secara tertulis kepada Kantor Perlin
dungan Varietas Tanaman.

Pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman tidak me
menuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam
bulan, dalam arti tidak membayar biaya tahunan selama enam bulan
berturut-bcrturut. Ini berarti pencabutan hak perlindungan varietas
tanaman tidak dapat dilakukan jika pemilik/pemegang hak perlindu
ngan varietas tanaman tidak membayar biaya tahunannya kurang dari
enam bulan meskipun berturut-tiinit. Oleh karena itu, Kantor Per-

...j •""*" Relasi Hukum, Moral, dan I lak Kekayaan Intelektual
I Pengaturan liukum Perlindungan Varietas Tanaman (Lin Paten

terhadan K< vinr.il /.'.-/•

lindungan Varietas Tanaman harus proaktif untuk senantiasa mengi-
ngatkan pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk
melaksanakan kewajiban finansialnya membayar biaya tahunan terse
but sesuai dengan jumlah dan prosedur hukum yang berlaku.

Selanjutnya, syarat/ciri-ciri dari varietas tanaman yang dilindu
ngi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal
2 UU No. 29 Tahun 2009, dapat terjadi secara cepat maupun lambat

- di kemudian hari, misalnya varietas tanaman sudah berubah keunik-
. an dan kestabilannya disebabkan faktor perubahan iklim atau cuaca

dan/atau perubahan struktur dan komposisi unsur-unsur dalam tanah-
nya. Sehubungan dengan itu, Kantor Perlindungan Varietas Tanaman
harus proaktif melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak
langsung terhadap perkembangan ciri-ciri atau karakteristik varietas
tanaman tersebut.

Kemudian, pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanam
an yang tidak mampu atau mampu tetapi tidak mau untuk menyedia
kan dan menyiapkan contoh benih atau benih varietas tanaman yang
telah mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman, berarti tidak
mampu merealisasikan asas manfaat dari varietas tanaman yang dilin
dungi tersebut kepada masyarakat.

Berikutnya, pemilik/pemegang hak perlindungan varietas tanam
an mengajukan permohonan pencabutan hak perlindungan varietas
tanamannya kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, dapat
terjadi dengan alasan, misalnya pemilik/pemegang hak perlindungan
varietas tanaman yang bersangkutan telah merasa cukup menikmati
manfaat ekonomi dari varietas tanamannya, dan/atau ingin mereal
isasikan semangat spiritualistik dalam dirinya, dalam arti membagi
manfaat ekonomi dari varietas tanamannya itu kepada masyarakat.

Dengan dicabutnya hak perlindungan varietas tanaman, maka
hak perlindungan varietas tanaman tersebut, menurut Pasal 61 ayat (1)
UU No. 29 Tahun 2000, berakhir terhitung sejak tanggal pencabutan
hak tersebut.

Berakhirnya hak perlindungan varietas tanaman berarti berakhir
pula hak eksklusif selaku pemilik/pemegang hak perlindungan varietas
tanaman yang dilindungi oleh UU No. 29 Tahun 2000. Konsekue-
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nsi logis-yuridisnya ialah hak perlindungan varietas tanaman tersen
menjadi milik masyarakat (public domain), sehingga masyarakat boleh
memanfaatkan nilai ekonominya tanpa harusada persetujuan atau \/\
dari siapapun.

Selanjutnya, Kantor Perlindungan Varieras Tanaman mencatat
putusan pencabutan hak perlindungan varietas tanaman dalam Daftar
Umum Perlindungan Varietas lanaman dan mengumumkannya dalam
Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman berdasarkan Pasal 61
ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000.

Terkait dengan pencabutan hak perlindungan varietas tanaman
yang telah diberikan lisensi atau lisensi wajibnya oleh pemilik/peme
gang hak perlindungan varietas tanaman kepada orang atau badan
hukum lain selaku pemegang/penerima lisensi atau lisensi wajibnya
maka Pasal 62 UU No. 29 Tahun 2000 memuat ketentuan normatif
bahwa dalam hal hak perlindungan varietas tanaman dicabut seba
gaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU No. 29 Tahun 2000, apabila
hak perlindungan varietas tanaman telah memberikan lisensi maupun
lisensi wajib kepada pihak lain dan pemegang lisensi tersebut telah
membayar royalti secara sekaligus kepada pemegang hak perlindu
ngan varietas tanaman, pemegang hak perlindungan varietas tanaman
berkewajiban mengembalikan royalti dengan memperhitungkan sisa
jangka waktu penggunaan lisensi maupun lisensi wajib.

Semangat hukum yang terkandung dalam Pasal 62 UU No. 29
Tahun 2000 adalah memberikan perlindungan hukum terhadap pihak
ketiga yang beritikad baik dalam pemanfaatan nilai ekonomi dari hak
perlindungan varietas tanaman berdasarkan lisensi atau lisensi wajib.
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SEIARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PATEN
Sejarah dan Perkembangan Hukum Internas.onal tentang

. Pengaturan hukum paten dimuat dalam undang-undang HKI
penal kali di Venice, Italia pada tahun 1470. Caxton, Gal eo^dan
rCenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam ku-K£teUut dan^empunyai hak monopoli atas penemuan
£___«. Hukum-hukum tentang paten kemudian dtadops, oleh Kera-
£ inggris di zaman Tudor tahun 1500-an dan kemud.an lahir h»-
C mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statue of Monopolies
K Amenta Serikat baru mempunya, undang-undang tentang
~&£SS£* *adakan peraturan pembenan hak paten
bagi hasil-hasil temuan (uitvinding), yaitu di negara-negara taha (Ve-
nesia), Inggris, Beianda, Jerman, Austna, dan lam-lam negara. Paten

—, 1<;„,if,„Min 2009 Hukum Paten: AnalUis Paten dalam Perspek-' ^S?^^* Hukum Nasio-a, Han intemasional, TunggalM

tif
M andiri Publishing, Malang, him. 57.

481



t

atau okrroi itu bersifat semacam "izin menerap". |adi, pengertian n
pada abad ke-I6 dahulu berbeda dengan pengertian paten saat ini^

Paten pada /aman dahulu lebih semacam "izin menetap" p ,
saat itu pun telah ada beberapa undang-undang vang hampir sesn
dengan prinsip vang dianut dalam peraturan paten sekarang ,ni a
antaranya Peraturan Paten Venesia (1474) yang mengandung keten
man vang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuanny
sedangkan orang lain dilarang memru atau menghasilkan produk van
mirip selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tanpa izin atau liiensT
dan si penemu, juga memuat ketentuan vang mendorong kegiatan
penemuan, imbalan yang wajar kepada s, penemu, dan hak si pcmenn,
atas hasil penemuannya. Undang-undang "penemu" yang kemudian
disebut dengan hukum paten tersebut terbukti sangat mendoron8
pembangunan teknologi dan kerajinan. Pada tahun 1584, Galileo
Galilei telah memperoleh paten atas pompa irigasi.1

Meskipun demikian, kenyataannya yang lebih umum pada za
man itu, raja-raja di Eropa banyak yang menyelewengkan peraturan
parennya. Raja James Idan Inggris dengan Undang-Undang Monopo
li 1624 membuat perubahan yang besar bagi perkembangan peraturan
paten. Undang-undang tersebut banyak menganut prinsip vang sam
pai sekarang dipakai dalam setiap peraturan paten, yaitu di antaranya
prinsip basil temuan dan bukannya penemu sebagai dasar pemberian
paten, juga prinsip tentang kewajiban s. penemu untuk mengerjakan
penemuannya di mana paten itu didaftarkan. Ketentuan pada Pasal 6
undang-undang tersebut mencantumkan jangka waktu lamanya per
hndungan paten selama 14 tahun. Hanya saja, peraturan di Inggris
tersebut masih mencantumkan ketentuan memberikan paten kepada
warga negaranya yang berhasil mengimpor bentuk penemuan asing
ke negara Inggris. Di Amerika, perlindungan paten tersebut terdapat
dalam US Code Title 35-Patents Partikel II Chapter 10 and II me-

2 Ibid., him. 58.

-5 Kiidang IWaningsih, 2005, Perkembang Hukum Intellectual Property Rivhv
Kapan Hukum terhadap Hak alas Kekayaan Intelektual dan Kajian Kompar.it,
Hukum Paten. (."India Indonesia, liogor, him. NS.

Relasi Ilukum. Moral, dm Hak Kekayaan lntelektu.il
Pengaturan liukum Perhndungan Varietas lanaman dan Paicn
1,'rli i.l .i. f ;n i .. i

• ' • iMKuyasti Kienettka di Indonesia

Si nai patentability of invention andgrant ofpatents serta application
far patent, yang memberikan jaminan kepada para penemu terhadap

'penemuannya.'
Secara historis, paten atau oktroi menurut O.K. Saidin, telah di

adakan sejak abad ke-14 dan abad ke-15, misalnya di Italia dan Inggris.
Tvjarnun, sifat pemberian hak tersebut pada waktu itu bukan ditujukan
iwjas suatu temuan (uitvinding), melainkan lebih diutamakan untuk
Renarik para ahli dari luar negeri. Maksudnya, agar para ahli itu me-

:-_ietap di negara-negara yang mengundangnya untuk mengembangkan
:']ceahliannya masing-masing di negara pengundang dan bertujuan un-
"'ftik kemajuan warga/penduduk dari negara yang bersangkutan/

Rachmadi Usman menjelaskan bahwa pada awalnya, paten ada-
Jah perlindungan yang bersifat monopolistik di Eropa dan memper
oleh wujud yang jelas pada abad ke-14. Perlindungan tersebut pada

Tjnulanya diberikan sebagai hak istimewa kepada mereka yang mendi-
frikan usaha industri baru dengan teknologi yang diimpor. Dengan
"perlindungan tersebut, pengusaha industri yang bersangkutan diberi
^bak untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan teknologi yang
diimpornya dengan diberikan Surat Paten. Tujuannya memberikan
kesempatan kepada pengusaha pengimpor teknologi yang baru, agar
benar-benar dapat terlebih dahulu menguasai seluk-beluk dan cara
penggunaan teknologi yang bersangkutan. Dengan demikian, pembe
rian perlindungan paten pada awalnya bukan pemberian perlindungan
kepada penemu atau inventor, tetapi lebih kepada rangsangan untuk
pendirian industri baru dan pengalihan teknologi.6

Kemudian, menurut Muhammad Syaifuddin, jika ditinjau dari
perkembangan aturan hukum paten itu, negera Inggris mempunyai
pengaruh besar terhadap pembentukan aturan hukum paten itu di
banyak negara di dunia. Sebab, di Inggris pertumbuhan paten baik
sekali. Kemungkinan pengaruh itu sebagai akibat kedudukan Inggris

4 Ibid., him. 86.
5 O.K. Saidin, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Prop

erty Rights), PT. RajaGrafindo Persada,Jakarta, him. 228.
(•> Rachmadi Usman, 2003, liukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan

dan Dimensi Ilukumnva di Indonesia. PT. Alumni, Bandung, him. 189.
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sebagai negara induk penjajah yang sampai pada pertengahan ih III'"m namun deskripsi dan drawing akan digunakan untuk menginter-
20 dan satu dua abad sebelumnya, mempunyai banvak tanah i•** u i s'j klaim. Demikian juga Konvensi Paten Eropa tahun 1973 berisi
vino mi'iiiN-Hvi t-...,i...-..-..I, I,..I _..i. i i . ' 'a|ahan ;u i -i i ••/-» ,*•, in • • i i .11van- membawa pengaruh hukum pula kepada tanah-tanih .
nv:i " ' K<)loili-

u'jetasi
"tentuan serupa pada artikel 69 (1), yang dilampiri sebuah protokol.

ferentuan Konvensi Strasbourg mengatur pemberian paten oleh kan-
paten nasional di bawah hukum paten nasional (paten nasional).
entara itu, Konvensi Paten Eropa mengatur paten yang diberikan
Kantor Paten Eropa sesuai dengan Konvensi Eropa (Paten Ero-
Di Beianda, Jerman dan Inggris, pengundangan berlaku efektif

un 1978.10
Empat konvensi intemasional penting mengenai hak paten

lah Konvensi Strasbourg, Konvensi Eropa, Konvensi Community
ent, dan Perjanjian Kerja Sama Paten (PCT). Artikel 8 (3) Konvensi

trasbourg dan artikel 69 (1) Konvensi Eropa, keduanya merupakan
peraturan keseragaman intemasional yang materinya sama. Semua
Lggota dalam Konvensi Strasbourg seharusnya menginterpretasi dan
lienjadikan artikel 8 (3) dalam cara baru yang seragam, demikian
ilila artikel 69 (1) Konvensi Paten Eropa berbunyi; The extent of the

tection conferred by a European or a European Patent Application
i$fralt be determined by the terms of claims. Nevertheles, the descrip-

ion and drawings shall be used to interpret the claim.,n
Perdagangan produk yang berkaitan dengan HKI semakin luas.

al tersebut merupakan satu di antara pendorong adanya konvensi-
Itlconvensi intemasional di bidang HKI. Dasar pikir semua itu adalah
flkepentingan perlindungan dalam perdagangan dan nilai ekonomi dari

suatu negara atas peredaran produk dan jasa yang berbasis HKI.12
Upaya mengembangkan konsep HKI intemasional melalui kese

pakatan bersama telah diwujudkan oleh negara-negara dalam Perjan
jian WTO berikut TRIPs dan semua perjanjian intemasional tentang
HKI yang menjadi rujukannya, yaitu Konvensi Paris.13

nva.

Upaya harmonisasi hukum intemasional dalam bidang I(p.
tama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lah.rnva Konve ' '"''

M1S1 irisuntuk masalah paten, merek dagang, dan desain industri. Ken'md*
Konvensi Bern pada tahun 1886 untuk masalah copyright atau' h1-
cipta. Tujuan konvensi tersebut antara lain standarisari, pembah
masalah baru, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum T"
prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian mem hen"
tuk biro administratif bernama the United International Bureau fa
the Protection of Intellectual Property, yang kemudian dikenal denga^
nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO kem'
dian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB van- men- -
ngani masalah HKI anggota PBB."

Kemudian, melalui perkembangan waktu dan kemajuan di bi
dang teknologi, lebih-lcbih pada abad ke-20, sifat pemberian paten/
oktroi bukan lagi sebagai hadiah, melainkan pemberian hak atas suatu
pendapatan yang diperolehnya. Perkembangan itu terjadi di negara
Amerika Utara dan Amerika Selatan. Selanjutnya, di negara Amerika
Serikat terbentuk undang-undang paten yang regas mengubah sifat
pemberian paten/oktoroi itu. Lain diikuti oleh negara-negara lain se
perti Inggris, Prancis, Beianda, dan Rusia. Kini, di abad ke-20, aturan
hukum paten/oktroi hampir meliputi semua negara, termasuk kawasan
Asia, sudah banyak pula negara yang memberlakukan undang-undang
paten/oktroi itu, termasuk Indonesia.''

Unilikasi mengenai hukum substantif paten bagi invensi, yakni
Konvensi Strasbourg tahun 1963 yang mengutamakan ketentuan bah
wa luasnya perhndungan yang diberikan oleh paten ditentukan oleh

Muhammad Syaifuddin. Op. Gil., him. S9.
8 Adrian Suredi, 2009, Hak atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika, [nka.

him. 64.

Ibid.

484
Relasi Hukum, Moral, dan Hak kekayaan Intelektual
Pengaturan liukum Perlindungan Varietas lanaman dan Paten
lerbadnti k'on/r,,,.,.,-.-; *i. .- •' " ./. •• ,

...-,...•., \ it net ma a/ lUiiouesia

10 Endang Purwaningsih, Op. Cit., him. 87.
11 Ibid., him. 87-88.
12 Muhamad Jumhana, 2006, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, him. 28.
13 Normin S. Pakpahan, 1999, "Pengaruh Perjanjian WTO pada Pembentukan Hu

kum Ekonomi Nasional", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15, him. 43-44.
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Secara histons, Perjanjian WTO berikut TRIPs dilatarbelakanej
dengan semakin mengunrungkannya industri dan perdagangan yaim
berbasis HKI, maka Amerika Serikat semakin mengukuhkan pola pikir
ekonomi dan politiknya terhadap perdagangan dan HKI secara inter-
nasional. Pola pikir demikian diwujudkan secara nyata sewaktu mere
ka mendesak agar proses perundingan perjanjian perdagangan umum
seperti Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (General
Agreement on Tariffs and Trade) mcrumuskan standar keterkaitan
perdagangan dengan HKI. Gelombang desakan dari negara-negara
industri dan pengekspor produk HKI semakin kokoh dan berhasil
merumuskan kehendaknya dengan konsep TRIPs dan bentuk-bentuk
perdagangan lainnya."

WTO sendiri tidak dapat dilepaskan dari sejarahnya, yang dimu
lai dengan keinginan kuat negara-negara memulihkan kembali pereko
nomian dunia yang hancur setelah Perang Dunia ke-2, yakni dengan
diadakannya satu konferensi di Bretton Woods, Connecticut, Amerika
Serikat, tahun 1947. Konferensi Bretton Woods menghasilkan Gene
ral Agreement on 'Tariff and Trade (GATT), yang akhirnya bermuara
pada pembentukan WTO, International Monetary Fund (IMF) untuk
penanganan masalah keuangan dan moneter intemasional, dan Inter
national Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang dike
nal sebagai World Bank (Bank Dunia) untuk masalah pendanaan.15

Walaupun WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari
1995, tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad
yang lalu. Sejak tahun 1948, General Agreement on Tariffs anbd'Trade
(GATT)-Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah
membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948-1994
sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan
dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan intemasional

14 Muhamad Jumhana, Op. Git., him. 28.
15 John H. Jackson, et.all. 1995, Legal Problem of International Economic Rela

tion: Cases, Materials and Text. American Casebook Scries, West Publishing Co.,
Si. Paul Mum., him. 290.
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rertinggi- Namun, terlepas dari keberhasilan tersebut, GATT sebagai
organisasi dan peraturan-peraturan yang dihasilkan bersifat sementa
ra-'

16

17

18

19

20

Menurut Achmad Zen Umar Purba, persoalan inti di bidang per
dagangan intemasional adalah bagaimana mengupayakan agar arus
perdagangan lancar. Praktik protcksionisme dapat dihilangkan mela
lui penghapusan hambatan tarifdan nontarif. Setelah beberapa waktu
sejak pembentukannya, GATT dinilai tidak dapat mengakomodasi
kepentingan itu, sebab GATT hanya suatu perjanjian, bukan wadah
organisasi intemasional. Untuk mengatasi hal ini, GATT perlu di-
sempurnakan, termasuk upaya untuk mendirikan International Trade
Organization (ITO) yang gagal karena tidak disetujui oleh Amerika
Serikat.17 Selain IMF dan IBRD, ITO adalah organisasi perdagangan
intemasional yang juga dibentuk dalam kerangka Bretton Woods.'8

ITO dalam kenyataannya tidak mampu melaksanakan fungsinya
secara maksimal, karena Amerika Serikat tidak meratitikasi perjan
jian pendirian ITO berdasarkan alasan Kongres khawatir ITO akan
berdampak mengurangi wewenangnya dalam menetapkan kebijakan
perdagangan Amerika Serikat.19

Meskipun Piagam ITO akhirnya disetujui dalam UN Conference
on Trade and Development di Havana pada bulan Maret 1948, proses
ratifikasi oleh lembaga-lembaga legislatif negara tidak berjalan lan
car. Tantangan yang paling serius berasal dari Kongres Amerika Se
rikat, yang walaupun sebagai pencetus, AS tidak meratifikasi Piagam
Havana dan ITO secara efektif tidak dapat dilaksanakan. Meskipun
demikian, GATT tetap merupakan instrumen multilateral yang meng
atur perdagangan intemasional.20

Dian Triansyah Djani, dkk., 2003, Sekilas WTO (World Trade
Organization),D]rektorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direk
torat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen
Luar Negeri, Jakarta, him. 1-2.
Achmad Zen Umar Purba, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT.
Alumni, Bandung, him. 2.
Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 194.
Ibid.

Dian Triansyah Djani, dkk., Op. Git., him. 2.
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ITO memang telah gagal, tetapi Chapter iVyang merupakan ba
gian dari ITO, yang mengatur commercially policy membentuk GATT
yang dimaksudkan sebagai perjanjian sementara (interim) yang diwu
judkan dalam The Protocol ofProvisionnal Application. GATT adalah
perjanjian perdagangan multilateral yang bertujuan menciptakan
perdagangan bebas, adil dan membantu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan, guna mewujudkan kesejahteraan seluruh
umar manusia.21

Hampir setengah abad, teks legal GATT masih tetap sama seba
gaimana pada tahun 1948 dengan beberapa penambahan di antaranya
bentuk persetujuan "plurilateral" (disepakati oleh beberapa negara
saja) dan upaya-upaya pengurangan tarif. Masalah-masalah perdaga
ngan diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang
dikenal dengan nama "Putaran Perdagangan" (trade round), sebagai
upaya mendorong liberalisasi perdagangan intemasional.22

GATT telah mensponsori delapan putaran (rounds) perundingan
menuju ke kerjasama perdagangan intemasional yang lebih erat. Me
nurut John H. Jackson, et.ali, lima putaran pertama ditekankan pada
pengurangan tarif. Kemudian, pada putaran keenam dan ketujuh mu
lai dibahas persoalan nontarif, walaupun masalah tarif masih cukup
besar.23 Selanjutnya, pada putaran kedelapan, pada permulaan Uru
guay Round masalah HKI telah menjadi satu "footnote" dari serang
kaian agenda yang padat dan bahkan "It was uncertain whether that
contentious item would survive the end ofthe round". Pada akhirnya,
dalam Uruguay Round itu, disepakati bahwa HKI dapat berpengaruh
terhadap perdagangan intemasional.2''

Putaran terakhir dan terbesar adalah Putaran Uruguay yang ber
langsung dari 1986 sampai 1994 dan mengarah kepada pembentukan
WTO. GATT terutama ditujukan untuk hal-hal yang terkait dengan

21 Huala Adolf dan A. Chandrawulan, 1994, Masalah-masalah liukum dalam Per
dagangan Intemasional, Rajawali Press, |akarta, him 6-8

22 Ibid., him. 2.

23 John H. Jackson, et.aU., Toe. ('.it.
24 Marco C.E.J. Bronckers, 2000. A Gross Section of WTO Ian: Cameron May.

International Law & Policy, London, him. 185.
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perdagangan barang, sedangkan WTO mencakup juga perdagangan
jasa, dan kekayaan intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights).2*

Putaran Uruguay atau Uruguay Round bertujuan menciptakan
sistem perdagangan intemasional yang lebih bebas dan adil dengan te
tap memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang. Adapun
tujuan Uruguay Round yang lebih konkrit, sebagai berikut:

1) Akses pasarbagi produk-produk ekspormelalui upaya penu
runan dan penghapusan tarif bea masuk, pembatasan kuan
titatif maupun hambatan-hambatan perdagangan nontarif
lainnya;

2) Memperluas cakupan produk perdagangan intemasional,
termasuk perdagangan di bidang jasa, pengaturan menge
nai aspek-aspek dagang HKI dan kebijakan investasi yang
berkaitan dengan perdagangan;

3) Peningkatan peranan GATT dalam mengawasi pelaksa
naan komitmen yang telah dicapai dan memperbaiki sistem
perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan
ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam GATT;

4) Peningkatan sistem GATT supaya lebih tanggap terhadap
perkembangan situasi perekonomian, serta mempererat
hubungan GATT dengan organisasi-organisasi intemasio
nal yang terkait, khususnya dengan prospek perdagangan
produk-produk berteknologi tinggi;

5) Pengembangan bentuk kerja sama pada tingkat nasional
maupun intemasional dalam rangka memadukan kebijak
sanaan perdagangan dan kebijaksanaan ekonomi lain yang
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekono
mian, melalui usaha memperbaiki sistem moneter intema
sional.-26

25 Ibid.

26 Bambang Kesowo, "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak atas
Kekayaan Intelektual Nasional", Makalah, Disampaikan pada Ceramah Ilmiah
tentang Implementasi Hak atas Kekayaan Intelektual/TRIPs dalam Hukum Na
sional, Fakulcas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 22 Mei 1999. him. 5.
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GAI I sepakat bahwa mereka menginginkan suatu aturan per
dagangan. Para pejabat pemerintah juga mengharapkan adanya per-
temuan/lorum guna membahas isu-isu yang berkaitan dengan persetu
juan perdagangan. Keinginan tersebut memerlukan dukungan suatu
sekretariat yang jelas dengan perangkat organisasi, GATT sebagai ba
dan intemasional, tidak lagi eksis. Badan tersebut kemudian diganti-
kan oleh World Trade Organization (WTO).2"

WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-
satunya badan intemasional yang secara khusus mengatur masalah
perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO dia
tur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perda
gangan intemasional sebagai hasil perundingan yang telah ditanda-
tangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan
kontrak antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk me-
matuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun
ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk mem
bantu para produsen barang dan jasa, cksportir dan importir dalam
kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan satu di antara beberapa
negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan
WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19994 tentang Penge-
sahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetu
juan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).28

Adapun fungsi utama dari WTO adalah untuk memberikan
kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antarnegara ang
gota dalam implementasi perjanjian-perjanjian dan dihubungkan de
ngan instrumen-instrumen hukum termasuk dalam annex perjanjian
WTO.29

Secara khusus, berdasarkan Pasal III Perjanjian WTO ditegaskan
lima fungsi WTO, yaitu:

a. Implementasi dari Perjanjian WTO
Fungsi pertama, adalah untuk memfasilitasi implementasi,

27 Dian Triansyah Djani, dkk.. Op. Gil., him. 3.
2S Ibid., him. I.
29 Ibid.
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31

administrasi dan pelaksanaan dari Perjanjian WTO serta
perjanjian-perjanjian multilateral dan plurilateral tambahan-
nya.

b. Forum untuk perundingan perdagangan
Fungsi kedua adalah untuk memberikan suatu forum tetap
guna melakukan perundingan di antara anggota. Perun
dingan ini tidak saja menyangkut masalah/isu-isu yang telah
tercakup dalam Perjanjian WTO saja, namun juga berbagai
masalah/isu yang belum tercakup dalam Perjanjian WTO.

c. Penyelesaian sengketa
Fungsi ketiga adalah sebagai administrasi sistem penyelesai
an sengketa WTO.

d. Pengawasan kebijakan perdagangan
Fungsi keempat adalah sebagai administrasi dari Mekanisme
Tinjauan atas Kebijakan Perdagangan (Trade Policy Review
Mechanism/TPRM).

e. Kerjasama dengan organisasi lainnya
Fungsi terakhir adalah melakukan kerjasama dengan
organisasi-organisasi non-pemerintah.30

GATT, sebagai suatu persetujuan, masih tetap eksis dan telah
diperbaharui, tetapi tidak lagi menjadi bagian utama aturan perda
gangan intemasional. GATT selalu berkaitan dengan perdagangan ba
rang, dan masih tetap berlaku. GATT telah diubah dan dimasukkan
ke dalam persetujuan WTO yang baru. Sementara GATT tidak ada
lagi sebagai organisasi intemasional, namun persetujuan GATT masih
berlaku. Teks lama dikenal dengan "GATT 1947" dan versi terbaru
dikenal dengan "GATT 1994". Persetujuan GATT yang baru tersebut
berdampingan dengan GATS (General Agreement on Trade inServices)
dan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Pro
perty Rights). WTO mencakup ketiga persetujuan tersebut dalam satu
organisasi, satu aturan dan satu sistem penyelesaian sengketa.31

Ibid.

Ibid., him. 3.
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